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Kata Pengantar

PUll syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Mya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan
[BPK) dapat menyampaikan lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Il Tahun
2023 kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala dasrah dengan tepat
waktu. IHPS ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UL Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab kKeuanzan Negara,

IHPS Il Tehun 2023 merupakan ikhtisar dari 651 Laporan Hasil Peameriksaan
(LHP} BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Millk Negara (BUMMN| dan badan lainmnya.
Berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan BPEK, IHPS |l Tahun 2023 memuat
hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 288 hasil pemeriksaan kinerja, dan
362 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (OTT) - kepatuhan.

Hasil pemeriksaan tersebut disajikan berdasarkan pengelela anggaran
dan jenis pemeriksaannya, serfa dikelompokkan menurut tema dan fokus
pemeriksaan sesual dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024,
IHPS I Tahun 2023 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasl
hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesalan gant kerugian negara/daerah, dan
pemaniauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigalif, penghitungan
kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli,

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pambaca,
IHPS 11 Tahun 2023 menyeriakan lampiran dan sgficopy LHP dalam satu fTosh disk
yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS,

BPK berharap IHPS || Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi para pemangku
kepentingan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi
lebity baik dalam rangka mencapal tujuan negara.
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Tentang BPK

ESUA| dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Megara Republik Indonesia 1945

{ULID 1945}, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan

dantanggung jawab keuangan negars secara bebas dan mandirl. Untuk melaksanakan
amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di Ibu kota negara dan memiliki perwakilan di
sefiap provinsi.

Pemeriksaan

DALAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN,

BPK menetapkan Standar Pemerikssan Keuangan Negara
[SPEN) sehagai patokan bagi pemeriksa uniuk metskukan
tugasnya. Selain itu, BPK menszpkan kode etk uniuk
menegakkan nilai-nilai dasar imtegries, independans,
dan profesionalisme: Pemeriksaan BPK juge teizh melziui
pengendalian muty s2susi dengan Standar Pengendalian
Murtu. Uniuk mendulking pelaksanazn tugasnya, BPK
juge memiliki kewsnangan memberikan pendapat
yang diperiukan karenz sifat pekerjzannya, menilai
dan/atau menstaphian kerugian negarz, memberikan
parmmbangsn atas penyelesaian kerugian negars/daersh,
dan memberiien keterangan ahii datam proses peradilan
mengenal kerugisn negars.

IHPS
B MENYAMPAIKAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG TERKAIT TUGAS BPK beserta hasil pemantauan pelaksanasn Tindak lanjut,
Undong-Undong (ULU) Nomor 17 Tohun penysiesaian gant kerugizn negars, pemanfaat=n hasi
2003 tentang Keuongan Megarae. UU Nomior pemeriksagn investigatif, penghitungan kenigian negsm,
1 Tohun 2004 tentong Perbendahoraan dan pemberian keterangan ahti dalam ikhtisar hasil

: r pemeriksasn semesier (IHPS). 8P menyampalkan [HPS
Negarg, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang kepada iembaga penwakilan dan pemerintah selambat-

Pemeriksgan Pengelolaan don Tanggung [smbatnyz 3 bulan sesudah berskhimya semester yang
Jowah Keuangon Negara, serte UL Nomaor beesanghutsn.
15 Tahin 2006 tentona Bodon Pemerikso

Keughgor.

"WMenfodi Lembogo Pemeriksa Tepercayo yang Berperan Akiif dolam
VISI Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkuolitas don
Bermanfaat untuk Mencagal Tujuan Negara'”,

Tentang BPE THPS [ Tahun 2027 enmmm—



PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN
TERHADAP pemerintah pusat. pemerintsh
daersh, lembags negarz lainnys, badan
usahs millk negars, badan layanan umum,
badan usaha milik daerah dan lembaga
atau badan lain yang mengelola keuangan
negara. Pemeriksaan dimaksud meliput

I pEMEerksaan keuangan, pemeriksaan
xinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu.

Pengeloia Keuangan Megara

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN
KEPADA Dewan Peraakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daeran, dan Dewan Perwakifan
Raiyat Deerah sezuai dengan kewenangannya
Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula
kepsda pemerintah dan pimpinan pinak yang
dipariksa untuk diindaktanjuti, BPK memantau
tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah
dan plhak yang diperiksa. Apabila dalam
pemeriksaan ditemulan indikasl unsur pidana,
BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi
yang benwenang sesual dengan ketentuan
peraturan perundans-undangan.

1. Memeriksa tofa kelole don tanggung fowab keuangan negora untuk memberikon
M I SI rekomenddsi, pendopot, don pertimbangan; .
2 Mendorong pencegahon korupsi don percepatan penyelesaian ganti kerugian negora; aan
3. Melaksanaokan tata kelolg organisasi yang transparon dan berkesinambungon agar
menfadi tetodarr bogi institusi lainmya.

— TP 1 Tahun: 2023 Tentang BPE “



TEMA & FOKUS PEMERIKSAAN

BRK mempunyal peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan
dan strategi pembangunan yang telzh dirumuskan dalam REIMN 2020-2024. Melalui kegiatan
pemeriksaan, BPK mengawal dan memastkan program-program prioritas pembangunan
nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transgaran dan akuntabel seria
dapat memberikan manfaat pada kessjahteraan rakyat Indonesia,

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu
pada RPIMN/RPIMD 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas
program-program gembangunan pemerintah melalul penyelarasan tema pemeriksaan BPK
dengan melalui pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.
Berdasarkan RRIMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan nasional, yaiu:l)
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
zelanjutnya disebut Penguatan Ketahanan Ekonomi; 2) mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut Pengembangan
Wilayah; 2} meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
selanjutnya disebui Pembangunan Sumber Daya Manusia; 4) Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
skonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya dizebut Penguatan Infrastruldur; 5) mambangun
lingkungan hidup, meningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnys disebut
Pembangunan Lingkungan Hidup; serta 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan,
dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, selanjuinya disebut
Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sesuai dengan Renstra BPK 2020-2024 serta dengan memperhatikan Isu strategis
yang perlu mendapat perhatian, pada tahun 2020 BPK mempricritaskan pemeriksaan
atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang haslinya
telah dilaparkan pada IHPS |l Tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022
BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1),
Pembangunan SDM (PN3), Penguatan Infrastruktur (PN5), dan Penguatan Stabilitas
Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hasiinya telah dilaporkan
pada IHPS Il Tahun 2021 dan 2022, Dan pada tahun 2023, BPK melakukan pemeriksaan
prioriias nasional Pengembangan Wilayah [PN2} dan Revolusi Menial & Pembanzunan
Kebudayaan (PN4) yang dilaporkan dalam IHPS ini. Sementara itu, dalam rangka menjaga
kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2023 BPK juga melakukan
pemeriksaan atas pricritas nasional lainnya (selain PN2 dan PN4),

Selain ity, sebazal bagian dari organizasi lembaga pemeriica internasional yang tersabung
dalam internationa! Orgonization of Supreme Audit institutions (INTOSAI), sejak tahun
2015 BPK menerapkan Supreme Audit institutions Performonce Measurement Framework
(SAl PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF
adalah komunikasi, Dalam rapgka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah
menstapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau Accountability for All dengan maksud
agar publik semakin memahamj arti penting akuntabilitas keuangan negara,

HPS [ Tahun 2050  ax—



ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN

RENSTRA BPH 2020-2024

RPIMAN 2020-2004 DAN SDG:
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PEMBAGIAN TUGAS
DAN WEWENANG BPH

Sesuai dengan ULl Nemor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; BPK mempunyai
S-orang angoota yang dipifih oleh DPR. Angoota BPK memegang jabatan sefama 5 tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kemball untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan
wewenang BPK menurut Peraturan BPK Rl Nomor 3 Tahun 2017 jo. Peraturan BPK RI
Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisast dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana
diubahterakhir dengan Peraturan BP{C Rl Nomor 1 Tehun 2024,

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

KETUA BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawal keuangan negara secara umum bersama dengan Wakll ketua,
tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK,
hubungan kelembagaan dalam negen dan luar neger, pengarahan
pemeriksaan investigatif, dan pembinzan tugas Sekretariat
lenderal, Direktorat Utama Parencahaan, Evaluasi, dan Kabijakan
Pameariksaan Keuangan Negara, Dirskiorat Utama Pembinaan
dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,
Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatthan
Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil keiua.

Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.,CIAE. CGCAE. CertDA.

WAKIL KETUA BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan
Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat
lenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasl, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan
Megara, Direktorat UHama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan
Megara, Inspekiorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan
Megara bersama dengan Ketua.

n Tentarig BIE [HPS Tl Tehuri 2027 emmm—



Nyoman Adhi Suryadnyana, 5.E, M.E., M.Ak., CSFA., CertDA. CGCAE.,GRCE., CFrA.

ANGGOTA |

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu,
Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN,
BMUKG, Lemhanas, Waniahas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas

HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla sarta lembaga yang
dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA., CertDA.

ANGGOTA I

TUGAS DAN WEWENANG:Pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang
Ferekonomian; Kemenkey, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/

BEAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKEM, BPS, Bi, OJK; PRATK,
PT PPA, LPS; BSN, LKPE KPPU, PT SMI, PT PIL-PT SMFE PT GDE, LPEI, LPl seria
lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

PLT. ANGGOTA 1

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengeloizan dan ianggung jawalb keuangan
necara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidanz PMEK, Kemensetneg,
Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemnaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, Kemenierian
PPREA, Kemenpora, BRIN, kementerian ATR/BEN, Kemendesa PDTT, Bapeten, Perplusnas
Rl, BNPB, BP Tapera, Badan Bank Tanah, BKKBN, BEN, BPKP, LAN, ANRI, BP2MI, LPP RR,
LPP TVRI, LPSK, BIG, ORI, EPIP, BRIS Ketanagakerjaan, serta lembaga yang dibentuk dan
terkait di lingkungan entitas tersebut.

— TP 1] Tabun 2023 Tentang BOE u



Haerul Saleh, 5.H., CRA., CRP., CIABVY., CSFA., CertDA., CFrA.

ANGGOTA IV

TUGAS DAN WEWENANG: Femeriksaan pepgelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang
Kemaritiman dan Imvestas!, Kementan, KKF Kementerian ESOM,
Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, BPH Migas, Badan
Resiorasi Gambutseria lembaga yane dibentuk dan terkait di
lingkungan entitas tersebut

Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, MLM., CSFA., CGRE., CertDA., CFRA.

ANGGOTAV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagr, Kemenag, BPEH,
BPKPPE Batam, BPKPPE Sabang, BNPP, pengelolaandan tangzung
lawab keuangan dasrah pada Pemerintah Provinsl, Kabupaten, Kota,
dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah | {Sumatera dan Jawa) serta
lemibaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

ﬁ Tentsrg BIK [HP2 1 Tehun 2027 enmm—
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Prof. Dr. Pius Lustrilanang, 5.1P., M.5i., CSFA., CFrA.

ANGGOTA VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengeslolaan
dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes,
Kemendlkbudristek, BRIS Kesshatan, BPOM, pengelolzan dan
tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provins,
Kabupaten, Kota, dan Badan Uszsha Milik Daarah di Wilkayah Il
{Bali, Nusa Tenggzara, Kalimantan, Sulaviesi, Malukiy, dan Papua]
serta lembaga yang dibentuk dan ferlan di linglumgan entias
Tercebait

Dr. Slamet Edy Purnomo, 5.E., M.M., CertDA., CIAE., CFrA.

ANGGOTA VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan-dan
fanggung jawab keuangan negara pada Kemeniarian BUMN,
SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembags vang
dibeniuk dan ferkait di lingkungan entitas tersebut
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Ringkasan Eksekutit

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tehun 2023 disusun
untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004. Ikhtisarini merupakan ringkasan dari 651 Laporan Hasil Pemeriksaan
{LHP) yang diselesaikan BPK pada semester Il tahun 2023 yang terdiri atas
1 LHP keuangan (0,13%), 288 LHP kinerja (44,24%), dan 362 LHP dengan
tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (55,61%) sepert disajikan pada Tobe! 1.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I

Tahun 2023
2 Pengelals Anggeran/ Jumizh luemizh Jumish }
Jeniz Pemmrilsasn LHF Temiuan Febomendasi

« Pemerikeaan Keuzngzan

fi i i * Pemeriksaan Kinerz 34 332 888
ﬁ « Pemerikeaan OTT-Kepstuhan 20 oa BOE
- Pemerintzh Daerzh dan BUMD 375 L.285 BES0

« Pemarikzaan Keuzngan - - -

i |l' i « Pemarikszan Kinstjz 105 B50 2,868
« Pemearikssan OTT-Kepatuhzn 288 2416 &.0E2
~BUMN dan Badan Lainnya: 22 301 BAT

o Eemerikzazn Keusngan = = -

LA

v Eemerikzazn Kinerja 1 B 27
» Eemerikzazn OTT-Kepatuhan 1 3 1]
* Pemerkssan Kinefjs 1a7 1,387 3,985
* Pemertkssan OTT-Kepatuhsn a3 GO8 1,563
Total 851 5197 e
? * Pemeriksaan Keuangan 1 - 16
.
b g ‘\ » Pameriksas ]
& n Kinerjs Z8E Z577 7778
k -
* Pemerksisn OTT-Kepatohsn 362 3E1L 10,341

¥starangan: lumish terssbut odak termesuk hasl pemerikssan =tz bantean ¥suangan partal
pobitk dari APEN/APED dan hesll pemeriks=an investigatit

— TP 1 Tahun: 2023 Rivigleasan Elselutif



Hasil Pemeriksaan dalam Angka
6.197

17.935

651

- W Tamiian i Rekomendasi
il
b i
' b
8.869 v

Permasalahan

Ketdakhematan,
k=tidskefsienan, dan

Rp7.33 trifiun

v

Ketidakpstunen ternsdap
kstanuan persturan
oensndang-undangen

Rpé6,46 triliun

L

m Pamyimpangan
admijnistras
{23,50,%)

K=rugisn
ApLES trifiun

Potensi k=rusan
Apl, 7o trifiun

Femuranzzn
pEnsnmaan
Rp3.01 trifiun

ketidskefeksifzn
RpET3, 77 mikiar
= { o L
'\""l' a
v "
Katzmzhan
- sigtem
{ | pengendzli=n
intarm

3.309

Rpd?3, 77 miliar

Permasziaban
remdakpatuhen
w2ng dapat
mengsmibatkan:

Ketdskhematan

Rp718, 10 miliar

Katidskefzienzn
Rp333.12 ju=

Ketdaksfeknfan
Apld5,33 miliar
2.874

Fpb A6 trifliun |

Rekomendasi berupa penyerahan

P gset danfatau penyetorsn uang.
Pada saat pemeriksaan, entitas telgh
menindaklanjuti dengan penyerahan
szt dan/atau penyetoran vang ke
kas negars/dasrah/perusahean
sebezar Rp527,49 miliar,

* fumdah tersebut ndak wrmaselk hasl pemeriksaan atas Baniuen keusngen pariad politik den APBN/APBD-dan hasl pemearisaan imeestigatit

nﬁjngkasanﬂsehﬂ
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8.869

Permasalahan Pemeriniah

Puzat

Jumlah
Parmasalahan
Nil=i {Rp Juts)

2114

268
543.815,35

111
127.636,81

20
155.545,81

25
255.728.73

156
543.015.35

112

408
113,177 34

915
70T A2

TOTAL A+B+C

Pemye=han
aset danyatau
penyeioran USng

279.951.49

Bemerintah
Daerah & BUMD

Jumiah
Permaszlahan
Faitai [Rp duts)

808

2.873
1.169.909,11

1.646
753.347.34

342

21257538

304
20358279
2.292
L169.509,11

581

1.187
103.219,18
12
100,453,34
1
333,12

1.065
2.432.,72

4,868

1.273.128,29

22542712

BUNFM & Badan
Laimnmya

Jumiah

Permasalahan
Milsi |Rp Jut=}

255

215
3.513.380.07

78
485,992 42

il
6753.518.01

26
2352.569,64

150
3.513.380.07

65

45
102.214,70

24

90,534,70

2

515
3.620.594.77

2.650,.37

*Hz=i pemerikesan tensatik pads Pemenmizh Pusat Pemenntsh Deerah, dan BUND,

S Tabun 2023

Priontas Nasionast

Zdan 4*

Jumiah

Pzrmasalahan

Milsi {Rip futa)

5249

401
1.234.052.08

S
2803973

8
T1L707.00

55

193:905,35

276

125

1.641

Jumlah
Permasalahan
MiEmi [Rp Juta)

1.803

3.757
b-465.356.61

1.867
L.655.416.30

ary

1.768.153.80
430
3:005. 786,51

2.874

6.465.356.61

883

8.869
7.335.130,96

527.433.43



REKOMENDASI BPK

4135 permasslzhan yang ditemukan, BPE memberikan 17.935 rekomendasi anzra (z2in:

Tt - i
i z ; " Dari nilai permasalahan ketidakpatuhan

e R A sebesar Rp6.46 trifiun, pada saat

kerugian, dan kekurangan penerimaan, - !' et et

pimipinan entitas terkait 3gar menstaphksn pemeriksaan telah disetor ke kas negara/
dan/=tau manarik kerugian, memungut doerah/perusahaan sebesar Rp527.49
kekurangan penerimiasn, den menystorkanmye miliar, antara lain pada Kementerian Sosial
ke ks negara/dasran/perusahaan, sart= sehesar Rp227 54 miliar, Kementerian
mencupayakan sgar potensikerugian tidak PUPR =ebesar Rp35.80 miliar, dan Pemkot
menjadi ienogien Semarang sebesar Rp20.66 miliar
Terkait dengan permasalzhan pengelolaan

jaringan trayek angkutan laut pennts. Menten Perhubungsn 2gsr menetapkan Surst Keputusan
|5K) Fenempstan Kapsl Perints dan 5% leringan Trayek berdasarkan kondisiepsl yang lsik it sens

menyusun dan menetapkan jaringsn trayek penintis dengan cermat dan mempertimbangkan ruas
Eningen traysk anskutan transportast lsut ainnya:

Terk=it deng=n permaszlzhan implementasi pemantsuan dan evalu=ssi utang pemerintah, Mentsn
¥eusngan selzku BUN sgar berkoordinzsi denzan Rementerian PPN/ Bsopenss ontuk melengkapt
Imptementasi pemantsoan dan evaluss pinjeman dengan: |1 menyajikan permassishan berdssarkan
kefommpok beser permazaiahan yeng :ams; |1 menstzphen bates waktu penyelessizn permassizhanmys,
dan (3§ menghiteng bizye utans non-bungs per pinjamsn yang Smibul zidbat kererlambaten penafikan
pinjaman dibandingken dengan jedwsl yang direncanakan datam Loan Agreemsnt.

Terkait dengan permasalzhan pelsksanasn Gerzkan Indonesia Meizyani (GIM], Mantsr PANRE
FE=rmenyusun pedoman nasional peisksanasn Program GIM s=bagat penduan o=lsksansan program
GIN, dzn meningkatkan koordings| pelakssnazn prosram Gil dengen Menteri Koordinator Bidans
Pembangunan Mznusiz dan Kebudsysan serts Menter Dalam Neger tentang k=berznjuten Program
Garaksn Magional Revolusi Mantsl (GNAM), pelaksanaan dan sosiziizasi Program GIM kepada
wemenzzrizn/Lemozzz/ Dasran

Terkait dengan permasaizhan kewsjiban pengendalian pencemaran wdara, Mentan Lingaunzzn
Hidup dan Kehutanzn sgar memproses pemberizn sznksi Mepads penanzzuns jawsh dan/fatau
ksgiztan yang melebifl baky mutu emis

Terkait pengembangan kewilayahan khususnys strategi pengembangan produk unggulan dasrah
pada sektor hulu, k2pala dzersh 1erkalt sgar manetapkan komodites staud produl tertentu sebagai
komaoditas steu produlk utnggulan daersh dengen ¥eputuzan kepals dasrsh, serts menyusen roadmog
pengembangzn komodites/pradok ungsalan danjatsu oohon plon pengembangan kewssar pertznian
kabupaten)rencana pembangunan industri kabupaten dan menstaokannys dslam bantuk Rencans
Fembangunan langks Faneng Deersh (RPIFDI/Rencena Tars Ruang Wilsysh (RTEW]Bencanz
Zzmbangunzn Jangie Menenzah Desiah [ARIMD) Rencans Stratzgis (Renstra) Dinas terkain

o * Terksit dengan permasalahan potensi kelebihan pemungutan Uang Kuliah Tungzal (UKT) danluran

o Pengembangan Institusi [IF], rektar unieersitas terkait untuk menghentikan pemuengutzn UET yans

meiebihi Biaye Kuiliah Tungaal, tagihan UKT atss mahasiswa yang menjaiani cut dan mahasisea

yang menzzmbil mata kolizh kurans-darifstau sam= dengan § Sistem Kredit Semester (Si5), ==rta
pemunsutan |Pi pada mehasiswe baru selzin program diploms dan safana.

= Terkzit dengan permasalzhan yang berindikasi frood/kerugian pada PT Indofsrma Tok dan PT 1GM
{anak perusahizan PT Indofarma Tok), Dirsks ©T Indofzrme Tok 2220 (1) Maizporean k= pemegans
szfiam terkait transaksi jusl bell fkof, perempsetan dan gsgadaian deposito, pinjam=n onifine,
pemgzunzan dana restitusi pajsk urtuk kepentingan di luar perusshaan, pengsfuaran danz t3np3
urnderlving tronsocoon, dan permasalahan lainnyz dengan jumlah yang melebihi ketentuan yang
berindikasi kerugian sebezar Rp234. 77 miliar d2n berpotensi kerugian sebesar AplEd, B3 milizr dan
[2} berko 351 dengan pemezeng sshamdzn Kementenan BUMN untuk melsporken permasalshen
=T Indofarmz Thk dan anak parusshasn kepada sparet pensssk hukem
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HASIL PEMERIKSAAN PRIORITAS NASIONAL
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN REVOLUSI MENTAL &
PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

IHRS || Tehun ZD23 mamust hasdl pemeriksaan stas prioritas nasionzl Pengembanzgan Wilayah dan Revolusi Mental
& Pemozngunsn febudsysen pads 190 objek pemeriksaan (obrik) yanz terdin 3tz 19 ook pemenniah pusat dan
144 ohrik pemerintah daemsh (pemdal, dan 27 BUMD. Pemerikssan terssbut mellpot 147 obrik kinerjs dan 43 obrik
dengan tujuan tertentu [OTT}-kepatuhan

PENGEMBANGAN WILAYAH

IHPZ 1l Tahen 2023 memuat 158 hasil pemeriksaan BPK =tez prionitas nasiona! pengemozngsn wilayah, baik pads pamenn@n pusal,
pemds, dan BUND Hasii pemerikeazn mendakup 5 Kegistan Prioritas |KP), meliputt (1] Pengembanzan E=weszn Strategts (KPLL
{2} Pengembanzan Ssitor Unsgulam (KPZE (3} Pengembanzar Kawasan Perkocan (KPR 3} Pengambancan Desmah Tertinggs!,
‘Peribatgsen, Perdessan, den Transovgres! |KP4) dan (5] Kelembzsazn dan Kzuangen Deersh (XPS) Hagl pemsrik=asn pnontas nesicnal
pengembargan wilsysh mengungienkan bebersps upays pemerintah pusat, pemds dan BUMD, antars lain

TERKAIT PENGEMBANGAMN KAWASAN STRATEGIS:

* Badan Pengusshzan Kawssan Szbang |BPES| t=lah
mengidentifikasi potensi kawasan S5abang d=lam rangs=
pEngZemBbeEngeEn kawssan, seriz kelomshan dan hambstan =tas
pelgkzznasn pengembangan potsnsl kawasan Ishang dafam
rangks menarik czion imeeston

* Pemerintah Provinsi [Pemprov) Sumatera Utara, Pemprov
Sulawesi Utara, Pemprov Ksltm dan Pemerintah Kasbupaten
{Pemkab) Kutai Timur telah menyedizksn dukuergan
saranz prasarana Kswasan Ekonomi Khusus [KEE] antars
lzin meizlul pengelalzan sumbser days =iT dan penyadizan
parizngkapan jzlan provinsl Selain ftu, pemds tersebut jugs
telah menstagkan kebijzkan pemberian fasiicas/insenof dan

kemuidzhan pananaman meds], &
penanaman modal dasrah provinsi

manyuwsin rencsns Umum

* Pemprov laws Tengsh dan Pemksh Kendal telah mengupayakan
pemenuhan fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan dalam
penyelenggaraan KEK, sntars {3in beberjz samaz dengan Badan
Jsaha Pembangun dan Pengelola [BUPP) dan pelaky wusshs dl KEX
malalul kesspalstan berzams tantang kang sama keterpaltsndan
k=sepadanan |fimkand moich) kompstens vokas ditawa Tengsh

TERKAIT PENGEMBAMNGAMN SEKTOR UNGGULAN

* Pemikzab Bengkayang dan Pemiab Wajo telah menyuson mester
plon pembangunan pertanian dan 512y rogd mog pengembangan
industri sebagsai aruen 3tau pedoman dziam menst=pkan

fzkan-kebijakan, programs, dan Kegiztan yang tereat dengan

mbzangan komoditas unggulan, Selain itu, Pemiek Maads,

P=mkzb Fakfsk, dan Pemksb Bersu mengupayskan sertifikat

Indikasi zeazrafiz stes produk unzeieian yang dapst memberikan

manfaat berups memaosrreizs Mentfikas produk, menzangkat

reputssi suEtu kewasEn indikasl geogrefs, malestarikan s=indzhan
afam, pengetzhuan tradisional, ssriz s=umber dayz hay=t
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TERKAIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN:

* Hementerian PUPR telah dan sedang melaksanakan 30 pshket pekerjaan
pembangunan iInfrastrukiur IKN tahap | serta telsh mengidentiflas: slemen
nilzi tamiah digital atau teknologi untuk membarizan manfast yanz l=hih besar
padz (KM, s=2bazai upsye memadukan 3 konsep perkotaan, yaitu BN sehassi kots
hutsn |ferest oty], kot3 spons |spongs oity|, dan kot3 cerdas [smart o) sebage!
prinsp dasar pengeimbangzn Kzwzzan KN

* Pemerintah Kota [Pemkot] Batam dan Pemkot Banjarmasin teiah bekerja
ama dengan pihak swasta dalam bentuk CGorporate Socral Responsibilicy
melalul kolaborasi satker KOTAKU dan teiz=h menghesilian oonatzan
permibidman kurmah den penataan kawasan permukimen iumuh df bantaran
zungst yeng mengikutsertskan masyerskst Selzin tu, Pemeot Mekassardan
Ezmikbot Denpezar teizh membust Grong Desion Penbenzunan Kependudukan
Tahur 2021-2031 dan 20162026 dan memiliki Mizster Plon Persampakan pada
Tahun 2016 dan Tshun 2007,

TERKAIT PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN
TRANSMIGRAS:

* Bzdan Masionzl Pengslolz Perbatassn (BHPP) telsh menstapkan regulasi dan
kehijakan yang mendulung proses perencansan sarts pemantauan dan evalussi
aias pengsiolzan Batss Wilsyah Negara dan Kawesan Perbatasan (BWN-EP) S=izin
itu, Kemendagn t=lah mensteplen perstren dan Surst Edaren 58] ssomzsi pedomin
dalzm Penstapsr dan Pensgasan Bstes Desa (PPE Des), dan meryusun Rancsngzn
I Strates Pengemibanssn Kepasitas Apsratur Desa (AL SPHADN Kemendess FOTT
= tsizh menstapian ssjumizh reguiasl bidang kstransmigrasien, mamoertuk Tm
¥pardinasi dan integras! Peryelengzaraan Transrrieras| [EPT) Tingkst Nasional dan
mrEmyElEnESSraNEn kegisten avalugsi perkembangan kawaan trensigras! melaiu
pengusuran Indets Perkembangan Kawassn Transmizrss! [IPRTr==).

TERKAIT KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN DAERAH:

* Pemerintzh telah menyusun dan menstapkan peraturan pelaksanaan
Perpres Momer 38 Tahun 2015 tentang Kerjasams Pemeriniah dengan
Badan Uszhs (KPBU| dzlarm pemyadizan infrastrukturn, antars Einterizities
carz pelaksanaan, pemberian dukungan 3tss proyek KPBU, pengembalian
imvest=s dalam bentuk Avodobdity Foyment (AP} den pelskzanaan pangadaan
badan uszhs KPBU. Belzin ftu pemerintsh jugs teldh mempublik=siken dafiar
provek infrastruktur KPAU serts membenian fasilites dukungan, baik datam
bentuik Provect Develpement Sacifity [POFL, Viehdity Gog Fend [VGF) maupun
Panjaminan Infrastrultur terhadap oroyek KPEL

* Kzmendagri tzlah menetapkan Morma, Standar. Presaedur, dan Kritena
(NSPE} tentans proses bisnis Sistem Informasi Pemerintshan Dsersh {SPD)
[Enizinformasi Pembangunan Deergh dan informasi Keusnz=n Dasrsh

Badan Informasi Geospasial [BIG) telah memenuhi salah satu target
penyediaan peta dasar wilayah darat, ysitu pads skals 12250 000 dengen
capaizn 1003 dari targst y2ng tertuang dalzm Perpres B2bijakan Satw
Ptz [KEP).

* Pamprov Kepulauan Rizu telah memenuhi 3lokasi anggaran belaniz
wajibk di bidang pendidikan minimzl Z0% dari b=iznjz dzsrsh dan
berdasarkan kebutuhan di fungsi pendidikan: Salain itu, Pemiot
TanjungpIinang teish menyslaraskan perencznean oidsng pendidikzn
dzlam Rencana Kzrjz Pemerintah Dasrsh (REPD), Rencans Keris [Renjz)
Dinas Pendidikan dan Rencans Kerja dan Anggaran |AKA) dengan Rencana
Keriz Pemerimzh [REF]
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Narun demikizh, hasil pemenksaan menunukan masih terdapst permasasizhen signifan yang bempatansi mengskinatken Pemerintzh
ek danst mencapal tarEet pengembansan wilayah sehingea daoet menghamibat pencapaian tujues PN 2 Permasaizhan signifikan
teEebut di sntaEny=

* Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Hawasan Perdagangan Behas dan Pelabuhan Bebas
(KPEPE) vang disusum okeh Badan Pengusshaan Kawssan Perdagangan Bebas dan Pelzbuban Bebss Sabang
{BPHS] belum s=larms dengan RPIVIN. dan oerencanzsn pemanizstan s2rana prasarans unfuk mendukurg
penyelzngg=rzan KPAPE Sabans belummemada. 52lain itu, pengsiodasn perzinan o KPEPE Sabane betum
Sitskssnakan ofeh unit pelzksans peisyEnan yang meruoskan p[—."'.-.:E?jlil'l dari imstans Femerntsh, Pemernizh |
Acsh, Pemikot 3abeng dan Pemkat Acsh Besar sesual #manat Persturan Pamenntan (PP) Namor 23 Tahan
2010 dan penerbitan perizinan berusska dl KPBPE Sabeng tdsk dilaksanasan seluruhnys ofeh Kepaia BPES

* Dewan Nasional KEK belum menetapkan standar pengalolaan KEK yang mengstur sntara i=m standar .
infrastrustur dan kesigpan beroperes, dan belum selurah Dewan Kawassn dan Adminstremor meny@Enosien
lzporan perssiniazn KK 2pada Dewan Nasionz! KEK sec=rs periodik

* BUPP KEK Bitung dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan [MBTK) belum melzkukan kewajibannya terkait
(penyslsnsgaraan KEK, ysitu belum merssiizasikan pencepsian Erget, belum mambangen den mengembangksn
prazarans dan sarans; bzlum meanyelengosraken pengeloiasn pelsyanan prasaran:z dan zarans; ‘belum
menyelensgaraiEn promos, dan belum didekung dengen sumber daya mancsiz (SO0 yang memadsi

* Pemds belum menyediskan [1) sis=m penyedi=an sir bersih/sir penumopada KEK Tenjung Lesunz, (2) sarans oresarens jalen
oi dalzm dzn/ztaw luar kawsssn pads KEX Bitung dar KK Sei Mangksi, s2ris {3) peryadiasn ternpat pengolaben akhir (TRA)
dzn instalas pengolsnan =ir imosh (LPALL pads KEK 528 Mangksi, KEK Tanjung Lesung, dan KER METE 5=lsin m, Pemda juss
‘belum menstapksn Perds dansteu Perkads wmriat dengsn irsert berups cengurengan, beringsrian, dan fztsu oemibstezan
pajzk dasraidan/stau retribusi dsersh daism pervelencesraan HEK Kandal, KEK S=i Manziisi; KEK M3TH, £EK Singhasar, dan
KE Tanjuns L=sung.

* Pamdz belumn melakukan koardinasi dengan BUPP dan pihak teckait dalam menfasifitasi pemanfastzn tenaga kerja danjztsu
Lizzha Mikro Kecil dan Menangsh (UMEM) o wilzysh sekiter €85 pads K5 S=f izngiel, KEK Bitunz, ¥EK METK, KEK Tanjung
Lesuns, dan KEK Kendal, sere pemiznfaaian banan batw pads KEF Biiung.

* Pengadsan dan pemyaluran bantuan benib kopi dan kaleo, pupuk dan pestisida. sarana pembelu Isteks,
alat mesin pertanian, dan screen howss tahun 2022-2033 dalam angha pensembangan komoditas
unggulan oleh Kementerian Pertanian belum sepenuhnys sesual ketentuan. entses iain U Pengadsan sevsns
produsi [saprod | heruna pupuk dan pestisids Gntuk mendukung komoditas ungsiian tdsk didukens dengsn
il wji iy, ssrta [aporan Rasil )i rts stee-saprodi tidek diyaicn) kebensranma, dz2n 2 Penentuan iokasi
DEnSrma Daruan S50 e BErani=n (SEnman) tidss seoenuhnys mempermimbengasn Snaiss ksoutuhan
Zan ketersedizgn di wiizysh terzebut, lon penenms bentuan slzntan befom ditstzpien, serts slzintes belum
didistribusan ke penarima bantuan s tdek dimanfzaten.

* Strategl pengembangan produk ungeulan pada sektor hulu
T Swateg pengembangan komoditas unggulan pads 10 pemds belum optimal, =tzr= Izin belum menstsphan bomiodites
ungeular daerab dan/Eteu kewasan kamodits unesulan: belum menyusun rooomoe peta jalan pergembangan komodises
wnzzian dan belum menuiakhirean peraturan 12t raang sehags: dasar perenc=naan @Eagka faniang Saiam manentaisan
wiizysh pengemibangan komoditss ungguisn,

1

Fasilitasi penyedizan s=rana dan pressrana pada 11 pamda bojlum optimal, snt== =, belum mengidenthkas 2te meryusan
rancans dan tarpet pemenuban kebotuhen s2rene dan prasarana perteniznparkeburen, Belum mempriomesien penyadiaan
IZrSna 030 Drasarena persmisn, gempsdizen fasilings sarens dan presarans yang 3ds oslum oerfungs: opoma!
® Strategi pengembangan produk ungguian pada sektor hilie
[ Peningkatan kualitas days @rik produk unggulan deesh (PUD) pads £ pemds belom optimal, antarz 20 belum menssplkan
stzu memfasilitasi inovasi peda t5nap produksi, belury memiilko data kapasitas produksi; dan belum meizkulan upaya
peningkatan kapasites produksl serts belum mesingkatikzn kuafites SO0 yans terfibat dslam pengemicangan produk
[ Peninghkatan karja sama antars pemda dan pemerintzh pusat atau pihak swasta dafam rangks pengembangan PUD pads
4 pemdda belum optimal, 2niarza =i belum memizziEas kers Sams Sntar peisxu useha daiam meniage gan Memngkatan
kuzlitas produk, Selum sepenuhnys menyissin kehiskan/meanjzin k2riz samz stzu bantian permodaian utuk meniess
stshifit=s hargs prodok, s=rE belum memifasiitas promos dan informas peng=mibangan skepor

I
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* Pembangunan infrastukiur belum sepanuhnys selars: dengan REIMN Tahon Z2020-2024
RencanaStratecis (Renstrz) Kementerian PUPR Tahun Z020-2024, dan Rencana (nduk [N, zerta
sumber pendanaan alternanf selain APBN berups KPEL dan svasta mumifBEUMN/BUNMD belum
tertaksanz: SelainTtu, persiapan pembanzunzn Infrastruktur beium memadal, & antaranya
parziapan 43han pembanswnsn infrastruktur KN masin tarkendsla, di mans 2085,62 Ha dan
36 150 Ha t=neh y=ng masth dalam pengusssan gihzk l2in, =tz belum selesainys prozes
saroftkasi gtas 5 ares hasll pengsdaan tanah

* Pemda belum memililn regelast pengarshan mobifizs pendoduk yang memadsi dalam mendukung
pengembangsn S=wasah perkctzan yens mengskibatizn Dinss Kependoduken dan Pencsttzn Sipil
| Cizdukcapil | ddak memiliki pedomian y2ns memadal untuk meren@ndian dan melsk=anskan prog=m
pengarehan mobkilites penduduk, senz perangkat desrah belum dapet melekzanskan pengarenzn
mobilitas penduduk, dan pemantzuzn orang 2sing balum memiliks payung hakum ssbagsi stursn t=knis
pelskEanaannyz

* Pemda belem memilild perencanasn stategis untus mandubung censsmbsngan kewassn perkiotzan
berups dodumen Bencina Peryeisnzsarsan Peraslofaan Pariotaan [RP2P] varg mersswibatier fasiitas
celayanan perkotsan belum lengkap dan ersendardisss

* [Oola koordinasi terksit perencanazn, pelaksangan dan pemantavan evsluasi antars Sekretarist Tetap
{Settap) Badan Masiona! Penzelola Perbatasan {BNPP) dengan K/L dan Badan Pengelolz Perbatasan
Dzerah [BPPD] belum diatur, s=hinsss imoemenias iernadag rencena iInguk (renduk] oan rencana ke
\renzksl] belum sepenunmys dilzkzanak=n aleh £/L dsn pemda dal=m menyusun perencenasn samo
danzzn pemantsuzn dan evaluasl Saimin i) beilmsaloruh pemds membentuk badzn cenzsialz
perbata=an daerah

Permendagr Momaor 45 Tahwn 2016 t=ntang Pedoman Penetapan dan Pensgassn Batas Des= belum
dedukung denzan aturan pelsizanzan yang memadal f=zin itu, fiemendagn belum manstaphan Norma,
Standar; Prosedur, dan Kntenz |NSPH dalem mendukuns peninghaian kEpasiss SpaE Defmenintansn
dezz dan pengurus lembezs keenjreeten dess (LD sacers Ergkep

Kzmendess POTT balum melakukan koordinasi dan integrasi peayelenggaraan ransmigras secara
memadai; y2itu belum selurub provies dan ksbupsten yang memilki Kawssan Transmigras Prioritas
Hzsions! {KTPR] mambentuk Tim ¥oordines den intesrasi Penpeisnzzarsan Transmizras (KIFT) pelzissnasn
koordingsi danintegrasi penyeiansgarasn ansrmigras belum optimal, serts pemibinzan dzn penzawesan okl
pemenntah pusat terhadzp pemyelensgarsan wusen ketrensmigrasiean belum memada

Program dan kegistan yang terksit dengan penyedizan sarsns dan prassrena. aksesibifitas, dan SDM
dalam rangka pemepatan pembangunan daersh tertinggal pads pemda belum memberikan dampak
secars signifikan terhadan peningiat=n indeks kompost deesh t2roingss!, anters i2m pads indikator dess
yEng mempurya pertokcan, fesiitss k=sehatan, doktsr, dan sekoizh mensngsh perama.

Persncansan program) kegistan pengembangan kawasan perbatasan belum sepenuhnya sfeksd,
antarg [2in rencang aksl pensslolzan Datas Wilzysh Megars dan Kawssan Perbatasan [EWN-ER)
Kabupsten Sambac, Kabupaten Nunulkan, dan iabupstsn Belu entuk t3hen 2021 4 2073 belum
distEun BERUE] LetentuEn

Permasalzhan pada pembangunan kawssan perdessan. antarz lzin belum seluruh pemds (1)
mensEpkEn kalwasan perdesasn, sert= insenof San kemudshan investasi yeng mendulieng cemibenguman
kzwsssn perdessan dengan pergturan dasran; |2) mensussyskan pendsnaan pemoSngUnan kewsssn
perdesasn sgi=in dan Anzser=n Pendapstsn d=n Belznjz Ds=rah [APED| Kebupsten sesusi Rencans
Pombiznpunan Kewasan Perdessen (RPWP): 13 melibathsn masyarsier dan UMKM beticdid=Em mauman
diluar kzwasan spiliierdalam pensembarsan kormoditss trgguian

Permiaszalahan pads pembangunan dess terpaduy, antars lain belwm ssluruh pemds maizkukzn (1)
peningiatsn Kepasims SO0 Tets dan pendampingzn pencustan kefembapasn pemerintahas desa; (2)
SvSiUas secars memads: 3135 penggunaan Dena Dess untuk meemizsmken oefes penzsunaan Dens Dess
it sesus! dengan pronitss, dan {3} pembinzn #t< pens=inlsan BLIM Desa secer= profosions]
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* Terkait Mo mame Pemenmish dengan Badan Usshz wnuk mendulkung pendansan
infrastrubdur dan pensembangan wilayah, proses identfiles| penstepan, penssUSEn Dproyel
KPS olsh Hementenzn Lambagz dan Permenintzi Deersn kepada Kementerizn PEN Bappenss
belum didzsarien padz snaliss yang womprehensf S2lan o, penilgizn Kementenen PPN
Bappenas dalem raniska pengtapan Dsfisr Rencana KPBU |DRK) dan Fublc Frivome Portnership
[FPE) Sook befm dousang dengan ketersedizan pedomen; panduan ks

* Sictem Informasi Pemerintah Daerah {51PD) y2nz dikeribanzizn oksh Kemendazr balum
sepenuhrmya mensskomodasi; |1) ¥ebutuhan proses bEnis perencanasn pembargunan
dzeren, |2} panysiatesan kebiskan pusat dzn dasran, oan | 3) proses pengesicizan keusngan
taeral], seri= Delum sepepuhin mendulkung nemyejian poren keuensan berbasisakrual
-siesil wtentuzn yans barisiu

* Terkait penyesdisan peta dasar yang berkoalitas dan sisp pakai sesuai kebutuhan
pembangunan nasional, Bsdan Informasi Geospa=al (BIG) belum sepenubmye dapst
menyadistsn (1] patz deszr wilsysh darat [2) bzt secopzsizl dzsar dan informasi
EecEpasiEl UnEL pets dasar wilzyshiiaut dan paniai; den (3] informas gecspasial unEur
pta dasar bat=s wilay=l sdministrasi dess (keiurshian

*  Permassizhan terkait dengsn mondoiony spending furssi pendidikan dan bidsng mvfrastruloun,
art=ra l=in | L} perencanaan mandsony spemoing deizm APED pads 15 pemncs befurn terpenuhi
sEELdl dengan ksteniuen perstuen perundengsn y=ng bersiu, dan (2 pengsiofzan mondomy
snending belum sspenuirye n’aﬂd:ﬁhlr‘g belanjz dzermh vang Derbuziitas di entarenys pefmds
beliom memeanuni tergst standar pelgysnsn minimal (5P, d=n belum marssisashken belznz
SECUE deng=n rencana,; tansparan, den secka dengan perurtilen

* Permasalahan terkait dengan operasional BUMD; antara laine

0 Pengelolaan kredit proyek pada PT BPD Jateng atas 29 debitur dengan total
tunggakan pokol dan bunga sebesar Rp2 16,09 mifiar tdsk sesizi prozedar, an=s
lzim: (1) faminan kradit kurengs dar yang dipersyaratian; (2] Penmiran kredit dilskukan
1=npa gllengkepi dengan dokumen yang dipersyaratkan dan bukt yang dilzmpirken
schazsipendulning pencair=nterndikas] tdzk fil; dzn [3) Kredit digunakean itk
RabcrtEnan salain proyeic S=iaim itu, Maim ssurensi 3t3c keedit macst sebesar Bpisd 48
mifiar yang dizjiskan PT BPD jatens ditalsk kerena kdaim pdak sesusi denzan dausl
hsta Parawarsn Perangpungsn sarat Perntsh Kerjz {50%) den debitur masih memiii
hutaEng subrograsl kepeds pihzl pasjamin

0 Perumds Pembangunan Szrans jaya (PPSI) melakuian pembatzian pembelian tanah
yang berickas di Ujung Menteng dan Kampung Malaks Rorotan karenz pihas ketogs
tdzk dapat memenuhl bewsjiban menssriinketken t=nah zers menawarkan =nah
¥ang bukan miliknya dan dikizim pihak izin. Piksk eoOgs baru mengembaiiicen usns
ks s=besar Rpll D0 miliar, sehinggs masin terdspst kesurangsn ssbesar Rp217 49
midiar S=iain fu, FPAI melakulen pembsfian wnzh yaog o eneene selues 72 581
m2 merupakan t2nzh millk Pemprow D, s=hinggs masin terdapat kekurangzn znsh
=enil=i Bp?6,59 mifiae

[ Psds pembangunan lakarts insernational Stadium (15) oleh PT Jakarta Propertindo
terdapat permasalahan: (1) Kskursngzn volume sebesar Rpd 21 miller, ketidaksssuzizn
soesfivasi sabessr Rpd5, 72 miliar, den pembebanan yars tidak sesuai ketenfuar sebesar
Rp33.49 reiiiar pada pekerjazn pembansunan 415 [2} Kelimanssn volume ssbesar Rpd 19
mitiar padz pekenzan Hundan Pekere-Fendukung ODpemsional Kampong Seson BEsamJis;
dan (3] Keteriambatan peryelesaizn peberiazn pembananan IS balum dikenakan dends
s2besar BE7 26 mifiat

O PT Bank Sumit memifiki fsiko kredit yang berpotensi merugikan keuangan bank stas
kredit macet sebesar Rpl10.35 milisr, & entaranys pembansn kredit odek memperhatkan
prinsip lshati-hetian perbanksn, kigin asurans yang dissilsn FT Sank Sumut diolak
cerusanzan ssursnsl, dan pensrzanan aiss kredit macst densEn umur tengsskan di atss
s=pulyn mhan Hdsk diskukan ==care opums!,
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REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

[HPS || tehun 2023 memuiat 32 hasil pemeriksaan BFY ai=s prioriss rastonal revolus meresl dan pembansinan kebodagaan,
balk padz pemerintsh pusat macpun pemda. Hasll pemeriksasn menmkup: (1) Rewolusi menta! dalam 313 kelols pemeriniahen
[Proz=m Prigritss [FPIL KP2) |3 Pangustsn piusstpisst perubahan Gemkon Ravolusi Mental [FRL KP4); 3) Pembinzan deolosi
Pancasila, pendidikan kewsrganegaraan, wawasan ksbangssan dan belz negera (PPE PR (8) Peningiatan pemajuan dan pelestarizn
k=budayaan |FRZ); (5] Feningieten kueltes pelayanan ibadsh hai (PR3 HPL) dan (€] Feningietsn budsy= Itsmasi dan pensuatEn insttus
=0sial peneserak Fiterss! don inovas: (PP KPL dan ¥P4)) Hasll pemeniisaan atas priories nasionsl revales mental dzn pembangeran
k=budsyaan manzsungkachkan osberspa upaya pemsrinzh, antarz @i

ﬂ B U g - * TERKAIT REVOLUSI MENTAL DALAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
_ !h Eﬂ T Bzdan Kspsgswalzn Megara [BEN) t2iah melzkssnakan sosizlisas

: = ""'4 peraturan terkait pengawasan dan pengendalian pensgakan diziplin

=i Aparatur SipH Nagara [ASN); serts memiiikl layanan pengadian tarkait

s i | p=negakan displin ASN berups sistem informas: Integrated Disalin ("D}

TERKAIT PENGUATAN PUSAT-PUSAT PERUBAHAN GERAKAN
REVOLLIST MENTAL:

L Kemeaterisn Koordinator Bidang Pembangunan Manusis dan Kebudaysan
[Kemenke PMK} telah menerbitkan Pedoman Umuom pelaksznaan
Program GNRM pada tahun 2021 d=n telzh membentuk Gugus Tugas
Masional GNAM di tingkst pusat, B Gugus Tugss KL 34 Guzus Tugss
Prowinsi, dan 474 Gugas Tegss Ksbupsten/Kot sd ssmester [tahun 2023,

[}

Pemda telah menstapkan lokasi Mal Pelayanan Publik (MPP] yang
strategis dan modsh dijangkau oleh mas@ekst serts menyed=ian sarens
dan prasarena dafzm paryelenagarasn MFR

* TERKAIT PEMBINAAN IDECLOGI PANCASILA (PIP)
B=dan Pembinaan ideoiozl Pardasils [BPIP] telah menyusun persturan
terkait Diklat PP sesus’ dengen metode dan tshapen yangz t=lah ditetaghkan
delam ketentoan, dan menugaskan pengajer diklat yang memenuhi
wushifikasi sk=demis.

* TERKAIT PENINGHATAN PEMATUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN:

U Kementerian Pendidikan, Kebodayaan, Riset dan Teknologi
{Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Lembazs Pengelolz Dana
Pendidikan [LPDP] Kementerian Keuangan ozlam peryedizan pendanzzn
meiziul slagform Dans Indonssiana

[ Pemdsz telzh menyusun dan menstapkan struktur organizasi dzn 12t kerja
¥ENE maEnsngant bidang ssbudayaan, menysdiskar sarens dan oresaans
pamajuah ksbudsyaan, dan melzaikan intemalizasi ehudsyean

* TERKAIT PEMIMNGKATAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH HAT:
Aeguiss lsy=nan akomodasi den konsums: di Arsb Saudl serte transportas
udarz yarg ditetapkan aleh Kementeran Azzma (Kemenag) telah seiares sarts
memizenkan layanan korsumsi s=harysk Sz kel zehan

* TERKAIT PENINGHATAN BUDAYS LITERASLH
Peroustsi=an Nasional [Perpusnas) telah melskzanakan sbreditasi bagi
perpustsksan kabupsten)kota dan provinsi yang mencspai B9, 13% dani
sziuruh pemds, dan teizh dilebsenavennyz serangksisn ksgiatsn revis
regulasi Standar Kasidna! Perpustakaan [SNP) 2023,
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Namun demiksan, hasl pemeriksazn menunjuelksn mash terdspat permassizhean signifik
Pamerintzh Ddak dapst mencapal mrgstre
penLapaian tujuan PN 4. Permasaizhan signifikan terssbut di antzranys:

ang berpotens mensskibatksn
sehinzzs dapat r:'ﬂ_".shaﬂ".cat

mental dan pembanguran ksbudayasn,

Pameriazagn pads BEN menunjukksn Banws regulasi rerkait
pengzwasan dan pengendslian penssakan disiplin AN belum
selaras dengan regoiasi penegakan disiplin ASN, karznsz
Peraturan Pemeringzh mengsna Gaji den Tunizngan sebsgaimana
natikzn dalam WU ASN belum diterbitkan. Des
rbitkannya PP terkzit Gajl dan Tunjanzzn, jenis Hukuman

DH=rpdim Sedang oerups pemotongsn E30 KNEr]E SENETUSTYE
belum be Selzin ity, ongkat pensguenssn DS yang masih
rendah, y=itu hanya 13 39% instansi yenz mengglneksn versil dan
nanys 11,945 instansi yang menggunskan versi 2 'S

* Pelzdzanaan Program GNRM oleh Kemenko PMK belum memadai,
zepert ksgistan koordingsi, sinkronizas), dan pengandslian oleh
"=rr‘=ﬂkx:| BN denzan kementerizn koordinstor program gerakan

2n "'L.g'_,- tuzss belum dilaksanakan secars berkssinambungan darl
=hun 2021 s.d. semester | tahur 2023, S2isin itu, oenpukursn Indeks
Czpaian Szvolus Ments! | ICRM} balum dilzkulan stes mazing-masing
Fodus Program yang tertuang pada inpras Nomor 22 Tahun 2016

* Kementeriazn Pendayagunzan Aparetur Negarz dan Reformasi
Birokrasi (Kement=rian PAMAB]} tidak menyusun pedoman nasional
pelaksanzan Gerakan Indonesziz Melayani [GIM) 2000-2023 dzn tdzk
membentisk kelompok kerjz GIM 2020-2023, sertz belum menyusan
k=bijza=n =riEit mekeEnizme d2n prosedur pembsnan [EyEnan sers
pamyeienzzaraan MPP digital

* MPP pada & pemdz belum memiliki dukungan kelembagzan
y=2nz ditstapkan secars formal oleh pamds, pelayenan publik yang
dilzkukan NMPP padz 4 pemds belum mengupsyakan kecepatan
peigyenan; dan penyelenggarzan MPP paoa:4 pemds belum didebang
dergan monitoring dan evaluasi secars berkatia

Pemilihan lokus pefak=anaan Diklat PIP befum sepenuhnys
memyassr kepada deesh denz=n indsls yang mengsambarian nilsl
Pancssiz terandah, Hhiat PP balum sepenuninys disslengssrslan
E2EUE dEnNgEn petencanadn den kshutuhan, anksrs |gin Terien
dengan skreditas peryslengzers dan sertmkas pengsiar y=ng belum
diizksznakan s=rt= t¥hapen oeigksanaan sktuslizazi Fanasila yans
cdzkdilaksanzkan peds $dan 10 Dikdat BIR
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PERMASALAHAN TERKAIT PENINGKATAN PEMAIUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN.

* Pemajuan kebudayagn vang dilakukan Kemendikbudnstek belum didukungz dengan

regulasi ‘I'EI'I'“' memadai, diant=ranye bars mensiapkan 7 perstursn manteri dasn 3

ItiNER Yans

M WEWENSNE O
am Dasrzh dengan UU hl:lrm:

=

zniara LU h.:n'r.e' 13 Tshun 2014 t=piang Pemsa
Tehun 2017 tentzng Pemajusn Kebedsyasn. SeiEin it

E=mendikbodristek belum opomaf
cdl antaranya (L) w
=k Band
tingk=t k=punahan C— 1.-"-'~=TI: dan |2} b=lum
memant3u kondisi WHTH yanz telsh ditetzpkzn UNESCO merizdl Intangitle Culting

HENITGe:

* Pamajusn kebudsyasn pada 15 pemda belum didukung dengan regulasi dan pokok
pikiran kebudayaan daerah [PPKD) yang memadai, diantaranya & pemds beium
menyusen d3n menet=pkan pards pemajuan ksoudaysan, 7 pemds 12izn menyus
perd= namun belum s=1 nya lengkeap dan selares dengan peraturen osrundang-
undanzar di bidzng & yaan, dar 2 pemdz belum menyusun PPED. Upaya

|2}

pelindungan, pa
mendukung ps
antaranya |1} ssbanyzk 2.025 Objek u.:l_.ga Czgar ::Jcl:'n.a ID"'-E-' | pelum ditetapkan
“Cagar "'JIEI'&I:'I .L3| u--F_'"l—1' 135 OPK belum ditetapksn sebagsi WHTD; dan (2}
n OFF dalam k=giatan pendidiken Derups
r',"c:'aaﬂ bahan gjar muatan lokal [bahass dasreh, prakarys, dansenl bodayal |
dilzksanaxan. S=i3in dat3 terpadu keboedsyzsn belom valid untuk menduk
persncaneaan streteg] pemsjusn kebudsyasn dan pemiba

sedlEn Warisen uoays Qe SpLHamas

=1 pasraEn

PERMASALAHAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH HAJI

é_ * Pads Kememterian Azama (Kemenag) terdapat permasalahan {1 ksbizkan pemos
pendsfzran k) oelumzspenuhngg mendukuns pemaratzan kesempat
d2n gensrzpan Enthooh desshatzn delsm penetspan
sepEnUnnyE memadsl, 2niars 1300 peEratursn pelun
[Bipin] tid=k mamust syarat Sbthoalk kesshatsn, terdapat -e'“snl' kaji tidak mangikut
EaMtEris3an kesshatan

¢ keduz, dan jemadh hzjl yang tdzk memenuh
i, tetsp berangest na)i; dan [} penst=pan bessan Bipin

t dafam men :|-_-_-"E k=beriznjutan keusrzan hajl dan berkaadilan

= = b ._ L] <uf 3 = =L ] ===y = == =] 11 ==
i * Pada Kementerian Kesshatan (Kemenkss) terdapat permasalzham (1) penembahan
o - B 33 t=nzgs tan hajl lompok terbang tebun 2023 tdak ditetspkan meialul

Haputusan h.r*z teri Kesehatan, (2} perencanazn kebotuhan obat hafi tehun 2023 oelurs
mempertmbangkan pols konswms obat dan/staw pola pe n-rc-lr-. dan (3} perencanaan

pemenzhan mmempertimb

Fisiens: Diaya

tuhan obat betuk |E."1'EEE' =]

.

Perpuesnas belum menselols koleks) serah smpen kary o2tk dan kans retem (KOER) e
memadai, arsar i=in proses penenmasn, pengoishan, pemyimpansn kolsks, pendayEsunsan,
DengawEsan pelzsanzan kewapoen sersh Smpan, dan pelestarizn prevent st=s koleks =na
cetak pelum sspenuhnyg =sual dengan yang diamanstian d=sm UYL Nomor 13 Tehun 20138
Eslaim tu, Perpusnss befum melskuben semiies pustsienan dan pelsthen =lnf tenags
oemistEkEan 2 i itzm sacara [sizs targel peserts dalem
SN RAEn h:eg;a'B". sertieEs dan ,':E-arhan 1.E!'.‘l'5 (=N3ES perpuUstEkEEn

Urajan ikhtsar hasil pemeriksaan stas priors
Yebudeyzan selenghkeomye diszjiian pada BAB IV

engembangan Wilayah dan Revoles] Mental & Pemban

m L [HPS Tl Tehun 2027 exm—



HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH
DAERAH, BUMD, SERTA BUMN & BADAN LAINNYA

[HPE Il T2hun 2023 fugs memuat ikhtisar hasil pemeriksasn selain prioritas nasionzl pengembangan wilayah dan revolusimentsl
& pembengunan kebidayzan Hagl pemerilzaan tersebut meliputt {1 B4 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yeng terdin
zt2s 1 hasil permerikzaan kenangan, 34 hasil pemeriksaan kinarja dan 23 hasil pemerikzaan DTT-kepatuhan [222 1] {21375 hasil
pemeriksaan pads pemds dan 3UMD yang terdini stzs 106 hasil pemerikzaan kinerja dan 269 hasil pemeriisgan DT T-kegatuhan
{BAE 1), dan [3) 32 hasil pemerikssan peda BUNN dan Bzdan Leinny=z vang terdin at2z 1 hasil pemeriksaan kinerja dan 21 hasil
pemeriksaan DT T-kepstuhan (822 |1} Hasl pemericsazn terssbut sebazsl Derjbut

PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

Pemarikszan kinera stas upays pemenintzh deflam percepatan penurunan prevalsns] swnfing t=hon 2088 dzn 2003 dizkeansken peda 3 oberik
pemarintah pusat, yaitl Kementerizn ¥esehatsn (Kemenkss), Bzdan ¥apendudokzmden Keluarge Berenosna Mesiona! [BEEEN] Badan Pencavss
Obzt dan Wakarsn (BPOW], dan 44 obrik pemds yang terdin st=s 1 pemprov ;. 3 pemibot . dan 40 pemkab.

* Hemenhes telah melebihi target at2s 4 indikator imtenvensi spesifik tahun 2022, 3nt=ra 1390 persentass
Tz hamil yang mengonsums t3oiet tambah darsh (TTD), dan persentass oelits giz kureng yang mendapat
makznzn wmbshan

& BRKBN pada tshun 2023 tefah mencapsi mroet atas empat indikator interve nsi sensitif yang ditetzplan,
3rarz isin cEhupan eluargs bensio swatng yang mempeeroish pendampengan ssbesar 47 T den @rgst
307 d=n czkupsn lon pasanzgan usiz subus [PUS] yang mempersieh pemeriizasn kesehaian sebazzl
bzgian dari pelmyanan nikeh {passnsan) sebesar 75 5% dari target sebesar 708

* BPOM telah dapat mencapai seluruh taget yang ditetaplan tshun 2022, antsrs l3in melsbih mrest
terk=it samps pangen Toroikesi; kommunikesi, informasi, dan edukesl (WIE) obat dan makenan sman; seris
layanan publik=si kmamanan dan muty obat dan maksnan,

#  Pemda telah menstapian pedomany petunjul teknis percepatan penunanan STENTmg TNgkst kebussten)
koits sarta desa dan pembentukzn Tim Percepeten Penuwrunan Swnming (TPRSE di tinglat kebopaten/kets,
kecamistan, dan desa yane terdin dari fint@s sektor dan oemangiu kecentingan.

o
-
% =
Hasi pemerksasn memyimouikan mash terdspat penrasalakan yans apshils tdsk segera diperbaikd, meka skan memengaruhl sfestivices
. upEys ¥emeness, BRKBN, BPOM, dan pemd=s dalam percepatan penurunsn prevalenstsmunting, & antsranys:

- %

* Hamenkes belum sepenuhnga menyelenszarakan kebijakan perencansan dan penganggaran program
percepaian penwrunan sunting (PPS) tahun 2022 cengan melibatken muin ginsk [2ntzradsn kementenan
PPN Bappenss Hementerizn Kzuznsan den Kemendasi), dan belom melzksanskan monitoning dats rusin
mistalud Aplikes Sistem Informas Gizi [3iza) Terpady daizm modud aplias! pencatstan dan pelsporan gis
berpass mazyareket e-PREEN semre memadsl

* PR3 pads BRKBN belum didukung dengan resulzsi yang memadai, & antaramya regulasi temtang melanismes
pemyediazn data sasaran PPS, petunjuk peizksanaan ©m PRE, dan mekanisme pengsduzn masy=rsi3t dan
sEtem tindak lanjutnya. Setzin i, Persturan BEEBN Nomor 21 Tahon 2021 tentng Rencana Aksi Nasonal
Parcepatan Penurunan Angke Sruating Indonesz [R Ak PASTT belum menjzbarken zecrz lengiap indikator 2
pilardalarm Strateg] Nasiona! [Stanas| PPS.

* Regulasl pengawasan pangan forofikasi pada BPOM belum sepenuhnya memadai, sntara [@n Perores "' 4
Nornar 72 Tehun 2021 beium mengate tugas dan wewanang BRI sebage: K| pendukues delam kegatan
meningkstkan kuaitas fortfkes pangan dan pelzssansan dan evaluasi pengawsasan pangan foriiftkssi pads
BEON belum sspanuhnyg setus ketentuan

L8
L]
]
£
=
LS

* Pemdz belum sepenuhnya mengintegrasikan kehifahan percepstan penurunan prevalens stunting b= dsiam
dokumen perEncansaEn, DEnESNESSIEN serts alokasi sumber days peds pemide Untuk intenensispent, Tenatif
dzn koordingof betum sepenuhmya mamads:, den pemda belum sepenuhnya melsissnslan pencsstandan. |
palaparan kegistan percepstan penurunan stuinting melals sistem informasi secars andal. :
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PELINDUNGAN WNI DAN KERJA SAMA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pemeriksaan kinerja atas-efektivilas pelindungan warga negera Indanesia [WNI ) dan kerja sama dalam upays

pemberantasan Gndak pidana perdagangsn oreng {TPPO) di lwar negeri dilsksanakan pada: Kementerian Luar Negeri;
Perwakilan Ri, serta nstanst terkait Hinnys tahim 2021 =d_ semedter i mhun 2023

Peraakilan Bl i luar neger teiah mengelodz pengsduan, membenkan pendampingan, dan
bantuan hubkum o3z W s=ksi d=n/stau korban TPFO s=cars opoimal.

MNamun demiklan, hasl pemenksszn menyimpuliken masit terdspat permasalahan yang spebila tdak segers diatas! msksz dapat
memengzroni efektvitas pelindungan Wl dan kena sama dalam upays pemberantaszn TRRD dl lusr negerl

* Perjgnjian kerja sama antara Pemenntzh Rl dan negars-negars di Asiz Tenggara
belum mengstur sacara whusus linsxup ke zama terksit peningksten kepasitas
penanganan korban TPRPO, pelindungan d2n sehabiiitas], serta pemulangan korban
TPPO, den pemberitahuan |notifikasi) dan bantusn kekonsuleran,

# Kementenan Luar Megen dan Kementerian Hubum das HAM belum memnyepaksi
perjanjian kerja sEna untuk mengstur =eniE pertukasn dats dan informasi i2rkait
penangznan Wil ternndikes sty korban TPPO dard huar negen.

PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pezmeriimszsn kinerjz stas sfekmyvites penyeisnggarazn opsrest pencarian dan pemoiongen dilakzanakan pada Badan Masional
Pencarian g=n Pertolonsan |Basarnas| TA 2022 sampsi dengan semester | tehun 2023

Bazarnas telah melzkukan upays dalam penyelenggarazn operasi pencarian
dan pertciongan, di antsranye telsh menstapian jumish rescuer minimsad
padz s=tiap unit kenz, dan pencepaisn rete-rae waktu S=nggeo pencenizn
dan perioiongsn sebesar 23,53 menit

Namun demikian, hasil gemenkszzn menyimoulkan bafwe ferdapat permassizhan yang dapst mamengeruh) Secars Sgnimkan unays
Bas=ma& dalam penyelengearsan operast panrsran dan pertaionsan, antsra fEnt

»  (Dperas pendcarian dan pertdlongan pads Basamas befum sepenuhmyz efeltif dimana derito=i 3518
operas), sebanysk 873 operesi st=w 14,525 tidak memenuh) standar wasdu iempun yeng diteaclendan
dars totab 3 54 B opaiasi; sebanyak 377 operast atew 11% pperes tidak d=gatmengeibuss seluné korban:
Selgin ity Sazames betum melssulen svaluas rutn Stas oelzissnaan ogeras: pendanan dsn peEriniongan.

* Pembinaan Potensi Pencanan dan Pertolongan belum sepenubinya mendukung peiaisanaan
operasi pencarian dan partolongan dimars dstz Potens! Pencarian dan Pertolanzan yengaos
i apiieasi Sistam Informasi Binz Potens [Sibinpot] befum ealid dan fenghap, senta kegiatan
pendidikan, peizthan teknis, dan pelathan Potenst Pencarisn dan Pertolongan mash terbates
dan belum s=sual s=butuhan sather
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EFEKTIVITAS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Pemerikszan Kinarja atac efcktivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan TA 2022 < d_ cemester | fabun 2023
dilakzanalizn pads ¥ementarizn Agraria d2n Tets Ruzng/Eadan Persnghan Nasional |Kementsrian ATR/EPN). Kementerizn ATR/
BPY taizh melaku¥an berbzssl upsya untuk mEeninskatkan efelivites ki2maten, antame i

ﬁ Pendaftsran t=nah dihasilkan dari k=gist=n teknis, yoridis dan adminisrant ates deta yuridis |buss

w penpiassan steu kepemifiksn tsnah), serts date fislk, ysito dats yeng menunjukisn kepastsn objsk
vans dihasiken oien kegismEn pengukuran dan pemisEan bidang t3nzh,

Narmim dem?ma':, hazil pemisriksaan memp-Tn;:H.!zﬂ v mesih terdsp=t penTiasaiahan yang spabiia fidak segeradistad, m=ka dapat
mamanzardhi sfektvitas penangenan dan peryeiesaian kesus pertenahan, antarziaing

mmmmwmﬂmmmmmmmm e
MWWMFMEHWBFMHE'HEWEFy=n$un55@mdankarﬁn%m - .
|PSE) - Diraktorat Pencegzaban dan Penansznan onflik Peranahsn, dan Subdireltarat Pencegshisn den - 1‘4‘:"
Hubungan Kelembagean. S2lain nu, odas terospat Tungs pencegehan kesus perisnehan peds OTK Kantor ’
Wiizyah dan Kantor Pertanazhan, QI

* Kebijakan penanganan dan pemyelesaian sengiets dan konflik befum segenuhnya sedaras, dimanz
t=rdapat perbedaan 'rip-_aaugl kzsus perEnanan ([Snis permEsaianan EnNgketE, konfik, dan/Eta0 perars
pernzhan) antess yang ditstspkan dafem Juknis, pandusn pelskesnaan srzzsrsn, den aplikesl hustisa

PENGELOLAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT PERINTIS PENUMPANG

Pemerizaan linerjs atss efektivitzs penzsialzan [sringan trayek angkuian tsut parintis penumpsng tshun 2022 dan semestsr
I'i=hun 2023 dilak=an3kan pads Direktorat fendefal Perbubungan baut [Bitien Hubds) ¥emeantsrian Parfubungan [Kamenhub)
d=n instzns terkalt laimma Digen Hobla Eemenhob telzn melakuian upeye di an@ramzs

Ditgen Huldla Kemenhub telzh melakukan upaya di antsmnye menyelengzarskan pelayaran penintis yang
memiliki peran besar t=rnacap parumbuban perskonomizn NEsons! eruEms deism pelgyenan mabiitss
pendiluic dan pemenukan tahan bahan poloke pads dserst tertingzsi, terpend), teruardin perbatssn,

Hasii pgmeriksazn' menyimpulkan Eshws penzsiolsan [aringEn perintizangianan faut cokon SRkt Namun demikian, masih
Hitemulin permasatahan delam pengeisiaan fzfingan trayek 2ngiutan isut perinbs penumpansg, yaituws

mzzdanzﬂdt'l:tak herd&rlranh:rdm b:tnal yarg lzikizur
. mmmw&mwmmw@m

'thmﬂm%am;mmndmmmwﬁahpalmahw E "

AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM &
PEMENUHAN KEWAIJIBAN PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA
DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

BFY relah melakulcn pamenikssan kinsrz pade Kementarian Lingkungan Hidup dan kebiisnan [LHH] gzlam peenmya melsisznalen aia
mitizas dar zdaptesi peribakan im sektor kehussnan dan penszunasnizhan Einne TR 200 =4 semester i 2003 sertz pemericsasn
OTT i=patuhan stas pemanuhan ¥easjiban pemeg2ang perizinan berusahsz dan persetujuan lingkungan terhadsp perfindunszn
dan pengeiolaan lingkengan hidup tahun 2020-2023.
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Berbagsi upaya telah dilakukan olsh Kementzrian LHK terkait dengan perannya tersebut,
diantsranya t=ish menginisias kehijak=n Forestry ang Other Llond Uses [FOLU) et Sink, yans
merupakan upaya yang erstrultur dan sistemats entuk mencapai kondisi & mans tngkst
serapan febih tingsl dar tingkst emis pada t=hun 2030,

Namun demikian, hzsll pemeriksaan BPE menyimpulk=n bahws masih terdapat permasalshan yang dagat memengaruhi secae
SiEniffi=n Upays 3k=i mitizest dan adaptasi parobahsn klim sektor iehitznan dan pengeunasn lzhan Einnys, sert=dafam
pemanufan kewajiban pemegang perizinam berusaha dan percetufuan lingxungan terhadap perlindungan dan pengalolzan
limghungzn hidup t2hun 2020-3073 teiah dilsk=anakan s=sual kitera dengan pengecuallzn

Permasalahan signifikan yang harus segers diperbaili olzh Kementerian LHK:

* Terkail aks mitgast dan adapias perubahan ikimm antara [sin pemantauan stas dats deforestasi
belum merind antara plonned deforestotion dan unplonned deforestation mrena perhitungan
deforestzsi dilakuisn Derdasarkan anslisis perbedasn tutupan izhan di awai dan axhir periode. ﬁ\_
Selzimite, hasil dar kegiatsn Aehabilitas! Hutan dan Lahan [RHL) belum dzpat dipastikan
kontriousingg terhadap aksl mitiges dan adagias) perubahan ikiim. E ’

Terkait pendanazn. jugz perlu diperhatiian olgh Kementerian KLH khususnya pendanasn yang

bersumber dar non-APBMN seperti pasar karbon dan pembayaran berizasis kimera yang belum dapst disndalkan s=hagal
sumber pendana=n aks mitgasi dan adaptasi perubahan ikdim sektor kehutanen dan penggunaan lzhan lzinnye. S=lzin
itu, Terdapat jugs cermassizhan kelzananan dafzm kesiapen pemysianzzssan perdasangzn kerbon dan koordings dalam
penyuzunan Notons! Acopiooon Flon dimans t=rdapst ketidakeei@rasan ani=r reguwissi pengstciaan pemungeian Penenmaan
Mezars Buksn Pejek [PNEF| perdagsngan larbon

* Terkait pemenuhan kewajiban pemegang peritinan benessha dan persetujuan ingkungzsn terhadap pedindunzan dan
pengelolaan inglungan hidup @

0 Belum ssluruh pemegang Perizinan Berussha Pemanfaatan Hutan (PEPH) memenuhi kevajibanmya, 2ntzrz zin terdaper

potens kelurangan pambayaran PNEF Provisi Sumber Dayz Hutan dan Dana Reboizasi yang belim dipunsut, dan 427

pemagang FEPH baium meisksanakan 35 batas, belum menysrankan dokumen Rencans Karge Usans Pemanfzstan Huten,

z=rts belum menyerabian Rencans Karjz Tehunan Pemanfzstan Hutsn

Pé'mnggung jawah ussha danztau kegiztan jugs belum taat terhadap kewsjiban penzendalizn pencemarsn udars,

z=part terdapat 258 perusshasn melshihi baky muty emis yans telah ditetspien dar belum dikenakan sanksi

0 Indikasi kerusabkan lingkunsan pada areal bekas pertambangan yang belum dilskukan pemuliban ingkungan oleh
pemegang peririnan beruszna pads areaid zin Lzaha Pestambangan [HWP) yanz telah habis mass dan/=steu dicbut, area)
permamosngan Enos IUF dan res [UF yeng =lan habis mas2 dalam dus shun
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PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Hesi pemaricasn DT T-kenstunen pads 13 kementeran)/lembags menyimpudan Debwe penpeiniasn pendanaten dan belznjs feian Glaksanzian
s=muE omtena pade 4 obnk dan sssusi wtene dengen peng 20 pada 10 obrik {erdapat 1 chnk yang memilila 2 kesimpetan}

Permasaizhan dalam pengelolzan pendapatan dan belanjs oizh kementenan/lembaga sebesar
Rp&21,60 miliar, di antaranya; (1] terdspat=aldo hansos ates 365.023 Keluargs Penanims
Wianfaat yanz tdak bercransaisl sebesar ApZ0E 52 millar yang belum dilzkukan fresze saldo
oantuan dan dkemosikan k= k25 negerz pads Kementenan Sosizl 0an (2] terdapat kekurangzn
wolumes pet=Erjzan, ketidskssnusian spesifaas] =hnis, kesslzhan perhitunzzn pembayaran, dan
oenambzhan blays atss kmetreil lumpswm yang Cdsk depst dibsyarsn, sera dends keerlambaan
DemySssEian pEKSrEsn yans betum ditenk dan destorkan k2 K33 hesarg, maupun permiassishan
\zin pada 36 pa¥st pekarjzan Bslanjs Modsi TA 22Z dan Semester | TA 2022 pads 2 Ditjen
Kementerian FUIFR. Akoatnys, terdapat kelsbihan pemayaran dan potens! kelebinan pemibayaen
sepesar Rplea 27 miliar d=n USD153.22 niby
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PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH DAN PENGGUNAAN UNTUK
PENDANAAN INFRASTRUKTUR
HASIL pemeriksaan OTT-E=patuhsn menyimpulian bahwa pengsiclzan utang pemerintsh dan pensgunssn untuk pendanzan

mfrastrultur sionomi, perictaan, dan energl kstensgsfismian =hun 2020-2022 pads ¥ementerian K2uangan seizhky Bandzhars
umum Mesarz [BUN) t=ish dilsksansken sesual knzeriz dengen pengecuslisn

* Padz subaspek Perencanaan Pinjaman dan Pensrasan Pinjaman, terdapat perencanaan
pengadaan pinjaman yang belum segenuhnys sesuai ketentuan dan peiagzansan wegistan
Tidak sezual j3dwal, sepert belum cptimzinye oenerapan pembaizsan maza 2k pinjaman, tdak
ootirmainya kinerja penarikan pinjaman, dan adenya ginjiaman yens =30 diefektfian maskipun
diketahul proyek yang did3nsi oieh pinjaman tersebut sudsh difennken pelaksanasnnya

* Pada subaspek Penankzan dan Pelunasan Pinjaman, BPK menemukan permasslahan Pemsrintzh
menangEUng bisya Utens norHbonEa = pinjaman luar nessnl yans penarhanny = nosk ootima), o antaranya
peErmbEyaEn aoTETETent fBe keoth besar dan yEng direncanaken 312t pEnarkaEn DrEImEn proyst KesistEn
lu=r nessn, den pinjaman tunzl yang tds dilshuben === jadwel delsm Loon Agreement

PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MENINGKATKAN KUANTITAS
DAN KUALITAS JALAN

BEK t=izh melzkukan pemariksasn kinsrja atas sfekbvitas upeys pemerintzh deersh [pemde) deism penyelenggaraan jsian
urituk meninsistisn kusnttss dan klzlit=s falan TA 3021 = 4 Triwuizn 1l 2022 oeda 33 obrik pemda yans terdiriata= 11 (33.3%)
pemprov. 20 [60,65) pembab, dsn 2 [6.1%) pemkot beseria instans terkait ainnya. Szizin i AP juga melakuksn pemeriksaan
BTT ¥epatuhan st3s Belanjz infrastroktur pada 59 pemda

Pemda telah melskulan upays dalam penyeienzgaraan jzlan untuk meninglatkan luanbias dan kusitas
Blan, & antsame-memusundan merencanaken pembangunan dz2n/stsu preseryes jSiEn yang mentskup
penetapan =rest kinerds serts perkirsan bizys yang diperiuken secere memada

Mamun gemikan, hzad pemerisasn menymmpiolksn Dahwa pemos harus melaiubzn perbaisn 2183 PErMEssisnan (SN S80EE HENTEEN
meemeangarshi eektvitas penyelenggeraan [@len antuk meningkstian kusnttes dan kuzltss @lan, amaes an

* Dalam hal pengaturan penyelenssaraan jalan, sebanyak 10 pemprov belum menetaghan rias-ruas
[l=n menurut fungsi dan kelas jalan dengan keputusan gobemurn, dan 22 pemist)/ pemkot oelum
mengusaikan penetapan funzsi jglan dan menetspkizn kelas @an

* [Dalam hal pembinzan penyelenggaraan jalan, sehanyak 10 pemprow, 20 pemikak/pembot belum
mermusun dan menetapkan pedoman dan standar teknis peryelenggarean jglan yang menzdi souan
untuk mefatuksn pembangunan dan preservasi j@lan

* Dalam hal pembangusan Blan, selurul pemda yang diup petk belum menyusun dan mensrapsan
pedoman perentusn prioTiiss penanganan) pemantspan jalan. S=lznity, hasil penzujizn datz dalzr
hounun weakt 2021, 2022, d=n 2023, pemida jugs befum memsnuhi targst moncoiony saending belanja
mfrastruktur dengan pennoan sebarmyak-58% pemd= [2022), 21% pemuda (2022, 84% pemnda [2023]
Fada periods yang same, pemida yang memilEl kemamipuan Sskel yeng rendah s2nzst rendsh 2dslzh
Sshamysk H5E parmda {2021), 5% pemds | 2027), dan 533% pernds {2023, Di 5= |ain, terdapat pernds
yang mengangearkan belaniz pegawa melebils ketentuan UL Nomeor £ @nun 2021 [sebezar 3084 dan
tovta] belanjs APSO) yestu sebamyak 73% pemnda (20277 dan £64% pemmd= (2023

= Terdapst permassishan keborangan volums sekerjaan, kebidaksesuaian spesifhas: pelerjaan, weriz
permassishan ketidskpatuban dan 32 lsinmy= sebesar Rpd 26,55 milisn
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PENGELOLAAN BELANJA

RAS|. perrarkeaan DTT-Kapatuhan st=s 175 obrik pads pamds menyimpulksn Bzhwis pensslolasn baleni= {pes=ivai; b=z dan
=52, hioan d=n miodzl) teizh dilzsks=nzkan szsusi dengen kritzriz p2dz 18 (10%) obeik, s=zuaf kritzriz denzan cengecuslizn pads
143 {82%) obrik, dan Ddsk sssual dengan kritens pads 14 (8% obrik,

» Kekurangan eolume pekerjasn dan/atau barang terjadi pads 165 pemds sebezar
Hp249.52 miliar;

* Hzkarangan volumeketidaksesuzian spesifikasi pekerjzan/pekerjzan yanz

membutunkan perbzikan, ramunbelum dilskukan pelunasan pembaysan

k=pads rekanan terjzdl pads 115 pemds sebesar Rpl34 68 milizn

Belanja tidak sesuai stau melebihi ketentuan tarjadi psda 136 pamds zehecar

Rpl0D, 32 miiiar

* Pemborosan/kemahzlan hargs terjzdi pads 55 pemds =soesar RpdS 24 milian

PENDAPATAN, BIAYA, DAN INVESTASI BUMN DAN BADAN LAINNYA

HASL pemerfksaan DT -Eegatuhan Stas pendapstan, bisys, dan investasi terhadap 11 obrilk pada 9 BUMN /arak pefusahaan
dan 2 Badan Lainnya menyimpulkan bahwe pendspatsn, bisye, dan investas] BUNN dan Badan Laimnyz melah ditskeansien sesuai
kritesa dengan pengecuaiian pada LI obiik dan tidak secusi kiiteria pada 1 obrik.

* BT Indofarma Thk dan PT IGM [anzk perusahaan PT Indofarma Thk) melakuban
aktivizas yang berindikas froud/kerugian antara l8in metakubkan transaks: jusl-beli
fiktif pada Businzss Unit Fost Mowing Consumer Goods (FMOG), menempatizn
dans da pns.itr_- atzs nama pribadi pads Koperasi Simpan Finjam Nusantard,
mengesdaikan depositn pada Bank Oke untuk kepentingan pthak lain, melakukzn
ke=rj= samia panzadean alst iSsshatan tanpa studi kelayaksn dan penjualEan mnps
anzlisa ¥emampuan keuangan costomer, melakukan pinjaman oniine | frreck)
serts menampung dana restius pajEk pads rekening oank yang ndak dileporksn
di lzparan ketsnzan d=n digunakan untuk k=penitingsn di luar parusahaan,
mangeiuzgrkan dana tanpa onderiying tronsscfion, menggundkan karty kredit
perusahaan untuk kepenbngan gribadl, meskukan pembayar=an xariu kradit)
eperasional pribadi; melzkuian windows dressing Bparan keusnssn perusshadn,
farta membayar asuransi pornajsbatan dengan jumiah meiebini ketentuan
Fzrmaszziznan terssbut mengskibethsn indikast kerugian sepesar Rp234, 77 milisr
din potens k=arigian sebesar Rpl6d 33 miliar yanrs tendir dari piistans mzcat
sebezar Rpll2 93 miliar, persediaan yang Ddsk dapstterjual seoiesar Rpl3, b4 milizr,
dzn beban pajak d=r penjustan fiktf FMCG sebesar Rold 76 miliar

Pengelolaan pivtang atss pemanfaatan/penggunzan lahan PT Pelinds aleh
pibiak lain menunjukian permasalzhan-di antaranyz bafum terdzpat kesepakatan
penyelesaian Jtas pivtang lanan antar BUMN, penyelesaian atas piutang lahan
dengan mitrs swasts Derizrat-larut, da=n lzhan yeng elsh diklzszibefum dapat
dikefizsamaskan dengsn mitra |zin Szlain fu, sslak saty i‘i'Pi.-'y'Eﬂg.-dimH'ixl FT
Pelindo hampir sepenuhnis dikuasal oleh masyarskst, sehingga FT Pelinda odsk
dipat melzkuk=n pens=iotaan atas HPL versabut.

PT Pupuk Kaltim [FT PKT) betum mengajulcan kiaim asuransi secara penuh untuk
mengganti bizya perbaikan pabrik PHT-5 sebesar Ap2EE, 23 miliar karenz belum
didukunz dokumen yeng lengkap, seris terdepat penamibahan premi ssUrans yars
B ak diEkrti dengan perubahan volume [waktol dan a0 ohjek pertansgunsan.
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PENGELOLAAN KEPESERTAAN, IURAN DAN BELANJA MANFAAT
BPJS KESEHATAN

Hzsil pemeriesz=sn 7T Sspstubian st=s pengeloizan E=pesertaan, luran-dan belanja manfast tahun 2021 = d; semester | t2hun
2023 pad= BFIS Kesehatsn dan instens! terkait menyimpul sliar batwa pemgelolzan kzpesertaan, luran dan Deisnis przmfazt tzhun
Z15.d;s=mester | tzhun Z023 pads BPIS Rezanetan welan dilaksanaken semugl krmsna densan pensecualizn

Illn._&-'.-‘

PERMASALAHAN

* Pengelolzan kepesertaan dan iuran peserta Penerima Bantuan luran Jaminan
Kezshatan [PBl JK] belum sesusi ketentusn, seperm SRS Kasshat=n menzgihkan
dan manerima luran P3I K atss peserta Bayi Bama Lshir |BBL| yars berusia lsbil
diari-3 bulan yanhe belum dimutskhirkan Nomor Indok Kspendudukan [NIE] seizk
dilahirkan, peserta dengen status nonaktif gandza dan telzh pindah =egmsen
i=peserizan berdasarkan fzpoman mutss BPIS Kesehatzn, peserts yene odak mazuk
Otz Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTRS) dari hasil varifikzssi Kementarian Social,
peseria yang telzh meninggs! dunia, dan peser= yang 12iah dingpuskan dan 3K
Mentan Sosisl

It

* BPIS Hesehatan t=ap melakukan penagihan bantuan iuran kepads pemerintah

o
pusat dan pemerintzh dasrsh atas peseriz Pekerjz Bukan Penerima Upah dan
Bukan Pekerja Kelas Il yang sedang giberhertk=n sementara keaktifanmyz of
* Perhitungan belanjz manfaat kapitas Tdak sesual ketentuan, sepero t=rdapst
5 579 885 pocert= ang medil(id satis NI!: odak ahﬂ.—F dengzsn :Era h:p%-s' va'|=
di
dimayarkan -aplta;-n'g.ra sEDesar R_u"_'ID.:D miliar
e

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Hzzil pemedisazn OTTRepatuhan 3t3s pengeiolsen pads PErguresn Tings! Mepsrl Badan Hukum [PTN BH) pedz & obrilke
menyimpukan zhwa pengeiolsan pendapatan, belanis, dan =set psds Unhversitas Indonesiz [U1), Universites Gadiah Mads
¥ |, Uinty=rsites SumatsreUizrs [UBU), Unhersitas Brawijeys (UB), Instiut Tekinologi Bsndung ||T8], d=n Universitas Diponegom
{Undip) t=lah dilzkssnaken sesual kritenz dengan pengeruadian.

Potensi kefebihan pemunzutan Uang Kuliah Tunggal {UKT] dan luran

Pengembangan Institusi (IPE) sebesar Ro742. 67 miliar pada Wi, UGM, LBL,

U8, ITE, dan Undip, karens penet=pan dan pemungutsn UKT dan 1Pl pada

k=enan Lampus tersebut belum sesusi dengan Ketentuan fermendikbud

Nomor 25 Tehun 2020 dan Kapmendikbod Nomor-85 fE/KPT/2020. Hal ini

ditunukkanoleh:

* UKT pads fakultas dan program studi pada jafur regular {seieksi jzhur
nasional dan mandiri) dan jalur nanresular [paralsl, internasional, dan
skstens| ditetapken malzhinl Biays Kulieh Tunsgel |BRT| yang dastapkan
oleh Kemendikbudristes

* Pgmungutan UKT paouh kepada mahasiswa semester akhir yang
mengambil matz kuliah kureng 3tae sams dengan § sistem kredit semester

* Pemungutzn UKT kepada mahasiswa yang cut kufiah/akademik.

Urdian ikhosar hasll pemerikszan pads Pemerintah Pusat; Pemerintzh Dasrah, BUMD, sarfa 3UMN dan Badan Leinmy=z
selenckapnya disajikan pada BAB 1, 1L, dan i
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PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN

[HPS I Tahin 2023 memuat hasll pernantauan dtas peldksanaon tndak fanjfut rekomendasi hasill pemenksadn (TLRAP)
pet 31 Desemnbier 2023 atas LHP yang diverbitkan periode 3005-2003. Pada persode 2005-7073, BFK telah menyampaikan
714.368 rekomendasi hasil pemenksaan k2padz entitss vang diperiksa sebesar Rp319,99 triliun, dengan status tindak
lamjur sebapai berikir.

Grafik L Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP 3tas LHP yang diterbitkan Periode 2005-2023

2005 2006 2007 2003 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2030 2021 2022 2033
L BN BN BN BN N I BN B I B OB N B N O N OB N ]

©(78,2%) @ (15,8%) (50%) @ (1,0%)
Rpi58,37 trifiun Fpi14,36triliun Rp22.60 trifiun Rp24,66 triliun
Segual dengan rekomendasi Belum sesusl gengan Belom dinndskianiul  Tidsk d=pat ditndakisn) o
E=hamyak relnmendasi sehanyak sehanmyak zspanyse
LSELDZ rekomendasi 112980 rekomerndasi 35.556 rekomendasi E N o] S v e

714.368

Rp319,90 triliun

Tindak lanjut entitas

-------------------
i |
L Rp21,87 trifun =

Secara kumulatif sampai dengan 2023, rekomendasi BPK atas hasil
pemeriksaan periode 2005-2023 telzh ditindaklanjuti entitas dengan

penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/
perusahaan adalah sebesar Rp136,88 triliun, di antaranya sebesar

Rp21,87 triliun dari hasil pemeriksaan pariode 2020-2023

m L O HPS Il Tehun 2027 exm—



Selain itu, pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi nasil pemerksaan BPK yang dilakikan aleh pefabatentiaz selama
periode 2020-2023 1=lah membenkan damipak antara fain

Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan berups opint Wajar Tanpa Pengecualian [WTP), oalk
pada Kementerian/Lembaga/BUN {tehun 2019 sebesar 97% menjadi 9%% pada tahun 2022) maupun
pemerintsh dasrah [mhun 2019 s=besar 83 5% menjadi 31% pada whun 20332}

Peninghkatan pernanfaatan hasil pemeriksaan BPK dengan adanya peningkatan penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK ssjzk tshun 2005, yang semildz sshesar 74 35 pada mhun 2018
men@di sebesar 78, 2% peda tahun 2023,

Penyelamatan usng negara berups penyetoran uang ke ks negara/daersh/perusahaan sehesar Rp2 LET
triliun dan penghematan keUangan negares yang bermsal dari koreksi subsididan cost recovery masing-
rhigsing s=boesar Aps 25 tnfiundan Bpa, 13 iriiiun

Perhaikan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik pada pemenntah daerah, antara laing

[] Perbaikan pengelolaan kas melalul penershan dan penetapan rekening kas dasreh sena penerapan

transaksi nontunal untuksetsp pengelviaan pendapatan den belanjz.

Perbatkan pengelolzan perpaiakan dan retribusi melalui penerbitan/perubahan peratursn k=pals

daerah tentang @rif maupun mekanisme pemungutan pajsk dan retribus|, serts layanan perpajakan

SECArE GIIRE

Perbaikan kualitas data melalul pemutakhiran DTKS dan dats pengguns sstem penyediaan air minum

[SPAM) di wilayah pedesaan

[] Perbaikan kualitas pelayanan melalisi Program Pelayanan Perizinan Mobile (keliling) bazi pelaku usahs,
pemutakhiran 30F dan tandar peleyanan perizingn, seria pemenuhan s2rana plosarsna pendukung
penyediaan irminsEm.

(.

(.

[] Perbaikan pengelolaan belanja barang dan jasa melalul penyusunan malpun pemutakhiran
siandar hargs satuan yang mengacu pada Perpres Nomor 33 Tehun 2020 tentang Standar Hargs
Sztuan Reglonal,

[] Perbaikan taia kelols pelaporan kevangan melalul pemutskhiren kebilakan skuntansi yeng ditetapkan
melalul peraturan keoala daergh guna mendorong keandalan pelaporan Euangan

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
NEGARA/DAERAH

|HF51 Tahun 2023 memust hasl pemantauzn penyelesaian gant kenugian negars.daerah pariode 1005-2073 dengen
zatus telah ditetapkan dengan nikzl ApS02 triliun, Kerugian negara/dasrah terssbut tenad) pads pemerintsh pusat.
pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainmye, dan SUMD, s2pert disajikan pada Grofik 2.

Grafik 2. Hazil Pemantausn Penyelzsaian Gant Kerugian Megara/Deerah Penods 2005-2023
dengan Status Telsh Ditetaplan Menurut Tingkst Penyelzsaian

TOTAL (Rp)

140 tnfiun
1,80 trillun
9784 miliar
1,73 trilfun
5,02 triliun

S Tabun 2023

a
i
E

g



PEMANTAUAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF,
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA, DAN
PEMIBERIAN KETERANGAN AHLI

[HPS il Tahun 2823 memuat hasil pemantauan ataz pemanfaatan l2poran hasil pemeriksazn investigatf (FT) dan
penghitungan kerugian negara (PEN) serta pemberian keterangan ahli {(FRA) pericode 2017-2023. Pada pericde
2017-2023, BPK menyampaikan 2B laporan hasil Pl dengan nilai indikasi kerugian negara/deerah ssbesar
Rp32,53 triliun dan 409 laporan hasil PKM dzngan nilal kerugian negars/daerah sebesar Rp60,91 triliun kepads
instansi yang berwenang: BPK juga teiah melaksanakan PKA atas 368 kasus pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas faporan hasil Pl dan PEN serta PKA adalah sebagai berikut:

Sebanyak 28 laporan hasil Pl yang sudah dissmpaikan, 11 laporan telah dimanfaztkan dalam proses
penyeiidikan gan 17 laporan dimanfzatkan dalam proses penyidikan

=z B T

Sebanyak 409 {aporan hasil PKN yang telah disampaikan, 82 laporan sudzh dimanfaatkan dalam prosss
penyidikan dan-327 kasus sudsh dinyatakan P-21 {berkas penyidikan sudah lengkap)

409 22 327

Sebanyak 368 pernberian keterangan ahll di persidangzn seluruhnya digunakan oleh Jaksa Penuntut Limum

3bE

Ursian hasil pemantauan selenckapnya dissjikan paca Bab V.

Jakarta, 28 Maret 2024
Badan Pemeriksa Keuangan Rl
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BAB 1

Hasil Pemeriksaan
Pemerintah Pusat

HPS 1l Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas
64 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil
pemeriksaan tersebut meliputi 1 hasil pemeriksaan
dukungan laporan keuangan Bendahara Umum
hegara [LKBUN), 34 hasi| pemeriksaan kinerja, dan 29
hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara
ftu, hasll pemeriksaan atas prioritas nasional
Pengembangan Wilayah serta Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayasn pada pemerintah pusat
disajikan pada BAB IV. Selain itw, IHPS Il Tahun 2023
memuat hasil pemeriksaan penghitungan kerugian
negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PHA),

Daftar laporan hasil pemeriksaan {LHP) IHPS 1l
Tahun 2023 pada pemeriniah pusat dapst dilihat
pada Lampiran A.1, lkhtisar hasll pemeriksaan pada
pemearintah pusat dapat dijelaskan sebagal berikut,



Pemeriksaan Kinerja

IHPS [l Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah
pusat dibagi menjadi lima tema, yaitu: (1) Penguatan ketahanan ekonomi;
{2} Pembangunan sumber daya manusia; (3] Penguatan infrastruktur;
{4} Pembangunan lingkungan hidup; dan (5) Pengustan stabilitas politik
hukum pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi
pelayanan publik. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 34 objek
pemeriksaan {obrik).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 332
temuan yang memuat 2 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp215,95
juta, 2 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp197,46 juia dan 354
permasalahan ketidakefektifan, Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja
pada Pemerintah Pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada
Lampiron B.1 dan Lampiran 2.1 pada flash disk.

Pengualan Kelananan EKonomi

PADA semester |l tahun 2023 BPK ielah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja astas tema pengustan  ketahanan ekonomi
Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 2 obrik meliput hasil pemeriksaan
atas: (1) Kesiapan implementasi kebijakan penangkapan tkan terukur
dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut; (2) Pengelolaan PNBE dana
kompensasi penggunaan tenaga kerja asing; dan (3) Pengelolaan informasi
perpajakan

Hesiapan Implementasi Kebijakan Penanokapan [kan Terukur dan
Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

PEMERIKSAAN kinsrja atas kesiapan implementasi  kebijakan
penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentas! di laut
untuk mendukung pembangunan sekior kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan tahun 2022 s.d, 2023 (s.d. triwulan |Il) dilaksanakan pada
Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan kesiapan Implementasi kebijakan penangkapan ikan
terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk
mengawal PP 4 - kemaritiman, perikanan, dan kelautan, khususnya pada
KP2 - skosistam kelautan dan jasa kelautan dan KP4 - peningkatan fasilitasi
usaha, pembiayaan, danskses perfindungan usaha kelautan dah perikanan
skala kecll, Selain itu, pemeriksaan inl dilakukan sebagal upays BPK

BAR 1 Hasil Poesr fheasn Pamaringh Prcat THPS [ Tahun 2027 enmmm—



mendarong pemerintah dalam mencapail TPB, yaitu tujuan
ke-14 teruiama ftarget 14.3 yaitu secarz efekiif mengatur
pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang
berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan
ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan
berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan sscara
layak dalam wakiu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya
ke fingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan
sesual karakteristik biologisnya.

Pemerintan telah melakukan upaya antara lain:

® Menyusun peraturan pelaksanaan penangkapan ikan terukur melalui
penerbiian Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 28 Tahun 2023 dan
paraturan pelaksanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut mealalul
penerbitan Permen KP Nomor 33 Tahun 2023; dan

o Pembentukan tim kajian untuk menyusun dokumen perencanaan
pangelolaan hasll sedimentasi di laut.

Hasll pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan
yang apabila TOdak segera diatasi maka dapat memengaruhl kesiapan
untuk mencimplementasikan kebijakan penangkapan ikan terukur [PIT)
dan pengelolaan hasll sedimentasi di laut {PHSL). Permasalahan tersebut
antara lain:

o Implemeantasi kebijakan PIT

Dalam rangka mendukung kebijakan PIT sesuai amanat Peraturan
Pemerintah (PP} Momor 11 Tahun 2023 ientang Penangkapan lkan
Terukur, KKP menerbitkan Permean KF Nomor 28 Tahun 2023. Hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa strategi dan regulasi pendukung
belum memadai. Hal ini terlihat di antaranya dari kajian teknis Permen
KP Nomaor 28 Tahun 2023 yang belum memuat strategi implementasi
terkait aspek sosialisasi. organisasi, sarana dan prasarana, SDM, dan
dukungan pendanasn dalam rangka mendukung kebijakan PIT. Selain
ftu, regulasi yang mendukung seluruh aspek kebijakan PIT belum
ditetapkan. Sesuai dengan amanat Permen KP NMomor 28 Tahun 2023,
KKP  masih harus menetapkan regulasi melalui Keputusan Menteri
KP dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen). Namun, kedua jenis
regulasi tersebut belum ditetapkan. Akibatnya, pelaksanasn kebijakan
PIT berpotensi mengalami kendala, tidak tercapal sesual tujuan, dan
belum dapat terukur tingkat keberhasilannya.
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e |mplementasi kebijakan PH5L

Dalam rangka melaksanakan kebijakan PHSL sesuai amanat PP Nomar
26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasll Sedimentasl di Laut, KKP
telah menerbitkan regulasi turunan atas PP tersebut, yaitu Permen kP
Momar 33 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri (Kepmen) KP Nomor
174 Tahun 2023. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahul
bahwa regulasi yang mendukung kesiapan implementasi kebijakan
PHSL tersebut belum ditetapkan secara lengkap. Terdapat empat
muatan mater yang baelum diatur dalam Permen KP maupun Kepmen
KP tersebut. Satu muatan mater tentang tata cara pengenaan sanksi
administratif belum diatur dalam Permen KP dan tiga muatan mater]
tentang tata kerja fm kajian, penetapan dokumen perencanaan, dan
penetapan tm uji tuntas belum diatur dalam Kepmen EP. Akibatnya,
kebijakan PHSL belum dapat diimplementasikan secara optimal dan
belum dapat terukur Tingkat keberhasilannya.

BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera
melakukan perbaikan antara |ain sebagai berikut:

® Berkoordinasi dengan BRIN untuk melanjutkan riset/pengkajian
sumber ‘daya perikanan dan menginstruksikan Dirjen Perikanan
Tangkap untuk menyusun rancangan peraturan turunan sesual dengan
mandat Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 dan menyusun rencana
penguatan kapasitas organisasi dalam pelaksanaan pengkajian sumber
daya ikan.

o Menyusun peraturan pendukung vang diamanatkan Permen KP Nomor
33 Tahun 2023 satelah koardinasi dengan kementerian/lembaga terkait
selesai, menetapkan keientuan [ebih lanjut tentang mekanisme kerja
tim uji tuntas, dan menginstruksikan Dirjen Pengendalian Pencamaran
dan Kerusakan Lingkungan [PKRL) supaya meneiapkan mekanisme
penetapan dokumen perencanaan atas  usulan  pembersihan
sedimenizasi dari pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan kineriz atas kesiapan implementasi kehijakan
penangkapan ikan terukur dan pengeloiaan hasil sedimentas! di laut
mengungkapkan 7 temuan yang memuat 3 permasalahan ketidakefektfan.

Pengelolaan PNPB Dana Hompensasi Pengounaan
Tenaga Kerja Asing

PEMERIKSAAN kingrja atas efekiivitas pengeiclaan Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNEP) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

{DEPTHA) TA 2018-2022 dilaksanakan pada Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dan instansi lain terkait.
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Pemeriksaan pengelolaan PMBP DKPTKA dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 6 - vyaitu peningkatan nilai tambah, lapangan kerja,
dan Investasi di sektor riil, dan industrialisasi, khusushya
KP 5 - perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, 17 Gcsnicuni
termasuk reformasi ketenagakerjzan. Selain itu, pemeriksaan @
ini dilakukan sebagai upsya BPK mendorong pemerintah
dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-17 terutama target ke
—17.1 memperkuat mobilisasl sumber daya domestik, termasuk melalui
dukungan internasicnal kepada negara berkembang, untuk meningkatkan
rapasitas lokal bagl pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Kemnaker telah melakukan upaya dalam pelaksanaan pengelolaan
PNEP DKPTKA, antara lain telah menetapkan standar wakiu pelayanan
izin dan seluruh kegiatan perizinan tenaga kerja asing (TKA) telah
menggunakan aplikasi TKA Cnline:

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih  ditemukan
permasaiahan yang apabila tidak sezera distasl oleh Kemnaker, maka
dapat memengaruhi efekiivitas pengelolaan PNBP DKPTKA, antara lain:

o Terdapat kelemahan dalam mekanisme layanan pendaftaran dan
perpanjangan izin penggunaan TKA di Kemnaker, diantaranya dalam
menilai kelayakan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA), yaitu verifikasi atas validitas dokumen dan kerias kerjanya
belum sesual petunjuk teknis pelaksanaan pengandalian penggunaan
TKA. Akibatnya, pelayanan pendaftaran dan perpanjangan izin
penggunaan TKA bervariasi atau tidak seragam yang dapat berdampak
pada kualitas pelayanan seria fujuan penggunaan TEA berpotens
tidak tercapal.

e Kemnaker belum mengelola perencanaan pengawasan terkait
penggunaan TKA secara optumal, diantaranya Kemnaker belum
menyusun rencana Kerja pengawasan penggunaan TEA secara
memadai. Kemnaker sebagai satker pusat fidak memilliki Rencana
Kerja Unit [RKU| Pengawasan sedangkan RKU Pengawasan di provinsi
yvang telah dibuat belum memprioritaskan kegistan pengawasan
penggunaan TKA secara khusus. Akibatnya, tujuan penggunaan TKA
perpotensi tidak tercapal.

e Nonitoring dan evaluasi atas penggunaan TEA belum dilakukan secara
optimal, di antaranya Kemnaker belum memiliki formuiasi yang tepat
untuk mengukur target kinerja terkait penzendalian dan pengawasan
penggunaan TKA, Akibatnya, besaran kompensasi TEA tidak diketahui
dampaknya terhadap kinerja pelayanan penerbitan RPTKA dan
penegakan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan penggunan THA
belum dilakukan.
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BPK mereskomendasikan kepada Menteri Kelenagakerjazan agar
menginstruksikan:

o Menginstruksikan Direktur lenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerjz (Binapenta dan PKK)
meneiapkan panduan pendafiaran dan perpanjangan izin penggunaan
TKA.

e Dirjen Pembinzan Pengawasan Ketenagakerjaan dan keselamatan dan
Kesehatan Kerja {Binwasnaker dan K3} untuk mernyusun (1) Pedoman
teknis pengawasan norma ketenagakeriaan atas penggunaan TKA; (2)
Perencanaan untuk pengawasan penggunaan TKA yang komprehensif
dengan mempertimbangkan risiko, lokasi, anggaran, dan analisis
beban kerja; dan (3) RKU pengawasan yang komprehensit pada Ditjen
Binwasnaker dan K3.

® NMenginstruksikan Sekjen Kemnaker, Dirjen Binwasnaker dan K3, dan
Dirjen Binapenia dan PKK menyiapkan mekanisme yang memadai
untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran norma penggunaan THA,

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekivitas pengelolaan PNEP DKPTKA
mengungkapkan 6 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Informasi Perpajakan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan informasi perpajakan dalam
mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 s.4d. 2023
dilaksanakan pada Direktorat lenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangzan.

Pemzriksaan pengelolaan informasi perpajakan dalam mendukung
optimalisasi penerimaan perpajakan  dilakukan untuk mengawal
pelaksangan PP & - pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya
KP&-ketersediaandan kualitasdatadaninformasi perkembanganekonomi.
Selgin itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagal upaya BPK mendarong
pemerintah dalam mencapai TPB, yaftu tujuan ke-17 terutama target 17.1

17 e memperkuat mochilisasi sumber daya domestik, termasuk
melalul dukungan internasional kepada negara berkembang,

@ untuk meningkatkan kapasitas iokal bagl pengumpulan pajak

dan pendagatan lainnya.
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Pemerintah telah melakukan upaya dalam melakukan pengelclaan
informasi perpajakan, di antaranya:

¢ NMenerbitkan Keputusan Direktur lenderal Pajak MNomor KEP-215/
PI/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan DUP dan Surat Edaran
Nomar SE-12/P1/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Data
di Lingkungan DIR.

o Nelakukan penyiapan dan pengendalian mutu terhadap data internal
dan ekstemal yang dihimpunagar dapatdimanfaatianantaralaindalam
proses bisnis penslitan, pengawasan, pemeriksaan, penyelesaian
keberatan, dan penagihan dalam rangka penerimaan perpajakan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan informasi
perpajakan kurang efekdf dalam mendukung optimalisasi penerimaan
perpajakan, Terdapat beberapa permasalzhan dalam  pengelolaan
infarmasi perpajakan, antara lain:

e Perencanaan  kebutuhan data  eksternal  belum sepenubnya
memperhatikan sumber data dan ketersediaan data secara sistematis
dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan
pemantauan kegiatan penghimpunandataeksiemal Direkiorat Datadan
informasi Perpajakan (DIP} diketahul bahwa realisasi penghimpunan
data eksternal dari area atau sektor yang menjadi fokus penggalian
potensi masih rendah, Haltersebut di antaranya terjadi karena Instansi,
Lembaga, Asosiasi, dan Pihakiain(ILAP) tidak memiliki datayang diminta
DIP dan/atau data yang diminta merupakan jenis data baru. Selain itu,
DIP juga belum membangun sistem untuk pemenuhan kebutuhan data
eksternal darf e-commerce dan perkebunan untuk tingkat nasional.
Akibatnya, pengambilan keputusan dalam pelaksanaan ekstensifikas
berpotensi fGdak akurat dalam ocptimalisasi penerimaan pajak secara
sistematis dan berkesinambungan.

o Pengelolaan kegiatan penghimpunan data eksternal dan pemantauan
kegiatan penyiapan data perpajakan belum optimal. Berdasarkan hasil
permeriksaan aias data monitoring penghimpunan data eksternal
diketahul bahwa DIP belum menerima seluruh data eksternal dari ILAP
Masiona! dan ILAP Regional sesuaf yang dipersyaratkan dalam PMK
Nomor 228/PMK.03/2017. Namun, atas penyampalan surat imbauan
yang fidak direspon oleh ILAPR, Direktorat DIP hanya melakukan
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koordinasi lisan dengan person in chorge pada ILAP terkait, dan tidak
meiakukan pengiriman kembali surat imbauan yang dapat dilakukan
sampal dengan 4 kali sebagaimana yang diatur dalam SCOP. Akibatnya,
terdapat risikc kefidaklengkapan dan ketidakakuratan data dan
informasi untuk mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan oleh
DR

e Pemanfaatan data perpajakan dalam kegiatan penslitian, pengawasan,
penyelesaian keberatan, dan penyelesaian sengketa parpajakan belum
optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahul bahwa fccount
Representatives (AR) pada kantor pelayanan pajak (KPP yang diuji
petik belum memanfaatkan data pemicu dan data penguji dalam
prosas penggalian potensi perpajakan secara optimal. KPP juga belum
memanfaaikan informasi perpajakan atas 98 laporan hasll analisis
(LHA) yang diterbitkan Kantor Pusat DIP dan Kanwil DUP, bahkan 19
LHA di antaranya tidak dapat ditindaklanjut karena telah melewati
daluwarsa penetapan. Akibatnya, timbul risiko tidak opbimalnya
penggalian potensi perpajakan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan, antara lain agar
memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk;

e Nelakukan penyusunan prioritas kebutuhan data dan sumber datanya
untuk memastikan efektivitas perencanaan kebutuhan data eksternal,
dan melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga vyang
rmemiliki data sektor e-commerce dan perkebunan untuk difakukan
evaluasi, termasuk usulan perubahan regulasi terkail e-commerce
dalam pemenuhan kebutuhan data eksternal secara sistematis dan
berkesinambungan.

o Nielakukan pemantauan dan menyampaikan laporan hasil pemantauan
penghimpunan data ILAP secara berkala kepada Menten Keuangan
untuk mandorong tindak lanjut yang lebih efekiif di tingkat nasional
atas pemenuhan data ILAP dalam rangka optimalisasi penerimaan

perpajakan.
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o Nelakukan evaluasi terhadap informasi perpajakan yang belum
dimanfaatkan oleh AR pada KPP dan menindaklanjutinya sehingza
tidak terjadl permasalahan berulang.

Hasil Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan informasi perpajakan
dalam mendukung optimalizasi penerimaan perpajakan mengungkapkan
2 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Sumner Daya Manusia

PADA semester Il tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja atas tema pembangunan sumber daya manusia.
Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 8 obrik meliput hasil pemeriksaan
atas: (1) Upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi
stunting; (2] Pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan
kesenatan: (3) Pengelolaan bantuan operasional sekolah pesantren; (4]
Pengelolaan pendidikan profesi guru; (5] Penanganan dan penyelesaian
kasus pertanahan; dan (6] Implementasi desain besar olshraga nasional
terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional; (7] Pelatinan tenaga
kerja bidang ctomotif; dan (8] Pengslolaan akademis dan perkuliahan
Politeknik 5TIA LAN.

Upaya Pemerintah dalam Percepalan Penurunan
Prevalensi Stunfing

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan
penurunan prevalensi stunfing tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada
tiga obrik di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes),
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana MNasional [BKKBN), dan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)| seria instansi terkait lainnya.
Uraian secara terperinci dapat dillihat pada Gomibor 1.1,
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GAMBAR 1.1
UPAYA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
PREVALENSI STUNTING

PEMERIKSAAN kinerjz atas upays pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting
tahun 2022 dan 2023 dilzksanakan pada 3 obrik di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesshatan
(Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluzrea Berencana Nasionzl (BKKBN), dan Badan
Pengzwas Obat dan Makanan [BPOM) serta pada 44 obrik di pemdz yang terdiri atas 40 pemerintah
kabupaten, 3 pemerintah kota, dan 1 pemerintah provinsi beserta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan Upsya pemerintsh dalam percepstan penurunan prevslensi stunting dilskukan untiuk
mengswal pelaksanaan Priorifas Nasional (PN) 3 pembangunan sumber daya manusia, Program
Priaritas (PP) 3 - peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya Kegistsn Prioritas
(KP] 1, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berentans, dar kesehatan reproduksi: KP 2
- percepatan perbaikzn girl masyarakat: dan KP 5 - penguztan sistenmy kesehatan dan POM. Selain
itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagal upsya BPK mendorong pemerintsh dalam mencapai Tojaan

Pembsangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu tujusn ke-2 terutama pads tarest 2.2 yaitu
menghilangkan segala Gentuk kekurangan gizl; termasuk pada tahun 2025 mencapai
target yvang disepakati secara internasional untuk 2nzk pendek dan kurus di bawsah
usia 5 tahunm dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan; fbu kamil dan

mEmyusyi, serta manuls:

Upaia yang telzh dilzkukan Kemenkes, BKKBN,

BPOM. dan pemdz untuk mencapsi target

prevatensistunting sebesar 143 ditahun 2024, antars ksin:

' r

Capaian indikator intervansi spesink tehun 2022
peds Kemenkes telah meisbinl targst yaneg
ditetzpian pads 4 indietor, sntsr=igin
persantazs ibu hamil yasg mengonsumsi tabler
tambzh darah {TTD) minimal 30 whkst,
persentass-ibu Famil kurang ererg kronis (KEK)
mangonsums makanan tambahan berbasis
p=ngan lokal sesual standar, persentass belite
gizi kurang yang mendapat makanan tambzhan,
dan persam=se balits giz buruk yang mend=zpat
t3tz lsksana. Selsin itu, realisasi at=s pembayaran
Penerima Santean luran (P21 Jaminan Kesshatan
Masional (JKN) mencapsi 95,6 |uta jiws dari
target rencand kefja sebesar 95 E juta flwe

b
Lzpdran Percepatan Penurunan Stuating Tahun 2022
dar Bencana Aksi Tenun 2023 menunjukian cspaian
empat Indilkator intervansi sensitif yang menjad|
Enggung jswab BXKEN tefah memenuhi @rgstyang
dit=taok=n, yaitu:

* {=kupan keluargs berisiko suncng yang
memparzlen pendampingzn 2hun 2022 =dalah

sebesar 42 7% dari targst 30,

Czskppan czion Pasangan Usia Subur (PUS yang
memperntigh pemerikzaan keszhatan s=bagal
‘osgian dasi pelayanan nikah (Casangan) sebsgs
salgh satu int=rvens senzitf sdsizh ssbezar 75 54
dari target sebesar 70% Tahon 2022

s

~
Berdazsrian lzporen pemantauan dan sveluas)
kinerjz snggaran dan pembangunan program
percenatan pencegzhan dan penurenan
stwrting t2hun 2022, 820M telzh dspst
menczpal sefuruh target yang ditetapkan terkait
fengan kegistan sSunong, o antamanys melebihi
targat yaitu sampel pangan fortitikasi,
komunidasi, informesi, edukasi (KIEy obat dan
mzkanan gman; saris lzyanan publikas)
reamanzn dan mutu obat dan makanan

Pamds telzh menstapkan
pedoman) petenjuk telmis
DEEQIEN DENUTLNSn Suating
ringkat mmbupaten fkots serts
des3 dan pembertulsn Tim
Panurunan Prevalensi Suating
{TPPS) di tnghst ksbupatenikots,
k=tamatan, dsr desa yang terdin
dzri lintss ssktor dan pemangky
kEpenidngan.

k




Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan y2ng apabila tdak segers
diperbaiki, maka akan memengaruhi efektivitas upays Kemenkes, BEKBN, .dukungan BPOM, . dan
pemda dalam percepatzn penurunan prevalensistunting. Permasalahan terzebut di antarany=:

Kzmank=s belum sepenuhmye menyelenggsrek=n k=oijsken perencanaan dan [ )
pENE=nEEaTan program percepstan penurunan stunsing [PPS) tshun 2022 dan Rekomendasi
2023 dengan melbatksn multpihak (3ntams lzn Kemantenen PPN/ Bzposnas.
Kemanterian Keuzngan dan Ksmenterizn Delzm Negeri). Saish satu tujuan

Rencana Aksi Masions! Percepatan Penurenan Angea Stwndng Indonesia (RAN i tem':eﬂmﬂ Kesiz‘::ﬂha;ar
= Ten turunzn darj Perpres Nor 72 Tehur 2021 t=nt= . ¥

AT e S e e AT s || erain S

ercepatan Penurunan Stunong 3dslsh meizkukan penguatan upay=s i i LT

KonvergEnsl peErenc3naan den pengsngearan PPS tingkat pusat dasrsh, dass
dan pemangiu kepentingan yang bersEsinambungsn, emenk=Es melziol
Permenkes Nomcs 48 Tahuns 2017 telah manyusun pedoman perencanaan dan
p=ngenggarsn bideng k=senstan meliput perenc2naan dan peENgEnNEEarEn YENE
menggunakan AFBN d=n sumbser dana 3in yang digunakan ontuk dekonsentrasi
dan Dans Alokesi Khesus (DAY Namun gemikian, hasil pemeariksaan
menunjukkan balwa Permenkes Nomor 48 Tehun 2017 dalzm hal
Derencanasn, peErganggaran, oelsksanasn serts monitoring dam evaluas
[monsy) k=gistan pembizyesn IKN/Ez2ru Indonesiz Sehat |i{5:1 b=lum mengacll
pads Perprez Nomor 72 Tahun 2021 yang didsiamnya menjefaskan bafwa PPS
di Indomesia dilakukan secars holistk, intsgratf, dan berkualfitas melaiu
scordinasi antarpihak

dengan Badan Kependudukan
dan Keluargs Berencana
Masional (BEKEN] sslaku Ketua
Tim Percepatan Penurunan
Stunting [TPPS) Pusat terkait
perencanaan dan pengsnggaran
program PPS serta
menginstruksikan unit kerja
terkait agar dalam menyusun
perencansan dan penganggsran

terkzit percepstan penurunan
stunting menggunakan data

Hal'ini mengakibatkan adanya nsiko pelaksanaan program kegiatan intervensi Keluarga Risiko Stumting (KRS)
spesifik dan intervensi sensitf dalam ranghka PPS di fingkungan Kemenkss dan sasaran Perpres Momaor 72
\ tidak sesuai s3saran pada Perpres Momor 72 Tahun 2031, ] Tahun 2021,
" b, v,

K=msankas balum melskzznaian manitoring datz
rusice mefaiul Aplikasi Sistem Informasi Gid [Sigizl)
Terpady dalam modul apikasi pencatatan dan
pelaporan gizi berbask masyarakat (=-PPEEM)
s=Care mamadsi. {uslitas dstz rutin deiam
apif@si modul =-FPEEA belum s=penuhmys
mencakup ketengeapan date, gkarasidats,
k=tepatan waktu, dan konsistensi datzs. Sementars
data rutin terkait gin dan stundng belum
s=penunnye tenintegrasi mesakbui Aplikesi Senat
Indonzsazu (ASIK). 32lsin itu, 2arz pads
aplikasi/modul 2-PPGEM belum dimanfaatkan
sebagel perombangzan dalam pelzsksanazn
intervansi spesific

5
Rekomendasi

"\I

EPKE telzh merskomendasikan kepadz Menten Kesehatan
agar memernntahizn Sekretaris lenderal untuk
menginstruksikan Kepalz Pusat Data dan Teknologi
informasi {Pusdatin} mereviu hasil pekerjzan yang teizh
diselesaikan (product review) serta pelalisanaan rilis
penerapan sistem informasi {aplikasi dan basis data] ASIK
serta berkoordinasi dengan Direktur Gizi dan Kesehatan Thu
dan Anzk {KIA) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan
kefemahsn dalam rangkas mengintegrasikan data pada
aplikasi/modul e-PEGAM ke ASIK, dan Direktur lenderal

Hazl ini mengakibatkan adanya potensi ndak Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan pengendalian
tercapainya tujuan dari Aplikasi Sigizi Terpado aplikasi yang meliput pengendaian kelengiapan,

w2itu memperaleh informasi status gizi individu pengendalian akurasi, dan pengendslian terhadap

dan kinerja program gizl secara cepat, shurst keandalan pemrosesan dan fife data serts memerintahlan
teratur dan berkelanjutan untuk penyusunan Direktur Gizl dan KA untul melakuksen verifidasi dan
perencanaan dan perumusan kebijakan gizi velidasi secara berkala stas hasil analisis data pada

untuk mendukung PES. aplikasi/modul e-PPGBM, serta mengidentifikasi

/ kelemahan dan kebutuhan menu pelaporan pada
aplikaszi/modul e-PPGEM secars lenghkap untuk menjamin
tersedianya data rutin yang berkualitas, Jf‘




Program Percepaten Penurunan Stunting {PP5) belum diduking
dengzn regulast yang memadai. Berdasarken Parpres Nomor 72
hun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting meanun jui
BEKEN z=bags k=tua pelgk=anz PPE yang memiltiks peran penting
dan stratsgiz dslam mengoordinasiksn permepatan PRS di indonesis
Namun demikizn. berdzsarkan hast| pemenkszan masib terdspst
o=berspa reguias yang belum diztur pelsksanaannys secere
memadal, di snteramya r=eulasi tentang melEnizme pamyediaan
dats zzsa@n PPS. petunjuk pelak=anaan om PPE, dan mekanizms
pengadusn masyarakat d=n sistam tindak ianjutnys. Selain i,
Peraturan BKKBN Nomaor 21 Tahun 2021 tentang RAN PASTE belum
menjabark=n secarz lengkap indikstor S pilar dalam Strategl
Naszionai |Stranas] PPS.

L]
Rekomendasi

BPK teizh merskomendasikan

kepada Kepala BKKBN agar
memerintahkan Deput Adpin
untuk menetapkan regulas
mengenai mekanisme
penyediaan data sasaran PPS:
menerbitkan jukizk TPPS dan
menetaphan regulssi mengenai
mekanizme pengaduan
masyarakat beserta sistem ondak
lanjutnyal dan menerhitkan
petuniuk tEknis/ S0P
pelaksanaan kegiztan stas

Akibatnys, 1) penyediazn data s3saran PPS yang disusun oleh
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi [Adpin)
berpotensi tdak lengkap. skurat, valid dan mutakhing 2) Tim PPS
tidak dapat menjzlznkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan
integrasi program PP5 dengan optimal; 3) tindak lanjut atas
pengaduan masyarakat tidsk dapat terlayani dengan baike dan 4] indilator yang belum jelas tekniz
capaian stas kegiatan pada 5 pilar Stranas PPS, progres penurunan pelaksanaannys.

stunting pada kelompok sazaran, serta keberhasilan dan \_ Y.
kelemahan pencapaian tujuan Stranas PPS tidak dapst diketahul =

Y e

Maonitoring data rutin
Eiektronk Siap Niksh Sizp Hamil {Eksimil)
b=lum difsk=znakan secars memizda)
Aplikasi Elsimdl belum dapst manghazilkan
kuslitas dats rutin yang memadal
mentakup kelenghkapan dats; shuras
datz, ketepatan wakiy, dan konsistensi
dats. Berdasarkan konfirmasi terhadap 8
Chrganizasi Perangest Daerah Keluargs
Seremoznz (OF EIH.EI] dik=tahui bahw=
pamanfastan dats Elsimil untuk
meatakuken pemantausn survsdons
pendampingan alsh TFK masih sangst
rendan. Selain ity, 3 kemanterisn yang

]
Rekomendasi

BPK teizh merskomendasikan

ke=pads Kepala BEKBN agar
memerintahlkan Deputi Bidang
Adpin supays menginstruksikan
Direktur Teknofosi Informas: dan
Dats [Dirtekda) untuk melakukan
integrasi data dan sistem Elzimil
dengan Sistem Informas

'lllll‘llllllll_

tergabung datam TPPE, yaitu Kemanko
FIME, Kemenkes, dan ¥emeansos tdak
manggunaken ELSIVIL dalam upays PFL

Akibatrya, kegiztan surveilcns Elsimil
pada BEKBN tidsk menghasilkan data
rutin yang berkualitas untuk mendukung
pengambilan keputusan terkait dengan
pEnNanganan penurunan prevalensi

Keluarga (SIGA), merancang
mekanisme dan ketentuan

pemanfaatan aplikasi Eisimil, dan
menyediakan informasi dan
panduan yang lengkap terkait
penggunaan aplikasi Elsimil.




Aegulasi pengzwaszn pangan forttikasi belum sepenubnyz
mamadal Kewen pengawssan pangan fortfikasi oleh

(¥ota yang digtur dalam Pempres Nomaor 72
roepstan Penurunan Prevalensi Srunting

=n parsturan 4i stasnyE yang menyatakan
kEwWenangan pengawassn pangan fortfkasi berads & BPOM. S=iain
itue, Perpres Nomaor 72 Tehun 2021 belum mengstur tugzs dan BPH telah merekomendasikan

Tshun 2021 Rekomendasi

Bertemtangan

swanang BPOM sebagai /L pendukung dalsm kegistan kepads Kepala BROM agar

[re

meningatkan kosli rtifikasi pangan. mengusulkan kepada Bzppanas
supaya memperjelas tugas dan
Akibatmya pelaksanaan pengawasan pangan forofikasi berpotensi weiwenang BPOM sebagal K/L
menjadi kurang optimal; dan ristko tidak tercapainya target pendulungz pada Perpres Nomor
persentase pengasvasan produk pangan fortifikasi di tshun 2024 72 Tahun 2021 terkait dengan

sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021,

pengawasan pangan fortfikasi

Pelakzansan dan SvEluss peng3wasan pangen fornfkas pads
SR0M belum sepenuhmyE sesusi kstentuan. Pads peisksanaan
pengawasan pangan fortiftkas] terdapar permaszalanzn di antaranya:
t=rdapat peroedean antare terget dan realisas) Iokasi pengambiian

| ==mpsl pangan fortifikesi. terdapst pengambiian kesimpulan
zampling y=rg betum memiliki referensidz dimaonitoring
sarts pengembilen kEsimpuizn uji pangan fortitikssi belum sesual
pedoman samgiing. S=lain itw, svaluasi laporan pelaksanaan sampsl
p=ngan forohkas uga belum optimal dimana masih terdapat hasil

memenuhi syarst (TMS) namon beium ditindaklanjus serta
oelEksanaan tndzk lanjut atas hasil evelussi yeng fdak zesusi
gzngan pedoman tndask lanjut pengawasan pangan

Akibatnys, pengambiian kesimpulan uji pangan forofikasi
berpotensi belum mendukung prinsip keamanan pangan dan
penurunan prevelens stunitng, adanya risiko masyarshat tetap
mengensumsi bahan pangan fortifikasi yang telah diketa hui tndak
memenuhl standar muty pangan dan odak memilki ijin edar

f sesuai hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pemerikszan dan
ﬁ* pengujian pangan fortifikasi belum sepenuhnya tepat sasaran.

I Rekomendasi

EPK telah merekomendasikan kepads Kepala BPOM agar
menginstruksikan Deput Bidang Pengawasan Pangan Oishan supays
memerintahkan Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olghan
{Wasprod PO) uontuk memedomani pedoman sampling dan pengujisn
ohat dan makanan dalam pengambilan kesimpulan uji pangan

fortifikasi dan menindaklanjuti hasil pengavasan pangsn fortifikasi ‘
sesuai dengan pedoman Gndak lanfut pengawasan pangan.

ANl




Pemda belem sepenubmyz mengintsgrasian
k=hijaksn percepstan penurenan prevalenst stunting
e datam dokumen perencansan berupa Renoena
Permhangunan langks Menengzh Daerab (REIMD)
dan Sencans Kerja Femerintan Dasrah (REFD) i
=1 ufl petik pads 44 pemds; terdapat 40
{30.51 %) penda yang belum s=penuhmys
mengintegrasikan kebijskap percepatan penundnen
sumting daizm dokumsan perencanaan dssrah. Hsl
tersebut di antarenys terdapat pemda yang belum
n prevalensi stentng pada

osmeriEs

MEmuEt targst pEnuruns
REIMD dan REPDE, dan target pelgksanazan intanvens
SpeEsiik MaupLn 58 pada dokumen
gerancanaan pads pemds belum sspenubnys
=2lzras dengan target nasional pada RPN,

Akibatmya, perencanaan pemerintah dasmah untuk
percepatan penurunan prevalensi siunting
berpotensi tidak mendukung pencapsian mrget
naszional.

famds belum sspenuhnys malzsssnzkan
oencstatan dan pelsparen kegistan perospstan
penurunsn stuntimg meizlui sistem informasi
s=cara andal. Hasll pemarik=zan uji pebk peds
44 pemda menunukkan bahwe pencatetan dan
pelsporan kegistsn peroepEtEn pEnUrEnEn
orevalensi stunting melaiui sistem informzs]
=-Pancztztzn dan Pelsporen Gai Berbssis
Mizsy=rakat [=-POGEM), Sistermn informasi
Keluargs (S1GA), Blektronik Siap Nikzh dan
Hzmill {Elzimil], dan portal Aksi Bangds pads
sefuruyh pemds belum menghasilkan data yang
periuslitas {lz=ngkep, skurat, eonssten dan
t=pat wektu). Selsin ftu, dsta dan lzporan
kegiatan percepatan penurunan siuntng befum
sepenuhnye dimanfsatan untuk perencenaan
dsn penganggaran periode berikutmya dan
k=periuan monitoring dan evaluas!

Akibatnya, dats yang ersedia pada aplikasi
=-PPGEM, Eisimil, Siga/Mew Siga, dan Aksi
Bangda belum dapat dimanfaatkan sebagai
dasar pengambilan keputusan dalam
meisksanakan perencansan, penganggsran,
dan monitoring evaluasi kegiatan percepatan
penurunan prevalens swnting.

BPK t=lafh merskomendasikan kepada Hepalz
Diaerah sgar Kepaia Bappeda. dalam memyusun
Perubahan Rencana Pembangunan langks
Menengah Dsersh [P-RPIMD) tahun 2021-2026
dan RKPD terkait target penurunan prevalens
stunting supaya berpedoman padz RPINM dan
Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi,
dan Perencanzan TPPS Kabupaten/Kota supays
melakulan langkah-langlah proaksf untuk
mengoardinasikan. menyinkronisasikan, dan
memasnkan pelaksanazn kebijakan, program
dan kegiatan Percepatan Penurunan Stuntng
antar Perangkst Dzerah dan Pemerintah Dess,
terutama di lokasi intervensi prioritas lokus
stunting,

.

A
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Rekomendasi

BPK 1efah merekomendasikan
kepada Kepals Deerah sgar
Kepala Bappeda bersama
dengan Kepala Dinkss dan
Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluargs Berencana,
Pemberdaysan Perempuan dan

Perfindungan Anak untuk . et S—
mE!athaﬁﬁveﬁﬁhasi dan validasi 'ﬁg. 119-7 .
kelengkapan, keakuratan. . o
konsistensi dats yang diinput "
dalam Aplikasi e-FPGEM, SIGA, ~

Elsimil dan Aksi Bangda zerta
memastkan ketepatan wakiu
penginpuiannya dan
berkoordinasi dengan Perangkat
Daergh terksit untuk
mengidentifikasi kesenjangan
dat= dalam Aplikasi Aksi Bangda
dan menyusun rencana tindak
[anjutnya.

&




Hasil pemeriksaan kinerjz atas upays pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting
mengungkapkan 341 temusn yeng memuat 457 permasaianan. Permasalahan terssbut terdirl atas
1 permasalanan ketidakpatuhan sebesar Ap34.92 juts dan 451 permasalzhan ketidskefektifan.

Daftar Chiek Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam
Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2022 dan 2023

1

Kement=rizan Kesehstan

Pemerintah Desrah

Femprow Risu

2 BEKBN

15 Pemksh lamber

3_BPOM

31

Pemiab Mganjuk

(3]

Pemkzo Banggal Laut

7. Pemksb lembrans

- Pamiab Ngawi

Lid

Pemizh Banjarmegars

18 Pemisblensgonts

. Pamial Pandegizng

Famksb Barito Kusls

1% Pemish Kayong Usa

Pamiab Peszwaran

Pemizo Blors

Z{ Pemkab Kotsbsru

- Pamiab Potews’ Mandar

B. Pemiab Bolazng Mangondow 52ist=n 21. Pemizb Kupang 35 Pemicls Bodam Hudu

7. Pemkab Balazng Mangondiow Timar 11 Pembsh Kutsi Kartsnegars I7. Pemiab Rots Ndao

g8 Pemk=o Bombana 23 Pamikab Lamongsn 38 Pamiab Sigi

3. Pemiab duton 24. Pemib=sb Landzk 33 Pemials Simalungun

10. Pemkab Buton Saigtan 1% Pemibsb Mamasz 44, Pemiab Sumbs Barst I=ya
1L P.!:n-k.—;-:l Butomn Tengsh 25--:'—?";5 hlarmugu d2 ?amiélbas_a;rnur

12. Pemizb Demak 27. Pemizb Manggarsi 42 Pemimt Bima

13. Pemkab Dompu I8 Pemiab Maros 43, Femimot Subuluzzalam

12, Pemi=p Donggals 2% Pamkac Msaw 45 Pemiot Sungs Penub

Pamizb indragin Hilir

S,

30. Pamkan Nstunz




Pelayanan Pemeriksaan. Pengujian, dan Pemeliharaan Kesehalan

PEMERIKSAAMN  kinerjs atas efektivitas pelayanan pemeriksaan,
pengujian dan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan pada Badan Layanan
Umum (BLL) Balai Kesehatan Penerbangan (Hatpen) Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya tahun 2022 s.d.
semester | tahun 2023,

Pemeriksaan pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan
kesehatan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Prioritas (PE)
2 - akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya Kegiatan Prioritas
(KP] 5 - pengusatan sistem kesehatan nasionzl. Selain itu, pemeriksaan
ini dilakukan sebagdi upaya BPK dalam mendorong pemerintah dalam
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPE), yaiftu fujuan ke-3
terutama target ke-3.7 mencapal cakupan kesehatan universal, termasuk

Ry 1 perfindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan

kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-
Wf L ohbatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan
terjangkau bagi semua orang.

BLU Balai Hatpen telah melakukan upaya dalam melaksanakan
pengujian pemeriksaan kesshatan personel penerbangan, di antaranya
telahmeresmikanunitinstalasi farmasi, dansaatinisedangmempersiapkan
dirl untuk melakukan pengembangan usaha, yaitu menambah fasilitas
pelayanan kiinik spesialis di antaranya klinik gigi, klinik jantung, klinik
fisioterapi, klinik syaraf, dan klinik kecantikan.

Hasll pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya terwujudnya pelayanan
pemeriksaan, pengujian, dan pemelinaraan kesehatan, seria pengujian
fingkungan kerja personel penerbangan sesuai keteniuan penerbangan
internasional berjalan kurang efektif. Beberapa permasalahan yang perlu
mendapat perbaikan, antara lain:

e Siandar pelayanan minimal, standar operasional prosedur [(SOP),
peraturan tentang fanf layanan, serta pembentukan peraturan
perundang-undangan belum diselenggarakan dengan tertib dan belum
sesual dengan kondisi saat ini. DI antaranya BLU Balal Hatpen masih
menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 145 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan pada Balal Hatpen yang sudah tdak relevan
lagi sebagai dasar pengenaan tarif karena sudah terbit peraturan tarif
baru yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menter Keuangan
(PME]) Nomor 58/PME.05 2018 tentang tarif BLU Balai Hatpen. BLU
Balai Hatpen juga belum melakukan penilaian kebutuhan SOP sesual
dinamika organisasi yang menuntut pengembangan SOP. Selain itu,

m BAR 1 Hasil Poesr fheasn Pamaringh Prcat THPS [ Tahun 2027 enmmm—



peraturan perundang-undangan yang diterapkan belum sepenuhnya
berpedoman pada UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubshan
Kedua atas UU Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Akibatnya, pegawai BLU Balai Hatpen tidak
memiliki panduan atau pedoman yang memadai dalam memberikan
pelayanan yang maksimal.

e Pemenuhan kebutuhan dan kempetensi sumber daya manusia (S0M)
belum memadai untuk memberikan pelayanan pemeriksaan, pengujian
dan pemeliharaan kesehatan personil penerbangan. Di antaranya,
pamenunan SDM belum memadai berdasarkan Keputusan hMenteri
Perhubungan Nomor KM 155 Tahun 2019 ientang Peta labatan dan
Analisis Beban Kerja [ABK) Balal Hstpen dan pemenuhan tenaga
medis belum memadai berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Momaor PM 145 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai
Kesehatan Penerbangan. Selain itu, standar kompetensi Aparatur Sipil
Megara [ASN) pada BLU Balal Hatpen belum sesual Peraturan Kapala
BLU Balai Hatpen Nomor 06/HATPEN-2019 dan Peraturan Menten
Perhubungan Nomior PM 103 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
lenderal Perhubungan Udara Kemenhub. Hal tersebut mengakibatkan
jumlah 5DM yang ada belum didukung dengan perhitungan yang
felas, pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tidak didukung dengan
kompetensi pegawal sesual yang dipersyaratkan, dan dengan tidak
terpenuhinya siandar kompeiensi jabatan Kepala BLU Baial Hatpen
barpotensi adanya pengambilan keputusan yang kurang tepat.

® BLU Balal Hatpen belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan mental
terhadap personel penerbangan secara memadal, Hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa pelayanan pemeriksaan kesshatan mental yang
dilakukan BLU Balai Hatpen selama ini belum cukup uniuk mendeteksi
apakah personel penerbangan secara mental layak untuk terbang.
Akibatnya, adanya risiko kesalahan dalam menyimpulkan kesehatan
perscnel penerbangan, risiko berkurangnys kepercayaan publik atas
hasil pengujian/pemeriksaan yang dilakukan oleh BLU Balai Hatpen.

BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan
Kepala BLU Balai Hatpen untuk;

o Melakukan koordinasi lebih intensif dengan masing-masing pihak
terkait dalam rangka percepatan penyelesaian wsulan perubahan
berbagal regulasi yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini,
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o Merumuskan kembali perhitungan pemenuhan jumiah SDM serta
pemenuhan standar kompetensi ASN yang disesuaikan dengan
regulasi yang relevan dan dapat dijadikan acuan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

o Nenyusun S0P pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mental bagi
personel  penerbangan  agar diperoleh  keseragaman  prossdur
pengujian sesuail dengan peraturan yang berlaku dan membuat kajian
sejauh mana pengujian kesehatan mental harus dilakukan.

Hasil pemeriksaan  kinerja efeldvitas pelayanan  pemeriksaan,
pengujian, dan pemefiharaan kesehatan mengungkapkan 7 temuan yang
memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pesaniren

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan  bantuan
operasional sekolah pesantren TA 2022 s.d. 2023 (semesiar |) danbantuan
inkubasi bisnis pesantren TA 2021 s.d. 2023 (semester |} dilaksanakan
pada Kementerian Agama (Kemenag) dan instansi terkait lainnys.

Pemariksaan ini dilakukan untuk mendukunz PN 3 - pembangunan
sumber daya manusia, PP 4 - pernerataan layanan pendidikan berkusalitas,
khususnya KP 1 - peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
Pemeriksaan ini juga dilakukan uniuk mendorong pencapaian TPE, yaitu
tujuan ke-4 terutama target 4.1 yaitu menjamin bahwa semua anak

A perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar

[Eaiatiiile

Ml dah menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas,
|.l“ yang mengarah pada capaian pembelzjaran yang relevan dan
i efaktif.

Kemanag telah melakukan upaya-upaya dalam pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) pesantren dan bantuan inkubasi bisnis
pesantren, di antaranya;

o Menetapkan juknis BOS Pesantren dan Bantuan Inkubasi Bisnis
Pesantren untuk setiap tahun anggaran.

o Menganggarkan dan mengalokasikan BOS Pesantren melalul basis data
Education Monagement Information System (EMIS].

Hasil pemeariksaan menyimpulkan apabila permasalahan berikut tidak
segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan BOS
Pesantren dan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren, di antaranya:
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e Kemenag belum sepenunnya cpiimal dalam menetapkan pesantren
penerima dan besaran dana BOS, di antaranya santri dengan nomor
induk siswa nasional (NISN) valid tidak ditetapkan sebagai penerima
BOS Pesantren, belum seluruh pesantren penerima BOS memiliki izin
operasional, dan jumlah santri penerima BOS bearbeda antara surat
keputusan dan EMIS. Akibatnya, potensi terhambatnya operasional
kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan yang menerima BOS
Pesantren dari yang seharusnya dan BOS Pesantren yang disalurkan
berpotensi fidak tepat sasaran.

e Pesantren penerima bantuan belum menggunakan  dan
menatausahakan BOS Pesantren secara memadal, di antaranya
penggunaan dana BOS  belum sesual dengan  komponen
pembiayaan yang diatur dalam juknis dan belum seluruh Pesantren
menatausahakan dana BOS. Akibatnya, tujuan pemberian dana BOS
Pesantren dalam membiayai operasional nonpersonalia pesantren
belum optimal.

e Perencanaan bantuan inkubasi bisnis pesantren belum sepenuhnya
optmal, di antaranya indikator kinerja belum dilengkapl dengan
volume target capafan, peraturan pengelolaan belum lengkap dan
selaras, seria sistem informasi belum mencakup seluruh tahap.
Akibatnya, capaian kinerja bantuan inkubasi bisnis pesantren
belum sepenuhnya dapat terukur dan dibandingkan sefiap tahun
pelsksanaannya, dan pengelolaan bantuan inkubasi bisnis pesantren
yvang meliputi penetapan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi tidak terstandar
dan kurang efektif.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar:

o Nenyediakan dotobose |jin Operasicnal (ljop) per jenjang satuan
pendidikan pada Pendidikan Keselaraan di Pondok Pesantren Salafiah
(PKPPS) dan mellbatkan pengelola BOS Pesantren dari unsur dasrah
dalam melakukan verifikasl dan wvalidasi calon penerima dana BOS
Pesantren.

o Melakukan pengujian dokumen pertanggungjawaban dan pembukuan
penggunaan dana BOS Pesantren secara optimal.
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e Nemutakhirkan dokumen perencanaan dan peraturan pengeiolaan
bantuan inkubasi bisnis pesaniran, menyediakan data dukung yang
valld untuk proses penganggaran, menyediskan sistem informasi yang
andal untuk pengelolaan bantuan inkubasi bisniz pesantren, serta
melaksanakan seleksi dan verifikasi penerima bantuan inkubasi bisnis
pesantren secara cermat.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekiivitas pengelolaan BOS Pasaniren
dan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren mengungkapkan 11 temuan yang
memuat 14 permasalahan ketidakefektifan,

Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengeloiaan pendidikan profesi
guru (PPG) dilaksanakan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek] dan instansi iferkait lainnya
tahun 2021 s.d. 2023 di Jakarta dan daerah.

Pemeriksaan pengelolaan pendidikan profesi guru dilakukan untuk
mengawal pelaksanaan PP - 4 yaitu pemerataan layanan pendidikan
berkualitas, khususnya KP 3 - pengelolaan dan penempatan pendidik dan
tenaga kependidikan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya
BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-2

— terutama target ke - 4.9 meningkatkan pasokan guru yang

HERRLAL LG

Wl Derkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam
|!'| I pelatihan guru di negara berkembang, terutama negars
= kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Pemerintah telah melskukan upays untuk peningkatan pengelolaan
Program PPG, antara lain:

e Membentuk direktorat yang khusus menangani PPG sefingkat
eselon 2 pads Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK} sesuai
Permendikbudristek Momor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kelola Kemendikbudristek.

e Pada tshun 2022 dan 2023 Direktorat PPG sudah melaksanakan
kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penjaminan mutu
program PPG.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang
memengaruhi upaya pemerintah dalam pengelolaan Program Pendidikan
Profesi Guru tahun 2021 sid. 2023 dalam rangka menghasilkan guru
sehagal pendidik profesional sesuai kebutuhan nasional, antara lain:
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o Kemendikbudrisiek dalam merencanakan PPG belum didukung
kebijakan yang komprehensif, koerdinasi yang efekiif, dan data yang
andal. Akibatnya, amanat Undang-Undang MNomor 14 Tshun 2005
agar seluruh guru tersertifikasl tidak dapat direalisasikan dalam
rentang waktu yang jelas dan calon peserta PPG yang belum memenuhi
persyaratan karena data yang ndak wvalid, ©idak dapat mengikut
tahapan selanjutnya.

¢ Kemendikbudristek belum efekdf dalam upaya plotiing Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk Giap calon peseria PPG.
akibatnya, terdapat potensi kesalahan plotiing kandidat PPG yang
dipanggil untuk melanjutkan ke tahapan konfirmasi kesediaan dan
wakiu penerimaan peseria PPG melebihi jadwal yang ditentukan.

¢ Kemendikbudristek belum sepenuhnya efekiif dalam mengatur
serfa menetapkan perangkat uji kompetensi berdasarkan standar
kompetensi guru untuk mendukung tujuan program PPG. Kondisi
tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian  penilaian/pengukuran
kompetensl gurw dengan karakteristik guru/peserta ujian yang
diharapkan dan poiensi tidak tercapainya penyelasaian serfifikasi
seluruh guru sebagaimana amanat Undang-Undang,

BPK telah merexomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi |Mendikbudristek) antara lain :

e Nenyusun kebijakan terkail percepatan penuntasan sertifikasi guru
dalam jabatan dengan batas wakiu penyelesaian yang jelas dan
menetapkan mekanisme wvalidasi awal atas data pokok pendidikan
(DAPODIK) terkait data guru sebagal dasar perencanaan PPG Dalam
Jabatan sebelum proses seleksi,

¢ Menginstruksikan Direkiorat Jenderal Guru dan Teniaga Kependidikan
menyelenggarakan sistem yang dapat menjamin pelaksanaan tahapan-
tahapan dalam seleksi terdokumentasi secara memadal, sehingga
memungkinkan adanya evaluasl berdasarkan data dan pelaksanaan
prosedur kerja yang valid.

¢ NMenyusun kebijakan syarat kepemilikan sertifikat pendidik yang lebih
memperhatikan karakteristik guru untuk dapat segera menuntaskan
sertifikasi guru.

Hasil pemeriksaan kinerjs efekiivitas atas pengelolzan  profesi
gury mengungkapkan 11 temuan yang memuat 13 permasalghan
ketidakefektitan.
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Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

PEMERIKSAAN kinerja atas efekiivitas penanganan dan penyslesaian
kasus pertanahan TA 2022 s.d. semester | tahun 2023 dilaksanakan
pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Kementerian ATR/EPN) di DKI lakarta, Jawa Barat, lawa Tengah, Jawa
Timur, dan Sulawesi Utara.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 6 —
pengentasan kemiskinan, dan KP 3 — reformasi agraria. Selain ity
pemeriksaan Ini dilakukan sebagal upaya BPK mendorong
pemerintah dalam mencapai TPB tujuan ke-16 terutama target
ke-16.5 mengembangkan lembaga yang efekdif, akuntabel,
dan transparan di semua tingkat.

Dalam rangka melaksanzkan penanganan dan penyslesaian kasus
pertanahan, Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagal upaya
untuk meningkatkan efekiivitas kegiatan, antara lain:

o Memberikan kepastian hukum dan periindungan hukum hak atas
tanah melalui pendaftaran tanah dan penanganan kasus pertanahan,
termasuk pencegahan timizulnya kasus baru,

e Pendaftaran tanah dihasitkan dari kegiatan teknis, yuridis dan
administratif atas dats yuridis (bukti penguasaan atau kepemilikan
tanah), serta data fisik, yaitu data yang menunjukkan kepastian objek
yang dihasilkan oleh kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang
tanah. Sedangkan penanganan kasus pertanahan dilakukan melalul
penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Hasll pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan
yang apabila tdak segers diatasi, maka dapat memengaruhi efelkdivitas
penanganan dan penyelesalan kasus pertanahan. Permasalahan tersebut
antara lain:

® Pencegahan kasus pertanahan belum didukung dengan aturan dan/
atau kebijakan yang memadai. Terdapat perbedaan fungsi penanganan
pencegahan sengketa, konflik, dan perkara pada organisasi dan tats
kerja (OTK) Kementerian ATR/BPN antara Ditjen Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan (PSKP), Direktorat Pencegahandan Penanganan
Konfitk Parianahan, dan Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan
Kelembagaan. Sefain itu, tidak ierdapat fungsl pencegshan kasus
pertanahan pada OTK Kantor Wilayah dan Kanior Pertanahan. Sebagai
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contoh, Ditjen PSKP dijelaskan memiliki fungsi untuk pencegahan
sengketa dan konfliy, mamun d&i pasal selanjutnya dijelaskan bahwa
Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan hanya
melakukan pencegahan terhadap konflik saja. Selain itu, pasal
berikutnya juza menjelaskan bahwa Subdirelktorat Pencegahan dan
Hubungan Kelembagasn mempunyai tugas melaksanakan pencegahan
sengketa, konflik dan perkars perianahan. Akibatnya, pencegahan
kasus sengketa, konfllk, dan perkara pertanahan berpotensi tidak
dilaksznakan.

e Ditjen PSKP belum meigkukan penyelarasan kebijakan penanganan
dan penyelesaian sengksta dan konfilk s2cara memadsl. Terdapat
perbedaan tipologi kasus pertanshan {jenis permasalahan sengkets,
konflik, dan/atau perkara pertanahan) antara yang ditetapkan dalam
juknis, panduan pelaksanaananggaran, dan aplikasi Justisia. Akibatnya,
akar permasalahan sengketa dan konflik pertanahan tidak dapat
terpatakan dengan baik.

o Difjen PSKP belum menyelaraskan kehijakan penanganan perkara
pertanahan secara memadai., Permasalahan tersebut di antaranya
terdapat ketidakkeselarasan peraturan terkait pembukuan perkara
pertanahan ke buku tanah antara PP Nomor 24 Tahun 1957, PP Momor
18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Kepaia BPN Nomor 21 Tahun 2020.
fkibatnya, perkara terkaii penguasaan, penggunaan, pemanfaatan,
dan pemeliharaan tanah fidak dicatat pada puku tanah dan dalam
daftar umum lalnnya.

BPK telah merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPM  untuk
memeriniahkan Dirjen PSKP agar:

e Nenyelesaikan rancangan Permen ATR/Kepala BPN  tentang
pencegahan kasus pertanahan.

o Menyusun kebijakan penanganan perkara pertanahan yang selaras
dengan peraturan terkait penanganan perkara pertanahan,

* NMenyelesaikan revisi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020
tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Hasil pemeriksazan kinerja atasefekiivitas pananganandan panyelesaian
kasus pertanahan mengungkapkan 16 temuan dan 16 permasalahan
ketidakefektifan.
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Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional Terhadap
Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas implementasi Desain Besar
Olahraga Masiona! (DBON) terhadap peningkatan prestasi olahraga
nasional fahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwufan 1) dilaksanakan pada
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta instansi lain terkait
di Provinsi DKI lakarta, Sumatera Utara, lawa Tengah dan Nusa Tenggara
Barat.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PN 3 -
pembangunan sumberdaya manusia, PP 7 - peningkatan produktivitas
dan daya saing khususnya KP 4 - prestasi olahraga. Selain itu, pemeriksaan
ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendaorong pemerintah dalam

— mencapal TPB, yaitu tujuan ke-3 terutama target ke-3.4 pada

(R tehun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian

A ,f'* dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan

pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan
kesejahtzraan.

Kemenpora telah melakukan upaya dalam rangka implementasi DEON
terhadap peningkatan prestasi clahraga nasional, antara lain:

e Nenetapkan Peta lalan DBON Periode Tahun 2021-2024, dan Pola
Pembinaan Olahragawan langka Panjang Tahun 2023,

e Memfasilitasl pelaksanaan  keikutsertaan  Indonesiza  di pekan
clahraza internasional dan kejuaraan internasional, serta pembinaan
olahragawan muda pada sekoiah khusus olahragawan (SKOQ)/Pusat
Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi dan SKO Cibubur.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasatahan
terkait dengan penguatan regulasi dan pendanaan DBON, tata kelola
kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga seria penataan
sistem pembinaan clahraza yvang apabila Gdak segera diatasi, maka dapat
memengaruhi efekiivitas implementasi DBON, antara laim:

o Regulasi dalam implementasi DBON belum lengkap yaitu produk
hukum yang menjadi landasan dalam melaksanakan DBEON belum
seluruhnya tersedia dan pemda belum menyusun dan menetapkan
Diesain Olahraga Daerah. Hal iersebut mengakibatkan wvisi, misi
kebijakan keclakragaan dan rancana sasaran seria target daerah dalam
Implementasi DEON tidak dapat dijabarkan dan dilaksanakan.
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e Pelatihan tenaga keolahragaan belum  memperhatikan syarat
kompelensi seria pengeloizan tenaga fungsional dan nonfungsional
keolahragaan belum  memadai, Permasalzhannys  antara  lain:
1) ketersedizan tensga keolahragaan bersertifivat daerah dan
pelaksanaan kontrak pelatih/tenaga ahli asinz kefas dunia belum
termonitor dengan Daik, 2] ketersediaan tenaga keolahragaan seria
pelatin cabang olahraga bersertifikat nasional dan internasional belum
sepenuhnya tercapal, 3) penempatan jabatan fungsional keolahragaan
belum sesual tugas, tangoungjawab dan wewenangnya, dan 4]
penempatan tenaga keclahragaan nonfungsional belum bardasarkan
kebutuhan formasi jabatan sesual peta Jabatan. Akibatnya, dukungan
tenaga keolahragaan dalam pembinaan prestasi olahraga nasional
belum tercapai secara maksimal.

® Pembinaan olahragawan muda pada sentra latihan olshragawan muda
poiensial nasional (SLOMPN) belum didukung dengan perencanaan
dan pelaksanaan yang memadal. Permasalahannya antara lain: 1) tidak
terdapat penstapan kucta olahragawan dalam pelaksanaan seleksi
untuk masing-masing cabang olahraga; 2) pembinaan olahragawan
SLOMPN belum direncanakan sesual konsep Long Term Athlete
Develogpment |LTAD), seria 3) pemenuhan prasarana sarana olahraga,
fasilitas sport science, dan fasilitas kesehatan belum memadai.
Akibatnya, 1) target jumlah olahragawan SLOMPN yang dibina sesuai
peta jalan fidak terpenuhi, 2) pelaksanaan pembinaan olahragawan
SLOMPN Tidak optimal, dan 3) prasarana dan sarana olahraga, fasilitas
sport science, dan fasilitas kesehatan belum sepenuhnya mendukung
dan belum sesual kebutuhan maupun standar Internasional,

BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

o Menginstruksikan Sekretaris Kemenpora untuk lebih optimal dalam
penyusunan produk hukum dan N5PK serta memperhatikan indikator
dan target capalan presiasi.

o Menginstruksikan Depufi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk:

b Menyusun Perjanjian Kinarja Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan dengan mengacu Target Peta lalan DBON 2021-2024,

» Meningkatkan kualitas Pelatihan/Sertifikasi Tenaga Keolahragaan
untuk mencapal target tenaga keclahragaan yang ditetapkan.
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b Menetapkan Peta labatan di lingkungan Kemenpgra yang
mengakomaodir formasi dan lokasi penempatan lakatan Fungsional
Tenaga Keolahragaan dan labatan MNon Fungsional Tenaga
Keolahragaan.

o Menginstruksikan Deputi Bidang Peningikatan Prestasi Olahraga untuk:

b Mengkaji kembali penetapan jumiah target pada peta jalan agar
lebih realistis khususnya untuk indikator pengembangan bakat
olahragawan talenta muda nasional SLOMPN untuk menjadi acuan
dalam penyusunan perjanjian kinerja.

b Berkoordinasi dengan pengeiola SLOMPN agar mengoptimalkan
prasarana dan sarana clahraga, fasilitas sport science maupun
fasilitas kesehatan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas implementiasi DBON terhadap
peningkatan prestasl olahraga nasional mengungkapkan 12 temuan yang
memuat 15 permasalahan ketidakefektfan.

Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Olomotil

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelatihan tenaga kerja bidang
otomotf dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing tahun 2012 s.d. 2022 dilaksanakan pada Balai Besar
Pelatihan Vokasi ‘dan Produldivitas (BBPVP) Bandung Kementerian
Ketenagakerjaan dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 7 -
produkibivitas dan daya saing, terutama KP ke-1 yaitu pendidikan dan
pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, Selain ftu, pemeriksaan
dilakukan sebagal upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapal

— TPB ke-4 ferutama target 4.4 yailu meningkatkan secara

BRI <icnifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki
keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik
dan ksjuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan
kewirausahaan.

BEPVE ielah melakukan upaya dalam meningkatkan sfekbivitas
peiatihan tenaga kerja bidang otomotif dalam rangka peningkatan sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, di antaranya penguji
kompetensi (asesor) yang ditugaskan dalam Uji Kompetensi (LK) adalah
instruktur kompeten,; dan Peserta Program On the Job Troining (OIT)
adalah yang telah dinyatakan lulus/selesai dalam pelatthan OIT.
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Hasil pemerikssan menyimpulkan bahws apabila permasalahan
pada aspek persiapan, pelaksanaan, monitaring dan evaluasi Pelatihan
Berbasis Kompetensi [PBK] tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi
sfekiivitas pelatihan tenaga kerja bidang otomotif pada BEPVP Bandung
dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing. Permasalahan tersebut antara laim:

o BEPVYP Bandung belum mengidentifikasi kebutuhan pelatihan secara
memadai, yaitu Training Need Analysis (TNA) tidak selalu dijadikan
dasar dalam perencanaan paket program yang dibuat selama periode
tahun 2018 s.d. 2022, Selain itu, BBPVP Bandung bslum mempunyai
metode dalam mengidentifikasi paket pelatthan yang harus
direncanakan sesuai dengan kebutuhan industr baik secara daerah
maupurn secara nasional. Akibatnya, potensi program pelatihan kerja
yvang bersifat unggulan kejuruan BBPVP Bandung belum terlaksana
sesual kebutuhan dan integrasi kegiatan pelatihan dalam Tungsi link
ond match sesuai kebutuhan industri maupun wirausaha belum
tercapat.

¢ BBEPVP Bandung belum melaksanakan evaluasi penyelenggaraan
PBE secara memadal, yaitu pelaksanaan evaluasi pelathan tidak
mempertimbangkan hasit monitoring pada laporan pelaksanaan
pelatihan, dan hasil ewvaluasi penyelenggaraan pelatihan tdak
dijadikan pertimbangan dalam proses perencanaan  pelatihan
untuk periode berikutnya. Akibatnya, BBPVP Bandung tidak dapat
mendeteksi kelemahan dan/atau permasalzhan yang terjadi selama
penyelenggaraan pelatihan mulai dari rekrutmen sampal dengan
pelgtihan selesal.

BPE mereskomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk
menginstruksikan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produkiivitas
(Binalavotas) agan

o Mengkajl dan menyusun rencana program PBK yang mengakomodasi
balai besar sebagai pusat pengembangan dalam pelaksansan pelathan
kejuruan unggulan dan kebutuhan dunia industrl, serta menyusun
peraturan terkait metode analisis penyusunan dan penetapan program
PBK yang sistematis.

e Nembuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instrumen yang
mengatur secara rinci dan memadai terkait proses evaluasi pelatihan
penyelenggaraan PBE di BEPVP Bandung dan Unit Pelaksana Teknis
Pusat (UPTDH) Binaan.
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Hasil pemeriksaan kinerja atas efekbiviias pelatthan tenaga kerja
bidang otomotif dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang
berkusalitas dan berdaya =aing mengungkapkan 8 temuan yang memuat 9
permasalahan ketidakefektfan.

Pengelolaan Akademis dan Perkuliahan Politeknik STIA LAN

PEMERIKSAAN kinerja atas efekiivitas pengelolaan akademis dan
perkuliahan Politeknik STIA LAN tahun 2022 s.d. triwulan 1l tshun 2023
dilaksanakan pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Instansi lain
terkait di DK| lakarta, lawa Barat, dan Sulawesi Sefatan,

Pemeriksaan pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STiA
LAN dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 7 - produktivitas dan daya
saing, khususnya KP 2 - penguatan pendidikan tinggi berkualitas. Selain
itu, pemeriksaan ini difakukan sebagail upays BPK mendorong pemerintah

T dalam mencapail TPB, yaitu tujuan ke-4 terutama target ke-4.3

Ml 2itu menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan
Iaki-lakl, terhadap pendidikan teknlik, kejuruan dan pendidikan
finggi termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas,

|

Politelnik STIA LAN telah melakukan upaya untuk meningkatkan
efektivitas keglatan akademis dan perkulizhan di antaranya pada Politeknik
STIA LAN lakarta, Politeknik STIA LAN Bandung, dan Paoliteknik STIA LAN

Makassar telah memenuhi standar kecukupan dosen dalam hal:

o Jlumlah dosen tetap pada setiap program studi yaitu paling sedikit 5
orang.

o lumlah dosen tetap dengan jabatan akademik guru besar, lektor
kepala, dan lektor yaitu minimal 70% terhadap keseluruhan dosan.

e Rasio dosen mahasiswa pads sefiap prodi yaitu paling tinggi 1 : 60.
e Dosen bekeria penub wakiu sefama 37,5 jam per minggu,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih  ditemukan
kelemahan-kelemahan yang yangz apabila fidak segera distasi, maka
dapat memengaruhi efekbvitas pengelolaan akademis dan perkuliahan
Politeknik STIA LAN. Kelemahan tersebut antara fain:

o Kebijakan pengelolaan akademis dan perkuliahan belum sepenuhnya
remadai, antara lain adanya kebijakan Sistem Penjaminan Mutu
Internal {SPMI) yang Belum sepenuhnys mengacu pada Standar
Masional Pendidikan Tinggi {SN Dikt). Berdasarkan pemeriksaan pada
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Politeknik 5TiA LAK dan Pusat Pepjaminan Mutu (P2MN] diketahui
bahwa masih terdapat standar yang tidak memenuhi SN Dikti seperti
Standar Kompetensi Lulusan Politeknik, Standar Proses Pembelajaran
Politeknik, Standar |si Pembelajaran Politeknik dan Standar Penilaian
Pembelajaran. Akibatnya, pelaksanaan dan penilaian 3 standar SEMI
sulit diukur atas ketidakjelasan uraian standar tersebut sesuai SN Dikt,

o Proses pembelajaran belum sepenubiya berjalan sesual ketentuan
dan mendukung tercipianya lulusan yang berkompeten. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya permasaishan kurikulum Politeknik
STIA LAN belum sepenuhnya mengacu pada SN Dikt, isi Rencana
Pembelajaran Semester (RPS} belum sepenuhnya sesuai Panduan
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan komposisi pembelajaran
teori 30-40% dan praktik 60-70% tidak terukur atau belum terpenuhi.
fkibatnya, dosen tidak memiliki acuan pembelajaran yang jelas dan
mahasiswa tidak mendapatkan pemahaman yang utuh dan optimal.

¢ Penjaminan muiu pengelolaan akademis dan perkulishan belum
sepenuhnya memadai, yaitu sebagian anggota Tim Audit Mutu Internal
(AMI) Politeknik STIA LAN balum mempunyal sertifikat kompetensi
audit mutu Internal dan SPMI, dan Tim Gugus Kendall Mutu (GEKM) pada
seluruh Politeknik STIA LAN belum sepenubnya melaksanakan tugas.
Akibatnya, penyelenggaraan pengelolaan askademik dan perkulizhan
belum optimal.

BPE merekomendasikan kepada Kepala LAN azar menginstruksikan
Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Politeknik STIA LAN Bandung, dan
Politeknik 5TIA LAN Makassar agan:

o Memerintahkan Tim Penyusunan Dokumen SPMI supaya komprehensif
dalam menyusun Standar Pendidikan yang berlaku di Politeknik 5TiA
LAN sesual SN Dikd.

o Memerintahkan Dosen menyusun RPS berpedoman dan mengacu
pada 5N Dikti dan dalam pelaksanaan pembelajaran mengacu pada
RPS:

e MWemerintahkan Tim Penjaminan Muty, Tim AMI, dan Tim GKI agar
melaksanakan tugas terkait penjaminan mutu secara cptimal sesuai
SOP dan SPMIL

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekiivitas pengelolaan akademis dan
perkulishan Politeknik STIA LAN mengungkapkan 8 temuan yang memuat
8 permasalahan ketidakefekiian.
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Pengualan Inirasirugiur

PADA semester || fshun 2023 BPK felah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja 2tas tema penguatan infrastrukiur. Pemeriksaan
dilaksanakan terhadap 4 obrik meliput hasil pemeriksaan atas: (1)
Pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis pehumpang: (2)
Perencanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan layanan angkutan
perkotaan; (3] Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertelongan; dan
{4} Pengelolaan penyiaran.

Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan Laut Periniis PEnumpang

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan jaringan trayek
angkutan laut perintis penumpang tahun 2022 dan semester ] tahun 2023
dilaksanakan pada Direktorat lenderal Perhubungan Laut Kemenhub dan
instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan pengelolaan Jaringan trayek angkutan laut perintis
penumpang dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - infrastrukiur
ekonomi, khususnya KP 3 - konekbvitas laut. Selain iy, pemeriksaan
ini-dilakukan sebagal upaya BPK dalam mendorong pemerintah dalam
mencapai TPE, yaitu tujuan ke-11 terutams target ke-11.2 menyadiakan
akses terhadap sistem transporiasi yang aman, terjangkau, mudah diakses
dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan
lalu lintas, terutama dengan memperluas Jangkauan
transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus
pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan,
perampuan, anak, penyandang difabilitas, dan orang tua.

Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub telah melakukan upaya di
antaranya menyaiengzarakan pelayaran perintis yang memiliki peran
besar terhadap pertumbuhan pergkonomian nasional, terutama dalam
peiayanan mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan-bahan pokok pada
daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbaiasan. Pada tahun 2023,
pelayaran perintis melayanl sebanyak 117 trayek, melalui 41 pelabuhan
pangkalan untuk melayani 480 pelabuhan singzah.

Hasll pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan jaringan
perintis anghkutan laut cukup efektif. Namun demikian, masih ditemukan
permasalahan dalam penzgelolaan jaringan trayek anghkutan laut perintis
penumpang, yaitu:
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e Pepetapan keputusan Direktur lenderal Perhubungan Laut (Dirjen
Hubia) tentang penempatan dan pengoperasian armada kapal perintis
tahun 2022 dan 2023 tidak berdasarkan kondisi kapal yang laik laut. Hal
inl miengakibatkan penumpang perintis pada sepuluh trayek dilayani
dengan menggunakan kapal barang dan tidak terlayaninya pelayaran
perintis dari operator PT Pelayanan Masional Indonesia (Peini) ketika
kapal utama tidak beroperasi.

# Penyusunan trayek perintis belum mempertimbanzgkan keterpaduan
sarana angkuian fransportasi laut lainnya. Hasil pemeriksaan atas
surat keputusan (SK) jaringan trayek perintis tahun 2022 dan 2023
termasuk data trayek kapal penumpang lainnya serta hasil wawancara
dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Unit
Penyelenggara Pelabuhan (UPP), serta pemda di beberapa provinsi
ujl petik diketahui adanya irisan antar rute kapal penumpang lainnya.
Akibatnya daerah terpencil, tertinggal, terluar;, dan perbatasan yang
lain berpotensi tdak dilayani oleh angkutan pelayaran perintis,

o Nonitoring dan evaluasi (money) trayek angkutan pelayaran perintis
pelum sepenuhnya memadal. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
(Ditlala) belum melakukan monev atas pelaksanaan trayek angkutan
laut perintis seperti realisasi operasional kapal, pengontrolan muatan
penumpang dan barang yang diangkut, dan jadwal pergerakan kapal.
Hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan angkutan pelayaran
perintis laut penumpang pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi trayek belurmn berjalan secara optimal.

BPK merekomendasikan kepada Menter Perhubungan sesusi dengan
kewenangannya untuk memerintahkan Dirjen Hubla agarn

e Nienetapkan SK Penempatan Kapal Perintis dan 3K laringan Trayek
berdasarkan kondisi kapal yang laik laut.

o Menyusun dan menetapkan jaringan trayek perintis dengan carmat
dan mempertimbangkan ruas jaringan trayek angkutan transportasi
laut lainnya.

¢ NMemerintahkan Direktur Lalu LUintas dan Angkutan Laut untuk
menjalankan evaluasi penyusunan trayek sesual dengan Standar
Cperasional Prosedur (SOP) wsulan dan penyusunan trayek seria
membuat S0P monev pada tahapan pelaksanaan kegiatan dengan
memanfaatkan sistem informasi yang ada,
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Hasil pemeriksaan atas efexkDviias pengelclaan jaringan trayek
angkutan laut perintis penumpang mengungkapkan sebanyak 16 temuan
yang memuat 21 permasalahan ketidakefektfan,

Perencanaan, Pengaluran dan Penyelenggaraan Layanan
Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan

PEMERIKSAAN kinerja atas perencanaan. pengaturan dan
penyelengzaraan layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian
layanan (Buy The Service/BTS) TA 2022 - Semester | 2023 dilaksanakan
pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya
di Provinsi DK| lakarta, Sumaiera Selatan, Sumatera Utara, lawa Barat,
lawa Tengah, dan Bali.

Pemeriksaan dilakukan sebagal upaya BPK dalam mendukung PP
3 - infrastruktur perkotaan, khususnya KP 1 - transportasi perkotaan,
Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendcrong pemerintah’ dalam
mencapal TPE ke-11, terutama target ke-11.2 menyediakan
gkses terhadap sistem transporiasi yang aman, terjangkau,
mudah digkses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan
keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperiuas
jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian
khusus pads kebutuhan merska yang berada dalam situasi rentan,
perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya pembinaan dalam
fungsi perencanaan, pengaturan, dan penyelengoaraan  layanan
angkutan perkataan dengan skema BTS berjalan kurang efeldif. Beberapa
permasalahan yang periu mendapat perhatian untuk perbaikan, antara
lain:

e |ndikator kinerja capaian kegiatan layanan angkutan perkotaan
dengan skema BTS pada Kemenhub belum ditetapkan secara
remadal, antara lain indikator kinerja yang secara spesifik mengukur
keberhasilan capafan oufcomie kegiatan BTS belum ditetapkan, dan
terdapat kefdakselarasan sasaran dengan indikator kinerja yang
ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Hal ini mengakibatkan
pengembangan atas kegialan tersebut menjadi tidak fokus dan tingkat
kinerja kegiatan sulit urtuk dinilai capaian kieberhasilannya terhadap
tujuan yang telah ditetapkan.
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e FKegiatan layanan angkutan perkctaan dengan skema BTS belum
didukung dengan pengaturan yang lengkap dan jelas, anfara lain
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 9 Tahun
2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Momor PM 2
Tahun 2022 bertentangan dengan peraturan di atasnya dan saling
bertentangan di antara pasal-pasalnya, serfa belum mengatur terkait
pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkoiaan. Hal ini
mengakibatkan mult interpratasi atas landasan yuridis pemberian
subsidi angkutan penumpang umum perkotaan dalam kegiatan
tersebu.

e Pensiapan trayek tertentu dalam  kegiatan layanan  angkutan
perkotaan dengan skema BTS belum didasarkan pada pedoman
pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut
ditunjukkan dengan belum adanya mekanisme penyusunan pedoman
pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingza
pedoman pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di
tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota belum dapat disusun.
Selain itu, penetapan trayek tertentu belum sesual dengan ketentuan
terkait penyelenggaraan angkuian orang. Hal ini mengakibatkan
pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk
mewbujudkan lalu lintas ‘dan angkutan jalan yang terpadu belum
dapat dilaksanakan, dan penyelenggaraan kegiatan layanan angkutan
perkotaan dengan skema BTS berpotensi tidak relevan dengan
kebutuhan masyarakat atas angkutan perkotaan, serta ndak didukung
dengan izin panyelenggaraan angkutan orang dalam trayek,

BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan, antara lain agar:

o NMemperbaiki keselarasan =asaran strategis dan arzh kebijgkan
kegiatan BTS yang ditetapkan dalam narasi renstra dengan indikator
kinerja kegiatan layanan angkutian perkotaan dengan skema BTS yang
ditetapkan dalam Lampiran Indikator Kinerja Renstra Kemenhulb.

o Melakukan revisi atas Permenhub Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang
Pemberian Subsidl Angkutan Penumpang Umum  Perkotaan
sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Momor PM 2 Tahun
2022, agar memuat ketentuan yang lengkap dan jelas serta selaras
dengan peraturan perundangan-undangan di atasnya.

o Nenetapkan Permenhub fentang Tata Cara Penyusunan Rencana
induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkuian lalan dan menyelesaikan
penyusunan Rencana Induk laringan Lalu Lintas dan Angkutan laian
Maslonal.
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e Menginstruksikan Direktur lenderal (Dirjen) Perhubunzan Darat dan
Kepala Badan Pengelola Transporiasi labodetabek beserta jajarzn
untuk: 1) Melakukan koordinasi terkait keselarasan indikator kinerja
kegiatan BTS yang akan ditetapkan dalam Renstra Eselon | dan
turunannya; 2} Menambahkan indikator kinerja capaian kegiatan
BTS yang mencakup indikater kinerja outcome sesuai dengan tujuan
kegiatan dan menyusun perhitungan indikator transporiasi perkotaan
yang lebih tepat.

e Nemerintahkan Dirjen Perhubungan Darat uniuk mendasarkan
penetapan trayek tertentu dalam kegiatan layanan angkutan perkotaan
dengan skema BTS pada Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.

Hasil pemeriksasn kinerja atas perencanaan, pengaturan, dan
penyelenggaran layanan sngkutan perkotaan dengan skema BTS pada
Kemenhub mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan
kefidakefeknfan.

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan

PEMERIKSAAN kinerja atas efekfivitas penyelenggaraan operasi
pencarian dan pertolongan dilaksanakan pada Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan (Basarnas) di DKI Jakarta, Sumateara Barat, lawa Tengah,
Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 sampal
dengan semester | tahun 2023.

Uraian secara terpering dapat dilihat pada Gambar 1.2,

Pengelolaan Penyiaran

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan  penyiaran  tahun
2021-semester | 2023 dilaksanakan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia (LPP BRI dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagal upaya BPK mendukung PP 5 -
transformasi digital, khususnya KP 2 - pemanfaatan infrastruktur teknclogi
informasi dan komunikasi. Pemeriksaan juga dilakukan
untuk mendorong pemerintah dalam mencapal TPB ke-16,
khususnya target 16.9 — menjamin akses publik terhadap
informiasl dan melindungi kebebasan mendasar, sesuaj
dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

LPE RRI telah melakukan upaya untuk meningkatkan efekifitas
kepigtan, yaitu dengan pengzunaan media multplatform  dalam
mendukung perluasan jangkauan siaran,
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Hasil pemeriksaan menyimpulkan, apabila permasalahan pads
perluasan jangkauan siaran, optimalisasi pendapatan, dan peningkatan
jumlah pendengar tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi
sfekiivitas pengelolaan penyiaran. Permasalahan tersebut, antara lain:

e Perangkat dan pergoperasian pemancar radio teresterial dan alat
pendukungnya belum mendukung pencapaian targset jangkavan siaran
secara opfimal, antara lain perangkat pemancar belum ditetapkan
sesual standar, SOP pemeliharaan perangkat belum lengkap dan belum
ditetapkan, seria sumber daya manusia yang bertanggung jawab
atas perangkat belum selurubnya kompeten. Akibatnya, pengadaan
pemancar berpotensi fidak sesual spesifikasi yang dibutuhkan,
perangkat pemancar rentan mengalami kerusakan, serta gangguan
vang terjadi pada perangkat pemancar dan alat pendukungnys tidak
dapat ditangan| secara cepat dan tepat.

e Perencanzan penetapgan farget Penerimaan Megars Bukan Pajak
{PNBE) belum mendukung optmalisasi PNBP, antara lain target yang
ditetapkan belum selaras dengan dokumen perencanaan dan belum
seluruh jenis potensi PNPB ditetapkan targetnya. Akibatnya, target
yvang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah dan potensi hilangnya
penerimaan dari jenis PNBP yang belum ditetapkan targetnya.

e Strategi promosi yang dilakukan oleh LPP RRI belum mendukung
peningkatan jumlah pendengar secara optimal, antara lain belum
terdapat perencanaan kegiatan promosi yang berfokus untuk
meningkatkan jumlah pendengar, hasil pengukuran keberhasilan
kegiatan promosi belum dimanfaatkan, serta evaluasi dan perbaikan
perkelanjutan atas event unggulan yang dapat mempromaosikan RRI
belum dilakukan. Akibatnya, jumlah pendengar LPP RRI mengalami
penurunan, peningkatan public owareness terhadap LPP RRI dari event
unggulan fidak tercapai, serta satker dan programa pricritas (pilof
oroject) belum sepenuhnya memenuhi target peringkat Nisisen yang
ditetapkan.

BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP RRI, antara lain untuk:

e Menetapkan: 1) Standar spesifikasi perangkat pemancar, 2) Pedoman
lengkap pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian perangkat
pemancar, serta alat pendukungnya, dan 3) Tim kerja yang bertugas
menangani permasalahan pemancar di lingkungan RRI dan mentransfer
ilmu kepada para ieknisi pemancar lainnya uniuk mengatasi
reterbatasan jumiah teknisi,
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GAMBAR 1.2
PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN

DAN PERTOLONGAN PADA BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

Pemeriksazn kinerjia atas efekiivitas penyelenggaraan operasi pencarian .dan pertolongzn
dilzksanzkan pada Basarnas di DKi Iakarta, Sumaters Barat. lawa Tengah, Kalimantan Timur, dan
Sulawesj Utara tahun anggaren 2022 sampal dengan semester | tahun 2023,

Pemeriksaan inf dilakukan s=bagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai
TPB ke-11, terutama target ke-11 6, y2itu meningkatkan secara substansial jumizh kota
dan permukiman y3ng mengadopsi dzn mengimplementasi  kebijsksn  dan
pErencanaan yaneg terintegrasi tentang penyertsan, efisiensi sumberdays, mitigasi dan
adaptasi terhsdap perubshan  jklim, ketahanan terhadap bencana, serfa
mengembangkan dan mengimpiementasikan penaneanan holisth risiko bencana di semua lini,
sesuai dengan the Sendai Framewark for Disoster Risk Reduction 2015-2030. Pemeriksaan Ini juga
difakukan untik mendukune Prioritss Nasiona!l (PN) 5 pengustan infrastrulktur, Program Prioritas
(PP] 1 Infrastruktur pelayanzan dasar, khususnya Kegiatan Prioritas (XP) 4 keselamstan dan
keamanan transportasl

Bazarnas telah melzgkukan upaya dafam penysienggarasn opsrasi pencarian dan pertofongan, di
antaranya tefah menstapkan jumizh rescuwer minimal pada setiap wnit kerja. dan pencapaian
ratz-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan sebesar 23.53 menit

Hasil pemeriksaan menyimpulkan babwa terdapat permasalshan yang dapat memengaruhi sECara
signifikan upays Basarnas dalam penyelenggaraan operasl pencarian dan pertolongan, antara lain:

Sumber daya manusia pada

Zasareas belum-sspenuhnys
mendukung sfektvitas pencarian
dar pertciongan. Penempstan
rescuer belum berdssarean
ksbutunzn satker seri3
kompstensinyes belum sesuai
standar dan program
pemgembangsn ompetensi

Akibatnya beiran kerja dan

pelayanan pendarian dan
pertolongan tdak mersta.

Basamas untuk segera melakukan
perbaikan, antara [3in menyusun
rencana pengembangan 50M yans
rremuat target dan program
pemeanuhian standar kompeatensi bag
seluruh personel rescuer jangka
panjang. menengah, dan pendek;
program pengembangan instrukter
bersertfikat yang cukup dan merata
pada seluruh sather; dan rencana
penempatan rescusr sesual
kebutuhan,




Siags pencanian dan pertolongen belum sspendhmy=
=fekdif daizm mendukung penyelenggarsan pencarian [ ]
dsn pertolongan. Kompasisi regu siags dan rescusron Rekomendasi ~
coll yang dibentuk ddsk mewakill mmampu=n kolskof
EEris h_—jm‘n dilflenl:uk s=sual 3nalizis kebutuhan P telzh i dhasiian Kot Borsmi i ik
opierst pencarian da pertciongsn segera melakulan perbaikan, antara lain memyusun
Akibatrya, perhitungan waktu respon tidak tepat, dan menetapkan perubahan Peraturan Basamas
kegiatan operasi pendarian dan pertolongan secarm Momor 3 Tahun 202E dengan memperhatkan formasi
cepat dan tepat belum tercapai, serts petugas serta kompetensi resceer pada masing-maszing sather
pencanan dan periolongan yang masuk dalam regu dan menstaphan metode slags yang memadsi, serta
siaga belum memenuhi standar kompetensi kolekof. memerintzhkan Kepala KPP Manado, Semarsng,
. _J Bandung, Balikpapan, dzn Padang lebih cermat dalam
meamperhitunghkan responss fme.
L .
- Permasalahan
DOp=rasi pencanan dan peroiongzn pada Basarnas belum
sepenuhmyes sfektf dimana dari total 3.518 operasi, L
SEE-IEIF'.\EIE &73 DDSI‘:IE:.ETHLI- 25% tidak n'lf_manuhl standar Rekomendasi -
waktu tempuh yang ditstapkan dan dari tot=l 3518
ooerasi sebanyak 377 operasi atsu JJ.‘*S :].DEIEEI-ﬁdEHL BPK telah mer ndasikan Kepala Basarnas
depat mengsvakuas selurub korban. Seizin o, Basamas N : ;
pelum melskikan svsiuasi rutin 3@s pelaksanasn operasi btk Sepers milakkar ;_:rerhaikan. anlam i
e e s menetEpkan rencana nasional pencarian dan
pertolongan: merevisi Perka Basamas Momor &
Alahatnya, pelayanan operasi pencarian dan pertofongan Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu
tidak terlakzana dengan cepst t=pat, aman, dan bebas Tempuh yang secars spesifik mengatur kondisi
risiko, sert= umpan balik dari hasil evaluasi belum dapat di lapangan pada wakiu pelaksanaan opsrasi
digunakan untuk perbaikan pelaksanaan operasi dan mengevatuasi pelaksanaan oparasi
pencartan dan pertolongan di masa yang akan datang. pencarian dan pertolongan secars rotin.
W . LN A

Permasalahan @

Fambingan Fotensi Pencarian dan Pertolopgan, yang

selanjutnys dissbut sebagal Potens, belum sepenuhmy= L
mendukung pelaiksansan aperasi pencarian dan pertoiongan Rekomendasi
gimzanrz d=ta Potersl yeng =da di aolik=s Bine Potensi
Panm=ram dan Pertolongan (Sibinpot] belum valic dan
lengkap serts kegislEn pendidikan, peignhan te¥miz, dan
pelatinan Potensi masin terbatas dan belum sesbaE
E=butunan satker

Akibatnys, pelaksanaan pencarian dan pertolongzn oleh
Patensi ndzsk terkoordinasi secara optmal dan jumiah
Potensi yang memenuhi standar kompetens: masih kurang,

-d BPK telah merehomendasikan Kepals Basamas
untuk menstapkan norma, standar prosedur,
kriteria, dan kebijalan terkait Potens
Pencarizn dan Pertolongan yang belum
ditetapkan, dan membentuk data Potensi yang
terntegrasi dengan aplikasi Sibinpot dan
dituangkan dalam bentuk kerjasama.

L

¥ T — ¥y . Hasil pemeriksaan kineria atas
— - Penyelenggaraan Dperasi
- T Pencarian dan Pertolongan

g o S mengungkapkan 8 temuan
) — M yang memuat 9 permasalahan
£ i ketidakefektifan

i



o Memerntahkan Direkiur SDM dan Umum, Direkiur Layanan dan
Pengembangan Usaha (LPU), Direktur Teknologi Multimedia Baru
{TRB), serta Kepala Satuan Kerja untuk melakukan analisis dan evaluasi
perencanaan target PNBR

o Memerintahkan Direktur LPU agar: 1) Menyusun pedoman promaosi
yang mencakup peningkatan jumlah pendengar, 2] Memanfaatkan
alat ukur keberhaslian promosi untuk mengevaluasi promosi secara
optimal, serta 3] Mengavaluasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan
atas event unggulan yang dapat mempromosikan LPP RRI.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan penyiaran mengungkapkan
S temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

PEMDangunan LIngkungan Higup

PADA semester || fahun 2023 BPK telsh menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja atas tema pembangunan lingkungan hidup.
Pemeriksaan dilaksanakan pada 3 obrik hasil pemeriksaan atas: (1)
Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radicakif; (2) Upaya
penurunan risiko bencana hidrometeorologi; dan (3) Aksi mitigasi dan
adaptasi perubahan ikiim sektor kehutanan dan penggunazan lahan
lainnya.

Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zal Radioaktif

PEMERIKSAAN Kinerja atas efekfivitas pengelolaan perizinan fasilitas
radiasi dan zat radioaktif (FRZR) tahun 2022 s.d. semester | tahun 2023
dilaksanakan pada Badan Pengawas Tenaga Muklir (BAPETEN) dan instansi
lain terkait.

Pemariksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 -
peningkatan kuaiitas lingkungan hidup, khususnya KP 1 pencegahan
pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidugp.
Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendorong
pemerintabk mencapal TPB ke-15 terutama target 15.1, yaitu pada tahun
15 v 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan

— berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan jasa

".: lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah,

— | pegunungan dan darat serta lahan kering; sejalan dengan
kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
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BAPETEN telah melakukan upaya dalam pengelolaan perizinan FRIR,
antara lain:

e IMenetapkan keputusan penghentian kegiatan pemanfaatan FRZR
pada PT INUKI (Persero) berupa izin operas| Instalasi Produksi Elemen
Bakar Reakior Riset (IPEBRR] dan larangan operasi Instalasi Produksi
Radioisotop dan Radiofarmaka (IPRR).

o Nemastikan keamanan dotobose dan aplikasi BAPETEN Licensing And
Inspection System (BALIS) dengan melakukan bockup data berkala,
membatasi akses pengguna BALIS, dan bekerjz =ama dengan pihak
ketiga dalam penyediaan Pusat Pemulihan Data/Disgster Recovery
Centre.

Hasil pemeriksaan  menyimpulkan bahwa masih  ditemukan
permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh BAPETEN, maka
dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan perizinan FRZR, antara laim;

o BAPETEN belum melaksanakan tugas pengawasan melalul perizinan
FRZR secara memadal. Hasil pemeriksaan menunjukkan BAPETEN
Belum mempunyai data yang terstruktur tentang jumlah dan fasilitas
yvang memiliki dan memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion {SRP)
serta belum melakukan identifikasi atas fasilitas perizinan yang belum
mengajukan izin pemanfaatan kepada BAPETEN. Akibatnya, BAPETEN
tidak dapat menyusun kebijakan pengawasan perizinan pemanfaatan
SRP yang memadal dan kehilangan potensi pendapatan yang masit
dari penggunaan SRP yang belum berizin di bidang medik dan bidang
industri antara lain dari bandara.

® BAPETEN belum memastikan keselamatan radiasi dan keamanan
zat radipaktif atas SRP yang telah dihentikan izin operasi dan/atau
pemaniaatannya secara memadal. Hasll pemeriksaan menunjukkan
BAPETEN belum melakukan pemantauan terhadap pemenuhan
ketentuan dan kondisi yang ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha
Megara (KTUN) Penghentian Operasi PT INUKI (Persero), Hal tersebut
mengakibatkan adanya indikasi terjadinya pencemaran lingkungan dari
limbah radicaktif pada Kawasan Sains dan Teknologi (KST) BIH yang
dapat membahayakan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar

s [FS ] Tahum 2023 BAE | - Hassl Pemerrecasn Pemerimiah Pusat
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e Sisiem informasi perizinan dan dotobose perizinan BAPETEN kurang
memadai. Data pada BALIS Perizinan Versi 2.0 belum seluruhnya
dimigrasi ke BALIS Perizinan Versi 2.5 dan BAPETEN belum melakukan
werifikasi lapangan atas SRP yang dinonaktifkan. Hal tersebut
mengakibatkan meningkatnya risiko kesalahan BAPETEN dalam
melaksanakan pengawasan atas 5RP dan aplikasi BALIS Perizinan
belum dapat digunakan dalam pelayanan perizinan secara optimal.

BPK t2lah merekomendasikan kepada Kepala BAPETEN, agzan

& Mengidentifikasi pemilik/pengzuna SRP yang belum memiliki izin dan
renggunakan data tersebut sebagal salah satu priorifas pengawasan
atau inspeksi BAPETEN serta melakukan upaya dan langkah lebih riil
dan jniensit untuk mendorong pemenuhan izin pemanfaatan kepada
fasilitas yang belum mempunyai izin pemanfaatan SRR

o Nemberikan surat peringatan terakhir kepada PT INUK| (Persero)
dan selanjutnya melakukan penegakan hukum melalui pemberian
sanksi kepada PT INUKI (Parsero) sesual ketentuan yang berlaku
apabila dalam batas wakiu yang sudah ditentukan PT INUKI [Parsero)
{sekarang bergabung di PT Bio Farma (Persero)) tidak menindaklanjut
surat peringatan terakhir tersebut.

o Memerintahkan Deputl Perizinan dan Inspeksi untuk mengintruksikan
Direktur Perizinan FRZR agar berkoordinasl dengan Kepaia Biro
Perencanaan, informasi dan Keuangan (BPIK) untuk mengembanghkan
sistam informasi dan dofobose perizinan yang terintegrasi demngan
sistam informasi ierkait, baik di internal BAPETEM maupun eksternal
BAPETEN serta melaksanakan validasi dotobose BAUS dan verifikas!
lapangan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekfivitas pengelolaan perizinan

FRZR mengungkapkan 10 temuan yang memuat 13 permasalahan
ketidakefekiifan.

Upaya Penurunan Risiko Bencana Hidrometeorologi

PEMERIKSAAN kKinerja stas efekiivitas upaya penurunanrisiko bencana
hidrometecmiogi dilaksanakan pada Badan Masional Penanggulangan
Bencana (BNPB) dan instansi lain terkait tahun 2022 dan tahun 2023 (sd
triwulan 111},

Pemeriksaan upaya penurunan risiko bencana hidrometeorclog
dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - peningkatan ketahanan
bencana dan iklim khususnya KP 1 - penanggulangan bencana. Selain itu,
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sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam TPB, yaitu TPB ke-11
khususnya target ke-11.4 secara signifikan mengurangi jumliah kematian
dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial g
mengurangl kerugian ekonomi relatif terhadap produk
domestk bruto (PDB) global yang disebabkan oleh bencana,
termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan
fakus melindungi orang miskin dan erang-orang dalam situasi
rentan.

BMPE teiah mengoptimalkan upaya penurunan risike bDencana
hidrometeorologi di antaranya melalul penyusunan Rencana Induk
Penanggulangan Bencana tahun' 2020-2044 pada tahun 2020, dan
Rencana Nasional Penanggulanan Bencana Tahun 2020-2024 pada Tahun'
2022,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang
dapat memengaruhi secara signifikan upaya BNPB atas efektivitas upaya
penurunan ristko bencana hidrometeorologi, antara fain:

o BNPE belum melakukan pengksjian risiko bencana nasional secara
tengkap dan belum seluruh daersh mefakukan pengkajian risiko
bencana secara memadai. BNPE telah menyusun peta risiko dan
matriks tabulasi risiko uniuk tingkat nasional pada tahun 2021,
namun belum menyusun, mengompilasi dan menganalisis data-daia
yang ielah dimillki tersebut ke dalam =atu dokumen Kajian Risiko
Bencana (KRB) tingkat nasional, Akibatnya BNPB kesulitan memenuhi
target penurunan Indeks Risike Bencana, dan belum ada gambaran
menyeluruh terhadap risike bencana nasional dan daerah,

e Rencana penanggulangan bencana (RPB) yang disusun belum lengkap:
dan selaras dengan kajian risiko bencana (KRE). BNPE telah melakukan
revisi Peraturan Kepala [Perka) BNPE Nomor 4 Tahun 2008 namun
belum dilegalisasi/ditetapkan, namun penyusunan RPB pada beberapa
dagrah mengacu pada pedoman yang belum dilegalisasi tersebut.
Akibatnya, RPB Daerash yang disusun menggunakan pedoman yang
berbeds-beda tidak terstandarisasi.

e Kebijakan penurunan risiko bencana pads BNPB belum selaras
dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun
2020-2044 dan Rencana Pembangunan langka Menengah Nasional
(RPIMM) Tahun 2020-2024. BNPB terlambat menetapkan Rencana
Masional Penanggulangan Bencana (REMNAS PB} Tahun 2020-2024
sehingga perencanasn pembanzunan naslonal dan daerah belum
mengacu pada RENAS PB. Akibatnys, Renas PB Tahun 2020-2024
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tidak diimplementasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan
pembangunan jangka menengah pemeriniah pusat dan daerah,
perencanaan penanggulangan bencana dan penganggaran pada
pemerinfah pusat, pemerintah dasrah menjadi tidak terpadu dan
tidak saling mendukung. Selain itu, Renas PB dan RPB provinsi/
kabupaten/kota tidak diacu sebagai pricritas rencana kerja pemerintah
dan rencana prioritas penganggaran pada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, dan tidak ada dasar hukum dan tata cara yang
dapat dipedomani oleh pemangku kepentingan untuk mengendalikan
pelaksanaan kegiatan penanggulangzan bencana,

BPK tzlah merekomendasikan Kepala BNPE agarn:

e Nengkaji risiko bencana nasional dan mengoordinasikan pengkajian
risiko bencana di seluruh provinsi/kabupaten/kota.

® NMenyusun pedoman penyusunan RPB  tingkat Masional dan
memutakhirkan Perka BNPBE Nomor 4 Tahun 2008 dan segers
mengesahkan peraturan tersebut.

® Nielakukan pengendalian perencanaan kegiatan dan penganggaran
yang menjadi prioritas nasional, prioritas instansi, dan prioritas bidang
secara cermat, serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
agar mewajizkan RPB Daerah sebagal salah satu bahan penyusunan
Rencana Pembangunan langka Menengah Daerah (RPIMD],

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekfivitas upaya penurunan risiko
bencana hidrometeorologi mengungkapkan 7 temuan yang memuat 8
permasalahan kefidakefektfan,

Aksi Mitigast dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan
dan Penogunaan Lahan Lainnya

PEMERIKSAAN kinerja atas aksi mitigasi dan adaptasi perubahan ikiim
sekior kehutanan dan penggunaan lahan lainnya tahun anggaran 2021
s.d. semester | 2023 dilaksanagkan pada Kementerian Lingkungan Hidugp
dan Kehutanan (LHK) dan Instansi terkait lainnya.

Uraian secara terperinci dapat dilihat pada Gambar 1.3,
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Pengualan Stablliias PoOINUKNankam gan Transiormasi
Peiayanan Pubiik

PADA semester Il tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil
pemeriksaan kineria atas tema pengustan stabifitas polhukhankam dan
transformasi publik. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 2 obrik, atas:
(1) Persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024; (2] Pelindungan warga
negara Indonasia dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak
pidana perdagangan orang di luar negeri; (3] Pelayanan Peradllan Tata
Usaha Megara; (4) Penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim; (3] Manajemen
pemasyarakatan; (6) Pengelolaan PNBP pendapatan penelitian/riset dan
pengemiangan ilmu pengetshuan & teknoicgi; (7) Taia kelola Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan (8] Pemoclisian masyarakat
melalui Bhabinkamtibmas.

Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024

PEMERIKSAAN kinerja atas efekiivitas persiapan Pemilu 2024
dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait
lainnya secara serentak yaitu pada KPU Republik Indonasia (R1), 13 KPU/
kKomisi independen Pamilihan (KIP) Provinsi, 48 KPU/KIP Kabupaten /Kota,
dan 2 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Pemeriksaan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan
untuk mengawsal pelaksanaan PP 1 - konsolidasi demokrasi, khususnya
KP 1 - penguatan kapasitas lembaga demokrasl, Selain itu, pemeariksaan
ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah 16 [
dalam mencapai TPE, yaitu TPE ke-16 terutama target 16.6
menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inkiusif,
partizsipatif dan representatif di sefap tingkatan.

KPU telah melakukan upaya-upaya dalam persianan penyelenggaraan
Pernilu 2024, antara lain:

e Nenyiapkan regulasi dan kebijakan mekanisme pengadaan logistik
untuk mendukung ketersedizan logistik Pemilu yang tepat waldu,
Jumiah dan mutu.
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GAMBAR 1.3
AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM SEKTOR
KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA

Pemeriksaan kinerjz atgs aksi mitigasl dan adaptas| perubshan iklim sektor kehutanan dan
penggunaan lzhan lginmya @hun anggsran 2021 sd. semester | 2023 dilzk=anzkan pads
Kementerian Lingkungzn Hidup da2n Kehutanan (LHK) dan instansi terkait [zinnyz.

Pemeriksaan upays pemerintah dzlam 2ksl mitigasi dan adaptasl psrubahan iklim
sektor kehutanan dan pengeunaan lzhan lzinnya untuk mengawsl pelaksanzan PP 2
peEningkatan ketahanan bencanz dan iklim, khosusnya KP 2 peningkatan-ketahanan
iklim. Selain itu, pemerikszan inl dilakukan sebagal upays BPY mendorong pemerintah
daiam mencapal TPE ke-13 terutama target 13.7 mengintegrasikan tindakan antizipasi
perubzhan iklim ke dalam kebifzkan, strategl dan perencanaan nasionzl.

Upaya yang-telsh dilakukan oleh pemerintah, antara lain, pemerintah telah menginisiasi kebijakan
Forestry and- Gther Land Uses (FOLU) Net Sink, yang merupakan upays yang terstruktur dan
sistematis-untuk mencapa) kondisi di mana fingkat serapan [ebih tinggi dari tingkat emisi pada
tahun 2030,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan permasaizhan uiama yang diidentifikasi dapat mempengaruhi
secara signffikan upays pemerintsh dalam aksi mitigasi dan adaptasi p2rubahan ikfim sektor
kehutanan dan pengednaantahan lainnya, yaitu:

Permasalshan @ o .-»:".

Pemantavan 2tas dsta deforestas]
belam mering antam deforestas
terencana (slonnes deforestonoa) dan
geforestasi odax terencana (unglanneg
peforestorion) k=rena perhitungsn
detzrestasi dilgkuksn berdasarkan
anealisis perbedaan tutugan lehan di

_.—__l-.IfL1
-

Rekomendasi

BPH telah merekomendasikan

swa! dam skhir periods. Selzin itw, data Menteri LHK agar Dirjen
deforestasi jugs belum dapst mering Pengendalian Perubshan Lkiim
kontribusi dari mazing-masing k=gistan - (PRI} bersama Dirjen PHIL
yang dapat menurunkan daforesiscl mengopimalkan koordinasi
terhadap penurunan luas deforestss] dengan satker lain yang terkait
Tidak kpherenmya Wasifikasi target untuk menyusun standar
dengan pslsgoran Derpotens! pengukuran dan penilzian

mengakibatkan monionng dan swaluzsi upsya penurunan deforestasi
tidak dapar ditalnikan secara opsimal yang memisahkan antsra
t=rhadsp =rget vang telah ditepkan ol deforastasi terencana dan tidsk
Sl terencana sebagai aksi mitigasi

perubahan ikiim.

¥

Hal tersebut mengakibatkan
Kamentenan LHK betum dapat mennd
kontribusi-dsr masing-masing kegistan
yang dapat menurunkan deforestasi
terhadap realisasi penurunan luas

|\_ deforestasi,




- Permasalahan @ o

Hazsil dari kegiztan Rehebilitasi Hutzn dzn Lehan (FHL) belum dapat
dipastian kontribwesingg terhadap aksi mitigasi dan =daptsst perubzshan ikdim.
Berdsszrkan kritena trtepan izhan Digen Pengelcliaan Deersb Aliren Sungal
dan Rehabilitasi Hutsn [POASRH), RHL vegetati dapst dinifai berhasil daiam
jangka waktu (ata-rata) iebih dar & tehun, yeitu setelal twtupan Shuk iebib
besar d=ri 30%, ketinggizn pohon minimal Smater, dan pafametsr hutan
luasan minimal 6,25 ha. Sedangkan kriterid haszil penahaman k=giaten RHL
y=nE d3pat dudentifikes: sebagal hutan mash releof rendah olsh Ditgen
Pizralogi Kshutsnan dan Tate Lingkangzn {PETL) yaitu berkisar zntera 0835

=g 30 55% tutupan tajuk dar lusssn yang ditanam. Dari hasil pemariksaan Rekomendasi

didztahui bainwa terdapat perbedaan kriteriz ksberhasilan paizkeaan AHL

antzra Ditjen PDASRH salaku penenggung jawsh kegiztan RHL dengan Ditjen BPHK telsh merskomendasikan

PETL selshy pihak yang melakukan pengukursn t=riait dengan kinerja Menteri LHK agar Dirjen

k=barfasidan mnaman fHL POASRH wntuk berkoordinasi
de Dirjen PETL untuk

Akibatnys, target kegiatan RHL berupa reforestasi berpotens: Odak terapal, i "-]::n i

dampak k=giatan BHL seha?al salah satu aksr.adaplam belulrjr'l dapat d?mlal Sand i R berhias

zecara akurat, dan pembagian urusan pemernntshan pemerintahan bidang l2n kegiatan RHL.

kehutanan belum dijabarkan secars jelas.
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Permasalzhan
Pendanssn yang bersumber dari non-APBEN seperh pasar kzrbon dan pembayaen
berbasiz kinarfz belum dapat disndslksn sebagei sumber pendanasn aksi mingas!
dan adspizsi perubzhan iklim sektor kehutanan dan perggunaan Izhan lainma
Selzin iy, terdspst jugs kelemahan terkat dengan k=sizpan penyelenggasan
perdagamgan karbon dan woordinasi dalzm penyusunan Nobono! Adoototion Plar, 3
diantaranys terdapst ketdekselarssan antar regulast pengslolasn pemungutan
Penerimaan Mapara Buken Pajak (PNEP) perdagaresn karbon.

Hal tersebut mengakibatkan target mitigasi dan adaptas perubahan iklim sektor
kehutanan berpotens tidak t2rcapai karens kurangnys sumber days finansial
untuk malakzanakan kegiatan aksi mitizasi dan adapiasi perubahan ikdirm,

v,

- Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Mentsi LHE

agar berkoordinasi dengan semua pemanghku
kepentingan dalam mengidentifitasi dan
menwbilisasi sumber-sumber pendanaan dar
APBN dan MNon-APBN untuk pembiayaan aksi
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor
kehutanan dan penggunaszn lahan lainnya.

L 4

Hasll pemeriksaan kineria atas
zksi mitigasi dan adapiasi
perubahan iklim sektor
kehutanan dan penggunaan
Izhan lainnya mengungkapkan
8 temuan yang memuat 3
permasalahzn ketidakefelktfan.



e Nemperimbangkan beban kerjs dalam penyusunan regulasi dan
k=bijakan terkait metode kerja Badan Adhoc Penyeienggara Pemilu
untuk pelaksanaan pamungutan dan penghitungan suara.

e Nemiliki regulasi dan kebijakan terkail perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang berorientasi pada sasarzn
daerah, segmentasi pemilin, dan materi yang ralevan.

Mamun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat
permasalahan-permasalahan yang apablla tidsk segera ditindakianjud
sesual dengan rekomendasi, maka dapat memengaruhi efelkdivitas
persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, antara lain:

e Tata kelola pengadaan dan distribusi logistik

Satuan kerja KPU/KIP belum sepenuhnya mengusulkan anggaran
pengadaan dan distribusi |logistik sesuai identifikasi kebutuhan dan
dasar perhitungan yang andal. Selain itu, belum terdapat kebijakan
terkait mekanisme penyimpanan, pengamanan, dan pengeluaran
logistik secara lengkap, dengan mempertimbangkan kondisl masing-
masing gudang, serta pengadaan dan distribusi logistik belum
sepenuhnya didukung dengan sarana prasarana dan sumber daya
rmanusia yang memadai, khususnya pemenuhan pegawai bersertifikasi
Pengadaan Barang/lasa (PRI). Permasalahan tersebut mengakibatkan
perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistk, sewa
gudang logistik, dan pengadaan barang dukungan logistik lainnya
untuk Pemile 2024 berpotensi fidak sesual kebutuhan satker dan tidak
sesuai kefentuan seria penyimpanan, pengamanan, serta pengeluaran
logistik Pemilu 2024 dari gudang KPU tidak rmemadai dan berpotens!
terjadi kehilangan/penyalahgunaan logistik.

e Tata kelola Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu (BAPP)

Tata kelola BAPP belum sepsnuhnya didukung dengan perencanaan
anggaran yang memadal serta belum terdapat pedoman teknis proses
penyusunan anggaran belanja rekrutmen, honorarium, operasicnal,
dan bimbingan teknis {bimiek) sesuai kebuiuhan. Salain itu, personel
BAPP belum sepenuhnya tersedia sesual dengan persyaratan minimal
dan dipersiapkan secara memadai. Badan Adhoc yang telah ditetapkan
belum seluruhnya memenuhi persyaratan kesshatan, dan pemenuhan
kebutuhan personel cadangan belum sepenuhnya dipersiapkan secara
memadai. BAPP yang ditetapkan belum sepenuhnya mendapatkan
bimbingan teknis kepemiluan maupun perianggungjawaban keuangan,
yaitu belum ditkuti oleh seluruh personel Badan Adhoc serta personel
belum sepenuhnya memahami mater bimisk.
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Permasalahan tersebut mengakibatkan alokas) anggaran kebutuhan
rekruitmen, kegiatan operasional tahapan Pemilu, dan bimtek bagi
Badan Adhoc berpotensi tidak sesual kebutuhan rill pada masing-
masing satker KPU, potensi keterlambatan pembayaran honorarium
BAPF, serta kinerja Badan Adhoc berpotensi fidak optimal yanz berisiko
menghambat kegiatan tahapan Pemilu.

o Tata kelola kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih {sosdiklih)

Satker KPU belum sepenuhnya merencanakan kegiatan  dan
mengusulkan anggaran kegiatan sosdiklih sesual sasaran daerah dan
segmentasi/sasaran pemilih, serta belum sepenuhnya mempunyai
data kategori sasaran pemllih dan kategori daerah yang lengkap dalam
perencanaan kegiatan dan pengusulan anggaran. Selain itu, satker
KPU juza belum melaksanakan kegiatan sosdikiih sesuai segmentasi/
zasaran pemilih secara menyeluruh dan sesuai kategor daerah, serta
belum sepenuhnya menyampaikan materi yang relevan.

Parmasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegistan sosdiklih
oleh satker KPU belum dapat divkur keberhasilannya dalam rangka
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenal hak, kewajiban, dan
peran dalam penyelenggaraan Pemilu sesual segmentasi pemilih dan
sasaran daerah yang tepat.

BPK teiah merckomendasikan kepada Ketua KPU dan Ketua KPU/KIP
Provinsi agar:

o NMenyusun anggaran pengadaan  barang  dukungan |logistik
Pemilu 2024 dengan mempertimbangkan usulan dan identifikasi
kebutuhan satker KPU, menzggunakan dasar perhitungan yang dapat
dipertanggungjawabkan, serta menyusun mekanisme penyimpanan,
pengamanan, dan pengeluaran logistik dari gudang KPLU.

e S=gera menetapkan dan memberikan sosialisast kepads petugas
penyimpanan, pengamanan, dan distribusi logistk sesuai ketentuan,
dan lebih optimal dalam memenuhi pegawai bersertifikat PEJ.

o Menginventarisasi satker yang mengalaml penggantian personel
serta mamastikan ketersediaan personel cadangan, dan memarntau
pemanfaatan informasi hasll pemeriksaan kesehatan calon pendaftar
dalam seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

¢ NMenyusun pedoman teknis proses penyusunan anggaran rekrutmen,
honorarium, operasional, dan bimiek sesual kebutuhan, serta lebih
optimal dalam mempublikasikan rekrutmen dan penyelenggaraan
Bimtek BAPPR
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o Menyusun kebijakan vang mengatur secara rinci perencanaan dan
dasar pengusulan anggaran kegiatan sosdiklin.

o NMemedomani ketentuan penentuan sasaran daesrah dan segmentasi
pemilih, mengumpulkan dan menganalisis data sasaran daerah dan
segmentasi pemilih, serta menyusun materl yang lengkap untuk
digunakan dalam perencanaan kegiatan sosdikiih,

e Nemantau pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sosdikiih serts
melakukan evaluasi sebagal bahan perbaikan bagi pelaksanasn
keoiatan sosdiklih.

Hasil pemeriksaan BPK atas persiapan penyelenggarasn Pemilu
mengungkapkan 65 ftemuan yang memuat 65 permasalahan
ketdakefektfan.

Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Kerja Sama dalam
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

PEMERIKSAAMN kinerja atas efekfivitas pelindungan warga negara
Indonesia (WNI) dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak
pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri dilaksanakan pada
Kementerian Luar Megeri, Perwakilan Rl, serta instansi terkait lainnya
tahun 2021 s.d semester| tahun 2023,

Pemeriksaan pelindungan warga negara indonesia dan kerja sama
dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan
urtuk mengawal pelaksanaan PP 2 - optimalisasi kebijakan LN, khususnya
KP penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (MKRI) dan
periindungan WNI di luar negeri. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan
sebagal upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu
tujuan ke-3, terutama target 8.8 melindungi hak-hak tenaga
kerja dan mempromaosikan lingkungan kerja yang aman dan
terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran,
khususnya pekerja migran perempuan, dan merska yang
bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Pemearintah telah melakukan upaya pelindungan terhadap WHNI saksi
dan/atau korban TPPO di luar negeri serta kerja sama dan koordinasi
untuk pemberantasan TPPO, diantaranya :

o Perwakilan Rl di luar negeri telah mengelola pengaduan, memberikan
pendampingan, dan bantuan hukum bagi WNI saksi dan/atau korban
TPPO secara optimal.
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e Kemenierian Luar Meger telah berpartisipasi akiif dalam pertemuan
yang membahas kerja sama bilateral, regional dan multilateral terkait
isUTPPO serta ikut berpartisipasi melaksanakan komvens| ASEAN dalam
menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Hasil pameriksaan menyimpulkan terdagat permasalahan yang apahbila
tidak segera diatasi makas dapat memengaruhi efektivitas pelindungan
WHNI dan kerja sama dalam upaya pemberantasan TPPO di luar negeri,
khususnya pelindungan terhadap WHN! korban dan/atau saksi TPPO
dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian pengustan stabilitas
polhukhankam, berupa optimalisasi kebijakan luar negeri dalam bentuk
peningkatan pelindungan WHNI di luar negeri. Permasalahan tersebut
antara laim:

¢ Penwakilan Rl di luar negeri perlu meningkatkan pelaksanaan
identifikasi WNI saksi ‘danfatau korban TPPO. Formulir wawancara
awal [sereening form) yang digunakan untuk identifikasi saksi dan/
atau korban TPPO belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi korban
atau pelaky, indentifikasi kebutuhan WNI saksi dan/atau korban TPPO,
seria rencana penanganannya. Selain ity, pelaksanaan identifikasi WNI
saksi dan/atau korban TPPO pada Perwakilan Rl belum sepenuhnya
memadai. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan risiko kesulitan
bagi Perwakilan Rl untuk mengidentifikasi korban atau pelaku,
identifikasi kebutuhan WNI saksi danfatau korban TPPO, serta rencana
penanganannya.

® Penanganan kasus dan pelindungan WNI saksi dan/atau korban TPPO
di negara-negara wilayah Asia Tenggara perlu didukung dengan kerja
sama bilateral yang memadal. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah
Rl dan negara-negara di Asia Tenggara belum mengatur secara khusus
lingkup kerja sama terkait peningkatan kapasiias peranganan korban
TPPO, pelindungan dan rehabilitasi, serta pemulangan korban TPPO,
dan pemberitahuan {nuﬁﬁkasij dan bantuan kekonsuleran. Akibatnya,
Perwakilan R belum dapat melakukan penanganan dan pelindungan
yang optimal terhadap WNI yang terjerat kasus TPPO di luar nageri.

e Kemenierian Luar Negen perlu mendorong kesepakatan perjanjian
kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia {HAM)
tentang pertukaran data dan informasi WNI saksi dan/atau korban
TPPC yang telah direpatriasi dari luar negeri. Kemeanterian Luar Negeri
dan Kementerian Hukum dan HAM belum menyepakati perjanjian
kerja sama untuk mengatur teknis periukaran dats dan informasi
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terkait penanganan Wil terindikasi atau korban TPPO dari luar negert.
A&kibatnya, upaya Pemeriniah Indonesia dalam pencegahan WHI saksi
dan/atau korban TPPO di luar negeri tidak dapat dijalankan secara
efekdf.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Luar Negeri, agar
menindaklanjuti saran perbaikan terutama untuk:

s Bersama-sama dengan Kejaksaan RI, Kepolisian Ri, Kementerian
Hukum dan HAM, Kemenierian Sosial, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Pelindungan Anak, serta Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia untuk mengevaluasi, memutakhirkan dan
menetapkan formulir wawancara awal (screening form) bagi WNI
saksi dan/atau korban TPPO, khususnya untuk kasus penyalahgunaan
teknologi (gbuse of techrology) seperti kasus online scam.

o Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Megara Filipina, kamboja,
Lsos, Myanmar, dan hMalaysia dalam upaya menggali potensi lingkup
kerja sama bilateral dalam penanganan kasus dan pelindungan WNI
=aksi dan/atau korban TPPO yang meliputi aspek, antara lain:

b Peningkatan kapasiias pelaksana dalam penanganan korban TRRPO
yang meliputi identifikasi dan pensiapan status korban TPPO;

b Penyediaan tempat tinggal sementara bagi WN! saksi dan/atau
korban TRPPO selama dalam proses pemeriksaan; dan

b Pemberitahuan (notifikasi) kekonsuteran.

s Nelakukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait
khiususnya Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan data
dan informasi terkait penanganan WNI saksi dan/atau korban TPPO
yang telah direpatriasi dari luar negeri yang akan dipertukarkan dan
dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama teknis.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pelindungan WNI dan kerja sama dalam
upaya pemberantasan TPPO di luar negerl mengungkapkan 9 temuan
yang memuat 1 permasalanan ketidakhematan dan 11 permasalahan
ketidakefektifan,

Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara

PEMERIKSAAN kinerja atas efekiivitas pelayanan peradilan iata usaha
negara tahun 2022-2023 {semesier || dilaksanakan pada Mahkamah
Agung {MA) dan badan peradilan di bawahnya,
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Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP-3 yaitu
penegakan hukum nasional, khususnya KP-2 perbaikan sistem hukum
pidana dan perdats. Selain itu, pemeriksaan Ini dilakukan sebagai upaya
BPK mendorong pemerintah dalam mencapal TPB, yaitu IE
tujuan ke-16 terutama farget ke-16.3 mengoalakkan negara
berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan
menjamin akses yang sama ierhadap keadilan bagi semua.

MA dan badan peradilan di bawahnya telah melakukan berbagzai upaya
untuk meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan tata usaha negara,
di antaranya menetapkan paraturan, kebijakan dan pedoman teknis yang
terkait dangan penerimaan perkara, persiapan persidangan, penyelesaian
minutasi, pengelolaan berkas perkara, penyampaian putusan kepada
pihak berperkara, dan pengawasan sksekusl atas putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap (BHT).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih ferdapat permasalahan
terkait penyelenggaraan pelayanan peradilan tata usaha negara yang
2pabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efekivitas
penyslenggaraan pelayanan peradilan tata usaha negara, dl antaranya:

e Pelayanan penerimaan perkara belum sepenuhnya efektf, di antaranya
proses adminisirasi regisirasi perkara gugatan belum sepenuhnys
dilakukan tepat waktu, pendaftaran upaya hukum kasasi/PK dan
gugatan pada PTTUN sehagai pengadilan tingkat pertama belum
didukung dengan Sistem Informasi Pengadilan (51P), dan penetapan
komponen biaya pada surat keputusan panjar biaya perkara belum
memadal. Akibainya, para pihak yang berperkara belum sepenuhnysa
mempercleh informasi penyelesalan perkara secara mudah, cepat dan
akurat melalui aplikasi teknologi informasi.

e Pelayanan pemberitahuan putusan dan pengawasan eksexusi putusan
BHT belum sepenuhnya efekid, di antaranya:

b Administrasi putusan tata usaha negara yang telah BHT pada PTUN
belum didukung dengan tertibnya penerbitan surat keierangan
putusan BHT dan penetapan putusan BHT, serta belum validnya
penginputan data putusan BHT pada Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP). Akibatnya, para pihak tidak dapat mengstahui
informasl putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
secara cepat-danvalid.

» Tahapan penyelesaian pengawasan eksekusi belum optimal yaitu
masin terdapat permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti
olsh pengadilan. Selain tu, tahapan penyelesaian pengawasan
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eksekusi yang telah dilakukan oleh PTUN berlarut-larut dimana
jangka wakiu antar fahapan pelaksanaan eksekusi bervariasi,
dan belum memiliki batas waktu penyelesaian, Akibatnya, terjadi
ketidakpastian status penyelesaian perkara yang dimohonkan
eksekusi, dan batasan tanggung jawab PTUN dalam pengawasan
eksekus| perkara.

EPK merekomendasikan kepada:

e Sekretaris MA untuk menyiagkan dukungan SIP yang mendukung
pelaksanaan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan
kasasi dan PK secara elektronik.

e Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Megara
agar mensiapkan pedoman teknis yang mengatur tentang tahapan
pelaksanaan dan baku mutu pengawasan eksskusi setelah penetapan
eksekus| diterbitkan hingga pengawasan eksekusi dinyatakan selesal.

e Ketua PTUN terkait sgar menarbitkan penetapan putusan BHT segera
satu hari setelah jangka waktu upaya hukum terlewati.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektvitas pelayanan peradilan tata

usaha negara mengungkapkan 25 temuan yang memuat 41 permasalahan
ketidakefekiifan.

Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran
Hode Elik dan Pedoman Perilaku Hakim

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penanganan laporan masyarakat
(PLM) terhadap dugaan pelanggaran kods etk dan pedoman perilaku
hakim (KEPPH) tahun 2022 dan 2023 (s.d. triwuian 1] dilaksanakan pada
Komisi Yudisial dan Instansi terkaft.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 — reformasi
birokasi dan tata kelola, khususnya KP 2 — transformasi pelayanan publik,
16 e Selain ftu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK

e [
i

Rl Mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-
16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang
efextif, akuntabel, dan transparan dj semusa tingkat.
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Komisi Yudisial telah melakukan upaya dalam meningkatkan efekiivitas
PLM, antara lain:

* Nenetaphkan peraturan/kebijakan dan SOP terkait PLM.

& Memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi
Penanganan Laporan Masyarakat {(SIPLM).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih  ditemukan
permasalahan yang apabila tdak segera diatasi oleh Komisi Yudisial (KY),
maka dapat memengaruhi efekiiyitas PLM terhadap dugaan pefanggaran
KEPEH, antara lain:

e Penatausahaan laporan masyarakat belum memadai, antara lain
1) Terdapat regulasi dan kebijakan yang belum disesuaikan dengan
perubahan organisasi dan tata kelola seria belum mengatur jangka
waktu penyampaian tanggapan oleh KY kepada pelapor; 2) indikator
kimerja dalam LAKIP 2022 pelum sepenuhnya sesual dengan Standar
Pelayahan Publik KY dan Peraturan KY Momor 2 Tahun 2015; dan 3)
Penginputan data, verifikasi, dan otorisas! secara berjenjang SIPLM
Beium seluruhnya lengkap dan valid, serta belum memadai. Akibatnya,
kinerjs PLM tidak dapat diukur secara menyeluruh, pelaper belum
menerima pelayanan penanganan dengan tepat waktu, LAKIP Biro
Pengawasan Perilaku Hakim (Waskim) tidak menggambarkan capaian
kinerja yang sebenarnya, serta data pada apiikasi SIPLM belum dapat
menyediakan infermasi yang mutakhir.

e Pembuktian laporan masyarakat dan pemantauan persidangan belum
efektif, antara lain 1) ladwal pelaksanaan sidang panel dan plenc
Beium optimal dan melebihi standar waktu yang ditetapkan, 2] Proses
penandatanganan pefikan dan putusan sidang plenc diselesaikan
perlarui-larut, dan 3} Pelaksanaan pemantauan persidangan melalui
surat tidak sesuai dengan definisi pemantauan menurut Peraturan KY
Momor 2 Tahun 2015. Akibatnya, pelaksanaan penjadwalan sidang
panel dan pleno tidak efekdif, penyelesaian PLM fidak tepat walkdu, dan
hasil pemantavan persidangan secara tidak langsung berpotensi tidak
sesual dengan kondisi yang sebenarnya.

e Penyelesaian hasll penanganan laporan masyarakat belum tepat
waktu, dimana Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 dan 50P Persidangan
Momor 8.3.AK_d sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi.
Akibatrya, pelapor maupun terlapor terlambat menerima informasl
hasil akhir PLM.
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BPK telah merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal KY agar
perkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota KY, terkait

o Pemutakhiran dan penyusunan peraturan serta SOP PLM dan
Penghubung. KY, di tahapan penerimaan s.d. verifikasi yang
menyesuaikan dengan perkembangan organisasi, menetapkan
Instrumen untuk mengukur pelaksanaan PLM dan menyusun pedoman
yang mencakup jangka wakiu penyelesaian PLM pada tahap verifikasi
untuk memastikan pengukuran indikator yang jelas, serta melakukan
monitering atas penginputan dan verifikasi data PLM dan pemantauan
persidangan dalam aplikasi SIPLM.

o Pemutakhiran dan penyusunan Peraturan KY tentang pedoman
pelaksanaan persidangan dan pemeriksaan terlapor yang disesuaikan
dengan perkembangan organisasi termasuk penyusunan standar wakiu
pelaksanaan kegiatan sidang panel, pemeriksaan terlapor, dan sidang
plena, serta memutakhirkan draft Peraturan KY fentang Pemantauan
Persidangan yang diantaranya mengatur fentang instrumen yang
digunakan datam melaksanakan pemantauan.

e Penatsan dan penyusunan pedoman PLMW khususnya pada tahapan
penyelesaian hasll penanganan laporan, meliputi penandatanganan
petikan/salinan putusan sidang (panel dan pleno) dan penyampaian
surat pemberitahuan sgar dipastikan ketersediaan standar wakiu
sebagai Indikator yang jelas dan terukur serta melakukan monitaring
dan evaluasi atas lamanya proses penyampaian hasil PLM,

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekiivitas penanganan laporan
masyarakat terhadap dugasn pelangzaran kode etik dan pedoman
perilaku hakim mengungkapkan 3 temuan yang memuat 11 permasalahan
ketidakefektifan.

Manajemen Pemasyarakatan

PEMERIKSAAN kinerja atas manajemen pemasyarakatan tahun
2020-semester | 2023 dilaksanakan pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Kermenkunmham) seria instansi terkalt fainnya.

Pemeriksaan manajemen pemasyarakatan dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 4 - reformasi birakrasi dan tata kelola, khususnya KP
3 - penataan kelembagaan dan proses bisnis. Selain ftu, ERCHREERE
pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendoronz [ty
pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama y;
target 16.5 mengembanzkan lembaga yang efekiif, akuntabel,

dan tranzparan di semua Sngkat.
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Kemenkumham dhi. Ditfjen Pemasyarakatan telah melakukan upays
dalam menanggulangi permasalahan terkait manajemen pemasyarakatan,
antara lain:

o Telah melakukan inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
{RPP) tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban
tzhanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan (WEP).

o Nelakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Kependudukan
dan Pancatatan Sipil Kementerian Dalam MNegerl (Ditjen Dukcapil
Kemendagri] terkait pemanfaatan Nomaor Induk Kependudukan, data
kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup
tugas pemasyarakatan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya Kemenkumbam dhi.
Ditjen Pemasyarakatan dalam menanggulangi permasalahan terkait
manajemen pemasyarakatan belum dilaksanakan secara efekiif. Hal ini
ditunjukkan cleh permasalahan, antara laim;

o [itjen Pemasyarakatan dalam melakukan upaya pengurangan
kelekihan kapasitas padsa lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah
tahanan (rutan) belum optimal, antara lain belum adanya kajian terkait
restorative justice {R1) pada tahap pasca-adjudikasi dan RPP fantang
syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewsjiban tahanan, anak, dan
WBP, yang mengatur asimiiasi dan remisi cuti bersyarat, cuti menjelang
bebas, dan pembebasan bersyarat belum ditetapkan menjadi Peraturan
Pemerintah [PP). 5elain itu, terdapat narapidana tindak pidana korupsi
yang mendapatkan remisi setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2022 yang tdak mensyaratkan pelunasan denda/uang
pengganti, serta indikasi narapidana keluar mendahului tanggal Surat
Keputusan Integrasi. Akibatnys, penanggulangan kelebihan kapasitas
pada lapas dan rutan belum efekdif, dan terdapat indikasi pemberian
remisl dan pengeluaran WBP secara tidak sah.

e [itjen Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan
dan pembimbingan WBP anak, danfatau klien pemasyarakatan
pelum optimal, aniara lain sebanyak 1.133 anak dan anak binaan
belum miendapatkan pendidikan di 207 unit pelaksana teknis (UPT)
pemasyarakatan, serta pembimbing kemasyarakatan (PK) dan asisten
pembimbing kemasyarakatan (&PK) belum menyusun program
pembimbingan klien secara jelas dan komprehensif. Selain itu, jumiah
pembimbingan yang dilaksanakan oleh pemda masih sangat minim
dan terdapat balai pemasyarakatan (bapas) yang belum pernah
menyelenggarakan kerja sama dengan pemda setempat sebanyak 30
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bapas. Akibatnya, hak anak dan anak binaan atas pendidikan tidak
terpenuhi secara optimal danterdapat klien yang belum mendapatkan
bimbingan kemandirian sampal dengan bebas murni.

e Ditjen Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan penyimpanan benda
sitaan negara (basan) dan barang rampasan negara (baran) belum
optimal, antara lain regulasi tentang kewenangan rumah penyitaan
benda sitaan negara (rupbasan) dalam mengelola basan dan baran
rmasih lemah dan belum dipedomani ofeh seluruh institusi terkait. Selain
itu, koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi dengan aparat penegak
hukum (APH) hanya dilakukan terkait dengan data dan informasi basan
dan baran di rupbasan, serta belum terdapat tindak lanjut. Akibatnya,
gudang penyimpanan rupbasan belum digunakan secara optimal, dan
rupbasan tidak mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi basan dan baran
yang disimpan APH,

EPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asas
Manusia, antara lain agan

o Memerintahkan Dirjen Pemasyarakatan:

k Menyusun kajian mengenai R) pada tahap pasca-adjudikasi secara
komprehensif; berkoordinasi dengan Dirjen Peraturan Perundang-
undangan untuk segera memproses dan menerbitkan PP tentang
syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak,
dan WEP; dan melakukan evaluasi dan kajian secara menyeluruh
atas pelaksanasn remusi dan integrasi di UPT serta hambatan-
hambatan dalam pelaksanaannya.

b Menyusun Memorandum of Understonding (Moll] dan perjanjian
kerja sama dengan Kementerian Dalam Megeri seria Kementerian
Pendidikan Kebudayaan Riset dan Telnologi terkait dukungan
pemda dan kementerian terhadap pendidikan ansk dan anak
binaan di lemiiaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA), lapas dan
rutan, serta pembimbingan klien.

e Melskukan pembahasan dengan KPK, Kejaksaan dan Poiri serta instansi
terkait lainnya mengzenai kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi
rupbasan dalam RUU KUHAP dan/fatau peraturan turunannya agar

pengelolaan basan dan baran dapat dilaksanakan secara skonomis,
efisien dan efekif.

Hasil pemeriksaan  kinerja atas managjemen pemasyarakatan
mengungkapkan 4 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan
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tersebut meliputi 1 permasalahan kefidakhematan sebesar Rpl57.46
juta, & permasalahan ketidakefekiifan, 2 permasalahan ketidakpatuhan
sebesar Rp215,95 juta.

Penoeloiaan PNBP Pendapatan Penelitian/Risel dan
Pengembangan limu Pengetahuan & Teknologi

PEMERIKSAAN kinerjaatas efekbivitas pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak [PNBP} Pendapatan Penelitian/Riset dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2022 s.d. trivvulan Il tahun 2023
dilaksanakan pada Badan Riset dan Inovasi Masional (BRIN) dan instansi
lain terkait.

Pemeriksaan pengelolaan PNBP pendapatan peneliian/riset dan
pengemibangan ilmu pengstahuan dan teknologi dilakukan uniuk
mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasl birckrasi dan tata kelola,
khususnya KP 3 penatsan kelembagaan dan proses bispis.
Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagal upays BPK
mendarong pemerintah dalam mencapal TPE yaitu tujuan ke-
16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang
eiekiif, akuntabel, dan transparan di semua tingksat.

ITTRAM I T
[T M

BRIN telah melakukan upaya pengelolaan PNEP antara lain:

o Melakukan perencanaan PNBP yang telah memperhatikan Rencana
Jangka Pendek dan jangka Menengah dan dituangkan di dalam Rencana
Straiegis (Rensira), seria telah dialokasikan pada satker-satker terkait.

e Menggunakan sisteminformasi, antara fain e-Layanan Sains (ELSA|) dan
Intpdagu, untuk memparmudah dalam memberikan layanan kepada

penRgguna.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang
apabilatidaksegera diatasi oleh BRIN, maka dapatmemengaruhiefektivitas
pengelolaan PNBEP Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi. Permasalahan tersebut antara lain:

¢ BRIN belum menyusun roodmop dalam rangks pengelolaan PNBEP
sehingga belum dapat menyusun strategl yang. sistematis dalam
rangka pengelolaan PNBP Hal tersebut memunculkan permasalahan
antara lain strategi pemenuhan sarana pendukung dalam pangelolaan
PMEP belum memadai, dan PNBP yang berasal dari hasil riset dan
inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat/industri masih rendah.
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Akibatnya, penyusunan kebijjakan terkail perencanaan, pelaksanaan,
dan monitoring PNBP tidak memiliki arah dan pedoman yang jelas
terutama dalam hal pengelolaan PNBP hasil riset dan inovasiserta BLU
Pusat Pelayanan Teknologl (Pusyantzak).

® BRIN belum memiliki pedoman dalam penyusunan perjanjian kerja
zama terkait pengelolaan PNEP dangan mitra kerja sama. Hasil
pemeriksaan menemukan heberapa permasalahan antara lain BRIN
belum mengatur lebih lanjut terkait pedoman kerja sama pengelolaan
PMNEP melalui PKS dengan mitra. Penunjuxan Mitra Kerja Sama di
lingkungan BRIN tidak dilaksanakan melalui tahapan persetujuan
Menteri Keuangan, dan Rencana PNBP balum disusun s2cara realistis
dan optimal. Akibatnya, PKS Pengelolaan PNEP antara BRIN dengan
mitra kerja sama berpotensi menjadi sengketa hukum, imbal jasa yang
dituangkan dalam perjanjian kerja sama bukan merupakan nilai yang
terbaik, dan mitra kerja sama BRIN berpotensi fidak melaksanakan
kewajibannya (wanprestasi) sehingga BRIN fidak memperoleh
pendapatan sesual haknya,

® Pelaksanaan monav atas lisensi dan royald belum sesual ketentuan,
Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan money  terkait
kerja sama lisensl belum optimal dan monev terkait pelaksanaan
PNEP atas lisensi dan royalti belum memadai. Akibatnya, BRIN tidak
gdapat menentukan farget dan tidak dapat menyusun perencanaan
pengeiolaan PNBP atas lisensi dan royall secara terukur, serta tidak
dapat mengidentifixasi permasalahan dalam pengelolaan PNEP secara
akurat.

EPK telah merskomendasikan kepada Kepala BRIN, agar:

e Menyusun roodmaoo pengelolaan PMBP yang mengatur strateg
{kebijakan) pemenuhan sarana pendukung pengelolaan PNEPR, target
pemantaatan hasil riset dan inowvasi oleh masyarakat, seria kebijakan
penzelolaan PNEBR

® NMenyusun pedoman/panduan dalam rangka pengelolaan PNEBP
yang mengatur tantang bentuk kerja sama sebagal jasa layanan atau
pemanfaatan barang millk negara, penunjukan mitra, penentuan imbal
jasa, dan penyusunan target PNEP mitra kerja sama,

e Nenetapkan pedoman alih teknologl yang mengatur penyusunan
pedoman pelaksanaan monitoring lisensi dan royalt dan melaksanakan
maonitoring secara periodik.
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Hasil pemeriksaan kinerja atas efekDvitas pengelolaan PNBP
Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan llmu Pengetahuan dan
Teknologi mengungkapkan 16 temuan yang memuat 17 permasalahan
ketidakefekitifan,

Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PEMERIKSAAN kinerja atas efekiivitas tata kelola Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)/Sustoinable Development Goals (SDGs) tahun 2020
=.d. semester | tahun 2023 dilsksanakan pada Kementerian Perencanaan
Pembangunan Masional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
[Kementerian PPN/Bappenas) dan instansi terkait lainnya.

Femeriksaaninidilakukanuntuk mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasi
birokrasi dan tata kelels, terutama KP ke-3 yaitu penatsan kelembagaan
dan proses bisnis. Pemeriksaan ini jugza dilakukan sebagai 16
upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan
TPB ke-16 terutama target ke-5, yaitu mengembangkan
lembaga yang efekif skuntabel, dan transparan di semus
tingkat.

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan wupaya dalam
implementasi TPB/SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional, di
antaranya: 1) Penandaan (fogging} pada anggaran program/kegiatan yang
berkorelasi dan mendukung upaya pencapaian TPB/SDGs pemerintah
pada aplikasi Krisna; dan 2) Penyediaan wahana berbagi informasi prakiik
baik (best proctices) kegiatan TPB/SDGs, literasi, serta penyelenggaraan
5DGs Annua! Conference dan SDGs,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan berikut tidak
segera digtasi, maka dapat memengaruhi efekiivitas tata kelola TPB/SDGs
di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain:

» Arahdan kebijakan/strategi pembangunan nasional belum sepenuhnya
diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana
Aksi Daerah [RAD) TPB/SDGs. Hasil pemeriksaan atas penyusunan
RAN dan RAD TPB/SDGs diketahui bahwsa program/kegiatan yang
dimuat belum sepenuhnya melibatkan stokeholder terkait yang
ditunjukkan dengan (1) Masih adanya perbedaan K/L pelaksana TPB/
SDGs antara Perpras 59 Tahun 2017 dan RAN TPB/SDGs 2021-2024;
(2) Hanya terdapat 8 BUMN yang furut berkomitmen dalam RAN
dan RAD TPB/SDGs 2021-2024; dan (32) Tidak terdapat keterlibatan
pemda dalam penyusunannya. Selain itu, indikator sasaran dan target
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indikator RAN dan RAD TPB/SDGs 2021-2024 belum sepenuhnya
selaras dengan RPIMN 2020-2024 dan sasaran TPB/SDGS nasional dan
daerah. Akibatnya, target dan kontribusi capaian TPB/SDGs nasional
dan daesrah berpotensi tidak tercapal serta data capaian TPB/SDGs
berpotensi tidak dapat digunakan sebagai dasar evaluasi TPB/SDGs.

& Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGS
belum dilaksanakan secara menyeluruh, tepat wakiu, dan konsisten,
Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan pemantauan dan evaluasi
belum mencakup seluruh data capaian indikator TPB/SDGs, dan
belum sepenuhnya dilakukan pada program, kegiatan, dan keluarzn
(output) yang dibiayai dari APBN, APBD dan nonpemerintah. Lebih
lanjut, laporan pemantauan TPBE/SDGs terlambat diterbitkan atau
tidak sesuail dengan Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Edisi
Il, dan atas laporan tersebut Juga belum disampaikan kepada Presiden
seizku Dewan Pengarah. Selain itu, ketidakkonsisienan terjadi
dalam panyusunan laporan evaluasi/capaian pelaksanaan TPB/SDGs
tahunan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang tidak diawali dengan
penyampaian laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dari K/L
Akibatnya, pengambilan keputusan dalam menyusun langkah-langkah
penyelesaian dan parbaikan RAN dan RAD TPB/SDGs berpotensi idak
akurat dan relavan.

BPK  merekomendasikan  Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku
Koordinator Pelaksana TPB/SDGs agar memerintahkan Ketua Tim
Pelaksana TPE untuk:

e Menyusun dan menetapkan mekanisme penyelarasan indikator TPB/
SDGs dengan kebijakan/strategi pembangunan dan indikator sasaran
RPIMIN.

e lebih proakof dalam berkoordinasi dengan kementerian/iembaga
dan pihak terksit lainnya dalam penyediaan data indikator TPB/
5SDGS dan pelaporan kemajuan capaian TPB/SDGS di masing-masing
kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan kinerja tata kelola Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  (TPB)/Sustainagble  Development Goals  (5DGs)
mengungkapkan 11 femuan yang memuat 12 permasalahan
ketidakefektifan.
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Pemoligian Masyarakal melalul Bhabinkamlibmas

PEMERIKSAAN kinerja atas efekfivitas pemolisian masyarakat
melalul Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Bhabinkamtibmas) tahun 2022 s.d. triwulan 11l 2023 dilaksanakan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Palri).

Pemeriksaan pemolisian masyarakat melslui  Bhabinkamtibmas
dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 - menjaga stabilitas
keamanan nasional, khususnya KP4 - penguatan keamanan dan ketertiban
masyarakat, Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagal
upaya BPK mendorong pemerintal dalam mencapai TPE,
yaitu tujuan ke-16 terutama target ke-16,1 secara signifikan
mengurangl segala bentuk kekerasan dan ferkait angks
kematian dimanapun.

Paolri telah melasksanakan berbagal upays dalam rangka pemaolisian
masyarakat melalui Bhabinkamtibmas, antara lain:

o NMenerbitkan Peraturan Poiri tentang Pemolisian Masyarakat dan
Peraturan Kapolri tentang Bhabinkamtibmas.

& Menyelengzarakan pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas
melalui pendidikan dan pelatihan.

EPK  menyimpulkan bahwa Pemaolisian Masyarakat melalui
Bhabinkamtibmas belum efektf pada enam aspek, yaitu regulasi/
kebijakan/peraturan, struktur organisasi, sumber daya manusia,
pelaksanaan pemolisian masyarakat, anggaran serta sarana dan prasarana,
dan pelaporan, monitoring, dan evaluasi sshingga atas permasalahan
yang ditemukan perlu segera ditindaklanjuti, antara lain:

e Palaksanaan pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas belum
chiatur dalam struktur organisasi dan tata kerja Poln secara memadai.
Penjabaran tugas dan fungsi sefiap unit dalam Susunan Organisasi dan
Tata Karja (SOTE] Polri belum secara eksplisit mengatur keberadaan
Bhabinkamtibmas dalam struktur organisasinya, dalam hal ini Polri
beium dapat mendefinisikan status Bhabinkamiibas secara jelas apakah
merupakan jabatan, pelaksana, atau fungsional. Hal ini mengakibatkan
strategl pemenuhan jumiah Bhabinkamtbmas belum diformulasikan
dengan baik dan pola pembinaan serta pengembangan kompetensi
belum dapat dilakukan secara memadai.
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o Penentuan Jjumiah Bhabinkamtbmas belum melalui analisis
kebutuhan. Pemenuhan komponen acuan  “saiu desa  satu
Bhabinkamtibmas" belum didukung analisis beban pelaksanaan tugas
dengan mempertimbanzkan kekuatan personel atau kondisi wilayah
penugasan. Selain itu, pemenuhan jumiah Bhabinkamtibmas juga
beium didukung strategi yang memadai pada fingkat Markas Besar
(Mabes] Polri dan Kepolisian Daerah {Polda) dan bezetting belum
dizusun sebagal pendukung penyusunan strategl pemenuhan jumlah
Bhabinkamtibmas. Hal ini mengakibatkan pemetaan kebutuhan jumiah
Bhabinkamtibmas pada SOTK dan Daftar Susunan Personel Palr belum
ditetapkan.

e Pendidikan Pengembangan Spesialisas {Dikbangspes)
Bhabinkamtibmas. belum memenuhi  kebutuhan peningkatan
kompetensi Bhabinkamtibmas karena keterbatasan kapasiias didik
Pusat Pendidikan {Pusdik] Pembinaan Masyarakat (Binmas). Terlihat
dari kondisi barak, ruang kelas dan sarana prasarana pendukung
rusak/tidak layak digunakan sehingga tidak dapat mendukung kegiatan
helajar mengajar serta kurangnya tenaga pendidik pada Pusdik Binmas
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdikiat) Polridan seleks] peserta
didik yang belum memperhatikan pemenuhan syarat peseria serta
urutan/prioritas sesuai pemetaan kompetensi Bhabinkamtbmas. Hal
ini mengakibatkan pemenuhan kompetensi Bhabinkamtibmas belum
iercapal secara optimal,

BPK merekomendasikan kepada Kapold antara  lain agar
menginstruksikan:

e Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) untuk membuat
kajlan dalam rangka menentukan status dan posisi kelembagaan
Bhabinkamtibmas dan menyampaikan hasilnya kepada Siaf
Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri.

e Kakorbinmas untuk menentukan jumiah kebutuhan Bhabinkamtibmas
rmelalui analisis beban pelaksanaan tugas dan Asisten Kapolri Bidang
Sumber Daya Manusia (&s SDM] menyusun strategl pemenuhan
kebutuhan Bhabinkamitibmas yang diterapkan pada masing-masing
Polda dengan memperfimbangkan status dan posisl kelembagaan
Bhabinkamtibmas,

e Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polr untuk
menyusun strategi optimalisasi kucta Dikbangspas Bhabinkamtbmas
pads Pusdik Binmas atau Satuan Pendidikan {satdik) lainnya serta
renginstruksikan As SDM unfuk membuat petunjuk dan arahan
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kepada Biro SDM (RoSDM) Polda terkait penyusunan dotobaose
pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas dan melakukan evaluasi
atas penyelenggaraan seleksi Dikbangspes Bhabinkamtibmas pads
masing-rnasing Polda.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pemaolisian masyarakat melalui
Bhabinkamtibmas mengungkapkan 10 femuan yang memuat 12
permasalahan ketidakefekitifan,

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk
pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS |l Tahun 20232
memuat 23 laporan hasil pemeriksaan (LHP] Kepatuhan pada pemerintah
pusat, yang dilakukan pada 24 kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 2% obrik pads pemerintah pusat
menyimpulkan pengeiolaan kegiatan ielah dilaksanakan sesual dengan
kriteria pada 4 (13%]) obrik dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada
26 (87%) obrik (terdapat 1 LHP yang memiliki 2 kesimpulan).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 2254
temuan yang memuat 306 permasalahian. Permasalahan tersebut meliput
201 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 265 permasalahan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
(selanjutnys disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp542,80 miliar, dan 40
permasalahan kehdakhematan, kehidakefisienan, dan ketdakefektifan
(3E) sebesar Rpd27,57 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas
yanz diperiksa telah menindaklanjut ketidakpatuhan tersebut dengan
menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp27%,55 miliar
Hasil ini disajikan pada Gambar 1.4,

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada pemerintah
pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada Lompiron 8.2, 5ementara
itu, rekapitulasi per hasll pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat
selengkapnya disajikan dalam Lompiran 2.2 pada flosh disk,

Selain ftu, IHPS 1l Tahun 2023 juga memuat hasil penghitungan kerugian
negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PEA).
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GAMBAR 1.4
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN

PADA PEMERINTAH PUSAT
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PEMEriisaan Kepalunan

HASIL pemeriksaan kepatuhan yang dilaporkan pada [HPS Il Tahun
2023 pada pemerintah pusat, dibagi menjadi lima tema, yaitu: (1)
Penguatan ketahanan ekonomi; (2) Pembangunan sumber daya manusia;
(3) Panguatan infrastrukiur; (4) Pembangunan lingkungan hidup; serta (5)
Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Penguatan Hetahanan Ekonomi

PADA semester |l tahun 2023 BPK ieslah menyelesaikan 16 LHP
Kepatuhan atas iema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu: (1] Kerja
sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspar nasional;
(2) Pengelolaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; serta (3)
Pengelolaan pendapatan dan bealanja,

Herja Sama Perdagangan Inlernasional dan Pengsembangan

Ekspor Mazional

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) memiliki tugas dan fungsi di
bidang perdaganzan internasional antara !8in terkait peningkatan akses
pasar parang dan jasa di forum internasional serta pengembangan ekspor
nasional. Tugas tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen)
Perundingan Perdagangan Intarnasional [PPI) dan Ditjen Pengembangzan
Ekspor Nasional (PEN).

Pada semester || tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil
pemeriksaan kepatuhan atas kerja sama perdagangan internasional dan
pengembangan ekspor nasional tahun 2022 s.d. semester | 2023 pada
Kemendag dan instansi terkait [ainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk
mengawal pelaksanasn PP 7 — ekspor dan penguatan tingkat komponen
dalam negeri (TKDN), khususnya KP 1 — diversifikasi, nilai tambah, daya
zaing produk ekspor dan jasa, serta KP 2 - akses dan pendalaman pasar
gksporn Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya TR
BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPE ke-3,
khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan
ekonomi per kapita sesual dengan kondisl nasional.

Hasll pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama
perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional tahun
2022 s.d. semester | 2023 pada Kemendag itelsh dilaksanakan sesual
kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan,
antara laim:
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e Kegiatan fasilitasi ekspor dan
promosi  perdagangan pada
Ataze Perdagangan Berlin,
Atase Perdagangan Paris, dan
Indonesian Trode Promotion
Center (ITPC) Hamburg
belum optimal, seperti: (1)
Laporan kegiatan pameran
perdagangan yang disusun
Atase Perdagangan Pariz dan
ITRC Hamburg tTidak memiliki
data terkait nilal il ekspor
dari hasil promosi dagang dari
pelaku usaha yang mengikut
pameran, serta terjadi tren |
penurunan ekspor ke negara |
Perancis. dan derman; (2)
Kegiatan pameran di Perancis |
dan Jerman tanpa keterlibatan o
dan koordinasi dengan Atase
Perdagangan Paris, Atase Perdagangan Berlin, maupun ITPC Hamburg;
dan (3] Terdapat hambatan ekspor atas beberapa produk Indonesia ke
lerman. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai realisasi transaksi
ekspor pada pameran di Perancis dan lerman fidak dapat dievaluasi,
serta penyelesaian permasaiahan ekspor terlambat.,

BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan
Sekretariz lenderal untuk menginstruksikan Atase Perdagangan Paris,
Aiase Perdagangan Berlin dan Kepala ITPC Hamburg untuk lebih
optimal dalam melaporkan nilai realisasi ekspor kegiatan pameran
dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain dalam
penyelenggaraan pameran dagang, serta membuat tindak [anjut
penyelesaian hambatan ekspor

e Tim Perencana Pelaksanzan Swakeslola Free Trode Agreement (FTA)
Center tidak cermat dalam menyusun rencana anggaran biaya seria
Tim Pengawas Pelaksanaan Swakelola FTA Center tidak cermat dalam
melakukan pengawasan atas pencapaian target yang terivang pada
kerangka acuan kerja/kontrak pada FTA Center Semarang dan Makassar
tahun 2022, Hal tersebut mengakibatkan terdapat realisasi belanja FTA
Center yang tidak tepatl sasaran, serta hasil monitoring dan evaluas|
belum dapat digunakan sebagai bahan pengawasan pencapaian kinerja
kegiatan FTA Center Semarang dan Makassar,
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BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan
Dirgkturlenderal PPluntuk memberikan sanksisesuaidengan ketentuan
kepada Tim Perencana dan Tim Pengawas atas ketidskcermatanmya
dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam menyusun RAB dan
mengawasl capaian indikator kinerja layanan berdasarkan ouput dan
gutcome kegiatan yang telah disepakat.

Secara keseluruhan nhasil pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan
kerja sams perdagangan intemasional dan pengembangan ekspor
nasional mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan.
Permasalahan terssbut meliputt 4 kelemahan SPl, 4 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar Rp633,25 juta dan 3 permasalahan 3E. Selama
proses. pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti
rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar
Rp360,02 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kerja
sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional
disajikan pada Lempiran 8.2,

Penselolaan Peninukatan Penggunaan Produk Dalam Hegeri

PENINGKATAN penggunaan produk dalam negeri (P3DN) bertujuan
untuk memberdayakan Industri dalam negeri dan memperkuat struktur
industri. Pemerintah terus mendorong program P3DN dengan membuat
peraturan yang memuat kewajiban untuk menggunakan produk dalam
negeri yaitu, Peraturan Pemerintah Momor 23 Tahun 2018 dan ketentuan
pelaksanaannya. Praduk dalam niegeri wajib digunakan oleh kementerian/
lembaga/pemda apabila sumber pambiayaannya berasal darl APBN, APED
termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri, BUMN,
BUMD, badan usaha swasta yang pembiayaannya berasal dari APBN,
APBD dan/atau melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan swasta
dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Implementasi program P30N dinilal dapat memberikan ruang bagi
indusiri nasional untuk meningkatian kapasitas produksl serta kuaiitas
barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri
di pasar Internasional. Sedangkan, dalam aspek untuk mengurangi
ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga
menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.

Dalam rangka pelaksanaan P3DN, Pemerintah membentuk: (1)
Tim Masional P3DM, yang diketual oleh Meanterl Koordinator Bidang
Kemariiman dengan susunan keanggotaan berasal darl menteri dan
kepala K/L terkait, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Indonesia/KADIN,. Dalam Tim Masional P3DN ini, Menteri Perindustrian
menjabat sebagai Ketua Harlan; (2) Pusat P3DN, yang merupakan satuan
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kerja di bawah Menteri Perindustrian; dan (3) Tim P3DN, yang dibentuk
pada sefiap pengzuna produk dalam neger (PON) yang beranggoiakan
wakil darl unsur pemerintah pusat atau pemearintah daerah dan unsur
dunia usaha.

Selaimitu, untuk mendukung percepatan penggunaan PDN dan produk
usaha mikro, kecil, dan koperasi [UMEK), Pemerintah menerbitkan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yang antara lain menginstruksikan
kepada Lembaza Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah (LKPP)
untuk memperbanyak pencantuman PDN dan produk UMEKEK pada katalog
elekironik dan toko daring.

Pada semester Il tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 2 laporan hasil
pemeriksaan kepatuhan yang terkail dengan pengelolaan PIDN, yaiiu:
{1) Pengelolaan P3DN semester || tahun 2021 s.d. semester | tahun 2023
pada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya; dan (2)
Pengelolaan katalog elekironik nasional seria pembinaan pengelolaan
katalog elektronik sektoral dan lokal dalam mendukung percepatan
penggunan PDN dan produk UMEKEK tahun 2022 s.d. semester | tahun 2023
pada LKPP dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan atas pengelolaan P3DN dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 7 — ekspor dan penguaian tingkst komponen dalam
negeri (TKDM), khususnya KP 4 — kandungan dan penggunaan produk

m dalam negerl, Selain ftu, pemeriksaan ini dilakukan sebagal
upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-
8, khususnya target 8.1 - mempertahankan periumbuhan
ekonom per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan P3DN
telah dilaksanakan sesuai kriterla dengan pengecualian pada 2 obrik.
Permasalahan signifikan yang ditemukan, antara lain:

o Pengelolasn informasi rencana kebutuhan dan realisasi peningkatan
penggunaan produk dalam negeri oleh Tim P3DN K/L/pemda/
BUMN/BUMD belum sesual ketentuan, yang meliputi; (1) Tim P3DN
belum terbentuk di 87 K/L/pemda; (2) Laporan realfisasi P3DN yang
dilaporkan kepada Presiden tidak didasarkan pada data dari Tim P30ON;
serta (2) Tujuan dan sistem informasi pelaporan realisasi PON dan
rencana kebutuhan barang/jasa Tim P2DN berbeda-beda. Hal tersebut
mengakibatikan pencapaian tujuan program P3DN tidak optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menter]
Perindustirian agar: {1} Memerintahkan Kepala Pusat P3DM untuk
lebih proaktif dalam mengusulkan konsep baru (redesign) tugas Tim
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Masional P3DN dan Tim P3DN K/L, pemda, dan BUMN/D; dan (2]
Memerintahkan Sekretaris jendera! selaku Sekretaris Tim MNasional
P3DM untuk berkoordinasi dengan Ketua Pokja Sosialisasi Timnas
P3DM dan Ketua Pokja Pemantauan Timnas P3DN agar lebih optimal
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagal Tim Pokja.

e DProses seleksi persyaratan administrasi calon lembaga wverifikasi
independen (V1) tidak sesuai ketentuan, yang meliputiz (1) Penerbitan
sertifikat Verifikator TKDN dikeluarkan oleh Kepala Pusat P3DN dan
bukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); (2) Belum terdapat
standar Kompetansi Kerja Nasional Indonasia (SKKN1} untuk Verifikator
TKDMN; serta (3) Tidak terdapst ketentuan pada Peraturan Menteri
Perindustrian Nomaor 43 Tahun 2022 yang mengatur syaral peseria
seleksi LI berupa pernyataan cfearonce tidak masuk daftar hitam. Hal
inl miengakibatkan VI yang terpilih berpotensi fidak layak dan Gidak
memenuhi syarat.

BPE merekomendasikan kepadas Menteri  Perindustrian  agar
memerintahkan Kepala Pusat P30ON untuk: (1) Berkoordinasi dengan
Biro Hukum agar meninjau kemball ketentuan Peraturan Manter
Parindustrian Nomor 43 Tahun 2022; dan (2) Berkcordinasi dengan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan K/L terkait
penstapan SKKN| dan pemibzentukan LSP,

e Pengelolaan katalog elektronik nasional belum sepenuhnya sesuai
ketentuan, di antaranya: (1) Kualifikasi jenis usaha dengan mengacu
pada PP MNomor 7 Tahun 2021 belum diperbahamui oleh penyedia;
(2) Pemberian label UMKK kepada penyedia tidak sesuai ketentuan,
seperti produk berlabel UMEKK diberikan kepada penyedia dengan
kualifikasi usaha menengah; serta (3} Informasi nilal TKDN produk
tayang pada katalog elektronik tidak sesuaidengan sertifikat TKDM yang
diterbitkan Kementerian Perindusirian. Hal taersebut mengakibatkan
poiensi kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] dalam mematuhi
ketentuan untuk menggunakan produk darl penyedia dengan kualifikasi
usaha mikro, kecil, dan koperasi serta pengguna katalog elekironik
tidak memperoleh informasi yang akurat terkait produk ber-TKDM
dalam rangka memprioritaskan PDMN dalam melakukan pengadaan
melalui kataloz elekironik.

BPK merskomendasikan kepada Kepals LKPP antara lain agar
memerintahkan Depufi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
untuk menginstruksikan Direktur Pasar Digital Pengadaan supaya
mengembangkan fitur pada aplikasi katalog  elektronik  untuk
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pengendalian batasan nilaj transaksi pada penyedia dengan kategori
mikro-dan kecil, fitur untuk keakuratan data TKDN, dan fitur untuk
pemberian label penyedia dan label produk pada sistem katalog
elekironik sesual ketentuan yanz barlaku.

o Terkait monev dan tindak lanjut monsv diketahul permasalahan antara
fain: (1) Pengelola katalog elektronik nasional belum sepenuhnya
meiaksanakan moneyv ferkail kewajaran harga dan  kesesuaian
informasi nilal TEDN atas produk yang tayang pada katalog elekironik;
serta {2) Pengelola katalog elekironik nasional belum sepenuhnya
melaksanakan pemantauan potensi substitusi preduk impor sesuai
ketentuan, seperti terdapat produk ber-fogging PDMN dengan asal
negara dari luar Indanesia, belum melaksanakan pemantauan potensi
substitusi produk Impor berdasarkan spesifikasi teknis, fungsi dan/
atau kinerja yang sama maupun berdasarkan kapasitas produksi
dalam nezerl. Hal ini menagakibatkan Pejabat Pengadaan/PPK fidak
mempergleh infoermasi harga terbalk untuk menentukan kewajaran
harga produk dan berpotensi membeli barang yang fidak sesuai
dengan sertifikat TKDN yang sebenarnya, serta pemantauan substitusi
produk impor pada katalog elekiranik nasional berpotensi belum tepat
=3saran.

BPK merekomendasikan kepada Kepala LKPP di antaranya agar
membentuk/menunjuk unit kerja atau tim yang bertugas melaksanakan
evaluasi atas pelaksanaan monev katalog elektronik dan tindak
lanjutnya yang dilaksanakan oleh pengelols katalog elektronik nasional.

Secara kessluruhan hasil pemeriksaan kepstuhan atas pengelolazn
P3DN mengungkapkan 11 temuan yang memuat 15 permasalahan,
Permasalahan tersebut mellputi 12 kelemahan SPl, 2 permasalahan
kefidakpatuhan sebesar Rp337,80 juia, dan 1 permasalahan 3E sebesar
Rpl,45 miliar Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas terkait
telah menindaklanjut rekomendasi BPK dengan melakukan penyeioran
ke kas negara sebesar Rpl4dl 80 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas
pengeloiaan P3DMN disajikan pada Lampiran B.2,

Pengelolaan Pendapalan dan Belanja

PADA semester || fahun 2023, BPK telah menyelesaikan LHP Kepatuhan
atas pengelolaan pendapatan dan belanjz pemeriniah pusat terhadap
13 obrik pada 13 K/fL, antara lain Kementerian Sosial [Kemensos),
Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal (PUPR), Lembaza
Penyiaran Publlk TVRI (LPP TVRI), Kemenkumham, Mahkamah Agung
{(MA), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudrisiek]. Lingkup pemeriksaan meliput tahun 2021 - 2023,

m BAR 1 Hasil Poesr fheasn Pamaringh Prcat THPS [ Tahun 2027 enmmm—



Pemeriksaan pengeiolaan pendapatan dan belanja dilakukan untuk
mengawal pelaksanaan PP 8 — penguatan pilar pertumbuhan dan daya
zaing ekonomi, khususnya KP 5 - reformasi fiskal. Selain itu,
pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong
pemerintah dalam mencapal TPB ke-3, khususnyas target
8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapiia
sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengeloiazan pendapatan
dan belanja telah dilaksanakan sesual kriteria pada 2 obrik dan sesuai
iriteria dengan pengecuzlian pada @ obrik. Sementara itu, atas LHP
Pengelolaan Belanja dan Aset TA 2022 s.d. Semester | 2023 pada Badan
Kepegawaian Negara, BPK menyimpulkan pengelolzan belanja teiah
dilaksanakan sesual kriteria dan pengelolaan aset dilaksanakan sesual
kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagal berikut,

¢ Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako
Kemensos yang dilakukan bank penyalur tidak sesusi ketentuan,
seperti: (1) Terdapat saldo bansos atas 365.023 Keluarga Penerima
manfast (KPM|] yang fTidak bertransaksi sebesar Rp208,52 miliar
yvang belum dilakukan freeze saldo bantuan dan dikembalikan ke kas
negara; dan (2) Terdapat 71.779 KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) tidak
terdistribusi karena penerima mampu, menolak, meninggal, pindah,
dibawah umur, dan tidak ditemukan sebesar Rpl8,51 miliar yang
Belum dilakukan freeze saldo bantuan maupun pendebetan ke RPL
[Bekening Pemerintah Lainnya)/pengembalian ke kas negara.

Akibatnya, terdapat kekurangan penerimaan negara atas saldo bansos
yang belum disetor ke kas negara sebesar RpZ27,43 millar. Selama
proses pemeriksaan berlangsung, kKemensos telah menindaklanjuh
dengan melakukan penyetoran ke kas nagara sebesar Rp225,84 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan Menteri Sosial
agar memerintahkan: (1) Direktur lenderal Perlindungan dan Jaminan
Sasial (Dirjen Linjamsos) untuk melakukan penelitian terhadap KPM
dengan KKS yang tidak terdistribusi dan KPM yang tidak bertransaks
secara tepat wakiu sesuai ketentuan; dan (2] Bank penyalur untuk
melakukan freeze/pendebetan ke RPL atas KKS tidak terdistribusi dan
KPP tidak bertranzaksi serta melakukan pengembalian ke kas negara
sebesar Rp553,97 juta,

e Pelaksanaan pekerjaan fisik atas 96 paket pekerjaan pada Difjen
Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Cipta Karya yang
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dianggarkan melalui Belanja Modal pada TA 2022 dan Semesier
I TA 2023 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan,
antara lain kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi
teknis, kesalahan perhitungan pembayaran, dan penambahan biaya
atas kontrak lumpsum yang tidak dapat dibayarkan, serta denda
keterlambatan penyelesaian pererjaan yang belum ditarik dan
disetorkan ke Kas Megara. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayarzn
dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rpl66,27 millar dan
US55153,22 ribu, serta kekurangan penerimaan negara sebesar
Rp300,46 juta.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri PUPR
agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen SDA, dan Dirjen
Cipta Karya untuk mempertangoungjawabkan kelebihan pembayaran
sebesar Rpl66,27 miliar dan US5153,22 ribu melalui penyetoran ke
kas negara, atau memperhitungkan terhadap sisa pembayarzn
atau sisa pekeriaan yang masih harus dilaksanakan penyedia jasa,
atau melakukan perbaikan hasil pekerjaan sesual spesifikasi yang
ditentukan dalam kontrak, serta menagih kekurangan penerimaan
negara atas dends keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar
Rp300,46 juta.

e Pada tazhun 2022, LPP TVRI menunjuk PT BDP sebagsi rekanan
dalam pelaksanaan pengadaan 5 unit peralatan Outside Broadcost
(GB] Vian dan 7 unit News Van. OB Von dan News Van adatah jenis
mobil modifikasi yang digunakan untuk broadcosiing atau siaran.
Mamun, pelaksanaan pengadaan OB Von dan News Von belum
sepenuhnya sesual ketentuan di antaranya proses serah terima barang
Interoperability Communication System (ICS), yaitu alat komunikas!
untuk menghubungkan OB Van dan News Van ke Stasiun TVRI daerah,
belum dilakukan secara memadai, Hal tersebut difunjukkan dengan
proses instalasi dan konfigurasi belum lengkap, proses uji fungsi hanya
dilakukan pada 1 unit OB Van dan 1 unit News Van, dan peralatan [CS
belum sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak.
Selain itu, terdapat keterlambatan penyerahan IC5 serta pelaksanaan
instalasi dan pelatihan yang belum dikenakan denda keterlambatan.
Akibatnya, aset tetap berupa Sunit OB Van dan 7 unit Mews Van belum
sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal dan kekurangan
pensrimaan negara darl denda keterlambatan yang belum ditagihkan
sebesar Rpl4,92 miliarn
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Atas permasalahan tersebut, BFK merekomendasikan Direkiur Utama
LPP TWRI untuk meminta PT BDP segera melengkapi kekurangan
pekerjaan dan kekurangan fitur 1CS dalamy spesifikasi teknis
sebagaimana dalam kontrak agar OB Van dan News Van dapat berfungsi
secara optimal, serta menagih-dan menyetorkan denda keterlambatan
pekerjaan minimal sebesar Rpl4,52 miliar ke kas negara.

® Pertanggungjawaban belanja barang melalui mekanisme Uang
Parsediaan (UP) pada 12 satker di Kemenkumham tidak sesuai kondisi
sebenarnya, sehingga menimbulkan selisih antara bukti UP yang
dipertanggungjawabkan dengan bukt UP yang wvalid dan lengkap
sebesar Rp2,5C miliar, Selain itu, atas 306 paket pekerjaan belanja
barang pada 16 satker terdapat kekurangan volume pekerjaan dan atas
5 paket pekerjaan belanja modal pads 4 satker ferdapat kekurangan
vaolume pekerjaan, pekerjzan fdak sesual spesifikasi teknis, dan
kelebihan perhitungan analiza harga satuan pekerjaan. Hal tersebut
mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja barang melalui
mekanisme UP sebesar Rp2,50 miliar dan kelebihan pembayaran atas
realisasi belanja barang dan belanjs modal sebesar Rpl, 76 miliar
Kemenkumham telah menindaklanjut temuan BPK dengan menyetor
ke kas negara sebesar Rp2.68 miliar

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan Menteri
Hukum dan HAM untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan
pekerjaan serta mempertanggungiawabkan kelebihan pembayaran
dengan menyeior ke kas negara sebesar Rpl, 52 miliar.

® Pelaksanaan 18 paket pekerjaan pembangunan kenstruksl gedung
karitor di lingkungan MA tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat
rekurangan volume, kefidaksesusian perhitungan analisa harga
satuan [AHS), ketidaksesuaian spesifikasi, harga sstuan pekerjaan
tidak didukung AHS, volume Tidak didukung bockup data, pemborosan
biaya karena perubahan pekerjaan yang fidak didukung dengan
Justifikasi teknis, serta kelerlambatan pelaksanaan pekerjaan. Selain
itu, pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor Pengadilan
Azama (PA) Muaradua yang seharusnya dilaksanakan clebh PT IEU,
disubkontrakkan seluruhnya kepada PT IDK. Akibatnya, terdapat
kelebihan pembayaran sebesar RpS,76 miliar, pekerjaan yang tidak
dapat diyakini kewajarannya, denda keterlambatan yang belum
diterimia minimal sebesar Rpl,42 millar, serta gedung kantor PA
Muaradua fidak dapat segera dimanfaatkan.
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Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Sskretaris MaA
agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjgan dan
melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yanz menjadi tanggung
jawabnya, menarlk kelebihan pembayaran sebesar RpS,76 miliar serta
menagih denda keterlambatan minimal sebesar Rpl,42 milar dan
menyetorkannya ke kas negara.

o Magang dan Studi Independen Berseriifikat (MSIB) adalah program
yang tertujuan untuk membeniuk mahasiswa siap kerja yang memiliki
kompetensi sesual dengan kebutuhan dunia kerja dengan membekali
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di luar perguruan
tinggi selama studi. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan
program MSIE pada Direkiorat Pembelajaran dan Kemahasiswazan
(Dit. Belmawa) Kemenristekdixt tidak sesual ketentuan, diantaranya:
(1) juknis dan pedoman belum mengatur mekanisme verifikas
dan batas akhir penyampaian laporan serta mekanisme penilaian
(scoring) evaluasi calon mitra; (2] proses penetapan calon mitra
tidak andal; (3] penerima bantuan belum menyampaikan laporzn
pertangzungjawaban; dan (4) Dit. Belmawsa tidak membentuk fim
ronev dan tidak memperoleh’ laporan hasil money dari perguruan
tinggi pengelola program MSIB. Selain itu, terdapat pembayaran
komponen pendanaan program MSIB yang tidak sesuai pedeman,
yaitu pembayaran bantuan biaya hidup yang menggunakan standar
biaya metode luring namun pelaksanaannya menggunakan metode
bauran, serta pembayaran biaya kursus yang tidak sesuai dengan
perjanjian kerja sama di mana perjanjian tersebut mengatur bahwa
jika ada peserta program yang tidak lulus/mengikuti program, maka
mitra wajib mengembalikan biaya kursus yang telah dibayarkan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan proses ssleksi dan penetapan
mitra program MSIB berpotensi tidak akuntabel, realisasi penggunaan
dana berpotensi fidak menggambarkan kondisi senyatanys, Dit
Belmawa tidak memiliki data dan informasi terkait permasalahan
pengelalaan program untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan, dan
kelebihan pembayaran bantuan biaya hidup dan bisys kursus sebesar
Rp5,18 miliar.

Atas permasalahan fersebut, BPK merskomendasikan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolozi untuk menginstruksikan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinzgl, Riset, dan Teknologi agar
menetapkan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban
dan proses seleksi mitra program MSIB dalam juknis dan pedeman,
meiaksanakan monev terhadap program MSIB, dan berkoordinasi
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dengan mitra untuk melakukan penyetoran ke kas negara atas
kelebihan pembayaran sebesar Rp3,16 miliar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan
dan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 175 temuan
yang memuat 253 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 37
kelemahan SPI, 172 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp525,17
miliar, serta 24 permasalahan 3E sebesar Rpl56,43 miliar. Selama proses
pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi
BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp274,14 miliar.
Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan belanja
pada pemerintah pusat disajikan pada Lampiron 8.2,

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester || tahun 2023 BPK telah menyelesaikan 2 LHP
Kepatuhan atas tema pembangunan sumber daya manusia, yaitu
kesehatan.

Hesehalan

UNTUK meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Indonesia
memperoleh pinjaman/hibah luar negeri di antaranya dari: (1) Indonesia-
Supporting Primary Hegolth Care Reformy/Indonesio Supporting Primaory
and Reférral Health Care Reform (IFKSPHERE) dari World Bank, dan (2)
Indonesia Emérgency Response to COVID-15 dari World Bank, Asian
Infrastructure Investment Bank (AlIB), Kreditanstalt fur Wiederaufbau
Bank/Development Bank Jerman (Kfw), dan The Department of Foreign
Affairs and Trade Australia (DFAT). Dana pinjaman tersebut direncanakan
untuk pembangunan 3 Rumah Sakit UPT Vertikal di kawasan fmur
Indonesia dan kegiatan prioritas kesshatan lainnya, serta pembiayaan
tambahan wuntuk tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19,
Pencairan pinjaman tersebut menggunakan mekanisme program for
results (PforR), yaitu pencairan pinjaman dilakukan berdasarkan kinerja
pelaksanaan keglatan yang disepaksh antara Pemerintah Indonesia
dengan lembaga donor, yang diukur dengan capaian Disbursement Linked
Indicator (DU},

Pada semester || tahun 2023, BPK telah menyelezaikan laporan hasil
pemeriksaan kepatuhan atas 2 obrik pada Kemenkes, yaitu:

¢ Pelaksanaan Program -SPHERE Tahun 2022 dan 2023.

e Palaksanaan Program Indonesic Emergency Response fo COVID-19
Tahun 2022 dan 2023.
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Pemeriksaan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan untuk
mengawal pelaksanaan PP 3 — peningkatan akses dan mutu pelayanan
kesehatan, khususnya KP 1 - kesshatan ibu, anak, keluarga berencang,
dan kesehatan reproduksi serta KP 3 - pengendalian penyakit. 5elain itu,
pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah
dalam mencapai TPB ke-3, khususnya target 3.2 yaitu mengakhiri
kematian bayl baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh
negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa peningkatan pelayanan
kesehatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 2
obrik. Permasalzhan signifikan yang ditemukan antara lain:

e Terdapat keterlambatan pencapaian 8 target DL, yaitu DLI 4, 2,3, 5, 6,
7, 5 dan 10 pada Program |-SPHERE Kemenkes, antara lain disebabkan
adanya peralihan apilkasi, perubahan mekanisme penyelenggaraan
akreditasi Fasflitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTR), dan perubahan
protokol verifikasl, Selain itu, terdapat target DU yang belum dilakukan
verifikasi oleh independent Verfication Agent (IVA) sebagai persyaratan
pencairan pinjaman. Akibatnya, terdapat potensi fidak tercapainya
pencairan pinjaman l-SPHERE dalamrangka pembiayaan pembangunan
rumah sakit vertikal Kemenkes di kawasan timur Indcnesia sebesar
USS$38,70 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri
Kesehafan uniuk menginstruksikan Sekretaris lenderal agar lebih
cermat dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pencapalan DL,
melakukan koordinasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dengan satker
terkalt, dan melaksanakan langkah-langkah percepatan pencapaian
target DUl sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

e Kemenkes telah melakukan revisi Akun Khusus COVID-15 ke Akun
Reguler untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Momor 17 Tahun
2023 tentang Penetapan Berakhimmya 5tatus Pandemi COVID-19
di Indonesia. Dengan ravisi tersebut; sisa pencairan pinjaman yang
berasal dari KPW pada Program Addilionol Financing jor indonesio
Emergency Response to COVID-19 sebesar Rp68,67 miliar tidak dapat
digunakan untuk penanganan pandemi COVID-13 sebazaimana tujuan
pemberian pinjaman. 5elain ifu, keterlambatan atas pencapaian
beberapa Disbursement Linked Results (DLR) berpengaruh terhadap
mundurnya proses pencairan pinjaman. Atas keterlambatan pencairan
pinjaman tersebut, Pemerintah Indonesia dikenakan commitment fee
oleh IBRD dan AlIB sebesar US5535,28 ribu. Permasalahan tersebut
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mengakibatkan penggunaan pinjaman yang berasal dar KPW tidak
sesuai dengan tujuan Loan Agreement dan pembayaran commitaent
fee membebani keuangan negara.

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan Mentern
Kesehatan untuk memerintahkan Sekreiaris lenderal agar lebih optimal
dalam berkoordinasi dengan Lender terkait penetapan target DLR.

s Parsedisan slat kesehatan untuk diserahkan kepada masyarakat/
pemerintah daerah pada Program Additional Financing for Indonesia
Emergency Response to COVID-19sebesar Rpl5,68 millar tidak dikuasai
olehKemenkeskarenatelahdiserahkan kepadamasyarakat/pemerintah
daerah penerima hibah, namun proses hibah atas pengadaan alat
wesehatan tersebut belum selesal dilsksanakan. Akibatnya, terdapat
potensi  kehilangan dan/atau penyalahgunaan persediaan untuk
diserahkan kepada masyarakst dan risiko permasalahan hukum atas
proses hibah yang berdarut-larut,

Atas parmasalahan  tersebut, BPK  merskomendasikan  Meanier
Kesehatan uwniuk wmemerintahkan Direkiur Jenderal Pelayanan
Kesehatan agar lebih cermat dalam melakukan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemindahtanganan
barang miiik negara yang berada dalam penguasaannys, serta
menyelesaikan proses hibah persadiaan yang tidak dikuasal sesual
ketentuan yang berlaku.

Secars keseluruhan hasil pemeriksaan  kepatuhan 2atas tema
kesenatan pada Kemenkes mengungkapkan 10 temuan yang memuat 13
permasalahan. Permasalahan tersebut meliputs 4 permasalahan SPL 6
permasaiahan ketidakpatuhan sebesar Rp64,02 juta dan 2 permasalahan
3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas tema kesehatan disajikan pada
tampiron 8.2,

Penguatan Infrasirukiur

PADA semester |l tahun 2023 BPK telah manyelesaikan 1 LHP Kepatuhan
atas tema penguatan infrastruktur, yaitu pengelolaan uiang pemerintah
dan penggunaan uniuk pendanaan infrastrukiur

Pengelolaan Utang Pemeriniah dan Pensgunaan unluk Pendanaan
Infrastrukiue

HASIL pemeriksaan atas pengelolaan uiang pemerintah dan
penggunaan untuk pendanaan infrastruktur dapst difihat pada Gombaor
153
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GAMBAR 1.5
PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH DAN PENGGUNAAN
UNTUK PENDANAAN INFRASTRUKTUR

Pada semester || tahun 2023, BPK telah menyeleszikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan
utang pemerintah dan penggunaan untuk pendanaan infrastruktur ekonomi, peckotzan, dan energl
ketenagalistrikan tahun 2020-2022 pads Kementerian Keuangzn selaku Bendzhara Umum Negara
{BUN)

Pemeriksaan atas kegiatan pengelolzan utang pemerintah dan penggunaan untuk
pembiayaan Infrastruktur dilakukan untuk mengawal pelgksanaan PP 2 — Infrastrukiur
ekonomi, PP 3 — Infrastruktur Perkotaan, PP 4 — Infrastriuktur Ketenagalistrikan, Selsin
itu, pemeriksaan inl dilakukan dalam upays BPK mendorang pemerintzh dzlam
mencapal TPB ke-9, khususnya target 9.1 - mengembangkan Infrastrukiur yang
berkuzlitas, andzi, berkelaniutan dan tanesuh, termasuk infrastruktur resionzl dan
lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejzhtersan manusia,
dengan fokus pada akses yang terjangksu dan meratz bagi semua, serts TPE ke-l1B,
khususnya target 16.5- mengembangkan lembaga yang efekiif, akuntzbel, dan transparan dl semuz
tingkat.

Hasi! pemerikszan BPK menvimpulkan bahwa pengelolzan utang pemerintzh dan penggunaan
untuk pendanaan infrastruktur telah dilsksanakan sesuszi kriterla dengan pengecuslian.
Permasalahan signifikan yang ditemiukan di antaranya’

Pada sub-zspek Perencanaan Finfaman dan Fensrusan Pinjaman, terdapat perencansan
pengedazan ginjaman yang belum sapenehnya sesuai ketentusn dan peizkssnaan kegistan
tidak ===udi fadwal, Kondisi tarsebut terlihat dari belum opimalmya penerspan pembatasan
masa izku pinjamen, tdak optimainya kiners peranken pinjaman, pemyusunen Dafer
Rencanz Pinjaman Luar Megsri Jangka Manengsh (DEPLNIM), Gsfar Rencena Priorites
Cl) Mimjaman Luar Neger (DRFPLM), dan Dafar Kegiatan yang belum sepenuhnys memadst

s=suEi dEngan kstentuan, 2= sdanys pinjaman yang =te disfzkofian maskipun dikstahul
proysk yang didanai oleh pinjaman terssbut sudah dibentkan pelzksanaanmys

Permasalahan tersebut antama lain mengshibatkan potEnsi turunnya kredibifitas
Pemerintah di mata pemberi pinjaman atas pengefekiifan pinjaman untuk pendanazan
Proyek Jovo-Sumatro Interconnection Tronsmission Line Praject (If] padz FT PLN yang telzh
diketahui fidak akan dilakukan penarikan.

B
\

BPK merekomendasikan kepada Mentzr Keuangan
salaku BUM antara lain agar memerintahian

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembizyaan dan
Risiko berkoordinasi dengan Kementerian
PENBappenas untuk melengkapt implementas
pemantzsuan dan svaluasi pinjaman dengan: (1}
Penyajian permasalzhan berdasarkan kelompok
besar permasalahan yang sama: (2] Penetapan batas
vmaktu penyelesaian permasaiahanmya: dan (3)

Perhitunzan biays utang non-DUnga per pinjaman \ IS
yang timbul akibat keterlambatan pensnkan
pinjaman dibandingkan dengan jadwal yang
direncanakan dalam Logn Agreement.

b




, ®

Padz sub-zspek Penarikan dan Pelunazan Finjaman,

BPY mensmukan permesaizhan Pemerintah &
mENangELNE bisya uisng non Bungs 3135 pINEMaEn :
lusr n=geri yang panarikannys ddsk optimal. Kondis: Ir""- Rekomendasi
terzebut tertihat dan pembaysran bigyes utang yang

tidak diikut d=ngan penariken nils oinjsman BPE merskomeandasikan kepads Mantari
proyeifkegiatan luar negeri, pembaysran K=uangan selaku BUMN zatars lain agan

commitment fee 1=oih besar dan yang direnanakan

; ; ] * Nenstaphkan ketentuan t2ntang mehanisme
stz penaringn pinaman orovek/ksgistan luar

pemberian revwond and punisiunent kepada KL

2ri dan pinj »runzl yeng tdak dilskukar 7 -
e G A g Selsaged sseuting agency (EA) st etepeton
il s Sgree waktyu pelaksanaan kegiatan/proyek yang
Permaszalzhan terssbut antara lain mengakibatkan dibiayai dan pinjaman luar negeri.
pembomsad keusigan Degars alas pembiayman *  Nemerintahkan Dirzktur Jenderal Pengetolasn

m.mfmmntfef ss_:besar RpEE.E.IE .malla-r yang tdak Pambi dan Risi g
ditkut dengan nilal penarikan pinjaman A -

K cai i e st s pengsturan teknis terk=it dengan batas waktu
prOyeRyReg! , FE!I!I:IB]B . penyelesaian proses pembatalan
SE'I:I_EE.I' Rpl-ﬁ.ﬂ.ﬂ miliar dan USD469. 20 ribu yang sebagian/seluruhnya atss dans pinjaman yang
lebih besar dari jumlzh yang direncanakan dalam B lati. diaby relks pemantauan atas

| Loan Agreemeant. penyelesaian pelaksanaannya

\ t A . _)

. . L ARASIERANE

1L —

Pada sub-aspek Penggunaan Pinjaman untuk Pendanaan [nfrastruktur Bonomi, Perkotsan dan
Enargi Ketenagalistrikan, BFK menemukan permassiahan pemantsuan dan evaluasi Pinjaman Luar
Negeri yang beium efekof dan kebijakan pembarizn reword dan punishment terkait peigksznaan
. kEgistan yeng didzna! dan pnEman luar negeri belum dilaksanakan. Kondis: t=rsebut terlihat dan
upsys dndak lanjut stas hasil pemant=uan dan eveives untuk shsisns bigyes yang timbul stas
. ainjaman proyek yang Udak t2reslizasi belum dilsksznakan secars optimal dan balum terdapat 3
mesznizme dalzm rangks manilz keterlanjutzn suate proyek/kegiaten, ontek kemudian
- dipertambangkan apakah peru dilskuksn concelloton 3@u reaiokasi pinjaman ke kategosd
.unovetiobie balonce.

—
Parmasalahan tersebut antara lain mengakibatkan pencapaian target pembangunan melalui
pendanaan pinjaman dan pemberian pinjaman kepada BUMN berisiko ndak sezuai dengan
waktu yang direncanakam.

Rekomendasi

H n Berkoordinasi densan Menter PPN/ Hepals Bappenas untulk menstapkan
pedoman penyusunan Wertas kerjs penghitungan kebutuhan jumizh pinjaman
. . . bagi kementerian teknis dan BUMN terkzit, disertai dengan informasi yang
diperiuksn dalam menyusun pErencanasan pinjaman.

Secara-keseluruhan hasil pemerikssan kepatuhan
atas pengelolaan utang pemerinteh dan/ penzgunsan
untuk pendsnaan Infrastruktur mengungkapkan S
o ' temuan yang memuat 13 permasalshan.
Permasalahan tersebut meliput 11 kelemahan 581, 1

= w permasalanzn ketidakpatuhan, dan 1 permasaizhan
F— ﬂ’, 3E =ebesar Rp211 77 miliar dan USSEE9. 20 ribu atau
s ol . d ~ total ekuivalen Rp219 00 miliar. Rekapitutiasi hasil
ﬂ pemeriksaan stas pengelolzan uteng pemerintah

dan pengeunaan untulk pendanzan infrastrultur
disajikan pada Lompiran B.2.




Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA zemester || tahun 20623, BPK telah menyelesalkan 1 LHP
Kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan lingkungan hidup,
yaitu pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan
berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pemenuhan Kewajiban Pemesany Perizinan Berusaha dan Perselujuan

Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PERSETUJUAN lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkumgan
Hidup atau Pernyataan Kesanggzupan Pengeloldaan Lingkungan Hidup
yang telah menpdapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau
pemerintah daerah. Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap
usaha/kegiatan yang memiliki dampak penting/tidak penting terhadap
lingkungan. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan
analisa mengenal dampak lingkungan (amdal) dan ujl kelayakan amdal
atau Upaya Pengelolaan Lingkungzan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup {(UKL-UPL), Persetujuan lingkungan berakhir bersamaan
dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah,
Dampak penting terhadap lingkungan hidup antara lain terdini atas:
pengubahan bertuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber
daya alam, pencemaran/kerusskan lingkungan hidup, pemborosan/
kemerosotan sumber daya alam; proses dan kegiatan yang hasiinya dapat
mempangaruhi ekonomi, lingkiungan alam, sasial, dan budaya.

Perizinan berusaha adalah fegalitas yang diberikan kepada pelaku
usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Perizinan berusaha di bidang kehutanan meliputi perizinan berusaha
pemanfaatan kawasan, perzinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan,
perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu,
izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pinjam
pakai kawasan hutan.
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Perlindungan dan pengeiolaan lingkungan hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan meancegah terjadinya pencemaran dan/
atau kerusakan lingkunzan hidup. Kerusakan lingkungan ditentukan
berdasarkan kriteria baku yang meliput kerusakan antara lain kerusakan
pada gambut dan kerusakan lahan akibat usaha pertambangan. Adapun
pengelolaan lingkungan hidup mencakup antara lain: (1) Perlindungan
dan pengelolaan mutu air, udara, dan laut; (2) Pengelclaan limbah
bahan berbahaya beracun (B3) dan non B3; (3] Dana penjaminan untuk
pemuliian fungsi lingkungan hidup; (4) Sistem informasi lingkungan
hidup; (53) Pengendalian kerusakan lingkungan hidug; (8) Pembinaan dan
pengawasan; dan (7) Pengenaan sanksi administratf.

Hasil pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan
berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada Gombaor 1.8,

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transiormasi
Pelayanan Publik

PADA semester || ftahun 2023, BPK telah menyelesaikan 5§ LHP
kepatuhan yang terkait dengah tema penguatan stabilitas polhukhankam

dan transformasi pelayanan publik, yaitu: (1) Penempatan pakerja migran
Indonesia; dan (2) Pengelolaan barang milik negara.
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GAMBAR 1.6

PEMENUHAN KEWAIJIBAN PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA
DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BFK pada semester |l tahun 2023 telah menyelezalkan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas
pemenuhan kewajlban pemegang perizinan beruszha dan persetujusn lingkungan terhadap
perlindungzn dzn pengeloizan lingkunean hidup tehun 2020-2023 pads Kementeran Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK] serta instansi terkait lainnya.

Pemerikszan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan
berusaha dan persetujuan lingkunean terhadap periindungsn
dan pengelolzar  lingkungsn hidop  dilskukan  untuk
mendukung PP 1 — peningkatan kuzlitas lingkungsn hidup.
Pemerikszan inl jugz dilakukan dzlam upays BPX mendarong
pemerintah dalam ‘mencapai TPE  ke-15,
terutama taErget 151 yaitu menjamin
pelestarian, restorssi  dan pemanfastan
berkelanjutan dari  ekosisterms  darstan  dan
perairan darat sertz  j2sa lingkumgannys,
khosusnya ekosistem huotan, 1ahan bassh, pegurungan dan
lahan kering, sejalan dengan  kewsjibsn berdasarisn
perianjian internasional.

Hasil Pemeriksaan: BPK menyimpulkan bzhwa
pemenchan kewajiban pemegang perizinan berusaha

dan persstujuan lingkungsn terhadap perfindungsn \

dan peneelalaan lingkingan hidup pada KLHK telsh
dilaksanakan sesuai kriteriz denpgan pengecualian.
Permasalzhan signifikan yang ditemukan antars lain:

= Permasalahan

Belum ssleruh pemegane Perizingn Berusahs

Pemanfaztan Hutan (PEPH] memarhl
kewajibannys; amtars l3in terdapst pobenss
kskursngan pembayaran PNEP Provisi Sumber
Dapa Histars dan Dena Asboisssi {PSOH DA) yang
belum dipungut den 427 pemegang PEPH belum
m=laksanakan 13tz batas, belum mamyeEhkEn
dakumen Rencarz karia Usahs f=manfastan
Hutan, serts belum menyershian Rencans Kens
Tehunan Pemanfaatsn Hutsn,

Akibatnya, Kementerian LHK tidak dapat
memanfaatkan PNEP untuk pedindungan dan
pengelolzan lingkungan hidup, serta tdak
memperoleh kepastian hukum stas hak dan
kewafiban para pihak yang berkepentinzan
terhadap aresl kegistan pemanfaatan hutan,

e

Rekomendasi

BPK merskomendasikan Menteri LHK
agar menginstruksikan Dirjen
Pengelofaan Hutan Lestar untuk
memerniahksn penanggung jawab
usaha dan fat=u kegiatan melakukan
perhitungan ulang potensi PNBP PSOH
DR dan melakukan penagihan PHEP
PSDH DR, serta mengenakan sanksi
administratf sesuai ketentuan kepada
pemegang PEPH yang tidak memeanuhi
kewajibannyz berupa teguran tertufis,
denda, serta pembekuan dan/ztau
pencabutan FEPH.

g




O,

L

PenznEEung jawsh usaha dan/z=u
k=giatzn belum tset terhadap k=wajiban
pengencalEn pencamaren udsrs, sE0EM
t=rdspat 258 paruzzhaan melzbini baku
maty emisi yang telah ditstapkan dan
b=lsm di=nakan =nksi

Permasalzhan tersebut mengakibatkan
terjadingz pencemaran udas atas
lebihiny= baku muta emisi.

Indik=si karusaian lingkungan
J pads ezl bekas pertambangzn

o yang belum diiskulan pemulinzn
lingkungan oleh pemegang
gerizinan beruseha pads aresl lzin
Uzzhs Pertsmbangan [ILUP) yang
tedah hebiz masz danfamEy
dicabut, arsa! periambangen
tanpa [UP dan srea IUP yang skan
habiz mass dalam dus tehum

Akibatnys, Pemerintah bensiko
menanggung biaya pemulihan
Izhan atas kegistan
pertambangan yang ditinggalkan
seluzs #432.697,68 ha.

J Eminan tutup tambang. dan st3u

BPK marekomendasikan kepada
Menteri LHK agar menginstrubksikan
Dirjen Penegakan Hukum Linghungzn
Hidup dan Kehutanan untuk
memgrases pembenan sanks
k=pada penanggung awab dan/atau
kegiatan yang melebihi baku mutu
emisi,

[ ]
Rekomendasi

BEK merekomendasikan kepada
Menter: LHK agar melakukan
koordinasi dengam: [1) Menten
Kewangan dan Menteri ESDM terkzit
kehbijzkan pengelolaan dan
penggunaan dana jaminan rekiamasi,

biaya pemulihan yang dibayarkan
oleh pihak ketiga sebagal akibat dan
putusan pengadilzn, sehinggs dapat
digunakan umtuk kegiztan pemuithan
lingkunzan secara tranzparan dan
akuntabel; dan (2] Mentzn ESDM dan
aparst penegak hukum terkait upaya
pemulihan keruzakan lingkungan.

\ »

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan
kepatuhan atas pemenuhan kewajiban
peEmEegang oerizingn berusaha dan
persetujusn lingkungan terhadap
perlindungzan dan penzelolaan
lingkungan hidup mengungkapkan 8
temuan yang memuat 11
permasalzhan, meliputi 5 kelemahan
5P| dan 6 permasalahan
f=tidakpatuhan. Relmpituiasi na=il
pemeriksazan atas pemenuhan
lewsjiban pemegang penzinan
beruszha dan persetujuan lingkungan
ternadap perlindungan dan
pengeiolzan lingkungan hidup disajikan
pada‘iaomairan B-2.



Penempalan Pekerja Migran Indonesia

PENEMPATAN dan perfindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar
negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan
yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan
penghasilan yang layak, dengan tetap memperhatikan harkat, martabat,
hak asasi manusia, dan perlindungan hukum. Sementara itu, pemerataan
kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan
kebutuhan nasional belum mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah
mengupayakan lapangan pekerjaan di luar negeri. Penempatan PMI
dalam skema Program Government to Government (G to G) adalah
penempatan PMI ke luar nagerioleh pemerintah yang dilakukan atas dasar
perjanjian secara tertulis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah
negara pengguna PMI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan
penempatan PMI. Sampai dengan saat ini, Badan Pelindungan Pskerja
Migran Indonesia (BP2MI| teiah melaksanakan penempatan PMI skema
Program G to G ke 3 negara, yaitu Korea Selatan, lepang, dan lerman.
Diari ketiga negara tersebut, mayoritas PMI Program & fo G ada di Korea
Selatan.

Pada semaester || tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil
pemeriksaan kepatuhan atas penempatan PMI Program G to G Korea
Selatan tahun 2022 dan semester | tahun 2023 pada BP2ZMI dan instansi
terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan BPK meliputi seluruh tahapan proses
pelaksanaan penempatan PMI Program & fo G ke Korea Ssiatan, sejak
proses pendafiaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampal dengan
pemberangkatan PMI ke Korea Selatan pada tahun 2022 - semester | 2023,

Pemeriksaan atas penempatan PMI ini dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 2 - optimalisasi kebijakan luar negeri, khususnya KP 1—
penguatan integritas NKR] dan perfindungan WHNI di luar negeri. Selain
itu, pemeriksaan inj difakukan sebagal upaya BPK mendorong pemerintah
dalam mencapal TPB ke-8, khususnya target 8.8 - melindungi hak-hak
tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang
aman dan terjamin bagl semus pekerja, termasuk pskerja
migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka
yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
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Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penempatan PMI
Program G fo & Korea Selatan pada BPZMI telzh dilaksanakan sesuai
kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan,
antara lain:

o NMemoragndum of Understonding (MolU) Penempatan PMI Program G fo
G dengan Korea Selatan belum memuat seluruh plhak yang berperan
dalam penempatan PMI, seperti Korea Employment information Service
(KEIS) dan National Federation of Fisheries Cooperatives (NFFC) yang
berperan dalam proses rekrutmen, penempatan, dan pelindungan PMI.
Akibatnya, pelindunzan kepada seluruh calon PMI Program G io G ke
Korea Selatan yang menjadi tugas dan fungsi BP2MI belum memadai.
BPE merekomendasikan Kepala BP2MI untuk melakukan koordinasi
dan mengusulkan perbaikan Mol Penempatan PMI Program G to G ke
Korea Selatan kepada Kementenan Tenaga Kerja.

e Belanja perjalanan dinas pada Direkiorat Penempatan Pemerintah
Kawasan Asia dan Afrika (PP ASAF] belum sesuai ketentuan, di
antaranya belanja perjalanan dinas dengan pertanggungjawaban
ganda, tidak terdapat rincian penggunaannya, dan tidak dapat
dijelaskan penggunaannya, Hal tersebut mengakibatkan perjalanan
dinas belum diperianggungjawabkan sebesar Rp3,02 miliar, Atas
permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan kepada Kepala
BPZMI untuk mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang belum
didukung buki pertanggungjawaban sebesar Rp3,02 miliar, dan
apabila fdak dapat dipertanggunglawabkan agar menyetorkan ke kas
negara dan menyampaikan bukt setornya kepada BPK.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pensmpatan
PMI mengungkapkan 10 temuan yang memuat 17 permasalahan.
Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan SPl, 9 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar Rp344,82 juta, dan 1 permasalahan 3E sebesar
Rpl3,46 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penempgaian PMI|
disajikan pada Lampgircn B.2,
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Pengeloiaan Barang Milik Negara

PENGELOLAAN Barang Milik Negara (BMN) adalah suatu proses dalam
mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari
beban APBN atau perofehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan
dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Pengeloiaan BMN
diatur dalam Peraturan Pemerinitah (PP) Momor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan BMMyang telah diubalvdengan PP Nomor 28 Tahun 2020, yang
meliputi kegiatan perencanaan kebuiuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penitaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, seria
pemblinaan, pengawasan dan pengendalian,

Pada semester |l tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil
pemeriksaan atas pengelolaan BMN terhadap 8 obrik pada 8 K/L, antara
lain Kamenkumhbam, Kejaksaan R, Badan Nasicnal Penanggulangan
Terarisme (BMNPT), Kemenhub, dan Kementerian Keuangan selaku BUN.
Lingkup pemetiksaan yang dilakukan meliputi pengelolaan BMN tshun
2020-2023.

Pemariksaan pengslolaan BMN dilakukan untuk mengawsal pelaksanaan
PP 4 — reformasi birokrasi dan fata kelola, khususnya KP 3 - penataan
kelembagaan dan proses bisnis Selain itu, pemeriksaan ini
dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemeriniah dalam
mencapal TPE ke-16, khususnya target 16.5- mengembangkan
lembaga yang efektif, skuntabel, dan transparan di semua
tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan BMN
telah dilaksanakan sesuail kriteria dengan pengecuslian pads 8 obrik.
Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya:

e Terdapat BMN berupa tanah serta gedung dan bangunan yang
dikuasal oleh pihak lain secara fidak sah dengan luas minimal
56.145,24 m® sehesar Rp564,41 miliar pada 5 satuan kerja di
lingkungan Kemenkumham. Hal ini mengakibatkan potensi kehilangan
BMMN berupa tanah, gedung dan bangunan serta Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) dari BMN tersebut. Atas permasalahan tersebut,
BPK merskomendasikan Menteri Hukum dan HAM anfara lain untuk
memerintahkan kKussa Pengguna Barang (KPB) satuan kerja terkalt
untuk melakukan penertiban dan pengamanan fisik atas BMN berupa
tanzh serta gedung dan bangunan yang dikuasai oleh pihak lain
sesual dengan Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMN serta
ketentuan yang beriaku di lingkungan Kemenkumham.
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e Niekanisme perencanaan BNMN Kejaksaan Rl berupa fungsi analisis
kebutuhan belum berjalan optimal, antara lain: (1) Ketidakcermatan
dalam proses perencanaan pengadaan dan analisis kebutuhan
aplikasi smort-learning dan smari-class, sehingga aplikasi e-learning
senilal Rp 16,59 miliar yang baru setahun digunakan berpotensi tidak
digunakan lagi dalam proses belajar mengajar di Badiklat Kejaksaan,
dan (2] kKetidakcermatan dalam analisis kebutuhan aplikasi Strategic
Digital Dato fdentification System (SDDI Systerm) dan aplikasi Sistem
Pengawasan dap Pengenalan Target yang mempunyal beberaps
fitur dengan fungsi yang sama senilai Rpd,48 millar, serta kedus
aplikasi tersebui belum dapat digunakan sehubungan dengan
belum disetujuinya akses ke dalam dotobase Direkiorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapll) Kementerian
Dalam Megeri. Hal ini mengakibatkan pemborosan pengeluaran
negara sebesar Rp21,07 miliar {Rp 16,59 millar + Rp4,48 miliar) atas
aplikasi yang tidak dimanfaatkan. BPK merekomendasikan Jaksa Agung
agar menyusun rancangan kebijakan manajemen aset di lingkungan
Kejaksaan RI, serta melakukan analisis kebutuhan perangkat teknologi
informasidan analisis kebutuhan BMN secara umum.

¢ Pengeloiaan gedung dan bangunan BNPT terkait asuransi BMN
belum sepenuhnya tertib, antars lain BNPT kehllangan manfaat
pertanggungan atas asuransi kerusakan Gedung Baladika di tahun
2022 karena keterlambatan pengajuan klaim asuransi sehingga klaim
tersebut telah kedaluwarsa. Atas ditolaknya pengajuan kiaim tersebut,
BMPT melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan yang rusak
dengan realisasi anggaran sebesar Rp7, 16 miliar yang seharusnya dapat
direalisasikan dari klaim asuransi, Hal ini mengakibatkan pemborosan
keuangan negara dari premi asuransi BMN tahun 2022 sebesar Rp7,16
miliar yang tidak dapat diklaim. BPK merekomendasikan Kepala BNPT
untuk memerintahkan Sekretaris Utama BNPT agar lebih cermat dalam
menyetujui pasal Polis Asuransi BMIN.

® Proses hibah BMMN kepada pemda dan lembaga pendidikan berups
persediaan bus pada Direkforat Angkutan Jalan Kemenhub belum
sesual ketentuan, antara lain proses penatausahaan administrasi hibah
bus berlarut-larut sehingga terdapat 1.381 unit bus senilai Rp705,24
miliar yang belum selesai proses administrasi hibah, terdapat 61 unit
bus yang telah dihapuskan masih tercatat dalam Laporan Persediaan,
dan 54 unit bus dalam kondisi rusak berat. Hal tersebut mengakibatkan
penyajian saldo Persedizan Bus Bantuan pada Direktorat Angkutan
Jalan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya minimal sebesar
Rp50,09 miliar, dan potensi penerima hibah tidak mau menerima hibah
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bus yang dalam kondisi rusak. BPK merekomendasikan kepada Menteri
Perhubungan agar menginsiruksikan Dirjen Perhubungan Darat
melakukan inventarisasi kondisi persediaan bus dansegera memyusun
rencana aksi penyelesaian hibah bus dan segera memprosas hibah bus
kepada pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat lainnya.

e Pemerintah  belum  menatausahakan  BMN  Perjanjian  Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2E) dari PTIM, sebagaimana
yang dilakukan Pemerintah dengan mengamendemen seluruh
kontrak PKP2B Generasi |. Permasalahan tersebut mengakibatkan
Pemerintah kehilangan potensi peroiehan BMN PKP2E yang tidak
dilaporkan PTIM satelah dilakukan amandemen atas seluruh perjanjian
dengan Kontrakior PKP2B pada tahun 2018. BPK merekomendasikan
Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Direktur lenderal
Kekayaan hegara untuk menyusun kajian hukum mengenai poiensi
perolehan BMN PKP2B dari PT IM sesuai Keppres Nomor 45 Tahun 1581
dan PMK Nomor 67/PMK.06/2012 sebagaimana diubah dangan PMK
MNomor 107/PMK.06/2014 dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatukan atas pengelolaan
EMN pada 8 obrik mengungkapkan 62 temuan yang memuat 133
permasalahan, Permasalahan tersebut meliput 61 kelemahan SFI,
65 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rpl3,98 miliar, dan 7
permasalahan 3E sebesar Rp37,22 miliar. Selama proses pameriksaan
beriangsung, K/L terkait telah menindaklanjutd rekomendasi BPK dangan
melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp3,29 miliar. Rekapitulasi
hasil pemeriksaan atas pengelolaan barang milik negara dizajikan pada
tampiran B.2.
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PENONIUNGaN Kerugian Negara dan Pemoerian
Keterangan Anii

PADA semester|ltahun2023, BPK telah menyelesaikandan menerbitkan
9 faporan hasil Penghitungan Kerugian Megara (PKN) pada pemerintah
pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka
penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilal kerugian negara
sebesar Rpl79,15 miliar.

Sebagai tindak lanjut darl PEN, BPK juga telah memberikan keterangan
ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 20 kaili pada 11 kasus di
tahap penyidikan serta 9 kali pada 6 kasus di tahap persidangan tindak
pidana korupsi.

Rekapituiasi Hasil Pemeriksaan Pemerintan
Pusal

SECARA keselurunan, hasil pemeriksaan atas 84 obrik pada pemeriniah
pusat mengungkapkan 635 temuan yang memuat 915 permasalahan
sebesar Rp370,73 miliar. Permasalahan tersebut meliput 211 kelemahan
5P, 268 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp543,01 miliar, dan 436
permasalahan 3E sebesar Rp427,78 miliar. Selama proses pemeriksaan,
entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut
dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp278,55
miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada Tobe! 1.1.
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Tabef 1.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
[Milai dalam Rp juta)

& Kelemahan 57 10 = - : 203 : 241 =
+  Hslzmzhen SF 10 = . . 01 = a11 s
‘B. Ketidakpatuhan 1 = I 71535 785 54375340 268 | S43.0053%
*  Hetidzskpatuhan yang 2zpst mangskibatian-
»  Kerspan - = . ) m 117538 R 11| 13763681
b Potensl = B 1 : 19 153.845.51 3| 1sEsdsEl
Kerugian
Wi i = B 1| mgss 4 755512 78 5| 28572873
Penarimaan
‘Sibtats H = b 21585 154 4379540 156 | E4301538
* Penyimpangzn 2t
administrasi 2 E = 5 au = i 2
Lﬁﬁrﬂlasalallan
¥etidakhemsaian,
Ketidaxsssienarn, = 335 197,45 40 477.5T7EAL 435 | 42777527
dan
= Hetidakhersatan - 2 18745 = F1401,47 37| 31458353
*  Hetidakefsisnan 3 = = 1 = 1 i
= Hetidakefskefan o 354 2 14 11327734 408 | 11309734
Totzl |A=2+C] 11 5 395 | 41341 04 S70.278,21 9is | S7mmiE2
Milzi penyerzhan
Szt danystay
peTyetOr2n uarng = £ Z7a551 45 279951 49
k= ka= negars(
PErUIENEEn
Jumish TEmuzn 5 32 234 i=4
hunish Rekamendssi 15 583 805 1710
Jumish 1B 1 34 e
Ketzrzmgan @

*jumizh tersebut Gdak termasuk hasil PEXN dan PHA
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IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER Il TAHUN 2023
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BAB 11

Hasil Pemeriksaan
Pemerintah Daerah

dan BUMD

HP5 Il Tahun 2023 memusat hasil pemeriksaan

terhadap 375 objek pemeriksaan pada pemerintah

daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah

(BUND). Hasil pemeriksaan tersebut meliput 106
hasil pemeriksaan kinerja dan 269 hasil pemeriksaan
dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil
pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan
wilayah serta revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan pada pemerintah daerah disajikan
pada Bab I\ Selain itu, IHPS 1l Tahun 2023 memuat
hasil pemeriksaan bantuan keuangan partal politik
(banparpol), serta hasil pemeriksaan investigatif (P),
penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian
keterangan ahli {PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS Il
Tahun 2023 pada pemda dan BUMD dapat dilihat pada
tampiron A.2. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda
dan BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut.



Pemeriksaan Kinerja

IHPS 1l Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda
atas 5 tema, yaitu: (1) penguatan ketahanan ekonomi; {2) pembangunan
sumbier daya manusia; (3) penguatan infrastruktur; (4) pembangunan
lingkungan hidup; dan (5) penguatan stabilitas politlk, hukum, pertahanan,
dan keamanan (pothukhankam) dan transformasi petayanan publik.

Pemeriksaan kinerja dilakukan ztas 106 objek pemeriksaan (obrik)
pada 929 pemda terdiri dari 3 cbrik penguatan ketahanan ekonomi, 45 obrik
pembangunan sumber daya manusia, 35 obrik penguatan infrastrukiur, 2
obrik pembangunan lingkungan hidup, dan 17 obrik penguatan stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 830
temuan yang memuat 1.036 permasalahan yang terdiri atas 1.021
permasalahan  kebdakefekiifan, 9 permasalahan kerugian sebesar
Rp3,09 miliar, 3 permasalaban potensi kerugian sebesar Rpb26,04 juta
dan -3 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rpl60,52 juta.
Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan
pada Lampiran C.1 dan Lampiran 3.1 pada flash disk.

PENOualan Kelananan EKONOMI

PADA semester |l tshun 2023 BPK ielah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja atas 3 obrik pada pemda dengan tema penguatan
ketahanan ekonomi.

Pembangunan Helembagaan Hepariwisataan
dan Destinasi Pariwisaia

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan pariwisata
dilaksanakan pada 2 pemda, yaitu: 1) pemeriksaan kinerja atas efekivitas
pembangunan kelembagaan dan destinasi pariwisata tahun 2022 s.d.
2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawal dan instansi
terkait lainnya; dan 2) pembangunan destinasi, pemasaran, dan sumber
daya manusia {SDM| pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan
wisatawan tahun anggaran 2022 — semester | 2023 pada Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Dairi dan instansi terkait lainnya.

PEMERINTAH telah menetapkan pembangunan kepariwisataan sebagal
pagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional {RPIMN)
Tahun 2020-2024. Pemeriksaan kinerja atas pembangunan kepariwisataan
dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Prioritas (PP) 6 - nllai
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tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya
Kegiatan Prioritas (KP) 3 - daya saing destinasi dan industri pengolahan
pariwisata, dan pelaksanaan PP 8 - pilar pertumbuhan dan days saing
ekonomi, khususnya KP4 - penerapan prakiik berkelanjutan di industri
pengolahan dan pariwisata. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upays
BPK mendorong pemeriniah dalam mencapal Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) ke-8, khususnya targel 8.9 vaitu pada [ryrmmm

tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk T
mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan
lapangan kerja dan mempromosikan budays dan produk

|okal,

i

Pemdatelah melakukan berbazai upaya untuk meningkatkan efektivitas
pembangunan pariwisata, antara lain:

& Pemkab Kepulauan Mentawal telah  menyusun  masterplon
pembangunan Kawasan Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet
{3M 1K), memfasilitas] penyediaan akses telekomunikas pada Kawasan
hWapadegat, serta memfasilitasi Desa Wisata Muntel untuk ikut
perpartisipasi dalam Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)
tahun 2023 dan berhasil mendapatkan penghargaan dalam Kategori
Daya Tarik Pengunjung,

o Pemkab Dairi telah menestagkan Peraturan Dasrah (Perda) tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten [Ripparkab)
yang memuat strategi pengembangan seris indikasl program dan
kegiatan pengelolaan daya tarik wisata (OTW].

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasaiahan yang
jika tidak segera dilakukan upaya perbalkan, maka dapat berpengaruh
signifikan  terhadap 1) efektivitas pembangunan kelembagaan
kepariwisstaan dan destinasi pariwisata pada Pemkab Kepulauan
Mentawal; dan 2] efekiivitas upays Pemkab Dairi dalam membangun
destinasi, pemasaran, dan S0M pariwisata, Permasalahan tersebut antara
lain:

e Pemkab Kepulauan Mentawai

b Pemkab Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya menyusun dan
meneiapkan regulasi pembangunan kepariwisataan secara lengkap,
mutakhir, jelas, dan selaras. Di antaranya ferdapat dasar hukum
dalam perda berupa undanz-undang yang tidak tepat dan sudah
dicabut. Selain itu, Pemda juga balum memiliki dokumen Rencana
Dietail Tata Ruang {ROTR) pada 3 kawasan strategis pariwisata.
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Akibatnya, penyelenggaraan dan  pencelolaan  pembangunan
kepariwisataan Kabupaien Kepulauan Mentawai fidak merujuk
kepada aturan hukum terbaru dan pedoman perencanaan yang
komprehensif;

b Kecukupan akses; prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata pada Destinasi Wisata 3M1K belum sepenuhnyatersedia
dan termanfaatkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa
akses jalan dan sarana transportasl untuk mengunjungi kawasan-
kawasan 3MIK belum memadai. Selain itu, sebagian prasarana
umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan
3IM1K mengalami kerusakan dan/atau belum dibangun dan belum
seluruhnya dimanfaatkan uniuk mencapai hasil yang diharapkan,
Akibatnya, mobilitas, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan
kurang terjamin serta tujuan pembangunan fasilitas umum dan
fasilitas pariwisata Didak tercapai; dan

b Pemkab Kepulauan Mentawal belum berupaya membuka peluang
pengembangan investas) sekitor pariwisata dengan optimal. Hal
inl ditunjukkan di antaranya Pemkab Kepulauan Mentawai belum
melaksanakan mekanismes pemberian insentf Investasi kepada
pefaku ussha sekior pariwisata, Delum memfasilitasi legalitas
pelaku usaha yang berusaha di kawasan hutan produksi; dan belum
memiliki basis data sekdtor pariwisata yang akurat sebagai dukungan
peluang investasi. Akibatnya, pelaku usaha sektor pariwisata belum
mendapatkan manfaat dari kebijakan pemberian insentf invastasi
yang telah ditetapkan, pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin
pada kawasan huian produksi dapat dipermasalahkan secars
hukum, dan data kepariwisataan yang ada tidak dapat mendukung
perencanaan pembangunan serta Hdak dapat digunakan sebagal
informasi peluang Investasi.

e Pemkab Dair

b Program dan kegistan pada Perda Ripparkab tidak segenuhnya
terakomodasi pada rencana strategis (Renstra) perangkat dasrah,
Program dan kegiatan pada Perda Ripparkab tidak sepenuhnys
sejalan dengan renstra perangkat daerah tahun 2015-2024, dan
penyusunan renstra belum mempertimbangkan Perda Ripparkab.
Akibatnya, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Ripparkab
berpotensi fidak terlaksana.
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b Pengembangan dan peningkatan prasarana transporiasi, prasarana
umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh pemda belum
sepenuhnya memadai, Berdasarkan hasfl pemeriksaan diketahui
bahwa jalan menuju destinasi-destinasi wisata belum seluruhnya
dilengkapi dengan penunjuk jalan yang informatif, prasarana berupa
jalan sebagian masih sempit, masih berupa tanah, berlubang, dan
berbatu, serta sebagian belum tersedia prasarana toilet umum.
Akibatnya, prasarana yang ada belum memberikan kenyamanan
sehingga dapat memengaruhi minat dan kunjungan wisatawan.

BPK merekomendasikan kepads Bupatli untuk segera menindakianjuti
upaya perbaikan kinerja, antara lain sebagai berikut:

e Bupal Kepulauan Mentawal agar memerintahkan:

» Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) untuk
menginventarizasi dan menefaah kembali produk-produk hukum
kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Mentawal yang beriaku dan
Kepala Dinas PUPR untuk menyusun ROTR pada kawasan-kawasan
stratagls pariwisata secara bertahap;

b Kepala Dinas PUPR memyprioritaskan penyelasaian pembangunan
jalan yang mendukung kawasan Mapadegat, Madobag, dan Katiet
dan Kepala Dinas Paspora menyusun perencanaan pemanfaatan
prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada
kawasan 3M1K; dan

b 1) Sekretaris Dasrah memfasilitasi penyslessian permasalahan
legalitas izin usaha pemanfaatan hutan produksi melalui koordinasi
dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan
kewenangannya; 2) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu (DPMTSP)
dan Disparpora untuk menyusun rancana implementasi pemberian
insentif dan kemudahan penanaman modal serta perizinan
berusaha; serta 3] Kepala Diskeminfe mengusulkan regulasi terkait
pengeloizan data sektoral daerah termasuk sekior pariwisata.

* Bupatl Dairl menginstruksikan Kepala Dinas Parlwisata, Kebudayaan,
Pamuda, dan Olahraga (Disparbudpora) aniara lain agar:

b Berkoordinasi dengan Badan Perehcanaan Pembangunan dan
Penelitian Dasrah (Bappelitda] dan Kepala OPD terkait urituk
menyelaraskan indikasl program dan kegiatan pada Ripparkab di
dalam penyusunan renstra dan program kerja perangkat daeran
terkait: dan
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b Melakukan inventarisasi prasarana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata untuk kemudian berkoordinasi dengan Dinas
PUTR terkait upayas pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Hasll pemeriksaan kinerjz atas efektivitas pembangunan pariwisata
mengungkapkan 18 ftemuan yang memuat 31 permasalahan
kefidakefeknfan.

Pengelolaan Dana Pihak Helioa dan Perkredilan

PEMERIKSAAN kinerja atas efekfivitas pengelolaan dana pihak ketiga
({DPK] dan perkreditan tahun 2021 s.d. semeaster | 2023 dilaksanakan pada
PT Bank Pembangunan Daerah {BPD) Daerah |stimewa Yogyakarta (DIY)
dan instansi terkait |lainnya di Yogyakarts, Sleman, Bantul, Wates, dan
Wonosari.

Pemeariksaan Ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8 - pilar
pertumbuhan dan daya saing ekenomi, terutama KP 1, yaitu pendalaman

o 52107 keuangan, Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai
B i upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapal TPE ke-
8, terutama target 8.10 yaitu memperkuat kapasitas lembaga
keuangan domestik untuk mendoronz dan memperluas akses
terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semus.

PT BPD DiY teiah melakukan upaya dalam mengeloia DPKE dan
perkreditan, antara lain: 1) strategi atau program peningkatan jumlah
rekening dan volume DPK telah dilaksanakan sesuai rencana bisnis bank
(RBB); dan 2) perencanaan perkreditan telah disusun dalam dokumen
perencanaan bank.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa PT BPD DIY perlu segera
melakukan upgaya perbaikan, sehinzga permasalahan yang terjadi tidak
memengaruhiefektivitas pengelolaan DPK dan perkreditan. Permasatahan
tersebut antara lain:

o Proyeksl pertumbuhan target DPK pada Corporate Plan dengan
RBE belum selaras. Hal inl terlihat pada: 1) Corporate Plan telah
memperhitungkan laju pertumbuhan DPK setiap tahunnya dengan
laju kenalkan pertumbuhan rata-rata 7%, namun dalam RBB laju
pertumbuban DPK per tahun fidak selaras dengan laju periumbuhan
pada Corporate Plan; 2} Laju pertumbuhan tahun 2021 dan 2022
pada REB masing-masing sebesar -1,3% dan 4% sedangkan Corporate
Plan memperhitungkan masing-masing sebesar 1,2% dan 5,3%. Hal
Ini mengakibatkan target DPK pada Corporate Plan berpotensi tidak
tercapai; dan
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o Pengendalian dan penyelesajian kredit bermasatah tahun 2021 dan
2023 (per Juni 2023) tidak tercapai. Di antaranya kantor cabang belum
tertib dalam menerbitkan surat peringatan dan belum melaporkan
potensi pembayaran angsuran minimal dua hari kerja sebelum proses
akhir bulan kepada Direksi c.g. Desk Risiko Kredit dan Penyelesaian
Kredit Bermasalah (RKPKB). Desk RKPKB belum mempertimbangkan
risiko hilangnya potensi pendapatan bunga dan denda dalam proses
penyelesasian lelang eksekusi hak tanggungzan mealalul Kantor Pelayanan
Kekayaan Megara dan Lelang (KPKNL). Akibatnya, terjadi peningkatan
jumiah kredit bermasalah yang dikelola oleh PT BPD DIY dan PT BPD DIY
kenilangan potensi pendapatan yang berasal dari bunga dan denda.

BPK merekomendasikan kepada Direkiur Utama PT BPD DIY agar:

e Menyusun target DPK dalam RBB diselaraskan dengan Corporate Plan
sesual asumsi pertumbuhan perekonomian dan industri perbankan
secara berkala; dan

e Menyusun prosedur operasional standar yang mengatur tentang
pengawasan atau pemantauan kredit terkait: 1) jangka wakiu yang
diberikan kepada kantor cabang dan cabang pembaniu dalam
menyelesaikan kredit bermasalah; dan 2} analisis atas potensi
pendapatan yang hilang dalam pengambilan keputusan penghentian
bunga dan denda atas agunan yang akan dilakukan pelelangan.

Hasll pemeriksaan kinerja atas efekfivitas pengelolzan OPK dan
perkreditan PT BPD DIY mengungkapkan 15 temuan yang memuat 1§
permasalahan ketidakefekiifan,

Pembangunan Sumpber baya Manusia

PADA semester || tshun 2023 BPK telah menyampaikan hasil
permeriksaan kinerja atas 45 obrik pada pemda dengan tema
pembangunan sumber daya manusia.

Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan
Prevalensi Stunting

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam percepatan
penurunan prevalensi stunting tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada
44 objek pemeriksaan yang terdiri atas 40 pemkab, 3 pemerintah kofa
|pemkot), dan 1 pemerintah provins! {pemprov) beserta Instansi terkait
lainmya.

Uraian secara terperinci dapat dilihat pada Gambaor 1.1 di Bab |1
halaman 34,
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Pelayanan Hesenatan Dasar dan Rujukan

PEMERIKSAAMN  kinerja atas efekifivitas upaya pemda untuk
meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan dalam rangks penguatan
peiayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui Puskesmas dan Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) tahun 2022 s.d. semester | 2023 dilaksanakan
pada 3 pemda di Provinsi Jawa Barat, yaitu Pemkab Bandung, Pemkab
Majalengka, dan Pemkab Kuningan.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 - aksas
dan mutu pelayanan kesehatan, ¥hususnya KP 5, yaitu penguatan sistem
kesehatan dan pengawasan obat dan makanan (POM). Pemeriksaan
inl juga dilakukan ssbagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam
mencapai TPE ke-3 terutama target ke-3.7, yaitu mencapai cakupan
kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan,
aksas terhadap pelayanan kesshatan dasar yang baik, dan

FYWE"Wl akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman,
efektif, berkualitas, dan terjangkau bagl semua oranz.

KRS T
[TTR=Tr T Y

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan beberapa pemda dalam
meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan dalam rangka penguatan
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melslul Puskesmas dan RSUD,
antara laim

e Pemkab Bandung dan Majalengka telah menetapkan strategi dan
kebijakan pelayanan kesehatan pada RPIMD, selain itu kefiga Pemda
telah menetapkan Rensira Dinas Kesehatan (Dinkes);

e RSUD di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka telah
menyelengzzarakan layanan spesiafistik berupa layanan instalasi rawat
jalan dan poliklinik spesialis dasar seria layanan pendukung instalasi
rawat jalan yang meliputi Layanan Laboratorium Patologi Klinik, dan
Layanan Radiologi.

Hasil pemefiksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat
permasalahan yanz apabila Gdak segera dilakukan perbaikan maka
permasalahan tersebut dapat memberikan pengarub signifikan terhadap
efektivitas upaya Pemda untuk meningkatkan kualitas layanan rawat jalan
dalam rangka penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui
Puskesmas dan RSUD. Permasalahan tersebut antara lain:

e Perencanaan  kebutuhan  sumber daya bidang  kesehatan
belum memadai. Hal ini terlinat dari perencanaan pemenuhan
kebutuhan sumber daya manusia kesshatan [SDMK) yang belum
mempertimbangkan kebutuhan ideal dan belum melakukan pemetaan
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kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Akibatnya, SDME dan
penyediaan sarana prasarana pada Puskemas dan RSUD berpoiensi
tidak sesual kebutuhan dan Gdak tepat sasaran.

e Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Puskesmas
dan RSUD belum memadai. Hal ini ditunjukkan dari kebutuhan SDMEK
pada Puskesmas dan RSUD belum sepenuhmya terpenuhi; sarana,
prasarana, dan alat kesehatan (SPA) pada layanan rawat jalan belum
sepenubnys fengkap sesual standar; dan pemanfaatan teknologi
infermasi (T1) berupa rekam medis elektronik belum diimpiemeniasikan
pada Puskesmas dan RSUD. Akibatnya, capaian kualitas pelayanan
kesehatan pada Puskesmas dan RSUD berpotensi fidak memenuhi
standar pelayanan yang telah ditetapkan,

e Sistemantrean rawsat jalan pada Puskesmas dan RSUD belum memadai,
yang ditunjukkan dengan belum adanya strategl untuk mengatasi
penumpukan pasien dan wakiu tungzu yang cukup lama di Puskemas
dan RSUD. Hal ini mengakibatkan potensi meningkatnys ketidakpuasan
pasien dan ketidakpastian wakiu tunggu antrean di loket pendaftaran,
klinik, dan depo farmasi pada Puskesmas dan RSUD.

BPK merekomendasikan kepada Bupat agar:

o Menginstruksikan HKepala Dinas Kesehatan untuk menyusun
perencanaan perhitungan kebutuhan SDMEK serta pemetaan jumish
dan jenls Tasilitas kesshatan.

o Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk mempricritaskan
pemenuhan dan gemeliharaan 5PA, SDME, dan Tl pada Puskesmas dan
RSUD.

o Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD untuk
melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketepatan waktu pelayanan
dokter, melakukan penjadwalan wakitu kunjungan pasien, dan
memperbaiki sistam antrean menggunakan teknologi informasi pada
proses pendaftaran dan pengelolaan rekam medis.

Hasll pemeriksaan BPK atas peningkatan kualitas pelayanan rawat
jalan dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
melalul Puskesmas dan RSUD mengungkapkan 41 temuan yang memuat
55 permasalahan ketidakefektifan.
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Pelayanan Hesehatan

PEMERIKSAAMN kinerja atss efekfivitas pelayanan rawst inap dan
farmasi tahun 2022 s.d. 2023 (semester 1) dilaksanakan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Arifin Achmad (RSUD A4) di Pekanbaru.

Pemariksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 - akses
dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya KP 5 yaitu penguatan sistem
kesehatan dan POM. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagal upaya BPE
mendorong pemeriniah dalam mencapai TPB ke-3 terutama pada target
3.7, yaitu mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan

Pl risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar

AT yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar
L W yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua

orang.

RSUD AA t2lah melakukan upaya dalam kegiatan efektivitas pelayanan
rawat jnap dan farmasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan
kesehatan, di antaranya telah menyusun Hospital by Law, telah menyusun
Standar Pelayanan Minimal (5PM), telah membentuk Tim Kendall Mutu
Kendall Biaya (TKMKE] serta telah didukung dengan keberadaan Sistem
Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalzhan
yarg apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efekiivitas
pelayanan kesehatan, antara lain:

o lumlah utang jangka pendek melebihi ketentuan sehingga kinerja
pengelolaan keuangan RSUD AA belum optimal mendukung pefayanan
Rawat Inap dan Farmasi. Utang jangka pendek pada tahun 2022 dan
2023 (semester 1) telah melampaui batas maksimal masing-masing
16.89% dan 49,23% dari yang ditetapkan oleh Gubernur yaitu tidak
melebihi 15% dari jumlah pendapatan BLUD rumah sakit di luar APBD,
APEN, dan hibah terikat, Akibainya, pengelolaan keuangan RSUD
AL belum aptimal dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada
pasien; dan

e Penyelenggaraan kendalimutu dan kendali biaya (KMEB) belumoptimal.
Hal ini terlihat dari belum optimainya perencanaan dan strategi terkait
KIMEKB dan pelaksanaan kegiatan KMEKE. 5elain itu, pelaksanaan fugas
dan fungsi TKMEKB juga belum memadai. Akibatnya, penyelenggaraan
kendali mutu dan kendali biaya belum optimal mendukung pemberian

pelayanan kesehatan yang bermutu dan efisien;
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BPK merekomendasikan Gubernuragar memerintahkan Direktur RSUD
A4 untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

* NMengevaluasi pelampauan batas maksimal 15% pada utang jangks
pendek dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan;

o Menginstruksikan TKMKB untuk melakukan analisa data klaim, obat
dan bahan habis pakal {BHP), dan analisa keuangan,

Hasil pemeriksaan kinerjz atas efektivitas pelayanan rawat Inap dan
farmasi RSUD AA tghun 2022 s.d. 2023 (semester || mengungkapkan 11
temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefekfan.

Hineria Rumah Sakit Jiwa

PEMERIKSAAN kinerja atas Rumah Sakit Jiwa (RS} tahun 2022 5.d. 2023
(semester |) dilaksanakan pada RS! Tampan di Pekanbaru dan Instansi
terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 - akses
dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya KP 5, yaitu penguatan sistem
kesehatan dan POM. Pemeriksaan inl dilakukan sebagal upaya BPK
mendorong pemerintah dalam mencapal TPE ke-3 terutama pada target
3.7, yaitu mencapal cakupan kesehatan universal, termasuk s
perlindungan risikn keuangan, akses terhadap pelayanan [kl
kesehatan dasar yang balk, dan akses terhadap obsat- M o
obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan
terjangkau bagi semua orang.

RSl Tampan telah melakukan upaya dalam kegiatan pengelolaan
pelayanan kesshatan, antara lain seluruh dokier dan perawat yang
bertugas di pelayanan rawat inap dan seluruh SDM pada instalasi farmasi
telah memiliki Surat Tanda Registrasi (5TR) dan Surat lzin Prakiik (5IP)
vang berlaku, dan RSJ Tampan telah menetapkan kebijakan/pedoman
pengelolaan perbekalan farmasi.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masin terdzpat permasalahan yang
dapat memeangaruhi efekiivitas pelayanan kesehatan RS Tampan, aniara
|ain:

® Pepanganan rehabilitasi sosial pasien orang dengan gangguan jiwa
(ODG]) belum optimal dimana Pemprov Riau belum membentuk tim
pengarah/pelaksana kesehatan jiwa masyarakat {TPKIM), dan Dinas
Sosial Provinsi Riaw belum optimal dalam menanganl 124 pasien
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inventaris. Pasien inveniaris adalah pasien yang secara medis sudah
dinyatakan sehat oleh dokier pemanggung jawsab pelayanan (DPIPF)
dengan masa rawat 180 hari namun belum bisa dipulangkan dengan
beberapa alasan. Akibatnya, penanganan pasien ODGJ) yang tesiah
sembuh fidak optimal dan RSJ Tampan melaksanakan kegiatan yang
tidak sesuai dengan tugas dan fungsi rehabilitasi medis uniuk pasien
ODGL

o Tugas dan fungsi struktur organisasi RS Tampan belum sepenuhnya
memadai. Tugas, fungsi, dan wewenang Direktur RS Tampan belum
tertuang secara eksplisit dalam peraturan gubernur yang mengatur
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja [SOTK) dan belum adanys
rencana strategis RS Tampan. Hal inimengakibatkan tidak maksimalnya
kuslitas pelayanan kesehatan rumah sakit kepada pasien dan berlsiko
tidak memenuhi indikator mutu dan 5PM.

EPK merekomendasikan Gubernur Riau agar:

¢ Membentuk TPEIM Provinsi Riau dan memerintahkan Kepala Dinas
Sosial berkoordinasi dengan Direkitur RS Tampan untuk mengatur
rekanisme pemindahan pasien ODG) terlantar yang sudah sembuh
atau diperbolehkan rawsat jalan dari RS} Tampan ke Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Bina Laras dan Dinas Sosial Provinsi lain;

o Memerintahkan Direktur RS) Tampan memyusun revisi Pergub Nomor
21 Tahun 2022 terkait tugas, fungsi dan wewenang Direktur dan
menyusun renstra BLUD selanjutnya menetapkannya dalam bentuk
Peraturan Gubernur.

Hasil pemeriksaan kinerja RS Tampan tahun 2022 s.d. 2023 {semesier
1} di Pekanbaru dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 7 temuan
yang memuat 9 permasalahan ketidakefekfifan dan 1 permasalahan
kefidakpatuhan sebesar Rp335,87 juta.

Penguaian infrasiroktur

PADA semester Il fahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja atas 35 obrik pada pemda dengan tema penguatan
infrastruktur.
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Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan
Hualitas Jalan

PEMERIKSAAN kinerja -atas efekfivitas upaya pemda dalam
penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantbitas dan kualitas jalan
tahun 2021 s.d. trivwulan 11l 2023 difaksanakan pada 33 objek pemeriksaan
yang terdiri atas 11 pemerintah provinsi, 20 pemerintah kabupaten, dan 2
pemeriniah kota beserta instansiterkait lainnya. Uraian secara terperinci
dapat dilihat pada Gombar 2.1

Operasional Perusahaan Umum Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas operasional Perusahaan Umum Daerah
(Perumda) Air Minum tahun 2021 s.d. semesier | 2023 dilaksanakan
terhadap 2 objek pemeriksaan pada 2 pemda yaitu Perumda Air Minum
Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dan Perusahaan Umum Dasrah Air
Minum (Perumidam) Tirta Satria Kabupaten Banyumas.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 -
infrastrukiur pelayanan dasar khususnya KP 2, yaitu penyediaan akses
air minum dan sanitasi layak dan aman. Pemeriksaan inf juga dilakukan

sebagal upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapal PR
MTRED iy

TPB ke-o terutama target 6.1, yaitu pada tahun 2030,
mencapal akses universal dan merata terhadap air minum ‘ﬁ
yang aman dan terjangkau bagi semua.

Perumda Air Minum telah melakukan upaya dalam penyediaan air
minum dan peningkatan kinerja operasional Perumda Air Minum, di
antaranya:

e Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang telah
memenuhi kewajiban kontribusi kepada desa pemilik lokasi sumber aiy,
melaksanakan pengujian kuslitas airsecara internal pada laboratorium
Perumda Air Minum dan laboratorium eksternal, dan menetapkan
perencanaan bisnis yang mendukung pencapaian target cakupan
layanan air minum; dan

o Perumdam Tirta Satria Kabupsten Banyumas telah menstapkan tarif air
minum yang memenuhj biaya pemulihan/full cost recovery (FCR) serta
menetapkan sistem tunjangan berdasarkan capalan key performance
indicator [KPI).
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GAMBAR 2.1

EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MENINGKATKAN
KUANTITAS DAN KUALITAS JALAN

BPK telah melskukan pemerikssan kinerja stas efektivitas upaye pemerintzh dasrzh (pemda)
datzm penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kuslitas jzlan TA 2021 5.d Triwulan
Il 2023 pada 33 objek pemeriksaan yvang terdid atas 11 (33.3%) pemerintah provinsi, 20 [(60,65%)
pemerintah ksbupaten, dan 2 (6,13%) pemerintah kotz beseria Instansi terkait i3inhya yang secara
rinci dapat dilihat pads Tabsl 2.1.

Tabel 2.1. Dattar Ohjek Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pemda dalam Penyelenggaraan
Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d Triwulan 1l 2023
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Pemeriksaan inf dilakukan =ebagai upays BPK mendorong pemerintah dalam
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPE yaitu tujuan ke-8 terutama
target ke-31 yaitu mengembangkan infrestruktur yang berkualitas, andal,
berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk

mendukung pembzangunan ekonomi dan kesejshtersan manusia, dengan fokus
pada aksez yang terjangkau dan merata bagl =emua. Pemeriksaan ini Juga difakukan untuk
mendukung Prioritas Nasional (PM] 5 yaitu penguatan Infrastruktur, Program Prioritas (PP) 2 yaitu
Infraztruktur ekonomil, khuzusmya Kegiatan Prioritas (KP) 1 yaitu konektivitas jalan.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam penyelenggarzan jalan untuk meningkatkan kuantitas
dan kualitas jalan, di antaranya:

- -
Meryusin dan ~ Manyusun program penanganan jaringan [2ian besarta rencans tngkat N
METENCINaKan kineriz yang aksn diczosi dan perkiraan bigya yang diperukan dalam
pembangunan den/atsy fizncanz Pembangunan langks Mensngah D=ersh (REIMD), Rancanz
prezervash jalan yang ¥erja Pemerintal Daersh (REPD), Angpgaran Pendspatan dan Befznja

'C) mencekup oenstapan O Dmerzh [APBD) dan Dokomen Peisksanazsn Anggaran {DPAL Sslaim itu,
targst kKinerja settE kebijakan-kebijzkan terksit pengaturan dan pembinaan jslen melalul
DErkTean Diays yang Peraturan Deeran (Perda) tarksit Bencans Tats Ruang Wiksyan (RTRW)
diperluian secare memadai untuk Pembsngunan Infrastrukter Berkeiznjutan telsh ditstsgian, .

L. A N

Hasll pemeriksaan menyimpulkan behwa pemda harus melskukan perbaikan 3tas permasalzhan
yang secara signifikan memengaruhi sefektivitas penvelengegaraan jzlan untuk meningkatkan
kuantitas dan kusiitas jslan: Permassiahan tersebut antarz laim

Dzlzm ha! pengsturen penyelenggarsan ialan, pemds belum mensapan/ mengusulk=n
fungsi jalan dan k=ias [zlzn yang merupakan dokumen dazar untuk perencanazn
pemysiznggarean f@lan. Sebamyak 10 dari 11 {91%) pemerinmh orovinsi yang diuji petik
belum menstapkan russ-ruas g@lan menunst fungsi dan kelss [@lan dengan deputusan
gubemur, Dari 22 {100%) pemerintah kabupstenkets yang dilzkukan uji petk,
=eluruhmya belum mengesulkan penetagan fungsi jglan dan memetzpkan k2las [=lan

Akibatnys, fungs dan kelas jalan belum dapat digunakan sebagal dassr perencansan
pembangunzn dan preservaszi jzlzn, pembatssan pemanfaatan jalan belum dapat
diterapkan, dan meningkstnya riziko kerusakan jaian.

BPK mershomendasikan
Eepala Daersh agar

meEnyusun dan
menetapkan/mengusul-
kan fungsi jalan dan
kelas jalan sebagai dasar




Caiam hal pembinzan penyelenggarasn jglan, pemdz belum menyusun pedoman
dan standar tekniz penyelenggsrean jalan yang menjadi acuan untuk melzkuian
pembangunan dan presarvas jalan sebagsimans dmyataian delam Persturan
Pemerinkah Nomar 34 Tehin 2006 tentang Ialan. Deiam ketentuan tersebut
dijsizsk=n bahwa penyusunsn dan penstepan norms, standar, kriveria, dan
pedoman penyelenggarasn 2lan merupakan s3lzh satu bentuk dan kegiaten

g
Rekomendasi

pembinzaan pemyelenggarszn jalan Dard 33 Pemds yang div)l pedk, terdapat 30 EPK merekomendasikan Kepala

{30.9%) Pemds belum menyusun dan menstapean pedoman dan standar teknis, Dzerah agar menyusun dan

yang terdini dari 10 {33 3%) pemerintan provinsi, 18{60%) pemeringah meneiapkan pedaman dan

kzbupaten, dan 2 (6,7%) pemerintzh ot standar teknis penyelenggarzan
jatan sebagai acuan untuk

Akibatnya tdak ads acusn bagl pemda untuk melaksanakan pembangunan dan

lakuka bz da
preservasi jzlan sesusl dengan karskteristib wilaysh dan kebutuhan daerah. T e pErTEg e O

presernvasi jalan.

Dizlam nzl pembangunan [#an, kemantspan 2lan pada kurun w3kt 2021,
2022, dan 2023, ssbanysk 473 [alan dalam kondisi reta-reta baik sedangkan
sisarya sebanysic 53% falan dalam kondisl sedang/russk ricganfrusak berat.
Hal tersebut menunjukian mesih-banyak ruas jalan yang membutuhksn
2nggsr=n bessr untuk perbaiken at=u penanganan. Permazalanan yang tenadi

w
Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala

antars lain:
Diaersh agar manyusun dan
1 Sslurub pemdsz yeng didji petik belum menyusun dsn mensapken menempkan pedoman pensniuan
padoman penentusn prioritas penznganan/cemanizosn j=lan. prioritas penangenan pemantapan

1 Femds vang diuil peti pads merun wakty 2021, 2073, S0 2023 balum jalim seata mglalohen el

memenuhi target mandstony spending belanjz infrastruitur dengan ke | gngg_aran biefaria dan :
pErincizn sebanyak 55% pemdz (2021), 9i% pemda (2022), dan 34% Désioatdings dengan Kemiendags
pemds (2023 Pads periode yang zama, pemds yang memiliki salam rangia pen'_renuhan Earget
kemampuan fiskal yang rendah/sangst rendah adslan 44% pemds (2021}, mmdn'rnq- pending belanjs
- S0% pemdz [2023), dan 53% pemds (2023). Of =is in, terdepat pamss T

" yang manganggarkan belanjs pegawai malebini ketentuan UL Nomor 1 p »,
tzhun 2022 {3=besar 30% dari total belaniz APBD) yaitu sebanysk 733¢
pemds (2022}, dan 544 pemda (2023).

Hasil pemeriksaan tersebut
mengungkapkan 280 temuan y2ng
memuat 304 permaszalahan
ketidakefektifan. Selain itu terdapat
/7 permasalahan kerugian senilal
Rpl. 17431 juta, 2 permasalzhan
potensi kerugian kerugizn senilzi
RpdBE.17 juts. dan 2 permasalzhan
kekurangan pensnmaan =eniizi
Rpl33 31 juts. Atas temuan
tersebut, terdapat penyetorzn
senilai RpB5 45 juia.

Alobatnya, penanganan jalan tdak berdasarkan kondisi kemantapan jalan
dan pemenuhan tSrget mondotory spending belanja infrastruktur masih
sufit dicapal cieh pemda.




Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan
vang dapat memengaruhi secara signifikan efekbivitas kinerja operasional
Perumda Air Minum Tirta Gemllang Kabupaten Magelang dan Perumdam
Tirta Satria Kabupaten Banyumas, antara lain:

e Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaien Magslang

» Perumda belum memenuhl kewajiban perizinan, evaluasi,
pengamanan, dan konservasi sumber air baku pada kegiatan
pengelolaan air baku. Akibainya, terdapat risikc pencabutan
pengusahiaan sumber daya air (SDA) yang telah habis masa
berlakunya, serta risiko menurunnya kualitas dan debit air dari unit
air baku yang dimiliki Perumda;

b Perumda belum maksimal mengendalikan kehilanzan air. Pemetaan
risiko fingkat kebocoran per jaringan distribusi dan skala prioritas
penanganan kehilangan air belum disusun, strategi dan tahapan
pengendalian kehilangan air belum dilakukan, serta belum semua
kejadian penanganan kebocoran dicatst/dilaporkan. Akibatnya,
Perumda belum dapat menetapkan strategl yang tepat dalam
menegkan kehilangan air berdazarkan data penysbab kehilangan
air per jaringan distribusi dan belum dapat menghitung tingkat
kehitangan air secara akurai;

» Perumda belum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
pada pengadaan barang/jasa dan penggunaan laba dalam upaya
peningkatan kinerja. Akibatnya, indikasi kecurangan dalam prosas
pengadaan barang/jasa tidak terdeteksi sejak dini dan tidak segera
ditangani serta realisasi laba usaha belum dipricritaskan untuk
pengembangan usaha Perumida,

¢ Perumdam Tirta Sairia Kabupaten Banyumas

¥ Perumdam belum menetapkan tarif air sesuai golongan pelanggan
secara tepat. Akibatnya, Perumdam kehilangan polensi penerimaan
gtas kesalahan klasifikasi golongam.

b Pengelolsan keuangan belum mendukung upaya peningkatan
kinerja perusahiaan dimana terdapat pemberian bantuan keuangan
yang tidak memiliki dasar hukum, program Imbalan pasca kerja
tidak sesuai kemampuan perusahaan, dan pembayarantantiem dan
bonus kinerja yang fidak sesual ketentuan, Permasalahan tersebut
mengakibatkan pemborosan atas belanja bantuan kewangan,
program pensiun dan pesangen ganda, serta bonus dan tantiem
kinerja yang seharusnya tdak diberikan.
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BFK merekomendasikan Kepala Daerah dan Direksi agar melakukan
peribaikan antara lain:

o Bupatl Magelang agar memerintahkan Direktur Perumda Air Minum
Tirta Gemilang Kabupaten Magelang supaya:

b Menetapkan fungsi pelayanan dan bantuan hukum pada SOTK
Perumda untuk mendukung pengurusan Surat Izin Pengambiian Air
(51PA), menyelesaikan kewajiban Pajak Air Bawah Tanah [PABT]), dan
optimalisas] upaya konservasi sumber alr baku,

b Memutakhirkan peta jaringan dalam geegraphic information
system (GIS), menetapkan farget pembentukan district meter
area (DMA) dan water utility control (WUC) beserta evaluasinya,
serta menginstruksikan Kepala Unit/Sub Unit Pelayanan untuk
melaporkan pemanganan kebocoran melalul dynamic domain name
system (DDNS) secara tertib,

b Merevisi pedoman pelaksanaan pekerjaan, baik swakslola maupun
melalui penyedia sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait pengadaan barang/jasa; serta menginstruksikan
Kepala Satuan Pengawas Internal [SPI) untuk merencanakan dan
menerapkan good corporate govemance (GCG) pada Perumda.

® Direksi Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas agar:

b Memerintahkan manajer cabang untuk mengevaluasi konsistens!
penetapan golongan pelanggan untuk selanjuinya  difakukan
rekiasifikasi sesuai dengan 5K Direktur.

b Menghitung kembalf nitai bantuan keuangan sesual kemampuan
perusahaan, merevisi SK Direksi tentang perhitungan penghasilan
dasar pensiun (PRDP), dan menghentikan pembayaran tanttam dan
bonus kinerja yang dihitung dari hasil evaluasi kinerja Perumdam
Tirta Satria.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan operasional Perumda Alr
Minum tahun 2021 s.d. semester | 2023 mengungkapkan 16 temuan
yang memuat 19 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan
kefidakpatuhan sebesar Rpl,88 miliar.
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Pembangunan Lingkungan Higup

PADA semester || tahun 2023 BPk telah menyampaikan hasil
pemerixsaan kinerja atas dua obrik pada pemda dengan tema
pembangunan lingkungan hidup.

Prooram Pengendalian Banjir

PEMERIKSAAMN kinerja atas pengendalian banjir tahun 2021 - trivulan
Il tahun 2023 difaksanakan pada Pemkot Samarinda dan instansi terkait
lainnya di Samarinda.

Pemeriksaan ini dilakukan uniuk mengawal pelaksanaan PP 2 -
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, khususnya KP
1, yaitu penanggulangan bencana. Pemeriksaan ini juga 13 Duusuem

LUTETTER

dilakukan sebagal upaya BPK mendorong pemerintah dalam
miencapai TPB ke-13, khususnyatarget 13.1, vaitu memperkuat 0
kapasitas ketashanan dan adaptasi terhadap bahayas terkait
iklim dan bencana alam di semua negara.

Pemkot Samarinda telah melakukan upaya untuk meningkatkan
efekiivitas pengendalian banjir, antara lain: 1) pengaturan tata guna lahan
dengan pelaksanaan penataan ruang; dan 2| operasi dan pemeliharaan
pada sisiem jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan terkait dengan
pengendalian banjir tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi
efektvitas pengendalian banjir cleh Pemket Samarinda, antara lain:

o Upaya pengendalian banjir belum didukung dengan pelaksanaan
penataan ruang yang memadai, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kotz Samarinda belum secara lengikap memuat strukiur
ruang sistem drainase dan pola ruang berupa badan air dan Ruang
Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan luas ruang terbuka hijau belum
dilaksanakan sesuafl dengan RTRW, dan pemanfaatan ruang belum
memiliki kesesualan kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), serta usaha
perumahan belum dilengkapi persetujuan rencana tapak (site plan).
Akibatriya, Pemkot Samarinda belum dapat meminimalkan debit
banjir, karena RTH belum mencapai target RTRW,

— TP 1 Tahun: 2023 RAR Il - Hasit Remierfrsaan Pamerintzh Dacrah & BUMD



e Pengawasan atas pengelolaan  lingkungan terkait pengendalian
banjir belum dilaksanakan secara tertib, yaitu usaha perumahan
dan pematangan lahan belum dilengkapl persetujuan lingkungan
seria pembinaan dan pengawasan atas persetujuan lingkungan dan
penerbitan izin pematangan lahan [IPL) belum tertib, Akibatnya, debit
limpasan air hujan dan erosi tanah meningkat, sehingga menambah
beban saluran drainase perkotaan yang menjadi falkdor pemyebab
terjadinya banjir.

EPK merekomendasikan kepada Wall Kota Samarinda agar:

e Berkomitmen memasukkan program penambahan luasan RTH publik
maupun penetapan tanah swasta menjadi RTH privat pada dokumen
RPIMD taehun 2021-2026 dan menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pengendalian dan
pengawasan secara rutin terhadap pemanfaatan ruang dan KKPR,
serta menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman (DPKP] melaksanakan pengawasan dan pemantauan
kesesuaian pelaksanaan kewajiban perumahan dengan site plon yang
sudah disetujui dan melaksanakan pengujian perhitungan RTH pada
rencana tapak sebelum disstujui.

o Nenginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaksanakan
pembinaan terhiadap usaha perumahan dan kegiatan pematangan
lahan serta memedomani persetujuan lingkungan sebagal acuan dalam
melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha perumshan,

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengendalian banjir mengungkapkan 6
temuan yang memusat & permasalahan ketidakefektifan.

Penanggulangan Bencana Gempa Bumi

PEMERIKSAAM kinerja atas efektivitas penanggzulangan bencana zempa
bumi dalam masa tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan
tahun 2022 s.d. triwulan Il tahun 2023 dilaksanakan pada Pemkab Cianjur
dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 -
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, khususnya KP 1,
yaitu penanggulangan bencana. Pemeriksaan ini jugs dilakukan sebagal
% upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapal TPEke-11
terutama target 11.4, yaitu mengurangl jJumlah kematian dan
jumiah orang terdampak, dan secara substansial mengurang
kerugian ekonomi relatif terhadap Produk Domestik Bruto
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[PDB) global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang
berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan
orang-orang dalam situasi rentan,

Pemkab Cianjur telah melakukan upaya dalam rangka penguatan
kebijakan dan pelaksanaan penanganan darurat bencana gempa bumi
pada masa tangzap darurat dan transisl darurat ke pemulihan, antara lain:

o Nenetapkan status keadsan darurat bencana g2mpa bumi.
o NMembentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan
bencana gempa bumi dalam masa tanggap darurat dan transisi darurat
ke pemulifan di Kabupaten Canjur belum sepenuhnya dapat memenuhi
kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat
terdampak bencana gempa bumi, Hal tersebut ditunjukkan oleh
permasalahan aniara lain:

e Pemkab Cianjur belum menetapkan kebijakan manajemen logistik
dan pelayanan kesehatan secara memadai. DI antaranya mekanisme
pengendalian bantuan logistik yang disalurkan langsung oleh pemberi
bantuan kepsda korban bencana/pengungsi belum ditetapkan,
Pada masa tanggap darurat, pemberi bantuan dapat langsung
mendistribusikan bantuannya kepada korban bencana/pengungsi
tanpa melalul mekanisme pencatatan dan pengarahan dari Pos
Komando sebagal bentuk pangendalian. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) juga idak memiliki data bantuan yang diberikan
langsung masyarakat/donatur kepada korban bencana/pengungsi,
Selain itu, mekanisme pemberian pelayanan kesshatan gratis bagi
korban bencana/pengungsi belum mengatur jenis penyakit vang dapat
diberikan pelayanan gratis. Hal inl mengakibatkan pendistribusian
logistik dan pemberian pelayanan kesehatan gratis kepada korban
bencana gempa bumi berpotensi Hdak tepat.

e Pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah rusak dan santunan
korban jiwa serta relokasi masyarakat darl zona merah belum memadai
untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar dan periindungan
kepada masyarakai. Permasalahan yang ferjadi yaitu; 1) pemberian
bantuan stimulan perbaikan rumah rusak dan santunan korban jiwa
tidak memadal yang di antaranya terdapat 359 orang dinyatakan tdak
masuk kriteria kerusakan tetapl menerima bantuan stimulan; 2| Bupat
Cianjur belum mengatur zonasi daerah rawan bencana gempa bumi
yang di antaranya penetapan daerah terlarang untuk permukiman
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{zona merah); dan 3] Pemkab Cianjur belum optimal menyosialisasikan
zona terlarang uniuk permukiman (zona merah) sebagai larangan
tempat finggal kepads masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan
pemberian bantuan stimulan perbalkan rumah rusak kepada
masyarakat terindikasi tidak tepat sasaran, belum disalurkan sehingga
terlambat dan belum dapat segera dimanfaatkan, serta perlindungan
kepada masyarakat yang tinggal/beraktivitas di zona terlarang {zona
merah) belum mamadai. '

BPK merekomendasikan kepada Bupat Cianjur antara lain agar:

o NMenginstruksikan Kepala Pelaksana BPBED menstapkan pedoman/
mekanisme terkait penerimaan dan genyaluran logistik yang menjamin
pemerataan seria mengatur pengendalian bantuan yang disalurkan
langsung dan menginstruksikan Kepala Dinas Kesshatan memperbaiki
petunjuk teknis klaim biaya perawatan korban bencana alam gempa
bumi dengan mengatur kriteria jenis panyakit yang dapat dilayani,

e Nempertanggungjawsbkan penyaluran bantuan stimulan perbaikan
rumah rusak dengan melaporkan kepada Kepala Badan Masional
Penanggulangan Bencana [BNPE) atas permasalahan yang terjadi
dalam penyaluran bantuan stimulan secara lengkap dan transparan dan
menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
|Perkim) segera mengusulkan regulasi terkait peta bahaya bencana
gempa bumi, termasuk 2ona terlarang untuk tempat tinggal sesual
rekomendasi Badan Meieorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
untuk ditetapkan oleh Bupati Cianjur.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanggulangan bencana
gempa bumi dalam masa tanggap darurat dan fransisi darurat ke
pemulihan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan
ketidakefewtifan,

Pengualan Stabililas Polnuknankam tan Transtormasi
Pelayanan PODIiK

PADA semester || tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja atas 17 obrik pada pemda dengan tema penguatan
stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
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Pengelolaan BIMD

PEMERIKSAAN kinerja atas pengeloiaan barang millk daerah (BMD)
dilakukan untuk mengawal pzlaksanaan PP 4 - reformasi birokrasi dan
tata kelola, khususnya KP 3, yaifu penataan kelembagaan dan proses
bisnis. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendorong 16
pemerintah dalam mencapal TPB ke-16 terutama target 16.3
yaltu mengembangkan lembaga yang efektf, akuntabel, dan
transparan di semua tingkat.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolazan BMD dilakukan pada 5 pemda
yaltu Pemprov Papua Barat, Pemprov Papua, Pemkab Kepulauan Yapen
dan Pemkab Supiori-di Provinsi Papua, dan Pemkab Sabu Raijua di Provinsi
NTT.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upays pemda dalam
pengslolaan BMD, antara lain:

o Pemprov Papua Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Papua Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah dan Pengurus Barang Pengguna pada tahun 2022
dan 2023.

o Pemprov Papua felah melakukan inventarisasi BMD yang akan
diserahkan kepada Provinsi Papua Pezunungan, Provinsi Papua Tengah
dan Provinsi Papua Selatan, melakukan serah terima aset kepada
Provinsi Papua Tengah, seria menyimpan dokumen administrasi BMD
yvang akan diserahkan pada brankas di ruang bidang pengelolaan aset
daerah dan sofe deposit box (5DB) di Bank Papua,

o Pemkab Kepulauan Yapen telah melaksanakan persiapan pengadaan
barang dan jasa melalul penyediz dengan melengkapt dokumen
pengadaan yang melipuf penetapan harga perkiraan sendiri (HPS),
rancangan kontrak atausurat perintah kerja (SPK) dan spesifikasi teknis.

e Pemkab Supior telah menstapkan Peraturan Bupat Nomor 25 Tahun
2019 tentang Pengelolaan BMO yang telah mengatur seluruh aspek
pengelolaan BMD,

e Paemkab Ssbhu Raijua telah menjalin kerjasama dengan BPKP Perwakilan
Provinsi NTT sejak tahun 2010 dan telah meanggunakan aplikasi sistem
informasi manajemen dasrah (Simda) BMD versiterbaru,
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Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa:

o Pemprov Papua Barat belum secara memadal menyusun kerangka
regulasi, rencana dan perangkat yang memenuhl persyaratan untuk
memasikan tercapainya tujuan pengelolsan aset. Pemprov Papua
Baral juga perlu memperhatikan kelemahan dalam pencataian,
pengamanan, dan pengendalian aset yang dapat berdampak signifikan
pada kepemillkan olzh atau status aset pemerintah dasrah,

e Pemprov Papua cukup efekdif dalam melakukan pengelolaan BMD.

e Pemkab Kepulauan Yapen dan Pemkab Supiori kurang efektif dalam
melakukan pengelolaan BMD.

e Pada Pemkal Szbu Raijua masih ditemukan adanya permasalahan-
permasalahan signifikan dalam kegiatan penatausahaan, pengamanan,
dan pemanfaatan BMD.

Hasil pemeriksagn mengungkapkan 52 femusn yang memuat
permasalahan, antara lain:

® P=mprov Papua Barat belum sepenuhnya menyusun daftar aset
yang akan dipindahtangankan secara andal dan akurat. Aset tetap
yang tercatat dalam daftar aset yang akan dipindahtangankan tidak
dapat ditelusuri pada data kartu inventaris barang (KIB) dan Pemprov
Papua Barat belum melakukan inventarisasi fisik aset yang akan
dipindahtangankan. Akibatnya, nilal aset yang akan dipindahtangankan
tidak menunjukkan nilal yang sebenarnya.

e Pemprov Papua belum sepenubnya melakukan pembukuan atas BMD
vangz akan diserahkan secara memadal. Dl antaranya nilai akumulas
dan nilal buku belum dicatat dalam daftar BMD yang akan diserahkan
dan regisier aset belum dilengkapi informasi yang memadai terkait
bukti kepemilikan, luasan, dan lokasi. Akibatnya pembukuan BMD
belum memiyerikan dukungan informasi yang andal guna pengambiian
keputusan terkait penghapusan dan penyershan BMD ke Prowvins
Papua Pegunungan, Pravinsi Papua Tengah dan Provins] Papua Selatan,

o Pemkab Kepulauan Yapen dalam perencanaan pengadaan BMD
tidak memerhatikan BMD yang ada dan fidak sesual dengan rencana
pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta balum melakukan
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pengujian atas keiepatan kualitas pekerjaan fisik sebagal dasar
pembayaran. Akibatnya. terdapat risiko kerugian atas pekerjaan
pembangunan jalan yang tidak memenuhi prinsip berbasis kebutuhan
dan tanpa dukungan kajian perencanaan teknis yang memadal dan
andal serta risiko kerugian atas hasll pekerjaan pembangunan jalan
yvang tidak memenuhi kualitas sesuaj spesifikasi teknisnya.

o Pemkab Supiori belum menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD
dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daesrah (SKPD) terkait kepads
Bupati untuk ditetapkan melalui SK Bupati. Akibainya terdapat risiko
kehilangan dan masalah hukum dalam penggunaan atau pemanfaatan
atas BMD SKPD yang tidak pernah dilaporkan kepada Bupati.

o Pemkab Sabu Raijua belum menatausahakan BMD secara memadal,
di antaranya terdapat pencatatan lebih dari satu kali dan/atau belum
lengkap dalam KIB, pencatatan atas BMD yang belum seluruhmya
diketahui keberadaannya, kesalahan klasifikasi pencatatan, pencatatan
aset zedung dalam KIB bernilai fidak wajar, serta terdapat kegiatan
perencanaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan yangz belum
diatribusikan ke aset induk. Aklbatnya, aset tanah, peralatan dan
mesin, serta jalan dan irigasi yang belum tercatat atau kurang dalam
KIB berpotensi hilang atau disalahgunakan; dan kegiatan-kegiatan yang
belum dikapitalisasi/diatribusi ke aset induknya membuat perhitunzan
beban penyusutan dan nilal akumulasi penyusutan Gidak akurat,

BPK merekomendasikan para Gubernur dan Bupali azan:

¢ Gubemur Papua Barat agar memerintahkan Kepala SKPD terkait
untuk melakukan verifikasi dan mengajukan usul daftar aset yang
akan dipindahtangankan dengan dilengkapi informasi yang andal dan
akurat;

e Gubernur Papus agar memerintahkan Kepalz Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daesrah [BPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan
Barang dan Kepalz SKPD selaku Pengguna Barang melakukan koordinasi
dan rekonsiliasi terkait pencatatan, pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan BMD yang akan diserahkan kepada Daerah Otonom Baru
(DOB) secara lengkap dan informatif;
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e Bupal Kepulauan Yapen agar melakukan evaluasi kembali terhadap
perencanaan (termasuk oroses {ender) dan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi jalan DAK Fisik TA 2023 yang meangalami perubahan desain
dari DPA yang telah disetujui/disepakat oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dengan mempertimbangkan dan mendasarkan
kepada hasil kajian perencanaan teknis dari pihak berwenang dan/atau
berkompsien seria memperimbangkan dan mendasarkan kepada
hasil pengujian kualitas yang mutakhir dari pinak berwenang dan/atau
berkompeten;

o Bupati Supiori agar menginstruksikan para Kepala SKPD selaku
Pengguna Barang untuk meanyusun dan menyampaikan laporan hasil
pengadaan BMD bulanan, semesteran, dan tahunan kepada Bupal
melalul Sekretaris Dasrah selaku Pengelola Barang;

e Bupsb Sabu Raijua agar memearintahkan Sekretaris Daerah sebagai
Pengelola Barang untuk melakukan inventarisasi Aset Tanah, Peralatan
dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Irigasi terkait dengan
keberadaan, |uasan, penilaian, dan dokumen sumber pencataian,
serta hasllmya digunakan untuk pembaruan data Aset Tanah, Peralatan
dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta lalan dan Irigasi pada aplikasi
Simda BMD.

Hasil pemeriksaan atas efekbivitas pengelolasn BMD mengungkapkan
52 temuan yang memuat 62 permasalahan ketidakefelktifan.

Pengelolaan Asel yang Bersumber dari Dana Keislimewaan

PEMERIKSAAN kinerja atas sfektivitas pengelolaan aset tetap yang
bersumber dari dana keistimewsaan dilaksanakan pada Pemernntah Daerah
Daerah Istimewsa Yogyakaria dan instansi terkait lainnya di Yogyakaris,
Sieman, Bantul, Wates, dan Wonosari.

Pemeriksaanini dilakukan untuk mengawsl pelaksanaan PP 4-reformasi
pirgkrasi dan 1ata kelola, khususnya KP 3, yaitu penataan kelembagaan
e dan proses bisnis. Pemeriksaan Ini juga dilakukan sebagai
16 bl ipaya BPK mendoronz pemerintah dalam mencapai TPB ke-
!‘: 16 terutama targset 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang

§ efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
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Pemda DIY telah melakukan upays dan capaian dalam kegiatan
pengelolaan aset teiap yangz bersumber dari dana keisimewaan, di
amtaranya:

e COrganisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda DIY telah menyusun rencana
kebutuhan barang milik daerah (RKBMD| melalui proses penelaahan
secara berjenjang yang selaras dan sesuai dengan mekanisme;

e |[nspeltorat telah menganggarkan dan merealisasikan  kegiatan
pengawasan setiap tahun mealalul program kerja pengawasan tahunan
{PKPT), dan telah melakukan pengawasan fisik atas aset tetap yang
bersumber dari dana keistimewaan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang
dapat memengaruhi efekiivitas pengelolaan azet tetap yang bersumber
dari dana keistimewaan. Permasalahan tersebut antara laim:

o Usulan kebutuhan aset tetap dari masing-masing OPD belum diserial
dengan rencana daftar pengguna dan lokasi penempatan aset tetap.
Pemda DIY telah menetapkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pangelolaan Barang Milik Daerah serta Surat Edaran Gubernur Nemor.
020/4254 tanggal 10 Agpril 2023 perihal Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah. Namun demikian, kedus peraturan tersebut belum
sepenuhnya mengatur pengelolaan perencanaan kebutuhapn BMD
yang bersumber dari dana keistimewaan, Akibatnya pengadaan BMD
berisiko tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan yang ditetapkan di
dalam RKBMD dan KiB/Laporan BMD menjadi kurang informatif.

o Proses pencatatan aset telap yvang bersumber dari dana kelstimewaan
pada KIB serta laporan yang dihasilkan belum sepenuhnya lengkap
dan mutakhir Permasalahan yang terjadi antara lain adanya
kesalahan pencaiatan aset telap yang bersumber darl dana
keistimewaan pada KIB TA 2015 s.d. 2023 (semester |), aset tetap
dana keistimewaan tidak dapat diketahui keberadaannya/ditelusuri
keberadaannys dan jumizhnya, dan terdapat kesalahan penganggaran
dan pengklasifikasian mata anggaran belanja aias aset teiap yang
persumber dari dana keistimewaan. Akibainya penyajian asst tetap
vang berasal dari perolehan dana kelstimewaan belum mutakhir dan
belum menggambarkan kondisi sebenarnya, dan aset tetap berpotensi
hitang atau disalahgunakan.
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BPK merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkan:

e Sekretaris Daerah Pemda DIY selaku Pengelola Barang, Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) seizku Pejabat Penatausahaan
Barang dan Kepala OPD selaku Pengguna Barang untuk memedomani
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penyusunan dan Penelazhan RKEBMD dalam menyusun usulan
kebutuhan aset tetap yakni disertai dengan rencana daftar pengzuna
dan lokasi penempatan aset tetap.

o OPDiterkait untuk memperbaiki kesalahan pencatatan dan memberikan
label atas aset fefap yang bersumber dari dana keistimewsaan pada
KIB TA 2019 s.d 2023 (Semester |); menetapkan status atas aset
tetap, mereklasifilkasi kesalahan penganggaran dan pengklasifikasian
rata anggaran belanja atas aset fetap yang bersumber dari dana
keistimeawaan di TA 2021 dan 2022; dan memiprosas penghapusan atas
aset tetap dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat pada KIB;
dan

o Inspektur untuk menelusuri aset yang tidak diketahui keberadaannya
dan memberikan bahan pertimbangan kepada Pengelola Barang,
Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang untuk penghapusan BMD.

Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan S temuan yang memuat 9
permasalahan kefidakefektfan,

Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)

PEMERIKSAAN kinerja atas wupaya pemerintah  daerah dalam
penyelesalan permasalahan operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
yang tidak optimal tahun 2020 s.d. semesiar | 2023 dilaksanakan pada
7 objek pemeriksaan, yaitu Pemkab Bojonegors, Pemkab Tuban, Pemkab
Ponaorogo, Pemkab Probolinggo, Pemkab Pamekasan, Pemkab Kediri, dan
Pemkab Sampang serta instansi terkait lainnya,

Pemariksaan ini dilakukan untuk mangawal PP 4 - reformasi birokrasi
dan tata kelola terutama KP 3, yaltu penataan kelembagaan dan proses
P [Disnis, Pemeriksaan ini jugsa diizkukan sebagai upays BPK
mendorong pemerintah dalam mencapai TPE ke-16 terutama
target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang efekif,
akuntabel, dan transparan di semua tngkat.
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Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat
permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki atau
ditingkatkan oleh pemda. Permasalahan tersebut antara lain:

o Pemda belum menyediakan regulasi dan kebijakan dalam pembinaan
dan pengawasan BUMD secara jelas. Akibatnya, tujuan pembinaan
dan pengawasan untuk mendorong BUMD dapat mewujudkan tata
kelcla perusahaan yang baik dan mencapal tujuan pendiriannya tidak
tercapai.

o Pemda belum melaksanakan penyelzsalan masalah BUMD dengan
efektif, Secara umum, pemda belum mengidentifikasl, menganalisis
dan mengevaluasi permasalahan yang terjadl pada BUMD antara
lain terkait rencana bisnis, penilaian kinerja, penilaian tngkat
kesehatan, dan analisis Invesiasi atas BUMD atau keberlanjutan
usaha BUMD. Akibatnya, tujuan pendirian BUMD untuk mendapatkan
laba tidak tercapai dan membebani keuangan daerah karena nilai
penyertzan modal yang semakin menurun, kinerja perusahaan
tidak terukur, Gidak dapat dilakukan ewvaluasi atas permasalahan
BUMD dan tidak memperoleh informasi yang memadai dalam
proses pengambilan keputusan terkait, tidak memiliki dasar yang
dapat dipertanggungjawabkan dalam mengambil kesimpulan untuk
melanjutkan/mengaktifkan kembali usaha.

e Pemda belum mengevaluasi upaya penyelasaian masalah BUMD
dengan efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi di antaranya:

» Pemkab Bojonegoro belum dapat menyimpulkan pihak yang
bertangzung jawakb atas penyelesaian tungzakan dan besaran nilai
tungzakan pajak terutang PD Apotik Sidowaras tahun 2013 yang
harus dibayar.

b Pada Pemkab Kediri pengawasan yang dilakukan Inspektorat terkait
findak lanjut tidak sampai mengevalusi output atau outcome dari
rekomendasi.

b PemkabPamekasandan Sampang belum mengevaluasi pelaksanaan
langkah-langkah untuk menghidupkan kemball BUMD di wilayahnya
masing-masing.
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b Pemkab Ponoroge dan Probolinggo belum menyusun laporan
pembinaan dan pengawasan peruszhaan umum daerzh  di
wilayahnya masing-masing.

¥ Pemkab Tuban belum membentuk dan menetapkan panitia seleks|
atas pemilihan komisaris, dewan pengawas, dan direksi.

Hal tersebut mengskibatkan permasaiahan yang terjadl pada BUMD
tidak dapat segera diseiesaikan secara efekif.

Atas permasalahan tersebut BPK merskomendasikan kepada Bupati/
Wali Kota antara lain agar:

o Nerencanakan, mengevaluasl, dan  memfasilitasi  penstapan
peraturan/kebijakan terkait pengelolaan BUMD secara berkelanjutan;
mengidentifikasi kebutuhan, mengusulkan dan menetapkan regulas
pembingan dan pengawasan BUMD beserta pedoman feknis
turunannya.

e Menunjuk penasihat/konsultan investasi yang kompeten guna
menyusun laporan analisis invesiasi atas BUMD dengan kondisi
fidak sehat; memerintahkan Inspektur untuk mengusulkan regulas
terkait gpengawasan BUMD, melaksanakan pengawasan BUMD dan
melaporkan hasiinya kepada kuasa pemilik modal (KPM); serta
melakukan analisis atau penilaian kelayakan atas Rencana Bisnis BUMD
dalam rangka kelanjutan usaha.

o NMenyusun dan menetapkan kebijakan perihal 30P mekanisme teknis
pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pemaniauan findak
lanjut permasalahan BUMD, menyusun perencanaan yang lengkap
gtas upayz-upaya untuk menghidupkan BUMD, dan melaksanakan
pemantauan dan evalussi pelaksanaan kebijakan dasrsh dalam
mengaktifkan BUMD.

Hasil pemeriksaan kinerja upaya pemerintah daerah dalam
penyelesaian permasalahan operasi BUMD vyang tidak optimal
mengungkapkan sebanyak 21 temuan pemeriksaan yang memusat 21
permasalahan ketidakefekiifan.
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

PEMERIKSAAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan sistem Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
tahun 2022 s.d. semester | 2023 dilaksanakan pada 2 enfitas yaitu Rumah
Sakit Umum Daeran (RSUD) Panembahan Senopati di Bantul dan RSUD
Wonosari di Waonosari.

Pameriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 reformasi
birokrasi dan tata kelola terutama KP ke-3 yaitu penataan kelembagaan
dan proses bisnis. Pemeriksaan inl juga dilakukan sebagal - :
upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-
16 terutama target 16.5 yaltu mengembangkan lembaga yang
efeidif, akuntabel, dan tranzparan di semua tingkat.

RSUD telah melskukan upaya dalam penyelenggaraan sistem BLUD
untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan antara lains

® Rencana Strategl Bisnis [RS5B) RSUD Panembahan Senopati telah
ditetapkan oleh Bupali dan pemerintah dasrah islah mengatur
penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA) BLUD.

e Pemkab Bantul telah memiliki Peraturan Kepala Daerah Nomor 111
Tahun 2020 yang mengatur mekanisme RBA BLUD ientang proses
penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA BLUD.

Hazil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang
perlu segera diatasi untuk meningkatkan efekivitas penyelenggaraan
sistem BLUDL Permasalahan tersebut antara lain:

& RSUD Panembahan Senopati

b Kelemahan penatausahaan dan pengelolaan pendapatan BLUD
yaitu penatausazhaan pada Bendahara Pensrimaan belum tertib,
piutang pasien’ umum belum tertagih, pendapatan klaim atas
pelayanan pasien Badan Penyelenggara laminan Soslal (BPIS)
lebih kecil dari biaya riil yang dikeluarkan. Akibatnya, dokumen
pertanggungjawaban atas penatausahaan pendapatan tidak dapat
diandalkan kebenarannya, potensi terjadinya piutang macet dan
tidak tertagih pada pasien umum, serta permasalahan rendahnya
pendapatan klaim telah membebani arus kas RSUD Panembahan
Senopatd,
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b Pengelolaan perbekalan farmasi belum tertib karena RBA belum
merinci jenis belanja obat, usulan penggunaan obat di luar
formularium rumah sakit belum sesual mekanisme, dan saldo
persediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP] pada Unit
Hemaodialisa belum dilaporkan dan dikonsolidasikan. Akibatnya,
tujuan perencanaan perbekalan farmasi dalam rangka pengadaan
obat yang tepat jenis, tepat jumlzah, tepat waktu dan tersedia pada
saat dibutuhkan berisiko tdak tercapal seria saldo persedizan
berisiko salah sajl.

o R5UD Wonosari

» Pengelolaan keuangan BLUD RSUD Wonosari belum memadai
karena adanya metode persentase perhitungan besaran ambang
batas pada RBA tidak iepat, RBA tidak disertal dengan standar
pelayanan minimal (SPM), adanya kajian penarikan sisa lebih
perhitungan anggaran (SILPA) yang tidak mempertimbangkan
rencana pengembangan pelayanan dan rencana pengeluaran
RSUID Wonosarl, capaian wakiu tunggu rawat jalan belum sesuai
dengan SPM, dan laporan kinerja RSUD Wonosari yang belum
memadal, Aklbatnya, Manajemen RSUD Wonosari dan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak dapat secara optimal
mengendsalikan pelampauan anggaran, RBA Hdak menggambarkan
upaya yang dilakukan oleh RSUD Wonosar dalam mencapai target
pemenuhan 5PN melalul perencanaan anggaran dan laporan
kinerja tidak dapat digunakan sebagzal penilaian capaian perjanjian
kinerja RSUD.

b Pengadaan barang dan jasa pada RSUD Wonosari belum meamadai
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengadaan barang belum
sepenuhnya sesual kebutuhan, proses pengadaan barangjasa belum
sesuai prinsip fleksibilitas pengelolaan BLUD, laporan pelaksanaan
pexerjaan dan laporan akhir beberapa pekerjaan konstruksi belum
lengkap, serta pelaksanaan kegiatan pengadaan persediaan obat
dan S0P pengelolaan obat belum sepenuhnya memadal. Akibatnya,
pengadaan barang menjadi tidak ekonomis, laporan pekerjaan
tidak andal dan tidak akurat serta perencanaan jumiah pengadaan
chat belum mengzambarkan kebutuhan sebenarnya.
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BPK merekomendasikan antara lain:

o Bupafi Bantul agar memerintahkan Direktur RSUD Panembahan
Senopati:

b WMenginstruksikan Bendahara Penarimaan menyusun surat tanda
setoran (5TS), buku penerimaan dan penyetoran, register STS,
berita acara rekonsiliasl dengan Bank Mandirl, Bank BRI dan
Bendahara BLUD serta menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan
untuk menyusun 5PO terkait penagiian plutang pasien umum,

b Menyusun jenis kebutuhan ebat dalam RBA secara terperinci dan
menginstruksikan Kepsla Instalasi Farmasi untuk: 1) menyusun
kertas kerja perhitungan kebutuhan farmasi yang mengacu pada
ketentuan dan melaporkan saldo persedizan secara berkala, dan
2) berkoordinasi dengan Kepala Unit Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit (SIMRS) dalam memutakhirkan aplikasi SIMRBS
Persediaan sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemkab Bantul.

o Bupal Gunungkidul agar:

» Merevisi Perbup MNomor 85 Tahun 2019 dengan menambah
kewsjiban menyertakan SPM pada saat penyusunan RBA pada
BLUD, menyusun S0P mengenal tata cara perhitungan likuiditas
dan perimbangan rencana pengeluaran enfitas BLUD dalam
rangka penyetoran 5iLPA BLUD bidang kesehatan ke kas daerah,
serta memerintahkan Direkiur RSUD Wonaosari untuk berkoordinasi
dengan Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Inspekiorat,
dan Dinkes dalam menetapkan indikator kinerja utama (IKU),
menyusun perjanjian kinerja, dan menyusun laporan kinerja RSUD.

b Memberikan kewenangan secars mandiri kepada Direkiur RSUD
Wonosari untuk mengumumkan rencana umum pengadaan
{RUP) dengan memberikan akun sistem infermasi rencana umum
pengadaan (SIRUP) terpisah dari Dinkes, dan memerintahkan
Direktur RSUD Wonosari untuk: 1) menyempurnakan aplikasi
Arena sehingga unit kerja dapat mengunggah dokumien analisis
kebutuhanr serta fitur hasil analisis oleh pejabat yang berwenang,
dan 2) merevisi S0P perbekalan obat,

Hasil pemeriksaan kinerjz atas efektvitas penyelenggaraan sistem
BLUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tahun 2022 5.d. semester
| 2023 mengungkapkan 21 temuan yang memuat 24 permasalahan
yvang ferdiri dari 1 permasalahan ketidakpatuhan berupa kekurangan
penerimaan sebesar Rp27,61 juta dan 23 permasalahan ketidakefekiifan.
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Perlumbunan dan Daya Saing Ekonomi

PEMERIKSAAN kinerja atas efekifivitas pengelolaan Pajak Kendaraan
bermotor (PKB} dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk
meningkatkan pendapatan asl daerah (PAD) tahun 2021 sd. semesier
| 2023 dilaksanakan pada Pemprov Sumatera Utara dan instansi terkait
lalnnya.

Pemeriksaaninidilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4-reformasi
pirckrasi dan tata kelola terutama KF 3, yaitu penataan kelembagaan
dan prosss bisnis. Pemeriksaan Ini juga dilakukan sebagal upaya BPK
mendorong pemerintaly  dalam mencapal TPE  ke-17,
khususnya target 17.1 yaitu memperkuat mobilisasi sumber
daya domeshk, termasuk melalul dukungan internasional
kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas
lokal bagl pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan upaya yang telah dilakukan oleh
Pemprov Sumatera Utara, antara lain: 1) melakukan penetapan PKB
dan BBMKB zerta sanksi administrasi berdasarkan tarif yang berlakuy,
memberikan pelayanan pemungutan kepada wajib pajak (WP) dengan
cukup jelas, dan tidak dikenakan biaya tambahan; dan 2) telah menanggapi
pengaduan yang digjukan oleh WP,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih  terdapat  beberapa
permasalahan  signifikan yang apablla fidak segers distasi dapat
memengaruhiefektivitas pengelolaan PKB dan BENKB untuk meningkatkan
PAD, antara lain:

e Pemprov Sumatera Utara belum sepenuhnya menyediakan sistem
informasi pengelolaan PKB dan BBNKE dilengkapi dengan pengamanan
perangkat keras dan perangkat lumak serta belum melakukan
evaluasi dan pengembangan sistem informasi PKE dan BENKB yang
berkelanjutan. Permasalahan tfersebut mengakibatkan gangzuan
keamanan terhadap sistem informasi, sehinzga belum sepenuhnya
dapat memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi pemungutan PKB dan
BBNKE.

® Pemprov Sumaiera Utara belum sepenuhnya melakukan pendataan
chjekdan wajib pajak secara periodik dan berkelan|utan serta basis data
objek dan wajib PKB dan BENKB belum sepenuhnya lengkap, akurat,
dan mutakhir. Permasalahan tersebut mengakibatkan dotabose objek
dan WP PKB dan BENKE dalam aplikasi I-5amsat belum sepenuhnya
memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai
dasar dalam penetapan penerimaan PKB dan BENKB.
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BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara agar
memerintahkan Kepala Bapenda untuk:

¢ NMenyusun kebijakan dan prosedur pengamanan perangkat keras
dan perangkat |unak sisiem informasi aplikasi secara lengkap seria
menyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan aplikasi I-Samsat
secara memadal untuk dapat menghasilkan dotobose yang lengkap,
cepat, dan akurat dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

¢ Melaksanakan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah, Ditlantas
Polda Sumatera Utara, dan PT lasa Raharja Cabang Medan untuk
memeraleh data objek dan WP PKE dan BENKB secara menyeluruh,
periodik, dan berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekivitas pengelolaan PKE dan
BBNKB mengungkapkan 9 femuan yang memuat 10 permasalahan
ketidakefekiifan.

Pengeloiaan Pajak Bumi dan Bangunan — Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBE-P2) tahun 2021 s.d. semester
| tahun 2023 untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
dilaksanakan pada Pemkab Kulon Prozo di Wates.

Pemeriksaan ini dilakukan uniuk mengawal pelaksanaan PP 4 -
reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 2 yaitu, transformasi
pelayanan publik. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai 16 s eme
upaya BPK mendorang pemerintah dalam mencapai TPB ke-
16, khususnya target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga y

yang efektif, akuntabel, dantransparan di semua tingkat.

=3

Pemkab Kulon Progo telah melakukan upaya dan capalan dalam
pengelolaan PBB-PZ, i antaranys; 1] menyediakan mekanisme
pendafiaran PBB-P2Z secara offfine melalui Pelayanan Fajak Dasrah
di Badan Keuangan dan Aset Daersh (BKAD) maupun onfine melalui
E-Layanan; dan 2} pemberitahuan surat pemberitahuan pajak terutang
{SPPT} bisa digkses secara online sehingga memudahkan wajib pajak
mengetahui jumiah PBBE-P2 terutang.
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Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasatahan
dalam pengeloizan PEB-P2 pada aspek pendafiaran, pendataan, penilaian,
penetapan, dan pembayaran yang apabila fdak segera diatas], maka dapat
mermengaruhi efekbvitas pengslolaan PEB-PZ, antara lain:

e Persyaratan administratit yang harus dipenuhi masyarakat dalam
pelayanan PEB-P2 belum distandarkan vyaitu terdapat perbedaan
jumiah dan jenis dokumen yang harus diserahkan berdasarkan
Peraturan Bupati {Perbup) Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2013 dengan
jumtah dan jenis dokumen berdasarkan Keputusan Kepala BKAD Kulon
Progo Nomor 268 Tahun 2022, serta yang ditampilkan pada E-Layanan
dan buku saku e=-Bock. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan
informasi yang jelas mengenai kelengkapan dokumen persyaratan
pelayanan PBB-P2 yang harus dipenuhi; dan

e Kegiatanpenetapan objek PBE-P2 belum sepenuhinya memadal dimana
masih terdapat pengenaan PEBE-P2 atas objek pajak yang seharusnya
dikecualikan, penetapan nilai jual objek pajak (NICP) yang tidak sesuai
hasil penilaian, pengenaan tarif PBE-P2 tidak sesual keteniuan, SPPT
yang terindikasi tidak valid, dan pengenaan nilai jual objek pajak tidak
kena pajak (NJOPTEP) lebih dari satu kall terhadap wajilz pajak yang
riemiliki lebih dari satu objek pajak. Akibatnya, pengenaan PEB-P2
tidak tepat sasaran dan tidak sesuaf kondisi objek pajak sehenarmya
dan berkurangnya potensi penerimaan PBB-PZ.

EPK telah merekomendasikan Bupati Kulon Progo agar memerintahkan
Kepala BKAD antara lain untuk:

o Mereviu dan menyeragamkan pencantuman persyaratan yang sesual
kebutuhan pelayanan pada selurub dokumen pelayanan; dan

¢ Menghapus objek paiak yang dikecualikan dari dofabgse sistem
informasi dan manajemen objek pajak {51SMIOP) dan menerbitkan
SPPT terbaru yang sudah diperbaiki atas permasalahan NIOP yang
ditetapkan fidak sesuai hasil penilaian, SPPT tidak valld, pengenaan
MIOPTKP leih dari satu kali, dan pengenaan tarif PBEB-P2 yang fidak
sesual ketentuan.

Hasil Pemeriksaan kinerja atas efekiivitas pengeiolaan PEE-F2 tahun
2021 s.d. semester | tahun 2023 untuk mendoreng peningkatan kualitas
pelayanan publik pada Pemkab Kulon Prago ini mengungkapkan 7 temuan
yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan,
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Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan fujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk
pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS 1l Tahun 2023
rmemuat 265 hasil pemeriksaan kepatuhan pada 257 pemda,

Hasil pemeriksaan kepatuhanatas 265 obrik pada pemdamenyimpulkan
pelaksanaan kegiatan telsh dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 26
(13%) obrik, sesuaf kriteria dengan pengecualian pada 213 (75%) obrik,
dan tidak sesuai dergan kriteria pada 20 (8%) chbrik.

Secara lebih  terperinci, hasil pemeriksaan  mengungkapkan
2,416 temuan yang memuat 3,832 permasalahan. Permasalahan
tersebut meliputt 808 kelemahan sisiem pengendalian intern (5PI),
2.858 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rpl,17 ftriliun, dan 166
permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan;, dan ketidakefskiifan
(3E) sebesar Rpl03,22 millar. Selama proses pemeriksaan, entitas
yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan
menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan
sebesar Rp225,34 miliar. Hasil ini disajikan pada Gambar 2.2,

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda menurut tema
pemeriksaan disajikan pada Lampiran C.2. Sementara tu, rekapitulasi per
hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda selengkapnya disajikan dalam
Lompiron 3.2.1 pada flosh disk.

Selain 1tu, IHPS Il Tahun 2023 juga memuat hasil pemeriksaan
kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik, serta hasil pemeriksaan
Investigatif, hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pamberian
keterangan ahll (PRA).

Pemerilisaan Kepatunan

IHPS Il Tahun 2023 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada
pemda, yaitu: (1) Penguatan Ketahanan Ekonomi; (2] Pembangunan
Sumber Daya Manusia; (3] Penguatan Infrastrultur; (4) Pembangunan
Lingkungan Hidup; dan {5) Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik.
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GAMBAR 2.2

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMDA*
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Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA serester || tahun 2023, BPK teiah menyampaikan 189 hasil
pemeriksaan DTT kepatuhan yang terksit dengan tema pengustan
ketahanan ekonomi. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema penguatan
ketahanan skonomi, meliputi: (1) Pengelolaan pendapatan; dan (2]
Pengelolaan belanja.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN &tas pengeloizgan pendapstan daserah dilakukan
terhadap 14 ohjek pemeriksaan pada 14 pemda, vaitu 1 pemerintah
provinsi (pemprov), 7 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 6 pemerintah
kota (pemkot). Pemda yang diperiksa antara lain Pemkab Probolinggo,
Pemkot Surakarta, Pemkot Malang, dan Pembkot Surabaya. Sebaran

pemeriksaan pengelolasn pendapatan pada pemerintah dasrah dapat
dilihat pada Tabe! 2.2.

Tabel 2.2 5eharan Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah
Daerah

1 Sumaters < - 3 1
2 lzwz 1o 1 4 5
Jumizh 14 1 T E

Lingkup pemeriksaan mencakup pajak dan retribusi daerah, seris
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan [bagian laba yang
dibagikan kepada pemda/deviden atas penyertaan modal pada BUMD/
Perumda) untuk TA 2022 - 2023,
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Pemeriksaanatas pengelolaan pendapatan dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 8—penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi,
khususnya KP reformasi fiskal. Selain itu, pemeriksaan inf dilakukan dalam
upaya BPK miendorong pemerintah dalam mencapal TPB ke-8 khususnya

farget 8.1 - mempertahankan pertumbuhan

=l ckonomi  per kapiia sesual dengan kondisi

8 ra3sional, seria TPB ke-16, khususnya target 16.5 -

mengembangkan lembaga yang efekdif, skuntabel,
dan transparan disemua tngkat.

Hasll pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan
daerahtelahdilakzanakansesuaidengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan
dan sesual kriteria dengan pengecualian pada 13 objgk pemeriksaan.
Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

e Perhitungan dan penstapan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan,
dan pajak parkir secara self ossessment oleh 40 WP pada Pemkot
Surabaya tidak tepat, di antaranya pembayaran pajak lebih kecil dari
nilal omzet yang seharusnya dilaporkan dan kesalahan perhitungan
dasar pengenaan pajak. Selain itu, pada 721 objek pajak terdapat
kekurangan perhitungan nilai pajak reklame, penayangan materi
reklame yang telah berakhir masa izinnya, dan objek pajak reklame
belum memiliki surat ijin penyelenggara reklame (SIPR) tetapi telah
diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Hal ini mengakibatkan
kekurargan penerimaanatas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,
pajak parkir, dan pajak reklame sebesar Rp8,53 miliar

Atas permasatahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota
Surabaya untuk menetapkan dan menagih kekurangan penerimaan
dasrah kepada WP sesual ketentuan yang berlaku.

e Pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah pada Pemkot
Surakarta belum dilaksanakan sesual ketentuan, antara fain: (1)
Terdapat pelaporan omzet fidak sesuai pendapatan harian, penetapan
pajak tidak sesuai dengan tarif dan fidak berdasarkan omzet/nilai
kontrak, penetapan PBE-P2 tidak menggunakan data luas bangunan
rmutakhir, dan pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(EPHTB] belum dipunzut, dengan nilai pajak sebesar Rp4,53 miliar;
dan (2] Pengenaan tarif retribusi tempat makan yang tidak tepat dan
retribusi persetujuan bangunan gedung belum ditetapkan, dengan
nilai retribusi sebesar Rp3,39 millan Akibatnya, terdapat kekurangan
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penerimaan atas pendapatan pajak hotel, pajsk restoran, pajak
hiburan, pajak reklame, PBB-P2, dan BPHTE serta pendapatan retribusi
sebesar Rp7,92 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walli Kota
Surakarta agar: (1) Memproses penerbitan SKPD dan Surat ketetapan
pajak daerah kurang bayar [SKPDKB) atas kekurangan penerimaan
pajak dan BPHTE; (2) Memunzut pendapatan sewa atas pemanfaatan
lahan dan melakukan penagihan retribusi atas persetujuan bangunan
gedung (PBG); dan (3) Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi
dan pembinaan pelaksanaan tugas pengelolaan pajak secara berkala.

e Pendataan dan pendaftaran pajak daerah pada Pemkab Probolingzo
tidak tertib, di antaranya: (1) Terdapat kekurangan penerimaan atas
pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir,
pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB|
yang disebabkan Surat pemberitshuan pajak daerah (SPTPD) tidak
sesual dengan laporan omzet, pajak reklame yang t=lah habis masa
berlakunya belum diperpanjang, ditetapkan dan dikenakan pajaknya,
serta kesalahan perhitungan jenis pajak; (2) Terdapat 667 papan
reklame yang belum memiliki izin, belum terdata sebagal objek pajak,
dan belum ditetapkan pajaknya; dan (3) Terdapat kurang penetapan
retribusi pelayanan pasar dan kurang pungut retribusi tempat wisata.
Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimsan pajak dan retribusi
minimal sebesar Rp7,60 miliar

Atas permasalahan  tersebut, BPK merekomendasikan  Bupaf
Probolingge agar menerbitkan Momor pokok wajib pajak dasrah
(NPWPD) dan menetapkan SKPD/SKPDKB/Surat Tagihan Retribusi
Dasrah (STRD), menagih kekurangan pembayaran pajak.dan retribusi
sebesar Rp7,60 miliar untuk selanjutnya disstorkan ke kas daerah,
serfa melakukan pengendalian atas pelaksanaan keglatan perhitungzan
dan penstapan pajak sebagaimana mestinya.

¢ Perhitungan pajak pada Pemkot Malanz belum sesual dengan tarif
dan dasar pengenaan pajak, antara fain masih ditemukan WP yang
tidak kooperatif menyampaikan omzet dan WP belum melaparkan
omzet sesual dengan yang sebenarnya. Selain itu, terdapst penetapan
SKPDKR belum dibayar oleh WP dan keterlambatan penyampaian
laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pengelolaan EPHTE
beium dikenakan sanksi denda. Akibatnya, Pemkot Malang mengalami
kekuranzan penerimaan sebesar Rp7,38 miliar dari pajak hotel, pajak
rastaran, pajak hiburan, pajak reklame, dan BPHTE.
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Atas parmasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Malang
agar menetapkan dan menagih kekurangan penerimasan pajak sebesar
Rp7,38 miliar, melakukan tindakan kepada WP yang tidak kooperatif
renyampaikan laporan penjualan bulanan yang sebenarnya, dan
mengenakan sanksi denda kepada WP yang fidak memenuhi kewajiban
pembayaran dalam periode jangka waktu pembayaran.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengeloizan pendapatan
daerah mengungkapkan 164 femuan yang memuat 247 permasalahan,
Permasalahan tersebut meliputi 176 kelemahan 5P| dan 70 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar Rp35,74 miliar, dan 1 permasalahan 3E Selama
proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjut
rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar
Rpl,14 miliar. Rekapitulasihasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan
daerah disajikan pada Lampiran C.2.

Pengelolaan Belanja

REFCRMASI fiskal 2023 pada sisi belanja yaitu dengan terus
melanjutkan penguatan spending beffer. Pemerintah secara konsisten
terus mendorong pengelolaan belanja negara agar lebih efisien dan
produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Untuk
itu, kebijakan belanja negara masih akan difckuskan pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur,
penguatan implementasi reformasi birokrasi dan penguatan belanja
dalam mengantisipasi ketidakpastian (outomatic stobilizer] serta transisi
menuju endemi.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanjz dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 8—penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi,
khususnya KP reformasi fiskal. Selain itu, pemeriksaan Ini dilakukan
sebagal upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-B
khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan skonomi per

" ey kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta TPB
Sl ko-16 khususnya target 16.5 - mengembangkan
y lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan
di semua tingkat.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja daesrah dilakukan ternadap 175
objek pemeriksaan pada 169 pemda, yaitu 24 pemprov, 123 pemkab,
dan 22 pemkot. Pemda yang diperiksa di antaranya adalah Pamprov
sumatera Selatan, Pemprov DKl lakarta, Pemprov Kalimantan Tengah,
Pemproy Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemprov
Papua Barat, Pemprov Papua Tengah, Pemkab Tanah Bumbu, Pemkab
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Minahasa Tenggara, Pemkot Pagar Alam, dan Pembkot Gorontalo. Lingkup
pemeriksaan yang dilakukan mencakup kegiatan pengeiclzan belanja
(belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja
maodai) pada pemerintah daerah :tahun 20232-2023, Sebaran pemeriksaan
pengelolaan belanja pada pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabe/ 2.3.

Tabel 2.3 sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

1 Sumatars 48 a5 2 35 4
2 laws 7 = i S i
3 Bali dan Nuza 15 1B 3 13 2
Temgzar=
s Eslimantan TF s} 5 pak 3
5 Sulawesi 40 a0 & i 5
& M=iuku 13 13 2 3 2
7 Papus 20 17 5 11 1
lumizh 175 165 24 125 s

Hasil pemeriksaan meanyimpulkan bahwa pengelolaan belanjas dasrah
telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 13 objek pemeriksaan,
sesuai kriteria dengan pengacuslian pada 143 objek pemeriksaan, dan
tidak sesua) dengan kriteria pada 14 objek pemeriksaan. Permasalahan
signifikan yang ditemukan antara lain

# Kekurangan volume pekerisandan/atau barang terjadi pada 165 pemda
sebanyak 463 permasalahan sebesar Rp249,52 miliar. Permasalahan
tersebut di antaranya adalah:

» Kekuranganwolume pekerjaan sebesar Rpl3,51 miliar pada Pemprov
Sumatera Selatan atas pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal
gedung dan bangunan pada 6 OPD dan pekerjaan belanja modal
ialan, jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerfaan Umum Bina Marga
.dan Tata Ruang.

b Kekurangan volume pekerjaan pada Pemprov Papua Barat sebesar
Rpl0.88 miliaratas pelaksanaan paket pekerjaan belanjamodal pada
Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR), serta £ paket pekerjaan belanja pemeliharaan dan
13 paket pekerjaan belanja hibah untuk kegiatan pembangunan
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dan rehabilitasi rumah korban bencana serta peningkatan kualitas
kawasan permukiman akibat bencana di Kota Sorong pada Dinas
PUPR.

P Kekurangan volume pekerjaan dan/atau harang ssbesar Rp3,49
miliar pada Pemprov Kalimantan Timur atas pelaksanaan pekerjazn
kelanja modal gedung dan bangunan pada 3 SKPD; pekerjaan
befanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada 3 SKPD; pekerjaan
belanja pemeliharaan pada 9 SKPD; 87 paket pekerjaan belanja
pemeliharaan pada UPTD Pemeliharaan Infrastrukiur Pekerjaan
Umum; pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas
Perhubungan; pekerjaan belanja jaza vang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain dan perhitungan harga satuan timpang pekerjaan
kelanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Perumanan Rakyat [DPUPRPERA), dan
pekerjaan pengadaan gorden pada Dinas Sosial.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebinan pembayaran sebesar
Rp245,52 miliar. BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait
agar menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah
sebesar Rp249,52 miliar,

e Kekurangan volume/ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan/pekerjaan
yang membutuhkan perbaikan, namun belum dilakukan pelunasan
pembayaran kepada rekanan terjadi pada 118 pemda sebanyak 226
permasalahan sebesar Rp134,68 miliar. Permasalahan tersebut antara
lain:

b Keturangan volume pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan
pembayaran kepada rekanan sebesar Rplg, 28 miliar pada Pembkot
Gorontalo, yaitu atas 7 pakst pekerjaan belanja modal jalan, Irigasi,
dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR), serta pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan
konstruksi optimalisasi sistem penyediaan air minum  (SPAM)
Kecamatan Dungingi pada Dinas PUPR dan pengadaan bangunan
gedung bedah jantung dan stroke pada RSUD Prof. Dr. H. Aloef
Saboe.

b Kskurangan volume/ketidsksesuaian  spesifikasi  pekerjaan/
pekerjaan yang membutuhkan perbaikan, namun belum dilakukan
pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Pemprov Sulawesi
Selatan sebesar Rpl2,25 miliar, vaitu atas 7 paket pekerjsan
gedung dan bangunan pada 3 SKPD serta paket pekerjaan jalan dan
jembatan pada 2 SKPD.
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b Ketidaksesuaian volume dan
spesifikasi  pekerjgan  ferpasang
dengan  kontrak, namun belum
dilakukan pelunasan pembayaran
kepada rekanan sebesar Rps, 51 miliar
pada Pemprov Kalimantan Tengah,
aniara lain atas 31 paket pskerjaan
belanja modal jalan, jaringan, dan
irigasi seria paket pekerjazn belanja
modal gedung dan bangunan berupa
Pembangunan/Renovasi  Bundaran
Besar Palangka Raya pada Dinas
PUPR.

Permasalahan tersebut mengakibatkan
poiensi keiebihan pembayaran sebesar
Rpl34,68 miliar. BPK merekomendasikan
kepada kepala daerah terkait
agar  memperhitunzkan  kelebihan
pembayaran pada pembayaran termin
gerikutnya atau melakukan perbaikan
item pekerjaan atau meanyetorkan ke kas
daerah sebesar Rpl34,68 milian

* Belanja fidak sesual atau melebihi ketentuan terjadi pada 126 pemda
sebanyak 345 permasalahan sebesar Rpl00,32 miliar. Permasalahan
tersebut di antaranya adalah:

» Belanja tidak sesudi ketentuan pada Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan, dan Perianian (Dinas KPKP) Provinsi DKI Jakarta sebesar
Rpd, 87 miliar atas pembayaran subsidi pangan murah yang belum
mendasarkan pada biaya yang sebenarnya, yaitu terdapat biaya
operasional di fitik distribusi dan biaya distribusi yang tidak layak
diperhitungkan dalam komponen pembentuk harga.

» Pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Kecamatan Simpang
Empat sebesar Rpd, 74 miliar pada Dinas PUPR Pemkab Tanah
Bumbu tarnyata merupakan bidang tanah yang telah bersertifikat
atas nama Pemkab Tanah Bumbi.

b Belanja tidak sesuai ketentuan pada Pembot Pagar Alam sebesar
Rp4,64 miliar, di antaranya bukf pertanggungjawaban belanja
barang dan jasa pada 19 SKPD fidak sesuai kondisi senyatanya,
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serta pembayaran tambahan penghasilan pegawai pada 32
SKPD tidak memperhitungkan jam kerja senyatanya dan belum
memperhitungkan ketidakhadiran pegawai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar
Rpl00,32 miliar. BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait
agar menagih kelebihan pembayaran dan menyetarkan ke kas daerah
sebesar Rpl00,32 miliar,

e Pemborosan/kemahalan harga terjadi pada 56 pemda sebanyak 101
permasalahan sebesar Rp36.44 millar. Permasalahan tersebut di
antaranya:

b Pembayaran subsidi pangan murah sebesar Rp25,79 miliar pada
DEPKP Pemprov DKl Jakarta untuk komponen pembentuk hargs
daging sapi belum menggambarkan biaya sebenamya serta harga
bahan baku, kemasan, dan biaya produksi dalam komponen
pembentuk harga susu UHT |ebih besar darl harga rata-rata
pembelian dari vendor.

b Ketidakhematan pembayaran atas blaya honorarium, uang harian
perjalanan dinas, dan biaya representasi pada Pemprov Papua
Tengah sebesar Rpld, 35 miliar karsna ketidakselarasan standar
harga honorarium dan perjalanan dinas TA 2023 dengan Peraturan
Presiden (Perpgras) Nomor 33 Tahun 2020,

b Ketidakhematan belanja honorarium pejabat pembuat komitmen,
satuan pengelola barang milik daerah, dan tim/sekretariat
pelaksana kegiatan sebesar Rp7.28 miliar karena penyusunan
Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan Pemkab
Minahasa Tenggara belum memedomani Perpres tentang Standar
Harga Satuan Regional,

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daersh
sebesar Rp36,44 miliar. BPK merekomendasikan kepada kepala
daerah t=rkait antara lain agar; (1) Mengkaji ketentuan pembayaran
subsidi pangan murah yang tepat dan mekanisme verifikasinys
dengan mempertimbangkan biaya yang sebenarnya dari komponen
pembentuk harga dan margin keuntungan yang proporsional; dan
(2) Menyusun konsep revisi peraturan kepala daerah tentang standar
harga satuan dengan mengacu pada Perpres fentang Standar Harga
Satuan Regional.
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Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan beianja daerah
mengungkapkan 1.711 temuan yang memuat 2.709 permasalahan.
Permasalahan tersebut meliputi 408 kelemahan SPI, 2.163 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar RpB55,16 miliar, serta 138 permasalahan 3E
sebesar Rpd9,20 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsunz, pemda
terkait telah menindaklanjutt rekomendasi BPK dengan melakukan
penyetoran ke kas daerah sebesar Rpl21,89 miliar. Rekapitulasi hasil
pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah disajikan pada Lompiron
C.2 dan rekapitulasi permasalahan disajikan dalam Lampiron 3.2.2 pada
flash disk.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester|ltahun 2023, BPK telah menyelesaikan G LHP kepatuhan
yang terkait dengan tema pembangunan sumber daya manusia, yaitu
operasional bidang kesehatan

Operasional Bidang Kesehalan

KEGIATAN operasional bidang kesehatan merupakan rangkaian kegiatan
yang dimulal dari proses perencanaan/penganggaran, pelaksanaan, dan
pelaporan/pertanggungjawaban kegiatan dalam rangka meningkatkan
kesenatan masyarakat. Pentingnya menjaga keberlanjutan dan efekiivitas
zistem kesehatan Gdak lepas dari pendapatan dan belanja yang mengacu
pada sumber daya yang diterima oleh OPD terkait, terutama yang
menangani kesehatan antara lain Dinas Kesehatan, puskesmias, dan RSUD.

Pada semester || tahun 2023, BPK telah menyelasatkan LHP kepatuhan
atas kegiatan operasional bidang kesshatan di Provinsi Sulawesi Selatan
terhadap 6 obrik yaitu pada Pemkab Bantasng, Pemkab Enrekang, Pemkab
Luwu, Pemkab Luwu Timur, Pemkab Sinjal dan Pemkab Tana Toraja.

Pemariksaan atas kegiatan operasional bidang kesehatan dilakukan
untuk mengawal pelaksanaan PP 3 — peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan, khususnya KP 1 kesehaian ibu, anak, keluarga
berencana, dan kesehatan reproduksi seria KP 3 pengendalian penyakit.

— TP 1 Tahun: 2023 RAR Il - Hasit Remierfrsaan Pamerintzh Dacrah & BUMD m



Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagal upaya BFK mendorong
pemerintah dalam mencapail TPE ke-3, khususnya target 3.7 - mencapai
pesmmmmn Cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko
tll <cuangan, skses terhadap pelayanan Kesehatan dasar yang
AM' baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang

aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Hasil pemeriksaan BPK pada 6 obrik menyimpulkan bahwa pengelolaan
operasional bidang kesehatan dilaksanakan sesual kriteriz dengan
pengecualian pada 5 obrik dan tidak sesual dengan kriteria pada 1 obrik
yaitu pada Pemkab Bantaeng. Permasalahan yang ditemukan antarz lain
sebagal berikut.

e Pengelolzan operasional bidang kesehatan pada Pembkab Bantaeng
belum sesual keteniuan, di antaranya: (1) Pads aspek pensrimaan,
terdapat pendapatan retribusi pelayanan pasien umum ditagib
berdasarkan tarif yang belum seluruhnya miengacu pada unit cost dan
pasien tidak dikenakan biaya pada RSUD Anwar Makkatutu; (2] Pada
aspek belanja, terdapat realisasi belanja jasa pelayanan kesehatan
pada Dinas Kesehatan melebihi anggaran sebesar Rp8,76 miliar karena
anggaran ditetapkan lebih kecil dari ketentuan, realisasi belanja
subkegiatan operasional pelayanan Puskesmas melebihi anggaran
sebesar Rpl, 89 miliar, pemizayaranjasa pelayananataspasien COVID-19
untuk tenaga medis dan nenmedis pada RSUD Anwar Makkatutu
dilakukan secara tunai dan tidak didukung buki pertanggungjawaban
sebesar Rpl,54 miliar, dan pengadaan alat kesehatan untuk Instalas
radiologi TA 2022 pada RSUD Banyorang sebesar Rp2,82 miliar belum
dimanfaatkan; serta (3} Pada aspek pengelolaan alat kesshatan dan
layanan kefarmasian terdapat perjanjian pengadaan obat-obatan dan
barang medis habis pakai (BMHF) pada RSUD Anwar Makkatutu tidak
mensyaratkan pengambalian obat yang akan kedaluwarsa dan sanksi
wanprestasi, serta terdapat hasil pengadaan chat-cbatan yang memiliki
masa kedaluwarsa di bawah 2 tahun pada RSUD Anwar Makkatutu,
Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD Banyorang.

Hal tersebut mengakibatkan: (1) Keuangan RSUD Anwar Makkatutu
kehilangan pendapatan sebesar Rpl, 15 miliar dan terbebani dengan
pemberian jasa layanan kesshatan yang fTdak ditagih sebesar
Rp853,07 juta; (2] Pengeluaran belanja jasa pelayanan tidak memiliki
otorisasi, reallsasi pembayaran jasa pelayanan atas pasien COVID-19
secara funai sebesar Rpl,94 miiliar tidak diyakini kebenarannya, serta
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hasil pengadaan belum dapsat segera dimanfaatkan dan berisike fidak
diganti jika terdapat kerusakan dan cacat mutu; dan (3) Pelayanan
pasien berisiko terhambat karena kefidaldersediaan cbat-obatan, dan
obat-chatan yang kedaluwarsa tidak dapat dimanfaatkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bantaeng
antara lain agar: (1) Memerintahkan Direktur RSUD Anwar Makkatutu
untuk menyusun danfatau memutakhirkan unit cost yang dijadikan
dasar penetapan farif pelayanan kesshatan, melakukan pengawasan
dan pengendalian dengan menerapkan pembayaran jasa pelayanan
secara nontunai, serta melakukan pengawasan terkait pembayaran
jasa pelayanan; (2) Kepala Dinas Kesshatan dan kepala puskesmas
memperhatikan anggaran pendapatan dalam mengusulkan anggaran
pelanja seria dalam pelaksanaan belanja memedomanl pagu anggaran
yang telah ditetapkan dalam APBD, (3] Direktur RSUD Banyorang untuk
melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas dan kualitas barang yang
diterima; dan (4) Menggunakan surat pesanan yang memuzt klausul
antara lain sanksi denda keterlambatan dan persyaratan kedaluwarsa
obat-obatan minimal 2 tahun.

e Terdapat permasalahan dalam keglatan operasional bidang kesehatan
pada Pemkab Luwu Timur, antara lain: {1) Pelaksanaan Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA] RSUD | Lagaligo tidak memperiimbangkan
kemampuan keuangan BLUD, yaitu realisasi kegiatan tidak didukung
dengan ketersediaan pagu anggaran sehingga mengakibatkan
defisit kas dan peningkatan utang belanja RSUD; (2) Belanja jasa
tambiahan insentif kepada dokier spesialis RSUD | Lagaligo belum
diatur datam suatu Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ataupun
Surat Keputusan Direkiur (3K Direktur); {3) Puskesmas di wilayah
Kab. Luwu Timur kehilangan kesempaian memperoleh pendapatan
kapitasi karena belum mencapal target indikator rasio angka kontak
(AK), rasio rujukan kasus nonspesialistik (RRNS), dan rasio peserta
prolanis terkendali (RPPT). Seiain itu, puskesmas di kawasan terpencil
kehilangan pendapatan dana kapitasi karena belum melengkapi PKS
vang dipersyaratkan oleh BRIS Kesehatan; serta (4] Pengeiolaan klaim
BPIS Kesshatan terkait dana nonkapitasi belum sesual ketentuan, yaitu
keterlambatan pengajuan klaim, klaim peiayanan kesehatan tdak
ditagihkan, dan klaim dengan status verifikasi pending tidak diajukan
kembali pada RSUD | Lagaligo dan 18 puskesmas di wilayah Kab. Luwu
Timur.
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Hal tersebut mengakibatkan: (1) Potensi tagihan pihak ketiga tidak
dapat dibayarkan dan tuntutan hukum dari pihak kefiga yang belum
menerima pembayaran; [2) Pemborosan atas pembayaran tambahan
insentif dokter =pesialls sebesar Rp3,56 miliar; (3] Puskesmas
kehilangan kssempatan memperoleh pendapatan kapitasi sebesar
Rpl,18 miliar dan risiko terganggunya pelayanan karena tidak dapat
membiayai kegiatan yang bersumber dari dana kapitasi; dan (4] RSUD
| Lagaligo dan 18 puskesmas di wilayah Kab. Luwu Timur kehilangan
kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp3,55 miliar
dan pelayanan kesehatan yang tidak dapat diklaim membebani RSUD |
Lagaligo minimal sebesar Rpl,51 miliar

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan Bupat Luwu
Timur antara lain agar: (1) Mematuhi perbup terkait pemanfaatan
pendapatan dalam menyusun anggaran; (2) Meninjau  kembalf
kebijakan terkait pembayaran tambahan insentif dokter spesialis
yang tidak sesuai ketentuan; (3) Lebih optimal melakukan koordinasi
dengan BPRIS Kesehatan terkait pencapaian Kapitasi Berbasis Kinerja
(KBK) puskesmas dan pembayaran atas kekurangan penerimaan dana
kapitasiyang seharusnya diperoleh puskesmas dasrah terpencil; dan (4]
Menyosialisasikan kepada puskesmas terkait mekanizme baku dalam
pengajuan klaim pending nonkapitasi sesuai dengan keteniuan serta
lebih optimal melakukan penagihan klaim BPIS dengan mengupayakan
pengajuan kembali klaim pending.

Secara keseluruhan hasll pemeriksaan operasional bidang kesshatan
mengungkapkan 126 ifemuan vyang memuat 200 permasalahan.
Permasalahan tersebut meliputl 132 kelemahan SPi, 45 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar Rpd, 86 miliar, dan 19 permasalahan 3E sebesar
Rp8,20 miliar. Selama proses pemerixsaan berlangsung, pemda telah
menindaklanjutl rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke
kas daerah sebesar Rp3,08 miliar Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas
operasional bidang kesehatan disajikan pada Lompiran C.2.
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Penguatan Infrasirukiur

PADA semester |l tahun 2023, BPK telah menyampaikan 60 hasil
pemeriksaan DTT kepatuhan yang terksit dengan tema pengustan
infrastruktur. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas fema penguatan
infrastruktur, yaitu (1) Pengelolaan belanja infrastrukiur dan (2]
Pengelolaan sarana, prasarana, dan ulilitas umum.

Pengelolaan Beiania Infrasirukior

PEMBANGUNAN infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis
dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Indonesia, Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa
tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan
kualitas infrastruktur di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024,
pembangunan infrastrukiur diprioritaskan pada  infrastruktur untuk
mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan.
Pemerintah dasrah juga mengalokasikan APBD antara |ain untuk belanja
infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi di daerah.

Pamda yang diperiksa di antaranya adalah Pemprov Aceh, Pemprov
Sumatera Utara, Pemprov Lampung, Pemprov fawa Barat, Pemkab Garut,
Pemkab Wonasobo, Pemkab Tangerang, dan Pemkot Bandar Lampung.
Sebaran pemeriksaan pengelolaan belanja infrastruktur pada pemerintah
daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4,

Tabel 2.4 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Infrastruktur pada
Pemerintah Daerah

1 Surraters 1% 4 13 2
2 lzwa 40 4 33 L :
Femiah 55 B aE 5

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja infrastruktur pada pemds
selengkapnya dapat dilihat pada Gambor 2.3.
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GAMBAR 2.3

PENGELOLAAN BELANJA INFRASTRUKTUR

Pamerikszan atas pengelolaan belanja infrastruktur dilakukan untok mengswal
peizkzanaan PP 1 — infrastruktur pelayanan dasar dan PP 2 — infrastruiktur
ekonomi. Selain itu, pemerik=aan ini dilakukan sebagat upaya BPK mendorong
pemerintah dztam mencapai TPB ke=-16, khususnya target 16.5 - mengembzngkan
|lembaga yang efekiif, skuntabel, dzn transparen.di semua tingkat

Pemeriksaan atas pengelolaan belania infrastruktur daerah (termasuk infrastruktur jalan)
dilakukan terhadap 59 cbjek pemeriksaan pada 59 pemda, yaitu & pemprov, 46 pemkab, dan
5 pemkot. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiztan pengelolaan belania infrastruktur dzemsh
tahun 2023 Hasil pemerksaan memnyimpulkan bahwa pengelolaan belznjz infrastruktur
dzerzh telah dilaksanakan s==uai dengan kriteria pads 17 obisk pemeriksaan, sesual kriteriz r
dengan pengecuslian pada 39 objek pemeriksaan, dan tidsk sesusi dengan kriteria pada 3 i
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Secara keseluruban hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanjs infrastruktur daermh mengungkapkan
278 temuan yang memust 425 permasziahan. Permasalahan tersebut meliput 18 kelemahan 5P,
405 ketidskpatuhan sebesar Ap260.63 miiliar, serta & permasalzhan 3 sebesar Ap5,E1 miliar [khusus
untulk Infrastruktor jalen terdzpat permasalahan ketidakpatuhan dan 3E sebesar Rp226.59 miliarl
Sslama proses-pemeriksaan berlangsung, pemda terkait tefzh menindaklznjut rekomendasi BRK
dengan melakuksn penyetoran ke kas dasrah sebesar Rp99,11 miliar. Rekapitulasi Rasil pemeriksaan
atas pengelolzan belanja infrastruktur pada pemerintah daerah disajikan pada Lompiran € 7 dan

rekapitulasi permasalahan disajikan dalam Lompiron 3.2.3 pada flosh disk



Pengeloiaan Sarana, Prasarana, dan Ulililas Umum

DALAM mewujudkan kualitas kehidupan kota yang produktf dan
inovatif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKl Jakaria membutuhkan
dukungan prasarana, sarana dan ufilitas umum (PSU) kota yang
berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat
diaksas oleh seluruh warga lakarta. PSU dapat disediakan dangan sumber
dana dari pemda, kewajiban pihak ketiga, seria hibah atau wakaf Untuk
PSU yang dipenuhi dari kewajiban pihak ketiga dapat timbul dari adanya
proses perizinan dan nonperizinan, yang diberikan Pemprov DK fakarta
kepada pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan ruang. Penyerahan P5U
perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemds bertujuan
urtuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan PSU. Salah satu perizinan
yang dapat menimbulkan kewajiban pihak ketiga untuk menyerahkan/
menyediakan PSU adalah Surat lzin Penunjukan Penggunaan Tanah
{SIPPT|)/1zin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR].

Pemeriksaan atas pengelolaan sarana, prasarana, dan ufilitas umum
dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 — infrastruktur perkotaan,
khususnya KP 4 — akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan
terjangkau perkotaan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan
sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapal
TPE ke-11, khususnya target 11.1 - menjamin akses bagi
semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau,
dan pelayanan dasar, serta menaia kawasan kumuh.

Pada semester |l tahun 2023, BPK ielah menyelesaikan hasil
pemeriksaan atss pengelolaan PSU yang beraszal darl pemenuhan
k2wajiban pihak ketiga s.d. Laporan Keuangan Semester | TA 2022
pada Pemprov DKl lakarta dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Hasil
pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan PSU telah dilaksanakan
sesual kriteria dengan pengecualian. Simpulan iersebut didasarkan atas
permasalahan antara lain sebagal berkut.

e Penyerahan kewajiban SIPPT/ IPPR pada 34 pemegang izin SIPPT/IPFR
berupa lahan seluas 1,44 juta m® dan konstruksi seluas 3,01 juta m®
belum dilaksanakan sesual ketentuan, sepert kewajiban PSU berupa
lahan belumdiserahkanoleh pemegangizin SIPPT/IPPRkepada Pemprov
DKl lakarta, dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam
SIPTT/IPPR dan Keterangan Rencana Kota (KRK), berads pada lahan
yang belum dibebaskan, dan belum ditindaklanjud dengan Perjanjian
Pemenuhan Kewajiban [PPK)]. Permasalanan tersebut mengakibatkan
antara lain: (1) Terhambatnya pemanfaatan untuk kepentingan umum
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atas lahan seluas 1,44 jutam® dan konstruksi saluas 3,01 jutam® dan
pemegang izin SIPPT/IPPR yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI
iakarta; dan (2) Kebutuhan PSU untuk kepeptingan umum dalam KRK
berpotensi fidak terpenuhi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan Gubernur DKl
Jakarta antaralainagar: (1) Memerintahkan wali kota terkaitagarsegera
melakukan penagihan kembali sampai dengan BAST ditandatangani
pemegang izin SIPPT/IPPR yang belum menyerahkan kewajibannya
dan melaporkan progres secara rutin dalam bentuk laporan triwulanan
kepada Sekretaris Daerah Provinsi DEI Jakarta; (2) Memerintahkan
wall kota terkait agar berkoordinasi dan segera melakukan penagihan
sampai dengan BAST ditandatangani pemegang izin  terkait
penyelesaian lahan kewajiban SIPPT/IPPR yanz belum dibebaskan
dan konstruksings; dan (3) Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk
menginstruksikan Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
supaya melakukan pemantauan terhadap pemegang izin SIPPT/IPPR
yang balum mempunyai PPK dan melaporkannyz secara berkala.

¢ Terdapat lahan PSU yang telah dizerahterimakan kepada Pemprov
DKl lakarta belum didukung perjanjian kerja sama pemanfaatan,
pemaniaatan lahan PSU tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi
rencana, serta penggunaan kewajiban PSU tidak sesuai dengan
peruniukan, Permasalahan tersebut mengakibatkan: (1) Pemanfaatan
PSU yang telah diserahterimakan fidak memiiiki dasar hukum dan
kehilangan potensi pendapatan asli dasrah Pemprov DKI fakaria; dan
(2) Bidang tanah P5U yang digunakan fidak sesuai peruntukannya
menimbulkan potensi tidak terpenuhinya kebutuhan PSU Provinsi DKI
iskarta sebagaimana ditetapkan dalam rencana kota/rencanz detail
tata ruang (ROTR).

BPK telah merekomendasikan Gubernur DKl lakarta agar & (1)
Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk
melakukan pengamanan aset PSU yang telah diserahterimakan kepada
Pemprov DK lakaria dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk
memproses serta menindakianjuti dalam bentuk perikatan/kerja sama
atas pemanfaatan aset daerah; dan (2) Memerintahkan wali kota
terkait supaya memerintahkan Tim Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan Wilayah (TP3W)] melakukan koordinasi dengan
pemegang izin SIPPT/IPPR terkait untuk memastikan terpenuhinya
kandisi Iahan telah sasual peruntukan kewajiban dalam SIPPT/IPPR dan
ROTR/KRK.
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e Kewajiban atas pensertifikatan tanah hasil penyerahan kewajiban
SIPPT/IPPR belum dilaksanakan oleh 23 pemegang izin SIPPT/IPPR
seluas 1,49 juta m* atas nama Pemprov DKI lakarta. Permasaiahan
tersebut mengakibatkan potensi beralihnya kepemilikan atas aset lahan
seluas 1,4% juta m® yang sertifikatnya belum diatasnamakan Pemprov
DKl lakarta. BPK merskomendasikan Gubernur DKE| lakarta antara
lain agar memerintahkan wali kota {erkait supaya memeriniahkan
TP3W melakukan penagihan sertifikat sampal dengan sertifikat
dibaliknamakan atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Secara  keseluruhan  hasil pemerikszan atas pengelolaan PSU
mengungkapkan 13temuanyangmemuat 22 permasalahan. Permasalahan
tersebut meliputs 17 kelemahan 5P dan 15 permasalahan ketidakpatuhan
sebesar Rpd,56 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan
PSSt disajikan pada Lampiran C.2.

Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA semesier |l tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 1 LHP
kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan lingkungan hidup,
yaitu pengelolaan rekiamasi dan pascatambang.

Pengelolaan Reklamasi dan Pascalambang

PENGELOLAAN pertambangan mineral dan batubara di Indonesia
berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1545 Pasal 33. Pemerintah
remudian mengeluarkan Undang-Undang (UU) dan ketentuan-ketentuan
yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara, antara lain UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan UU Nomor
3 Tahun 2020. Terkait dengan pengelolaan reklamasi dan pascatambang,
diatur lebib lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDIM Momor 26 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Kaidsh Pertambangan yang Balk dan Pengawasan
Pertambangzan Mineral dan Batubara.

Pemegang 1zin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) sebelum melakukan kegiatan eksplorasi/operasi produksi
wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan
hidup yang telah disetujui aleh instansi yang berwenang. Untuk kegiatan
operasi produksi, selain menyusun rencana reklamasi, pemegang 1UP/
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|UPK Juga harus menyusun rencana pascatambang. Pada saat gubernur
atau bupatifwali kota masih berwenang menerbitkan |UP, rencana
reklamasi dan rencana pascatambang tersebut selanjutnya dinilal
dan disetujui oleh direktur jenderal terkait atas nama Menteri ESDM,
gubermnur atau bupati/wali kota sesual kewenangannya, yanz juga
memuat penetapan besaran jJaminan. Berdasarkan penetapan iersebut,
selanjutnya pemegang IUP/IUPK menempatkan jaminan pada pada bank
pemerintah di Indonesia. Apabila pemegang IUP/IUPK tidak memenuhi
kriteriz keberhasilan pelaksanaan reklamasi, Menteri ESDM  rmelalui
direktur jenderal terkait, gubernur atau bupati/wali kota sesuai denzan
wewenangannya meneiapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi
dengan menggunakan uang jaminan reklamasi.

Pada semester || tahun 2023, BPK telah menyelesaikan faporan hasil
pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan reklamasi dan pascatambang
pada Pemprov Sulawesi Tenggara dan Instansi terkait lainnya di Kendari.
Lingkup pemeriksaan inl mencakup kegiatan pengelclaan reklamasi dan
pascatambang atas IUP dan IUPK Mineral Logam dan Batubara yang
diterbitkan oleh Pemprov Sulawesi Tenggara dan selurubh pemerintah
kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah
diserahkan kepada Pemprov Sulawesi Tenggara. kKemudian dengan
berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, IUP dan IUPK tersebut ielah
diserahkan ke Kementerian ESDM berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor 540/5077 tangzal 14 September 2022 kepada Menteri
ESDM, yaitu sejumlah 296 IUP dengan total wilayah seluas 435.815,63
Ha, ditambah IUP yang belum diserahkan ke Kementerian ESDM yaitu
IUP Nomor 117/2010 atas nama PT TEK seluas 576 Ha. Selain itu, lingkup
pemeriksaan juga mencakup IUP yang sudah mati/dicabut yang tidak
diserahkan kepada Kementerian ESDM melalui surat gubernur tersebut,
yaitu sebanyak 194 [UP sejuas total 411,332,48 Ha.

Pemariksaan atas pengelolaan reklamasi dan pascatambang dilakukan
untuk mengawal pelaksanaan PP 1 — peningkatan kualitas lingkungan
hidup. Pemerikszan inj dilakukan dalam wupaya BPK mendorong
pemerintah dalam mencapal TPE ke-15, terutama target
15.3 yaitu menghentikan penggurunan, memulihkan lahan
dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan,
kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapal dunia yang
bebas dan |ahan terdegradasi.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan reklamasi dan
pascatambang pada Pemprov Sulawesi Tenggara dilaksanakan fidak sesuai
dengan kriteria. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:
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e Terdapat IUP eksplorasi yang fdak dilengkapi penetapan dan
penempatan jaminan reklamasi dan penempatan jaminan reklamasi
tanpa adanya penetapan. Hal inf mengakibatkan: (1) Pemerintah
tidak dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi
tahap eksplorasi dengan menggunakan jaminan reklamasi ataupun
penempatan jaminan reklamasi berisiko tidak mencukupl wuntuk
meiaksanakan reklamasi tahap eksplorasi oleh pihak ketiga, apabila
pemegang IUP fidak mealaksanakan reklamasi sesuai ketentuan, dan [2)
Patensijaminanreklamasidariiuasbukaan|ahan yang belumditetapkan
dan ditempatkan sebesar Rp80,10 miliar. BPK merekomendasikan
Gubernur Sulawesi Tenggara agar berkoordinasi dengan Kementerian
ESDM untuk: (1) Menetapkan jaminan reklamasi atas IUP yang fidak
rmenempatkan jaminan reklamasidan IUP yang menampatkan jaminan
reklamasi tanpa penetapan, serta (2) Melaporkan bukaan lahan atas
IUP eksplorasi yang tidak disertal penetapan dan penempatan jaminan
reklamas) kepada Kementerian ESDM.

e Terdapat IUP operasi produksi yang fidak menempatkan jaminan
reklamasl, kekurangan penempatan jaminan rekiamasi, penempatan
jaminan reklamasi tanpa adanya peneiapan, dan luas bukaan lahan
melebinl penetapan Jaminan reklamasi. Hal inl mengakibatkan: (1)
Pemezrintah fidak dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan
reklamasi tahap operasi produksi denzan menggunakan jaminan
reklamasl staupun penempatan jaminan reklamasi berisiko fidak
mencukupl uniuk melaksanakan reklamasi tahap operasi produksi
oleh pihak ketiga, apsbila pemegang IUP tidak melaksanakan
reklamasi sesual ketentuan; dan (2} Potensi jaminan reklamasi dari
luas bukaan lahan vang belum ditetapkan senilal Rpl,17 frillun dan
luas bukaan lahan melebihi penetapan senifal Rp831,03 miliar, BPK
merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tenggara agar berkoordinasi
dengan Kementerian ESDM untuk: (1) Menetapkan jaminan reklamasi
atas IUP yang tidak menempatkan jaminan reklamasi dan IUP yang
renempatkan jaminan reklamasi tanpa penstapan, (2) Melaporkan
bukaan lahan atas |UP operasi produksi yang tidak disertal jaminan
rekiamasi .dan luas bukzan melebihi penetapan; serta (3] Menagih
kekurangan panempatan jaminan reklamasi kepada pemegang IUP
operasi produksi,
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e Terdapat |UP operas) produksi yang hidak menempatkan jaminan
pascaiambang, kekurangan penempaian jaminan pascatambang,
dan penempatan jaminan pascatambang fanps adanya penetapan.
Akibatrya, Pemerintah fidak dapat menetapkan pihak kebiga untuk
melaksanakan pascatambang  dengan  menggunakan  jaminan
pascatambang tahap operasi produksi ataupun pepempatan jaminan
pascatambang berisiko fdak mencukupi  untuk  melaksanakan
pascatambang oleh pihak kehiga, apabila pemegang IUP fidak
melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan. BPK merskomendasikan
Gubernur Sulawesi Tenggara agar berkoordinasi dengan Kemerterian
ESDM untuk menetapkan jaminan pascatambang atas 1UP yang tidak
menempatkan jaminan pascatambang dan IUP yang menempatkan
jaminan pascatambang tanpa penetapan, serta menagih kekurangan
penempatan jaminan pascatambang kepada pemegang IUPR

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengsloiaan
reklamasi dan pascatambang pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
serta instansi terkait lainnya mengungkapkan 18 temuan yang memuat
18 permasalshan ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas
pengelolaan reklamasi dan pascatambang disajikan pada Lompiron C.2.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

Pelayanan Publik
PADA semesier || fahun 2023, BPK felah menyeiesaikan 13 LHP

kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam
dan transformasi pelayanan publik, yaitu pengeiolaan barang milik dasrah.

Pengelolaan Barano Milik Daerah

BERDASARKAN Peraturan Menteri Dalam Megeri (Permendagri}
Nomer 15 Tahun 2016, barang milik daerah (BMD) adalah semua barang
yvang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dar perciehan
lainnya yang sah. Pengelolaan BMD mencakup keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencansan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penifaian,
pemindahianganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembingan, seria pengawasan dan pengendalian.
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Pada semesier || tahun 2023, BPK telah menyelesaikan LHP kepatuhan
atas pengelolaan BMD terhadap 13 objek pemeriksaan pada 13 pemda,
yaitu 1 pemprov, 10 pemkab, dan 2 pemkot. Pemda yang diperiksa
antara lain Pemprov Maluku Utara, Pemkab Morowali, Pemkab Malang,
Pemkab Pacitan, Pemkab Bangka Barat, dan Pemkot Surabaya. Lingkup
pemeriksaan yang dilakukan meliput pengelolaan BMD tahun 2021-2023.

Pemeriksaan atas pengelolaan BMD dilakukan untuk mengawal
pelaksangan PP 4 — reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya
KP penataan kelembagaan dan proses hisnis. Selain itu,
| Pl pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong

pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target
16.5 - mengembangkan lembaga yang fektif, akuntabel, dan
transparan-di semusa tingkat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan BMD telah
dilaksanakan sesual kriteria dengan pengecualian pada 12 objek
pemeriksaan dan tidak sesual dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.
Permasalahan yang ditemukan antara lain:

e Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas BMD belum dilakukan
sesudi dengan ketentuan pada 12 pemdas, antara lain: (1) Pada
Pemprov Maluku Utara terdapat 10 unit kendaraan bermotor yang
dikuasal pihak lain, 457 unit kendaraan tidak memiliki Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor {BPKB], rumah negara belum dilengkapi surat
izin penghunian (SIP}.dan penetapan golongan rumah, dan 282 bidang
tanah belum didukung buktl kepemilikan; (2] Aset tetap peralatan dan
mesin Pemkab Morowali Tidak diketahui keberadaannya sebanyak 541
register, pengguna barang belum menyusun kartu inventaris ruangan
(KIR} dan melakukan pelabelan BMD pada 1.548 register, aset tetap
tanah belum didukung bukti kepemilikan sebanyak 333 register, serta
aset tetap peralatan dan mesin masih dalam penguasasan pihak
lain sebanyak 26 unit kendaraan; (3) Sebanyak 1.200 bidang tanah
rmilik Pemkab Mojokerto seluas 4.855:809,44 m2 belum dilengkapl
dengan sertipikat, 5 bidang tanah seluas 32.765 m2 tidak diketahul
keberadaannya, 2 bidang tanah dikuasai oleh pihak lain, seria 3
serfipikat tanah terindikasi tumpang tindih dengan serfipikat milik
prhak kain.

Hal tersebut mengakibatkan aset berpotensi hilang, dikuasai pihak
lain, tidak dapat dimanfaatkan, dan disalahgunakan peruntukannya.
BPK merekomendasikan kepala daerah terkail untuk melakukan
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pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas BMD sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, antara lain melakukan pemberian label
identitas BMD, penarikan aset yang dikuasai pihaklain, penelusurandan
invertarisasi atas aset yang tidak diketshui keberadaannya, membuat
SIP atas pemakaian rumah negara, dan memproses perolehan bukt
kepemilikan aset.

® Pemanfaatan BMD belum sesuai dengan ketentuan pada 13
pamda, di antaranya! (1) Pada kerja sama pemanfaatan kawasan
wisata Pantai Teleng Ria antara PT EITEW dengan Pemkab Pacitan,
PT EITEW melaksanakan penambahan 34 aset hasil kerja sama
pemanfaatan Gdak melalui tahapan sesusi dengan perjanjian dan
Odak didukung dengan adendum perjanjian, serta belum menyeiorkan
kewajiban kontricusi tetap dan bagi hasll keuntungan beseria denda
keterlambatan ke kas dasrah;: (2) Pada kerja sama bangun guna serah
(BES) atas Pasar tkan Modern antara PT LPK dan Pemkab Gresik, PT
LPK belum menyzlesaikan pekerjaan pembangunan pasar dan telah
menyerahkan secara sepihak pengelolaan Pasar lkan Modern kepada
Pemkab Gresik, Hasil pemariksaan menunjukkan keterlambatan atas
pembanzunan pasar tidak melalul pemberian perpanjangan jangka
walktu dari Pemkab Gresik, PT LPK tidak pernah memberikan jaminan
pelaksanaan dan tidak pernah membayar kontribusi sesual perjanjian,
realisasi pembangunan tidak sesuai dengan parjanjian maupun
surat izin blok plan, dan belum terdapat kejelasan status kelanjutan
pengelolaan Pasar tkan Modern; dan {3) Pemanfaatan sewsa 15 BMD
pada Pemkab Tojo Una-Una tanpa didukung perjanjian antara penyewa
dan pengelota barang, serta mitra kerja sama pemanfaatan atas BMD
Kawasan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM] Mebe! Usbone belum
menyetorkan keuntungan yang diperoleh dalam usaha produk mebel,

Hal tersebut mengakibatkan: (1) Pemkab Pacitan akan ierpaksa
menerima hasil kerja sama pemanfaatan yang Tidak sesuai perjanjian
dan berpotensi tdak relevan dengan tujuan pengelolaan dan
pengermnbangan kawasan Pantal Teleng Ria untuk meningkatkan
pendapatan daerah, dan tidak dapat dengan sszers memanfaatkan
penerimaan dari kontribusi tetap, bagi hasil keuntungan dan denda
keterlamiyatan; (2) Tanah dan bangunan BG5 Pasar lkan Modern Grasik
terbengkalai dan tidak jelas status pemanfaatannya, kewajiban PT
LPK kepada pihak lain berpotensi beralih kepada Pemkab Grasik, dan
hilangnya pendapatan dari kontribusi atas pelaksanaan perjanjian BGS
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Pasar lkan Muodern; dan (3) Kerusakan BMD, risiko kehilangan BMO,
dan kehilangan potensi pendapatan dari pemanfaatan BMD milik
Pemkab Tojo Una-Una.

BPK merekomendasikan: (1) Bupab Pacitan agar melibatkan ahli
pariwisata untuk meninjau kerja sama pemanfaatan dengan PT EITEW
yang tidak optimal memberikan keuntungan kepada Pemkab Pacitan
maupun dampak perekonomian kepada masyarakat sekitar dan
mempertimbangkan upaya penaginan dan penertiban lainnya dengan
rmelibatkan aparat penegak hukum atas mitra permanfaatan barang
milik dasrah yanz tidak mematubi kewajiban penyetoran dan kewajiban
lainnya sesuai perjanjian; (2] Bupali Gresik agar mengidentifikasi
seluruh hak dan kewajiban Pemkab Gresik dan PT LPK sesuai dengan
perjanjian, termasuk kewajiban PT LPK kepada pihak lain, yaitu
kewajiban kepada pembeli kios dan kewajiban terkait dengan proses
pembangunan dan pengelolaan Pasar tkan, serta memastikan bahwa
kewajiban PT LPK kepada pihak lain ini fidak beralih menjadi kewajiban
Pemkab Grasik dan menentukan status kelanjutan pembangunan dan
pengelolaan Pasar lkan Modern Gresik sesual dengan ketentuan yang
beriaku; dan (3) Bupati Tojo Una-Una agar menagihkan blaya perbaikan
kerusakan BMD kepads mitra pemanfaatan, membuat perjanjian baru
sesuai ketentuan atau menarik kembali BMD, dan menagihkan bagi
hasil atas pemanfzatan Sentra KM Mebel Usbone sesual dengan
perjanjiam.

e Pspatausahaan aset tetap ianah, peralatan dan measin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset ietap lainnya
pada Pemprov Malukue Utara belum sesuai ketentuan, antara lain;
Pejabat Pengelola BMD belum ditetapkan, inventarisasi BMD belum
dilaksanakan pada seluruh SKPD, pengguna tarang fidak menyusun
Laporan BMD Ssmesteran dan Tahunan, serta kesalahan pencatatan
aset. Hal ini mengakibatkan pengelolaan BMD pada seluruh SKPD
menjadi tidak dapat diyakini, Laporan BMD tidak menggambarkan
kondisi yang sebenamya, laporan keuangan pemda pada akun aset
tetap berpotensi tidak dapat disusun tepat waktiu, dan Laporan BMD
tidak menyajikan nilal aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang
akurat. BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi Maluku Liara agar
menginstruksilan pejabatterkait antara lainuntuk mengusulkan konssp
surat kepuiusan terkait pejabat pengelola BMD kepada gubernur,
melskukan verifikasi dan validasi data BMD, melakukan sosialisasi
atau diklat pengelolaan dan pelaporan BMD kepada pengurus barang
seluruh SKPD, dan menyusun laporan BMD berdasarkan kondisi yang
sepenarmya.
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Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMD
mengungkapkan 106 temuan yang memuat 201 permasalahan.
Permasalahan tersebut meliputi 61 kelemahan 5PI, 138 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar RpS56,28 juia, dan 2 permasalahan 3E
Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindakianjut
rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daeran ssbhesar
Rpl05,16 juta. Rekapitulasi hasil pemerikszan atas pengslolaan BMD
disajikan pada Lompiran £.2.

Pemeriksaan Banluan Keuangan Partal Politik

PADA semester Il 2023, BPK melakukan pemeriksaan atas 30 laporan
pertanggungjawaban (LP!) bantuan keuangan partai poliik {banparpal)
dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 17 partai
politik nasional, Pemeriksaaan Ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat
Pasal 34A Undang-Undang (UU) Momor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas UU Nomior 2 Tahun 2002 tentang Partal Politik, dan khususnya Pasal
13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Kesuzngan kepada Partal Politik, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018,

henurut ketentuan perundangan, banparpo! digunakan sebagai dana
penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan
diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol
dan masyarakat.

Pemerikzaan aias banparpel adalah pemeriksaan kepatuhan dengan
tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuafan LRI banparpol
yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berisku. Sementara
itu, sasaran pemeriksaan atas LP} banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara
nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan
rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan
keuangan: (2] Kesesuaian anmtara jumlah banparpol yang disalurkan
pemerintah dan dilaporkan di dalam LPI; (3} Kelengkapan dan keabsahan
buki pendukung yang dilampirkan dalam LR, dan (4] Kesesuaian prioritas
penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan
kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya
BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.
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Hasil pemeriksaan atas LP! banparpc! dar APBD mengungkapkan
masih terdapat DPW/D/C parpol yang tidak melampirkan bukd
pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LP yang disampaikan
kepada BPK dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk
pelaksangan pandidikan politik bagl anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpo! yang
bersumber dari APBD iahun 2022 menghasilkan kesimpulan bahwa
pertangzungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/
D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 28 LPI (56%) dan sesual kriteria
dengan pengecusalian pada hal-hal tertentu sebanyak 22 LP (44%),

Daftar laporan hasll pemeriksaan Banparpol dapat dilihat pada
Lampiran 1.3 pada flash disk.

Pemeriisaan Investigalil. Penonilungan Kerugian
fegara oan Pemierian Helerangan Anii

PaDA semester Il tahun 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan
investigatif pada BUMD atas permintaan penezak hukum. Jumish LHP
investizatif yang diterbitkan sebanyak 1 LHP dengan nilai indikasi kerugian
negara/daerah sebesar Rp30,09 miliar. Laporan hasil pemeriksaan
investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum
urtuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPFK telah menyelesaikan dan menerbitkan 32
iaporan hasil Penghitungan Kerugian MNegara (PKN) pada pemda dan
BUMD bardasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka
penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/
daerah sebesar Rp207,57 miliar.

Sehagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan
ghli di lingkungan pemda dan BUMD =ebanyak 46 kall pada 34 kasus di
tahap penyidikan serta 24 kali pada 1S kasus di tahap persidangan tindak
pidana korupsi.
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Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemada
dan BUMD

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 375 objek pemeriksaan
pada pemda dah BUMD mengungkapkan 3.266 temuan yang memuat
4.868 permasalahan sebesar Rpl,27 triliun. Permasalahan tersebut
meliput 208 kelemahan SPI, 2,873 permasalahan ketidakpatuhan sebasar
Rpl,17 triliun dan 1.187 permasalahan 3E sebesar Rpld3,21 miliar
Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti
ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas
negara/dasrah/perusahaan sebesar Rp225,42 miliar. Hasil pemeriksaan
pada pemda dan BUMD disajikan pada Tebel 2.3,
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Tabel 2.5 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Dasrah dan BUMD
(Nilai dalam Rp juta)

A ¥elemahan 5P = = gpa =
= Kelemzhan 571 = : =08 - 08 =
B. ¥=tdzkoatukan
AoFacan ketEoten 15 357896 | 2858 | 11esms0i1s| 28573| tiessen
perundang-undangan
- Keﬂdakpzmhé-:l terhadap k=tertuan persturan perpndang-undangan yang dapst mengelibatiem
» Kerugian 2 2082,00 1837 | 750.38533 1845 75334733
Z 7
E_:E‘f;“ 3 g15.04 335 | 21235283 34z 21257335
" :::“;:;“a: 3 16092 30% | 20343187 301 ITEI TG
Sutotal 15 3E7E9E |  zay7 | 116603015 | 229z| Liewsuy
::"m":mfar - N 81 - 381 -
etdzkefisiznsn, d2n LI = 1es | 10321318 1187 oEIiEiE
=  Ketidakhsmatan = - 171 |  100.453,34 pies § 10045334
s Kotidaksfisionan = = 1 33312 z 33312
= ¥etidaksfektifan 1021 - a4 242272 1085 243272
Tokst {448+ 1028 387856 3837 | 175524533 4868 | 1z7aizEo9
Mitzi penyershan
:;f*ig;“:ﬁ;”ﬁ;? 5,45 22534167 3354971
peruszhasn
Jurnish Temuan 250 1415 3286
lumiah Reliomandasi zEez 6882 2830
Jurmiah LHP 105 263 7=
Kstzranzan -

*lumizh tersebut tidak termazuk hasi pemeriksasn 3t2s banparpol, seriz hasil Fl, PEN, dan PEA
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IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER Il TAHUN 2023
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BAB 111

Hasil Pemeriksaan
BUMN dan Badan
Lainnya

HPS 1l Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan

terhadap 22 objek pemariksaan BUMN dan Badan

Lainnya. Pemeriksaan tersebut meliput 1 objek

pemeriksaan kinerja dan 21 objek pemeriksaan
dengan tujuan fertentu. Seiain itu, IHPS || Tahun
2023 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif
[Pl), penghitungan kerugian negara (PKN), dan
pemberian keterangan ahii (PKA).

Dafiar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I
Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya dapat
dillhat pada Lampiran A.3. tkhiisar hasil pemeriksaan
pada BUMN dan Badan Lainnya dapat dijelaskan
sebagai berikut,



Pemeriksaan Kinerja

IHPS 1l Tahun 2023 memusat hasil pameriksaan kinerja pada BUMM dan
Badan Lainnya atas tema penguatan infrastrukiur. Pemeriksaan kinerja
dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan (obrik),

Secara lebih terperingi, hasil pemeariksaan meangungkapkan 8 tamuan
yang memuat 1 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp20,46 miliar dan
11 permasalahan ketidakefekiifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja
pada BUMMN dan Badan Lainnya secara lengkap disajikan pada Lompiran
D.1.

Penguaian Infrastrustur

PADA semester || tahun 2023, BPK telah menyampaikan 1 |aporan
hasil pemeariksaan (LHP) kinerja yang dilakukan pada 1 obrik BUMN
yaitu pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sumber daya air (SDA) untuk
memenuhi kebiutuhan masyarakat tahun 2022 s.d. semester | tahun 2023
pada Perum lasa Tirta Il. LHP selengkapnya disajikan pads Lompiran 1.4
di flosh disk.

Pengelolaan Sumber Daya Air

PEMERIKSAAN atas kinerja pengelolaan SDA untuk meamenuhi
kebutuhan masyarakat tahun 2022 s.d. semester | tahun 2023 dilaksanakan
pada Perum lasa Tirta Il dan instansi terkait lainnya di lakarta dan Jawa
Barat. Hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada Gombar 3.1,
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Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan fujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk
pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS 1l Tahun 2023
memuat 21 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan pada BUMN dan
Badan Lainnya, yang dilakukan pada 10 BUMN dan 11 Badan Lainnya.

Hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
menyimpulkan pelaksanaan kegiatan ielzh difaksanakan sesuai kriteria
pada 1 (5%) obrik, sesuai kriteria dengan pengacualian pada 13 (30%)
obrik, dan tidak sesuai kriteria pada 1 {5%:) obrik.

Secara lebih terperinci, hasil pameriksaan mengungkapkan 253
temuan yang memuat 303 permasalahan. Permasalahan tersebut meliput
255 kelemahan sisiem pengendalian intern [SPl), 214 permasalahan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
(sefanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp3,49 irifiun, dan 34
permasaiahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketdakefektifan
(selanjutnya disebut 3E) sebesar Rpl0Z,21 miliar. Selama proses
pemerixsaan, entitas yang diperiksa talah menindaklanjul ketidakpatuhan
tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/
perusahaan sebesar Rp2,65 miliar. Hasll ini disajikan pada Gambar 3.2,

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada BUMMN dan
Badan Lsinnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada Lompiron
0.2, Sementara Itu, rekapitulas per hasil pemeriksaan kepatuhan pads
BUMN dan Badan Lainnya dizajikan selengkapnya dalam Lampiran 4 pada
Jflash disk. Selain ity, IHPS || Tahun 2023 juga memuat hasil pemeriksaan
investigatif (Pl), penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian
keteramgan ahll (PRA),

Pemeriksaan Kepatunan

IHPS |l Tahun 2023 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada
BUMN dan Badan Lainnya, yang dibagi menjadi 3 tems, yaitu: (1)
Penguatan ketahanan ekonomi; (2) Pembangunan sumber daya manusia
(SDM); dan (2] Penguatan infrastruktur.

s [EF3 I Tahun 2023 BASII - Ha==l Pemerieasn SUMN dan Sadan Lasnnya 187




GAMBAR 3.1

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN MASYARAKAT

Pemeriksaan ataz ‘kinerjz pengelolaan sumber days air (S0DA] untuk memenuhi kebutuhan
mzsyarakst tahun 2022 s.d. semester | tahun 2023 dilskzanzkan pada Perum lasa Tirta |l dan
instansiterkait Iainnya di 15karta dan Jaws Barat.

Pemerikzaan ini dilskukan sebsgzl upsya BPK mendorong pemerntzh daiam mencapal
Tujusn Pembzngunan Berkelanjutan (TPB), vaitu TPB ke-6, terutsma target 64 pads
tahun 2030, secara signifikan meningkstkan efisiensi penggunaan air di semua ssxtor
menjamin penppunaan dan pasokan air tzwar yang berkelanjutan untuk mengatas)
kelangkaan 3ir, dan secara signifikan mengurangi jJumiah orang yang menderitz akibat kelangikzan
air. Pemerikszan inl juga dilzkukan untuk mendukomg (PN) 5 penguatan infrastruktur, Program
Prigritas [PP) 1 wyaitu, infrastruktur pelayanan dasasr khususnyzs® Kegiatan Prioritas (KP) 3,
penpelolzan air baku berkelanjutan-dan KP & waduk multipursose dan modernisasi irigasi.

Berbagal upaya yang telsh dilakukan oleh Perum lasa Tirta || untuk meninskatkan efektvitas
pengslolaan 504 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, antara [zin:

Perum fzza Tirta || telah menyediakan air bakw untuk irigas
sebanyak 4.5 milisr m/tahun pads 290,223 He sawsn dizrea
J=wa Barat dan air bakw sntuk kebutuhan sir bersih 4 wiley=h
D Jakarta dengan detdt 48 m*/detk untuic 308 324
peiznggan. Selain itu Perusshaan berontribes! dsiam
ketzhanzn enargi meialui resisasi produksi hstrik psmbangkit
fiztrik tenags air (PUOA! ssbesar 101191 juts wiWh.

Pzrum fesa Tirta || mengembangkan
¥emampuannya i bidsng pengelalzan
ZDA bekeria sams dengan pars pengslalz
S0 laimnys. melalui paran akbf dslam
kegiatan bngkat dunia dengan bergsbung
dalam Nenwork of Asign fiver Basin
Organizotans (NARED).

Selain berbagai upaya yang telzh dilskukan oleh Perum fasz Tirta |l tersebut dj
atas, terdapat permasalzhan-permasslahan yang dapat menghambat kegiatan
pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi ksbutuhan masyamkat antarz 5in:




Kegiatan konzervasiyeng dilskukan oleh Perum fasa Tirta || oelum
sepenunmye sfekof dalam uzeys memslinzrz keberedazn dan
t=bertanjutsn SDA di Dearaf Aliren Sungai {PAS) Grurs. Hal ini
ditunjukkan dengan Perum Jasa Tire [ belum melakudan studi atan

Ksji=n ionseryvesi di DAS Citansm yang dapat dijzdikan scuen dalam Rekomendasi
pefencanasn kegistan konservasi dalam jangks wakty tertante dan

heIuTn mempunyai Siondarg C'pe'm_:hg Frocedurs ﬁﬂi‘]f’uetl..mjuk B B ; At
tekniz y2ng mengatur s2cars tErpening t2ntang t3t2 s kegist=n Diiceksi B Jzsa Tir= Il agar

penanaman pohaon, pemelinarsan pohon, dar kegiatan konssnEs

glabuksn studi st=u kajizn konservasi
lzinmy=. S=lzin itw, Perom fasa Tirts || bslum memilik =giatan, iy i  Kajin ez

pencemaran air di DAS Citarum,

tindzakan .?Elu apaya yang berdampsk langsung pads pengelolaan Jakiikan s B e
Runlitas Ak, o otk rrehe ek
Akibammys, fungs! DAS Citarum sebagai area tangkapan air dan pencemaran air sesusi hasil studi atau
penzhan laju erosi sedimen semakin menurun dan kuslitas air Waduk kajian, serta memyusun S0P atau
Ir. H. Djuanda belum memenuhi standar baku mitu sirkelss . petunjui teknis kegia@n konservasi.

. A L9 =

Prazarana 504 peda saluran induk yang dikslolz olzh
Perum: Jas= Tirta || pada Wilaysh Sungai Citarum belum:
dzpat membsrikan IsyEnan sir secars memsds dan
pemanfastan Siszem [nformasi Sumber Daya Alr (51504
belum optimzl. Hal inl ditunjukian dengan adamy:=
pefurenan kondisi, fungsl, dan kapasitas presaEne

[ ]
Rekomendasi

surmibsr days air, i sntaramye pENUTUNan kapasitas BPK Rl merekomendasikan kepada Direksi Perum Jasa
Ezlurzn Tarum Barst sebesar 33,93, penurunan Saluran Tirta Il agar:
Tanem. Timursebesar 30,58%, dan praszrana di saluan B . . ;
induk yang mengzlami kenssakan berat ssbesar 10 615 *  Menyusun kajian terkait kapasitas dan fungsi
Selsin ftu, Perum Jasa Tirta 1l belum memiliki kajian dan peasrana ST serta mefakmnskan rotimap
rencans/rocdmap peningkatan kapasitas dsn fungsi PRI YN S ANIE T 2l refcais
orasaranz 304 seria aplikesi SIS0A belurm dapat sh‘:l!‘.e_gu’. dan RKAR untuk kegiatan peningkatan
digunakan untik membuat simulzsi prediksi banjin I pattas dan fimgs; prasarena S0A yang Derskal
neraca:-ketersedisan air, dan simuissi pemanfazian air besar dain bersifat janghs panjang, serta
2 oy berkoordinasi dengan Balal Besar Wilsysh Sungal
(BEWS] Citarum dalam pemyusunan roodmap
Akibstrwya, terdapat potensi daerzh ingasi ndsk tersebut.

mendapat aliran air, sambungan rumah pelangzan air
minum betum teriayani. nilai manfaat air beium
digunzkan ocleh industri untuk berproduksi, dan terdapat
air yang tidak dimanfaatkan untuk membanghkitkan
energi listrik, serts informast untuk pengambilan i
keputusan terksit pengeloizan SDA befum dapat | [I F Wil d A F [
disedizkan oleh SISDA. Fip 'l |

* NMengoptimalkan pemanfaatan 51504 dan
melakukan integrasi sistem yang telah atau sedang
dibangun, baik oleh internal maupun sksternal,

A 3 +

Hasil pemeriksaan atas kinerja pengeloizan
S04 untuk memenihi kebutuhan masyarakat
mengungkapkan 8 temuan yang memuat 1
permasaizhan ketidakpatuhan s=besar

Rp20, 46 mitiar dan 11 permasalahan
ketidakefektifan.

s Y
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GAMBAR 3.2

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN
PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA

2] ——t 293 s 790

Temuan Rekomendasi
*1 olgek pemenkszan Sssus dengen knteria
& 19 phijek pemertksaan  Sesus iriteriz dengan pengenialzn
* 1 objek pemenksaan Tidsk sesusikoitenz

Kslzmanan siztem

pengendaian 5 0 3
intern

Permasalahan
Rip3,60 trifiun

Keodakhematan, dan

k=tidsisfektifan Rpl02 2T miliar

214 E=rnidakpatuhen terhadap ketentuzn
peratursn perundang-undangan

* (a2%) ErERCEEAS

34

Permasslzhan

Rp 102,21 miliar Pemfimpangan ketidskpatuhan
sdminiztras vang dapat
mengakibatan:

K=tdakhematan
Fip90,59 mifizr

_:‘:Ll'l.

4

Vensglan

Fipd35,39 milizr

3

1{ s

- 149

K=tdakefekafzn |
Rpll.62 miksr Ro3.49 trifiun o
26 Pozensi Karusian /
Rp&7%.81 miliar — /
18% o
——

Pada sast pemeriksaan, =ntitas telah
menindaklanjutl dengan

menyeranken aszst stau menyetor ke
kaz negars, perusshaan sehesar /
Rp2.65 miliar

)
Rekomendasi berupa penyerahan 45
set dan/atau penyetora 2 Kakurangan Senefimasn
BeEL dan/aing p i ET-AM Rpl33 illun



Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester |l tahun 2023, BPK telsh menyampsaikan 13 LHP
kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan ketahanan ekonomi,
yaitu: (1) Pendapatan, biaya, dan investasi BUMM dan Badan Lainnya; (2]
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan (3] Pencetakan, pengsiuaran,
dan pemusnahan Rupiah.

Pendapatan, Biaya, dan Invesiasi BUMN dan Badan Lainnya

PADA semester || tahun 2023, BPK telah menyelesalkan hasil
pemeriksaan atas pendapatan, biaya, daninvestasi terhadap 11 obrik pada
9 BUMMN/anak perusahaan dan 2 Badan Lainnya, di antaranya PTIndafarma
Thbk, PT Palabuhan Indonesia (Persern)/PT Pelinda, PT Pupuk Kaltim/PT
PKT, Jaminan Kredit Indonasia (PT Jamkrinda), dan BPIS Ketenagakerjaan,
Pemeriksaan inl meliputi kegiatan pengslolaan pendapatan, biaya, dan
investasi BUMN dan Badan Lainnya tahun 2015-semester | 2023.

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dilakukan
untuk mengawal pelaksanaan PP 6 — nilai tambah, lapangan kerja,
investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya KP (klim usaha, investasi,
dan reformasi ketenagakerjaan. Selain itu, gpemeriksaan ini
juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerinian
dalam mencapal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB
ke-8 terutama target 8.1 — mempertahankan pertumbuhan
ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional,

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan
investasi BUMMN dan Badan Lainnya telsh dilaksanakan sesuai kriteria
dengan pengecualian pada 10 obrik dan tidak sesuai kriteria pada 1 obrik
(PT Indofarma Thk}. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

® PT Indofarma Thk dan PT IGM lanak perusahaan PT Indofarma
Thk) melakukan aktivitas yang berindikasi froud/kerugian antara
lain melakukan transaksi jual beli fikof pada Business Unit Fost
Moving Consumer Goods (FMCG), menempatkan dana deposito atas
nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam MNusantara (Kopnus),
menggadaikan deposito pada Bank Oke uniuk kepentingan pihak
lain, melakukan pinjaman eniine (fintech) serta menampung dana
restitusi pajak pada rekening bank yang tidak dilaporkan di laporan
keuangan dan digunakan untuk kepenfingan di luar perusahaan,
mengeluarkan dana tanpa underlying tronsochon, menggunakan kartu
kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, melakukan pembayaran
kartu kredit/operasional pribadi, melakukan windows dressing laporan
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keyangan perusahaan, serta membayar asuransi purnajabatan dengan
jumlah melebihi kefentuan. Permasalazhan tersebut mengakibatkan
Indikasi kerugian sebesar Rp278,42 millar dan potensi  kerugian
sebesar Rpl8,26 miliar atas beban pajak dari penjualan fikdf FMCG.

Atas permasalahan  tersebui, BPK  merskomendasikan  kepada
Direksi PT Indofarma Tbk antara lain agar melaporkan k2 pemegang
saham terkait transaksi jual beli fikbf, penempatan dan pegadaian
deposito, pinjaman onfine, penggunzan dana restitusi pajak
untuk kepentingan di |luar perusahaan, pengsluaran dana fanpa
underlying transoction, pengeluaran kartu kredit perusahaan untuk
kepentingan pribadi, pembayaran kartu kredit/operasional pribad],
windows dressing laporan keuangan perusahaan, serta pembayaran
asuransl purnajabatan dengan jumiah yang melebihi ketentuan yang
berindikasi kerugian sebesar Rp278,42 miliar dan berpotens] kerugian
sepesar Rpl§,26 miliar, berkoordinasi dengan pemegang saham dan
Kemanterian BUMMN untuk melaporkan permasalahan PT Indofarma
Tbk dan anak perusahazan kepada aparat pensgak hukum, dan
menginstruksikan Direksi PT IGM untuk berkoordinasi dengan kantor
pajak agar perusahaan fidak dikenakan beban pajak penjualan senilai
Rp18,26 miliar atas transaksi penjualan fikif Business Unit FMCG.

o PT [ndofarma Thk dan PT IGM melakukan aktivitas pengadaan alat
kesahatan tanpa studi kelayakan dan melakukan penjuaian tanpa
analisa kemampuan keuangan customer antara lain pengadaan serta
penjualan teleCTG, masker, PCR, ropid fest (panbioc), dan isolotion
transporiotion yang mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rpi5,35
miliar serta potansi kerugian sebesar Rpl46,57 miliar yang terdiri dari
piutang macet sebesar Rpl22,93 miliar dan persedisan yang tidak
dapat terjual sebesar Rp23,64 miliarn

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan kepada Direksi
PT Indofarma Tbk agar antara lain melaporkan ke pemegang saham
atas pengadaan dan penjualan alat kesehatan teleCTE, maskern, PCR,
rapid test (panbic), dan isolotion tronsportotion yang mengakibatkan
indikasi kerugian sebesar Rplg,35 miliar dan poiensi kerugian
sebesar Rpl46,57 millar, berkoordinasi dengan pemegang saham dan
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Kementerian BUMMN untuk melaporkan permasalahan PT indofarma
Thk dan anak perusahaan kepada aparat penegak hukum, dan
mengupayakan penagihan plutang macet senilai Rp122,93 miliar,

# Pengelolaan plutang atas pemanfaatan/pengzunaan lahan PT Pelindo
menunjukkan permasalahan di antaranya belum terdapat kesepakatan
penyelesalan atas piutang lahan antar BUMN, penyelesaian atas
piutang lahan dengan mitra swasta berlarui-larut, dan lahan yang
telah dikuasal belum dapat dikerjasamakan dengan mitra lain. Selain
itu, salah satu tanah HPL yang dimillki PT Pelindo hampir sepenuhnya
dikuasai oleh masyarakat, sehingga PT Pelindo tidak dapat melakukan
pengelolaan atas tanah HPL tersebut. Akibatnya, PT Pelindo tidak
dapat memanfaatkan aset secara optimal dan berpotensi kehilangan
pendapatan plutang yang tidak tertagih sebesar Rpd07,64 miliar, serta
PT Pelindo berpotensi kehilangan aset tanah HPL yang dikuasai aleh
pihak lain.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain
repada: (1) Menterl BUMM agar segera menyelesaikan perselisihan
kepemilikan dan pemanfastan lahan antar BUMN; (2] Direksi PT
Palindo untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan mitra yang
masih memanfaatkan lahan untuk membuat perikatan perjanjian
baru dan melakukan penagihan atas tunggakan sewa lahan; dan (3)
Direksi PT Pelindo untuk menyusun kajian atas lahan HPL milik PT
Pelindo (Persero) yang telah dikuasai oleh masyarakat untuk kemudian
menyiapkan langkah-langkah penyelesaian sesual ketentuan yang
berlaku.

e Pengeloizan baban operasional dan investasi PT PKT belum sesual
retentuan, dengan permasalahan antara lain: (1) PT PKT belum
mengajukan kiaim asuransi secara penuh untuk menggant biaya
perbaikan pabrik PKT-3 sebesar Rp288,23 millar karena belum
didukung dokumen yang lengkap, serta terdapat penambahan premi
asuransi yang tidak ditkuti dengan perubahan volume (waktu) dan/
atau objek pertanggungan; |2) Rencana initiol public affering (IPO)
PT PKT belum mendapat persetujuan pemegang saham dan terdapat
pengeluaran biaya IPO sebesar Rpl3,76 miliar untuk jasa konsultan,

— TP 1 Tahun: 2023 BRB ] - Hasal Pamarileszan BUMN dan Badsn Linny= m



jasa audit, dan jasa publikasi yang telah dilakukan, meskipun belum
ada kepastian persetujuan dari pemegang saham untuk melanjutkan
proses pendaftaran IPO; dan (3) Pengadaan gas bumi tahun 2022 dan
2023 tidak didasari dengan dokumen perjanjian jual bell gas (PIBG)
dengan penyedia karena belum terdapat kesepakatan mengenal
harza gas yang akan dikenakan dalam kurun wakiu penyesuaian harga
menurut kepmen ESDM dan fluktuasi harga gas di tahun 2022,

Hal tfersebut mengakibatkan: (1) PT PKT tidak dapat segera
memanfaatkan uang hasil klaim asuransi maksimal sebesar Rp288,23
miliar dan terdapat kefidakhematan sebesar RpS%,30 miliar atas
kenaikan premi tanpa penambahan lingkup pekerjaan; (2) Pelaksanaan
IPO fidak sesuai dengan jadwal yang telah diteiapkan dan terdapat
ketidakhematan pengeluaran biaya persiapan IPO ssbesar Rpl3,76
miliar; dan (3) Ketidakpastian hak dan kewajiban PIBG antara PT
Pupuk Kaltim dengan pihak penjual gas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT PKT
agar: (1) Memerintahkan Vice President Keuangan melakukan revisf
atas prosedur kfaim asuransi dengan memasukkan sturan terkalt
standar/target waktu pengumpulan dokumen dan penyampaian
tuntutan nilai kiaim kepada perusahaan jasa asuransi dan memprosas
klaim asuransi lanjutan sebesar Rp288,23 milian (2) Melakukan
evaluasi atas pelaksanaan IPC, marencanakan persiapan pelaksanaan
IPO dengan febih komprehensif, dan memerintahkan tm persiapan
dan pelaksanaan PO untuk lebih selektif dan efisen dalam pengeluaran
biaya; dan (3) Lebih intensif dalam melakukan koordinasidan negosiasi
kontrak PIBG dengan pihak penjual gas dan pihak terkait lainnya.

e Pepgelolaan Pendapatan imbal lasa Penjaminan (UP) Kredit Usaha
Rakyat (KUR) Gen 2 PT Jamkrindo belum memadai, di antaranya
terdapat kekurangan penerimaan yang berasal dari hak IIP KUR yang
belumditagin, ketidakiepatan pengenaan tarif UP berdasarkan kategori
KUR, dan UP yang telah ditagih pada tahun 2021 dan 2022 tetapi belum
dibayar oleh penyalur KUR. Selain itu, terdapat kelebihan penerimaan
transfer UP KUR dari mitra yang berasal dari transfer ganda atas
tagihan UP dan bagian UP KUR yang belum dikembalikan (refund) atas
pelunasan kredit yang dipercepat. Akibatnya, terdapat kekurangan
penerimaan sebesar RpS52,51 miliar dan kelebihan penerimaan sebesar
Rp78,96 juta,
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Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan kepada Direks
PT Jamkrindo di antaranya agar menagih kekurangan penerimaan
sebesar Rp92,91 miliar kepada pihak terkait, mengembalikan
relebihan pensrimaan ssbesar Rp78,56 juta kepads pihak yang
berhak, melakukan rekonsiliasi data penjaminan KUR terkait ketepatan
pengenaan tarf UP dan data pelunasan dipercepat, serta lebih optimal
dalam melakukan penaginan kepada penerima jaminan.

e Terdapst permasalzhan pads BPIS  Ketenagakerjaan dalam
pengelolaan klaim pending laminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang
diajukan oleh Pusat Layanan Kecelakaan Kerjs (PLKK), antara lain: (1)
Petunjuk teknis penyelenggaraan program MK belum  didukung
peraturan BPIS Ketenagakerjaan yang mengatur hubungan antara BPIS
Ketenagakerjaan dan PLKK; (2] Proses verifikasi pengajuan klaim JKK
berlarut-larut karena dilakukan secara manusa! tanpa didukung sistem
aplikasi yang andal; (3) Pembayaran klaim kedaluwarsa yanz umurnysa
melebini & — 12 bulan belum dikenakan sanksi pemotongan sebesar
2% dari jumlah kiaim, dengan total sanksi yang seharusnya dikenakan
sebesar Rp3,15 millar; dan (4) Pembayaran klaim kedaluwarsa yang
umurnya melehihi 12 bulan sebesar Rp78,58 miliar pada tahun 2022
dan sebesar Rp87,35 miliar pada tahun 2023. Hai tersebut tidak sesuai
dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS| antara BFIS Ketenagakerjaan
dengan PLKK, yang menyatakan bila pengajuan klaim melebihi jangka
waktu 12 {dua belas) bulan dari waktu klaim yang ditentukan, diangzap
klaim tersebut tidak pernah ada. Akibatnya, perhitungan riil beban
klaim dan proyeksi pembayaran klaim JKK pada PLKK berpotensi tidak
akurat sehingga beban proyeksi pembayaran klaim berpotensi fidak
akurat dan BPIS Ketenagakerjzan kelebihan membayar klaim tagihan
PLKK sebesar Rp3,19 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BFK merekomendasikan Direkiur Utama
BRIS Ketenagakerjaanagar menyusun peraturan BRIS Ketenagakerjgan
yang mengatur hubungan antara BPIS Ketenagakerjaan dan
PLKE, menyusun sistem informasi yang andal, serta menelusuri dan
menyelesaikan parmasalahan pembayaran klaim kedaluwarsa yang
dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp87,35 miliardan tahun 2022 sebesar
Rp78,.58 miliar, termasuk kelebihan pembayaran klaim JKK sebesar
Rp3,15 miliar.
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Secara keseluruhan hasil pemerikssan atas pendapatan, biays,
dan investasi BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 143 itemuan
yang mermuat 250 permasalahan. Permasalahan tersebut melipud 110
kelemahan SPI, 110 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rpl 4l
triliun, dan 30 permasalahan 3E sebesar Rp98,53 miliar. Selama proses
pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMMN/anak perusahaan telah
menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyeioran ke kas
negara/perusahaan sebesar Rpl, 54 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan
atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan Badan Lainnya disajikan
pada Lompiran 0.2,

Pengsawasan Oloriias Jasa Keuanoan

OTORITAS lasa keuangan (OUK) berfungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sesual dengan UL Nomor 11
Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Momor 4 Tahun 2023,
Ok melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan
jasa keuangan di sekior perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam penyelenggaraan sistem pengaturan, CUK dapat menyusun dan
menetapkan berbagai peraturan pelaksana pada sektor|asa keuangan serta
meneiapkan kebiiakan mengenal pelaksanaan tugas OJK. Pengawasan
perbankan yang dilakukan oleh OIK saat Ini adalah pengawasan bank
berdasarkan risiko (Risk Based Supervision - RBS). RBS adalah pengawasan
yangz mengezunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang
memungkinkan pengawas dapat mendeisks risiko yang signifikan secara
dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengaturan dan
pengawasan kegiatan perkreditan dan pembiayaan sekior perbankan dan
Indusin Keuangan Non-Bank (IKNB) pada OJK. Hasll pemeriksaan secara
terperinci dapat dilihat pada Gombaor 3.3.

Pencetakan, Penseluaran, dan Pemusnahan Rupiah

PEMERIKSAAMN  atas  kegistan pencetakan, pengeluaran, dan
pemusnahan Rupiah tahun 2022 dilakukan pada Bank Indonesia (Bl) dan
instans] terkail lainnya. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi
amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang yang mengatur bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan
pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah. Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) melakukan audit secara periodik, paling sedikit satu kali
dalam satu tahun.
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Lingkup pemeriksaan BPK melipull kegiatan pengadaan hahan dan
pencetakan uang, pengeluaran uang, dan pemusnahan uang tdak layak
edar selama tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Departemen Pengelolaan
Uang {DPU), Departemen Pengadaan Strategis (DPS), dan Departemen
Pengelolaan Logistik dan Fasilitas (DPLF) Bl, serta oleh instansi terkait
lainnya.

Pencetakan adalah rangkaian kegiatan mencetak Rupiah, termasuk di
dalamnya pengadaan bahan wang yang akan dicetak. Penzeluaran adalah
suatu rapgkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagal siat pembayaran
yang sah di wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu,
pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara
lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupai Rupiah.

Pemeriksaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah
dilakukan untuk mendukung PP 8 — pilar pertumbuhan dan daya saing
ekonomi, khususnya KP pendalaman sekior keuangan.
Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong
pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 terutama target 16.5
— mengembangkan [embaga yang efekiif, akuniabel, dan
transparan di semua tngkat.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pencetakan, pengeluaran,
dan pemusnahan Rupizh tahun 2022 telah dilaksanakan sesual dengan
kriteria dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, masih
terdapat permasalahan yang ditemukan yakni kontrak jasa pencetakan
belum mengatur parameter uji mutu dan printing test bahan uang serta
terdapat keterlambatan penerbitan letter of credit yang berdampak
terhadap pengiriman bahan vang dari pemasok luar negeri.

Hal tersebut mengakibatkan uji mutu yang dilakukan dalam rangka
pencetakan wvang. Rupiah tahun 2022 tdak didasarkan pada kontrak
perjanjian yang sah, kualitas hasil cetak vang kertas Rupiah berpotansi
ditolak atau dinystakan sebagal hasil cetak tidak sempurna oleh mesin
sortasi, dan ketidaktepatan waktu proses pencetakan pada Perum Peruri
sesual dengan jadwal yang telah diatur dalam kontrak.

Terhadap permasalzhan tersebut, BPK merekomendasikan agar
Gubernur Bl memerintahkan:

e Kspala DPU untuk berkoordinasi dengan Kepala DPS agar menyajikan
seluruh parameter uji mutu atas pengujian kualitas dan desain Rupiah
kertas tahun emisi (TE) 2022 dalam kerangka acuan kerja (KAK) dan
rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sebagail bagian Tidak terpisahkan
dalam kontrak penceiakan uang Rupiah, serta berkoordinasi dengan
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GAMBAR 3.3

PENGAWASAN OJK

BPK telah melsksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengsturan dan pengawsszan kegiatan perkraditan
dan pembiayaan sektor perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNE) pada OJK. Pemerikzaan
pengawasan UK diladkukan untuk mengawal peiaksanaan PP 8.10- pilar pertumbuhan dan days
zging ekonomi, khususnys KF pendalaman sektor kevangan. Selain itu, pemertksaan ini difakukan
sebagai upaya BPK mendorong pemerintahy dalam mencapal TPE ke-8 terutama target £8.1-
mempertahankan pertumbuhan skonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, serts target B.10-

memperkuat kapasitas lembags keuangan domestik untuk mendorong dan memperiuas akses terhadap
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laboratorium Perum Peruri dalam penyempurnaan dan penambahan
parameter Fluorescent under UV light: Negative pada spesifikasi kertas
uanz TE 2022 dan selanjutnya menuangkannya dalam KAK dan RKS
sehagai bagian tidak terpisahkan dalam kontrak pengadaan bahan
uang,

e Kepala DPS untuk mengatur dan menetapkan Informasi bank
koresponden calon pemasck bahan uang dalam RKS penyediaan bahan
uang serta berkoordinasi dengan Kepala DPPT dalam menstapkan
mekanisme koordinasi untuk melakukan konfirmasi Relotionship
Management Application atas bank koresponden yang diajukan
pemasok bahan uang.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengsluaran,
dan pemusnahan Rupgiah mengungkapkan 3 temuan yang memuat 7
permasalahan, Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan SPI dan 3
kefidakpatuhan. Rekapitulasi matriks kiasifikasi itemuan pencetakan,
pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah disajikan pada Lampiran D.2,

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

PADA semester || tahun 2023, BPK telah menyampaikan 7 laporan hasil
pemeriksaan (LHP) kepatuhan yang terkait dengan tama pembangunan
sumber daya manusia (SDM).

Pengelolaan Kepeseriaan, luran, dan Belanja Manfaat BPJ3 Hesehatan

SISTEM Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program
negarayang bertujuan memberi kepastian perfindungan dan kesejahieraan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk
difiarapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila
terjadi hal-hal yahg dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya
pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan
pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun, MNegara membentuk
Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasionial [SJ5N) yang mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagal
bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyeslenggara
agar dapat menjanckau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan
manfaat yang lebih besar bagi setiap peseria.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 bangsa Indonesia
telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagl seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mewujudkan tujuan 5i5N dibentukiah BPIS Kesehatan dan BPIS
Ketenagakerjaan melalui UU MNomor 24 Tahun 2011 tenfang Badan
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Penyelenggara laminan Sosial (BPRIS). BPIS Kesshatan merupakan badan
hukum publik yang bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian
jaminan kesshatan yang layak bagi setap peserta dan/atau anggota
keluarganys sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk
Indonesia.

Sesual UU Momor 24 Tahun 2011, BRIS Kesehatan menyelenggarakan
program jaminan kesehatan, yaitu dengan mengelola Dana laminan Sosial
{DUS) Kesehatan. Sumber dana utama aset DUS adalah Juran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang besarannya ditetapkan melalui peraturan
presiden. Sementara itu, penggunaan dana utama aset DIS Kesshatan
adalah untuk pembayaran manfaat/klaim sesual dengan besaran tarif dan
ruang lingkup manfaat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan
kepesertaan, uran dan belanja manfaat tahun 2021 =.d. semester |
tahun 2023 pada BPJS Kesehatan dan instansi terkait. Pemeriksaan
dilakukan untuk mendukung PP 2 — penguatan pelaksanaan perlindungan
sosial, khususnya KP 515N, Pemeriksaan ini dilakukan sebagal upaya BPK
mendorong pemerintah dalam mencapal TPB ke-1 terutama
target 1.2 — menerapkan s2cara nasional sistem dan upaya
perlindungan sosial yang ftepat bagl semua, termasuk
kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapal
cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kepesertaan,
iuran, dan belanja manfaat tshun 2021 s.d. semester | tahun 2023 pada
BPIS Kesehatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.
Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan antara lain sebagal
berikut:

e Pengslolaan kepeseriazan dan iuran peserta Penerima Bantuan luran
Jaminan Kesehatan (PBl JK) belum sesual dengan ketentuan yang
mengakibatkan kelebihan penerimaan iuran PBI JK sebesar Rp458,86
miliar, terdiri atas: (1) Peserta Bayi Baru Lahir (BBL) yang berusia
lebih dari 3 bulan yang belum dimutakhirkan NIK sejak dilahirkan
sebesar Rp2,28 miliar; (2) Peserta dengan status nonaktf gands
dan telah pindah segmen kepesertaan berdasarkan laporan mutasi
BPIS Kesehatan sebesar Rp0,55 miliar; (3) Peserta tidak masuk Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari hasll verifikasi Kementerian
Sosial sebesar Rp432,37 miliar; (¢) Peserta yang telah meningzal dunia
sebesar Rp360,84 miliar; dan (5) Pesarta PBI JK dan BBL PBI K yang
telah dihapuskan dari SK Menteri Sosial sebesar Rp52,83 miliar.
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BPK merekomendasikan agar Dirextur Uiama BPIS Kesehatan, antara
lain untuk: (1) Mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk
menyusun mekanisme koordinasi antara Kementerian Kesehatan,
Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BPIS Kesehatan,
dan instansi terkait lainnya dalam rangka pemutakhiran dan proses
terwujudnya satu dats kepesertaan IKM; dan (2] Memerintahkan
Ceputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan dan Deputi
Direksi Bidang Manajemean |uran untuk menyelesaikan kelebihan
penerimaan iuran peserta PRI K,

® |uran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan
Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruangan perawstan Kelas
Il [PEPU dan BP Kelas lil) dibayar oleh peseria dan juga mendapat
bantuan iuran oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila
peserta menunggak iuran yang menjadi kewajibannya, maka peserta
diberhentikan semerntara keaktifannya. Akan tetapl, BPIS Kesehatan
tetap melakukan penagihan kepada pemerintah pusat dan pemerintah
daerah atas peseriz PEPU dan BP Kelas |l yang sedang diberhentikan
sementara  keakbifannya. Permasalahan fersebut mengakibatkan
pemberian bantuan iuran atas tunggakan juran peserta PBPU dan
BP Kelas Il tahun 2020-Juni 2023 membebani pemerintah sebesar
Rp=203,02 miliar.

EPK merskomendasikan agar Direkiur Utama BPIS Kesshatan
berkoordinasl dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Keuangan dalam rangka menyelesaikan kelebihan penerimaan bantuan
iuran atas peseria teriunggak dari pemerintah pusat dan pemerintah
dasrah,

o Perhitungan belanja manfaat kapitasi tidak sesuai ketentuan, sepert
terdapat 5.874.888 peserta yang memifiki status Nomor Induk
Kependudukan (MNIK) tidak akiif dengan dana kapitasi yang dibayarkan
sebesar Rp32,05 miliar, 16.764.152 peserta meninggal yang masih
dibayarkan kapitasinya sebesar RplD0,50 miliar, dan peserts dl atas
umur20tahun yang belum dilskukan aktivasi/update data administrasi
kependudukan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan
pembayaran belanja manfaat kapitasi minimal sebesar Rp132.55 miliar
atas peserta potensi ganda dengan MNIK fGdak aktf dan peserta yang
telah meninggal dunia, seria potensi kelebihan pembayaran belanja
ranfaat kapitasi atas data peserta di atas 90 tahun yang berisiko teiah
meningzal dunia.
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BPK merekomendasikan agar Direktur Utama BPIS Kesehatan
menginstruksikan Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data
Kepesertaan antara |ain agar: (1) Berkoordinasi dengan kantor cabang
dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertamia dalam memperhitungkan
kelebihan pembayaran belanja manfaat kapitasi atas peseria potensi
ganda dengan MIK Gidak akof, meningzal dunia, dan berusia di atas 30
tahun yang berisikotelah meninggal dunia; dan (2) Melakukan aktivasi/
updote data adminisirasi kependudukan untuk peserta yang berusia
tebih dari atau sama dengan 50 tahun.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan,
iurandan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester | tahun 2023 pada BPIS
Kesehatan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 35 permasalahan.
Permasalahan tersebut meliputi 15 kelemahan 5PI dan 16 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar Rp2,02 trillun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan
atas pengelolaan kepesertaan,; furan dan balanja manfaat tahun 2021 s.d.
semester | iahun 2023 pada BPIS Kesehatan disajikan pada Lompiran 0.2,

Penyelolaan Perguruan Tingni Negeri Badan Hukum

PERGURUAN Tinggi Negeri Badan Hukum [PTN BH) adalah perguruan
tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan
hukum publik yanz otonom. Pendanaan PTMN BH dapat bersumber dari
APBN dan selain APBN. Pendanaan yang bersumber dari APBN diberikan
dalam bentuk bantuan pendanaan PTN BH dan/atau bentuk lain sesuai
keteniuan persturan perundang-undangan. Sementara itu, pendanaan
PTN BH yang bersumber dari selain APEN, bersumber dari masyarakat,
biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTM BH, kerja sama
tridarma perguruan tinggl, pengelolaan kekayaan PTN BH, APBD, dan/
atau pinjamarn.

Pads semester || tshun 2023, BPK telalh menyelesalkan & laporan
hasil pemeriksaan atas pengelalaan PTN BH. Hasll pemeriksaan secara
terperinci dapat dilihat pada Gombar 3.4.
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GAMBAR 3.4

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
NEGERI BADAN HUKUM

Pads samester | tahun 2023, BRK telah menyeiessikan |sporan Rasll pamenkesan atas
pergeisiasn FTM BH terhadsp © obiex pemeriksaan, yaimu Universites Indonssis {UL), Unnersitas
Gadjsh Mada [UGM), Unluersites Sumat=ra Lars {USU], Universies Bewi=ya [UB), Instiin
Teknoiogi Bandong [ITB), dan Univessites Diponegoro |Uindip). Pemesficsaan ind melipot kecistan
pengsiclaan perdspatan, belania, dan aset FTN BH tshun 2022-2022

Pznselolaar FTH 5H dilsiulan urtuk mendulumg PN 3 Meningistan

SOM Beriualitas dan Berday= Saing, pads PR 7 - produktivitzsdah dzy=

s3ing, dusuanys KP pengustsn pendidikan tnsgi beruelims. Selan it
pemeriksaan ini dilakutan =bagsl upays BPY mendororg pemerintsh deiammencapasi TPE
ka4 terutems tarpst 43— menjsmin 3kses yEnEg s3ME D35 SSMUS DEremDuEnT dan iski-aka,
terhadap pendidikan teknik, kejuruen dan pendidlban ongei, termasul universias, yang
t=rjangk=u dan beruzitas

Hasil pemenksaan BPK menyimpulkan behwe pengelolaan pendapatan, belangs,
dizn ===t pad= U, UGK, USL, UB, ITB, dan Undip t=l=h dilaksanskan sefu=i
kritzriz densan pengecusiian. Permassiahan yans ditemulzn antars izins

Penetagan dan pemungotan Uang Kulizh Tungzal (UKT) dan ioran
pengembansan irsttus (1P pada U, UGS, U5 UE, TR, dan Undp
betum sesuai dengan Ketentuan Permendikbud Momor 25 Tehun 2020 dan
Kepmendiideod Nomor 81 E/KPT/ 2020, sepertt [1) UKT padafakuitaz dan
program studi pada 2lur regular [seleks glur nzdonal dan mandin) dan
jglur nonresuiar |paralel, interrasiona!, dan sictensl distapkan n"e.:l:."-
Bizys Kulizh Tunzgal (BXT] yang ditetapkan olsh Kemendikudnstsk: (2)
Pemungutan UKT penub k=pads mshasswa semesterakhir jsemest=r3
bz mahesizwa 5104 dansemesisr 7 bag mahaswa 09 yang menganci
mata kslish burans atsu-same dergan 6 Sstem Kradit Semesier [SHS
(2 Permunzutan UKT kepads manesizes yens ot wulizn/skedem
I4- Mzhasizwe s=lsin program dipioms dan program sarjans dikenasan
1B/ surmbangen pengembangsn insttusi. Hel s=resbut mengakanatian
e P pemwnzutan UKT dan Pl ssbesar Agrd2 87 miliar ped= &
UniversiTas tersebut

Atas permasalaban tersebut, BAY merskomendasien kepada rekior
uriversitas teriait untuk menghentikan pemungutan UKT yang messoini
BHT tzginan UKT ates mehasizna yang menEian cub dan mahasizws 00 | ———
yanz mesEambil rmats kudsh koreng dar/sE0 sems dengan £ 545, serts
pemunzutan IF pada mahesizes baru s=iain progrem dipfoma dan sarars.

Terdapat pemanfzat=n sumber daya dan kekayaan
intelektual ITB yang Sdak memberigan komtribusi
pendapatan ke [TE, yaitu kegiatzn kerj 332m3 penelitan
dan p:n_'-—=u~:l =n mazyErakst mergsy n swmber deve
manisiz (T8 cish Yayaian Lambagz Aflss Pensiitan dan
Indisstry [LAPH) [TB yang bukan merupakan unit u==ha atau
lzmbags res batk=n potens:
pendapstan yang hileng =t=s Danz Pengemiangzn Instiusi
kerja sama penslinan dan pengzbdian kepeds masyarakst
sebesar RpS, 09 miliar dan USSTS 63 ribu {sebslum dipotons
o33k, s=ria terdspat rsiko konflik kepentngsn sntas unit
usahz [TE denzan Yagasan LAFI[TE

BPK merslbomendasiban kepada Rektor ITH sgar
MEMDUST Sturan yang 15535 untuk mewajibkan s=luruh

fitzz skademil= ager melsauksn keriz same pensliten z
dan pemiberdayzan kepeds masyarakat melsiyl unit usahe

ITE ztau lemibaga’badan/unit kerfz di dalam TS dalam

3 mEL ILdFE" 'IT:‘. Erterprises :i=r| m= jalznkan

ETRCE!

zsivitas axademiks i mgr.u. E!‘.‘l ITEI



Pengelolaan dan pertanggungjawakan keuangan pada Unit Karja Khusus [UEK ) Peleyanan dan
Penzabdian Masyarsist [PPM) UL tdak sesuai ketentuan, antars [ain. [1) B=alzasi belanjs tahun 2022 dan
2023 pads UKE indonssia Human Development [Hudey) Sdsk didukung dokumen pertanggungiawsoan
vang lengkap dan terdapat sefisth k== yvansz tdak dapst diperiangzungiawabkan pada tshun 2023; {20
Pemberign bonus pegewal dan ga)l ke-13 [3sa produksi tahun 2022 keoada pegewal 3 UK ndak s=sua)
k=tentuan, yaitu bonius diberikan pada saat leporsn keuangan UKK mangalam defisit dan terdapat
pemberian bonus y2ng tdzk ditetapkan melalul repst tshunan, dan i3] Reshizas belenis untuk keperivan
pribadi zerta b=lanjz pegawval berups tunjangan k=mahslan t=hoan 20227 Sdak didukurs dasar hukum

dzn rumuzan yang jslaz pada UKK Center for Computing nd Information Technology (COT). Hal im
menzakioatkan: 1] 8=ian]s tdak dapat diyakini kebenaran dan ¥2sbsshannys sebesar Apl3 88 miliarsen=
indikasi kekurangan k3= sebessr RpT37 .06 juts; (2] Kaizbihan pembeyaran 3135 pemberian bonus gegswal
dzn gaji k=12 j2z= produksi tzhun 2027 sebeszr Spl 37 milizr pads 3 UKK, dan (3] Kelzbinan pembayaran

B

reslizasi belanjz vang tdak sesual ketentusn sebesar Ro385 07 juta peds UKK CCIT

BPK merckomendasikan Rektor UL agar memerintahban: (1) Kzpals UKK Hudey unituk
mempertangguigiswabkan indies ¥ekurargan kas sebesar Rp737,06 |uts denzzn penyetoran ke Has
UKE Hudey dan mempertangzungiewabken realisasi befanjz sebeser Spl3 66 miliar dengan melengiep)
dokumen pertanggungiswaban sesusi ketentuan, 2pablle odsk depat dipertanggungiswabkean sgar
disetorkan k= kas UKK Hudev, (1) Hepala VKK mriEt untuk mempertanggungiawablen pembayaran
p=mberizn bonus pegawal dar gajl ke-13 jasa produks] yang Odak sesual ketentesn sebesar Rpl 97
milizr melaiul peryetoran ke ksz URK terksit; dan 3] Kepala UKKCOIT untuk mengembslican kelsbihan
pembayaran dan dizetorkan k= kas UKK COIT sebesar Rpdes, 07 juta.

Fandapatan kontrak kerjs 33ms Widarms peTguruan Tings digiokasikan kegads peisksans
d=n imsoiufional fes atau bontribust yang wajib diberis=n dafi setap kontrak kepadsz
rektorat dan fakuitasfl embags Penelitian dan Pensabdian Masyarakst (LPEM) Badan
Pengelois Usanz [BPU), gengsn besaran perseniase telan ditstspiEn dslam peraturan
rekio. Hasil pemenkssan pada UB menunjukizn alokas) bontrak kerjs sama tridarma
perguruan tingsgl yang diterima pelaksana pada 162 kontrzk lebih tinggl dadi ketentuan
s=hingga 2lokasi insftumon! fee manjadi lzhih keal dan yang sehanesnya sebesar
RAp3.72 miliar Selain ity terdapat penerimazn ¥2rj8 sama tridanna perguruan tngegl
dengan pemsrintzh dzarzh yvang tdak tercatat s=bsgei penerimazsn UB dan belum
dikenskan satunong! fes sepesar Ro20,60 juta. Halini mangakibathan kekwrangzn
penerimazn jenutionod fee sebes=r Ap3 74 mifiar

BPK merslomendaszikan kepada Relitor UB 3gar menank kekurangan insgiubong! fes
s=hesar Apd, 74 miliar dan disetork=n ke rekening penerimaan PFTH BH UB

Serhitungan Insenttf Berbasis Kinerja (IBK] padz UGH tdak sesusi setentuan, yarty terdapst
pe=mbayaran [B5 kepada dosen dan 1enage kependidiven yans berstatus cut], tidak sho,
maiziEsnakan tugss belajar, dansedans menjalani hukumsn disipin, permizayas=n nsentd
¥anerjs |64 tenasa kependidikan di Rumah Sakot g dan Mulut [RESEM] UGN Prof Soedomo
y=ng tidas sesusi dengan k2las [Ehatan yeng seharusnye, serts pembaya=n gross up paiak
szizzgzi peramibsh pengnesilan [BY s=pads pegawal dergzn penghazilan o bawsh Penghnasian
Tidsk ¥ens Paiax [PTEF| Fermesaizhen tersabut mengskinstken keisbingn pembayaran (BX dan
KA sebesar RpZ 02 mifiar

B mersiomendasian kepsda Reltor UGM agar menanik kalebihan pembaysran pembayaran (B
dan (K4 s=besar Apd 02 mitar dan pare pegavwal UG dan menystonen ke kas UEM

Secars kessluruhan hasil pemeriizasn sias gengeioisen PTN BH menzungkapksn 95
TEMMUEN FENg memust

169 s + 86 ?Bpsmmﬂ'm 4 parmasalahan
permasalzhan Melipot ketermahan  Ketdakpatufban 3E sebesar
zm sebesar Apdd. 38 miiar  Apd. 68 millar,

Belema prozes pemerikssan berlangsung, beberaos PTH BH teizh menindakiznjud rekomendas
BP% denzan melskuksn pemyetoan ke ks negars/FTN BH sebesar Rpl. 10 milisr, Rekapitulas
friasll pemariisaan Stas pengeiolsan TN BH diszjik=n pads lompiron 0.2




Penguatan Inirastrukiur

PADA semester || tshun 2023, BPK telah menyampaikan 1 LHP
kepatuhan yang terkait denmgan tema penguatan infrastruktur pads PT
Sarana Multi Infrastruktur [Perseroc)/PT ShI.

Pembiayaan Inirasiraklup

PT sSMI didirikan dengan tujuan wuntuk mendorong percepatan
penyediaan pembiayaan Infrastruktur dan mendorong  percepatan
pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah.
Pengelolaan pembiayaan infrastruktur PT SMI merupakan kegiatan
mulai dari perencanaan, analisis, persetujuan, perjanjian, pencairan,
penggunaan, pemantauvan, penyelamatan dan penyelesaian, seria
monitoring dan evaluasi pembiayaan pada bidang Infrastruktur. Jenis
pembiayaan pada PT SMI meliput pembiayaan komersial, pembiayaan
publik reguler maupun pembiaysan publik Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN} Tahun 2020-2021 yang merupakan penugasan Pemerintah dhi,
Kementerian Keuangan.

BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan DTT atas
pengelolaan pembiayaan infrastrukiur tahun 2020 sampal dengan
semester | tgshun 2022 pada PT SMI dan instansi ierkait lainnya.
Pemeriksaan Inl dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 —
infrastruktur pelayanan dasar, serta PP — 2 infrastruktur ekonaomi. Selain
itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upays BPK mendorong pemerintah
dalam mencapai TPB ke-5, khususnya target 3.1 - mengembangkan
infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh,
g termasuk infrastrukiur regional dan lintas batas, untuk

mendukung pembangunan ekonomi dan kessjahteraan

& manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan

merata bagi semua.




Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan
infrastruktur tabun 2020 s.d. semester | tahun 2022 telah dilaksanakan
zesual kriterla dengan pengecualian pada beberapa permasalahan.
Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan
pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan infrastruktur di
antaranya sebagai berikut,

o Piafon pinjaman PEN Daerah fidak fermanfaatkan ssbesar Rp7,71
triliun. PT SM1 sampai dengan tahun 2022 telah menyetujui pemberian
pinjaman PEN Daerah dan dukungan PEN kepada 58 pemda sebesar
Rp25,68 triliun dan telan dicairkan sebesar Rp27,97 triliun (78,39%),
sehingga terdapat sisa plafon sebesar Rp7,71 trillun. Hal tersebut
mengakibatkan PT SMI kehilangan poiensi pendapatan berupa
penerimaan biaya provisi sebesar Rp77,10 miliar (1% & Rp7, 71 trillun}.

BPK merekomendasikan Direldur Utama PT SMI untuk memberikan
pembinaan kepada Kepala Divisl Pembiayaan Publik (DPPU) | dan
Kepala DPPU Il PT S5MI atas kekurangoptimalannya dan untuk
selanjuinya agar lebih optimal dalam melakukan analisis dan evaluasi
pemberian fasilitas pinjaman PEN Daerah.

& PT SMI belum menganalisis pemberian pinjaman PEN Daerah secara
memadai, sepert belum melakukan verifikasi perhitungan kesesuaian
kebutuhan dana dalam KAK dengan kebutuhan sebenarnya pads
4 pemda, seria verifikas| kesesuaian nomenklatur kegiatan dalam
KAK dengan DiPA dan RPIMD belum dilakukan. Selain itu, terdapat
perjanjian pinjaman dengan 3 pemda tidak selaras dengan Peraturan
menter Keuangan (PME) Pinjaman PEM Daerah, karena digunakan
untuk penyertaan modal kepada BUMD, pengadaan tanah, bantuan
keuangan dan bantuan langsung kepada pemkab/pemket. Selain itu,
terdapat pemberian pinjaman untuk peningkatan infrastrukiur jalan
vang bukan kewenangan pemprov. Akibatnya, tujuan pembiayaan
pinjaman PEN Daerah sesuai PMK Nomor 105/PME.C7/2020 dan
PMEK nomor 43/PMK.07/2021 tidak tercapai, serta dana pinjaman
PEM Daerah minmimal senilai Rp74,11 miliar dipergunakan tidak sesuai
dengan perjanjian pembiayaan.
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BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT SMI untuk
memberikan pembinaan kepada: (1) Kepala DPPU | dan Kepala DPPU
Il agar lebih cermat dalam melakukan analisis dan evaluasi pemberian
fasllitas pinjaman PEM Dasrah dan memonitor penggunaan dana
pinjaman; dan (2) Kepala Divisi Hukum PT S\ agar lebih cermat dalam
menyetujui persyaratan keputusan gubernur {erkait kewenangan
pengelolaan jalan provinsi.,

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan
pembiayaan infrastruktur mengungkapkan 19 temuan yang memuat 24
permasalahan, Permasalahan tersebut melipud 15 kelemahan SPI dan
5 permasalahan kelidakpatuhan sebesar Rpl3,68 miliar. Rekapitulasi
hasil pemeriksaan pengelolaan pembiayaan infrastrukiur disajikan pada
Lampiran .2,

Pemeriiisaan Investigalil. PERONilUNgan Kerugian
negara, Gan Pemberian Keterangan Anli

PADA semester Il tahun 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan
inyestigatif pada BUMMN atas permintasan penegak hukum. Jumiah
LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 1 LHP dengan nilal indikasi
rerugian negara sebesar RpS524,56 miliar. LHP investigatif tersebut, telah
disamipaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjut,

Sementara itu, BPK telah menyetesalkan dan menerbitkan & laporan
hasil Penghitungan Kerugian Negara (PEN) pada BUMM berdasarkan
perminiaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus
tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rpl, 30 triliun,

Sebagal tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan
zhli di lingkungan BUMM sebanyak 4 kall pada 3 kasus di tahap penyidikan
serta 10 kali pada 5 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.
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Rekapituiasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan
Badan Lainnya

SECARA kesaluruhan, hasil pemeriksaan atas 22 objek pemeriksaan
pada BUMM dan Badan Lainnya mengungkapkan 301 temuan yang
memuat 515 permasalahan sebesar Rp3,62 triliun, Permasalahan
tersebut meliputi 255 kelemahan 5P1, 215 permasalahan ketidakpstuhan
sebesar Rp3,52 triliun, dan 45 permasalahan 3E sebesar Rpl02,21 miliar
Selama proses pemeriksaan, entitas yang dipariksa telah menindaklanjuti
ketidskpatuhan tersebut dengan menyerahkan asst atau menyetor ke kas
negara/perusahaan sebesar Rp2,65 miliar. Hasll pemeriksaan pada BUMN
dan Badan Lainnya disajikan pada Tobel 3.1,

— TP 1 Tahun: 2023 RAB il - Hasil Pomerikcaan BUMN dan Badan Lainnya m



Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
{nilal dalam Rp juta}

2 Hefemahan 5P = - 255 -

55 -

+  Melzmanan 5P - - 255 - 255 -
8. Ketidakparuhan 1| 2048535 214 | 33975371 215 | 3s:a3s007
= Ketidekostuhan yarg dapat mengatibatken:

v Kerugisn £ 3 72 435 557.42 78 4B5.537.42

» Potensi Kerugian - - 25 67951801 25 E72RI8D

b MSkurangan Panarimasn 1 ID4sE 28 45 | 233310378 45| 23zrseoss
- Subtotal 1| 2048535 149 | 349751371 150 | 351838007
= Pepyimpangan 3dministrasi - - 65 - EL -
z‘gﬂ sl el 1 - 34 0331370 45 1F 31470
+  Metidaknamatan - - 24 90.5594,70 4 §0.594.70
= kendzksfsienan - - - - - -
*  Estidakefekiifsn 11 - i0 11 520,00 i1 11620,00
Total (AxB4CF 12 2045636 503 | 3p0aIisa) G156 | 3E3055477
Wilz: perperahan 238t penyetonan ke -
G oy i pbrebiaon - 2E50.37 Zgs03ar
fumizh Temuan 5 =3 301
Jumizh Rekomendas 27 a0 817
Jumilzh LHP | 21 IF
Ketzrzmgan @

*jumizh tarsebut tdak termasuk hasil Pl PEN, gan FEA
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BAB IV

Hasil Pemeriksaan
Prioritas Nasional

Pengembangan Wilayah
dan Revolusi Mental
& Pembangunan
Kebudayaan

HPS |l Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas

nasicnal mengembangkan wilayah untuk  mengurang

kesenjangan dan menjamin pemerataan (selanjutnya disebut

Pengembangan Wilayah] dan Revolusi Mental & Pambangunan
Kebudayaan pada 190 objek pemeriksaan (obrik) yang terdiri atas
19 obrik pemerintah pusat, 144 obrik pemerintah daerah (pemda),
dan 27 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemeriksaan tersebut
meliputi 147 obrik kinerja dan 43 obrik dengan tujuan terteniu
[O7T)-kepatuhan.

Daftar LHP prioritas nasional Penzembangan Wilayah dan
Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada
Lompiron A.4.




Pelaksanaan pembangunan nasional mengalam) tekanan sgjak
meluasnya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia
pada bulan Maret tahun 2020, Pemearintah Indonesia terus meraspons
dinamika pandemi COVID-15 dengan berbagal kebijakan pengendalian
yang difakukan secara komprehensif, Berbagai kebijakan tersebut ditujukan
untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak
pandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-15 juga ditujukan
urtuk memastkan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan
berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, Rencana Kerja
Pemerintah{RKP|Tahun2023mengusung termna "Peningkatan Produktivitas
untuk Transformasi Ekonomiyang Inklusif dan Berkelanjutan”, Penstapan
tema tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun
2021, kebijgkan pembangunan tahun 2022, serta hasil forum konsultasi
publik dan kerangka ekonomi makro. Penetapan tema tersebui juga
mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi COVID-19, serta
konsistensi dehgan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMIN) Tahun 2020-2024,

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan
produktivitas melalui: (1) revitalisasi industri dan penguatan riset
terapan; (2) mendorong pemulihan dunia usaha; (3) pembangunan thu
Kota MNusantara (IKN); serta (4) penmingkatan infrastruktur digital dan
konektvitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan
melalui: (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan
kualitas sumber daya manusia (SOM) melalui penguatan sistem pendidikan
dan kesehatan; dan (32) penanggutangan pengangguran disertal dengan
peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastrukiur
dasar yang antara lain meliput penyediaan air bersih dan sanitasi yang
layak. Selanjutnya, arsh pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk
dapat mendoreng pembangunan rendah karbon dan transisi energi vang
mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut
dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa,
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Arah kebijakan dan sirategi pembangunan nasional tahun 2023
selanjutnya dituangkan ke dalam 7 Prigritas Masional (PN) RKP Tahun
2023, yang merugakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPIMN
Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagal
koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.
Hal ini Juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan
seria mengoptimalkan efekiivitas pengendalian pencapaian sasaran
pembangunan jangka menengah.

Untuk mengukur keberhasilan atas RKP Tshun 2023, pemeriniah
menstzpkan indikator keberhasilan dengan realisasi sebagaimana
disajikan pada Gambaor 4.1,

Pencapaian atas indikator sasaran tahun 2023 tersebut dilakukan
melalui pelaksanaan 7 prioritas nasional yaftu: 1) Penguatan Ketahanan
Ekonomi (PM1), 2} Pengembangan Wilayah (PN2); 3} Pembangunan
SDM (PN3); 4) revolusi mental & pembangunan kebudayaan (PN4); 5)
Penguatan Infrastrulcur (PN5); 8] Pembangunan Lingkungan Hidup (PNG]);
serta 7) Penguatan Siabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik (PNT].
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GAMEBAR4.1

SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET SERTA
REALISASI PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2023

Sasaren dan target pembangunan nasional pada RKP Tahun 2023 difokuskan pada 3 agends utama yaitu:

{1} peningkatan produktivitas dengan indikstor {z) periumbuhan ekonoml, (b} tingkat pengangeuren terbuka,
[} razio gini_ (d) nital tukar petani, dan (2] nilai tukar netayan; [2) penguatan pemulihan sosial dan ekonomi
yang inkiusif dengan indikator (3) indeks pembangunan manusiz dan (D) tngkat kemiskinan; ssra

{3} pembangunan yang berkelanjutan dengan Indﬂ'atur'bﬂupa_penumnan emisi gez rumah kaca/GRIL
Capaizn indikator sasaran tshun 2023 sebagsi barikit
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Sesuai dengan Renstra BPK Tahun 2020-2024 serta dengan
memperhatikan isu strategis yang perlu mendapat pernatian (pandemi
COVID-19), pada tahun 2020 BPK memprioritaskan pemeriksaan atas
Penanganan Pandemi COVID-15 dan Pemulihan Ekononi Masional yang
hasilnya telah dilaporkan pada IHPS 1l Tahun 2020. Selanjutnya, pada
tahun 2021 dan 2022 BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional
Penguatan Ketahanan Ekornormi (PN1), Pembangunan S5DM  [PN3),
Penguatan Infrastrukdur [PNS), dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam
& Transformasi Pelayanan Publik [PN7) yang hasilnya telah dilaporkan
pada IHPS 1l Tahun 2021 dan 2022, Dan pada tahun 2023, BPK melakukan
pemeriksaan prioritas nasional Pengembangan Wilayah (PN2) dan Revolusi
Mental & Pembangunan Kebudayaan (PN4) yang hasilnya dilaporkan di
Bab IV pada IHPS |l Tahun 2023 Ini. Sementara itu, dalam rangka menjaga
kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2023 ini
BPK juza melakukan pemeriksaan atas prioritas nasional lainnys (selain
PMNZ dan Ph4) yang hasilmya dilaporkan di Bab 1, I, dan |l pada IHPS I
2023

Hasil pemeriksaan atas 2 pricritas nasional yaitu Pengembangan
Wilayah dan Rewvolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan sebagai
berikut.

Pengembangan Wilayah

KEBIJAKAN pembangunan wilayah pada RKP Tahun 2023 diarahkan
untuk {1} menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di
luar Jawa, {2} mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-15, (2)
melanjutkan transfermasi sosial ekonomi, (4] mengoptimalkan keunggulan
kompettif wilayah, dan (5] meningkatkan pemerataan kualitas hidup
antarwilayah.

Pada tahun 2023 keberhasilan prioritas nasional pengembangan
wilayah diukur pada 2 sasaran yaitu: (1) meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur
Indonesia (KTl) dengan mendorong la) laju periumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRE) KT, {b] Indeks Pembangunan Manusia (IPM] di KT1,
serta (c} penurunan persentase penduduk miskin KT1; dan {2) terjaganya
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pertumbuhan ekonemi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan
Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (3) laju pertumbuhan PDRE KB,
() 1P i KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBL

Pencapaiansasaran prioritas nasional pengembanganwilayah dilakukan
melalui 7 Program Prioritas (PP). BPK melaksanakan pemeriksaan tematik
di tahun 2023 pada 7 PP dan 5 KP yang difokuskan pada pemeriksaan-
pemeriksaan yang disajikan pada Gambor 4.2.

Hasil Pemeriksaan

PADA semester || tahun 2023, BPK memeriksa prioritas nasional
Pengembangan Wilayah mencakup PP: (1) Pembangunan Wilayah
Sumatera; (2) Pambangunan Wilayah lawa-Bali; (3) Pembangunan Wilayah
Musa Tenggara; (4] Pembangunan Wilayah kKalimantan; (5) Pembangunan
Wilayah Sulawesi; (6] Pembangunan Wilayah Maluky; dan (7)
Pembangunan Wilayah Papua. Fokus kegiatan prioritas (KP) yang diperiksa
meliputi (1) Pengembangan Kawasan Strategis; (2) Pengembangan Sekior
Linggulan; (3) Pengambangan Kawasan Perkctaan; (4) Pengembangan
Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi; dan (3)
Kelembagaan dan Keuangan Daerah.

Pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah dilakukan pada
158 obrik pada 10 pemerintah pusat, dan 121 pemda, dan 27 BUMD.
Pemarikszan meliputi 117 obrik kinerja dan 41 obrik DTT-kepatuhan.

Tujuan dan simputan hasil pemeriksaan menurut cbrik atas prioritas
nasional Pengembangan Wilayah disajikan pada Lompiran 5.1 pada flosh
disk.

Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah
mengungkapkan 1.889 temuan yang memuat 2.20% permasalahan
sebesar RplL A7 triliun. Permasalahan tersebut meliputs 517 kelemahan
SPI, 354 permasalahan kefidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan ([selanjutnys disebut ketidakpatuhan) sebasar
Rpl,23 triliun dan 1.298 permasaiahan ketidakhematan, ketidakefisienan,
dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp2368,63 miliar. Pada saat pemeriksaan,
entitas telah menindaklanjut dengan penyershan aset dan/atau
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GAMBARA4.2

FOKUS PEMERIKSAAN ATAS PRIORITAS NASIONAL
PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2023
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penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan ssbesar Rpl3,47
miliar. Perincian selengkapnya disajikan pada Gambor 4.3,

Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan prioritas nasional
Pengembangan Wilayah menurut cakupan dan jenis pemeriksaandisajikan
pada Lampiran £.1 dan Lampiran 5.2 pada fTash disk.

Berikut ini hasil pemeriksaan atas prioritas pengembangan wilayah
pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMD.

Pengembangan Kawasan Strategis

PENGEMBANGAN kawasan strategis meliputi Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), Kawasan industri|Kl), dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).
Fokus pemeriksaan BPK mencakup pengembangan KEK yanz merupakan
kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau
wilayah untuk menyslenggarakan fungsi perekonomian dan memperaleh
fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang
memiltki keunggulan zeocekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk
menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain
yang memiliki nilai ekonomi finggi dan daya saing internasicnal. Pada
dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akivitas
Investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan
ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. KEK diharapkan mamgu
menarik para invesior, terutama investor asing untuk berinvestasi dan
menciptakan lapangan kerja.

Hal tersebut juza sejalan dengan upaya BPK mendorong pemerintah
dalam mencapal tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10 terutama
target 10.1 pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan 10 e
memgpertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang
berada di bawah 40% dari populasl pada tingkat yang lebih
tinggi dari rata-rata nasional.

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional
tersebut, BPK melakukan pemeriksaan meliput: 1) 2 obrik pemerintah
pusat, yaitu 1 obrik OTT kepatuhan atas penyelengzaraan KEK pada Dewan
Nasional KEK dan Kemenko Bidang Perekonomian dan 1 obrik kinerja atas
efeklivitas penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas [BPKS), serta 2] 9 obrik pemerintah daerah yaitu
pemeriksaan kinerja atas pengembangan KEK (1) Sai Mangkei |Provinsi
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GAMBAR 43
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGEMBANGAN WILAYAH
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HASIL PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
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Sumatera Utara & Kabupaten 5imalungun); (2) Kendal (Provinsi Jawa
Tengah); (3] Singhasari (Provinsi Jawa Timur); [4) Tanjung Lesung {Provinsi
Banten & Kabupaten Pandeglang); (5) Maloy Batuta Trans Kalimantan/
MBTK {Provinsi Kalimantan Timur & Kabupaten Kutal Timur); dan (8)
Bitung {Provinsi Sulawesi Utara).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan upaya yang telah dilakukan
pemerintah dalam rangka pengembangan kawasan strategis pada KEK
antara lain:

@ BPKS telah mengidentfikast potensi kawasan Sabang dalam rangka
pengembangan kawasan, serta kelemahan dan hambatan atas
pelaksanaan pengembangan potensi kawasan Sabang dalam rangka
menarik calon investor.

e Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus

b Pemprov Sumatera Utara telah menyediakan sarana prasarana KEK
melalul pengelolaan sumber days air, penyediaan periengkapan
jalan provinsi, meningkatkan sarpras .dan ufilitas umum (PSU),
melaksanakan feasibility stugdy pembangunan rusunawa terintegrasi,
melaksanakan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi dan
mengawasi ketenagakerjaan, meneiapkan kebijakan pemberian
fasiiitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, serta
menyusun rencana umum penanaman modal daerah provinsi,

b Pemprov Sulawesi Utara islah  melaksanakan koordinasi
pelaksanaan progrant Low Corbon Mode! Town [LCMT), mengkaji
dan menyusun peta potensi investasi, memfasifitasi kerja sama
investasi penanaman modal, menetapkan kebijakan pemberian
fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, menyediakan
pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem,
serta menstapkan kebijskan penataan ruang.

® Kelembagazn Kawasan Ekonomi Khusus

b Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP] Kabupaten Pandeglang telah menggunakan Online
Submission Systam (05S) dan telah menggunakan 0SS:-Risk Based
Approach (RBA) sejak fahun 2021. Administrator KEK mendapat
pendelegasian wewenang dari Bupafl Pandeglang, Gubernur
Banten, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dari
tventeri Perdagangan. DPMPTSP telah menggunakan akun
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adminisirator KEK Tanjung Lesung uniuk pengurusan perizinan atas
pelaku usaha di wilayah KEK Tanjung Lesung, dan akun DPMPTSP di
luar wilayah KEK Tanjung Lesung,

b Administrator KEK Sei Mangkei telah menyelenggarakan pelayanan
perizinan berusaha melaiul aplikasi 055, perizinan lainnya berupa
ekspor dan impor melalui aplikasi Sistem Indonesia National Single
Window (SINSW), dan pelayanan nonperizinan secara manual,

¢ Dukungan Sarpras dan Fasilitas Kawasan Ekonoml Khusus

» Pemprov Sumatera Utara dan Badan Usaha Pembangunan dan
Pengeiola (BUPP) KEK 3Sei Mangkel telah melakukan promosi
penyelenggaraan KEK dalam kegiatan North Sumaterg [nvestment
(MNS1); =erta administrator KEK Sei Mangkei telah memberikan
fasilitas dan kemudahan perizinan melalui sistem ©55 dan SINSW.

b Pemprov Kaltim dan Pemkab Kuial Timur telah menyediakan
dukungan sarpras dan fasilitas kemudahan, antara lain gedung
perkantoran dan lahan seluas 505 Ha, jalan dalam kawasan, insentf
dan kemudahan kaik di fingkst pusat maupun Provinsi Kaltim telah
ditetapkan sesual kewenangannya, seria telah melakukan promosi.

b Pemprov Sulawesi Utara telah memfasiiitasi kemudahan bagi
tenaga kerja asing (TK4A) datam penyelenggaraan KEK Bitung.

e Dampak Limpahan

¥ Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Kendal telan menzupayakan
pemenuhan fasilitas dan kemudahan keienagakerjsan dalam
penyelengearaan KEK antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Dinas
Pendidikan Provinsi lawa Tengah bekerjz sama dengan PT Kawasan
Industri Kendal/KIK selaku BUPP dan pelaku usaha di KEK melalul
Kesepakatan Bersama feniang kerja sama keierpautan dan
kesepadanan (link and match) kompetensi vokasi dl Jawa Tengah.

» Pemprov Jawa Timur dan BUPP KEK Singhasari telah melibatkan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMEKM) dalam penyelenggaraan
KEK; Pemprov lawa Timur, Pemkab Malang, dan BUPP telah
berkoordinasi dalam fasilitasi kebutuhan fenaga kerja dari
masyarakat sekitar KEK dalam penyelenggaraan KEK, serta telah
berkoordinasi dalam fasilitasi kerja sama antara pelaku usaha/
UMEKM dan investor dalam penyelenggaraan KEK:
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Selain ity, hasil pemeriksaan mengungkapkan 108 temuan yang
memuat permasalahan antara laim:

Pemerintah Pusat
® Badan Pengusshaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan
Bebas Sabang

b Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan KPBPE Sabang
kelum memadal. Permasalzhannya antara  lain dokumen
perencanzan dalam penyelenggaraan KPBPE belum selaras dengan
REIMN. Perencanaan indikator capaian KPBPE Sabang dalam RPIMN
tidak sepenuhnya tercermin dalam Renstra 2020-2024, RPIMN telah
merencanakan tTiga kegiatan proyek prioritas nasicnal pada BPKS,
yaitu pembangunan Pelabuhan Masional Balohan, penyelenggaraan
pembangunan Jlembatan Penghubung Arcih Lampuyang untuk
mendukung kemudahan berusaha, dan pengembangan diversifikasi
dan intensifikasi pendapatan sekior kepelabuhan, namun pada arah
dan kebijakan BPKS pada Rensira 2020-2024 hanya menyebutkan
dua keglatan strategis yang akan dilaksanakan, yaltu pembangunan
jalan dan jembatan Aroih Lampuyang, dan peningkatan diversifikas!
dan intensifikasi kepelabuhanan. Selain ity, indikator kinerja
utama belum selaras dalam setap dokumen perencanaan dimana
terdapat ketidaksinkronan rencana strateci bisnis (RSB) dan Renstra
karena penyusunan RSE masih mengacu pada draft Renstra 2020-
2024, Akibatnya, dokumen perencanaan yang telah disusun oleh
BPKS belum menggambarkan potensl Kawasan Sabang secara
komprehensif dan sistematis serfa ukuran keberhasilan atas
perencanaan pengembangan Kawasan Sabang oleh BPKS belum
dapat dinilat.

b Ketersedizansarana prasarana belum mendukung penyelenggaraan
KPBPE Sabang, di antaranya perencanaan pemanfaaian sarana
prasarana untuk mendukung penyelenggaraan KPBPE Sabang
belum memadal. Pembangunan berbagaisaranadan prasaranayang
telah direncanakan dalam Renstra 2020-2024 mengalami berbagai
perubahan, antara lain karena perubahan kebijakan pimpinan dan
perubahan kebijakan penganggaran cleh Kementerian Keuangan
(Kemenkeu), Adanya kendala tersebut membuat BPKS melakukan
penyesuaian dengan mengurangi alokasi anggaran pada seluruh
pembangunan sarana dan prasarana, sehingga berpengaruh
atas pembangunan yang sedang dalam proses. Selain itu, BPKS
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belum pernah melakukan feasibility study atas seluruh obyek
pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun di
Kawasan S5abang.

b Pengeiolaan perizinan di KPBPE Sabang belum dilaksanakan oleh
unit pelaksana pelayanan yang merupakan perwakilan dari instansi
Pemerintah, Pemerintalk Acsh, Pemkot Sabang dan Pemkab Acsh
Besar sesual amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomar 83 Tahun
2010, Selain itu, penerbitan perizinan berusaha di KPEPB Sabang
tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Kepala BPKS. Akibatnya, tugas
dan fungsi kewsnangan BPKS khususnya dalam mengelola perizinan
di KPBPB Sabang tidak optimal, dan pelaku usaha di wilayah KPBPB
Sabang belum memperoleh proses perizinan yang efisien.

¢ Dewan NWasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kementerian
Koordinator (Kemenko] Bidang Perekonomian

b Dewan Masional KEK belum menetapkan standar pengelclaan
KEK yang mengatur antara lain standar infrastrukiur dan kesiapan
beroperasi. Hal tersebut mengakibatkan kesiapan beroperasi KEK
tidak dapat diukur dan dievaluasi.

¥ Belum seluruh Dewan Kawasan dan Administrator menyampaikan
laporan pengeiclaan KEK kepada Dewan MNasional KEK secara
periodik dan belum terdapat standar pelaperan dan pengelolaan
KE¥, Hal tersebut mengakibatkan Dewan MNasional KEK tidak
gdapat melakukan penilaian atau pengukuran dalam pengambilan
keputusan  strategis  atas  pelaksanaan  pembangunan  dan
pengelolaan KEK secara regulern

¥ Hasil evaluasi Dewan MNasional menunjukkan terdapat enam KEK
yang memilild kinerja tidak optimal yaitu KEK Palu, KEK Morotai,
KEK Bitung, KEK MBTK, KEK Likupang, dan KEK Sorong. Hambatan
dalam pengembangan dan pengelolaan KEK dengan kinerja tidak
optimal tersebut terus berulang dan belum terselesaikan. Hal
tersebut mengakibatkan tidak meningkatnya status KEK dengan
kinerja tidak optmal.

4tas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada;
e Dewan Kawasan Strategis (DKS) antara lain agar:

» Memberikan  perintahfpersetujuan  kepada BPKS  untuk
melaksanakan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan
lainnya sesual Undang-Undang (UU) Pemerintahan Aceh.
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k Bersama BPKS agar membentuk unit pelaksana gabungan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu [PTSP) yang merupakan perwakilan dari instansi
Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kofa Sabang dan
Pamerintah Kabupaten Aceh Besar.

e Kepala BPKS antara lain agan

b Menginstruksikan Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang
melakukan reviu penyempurnaan Master Plan dan Business Plan
2021-2041 untuk diselaraskan dengan dokumen perencanaan
lainnya, serta dilakukan pemutakhiran terkait peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Kepala BPES,

b Menginstruksikan masing-masing kedeputian berkoordinasi untuk
manyusun perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana jangka
panjang dan jangka menengah yang berkelanjutan dan menyusun
perencanaan pembangunan aset milik BPKS dilengkapl dengan
feasibility study yang memadal.

e Dewan Kota Sabang agar memberikan perintah/persetujuan kepada
BPKS untuk: melaksanakan kewenangan di bidang perizinan dan
kewenangan lainnya sesual Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

® Nenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK agar
memerintahkan Sekretaris lenderal Dewan Masicnal KEK uniuk:

b Segera menyusun standar pengelolaan KEK uniuk kemudian
ditetapkan oleh Dewan Nasional KEE.

b Lebihproaktfdalam melakukanmonitoring atas pemenuhanlaporan
pengelolaan KEK oleh Dewan Kawasan dan laporan pengawasan
dan pengendalian operasionalisasi KEK oleh Administratror serta
segera menyusun standar pelaporan pengelolaan KEK untuk Dewan
Kawasan dan Administrator KEK.

b Lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan dan evaluas
secara khusus pada KEK dengan kinerja tidak optimal.

Pemerintah Daerah
e kKelembagazan KEK

b Struktur organisasi Sekretariet Dewan Kawasan Odak sesuaj dengan
ketentuan dan belum didukung tata kerja yang jelas, serta Dewan
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Kawasan belum menetapkan langkah sirategis penyelesaian
permasalahan dalam penyelenggaraan KEK dan belum melakukan
koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam
kelembagaan KEK. Kondisi tersebut mengakibatkan Dewan Kawasan
tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara opfimal guna
membanty Dewan Nasicnal dalam penyeiesaian permasalahan
sirategis sehingga berpotensi menghambat perkembangan
Investasi di KEK.

b BUPP KEK Bitung dan KEK MBTK belum melakukan kewajibannya
terkait dengan penyelenggaraan KEK, yaitu belum merealisasikan
pencapalan target, belum membangun dan mengembangkan
prasarana dan sarana, belum menyelengzarakan pengelolaan
pelayanan prasarana dan sarana, belum  menyelenzzarakan
promosi, dan belum didukung dengan sumber daya manusia [SDM)
yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatikan pengelclaan KEK
oleh BUPP belum optimal sehingga upaya untuk menciptakan Iklim
investasi yang baik belum tercapai dan memengaruhi minat calon
investor untuk berinvestasi.

b Administrator KEK Kendal dan KEK Singhasari fidak memiliki
akses 055 dan belum berkoordinasi dengan Dewan MNasional
dalarn memproses sistem yang terintegrasi terkait psnerbitan
MNomor Pendaftaran Barang (NPB). Akibatnya, pelayanan perizinan
berusaha, nongerizinan, dan perizinan lainnya kepada BURP dan
pelaku usaha belum maksimal

® Sarana Prasarana Infrastrukiur dan Insentif Fiskal. Pemda belum
menyediakan sistem penyediaan sir bersih/air minum yaitu pada
KEK Tanjung Lesung, sarana prasarana jalan di dalam dan/atau luar
kawasan pada KEK Bitung dan KEK Sei Mangkel, penyediaan tempat
pengolahan akhir (TPA) dan instalasi pengelahan air limbah (ipal) pada
KEK Sei Mangkel, KEK Tanjung Lesung, dan KEK MBTK. Pemda juga
belum menetapkan Perda dan/atau Perkada terkait dengan insentif
berupa pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak dasrah
dan/atau retribusi daerah dalam penyelenggaraan KEK Kendal, KEK
S5ei Mangkei, KEK MBTK, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung. Hal
tersebui mengakibatkan pengelolaan KEK ocleh BUP belum optimal
sehingga upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik belum
tercapai dap memengaruhi minat calon investor untuk berinvestasi,
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e Dampak Limpahan. Pemeriniah daerah belum melakukan koordinasi
dengan BUPP dan pihak terkait dalam memfasilitasi pemanfaatan
tenaga karja dan/atau UMKM pada KEK Sei Mangkei, KEK Bitung, KEK
MBTK, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Kendal, dan pemanfaatan bahan
baku pada KEK Bitungz, Akibatnya, keberadaan KEK belum berdampak
bag) peningkatan taraf ekonomi setempat, membaniu atau mendukung
perekonomian lokal, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah
sekitar KEK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

e [D=wan Kawasan agar (1) Menetapkan strukiur organisasi Sskratariat
Dewan Kawasan sesual dengan ketentuan dan dilengkapi dengan
tata kerja yang jelas; (2] Menetapkan langkah strategis penyelesaian
permasalahan dalam penyelenggaraan KEK; dan (3] Berkoordinasi
derngan Dewan Nasional dan pihak terkait dalam pemberian hak akses
dan pengintegrasian aplikasi 055,

e BUPP agar melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana,
serta peningkatan promosi yang menjad| tanggung jawab BUPR,

e Kepala Daerah agar (1} Mempercepat proses penyediaan sarana
prasarana infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan KEK;
(2] Mempercepat proses penetapan Perda dan/atau Perkada terkait
pemberian insentit pajak daerah; dan (3) Menginstruksikan Kepala
OPD terkait untuk berkoordinasi dengan BUPP dan pihak terkait dalam
memfasilitasi pemanfaatan tenaga kerjs, UMKNM, dan bahan baku.

Penoembangan Sekior Unggulan

BERDASARKAN dokuman pemutakhiran RKP Tahun 2023,
pengembangan sektor unggulan tidak terbatas pada sektor hulu yang
semata-mata menghasilkan komoditas atas hasil produksi darl alam,
namun juga harus memgperhatikan pemberian nilai tambah dengan
melakukan inovasi atas komoditas ungguian agar dapat menjadi produk
uniggulan pada sektor hilir yang memiliki daya tarik bagi konsumen.

Terciptanya kesinambungan antara sekior hulu dan hilir memerlukan
peran ugaya pemerintah baik pusat maupun daersh antara lain dengan
penetapan strateg’ pengembangan, penyedizan sarana dan prasarana
tertentu termasuk peningkatan kualitas infrastrukiur, jaminan kepastian
usaha, mitigasi risiko usaha, strategi pemberdayaan dan bantuan
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permodalan, penelitian dan pengembangan terkait komeditas dan produk
unggulan, peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah {PUD),
peningkatan kerjasama antara pemerintah dasrah dan pemerintah pusat
atau swasta, peningkatan peran serta masyarakat, dan upaya perlindungan
terhadap PUD.

Pemeriksaan BPK dilaksanakan untuk mendorong
pemerintah  dalam mencapai  tujuan pembangunan
berkelanjutan ke-2 terutama target 2.4 yaitu menjamin sistem
produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan prakiek
perianian tangguh.

Pemeriksaan BPK meliput pemeriksaan DTT  Kepatuhan atas
pelaksanaan belanja barang. dan belanja meodal mendukung
pengembangan komoditas unggulan tahun 2022 sd. triwulan 1l tahun
2023 pada Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya, serta
pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda dalam pengembangan
produk ungguian TA 2021 s.d. semester | tahun 2023 pada 21 pemda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui 21 pemda telah melakukan
upaya, antara laim:

¢ Strategi pengembangan komoditas unggulan pada sektor hulu:

» Pemkab Mgada dan Pemkab Baritoc Utara telah mengembangkan
komoditas ungoulan dengan melakukan penetapan komeditas
tertentu sebagal komoditas unggulan dalam suatu ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b Pemkab Bengkayang dan Pemkab Wajo telah menyusun master
plan pembangunan pertanian dan atau rood map pengembangan
industri sebagai acuan atau pedoman dalam menetapkan
kebijakan-kebijakan, program, dan kegiatan yang ierkait dengan
pengembangan komoditas unggzulan.

e Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hilir:

b Pemikab Bengkayang melakukan kerja sama dengan Cowater
International dan Global Affairs Canada (GAC) yang difasilitasi oleh
Bappenas melalui Program Dana Inovasi Responsif yang bertujuan
untuk pengembangan budi daya dan produk jagung di Kawasan
Agroindustri Ledo.
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b Pemikab hgada, Pemkab Fakfak, dan Pemkab Berau mengupayakan
sertifikat indikasi geografis atas produk unggulan, sehingga dapat
memperjelas identifikasi produk, mengangkat reputasi suatu
kawasan indikasi geografis, serta melestarikan keindahan alam,
pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayatl.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 232 temuan yang
memuat permasalahan antara laim

Pemerinlah Pazal
o Kementerian Pertanian

Pengadaan dan penyaluran bantuan benih kopl dan kakso, pupuk dan
pestisida, sarana pembeku lateks, alat mesin pertanian, dan screen
house tahun 2022-2023 dalam rangka pengembangan komoditas
unggulan belum sepenuhnya sesual ketentuan, antara tain:

b Penyaluran benih kopi tidak tepat sasaran, bantuan benih kopi dan
kakao yang diberikan telah berakhir/segera berakhir masa edar
benih serta benih kopi dan kakao tidak didukung hasil uji mutu atau
tidak lulus hasil uji mutu. Hal tersebut mengakibatkan pembelian
benih yang telah berakhir dan segera berakhir masa edarmya serta
pemberian bantuan kepada penerima yang Tdak sesuai kriteria
berpotensi fidak dapat memberikan hasil yang optimal bagi
pengembangan komoditas unggulan pertanian.

b Pengadaan sarana produksi (saprodi) berupa pupuk dan pestisida
untuk mendukung komoditas unggulan tidak didukung dengan
hasit uji mutu serta faporan hasil uji mutu atas saprodi tidak diyakini
kebenarannya. Hal tersebut mengakibatkan potensi keslebihan
pembayaran atas benih yang tidak didukung hasil uji mutu dan
tidak lulus uji mutu, saprodi yang tidak dapat diyakini kesesuaian
mutu dengan spesifikasi barang dalam kontrak maupun hasil uji
mutu yang tidak diyakini kebenarannya.

b Penentuan lokasi penerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan)
fidak sepenuhnya mempertimbangkan  analisis  kebutuhan
dan ketersediaan di wilayah terssbut, bantuan alsintan belum
ditetapkan calon pensrima, belum didistribusikan ke pensrima
pantuan atau tidak dimanfaatkan. Hal tersebut mengakibatkan
potensi terhambatnya pencapalan Tujuan  pengembangan
komoditas unggulan, serts potensi penyalahgunaan penyaluran
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alsintan dan tidak dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung
pengembangan komoditas ungzulan.

Atas permasaiahan tersebut, BPK merskomendasikan kepada Menter
Pertanian antars lain agan:

o Memerintahkan Dirjen Perkebunan untuk melaksanakan penyaluran
sesual dengan juknis yang berlaku dan menginstruksikan PPK urtuk
menambahkan persyaratan batas masa edar dan memperimbangkan
waktu tanam.

e Niemerintahkan Inspekiurjenderal untuk melakukan pemeriksaan atas
pengadaan benih pada Ditjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan
yang belum dilengkapi hasil atau tidak lulus uji mutu, mencari nilal
selisth harga benih yang tdak dilengkapi hasil/lulus uji mutu dengan
benih lulus uji mutu. Selanjutnya, menarik kelebihan dari selisih harga
Benih tersebut dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan berikut
buk setor kepada BPEK,

o Menegur dan menginsiruksikan masing-masing KPA terkaii supaya
memerintahkan masing-masing PPK wuntuk melakukan wverifikasi
kembali ates dokumen pengujian mutu dan mengungzah dalam
aplikasi bantuan pemerintah, serta memiberikan sanksi berupa masuk
daftar hitam kepada para penyadia dan menyetor ke kas nagara jika
pengadaan pupuknya terbukt tidak dilengkapi dengan hasil pengujian
mutu.

* NMenginstruksikan Dirjen Prasarana dap Sarans Pertanian untuk (1)
Memerintahkan PPK untuk mempertimbangkan analisis kebutuhan
alsintan per wilayah dalam merencanakan dan menyalurkan slsintan;
dan (2) Berkoardinasi dengan pemerintah daerah untuk menunjuk
dan menetapkan petugas pengawas alsintan agar melaksanakan
pengawasan pemanfaatan alsintan.

Pemeriniah Daerah
e Strategi pengembangan produk unggulan pada sekior hulu

b Straiegl pengembangan komodias unggulan belum optimal
pada 10 pemda (Pemkab Buleleng, Pemkab Bengkayang, Pembkab
Barito Utara, Pemkab Kapuas, Pemkab Ngada, Pemkab Fakfak,
Pemkab Mamuju, Pemkab Banggai, Pemkab Poso dan Pemkab
Maluku Tengah), antara laim: (1] Belum menetapkan komeditas
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ungzulan daerah dan/atau kawasan komoditas unggulan; (2] Belum
membuat perencanaan jangka panjang dan jangka menengah
atas pengembangan komoditas unggulan atau perencanaan
pengembangan komoditas ungguian yang ada belum selaras dengan
pembangunan daerah; (3) Belum menyusun rogdmap/peta jaian
pengembangan komoditas unggulan; dan (4] Belum memutakhirkan
peraturan iata ruang sebagai dasar perencanaan jangka panjang
dalam menentukan wilayah pengembangan komoditas unzgulan.
Akibatnya, tujuan dan sasaran pengembangan komaoditas ungguian
pertanian/perkebunan dan perikanan tidak optimal atau berpotensi
tidak tercapal.

b Fasilitasi penyedizan sarana dan prasarana pada 12 pemda
(Pemkab Bengkayang., Pemkab Tanah Laut, Pemkab Barito Utars,
Pemkab Kapuas, Pemkab Berau, Pemkab Ngada, Pemkab Mamuju,
Pamkab Wajo, Pemkab Banggai, Pemkab Poso, Pemkab Maluku
Tengah, dan Pemkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) belum
optimal, antara fain: {1) Belum mengidentifikasi atau menyusun
rencana dan target pemenunan kebutuhan sarana dan prasarana
pertanian/perkebunan; {2) Belum memprioritaskan penyediaan
sarana dan prasarana paertanian; (3] Penyediaan fasilitas sarana dan
prasaranayang ada belum berfungsi opiimal; dan (4) Belum adanya
koordinasi antar SKPD terkait dengan penyediaan prasarana untuk
komaoditas ungzulan. Akibatnya, produksi/produktivitas komaditas
unggulan berpotensi fidak maksimal atau pencapaian target
produksi terhambat.

b Paningkatan kapasitas produks) sektor hulu secara kualitas dan
kuantitas pada 2 pemda {Pemkab Buleleng dan Pemkab Kepulauan
Stau Tagulandang Biaroc) belum optimal, antara lain: (1) Tidak
melaksanakan kegiatan penyaluran bibit, pupuk, pestisida; (2)
Petugas penyuluh lapangan (PPL) belum sepenuhnya memahami
pedoman teknis komeditas unggulan yang bkaik dan petani belum
sepenuhnya menerapkan pedoman teknis produk wnggulan
yang baik (pedoman mengenal jarak tanam, tanaman penaung,
pembibitan/penanaman, pemupukan, pemangkasan/peremajaan,
prosespanendanproses pascapanen); (3) Kuantitas produkunggulan
belum diperoleh dari data yang valid; dan (4) Belum melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap para petani terkail dengan
tata cara panen dan pascapanen untuk meningkatkan kualitas
produk unggulan. Akibatnya, belum fercapainya peningkatan
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produks) preduk unggulan secara kualitas dan kuantitas dan bahkan
berpotensi menurunnya kualitas produk unggulan.

* Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hilir

b Peningkatan kualitas daya tarik PUD pada 4 pemda [Pemkab Barito
Utara, Pemkab Bengkayang, Pemkab Buleleng, dan Pemkab Fakfak]
belum optimal, antaralain: (1) belum menerapkan atau memfasilitasi
inowvasi pada tshap produksi; [2] belum mengembangkan
keragaman jenis produk baik melalui studi tiru atau penelitian dan
pengembangan; {3} belum melakukan upaya-upaya peningkatan
kapasitas produksi PUD dan bahkan belum memifiki data kapasitas
produksi; dan (4} belum meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang terlibat dalam pengembangan produk, antara lain
malalul pelatihan, Akibatnya, produk belum memiliki nilal tambah
berupa daya tarik dalam hal Inovasl, keragarman, dan SDM untuk
menjadi keunggulan daerah, pemda tidak dapat mengambillangkah
strategis untuk mengzembangkan industri terkait produk unggulan,
serta daya saing produk unggulan yang dihasilkan rendah.

b Peningkatan kerja sama antara pemda dan pemerintah pusat atau
pihak swasta dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah
pada 4 pemda (Pemkab Berau, Pemkab kapuas, Pemkab Ngada,
Pemkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) belum optimal, antara
lain pemida: (1) Gdak terlibat dalam kerja sama yang dilakukan oleh
pengusaha dengan pihak ketiga; (2) belum memfasilitasi kerja sama
antar pelaku usaha dalam menjaga dan meningkatkan kuaiitas
produk; (3] belum sepenuhnya menyusun kebijakan/menjalin kerja
sama atau bantuan permodalan untuk menjaga stabilitas harga
produk; dan (4] belum membentuk tim pengembangan ekspor serta
belum memfasilitasi promaosi dan informasi pengembangan ekspor,
akibatnya, kualitas produk hilir fidak diminat pasar, harga produk
fidak stabil sehingga pelaku vsaha berpotensi tidak mendapat
perlindungan harga dan tidak mau berproduksi, serta kebijakan
daerah atas percepatan ekspor produk unggulan belum tersedia.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepals
Dizerah antara lain:

e Nenetapkan komoditas atau produk tertentu sebagal komoditas
atau produk unggulan daerah dengan kepufusan kepala dasrah
dan menetapkan atau menyusun kebijakan arah pengembangan
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komoditas/produk  unggulan dalam  bentuk roodmap/rencana
pengembangan/rencana induk/rencana makro perkebunanfrencana
budi daya pertanian dan atau ochon plon pengembangan kawasan
pertanian kabupaten/rencana pembangunan industri kabupaten yang
selanjutnya disusun dalam RRIPD/RTRW/RPIMD/Renstra Dinas terkait.

o Menginstruksikan Kepala Dinas terkait agar meningkatkan fasilitasi
penyedizan sarana dan prasarana dengam:

b Menyusun rencana dan target pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana komodiias unggulan tertentu, menstapkan prioritas
serta strategl pemenuhannya.

b Memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk meningkatkan jaminan
kepastian usaha dengan menetapkan kawasan komaoditas unggulan
dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dicantumkan dafam
RTRW termasuk melakukan pengawasan ierhadap kesesuaian
RTRW dengan realisasinya.

e NMemerintahkan Kepala Dinas terkait agar melakukan upaya pencapaian
target produksi dan menjaga kualitas produk unggulan dengan:

b Meningkatkan kompetensi petani dan pelaku usaha pengolahan
produk unggulan.

b Nenestapkan kebijakan hilirisasl produk unggulan melalul strategi
peningkatan kapasitas pelaku usaha produk unggulan, fasilitasi
pembiaysan dalam pengembangan usaha, peningkatan kualitas
SO0 dan penyebariuasan informasi Pusat Layanan Usaha Terpady
Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [PLUT-KUMEM).

o Memerintahkan Kepala Dinas terkalt untuk meningkatkan daya tarik
produk unggultan dengan:

b Melakukan pendataan pelaku ussha untuk pemetsan keragaman
jenis, kapasitas produksi dan SDM.

b Melakukan kajian atau penelitian pengembangan atas inovasi
produk unggulan dan melskukan survel pangsa pasar untuk
mengetahui potensi produk unggulan yang dapat dikembangkan
dan memiliki daya saing.
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o NMemerintahkan Kepala dinas terkait agar meningkatkan kerjasams
dengan:

P WMenyusun kebijakan perencanaan kerja sama dengan pihak terkait
gdalam rangka peningkatan kualitas dan stabilitas harga produk,
aniaralaindalamkegiatan penelitiandanpengembangan keragaman
jenis produk unggulan, dalam menfaga dan meningkatkan kualitas
produk unggulan yang dihasilkan pelaku usaha.

» Memfasilitasi penyediaan informasi ekspor komoditas pala melalui
koordinasi dengan kementerian terkait,

Penoembangan Kawasan Perkotaan

PEREMNCANAAMN perkotaan merupakan bagian darl RPIMN 2020-
2024, yang meliputi pengembangan kawasan perkotaan, perizinan
pengemiangan kawasan, dan desain kawasan perkotaan dalam rangka
menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kawasan
perkotaan berkelanjutan berfujuan untuk memahami fenomena-
fenomena di perkotaan, khususnya terkait dengan perubahan tata ruang
kawasan dan strategi pembangunan berkelanjutan.

Keterbatasan akses perumshan danpermukiman yang layak, aman, dan
terjangkau, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat
yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia menjadi salah satu hambatan
dalam pengsmbangan wilayah perkotaan. Permasalahan utama yang
terjadi pada kawasan perkotaan adalah terkait permukiman kumuh
atau ilegal dan permasalahan sampsah yang merupakan permasalshan
lingkungan vyang dapat merusak ekosistem apabila tidak mendapat
perhatian serius dari berbagai pihak.

Selain 1tu, pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut |bu Kota
Musantara/IKN) merupakan salah satu proyek prioritas strategis (major
project) yang ditetapkan dalam RPIMMN 2020-2024, sebagai bagian dan
pelaksanaan agenda pembangunan pengembangan wilayah (PNZ).
Pemindahan IKN berfujuan untuk meningkatkan pembangunan Kawasan
Timur Indonesia (KT!) untuk pemerataan wilayah, Pemindahan IKN ini
antara [ain didasari oleh terpusatnys kegiatan perekonomian di Jakarta
dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi jawa dan luar lawa.
Pemindahan KN ke luar lawa diharapkan dapat mendorong percepatan
pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhban perekonomian
daerah di luar Jawa terutama KT
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Pemeriksaan BPK dilaksanakan untuk mendorong pemeriniah dalam
mencagai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11 terutama target 111
pada tahun 2020, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang
layak, aman, terjangkau, dan psiayanan dasar, serfa menata kawasan
kumuh; target 11.3 pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif
dan berkelanjutan serta kapasitas parlisipasi, perencanaan penanganan
permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara; dan
targat 11,5 pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan
perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan
membar perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk
penanganan samgah kota.

Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan kinerja pembangunan [KN
TA 2022 s.d. {trivulan 11l) sebagai bagian pembangunan tahap | tahun
2022-20Z24 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dan instansi terkait lainnya, serta pemeriksaan kinerja atas efekiivitas
upaya pemda dalam pengembangan Kawasan perkotaan tahun 2021 5.d.
semester | 2023 pada 6 pemkot yaitu; (1) Kota Batam; (2) Kota Dumai;
{3) Kota Bogor; (4) Kota Banjarmasing (5} Kofa Makassar; dan (6) Kota
Denpasar.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pemerintah pusat dan pemda telah
berupaya dalam pengembangan kawasan perkotaan, antara lain:

e Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

b Sejak 25 Juli 2015, Kementerian PUPR telah membentuk Satuan
Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN yang bertugas membantu
Meanteri PUPR dalam mengoordinasikan dan mengendalikan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  infrastrukiur
KN, dengan pendekatan keterpaduan, inovetif, dan tata kelola
pemerintahan yang baik.

b Hingga Triwulan Il tahun 2023, Kementerian PUPR telah dan sedang
melaksanakan 20 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur
IKM tahap |, dengan total realisasi TA 2022 dan 2023 (Triwulan 1)
masing-masing sebasar Rp5,36 triliun dan Rp8,67 triliun,

b Kementerian PUPR telah mengidentifixasi elemen niiai tambah
digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yanz lebih besar
pada IKN, sebagai upaya memadukan-3 konsep perkotaan, yaitu IKN
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sebagai kota hutan (forest city), kota spons {sponge cify), dan kota
cerdas (smart city) sebagal prinsip dasar pengembangan Kawasan
1M,

e RPIMD Kecta Dumai dan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 telah
disusun selaras dengan RTRW Tahun 2015-2039. Pemkot Batam
dan Pemkot Bogor ielah menyusun Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP]
sebagal dokumen perencanaan umum penyelengzarzan perumahan
dan kawasan permukiman yang terkcordinasi dan terpadu sscara
lintas sektoral dan lintas wilayah administratit

e Pelaksanaan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh,
antara lain Pemkot Batam dan Pemkot Banjarmasin telah bekerja sama
dengan pihak swasta dalam bentuk Corporgle Social Responsibility
melalui Kolaborasi Satker KCTAKU dan telash menghasilkan penataan
permukiman kumuh dan penataan kawasan permukiman kumub di
bantaran sungal yang mengikutsertakan masyarakat.

e Pemkot Makassar dan Pembkot Denpasar telah membuat Grond Design
Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2031 dan 2016-2026 dan
memiliki Masterplon Persampahan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017,

Mamun demikian, hasil pemeriksaan mengungkapkan 77 temuan yang
memuat permasalahan antara laim:

Pemeriniah Pusat

¢ Pembangunaninfrastruktur belum sepenubnya selaras dengan REIMN
Tahun2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun
2020-2024, dan Rencana Induk IKN, seria perencanaan pendanaan
belum sepenuhnya memadal, antara lain sumber pendanaan alternatf
selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum
dapat teriaksana.

e Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadal, dl antaranya
persiapan fahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala
mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36,130 Ha
taneh masihdalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya
hak pengelolaan lahan (HPL), serta oelum sslesainya proses sertifikasi
atas 5 area hasil pengadaan tanah.
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e Pslaksanaan manajemen raniai pasok dan peralatan konstruksi
uniuk pembangunan infrastrukiur IKN Tahap | belurn optimal, di
antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruks untuk
pembangunan KN, harga pasar material batu split dan sewa kapal
tonzkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk
melayani pemoangunan KN belum dipersiapkan secara menyeluruh,
dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

o Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah
terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme
pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan
Infrastruktur IKN Tahag L.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepads Menter]
PUPR, antaralain:

o Nenginstruksikan Direktur Jenderal unit organizasi terkait dan Kepala
Badan Pengembangan Infrastruxtur Wilayah (BPIW) untuk melakukan
sinkronisasi penyusunan Rensira Kemenisrian PUPR dan Rensira
Eselon | dengan berpedoman pada RPIMN periode selanjutnya, serta
berkooardinasi dengan Kementerian Keuangan, dalam merencanakan
dan menetapkan skema pendanaan pembangunan infrastrukiur
IkN tahap Il guna memitigasi risikc munculnya permasalahan terkait
pendanaan.

& Meningkatkan koordinasi antarpihak/instansi terkait, terutama dalam
hal sinkronisasi peraturan dan kebijakan pengadaan tanah bagi
kepentingan umum, termasuk merumuskan solusi dan rencana aksi
percepatan dalam proses pembebasan [zhan.

o Nelakukan pemantauan dan ewvaluasi kebutuhan material dan
peralatan kontruksi berdasarkan kondisi lapangan secara berkala dan
relskukan koordimast dengan: {1) Kementerian ESOM, Kementerian
Perindustrian, Kemenierian Perhubungan, dan Kemenierian
Perdagangan terkait dengan jalur logistik pembangunan infrastrukiur
IkN; {2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan
pemutakhiran harga material batu split; (3) Stokeholder terkait di luar
Kemanterian PUPR guna bersama-sama merencanakan suatu skema
atau rencana mengenai kebutuhan air untuk industri yang mendukung
pelaksanaan pembangunan infrastrukiur IKN; dan (4] Pihak Otorita
IKN dalam menerima dan mengelola aset hasil pengadaan dan/atau
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pembangunan pada pembangunan infrastruktur KN tahap | dan tahap
selanjutnya dengan cara merancang timeline serah terima aset.

e Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menyusun:
{1) ketentuan tata kelola aset atas hasil pembangunan infrastrukiur
KM tahap | dan tahap selanjutnya, sebelum diserahkan kepada COtorita
IKN; dan (2) Ketentuan yang lebih spesifik tentang peralihan aset dari
K/L kepada Otorita IKN.

Pemerintah Dagrah

¢ Pemda belum memilikl perencanaan strategis untuk mendukung
pengembangan kawasan perkoizan berupa dokumen Rencana
Penyelenggaraan Pengsiolaan Perkotaan (RPZP) yang mengakibatkan
fasilitas pelayanan perkofaan belum lengkap dan terstandarisasi.

e Pemda belum memiliki regutasi pengarahan mobilitas penduduk yang
memadai dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan
yang mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tidak memiliki pedoman yang memadai untuk merencanakan dan
melaksanakan program pengarahan maobilitas penduduk, perangkat
daerah belum dapat melaksanakan pengarahan mobilitas pendudulk,
dan pemantauan orang asing belum memiliki payung hukum sebagai
aturan tekniz pelaksanaannya,

e FKegiatan pembatasan Gmbulan sampah di Pemkot Makassar belum
dilaksanakan secara memadal mengakibatkan target pengurangan
sampah tidak tercapail. Pemkot Makassar telah melakukan kegiatan
komunikas!, informasi dan edukasl dan sosialiasasi, tetapl belum
berdampak pada peningkatan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat
untuk metakukan pembatasan Umbulan sampah seria data evaluasi
atas kegiaian pembatasan timbulan sampah belum didukung dengan
data yangz riil sehingga partisipasi masyarakat dalam pembatasan
timbulan sampah belum dapat terukur,

o Pelaksanaan program pengelolaan persampahan ditempat pengolahan
sampah terpadu {TPST) dalam mendukung pengembangan kawasan
perkotaan belum efektf mengakibatkan permasalahan sampah di Kota
Dengasar Gdak mampu segera tertangani, dan terjadi penumpukan
sampah di tempat penampungan sementara.
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Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

o ‘Wali Koia terkalt berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri
mengenai perkembangan pedoman penyusunan RP2ZP bagi pemda.

o ‘Wall Kota terkait menyusun regulasi Program Pengarahan Mobilitas
Penduduk dan menetapkan perangkat daerah yang bertanggung jawab
atas program tersebut beserta uraian tugasnya,

o ‘Wall Kota Makassar merancang mekanisme pembinaan yang efekiaf
dan efisien kepada sekolah-sekolah untuk mensrapkan perilaku
pembatasan Ombuian sampah dan melakukan kegiatan sosialisasi,
informasi, dan edukasi dengan materi timbulan sampah secara intensif
dan melakukan pengukuran target dan capalan yang akurat atas jumlah
pengurangan sampah plastk.

e 'Wall Kota Denpasar mempersiapkan sarana prasarana pengeiolaan
sampah yang mendukung pencapaian kapasitas maksimal pengetolaan
sampah.

Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan,
dan Transmigrasi

POKOK-POKOK kegiatan Pembangunan Desa, Daerah Terfingzal, dan
Transmigrasi 2020-2024 ditetapkan dalam Peraturan Presiden Momor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan langka Menengah Masional
Tahun 2020-2024, sedangkan pelaksanaannya mengacu pada beberapa
mandat peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Undang-Undang
Momar 15 Tahun 1957 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Momor 2% Tahun 2003, (2) Undang-Undang
MWomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor
78 Tahun 2014 teniang Percepatan Pembangunan Daerah Tertingzal serta
ketentuan pelaksanaannya.

Pemeriksaan BPK atas pengembangan daerah terfinggal, perbatasan,
perdesaan, dan transmigrasi dilaksanakan untuk mendorong pemerintah
dalam mencapal tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10 terutama
i el (arget 10.1 pada tahun 2030, secara progresif mencapal dan

- mempartahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang

L= B herada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih

24 tinggi dari rata-rata nasional.
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Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan kinerja atas efekivitas
pemoangunan kawasan perbatasan untuk mengurangi kesenjangan
dan menjamin pemerataan tahun 2021 s.d. semester | tahun 2023 pada
Badan Masional Pengelola Perbatasan (BMPP), pemeriksaan kineria
atas efektivitas upaya Kementerian Dalam Megeri (Kemendagri} dalam
penetapan batas desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa
untuk mendukung pembangunan desa terpadu, dan pemeriksaan kinerja
atas pengembangan kawasan ftransmigrasi priotitas nasional pada
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingzal, dan Transmiigras
{Kemendesa POTT), serta pemeriksaan kinerja atas efekfivitas upays
pemda dalam pengembangan daerah tertinggal, perbatasan, perdesaan
dan transmigrasi tahun 2021 s.d. semester | 2023 pada 46 pemda.

Hasil pemeriksaan menunjukkan upays pemerintah yang telah
dilakukan dalam pengembangan daerah tertinggal, perbatasan, perdesaan
dan transmigrasi, antara lain:

¢ Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menetapkan
regulasi dan kebijakan yangz mendukung proses perencanaan seris
pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan (BWN-KP) yang terdiri atas pedoman penyusunan
renaksi, dan islah menyusun dan menetapkan indikator keberhasiian
atas pelaksanaan program/kegiatan pengeloasn BWN-KP pada Pusat
Kegiatan Strategis Nasional [PKSN) melalul indeks Pengelolaan Kawasan
Parbatasan (IPKP) PKSN seria telah melakukan penilaian sefiap tahun.

e Kemendagri telah menetapkan peraturan dan Surat Edaran {SE}
sebagal pedoman dalam Peneiapan dan Pensgasan Batas Desa (PPE
Des), dan menyusun Rancangan Peraturan Menterl Dalam Megeri
(Rapermendagri] tentang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan
Desa (PKPD), Anggota Badan Permusyawaratan Desa (EPD), Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa (LKAD), dan Lembaga Kerja
Sama Desa, serta Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasiias
Aparatur Desa [RISPKAD].

e Kemendesa POTT telah menetapkan sejumiah perangkst regulasi
bidang ketransmigrasian dalam bentuk Permendesa PDTT dan
Kepmendesa PDTT, membangun tiga sistem informasi/aplikasi
bidang ketransmigrasian, membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi
Penyelengzaraan Transmigrasi (KIPT) Tingkat Masional, melakukan
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intervensi pada Kawasan Transmigrasi Prioritas Masional (KTEN),
dan menyelenggarakan kegiatan svaluasi perkembangan kawasan
transmigrasi melalui pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan
Transmigrasi (IPKTrans).

o Pemdatelah berhasil melampaul batas nilai minimal suatudaerah yang
dinyatakan dapat entas darl kategori daerah tertinggal pada beberapa
indikator, antara lain indikator desa yang mempunyail Sskolah Dasar;
desa yang mudah mencapal fasilitas. kesehatan; desa yanz mudah
mencapal Sekolah Menengah Pertama; dan angka parfisipasi Sekolah
Menengah Pertama.

e Indeks Pembanzunan Manusia (IPM] menzalami peningkatan; Nilai
rata-rata indeks Desa Membangun (IDM) pada beberapa kecamatan di
kawasan perbatasan lokasi prioritas (Lokpri) mengalami peningkatam;
Pemda telah merealisasikan anggaran pembangunan uniuk kawasan
perbatasan seluruhnya sebesar Rp373,43 miliar yang berasal dari dana
APBD tahun 2021 s.d. semiester | 2023,

® Pada aspek regulasi dan kelembagaan, terdapat pemda yang telsh
renetapkan kawasan perdesaan dengan peraturan daersh dan lokasi
kawasan dengan kepuiusan kepala daerah, menetapkan kebijakan
pembangunan kawasan perdesaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota (RTRWK]) dan RPIMD, serta menetapkan kelembagaan,
tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
(TEPKP) Kabupaten dan TKPKP Kawasan dengan Surat Keputusan
Kepala Daerah,

e Pads aspek perencanaan dan pendanaan, terdapat pemda yang teiah
memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan/
atau RPEP Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atay
Peraturan Kepala Daerah, dan telah menetapkan RPKP yang memuat
isu strategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran pembangunan
kawasan perdasaan, strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan,
program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, indikator
capaian kegiatan, serta kebutuhan pendanaan.

e Pads aspek pembinaan dan pengawasan, terdapat pemda yang
relaksanakan kerjs sama desa dan peningkatan kapasitas lembagza
kerja sama desa, telah memiliki regulasi dan kebijakan yang lengkap
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terkait dengan pengendalian penggunaan Dana Desa; dan telah
memfasilitasi pendaftaran’ nama BUMDesa pada Sistem Informasi
Dzsa Kemendesa POTT.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 424 temuan yang
memuat permasalahan antara lain:

Pemeriniah Pusat
e Badan Mazional Pengelola Perbatazan

b Dalam pengelolaan gprogram/kegiatan  untuk  mewujudkan
kawasan perbatasan negara sebagal pusat pertumbuhan melalui
peningkatan kegiatan ekonomi berbasis potensi unggulan, dan
peningkatan kuslitas 5DM, serta sebagal upaya hadirmmya negara
datam melaksanakan pemerataan penyedizan fasilitas pelayanan
sasial dasarn:

= Dukungan kelembagaan belum sepenuhnya efektif. UL Nomor
43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan UU Nomor 23 Tahun
20141entang Pemeriniah Dasrahislanmenjabarkan kewenangan
pemerintah pusat dan pemda dalam pembangunan kawasan
perbatasan, namun kewenangan tersebut tdak distur secara
lengkap dalam peraturan di bawshnya sehingza pelaksanaan
programdan kegiatan dalam pembangunan kawasan perbatasan
aniara pemda dan pemerintah pusat tidak didukung pemahaman
atas tugas dan kewenangan masing-masing. Hasil pemeariksaan
di daesrah menunjukkan bahwa pemda belum seluruhnya
membeniuk badan pengelola perbatasan daerah. Selainity, pola
koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
evaluasi antara Sekretariat Tetap (Settap) BNPP dengan K/L
dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) belum diatur,
sehingga implementasi terhadap rencana induk (renduk) dan
rencana aksi (renaksi) belum sepenubnya dilaksanakan oleh
K/L dan pemda dalam menyusun perencanaan sampai dengzan
pemantauan dan evaluasi. Akibatnya, sebanyak 569 dari 910
program renduk belum direncanakan pada renaksi, sebanyak
887 dari 2062 program renaksi Tahun 2022 tidak terlaksana,
dan peran pemda belum tampak dalam pembangunan kawasan
perbatasan di dasrah,
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* Perencanaan program/kegiatan belum sepenuhnya efektf
Penyusunan renaksi pengeloizan pembangunan  kawasan
perbatasan belum sspenuhnya memedomanl renduk, yaltu
sebanyak 563 dari 910 program/kegiatan belum ada dalam
Program Renaksi Tahun 2021-2023. Renduk Tahun 2020-2024
terlambat ditetapkan melewatll penetapan renaks tahun 2021,
Selain itu, program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam
renaksi belum selurubnya dituangkan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Akibatnya,
penzukuran kinerja berbasis indikator capaian atas program/
kegiatan pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan tidak
dapat dilaksanakan, dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022
pada 15 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan sebanyak 2
provinsi mendekati target dan 6 masih jauh dari target REP.

e Kementerian Dalam Negeri

P Kemendagri belum melakukan penguatan kelembagaan yang
mendukung pelaksanaan PPE Des, di antaranya adalah pelaksanaan
Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 belum berjalan dengan cptimal
dan belum didukung dengan pedoman pelaksanaan yang memadal,
serta pembagian tugas Persenel Tim PPE Des Tingkat Pusat belum
memadai. Akibatnya, pemda dan Tim PPR Des tingkat Provinsi/
Kabupaten/Kota tidak memiliki pedoman yang lengkap dan jelas
dalam melaksanakan PPB Des dan Tim PPB Des tingkat Pusat tidak
kerfungsi secara optimal.

F Kemendagri belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria (MN5SPK) dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur
permerintahan desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
(LKD) secara lengkap. Akibatnya, peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa dan pengurus LKD di lingkup Kemendagri dan
pemda tidak memiliki arah yang jelas.

e Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

b Koordinasl dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi belum
memadal, yaitu belum seluruh provinsi dan kabupaten yang
memiliki KTPN membentuk Tim KIPT, pelaksanaan koordinasi
dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi belum cptimal, serta
pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat ierhadap
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penyelenggaraan  urusan  ketransmigrasian belum  memadai.
Akibatnya, kegiatan tersebut belum optima!l untuk menjadi daya
ungkit yang signifikan dalam pengembangan KTPN.

b Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi pada
52 KTPN belum memadai, yaitu indikator uriuk mengulkor
perkembangan kawasan transmigrasi belum memadai, pengukuran
perkembangan kawasan transmigrasi belum difaksanakan secara
memadai, dan evaluasi kegiatan pengukuran IPKTrans belum
dimanfastkan wniuk perencanaan  penyelenggaraan  kawasan
iransmigrasi periode berikutnya. Akibatnya, arah kebijakan
perencanaan pengembangan KTPN Hdak sesuai kebutuhan masing-
masing kawasan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:
e Kepala BNPPR antarz lain agar:

b Berkoordinasi dengan Pengarah BNPP dan Anggota BMPP
untuk menyusun pengaturan yang menjabarkan antara lain: (1)
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah
gdalam hal pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan yang
lebih terinci dan lengkap; (2) mengatur pola koordinasi Sekretariat
Tetap BNPP dengan unit kerjz K/L di bawah menteri terkait dan unit
kerja pemda dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
eyaluasl pembangunan kawasan perbatasan; dan (3} Penyusunan
renduk pengelolaan BWH-KP,

P Memerintahkan Sekretaris BNPP bersama para Depuii untuk
memuiakhirkan pedoman penyusunan renaksi pengelolaan BWN-
KP terkait kedudukan renaksi agar selaras dengan perencanaan
nasional dan hasil evaluasi sebagai bahan masukan pada
penyusunan renaksi.

o NMenteri Dalam Meger untuk menginstruksikan Dirjen Bina Pemdes
agar melaksanakan langkah-langkah, antara [ain;

¥ Menerbitkan penjelasan lebih lanjut tentang penegasan Organisasi
Ferangxat Daerah (OPD) pengampu PPE Des; pembagian tugas Tim
PPE Des kabupaten/Kota dan Tim PPB Des Provinsi; struktur dan
tugas fungsi Tim PPE Des Pusat; mekanisme pelaksanaan verifikasl
yuridis dan teknis; keanggotaan tenaga teknis dalam Tim PPE Des
tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan merevisi Permendagri
Nomor 45 Tahun 2016 sesuai ketentuan.
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b Menginsiruksikan Dirjen Bina Pemdes supaya menyusun dan
menetapkan peraturan petaksanaan yang digunakan sebagal arzh
dan kebijakan strategl dalam peningkatan kapashas aparatur
pemerintahan desa dah pengurus LKD dan meravisi NSPK dengan
menambah aspek peningkatan kapasitas pengurus LKD.

o Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terfingzal, dan Transmigrasi;
antara lain:

b Menyampaikan usulan regulasi terkait pensgasan  komitmen
kementerian/lembaga anggota Tim KIPT Tingkat Masional serta
pemda dalam penyeienggaraan transmigrasi kepada Presiden,

b Menyelenggarakan kegiatan evaluasi secara komprehensif
atas kegiatan penyusunan peubah dan indikator serta metode
pelaksanaan pengukuran IPKTrans,

b Menyusun matriks risike  kegiatanm  pengukuran  1PKTrans
dan memantau secara berkalzs pelsksanaan Gndak  lanjut
pengendaiiannya serta mengoptmalkan koordinasi dan iniegrasi
dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan data
dukung pengukuran [PKTrans.

Pemerinlah Dasrah
e Pembangunan Daerah Tertinggal

b Pemda belum menyusun Strategi Daerah (Strada) dan Rencana
Aks) Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
(PPDT) pada penyedizan sarana dan prasarana, aksesibilitas,
dan SDM. Akibatnya, pelaksanaan percepatan pembangunan
daerah tertinggal yang terkait penyediaan sarana dan prasarana,
aksesibllitas dan 5DM berpotensi menjadi kurang terarah dan
belum dapat dilaksanakan secara efexdf.

b Program dan kegiatan terkait dengan penyedizan sarana dan
prasarana, aksesibilitas, dan SDM dalam rangka percepatan
pembangunan daerah tertinggal pada pemda belum memberikan
dampak secara signifikan terhadap peningkatan indeks komposit
daerah tertinggal pads indlkator desa, antara lain, yang mempunyal
pertokoan, fasilitas kesehatan, dokter, dan sekolah menengah
pertama. Aklbatnya, nilal indeks komposit daerah tertinggal atas
indikator tersebut belum mencapai nilai minimal suatu dasrah yang
dinyatakan dapat entas dari kategori daerah tertinggal.
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Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepals
Diaerah terkail, antara lain:

P Menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala OPD teknis terkait
bersama Bappeda untuk: (1) Berkoordinasi dengan Bappeds
Pemerintan Provinsiterkaitdalam penyusunan Strada dan RADPPDT
Kabupaten; dan (2) Menyusun dan mengusulkan dokumen Strada
Kabupaten serta mensosialisasikannya kepada OPD teknis terkait
dan selanjutnya menetapkan Strada dan RAD PPDT Kabupaten,

b Menginstruksikan Kepala OPD  teknis  terkait  untuk: (1)
Memprioritaskan penyusunan dan  penggunaan anggaran
dalam rangka melaksanakan program dan kegistan yang dapat
meningkatkan nilal indikator penetapan daerah tertinggal; dan (2]
Memgrioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah
desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal danm sangat
tertinggal.

e Pengembangan Kawasan Perbatasan

b Aspek kelembagaan belum sepenuhnya efektd, hal ini ditunjukkan
oleh beberapa permasalahan antara lain: {1) pelaksanaan tugas
dan fungsi BPPD Kabupaten Nunukan belum didukung dengan tata
kerja yang memadal, seperti juknis/SOP/tata kerjs yang mengatur
pelaksamaan fungsi penyusunan rencana aksi  pengendalian
dan pengawasan ssria evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan kawasan perbatasan; (2) BPPD Kabupaten belum
malakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara horizontal
antar-SKPD di lingkungan Pemearintah Kabupaten Belu dan secara
vertikal dengan BPPD Provinsi NTT dan Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP); dan (3] Pemerintah Kabupaten Sambas
belum menetapkan wunit kerja yang spesifixk melakukan fungsi
pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan. Kondisi tersebut
mengakibatkan kebijakan program pembangunan perbatasan,
penetapan rencana kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan,
dan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan
batas wilayah negara dan kawasan perbatasan fGdak dapat
dilaksanakan secara optimal.

» Aspek perencanaan program/kegiatan belum sepenuhnya efektif,
hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan antara lain rencana
aksi pengelolaan BWN-KP Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan,
dan Kabupaten Belu tahun 2021 s.d. 2023 belum disusun sesuai
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dengan ketentuan. Akibatnya, pelaksanaan program/kegiatan tidak
terintegrasi dan tidak ada harmonisasi dengan pemerintah pusat,
permerintah provinsi dan antar SKPD.

b Aspek pelaksanaan dan pemanfaatan program/kegiatan belum
sepenuhnya efektif, hal ini ditunjukan cleh beberapa permasalahan
antara lain: (1) kualitas Infrastrultur jalan dan pasar belum merata
dan belum memberikan dampak terhadap perkembangan kawasan
perbatasan; dan (2) pelaksanaan pembangunan perbatasan di
sekior pertanian melalul program food estote dan sektor peternakan
belum dapat meningkatkan potensi ungzulan. Permasalahan
tersebut mengakibatkan program pembangunan di kawasan
perbatasan belum dapat meningkatkan dan mengembangkan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSMN) sebagal pusat/sentra
pertumbuhan ekonomi, industr, dan perdagangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala
Ciaerah terkait antara lain agan

b Menetapkan Tim Sekretariat/Tim Teknis pengelolaan pembangunan
kawasan perbatasan yang melibatkan BPPD dan SKPD terkait
dengan Keputusan Bupatl.

b Memerintahkan Sekretaris Dasrah menyusun dan menestapkan
rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan, serta menyusun
pedoman danfatau regulasi untuk dijadikan acuan dalam
melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/
kegiatan pembangunan kawasan perbatasan,

b ienginstruksikan Kepala BPPD agar terlibat dan ikut serta dalam
upaya-upaya mengatasi permasalanan di sekior pertanian,
peternakan dan sektor Iainnya dalam rangka pangelolaan programy/
kegiztan di kawasan perbatasan sesuai dapgan kewenangannya,

o Pembangunan Kawasan Perdesaan

b Padaaspekregulasidan kelemizagaan masih terdapat permasalahan
aniara lain belum seluruh pemda menetapkan (1) Kawasan
perdesaan dengan peraturan daerah dan lokasi kawasan dengan
keputusan kepala daerah; (2) Perdz tentang insentif dan kemudahan
investasi yang mendukung pembangunan kawasan perdesaan; |3)
Kebijakan pambangunan kawasan perdesaan dalam RTRWEK dan
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RPIMD; (4) Kelembagaan, tugas dan fungs) TKPKP Kabupaten dan
TEPKP Kawasan dengan 5K Kepala Daerah; dan {3) TKPKP yang
terdiri atas unsur pemda, pemdes, badan permusyawaratan desa
dan tokoh masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan pemda
belum memiliki dasar peraturan dan/atau acuan dalam pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan, program dan kegiatan kawasan
perdesaan menjadi tidak terpadu, serta OPD pelaksana tidak dapat
sepenuhnya melaksanakan pambangunan kawasan pardesaan.

b Pada aspek perencanaan dap pendanaan masih  terdapat
permasalahan antara lain belum seluruh pemda (1) Memiliki
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan/atau
RPKP perubashan yang ditetapkan dengan peraturan daersh
atau peraturan kepalz daerah; (2] Menetapkan RPKP yang
memuat: isu strategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran
pembangunan kawasan perdesaan, strategi dan arah kebijakan
kawasan perdesaan, program dan  kegiatan pembangunan
kawasan perdesaan, indikator capaian kegiatan, dan kebutuhan
pendanaan; (3} Menetapkan RPKP yang berlaku selama 5 {lima)
tahun dan sudah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan
kawasan; (4) Menetapkan program kegiatan pada RPKP/RPKP
Perubszhan yang selaras dengan RPIMD Kabupaten/Kota dan RKPD
Kabupaten/Kota; (3) Menetapkan program keglatan pada RPKE/
RPKP Perubahan yang mendukung capaian Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP); (6) Menganggarkan program kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan pada APBD Kabupaten sesual
RPKP; dan (7) Mengupayakan pendanaan pembangunan kawasan
perdesaan selain darf APBED Kabupaien s=suai RPEP [APBN, APED
Provinsi, APBDesa serta sumber |ain yang sah dan tidak mengikat),
Kondisi tersebut mengakinatkan pemda tdak memiliki strateg),
arah kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan pembargunan
kawasan perdesaan, program kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan  belum mendukung iujuan pembangunan jangka
menengah daerah dan capaian di IPKP,

b Pada aspek pelaksanaan masih terdapat permasalahan antara lain
belum selurubh pemda {1) Melakukan pengembangan komoditas
unggulan kawasan perdesaan mulai dard  huly  (produksi),
pengaolahan, sampai pemasaran (hilir]; (2] Melibatkan masyarakat
dan Usaha Mikro Kecll dan Menengah (UMKM)] baik di dalam
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maupun di luar kawasan (spillover] dalam pengembangan
komoditas  unggulan; (3) Mendorong BUMDesa dan/atau
BUMDesa bersarma dalam pengembangan komoditas unggulan; (4)
hMempromosikan kawsasan maupun produk unggulan baik di aras
lokal, nasional maupun internasional {film pendek, website, leaflet,
festival, dil); [5) Mendorong peningkatan kualitas produk unggulan
vang dihasilkan untuk mendapatkan serfifikasi/standardisasi;
(6) Mengoptimalkan peran pendamping dalam pengembangan
kawasan perdesaan; (7] Menyediakan prasarana jalan antardesa di
dalam kawasan perdesaan dan ke sentra komeoditas unggulan; dan
(8) Menyediakan dan/atau memfasilitasi sarana dan prasaranayang
mendukung pembangunan komoditas unggulan. Kondisi tersebut
mengakibatkan pengembangan komoditas unggulan belum dapat
menjangkau seluruh masyarakat dan UMKM di kawasan perdesaan,
produk unggulan belum dikenal baik di aras lekal, nasional maupun
internasional, kualitas produk unggulan belum memenuhi standar
mutu, akses menuju kawasan pedesaan dan senira komoditas
unggulan sulit dijangkau, serta pengembangan produk unggulan
menjadi terhambat,

b Pada aspek monitoring evaluasi dan pelaporan, seluruh pemda
elum melaksanakan maonitoring evaluas) dan pelaporan atas
capaian pembangunan kawasan perdesaan dan belum berupaya
menyediakan data yang lengkap dan akurat dalam mendukung
pengukuran IPKP, Kondisi tersebut mengakibatkan pemda tidak
dapat mengetahui capaian pembangunan dan permasalahan serta
solusi yang dihadapi kawasan perdesaan sebagal dasar kebijakan
pembangunan fahun berikutrya, dan IPKP yang dilaporkan fidak
dapat diyakini sesual dengan kondisi pembangunan kawasan
perdesaan yang senyatanya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupad antara
lain agar:

b Menetapkan kawasan perdeszan dengan peraturan kepala daersh
dan lokasi kawasan perdesaan dengan keputusan kepala daesrah,
serta mengusuikan rancangan perda mengenai insentif dan
kemudahan investasi.

b Menstapkan PRPKP/RPKP Perubahan vyang selaras  dengan
RPIMD, REPD dan mendukung capaian IPEP, untuk selanjutnya
mengusulkan program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
beserta pendanaannya sesual RPKP dalam APBD Kabupaten dan
berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
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pemeriniah desa serta pihak lain untuk memenuhi pendanaan di
luar APBD Kabupaten.

P Menginstruksikan  masing-masing OPD  pelaksana  urntuk
melaksanakan dan mempromosikan kegiatan pengembangan
komoditas unggulan dan penyediaan sarana prasarana pendukung
kawasan dengan melibatkan masyarakat, UMEM, BUMDess,
penyuluh, dan pendamping,

b Menginstruksikan TKPKPF untuk melaksanakan monitoring evaluasi
secara berkala atas pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan
serta menyiapkan data dan dokumen yang lengkap dan mutakhir
untuk mendukung penilaian IPKP tahun berikutnya.

e Pembangunan Desa Terpadu

b Pemda belum sepenuhnya mendukung pemenuhan 5D desa yang
berkapasitas dan melakukan kegiatan pendampingan yang memadal
untuk penguatan kelembagaan pemerintahan desa sehingzga upaya
penguatan kelembagaan pemerintahan desa belum optimal.

¥ Pemda belum mielakukan evaluasisecara memadai atas penggunaan
Dana Desa untuk memastikan bahwa penggunsan Dana Desa
telah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa sehingza
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa belum optimal
serta Tidak tepat sasaran,

b Pemda belum melakukan pembinzan atas pengelolaan BUMDesa
secara profesional sehingga BUMDasa berpotensi rugi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupat, antara
lain sebagai berikut,

b Merencanakan program dan keglatan untuk pengembangan
kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan BPD dalam bentuk
pendidikan, pelatihan, penyuluhan sesual kebutuhan.

b Menyusun Prosedur Operasi Standar dan melaksanakan evaluasi
atas alokasi prioritas penggunaan Dana Desa.

» Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pengawas BUMDesa
dalamn hal penertban pembusatan laporan keuangan dan
merencanakan kegiatan pelatihan kepada pengelola BUMDesa
terkait peningkatan kompetensi atau skill dalam pengembangan
unit usaha.

— TP 1 Tahun: 2023 RAB IV - Hasil Pasmeriksaan Priositas Nasipnsl m



e Taig Helola Keuangan dan Aset Desa

b Pemda belum sepenuhnya mendukung penguatan kelembagaan
desa, hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan, antara lain:
(1} Pemda belum menetapkan regulasi melalul peraturan daerah
atgu peraturan kepala daeranh dan belum menyelaraskan regulasi
yang ada sesual peraturan perundangan-undangan yang mutakhin
{2) Masih terdapat SDM yang tidak mengikuti peiatihan/pembinaan;
dan (3} Kegiatan pendampingan desa melalui fungsi aparatur
kabupaten dan kecamatan belum optimal. Akibatnya, kelembagaan
desa belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinyga.

b Pemds belum melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan
keuangan desa secara memadal. Hal ni ditunjukkan oleh
beberapa permasalahan, antara lain: (1) Inspekiorat dan Badan
Parmusyawaratan Desa [BPD) belum melakukan pengawasan
berbasis risiko atas pengelolaan keuangan desa; dan (2) Kecamatan
belum mengevaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban
APBDes. Akibatnya, tujuan pengelolaan keuangan desa yang
baik, tertib dan akuntabel uniuk kesejahteraan dan kemakmuran
miasyarakat fdak tercapal.

F Pemda belum mendukung pemerintah desa dalam mengadakan,
mengamankan, menatausahakan dan memanfaakan aset desa
sesual perencanaan dan pengelolaan aset desa secara t2pat guna
sertatepat sasaran, Halini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan
antara lain: (1) Inspektorat belum sepenuhnya mengawasi program
dan kegiatan tata kelola aset desa; (2) Desa belum menuangkan
rencana pengelolaan aset desa dan rencana kebutuhan aset desa
dalam RPIMDes dan RKPDes; dan (3) Desa belum melaksanakan
penatausahaan administrasi, pengamanan, penghapusan dan
penilaian aset secara memadai. Hal ini mengakilbatkan timbulnya
risiko penyalahgunaan dan kehilangan aset desa, serta hdak
optimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki desa.

b Pemda belum melakukan pembinaan atas pengelolaan BUMDesa
secara profesicnal. Hal ini ditunjukkanoleh beberapa permasalahan,
antara lain: (1) Terdapat BUMDesa yang telah menyusun laporan
keuangan namun belum sesusi dengan ketentuan dan BUMDesa
yang belum menyusun laporan keuangan; (2) BUMDesa belum
ditetapkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham; dan (3]
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BUMDesa tidak memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Desa
(PADes). Akibatnya, tujuan pendirian dan pengembangan BUMDess
untuk penguatan ekonomi daerah tidak tercapal,

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepata Daerah,
antara lain sebagal berikut:

P Melengkapi dan menyelaraskan regulasi terkait  pengustan
kelembagaan desa sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang mutakhir,

b NMelaksanakan program dan  kegistan uniuk pengembangan
kapasiiasaparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
sesual kebutuhan.

P Menginstruksikan dinas terka, Inspektorat dan Camat untuk
maealaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan
keuangan dan aset desa sesuai ketentuan.

b Menginstruksikan dinas terkait untuk perkoordinasi dengan
pemerintah desa dan Pengawas BUMDesa dalam penertiban
administrasl hukum, pembuatan laporan keuangan dan
merencanakan kegiatan pelatihan kepada pengelola BUMDesa
terkait peningkatan kompetensi untuk pengembangan unit usaha.

Helembagaan dan Keuangan Daerah

DALAM mencapai target Pembangunan Nasional, selain menggunakan
dana APBN vyang dilaksanakan oleh kementerian/lembags (K/L),
pemerintah pusat memberikan fransfer daerah berupa mandotory
spending yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemda. Pemda wajib
mengalokasikan dana dan APBD untuk mendukung mandatery spending
vang beraszal dari PAD serfa pendapatan daerah lainnya.

Mandotory spending dalam pengelolaan APBEN dan APBD sebagai
perikut. (1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD; (2)
Besar angzaran kesshatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/
kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar zaji; (3) Dana Transfer
Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% ntuk
belanja infrastrulctur daerah yang langsung terkait dengan percepaian
pembangunan fasilitas pelayanan publik dan elenomi dalam rangks
meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
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kesenjangan penyedizan |ayanan publik aniardaerah; dan (4] Alokasi
dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemeriksaan BPK atas kelembagaan dan keuangan daerah dilaksanakan
untuk mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan ke-10 terutama target 10.1 pada tahun

m'::f::':' 2030, secara prograsif mencapai dan memperiahankan

=) pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah
- 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dar rata-rata
nasicnal,

Pemeriksaan BPK meliputs:

® Pemeriksaankinerja atas efekfivitas pengelolaan Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka mendukung kebutuhan
pendanaan penyediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah
tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola
Fiskal, Kementerian PPN/Bappenas, dan Instansi terkait lainnya.

e Pemeriksaan kinerja efekfivitas upaya kKementerian Dalam MNegeri
dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis
Elekironix [SPBE) pada Kementerian Dalam MNegeri,

e Pemeriksaan kinerja Program Percepatan Pemetaan Masional Skala
Besar pada Badan informasi Geospasial (BIG]).

e Pemeriksaan kinerja atas efekivitas upaya pemerintah daerah dalam
pengelclaan mangatory spending untuk mendukung belanja daerah
yang berkualitas tahun 2021 s.d. Semester | 2023 pada 25 Pemda.

e Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengeloiaan belanja wajib yang
berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal
(SPM) Pendidikan jenjang SMP dan'SMA TA 2021 s.d. 2022 pada dua
pemerintah daerah yaitu Pemprov Kepulauan Riau [jenjang SMA), dan
Pemkot Tanjungpinang (jenjang SMP).

e Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolzan Rumah Sakit Umum Daerzh
(RSUD) yang dilakukan terhadap 12 obrik pada 12 pemda.

e Pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan cperasional atas 27 BUMD pada
22 pemda. Pemeriksaan dilakukan pada 18 BPD/Bank Dasrah, 4 PDAM,
dan 5 BUMD yangz bergerak di bidang lainnya. BUMD tersebut antara
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lain di Pemprov DRI Jakarts, Pemprov lawa Tengah, Pemprov Sulawesi
Tengsh, dan Pemprov Sulawesi Tenggara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan capaian/upaya pemerintah daerah
yang dilakukan dalam kelembagaan dan keuangan daerah, antara lain;

o Pemerintah telah menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan
Perpres Momor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam penyediaan
infrastruktur, antara lain terkait tata cara pelaksanaan, pemberian
dukungan atas proyek KPBU, pengembalian invesiasi dalam bentuk
Avdilobility Poyment [AP), dan pelaksanaan pengadaan badan
usaha KPBU. Selain ifu juga telah mempublikasikan daftar proyek
infrastruktur KPBU serta memberikan fasilitas/dukungan, baik dalam
bentuk Project Develogment Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF]
maupun Penjaminan Infrastrukiur terhadap proyek KPBU.

e Kemendagritelahmenetapkan N5PKierkaitdengan proses bisnisSistem
Informasi Pemerintahan Daerah (31PD) jenis Informasi Pembangunan
Daerah dan Informasi Keuangan Daerah, antara lain Permendagri
Momor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Kemendagri juga telah berupaya mendukung penerapan SIPD dengan
Bussiness Frocess Redesign (BPR) Modul Informasi Keuangan Diasrah
pada 5IPD, manua! book baik untuk Modul Informasi Pembangunan
Daerah maupun Modul informasi Keuangan Daerah sebagai panduan
bagl pemda dalam Implementasl perencanaan pembangunan daerah
dan pengelolaan keuangan dasrah melalui SIPD,

e BIG telah mamenuhi salah satu target penyediaan peta dasar wilayah
darat yaitu pada skals 1:250.000 dengan capaian 100% dari target yang
tertuang dalam Perpres Kebijakan Satu Peta (KSP),

¢ Pemda dalam pengelolaan mandalory spending: (1) Pemenuhan
alokasi anggaran mandotory spending pada fungsi pendidikan minimal
20% dari belanja daerah pada 13 pemda; (2) Pemenuhan anggaran
mandatory spending belanja wajib penanganan dampak inflasi
sebeszar 2% yang bersumber dari DTU pada 11 pemdsa; {3) Program dan
kegiatan fungsi pendidikan berorientasi kepada layanan "lebih basar”
daripada belanja aparatur dan operasional rutin pada 5 pemda; dan
(4) Program dan kegiatan bidang infrastrukiur berorientasi kepada
layanan “lebih besar” daripada belanja aparatur dan operasional rutin
pada 14 pemda:
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e Pemprov Kepulauan Rigu telah memenuhi alokasi anggaran belanja
wajib di bidang pendidikan minimal 20% dari belanja daerah dan
berdasarkan kebutuhan di fungsi pendidikan, dan melakukan upaya
pemenuhan jumlah dan distribusi Pendidlk melalul penerimaan
Pezawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja [PPPK].

e Pemkot Tanjungpinanz telah menyelaraskan perencanaan bidang
pendidikan dalam RKPD, Renja Dinas Pendidikan dan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA] dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan
telah melakukan perhitungan capaian angka partisipasi kasar (APK) di
tahun 2022 dengan nilai APK untuk SMP/MTs/Paket B sebesar 94,89%
yang dimuat dalam indikator kinerja utama Dinas Pendidikan tahun
2022,

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 848 temuan yang memuat
permasalahan antara lain:

Pemeprintah Puzal
e Kementerian PPN/Bappenas

b Proses identifilkasi, penetapan, pengusulan proyek KPBU
oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada
Kementerian PPN/Bappenas belum didasarkan pada analisis yang
komprehensif. Sefain itu, penilaian Kementerian PPN/Bappenas
dalam rangka penetapan Daftar Rencana KPBU (DRK) dan Public
Private Partnership{PPP) Book belumdidukung dengan ketersediaan
pedoman/panduan teknis. Hal terssbut mengakibatkan antara
lain proyek-proyek KPBU yang termuat dalam DRK dan PPP Book
berisiko tidak dapat dilaksanakan secars efekiif dan tepat wakiu.

b Sehanyak 4 proyek KPBU Sistem Penyedizan Air Minum [SPAM)
belum sepenuhnya dipersiapkan dan dilaksanakan secars memadal,
Permaszalahan pada tahap penyiapan yaitu kajian prastud
kelayakan belum sepenuhnya handal dan perjanjian kerjasama
pendukung berupa perjanjian gfficker belum sepenuhnya disusun
secara selaras dengan perjanjian KPBU. Sedangkan pada tahap
pefaksanaan terdapat permasaiahan antara lain keterlambatan
pemenuhan komitmen pemerintah baik pemerintah pusat/daerah
dalam rangka mendukung. penyelenggaraan proyek KPBL SPARN.
Hal tersebut mengakibatkan antara lain Penanggung Jawab Proyek
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Kerjasama (PIPK)] proyek KPBEU SPAM berisiko menanggung beban
keuangan yang semakin meningkat dan perjanjian proyek KPBU
SPAM berisiko miangalami pengakhiran perjanjian akibat cidera
janji PIPK kepada BUR

e Kemenisrian Dalam Megeri

» SIPD belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuban proses bisnis
perencanaan pembangunan daesrah serta penyelaraszan kebijakan
pusat dan daesrah, antara lain belum sepenuhnya mensrapkan
applicoiion control yang memadal untuk penjadwalan penyusunan
dokumen perencanaan daerah dan penyelarasan RKPD dan RPIMD,
belum sepenuhnya menyediakan fitur sesuai kebutuhan pemilik
proses bisnis, dan belum sepenuhnya mendukung penyelarasan
kebijakan pusat dan daerah. Akibatnya, SIPD belum sepenuhnya
dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kepada pemda terkait
perencanaan pembangunan daerah, dan Kemendagri belum
memiliki dotabose nasional yang memuat informasi mengenai
keselarasan dan konsistensi antarienis dokumen perencanaan, baik
pusat maupun daerah.

b SIPD belum sepenuhnya mendukung transparansi pengeslolaan
keuangan dasrah dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual,
yaitu belum sepenuhnya mengakomodasl proses pengelolaan
keuangan daerah, dan belum sepenubnya mendukung penyajian
laporan keuangan berbasis akrual sesuai ketentuan yang berlaku.
akibatnya, pengelolaan keuangan dasrah kurang optimal karena
sebagian akiivitas atau owiput perlu dihasilkan secara manual
gtau melalui aplikasi lainnya, keterlambatan penyampaian LKPD
Unaudited TA 2022 kepada BPK pada lima pemda yang diuji pefik,
dan data dan informasi dalam SIPD belum sepenuhnya dapat
digunakan oleh pemangku kepentingan.

# Badan Informasi Geeospasial

b Terkait Penyediaan peta dasaryang berkualitas dan siap pakai sesuai
kebutuhan pembangunan nasional, (1) BIG belum sepenuhnya
dapat menyediakan dan memenuhi target peta dasar wilayah darat
yang berkualitas dan slap pakai sesuai kebutuhan pembangunan
nastonal; (2] Data geospasial dasar dan informasi geospasial unsur
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peia dasar wilayah laut dan pantal yang berkualitas dan siap pakai
sesuai pembangunan nasional belum sepenuhnya tersedia; dan (3)
Informasi geospasial unsur peta dasar batas wilayah administrasi
desa/kelurahan yang berkualitas dan siap pakal sesuai kebutuhan
nasional belum sepenuhnya tersadia. Akibatnya, peta dasar wilayah
darat, peta dasar wilayah laut dan pantai, seria peia dasar batas
wilayah administrasi desa/kelurahan yang berkualitas dan siap
pakal sesual kebutuhan pembangunan nasional belum sepenuhnya
tersedia.

b Terkait penyedizan infrastrukiur informasi geospasial yang
berkualitas dengan dukungan  kebijakan, standar teknologl,
kelembagaan dan SO, (1) Regulasi, kebijakan dan standar informasi
geospasial untuk mendukung pembangunan nasional belum
sepenuhnya tersedia dan disosialisasikan kepads Stakeholger;
(2) SOM pada BIG dan kelembagaan informasi geospasial belum
sepenuhnya efekiif dalam mendukung penyediaan peta dasar; dan
(3} Pengelolaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan peta dasar
pada BIG belum sepenuhnya memadal, Akibatnya, penyedisan
infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan
dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan S5DM
kelum sepenuhnya tersedia

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:
e Nenteri PPN/Kepala Bappenas agar:

b Memerintahkan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan untuk
menyusun dan menetapkan secara formal pedoman/panduan
izknis yang jelas dan komprehensif dalam melakukan penilaian
usulan proyek KPBU dan penetapan ambang batas pengkategorian
proyek KPBLU, baik Dalam Proses Penyiapan (Linder Preparotfion)
maupun Siap Ditawarkan |Ready to Offer), untuk dimasukkan dalam
DRE dan PPP Book.

b Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Usaha
Pelaksana (BUP}, BUMD ssbagal PIPK atau pihak yang mewakil
PIPK Proyek KPBU SPAM, pemda, PDAMN Offtaker, dan Kementerian
PUPR serta Kementerian/instansi lainnya untuk melakukan evaluasi
guna perbaikan atas tata kelola pelaksanaan proyek KPBU SPAM
antara lain berkaitan dengan keselarasan perjanjian KPBU dan
perjanjian pendukungnya/perjanjian cfftaker serta penyelesaian
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pembangunan dukungan proyek SPAM untuk pencapaian target
sambungan rumah.

¢ Nenteri Dalam MNegerl agar menginstruksikan kepada kepala Pusdatin
melalui: {1) Sekretaris fenderal Kemendagri dan kepada Direkiur
jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk mengembangkan SIPD RI
Modul Informasi Pembangunan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan
penyelarasan kebijakan pusat dan dasrah, sesual dengan proses bisnis
perencanaan pembangunan daerah; dan (2) Sekretariz Jenderal
Kemendagri dan kepada Direktur Jenderal Bina Keuanzan Daerah untuk
mengembangkan SIPD Rl Modul Informasi Keuangan Daerah sesuai
ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan

pengguna.

¢ Kepala Badan Informasi Geospasial agar:

» Berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait dalam rangka
percepatan penyediaan unsur peta dasar wilayah darat uniuk
mamenuhl amanat Undang-undang Nomor & Tahun 2023 pada
Penjelasan Pasal 18 yang menysbutkan bahwa Peta Rupa Bumi
Indonesia skala 1:5.000 harus fersedia wntuk seluruh wilayah
Indonesia dan berkoordinasi dengan pemda dalam rangka
penyediaan peta dasar wilayah darat.

P Menyusun, menetapkan dan menyosialisasikan rencana induk
penyelenggaraan  informasi  geospasial, serta  menyusun,
menerbitkan dan menyosialisasikan regulasi, kebijakan dan standar
teknis informasi geospasial khususnya yang diamanatkan oleh
Undang-undang.

Pemeriniah Daerah
o Mandotory Spending, pemeriksaan dilaksanakan pada 25 pemda.

» Perencanaan mandofory spending dalam APBD pada 13 pemda
belum terpenuhi sesual dengan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku, di antaranya:

= Belum menyusun rencana kebutuhan pada fungsi pendidikan
berdasarkan analisis kebutuhan pada APBD yaitu perhitungzan
kebutuhan hanya disusun berdasarkan bidang pendidikan
secara umum dan tidak mengacy pada fungsi pendidikan dalam
penyajiannya.
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* Belum menyusun rencana kebutuhan pada bidang
infrastrukiur berdasarkan analisis kebutuhan yaitu sinkronisasi
belanja Infrastruldur pelayanan publik pada pemda, belum
memperhatikan  kebutuhan  rill  dalam  pembangunan
antarwilayah,

Akibatnya, pemda berpotensi fidak dapat mewujudkan belanja
daerah yang berkualitas sesual dengan target dalam RRIMN dan
RPIMID.

b Pengelolaan maondotory spending fungsi pendidikan dan bidang
infrastrukiur belum sepenuhnya mendukung belanja daerah yang
berkualitas, di antaranya:

* Pemda belum memenuhi target SPM Fungsi Pendidikan dan
Bidang Infrastruktur serta belum didukung dengan dafa yang
valid. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengisian pemenuhan
target SPM Fungsi Pendidikan dan Bidang Infrastruktur masih
belum menggunakan data yang wvalid. Data fersebut tidak
berdasarkan data riil yang dimiliki oleh pemda namun sebatas
data untuk pemenuhan SPM sesuai dengan farget 3PM yang
telah ditetapkan.

* Pemda belum meresalisasikan belanja fungsi pendidikan dan
bidang infrastruktur sesuai dengan rencana, transparan dan
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa capaian realisasi belanja fungsi pendidikan
dan bidang Infrastrukiur belum sepenuhnya terealisasikan
100% sesual dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan serta
di antaranya dimanfaatkan tidak sesual dengan peruntukannya.

Hal tersebut mengakibatkan hasil pelaksanaan program ‘dan
kegiatan fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur berpotensi
tidak dapat memenuhi target SPM, serta capaian indikator utama
{output dan outcome) khususnya Tungsl pendidikan dan bidang
infrastrukiur berpotiensi tidak dapat tercapai.

P Pemds belum sepenubnya menindakianjut hasil evaluasi atas
pelaksanaan penerapan 5PM dan evaluasi atas capaian kinerja, d
antaranya:

* Pemda belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas
penerapan SPM (terkait mandatory spending yaitu pendidikan,
pekerjaan umum dan perumahan rakyat).
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» Pemda belum menindaklanjuti  hasil evaluasi gubernur/
Kemendagri/kementerian terkait atas pelaksanaan SPM. Hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa Hdak semua tindak lanjut
yang dilakukanh oleh SKPD sesual dengan catatan.

»  Pamda belum meiaksanakan evaluasi atas capaian kinerja kunci
output dankinerja kunci outcome yang Indikatormya diselaraskan
dengan farget dalam RPIMN.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan dan pemenuban
mandatory spending berpotensi tidak terpantau serta tidak
dapat menjadi folak ukur perbaikan dan penyusunan dokumen
perencanaan berikutnya dan risiko pelaksanaan atas program/
kegiatan yang berkaitan dengan mandatory spending tidak sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

¥ Anggaran mondotory spending terkait keuangan untuk pemerintah
kota yang memiliki desa lebih besar dibandingkan anggaran pada
pemerintah kabupaten., Hal ftu tercermin dari permasalshan
regulasi penghitungan ADD pada pembkot belum sepenuhinya sesual
dengan kebutuhan dimana alokasi lebih besar dari kebutuhan desa
yang ada dalam pemkot, Akibatnya, potensi anggaran ADD tidak
terealisasi secara maksimal dan meniadi Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA); seria pemenuhan anggaran mandatory spending
sesual ketentuan belum terwujud,

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah
antara [ain agar:

b Memerintahkan TAPD umtuk mangkaji kemampuan keuangan
daerah dalam pemenuhan anggaran mandafory spending sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan
kebutuhan.

P Memerintahkan Tim Pelaksana SPM di pemda untuk membuat
surat edaran kepada seluruh SKPD untuk memasiikan data dalam
e-5PN dan realisasi penerapan SPM telah diinput sesual kondisi
segenarnya.

b Memerintahkan kepala SKPD terkait fungsi pendidikan dan bidang
infrastrukiur memastikan realisasi belanja telah sesusl dengan
rencana pemanfaatan dan dapat digunakan,
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b Nelakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dhi. Kementerian
Dalam Meger dan Kementerian Keuangan terkail regulasi alokasi
muondotory spending ADD vyang belum memperiimbangkan
karakteristik pemerintah kota yang masih memiliki desa.

e SPM Pendidikan

b Pemdabelumberupayasecaraopimaldalammengelolapembiayaan
belanja wajib yang berkualitas dalam rangka pemenuhan 5PM
Pendidikan. Hal int ditunjukkan oleh permasalahan di antaranya
pernda belum meamprioritaskan anggaran belanja pendidikan
yang berkualitas, dan penggunaan dana Sumbangan Pembinaan
Pendidikan (SPP)} dan dana Bantuan Operasional Sekolah [BOS)
berpotensi Gidak dapat memenuhi pencapaian SPM Pendidikan.
Akibatnya, dana pendidikan yang diterima tidak dialokasikan
secara memadai untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan
meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan.

b Pemda belum berupaya secara optimal dalam penyediaan sarana
dan prasarana pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh permasalazhan
befum disusunnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasana
pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan belum sesua
kebuiuhan. Akibatnya, sarana dan prasarana tOdak tersedia secara
memadal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

F Pemda belum berupaya secara optimal dalam pemenuhan jumiah
dan distribusi pendidik, hal ini ditunjukkan oleh permasatahan
di antaranya belum adanya pemetaan distribusi pendidik, serta
perencansan pemenuhan iumizh dan peserta pendidik belum sesual
kebutuhan. Hal tersebut mengakibatkan potensi fidak tercapainya
target pemenuhan guru serta tidak meratanya distribusi guru,

Atas permasalahan tersebui, BPK merekomendasikan kepada para
Kepala Daerah antara lain agan

b Memprioritaskan alokasi anggzaran yang berorientasi pada
pemenuhan layanan polkok pendidikan dalam rangka pemenuhan
capaian SPM Pendidikan; serta meamerintahkan Kepala Dinas
Pendidikan dan Inspaktur agar meningkatkan pengawasan terhadap
penganggaran dan pengelolaan Dana BOS dan atau SPP di satuan
pendidikan.
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b Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar menyusun
persncanaan sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas
serta data yang akurat.

b NMenetapkan peraturan ierkait penataan dan distribusi pendidikyang
memuat perhitungan kebutuhan guru dengan mempertimbangkan
kualifikasi dan linearitas guru, skala prioritas pemenuhan guru,
serta jam mengajar gury.

e Pengeloiaan Rumah Sakit Umum Daerah

Hasll pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan RSUD dilakukan
terhadap 12 obrk pada 12 pemda. Pemeriksaan dilakukan sebagai
upaya BPK. mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan 16 o
pembangunan berkelanjutan ke-16 terutama target 16.5, e

yaitu mengembangkan lembaga yang efekiif, akuntabel,

dan transparan di semua tingkat,

Hasil pemeriksaan memuat permasalahan antara lain:

» RSUD 5it Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, terdapat pekerjaan
tidak sesuai spesifikasi, kurang valume, dan kelebihan perhitungan
harga satuan yaitu pada pengadaan jasa konsulian mosterplon dan
Detail Engineering Design Kawasan RSUD sebesar Rpl,86 miliar,
pengadaan pembangunan sistem informasi manajemen rumah
sakit sebesar Rp3,05 miliar, pekerjaan pemeliharaan sarana RSUD
sebesar Rpl,52 miliar, serta pekerjsan |asa kebersihan RSUD
sebesar Rp3,38 miliar, serta pekerjaan lainnya sebesar Rpd, 02 miliar.
Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran
sebesar Rpl5,83 miliar,

b Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Mabire,
terdapat pertanggungjawaban Bendahara TA 2023 (s.d. Triwulan
1) yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban
belanja barang dan jasa yang lengkap sebesar Rp2, 63 miliar. Hal
tersebut mengakibatkan realisasi belanja yang dibebankan pada
BLUD belum dapat dinilai ketepatan penggunaannya dan risiko
terjadi penyalahgunaan atas realisasi belanja tersabut.

b RSUD Biak Kabupaten Biak Mumfor, hasil pengadaan bangunan
oedung. Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Pedigtric intensive
Care Unit (PICU) dan alat kesehatan NICU PICU yang telah diujl
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fungsi sebesar Rpl2,10 miliar belum dimantaatkan. Permasalahan
tersebut mengakibatkan efekfivitas tujuan pengadaan bangunan
dan alat kesehatan sebesar Rpl2,10 miliar belum tercapai.

b RSUD Dr. H, Chasan Boesoirie, pembayaran belanja honorarium
sebesar Rp2,22 millar tidak sesuai dengan keientuan, yaitu
pembayaran honorarium Kuasa Pengzuna Anggaran, Tim Pengelola
Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Unit
Layanan Pengadaan TA 2022 dan 2023 tidak mengacu pada standar
biaya umum; pemberian honorarium PETK tumpang tindih; dan
besaran honararium Dewan Pengawas Tahun 2022 melebihi batas
maksimal yang diatur dalam Permendagri. Permasalahan tersebut

mengakibatkan kelebihan pembayaran honararium sebesar Rp2,22
miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK mearskomendasikan kepada kepala
daerah terkait agan

b Memerintahkan Direkiur RSUD 5ii Fatimah agar memproses
kelebihan pembayaran sebesar Rpls,83 miliar dan menyetorkan ke
kas BLUD.

b Menginstruksikan Direkiur RSUD Kabupaten MNabire untuk
melengkapl dokumen pertanggungjawaban pengeluaran belanja
sebesar Rp2,62 miliar dan berkoordinasi dengan Inspekiorat untuk
melakukan verifikasi atas dokumen perianggungjawaban tersebut,

b Menginstruksikan Direktur RSUD Biak untuk melakukan langkah-
langkah penertiban dan percepatan pemanfaatan bangunan NICU
PICU lengkap dengan alat kesehatan penunjangnya.

b Memerintahkan Direktur RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie unfuk
menarik dan menyetor kelebihan pembayaran honorarium ke kas
BLUD sebesar Rp2,22 millar dan mengusulkan penetapan besaran
honorarium yang diberikan kepada satuan pengawas internal sesuai
dengan ketentuan.

Badan Usaha MMk Daerah
e Operasional Badan Usaha Millk Daerah

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas operasional BUMD dilakukan
terhadap 27 BUMD pada 23 pemda meliputi 18 BPD/Bank Daerah, 4
PDAM, dan 5 BUMD yang bergerak di bidang lainnya. Pemeriksaan ini
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dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemenintah dalam mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan ke-8 terutama target 8.1 -
mempertahankan pertumbuhan ekonoml per kapita sesual § s
dengan kondisi nasicnal, serta target 8.10 - memperkuat ;
kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong
dan memyperiuas akses terhadap perbankan, asuransi, dan
jasa keuangan bagi semua.

Hasil pemeriksaan memuat permasalahan antara lain:

b PT Bank Pembangunan Dasrah lawsa Tengzsh

Fengelolaan kredit proyek pada PT Bank Pembangunan Daeran
[BPD) Jateng atas 29 debitur tidak sesual prosedur, antara lain:
{1} Kontrak induk antara calon debitur dengan pemberi kerja
tidak ditemukan/tidak lengkap; (2) Verifikasi dan peninjauan
langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi calon debitur
dan pekerjaan/proyek yang akan dibiayai tidak dilakukan/tidak
meamadai; (3] Jaminan kredit kurang dari yang dipersyaratkan; (4]
Pencairan kredit dilakukan tanpa dilengkapl dengan dokumen yang
dipersyaratkan dan bukti yvang dilampirkan terindikasi tidak riil; (5)
Kredit digunakan untuk kebutuhan selain preyek; (6) Perpanjangan
jangka wakiu kredit odak didukung dengan surat keterangan dari
pemberi kerja; dan (7) Monitoring perkembangan pelaksanaan
proyek tidak dllakukan sehingza PT BPD lateng tidak mengetahui
adanya pembayaran kepada debitur maupun pemutusan pekerjaan
debitur oleh pemberi kerja. Selain itu, klaim asuransi atas kredit
macet sebesar Rpl54,48 miliar yang diajukan PT BPD lateng
ditolak karena klaim tidak sesual dengan klausul Nota Penawaran
Pertanzgungan/SPK dan debitur masih memiliki hutang subrograsi
kepada pihak penjamin,

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT BPD lateng berpotensi
tidak mendapatkan pelunasan kredit dari debitur sebesar Rp216,09
miliar -dan pengalihan hak tanggungan kepada pihak asuransi
dengan saldo utang subrogasi sebesar Rpi54 48 miliar tidak sesuai
dengan ketentuan.

» Perumda Pembiangunan Sarana laya

Terdapat permasalzhan dalam pengelolaan kegiatan operasional
Perumds Pembangunanh Sarana laya (PPS)) pada Pemprov DKL
lakarta, antara lain:
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*  PPS) melakukan perikatan perjanjian pengikatan jual beli dengan
PT LA untuk pembelian tanah di Ujung Menteng dan telah
membayar sebesar Rpl55,45 milian Mamun, sampai dengan
batas waktu yang ditentukan, PT LA fdak dapat memenuhi
kewajiban mensertifikatkan tanah a.n. PPSJ sshingza PPS)
membatalkan transaksi jual beli tanah tersebut. PT LA baru
mengembalikan uang sebesar Rpl0.00 miliar kepada PPS.,
sehingza masih terdapat kekurangan sebesar Rpl45,49 miliar
Akibatnya, plutang PPS) sebesar Rpl45,4% miliar tidak tertagih
dan pendapatan denda dan bunga keterlambatan sebesar
Rp7.22 miliar belum diterima.

*  PPS) melakukan pembelian tanah seluas 240,857 m2 di Rorotan
dari PT CI8, namun terdapat bagian tanah seluas 29.981 m2 atau
sebesar Rp96,59 miliar merupakan tanah milik Pemprov DKI.
Hal tersebut mengakibatian kekurangan tanah ssluas 29.581
m2 atau sebesar RpS96,59 miliar atas tanah milik Pemprov DK
lakaria yang dibeli PPS! dari PT CiR

* PP5] membeli tanah seluas 67.572 m2 di Kampung Malaka,
Rorotan darl sdr. FHW dan telah direalisasikan pembayaran
uang muka sebesar Rp20,00 miliar, Hasil pemeriksaan diketahui
antara lain sdr. FHW menawarkan tanah yang bukan milikoya,
ierdapat revisi Prosedur Pengadaan Tanah dengan merubah
dasar pembayaran dari Akia lual Bell menjadi PRIB, serta tanah
yang ditawarkan diklaim oleh pihak lain. PPS] telah melakukan
pembatalan pembelian tanah, namun baru mengembalikan
uvang muka sebesar Rp& 00 miliar. Permasalahan tersebut
mengakibatkan uang muka yang telah dibayarkan belum
diterima kemball cleh PP5] sebesar Rp72,00 miliar.

b PT fakarta Propertindo

Pada tashap pelaksanaan pembangunan Jakarta Internabional
Stadium (i3] terdapat permasalahan: (1) Kekurangan volume
sebesar Rp4,21 miliar, ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp35,74
miliar, dan pembebanan biaya jaminan pelaksanaan, tambahan
pajak penghasilan, dan harga satuan tiang pancang sebesar
Rp23,4% miliar pada pekerjaan pembangunan JIS Hdak sesual
dengan ketentuan; (2) Kekurangan volume sebesar Rp2,19 miliar
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pada pekerjaan Hunjan Pekerja Pendukung COperasional Kampung
Susun Bayam lIS; dan (3] Keterlambatan penyelesaian pekerjgan
pembangunan JIS belum dikenakan denda sebesar Rp7,26 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar
Ep65.63 miliar dan kekurangan penerimaan sebasar Rp7,26 miliar.

» PT Bank Pembangunan Dazsrah Sumatera Utara
Permasalahan tarkait dengan pengelolaan kradit antara lain:

= Pemberian kredit kepada Sdr WFE PT MINM dan grup usaha,
CV ASM, dan Sdr. KHS tidak memperhatikan prinsip kehati-
hatian perbankan, seperti pelampauan plafon kredit terhadap
kebutuhan, fidak selesainya proyek yang diblayai dengan kredit
investasi, pelanggaran covencni, dan tidak terpenuhinya syarat
self-financing dalam proses pemberian kredit debitur,

= Klaim asuransi yang diajukan PT Bank Pembangunan Dasrah
Sumatera Liara (Bank Sumut) sebesar Rpl5,69 miliar ditolak
perusahaan asuransi, karepa pengajuan kisim asuransinys
terlambat, tidak membayar premi, dan jangka wakiu kredit
mielebihi ketentuan.

»  Pangalinan pembayaran tagihan presiasi pekerjaan pada Kredit
Surat Perintah Kerja [SPK] dan Kredit Modal Kerja Transaksional
Rekapan (KMK-TR) menysbabkan kredit macet sebesar Rp8,27
miliar.

* Pepanganan atas kredit macet sebesar Rp25.44 miliar dengan
umur tunggakan diatas 10 tahuntidak dilakukan secara optimal.

Hal tersebut mengakibatian antara lain PT Bank Sumut memiliki
risiko kradit yang berpotensi merugikan keuangan bank atas kredit
macet sebesar Rpl10,35 miliar

Atas permasalahan tersebut, BPK merekemendasikan agarn
» Direktur Utama PT BPD Jateng

= Menyusun langkah-langkah untuk pengembalian kredit sebesar
Rp216,09 miliar dengan skala prioritas dan jadwal yang jeias
sehingga dapat dikembalikan ke Kas Bank Jateng,
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Melakukan koordinasi dengan pihak asuransi uniuk melakukan
penyelesaian atas pembayaran subrogasi sebesar Rpl54,48
ritiar.

b Direktur Utama PPSJ

*  MNenagih piutang sebesar Rpl45,49 miliardan pendapatan denda
dan bunga keterlambatan yang belum diterima sebesar Rp7,22
miliar dar PT LA serta mengambil langkah-iangkah hukum yang
diperlukan apabila penagihan tidak dzpat dilaksanakan.

* Memerintahkan PT CIP untuk menyelesaikan penggantian
tanah seluas 25,581 m2 sebesar Rp35,59 miliar sesual dengan
ketentuan yang berlaku.

* Menarik kembali pembayaran uang muka pembelian tanah
sebesar Rp72,00 miliar dar Sdr. FHW dan menyetorkan ke kas
PPS), serta mengambil langkah-langkah hukum yang diperiukan
apahbila Sdr. FHW tidak segera mengembalikan uang muka
tersebut.

b Direktiur Utama PT lakpro

* Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp&5,63 miliar
kepada rekanan dan menystorkan ke reksning proyek 115 atau
memperhitungkan dengan pembayaran retensi.

* Nengenakan denda keterlambatan sebesar Rp7,26 miliar
kepada rekanan.

b Direkiur Utama PT Bank Sumut

* Memerintzhkan pejabat terkait agar berkoordinasi dalam
melakukan upaya penyelesaian dan penanganan kredit
bermasalah sesuai kebijakan bank yang barlaku.

*  Memerintzhkan Pemimpin Divisi Operasionsl agar lebih optimal
dalam mengawasl dan memonitor pengelolaan pengajuan
gsuransi, penerbitan polis, masa berlaku asuransi, dan klaim
asuransi kepads perusanaan asuransi,
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= Memerintahkan Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit dan
Pemimpin Divisi Pengawasan berkoordinasi untuk menelusuri
kredit macet dengan umur tunggakan di atas sepuluh tahun dan
menginventarizasi langkah penyelesaian yang dapat ditempuh
oleh Bank.

Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan

REVOLUSI mental & pembanzunan kebudayaan pada RKP Tahun 2023
diarahkan pada (1] Memperkual pelaksanaan gerakan nasional revcliusi
mental dan pembinaan ideologi Pancasila; (2] Memperkuat pemajuan
kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2) Menzembangkan moderasi
beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial; dan (4)
Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inowvasi dalam upaya
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Pada tahun 2023, keberhasilan prioritas nasional revolusi mental &
pembangunan kebudayaan diukur pada 5 sasaran yaitu: (1) Terwujudnya
Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri,
dan Indonesia Bersatu; (2) Terwujudnya aktualisasi nilai-nilal Pancasila; (3)
Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalamrangka pembentukan
karakter; (4] Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung
pemajuan kebudaysan; (3] Menguatnya pemshaman dan pengamalan
nilal ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat
beragam; dan (6) Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi
untuk mewujudkan masyarakat berpengeiahuan, inovatif, dan kreatif,

Pencapaian sasaran pricritas nasional revolusi mental & pembargunan
kebudayaan dilakukan melalul 4 program prioritas (PP, Atas 4 PP fersebut,
BPK melaksanakan pemeriksaan tematik di tahun 2023 pada 4 PP yang
difokuskan pada pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut.
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Tabel 4.1 Fokus Pemeriksaan BPK Tahun 2023 atas Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental &
Pembangunan Kebudayaan
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Hasll PEMeriisaan

PADA semaster || tahun 2023, BPK memeriksa prioritas nasional
revolusi mental & pembangunan kebudayaan mencakup: (1) Revolusi
mental dalam tata kelola pemerintahan (PP1 KP2); (2) Penguatan Pusat-
Pusat Perubshan Gerakan Revolusi Mental (PP1 KP4); (3) Pembinaan
ideclogi Pancasiia, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan
dan bela negara {PP1 KP&); (4) Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian
Kebudayaan (PP2); (3) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji (PP3
KPA); dan (6) Peningkatan budaya literasi dan panguatan institusi sosial
penggzerak literasi dan inovasl (PP4 KP1 dan KP4).

Pemeriksaan prioritas nasional revolusi mental & pembangunan
kebudayaan dilakukan pada 32 obrik yang terdiri atas 5 pemeriniah pusat
dan 23 obrik pemda. Pemeriksaan meliputi 30 obrik kinerja dan 2 obrik
CTT-kepatuhan.

Tujuan dan simpulan hasil pemeriksaan menurut obrik atas prioritas
nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan disajikan pada
tampiran 5.3.

Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional revolusi mental &
pembangunan kebudayaan mengungkapkan 306 temuan yang memuat
362 parmasalahan sebesar Rp4,00 millar. Permasalahan tersebut mellput
12 kelemahan SPl, 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan [selanjutnya disebut ketidakpatuhan)
sebesar RpB0,45 juta, dan 343 permasalahan efisiensi, ekonomis, dan
sfekiivitas (3E) sebesar Rp3,92 miliar. Perincian selengkapnya disajikan
pada Gambar 4.4.

Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan prioritas nasional
revolusi mental & pembangunan kebudayaan menurut cakupan dan jenis
pemeriksaan disajikan pada Lompiran £2 dan Loampiron 5.4 pada flosh
disk.

Berikut ini hasil pemeriksaan atas prioritas nasional reyolusi mental &
pembangunan kebudayaan pada pemerintah pusat dan pemda.
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Revolusi Mental Dalam Tata Helola Pemerintahan

SESUAI dengan RPIMN 2020-2024, pada PP1 terdapat Kegiatan
Prioritas (KP) 2 yaitu “Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan
untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif”,
KP 2 tersebut diturunkan menjadi dua ProP, antara lain ProP 2 adalah
"Penerapan disiplin, reward dan punishment dalam birokrasi”. Salah
satu instansi pelaksana selaku penanggung jawab proyek terkalt PN
4, PP 1, KP 2, ProP 2 adalah Badan Kepsgawaian Megara (BEN). Hal ini
dikarenakan agenda pembangunan tersebut erat kaitannya dengan tugas
pokok dan fungsi BEN dalam hal pengawasan dan pengendalian atas

m penerapan penghargaan dan hukuman disiplin Aparatur Sipil
Bl MNegara (ASN) yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Hal
tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan
ke-16, khususnya target 16.5 mengembangkan lembaga yang
efektif, akuntabel, dan transparan di samua fingkat.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efekiivitas pengawasan
dan pengendalian penegakan disiplin 45N dalam mendiukung PN 4 —
Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 s.d. Triwulan
Il Tehun 2023 pada BEKN dan instansi lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan
diketahui BKN telah melakukan upaya untuk menipgkatkan sfektivitas
pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN, antara lain
melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pengawasan dan pengendalian
penegakan disiplin ASN, serfa memiliki layanan pengaduan ferkait
penegakan disiglin ASN berupa sistem Informasi Integrated Disiplin (1"DIS).

Selain Hu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 11 temuan yang memuat
permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat
® Badan Kepegawaian Negara

F Regulasi terkait pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin
ASN belum selaras dengan regulasi penegakan disiplin ASN, karena
Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana
diamanatkan dalam UU ASN belurm diterbitkan. Gaji dan tunjangan
PNS yang berlaku saat inl masih mengacu pada PP Nomaor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji PM5 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan PP Nomor 15 Tahun 2015. Dengan belum
diterbitkannya PP terkait Gaji dan Tunjangan, jenis Hukuman Disiplin
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Sedang berupa pemetongan funjangan kinerja seharusnya belum
berlaku. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kesalahan
penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

b Pemanfaatan I'DIS sebagai sisiem informasi pelaporan proses
hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerinizh (PP} Nomaor
94 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin' ASN Pasal 39 Ayat
{3) “pendokumentasian Keputusan hukuman disiplin’ termasuk
dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara'. Hasil
pemeriksaan terhadap penggunaan I'DIS oleh instansi K/L/pamda
diketahui bahwa tingkat penggunaan I'DIS yang masih rendah,
yaitu versi 1 hanya 13,99% instansi yang menggunakan dan versi
2 hanya 11,94% yang menggunakan I'DIS. Berdasarkan uji petik
atas 32 K/L/pemda, pemanfaatan I'DIS selama tahun 2021-2023
rata-rata sebesar 38,87%. Permasalahan tersebut mengakibatkan
pemantauan pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin
ASN K/L/pemda belum optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala
BEN untuk:

e Berkoordinasi dengan Kementerian PANRE dalam rangka meneiapkan
reguiasi terkait pengenaan hukuman disiplin yang berdampak pada
pemaotongan panghasilan ASN.

e NMenginsiruksikan Depull Bidang Wasdal untuk melakukan diseminasi
I"Dis kepada seluruh K/L/pemda dalam rangka penegakan disiplin ASN
seria menerapkan sanksi sesual ketentuan atas pelangzaran pelaporan
penegakan disiplin ASN.

Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental

WMEMNGACL! Peraturan Presiden Momor 18 Tahun 2020 tentang REIMN
Tehun 2020-2024 dan sesuai dengan Pemutskhiran RKP Tahun 2023,
arah kebijakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk
penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan Revolusi Mantal (GRM) antara
lain: (1) Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat,
efexlf, efisien, dan terpercaya melalul peperapan penguatan budaya kerja
ASN; (2] Penerapan disiplin, reward, dan punishment dalam birokrasi
melalui upaya pensgakan disiplln dan penerapan kebijakan manajamean
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penghargaan ASN berbasis kinerja; dan (3] Penguatan peran gugus
tugas serta pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L dan daerah
urtuk menginternalizasikan nilal esensial revolusi mental beserta kelima
program Gerakan Masional Revolusi Mental (GNRM) di masyarakat dan
memperkust jejaring pelaksanaan GNRM dalam melaksanakan kegiatan
yang sesual dengan nilai-nilal esensial revolusi mental.

Salah satu sasaran PPl adalah ferwujudnya Indonesia Melayani,
Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonssia
Bersatu, dengan indikator di antaranya nilai dimensi Gerakan Indonesia
ivielayani (GIM) dengan target pada tahun 2023 dan 2024
masing-masing 79,30 dan 75,38, Hal tersebut sejalan dengan

N Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-18, khususnya target
!; 16,5 mengembangkan lembaga yang efektf, akuntabel, dan
transparan di semua tingkat.

(LRl =i

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional
tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas penguatan pusat-
pusat perubahan GRM pada 10 obrik vang meliputi 2 obrik pemerintah
pusat dan § obrik pemda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pemerintah pusat dan pemda
telah melakukan upaya, antara lain:

o Kemenko PMEK telah menerbitkan pedoman umum pelaksanaan
Program GMRM pada tahun 2021 yang menjadi pengganii pedoman
umum dan peta jalan Program GMNRM sebelumnya. Dalam pelaksanaan
program GNRM berdasarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2016, sampal
dengan semestar | tahun 2023 telah dibentuk Gugus Tugas Masional
GNRM di tingkat pusat, 8 Gugus Tugas K/L, 34 Gugus Tugas Provinsi,
dan 474 Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

e Kementerian PAMRE telah meresmikan 135 Mal Pelayanan Publik
(MPP) dan telah menyusun pedoman penyelenggaraan MPR

e Pemerintah daerah telah menetapkan lokasi Mal Pelayanan Publik
(MPP) yang strategis dan mudah dijangkau oieh masyarakst serta
menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan MPR,

Selainitu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 71 temuan yanz memuat
permasalahan antara lain:
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Pemeriniah Pusal
& Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

b Pelzksanaan Program GNRM belum memadal, seperti: (1) Kegiatan
koordinasl, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMEK
dengan kementerian koordinator program gerakan dan gugus tugas
belum dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun 2021 s.d.
semesier | tahun 2023; (2] Peta jalan dan pedoman umum GNRM
telah disusun dan disosizlisasikan, namun belum memadai seperti
pedoman umum GMRM yang ditetapkan dengan Permenko PMK
MNomor & Tahun 2021 fidak mengacu pada Inpres Nomor 12 Tahun
2016 dan diterbitkan 19 bulan sejak ditetapkannya RPIMMN 2020-
2024; dan (3) Kegiatan sosialisasi peta jglan dan pedoman umum
GNRM telzh dilaksanakan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/
kota, namun belum seluruhmya dan belum terdokumentasi dengan
baik. Sedangkan kegiatan sosialisasi kepada K/L belum difaksanakan.
&kibatnya, pelaksanaan kegiatan GNAM di pusat dan daerah belum
selaras dengan tujuan Inpres Nomor 12 Tahun 2016, pelaksanaan
program dan kegiatan GNRM di provinsi dan kabupateni/kota tidak
ada yang mengoordinasikan, menggerakkan, dan mengevaluasi
serta program dan kegiatan GNRM tidak dapat terakselerasi secara
komprehensif.,

b Pengukuran Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) belum
dilakukan atas masing-masing fokus program yang tertuang pada
Inpres Momor 12 Tahun 2016 dan pengukuran ICRM hanya dilakukan
pada level provinsi, meskipun pengambilan sampe! pengukuran
kepoerhasilan pelaksanaan Program GNRM telah mewakili seluruh
kabupaten/kota pada setiap provinsi. Permasalzhan tersebut antara
lain mengakibatkan nilai ICRM dan kenaikan nilai ICRM belum
menggambarkan capaian hasil Program GNRM yang sebenamya.

e Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

b Kemenierian PANRE fidak menyusun pedoman nasional
pelaksanaan GIM 2020-2023 dan tidak membentuk kelompok
kerja GIM 2020-2023. Akibatnya, instansi tidak memillki pedoman
pelaksansan Program GIM dan tujuan Program GIM dalam
mendukung GNRM berpotensi tidak tercapal.
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b Kementerian PANREB belum opbtimal dalam mengoordinasikan
Program GIM, antara lain hanya mengoordinasikan Program
GIM sebanyak dua kali untuk periode 2020 s.d. semester | 2023
kepada K/L dan belum mengoordinasikan Program GIM kepada
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagrl] dan instansl daerah,
Akibatnya, pelaksanaan Program GIM secara nasional tidak terarah
serta tujuan Program GIM dalam mendukung GNRM berpotens
tidak tercapal.

¥ Monitoring dan evaluasi Program GIM belum efektif, di antaranya
laporan pelaksanaan GIM belum mencakup seluruh K/Lfpemda dan
tidak memuat indikator dan target pencapaian oleh K/U/pemda
sehingga pencapaian Program GiM tidak dapat dievaluasi,

b Kementerian PANRE oelum menyusun kebijakan terkait mekanisme
dan prosedur pemberian layanan serta penvelenggaraan MPP
digital. Akibatnya, pemberian layanan dalam MPP fidak teratur,
tidak seragam, tidak terarah dan tujuan MPP dalam membearikan
layanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman
berpotens tidak tercapal

&tas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:
e NMenko PMK agar:

b Meningkatkan perannya dalam koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian pelaksanaan GNRM sesual Inpres Nomor 12 Tahun
2016, serta menyusun dan menetapkan peta faian dan pedoman
umum GNRM yang sesuai tujuan dalam Inpres Nomor 12 Tahun
2016.

b Memerintahkan Gugus Tugas Nasional GNRM agar mengingatkan
Koordinator Program Gerakan, Gugus Tugas Kementerian/
Lembaga, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota
untuk menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan GNEM
dan menyosialisasikannya secara akiif dan inovatif,

b Menginstruksikan Depuli Bidang Koordinasi Rewvolusi Mental,
Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga dalam mengukur
capaian hasil pelaksanaan Program GNRM  melalul  ICREM
mempertimbangkan pengukuran atas pelaksanaan masing-masing
fokus program pada setiap program gerakan yang tertuang dalam
Inpres Momaor 12 Tahun 2016 tentang GNRM dan capaian kuantitatit
lainnya.
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¢ NMenteri PANRB agar :

P Menyusun pedoman nasional pelaksanaan Program GIM sebagai
panduan pelaksanaan program GIM termasuk format laporan
pencapaian program yang di dalamnya memuat kolom indikator,
target pencapaian, dan hasil pencapaian pelaksanaannya.

» Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Program GINM  dengan
Menko PMEK serta Mendagri tentang keberlanjutan Program GNRM,
pelaksanaan dan sosialisasi Program GIM kepada K/L/pemda.

P Menyusun peraturan terkait dengan mekanisme dan prosedur
pemberian layanan dan penyelenggaraan MPP digital.

Pemeriniah Daerah

o MPP belum memiliki dukungan kelembagaan yang ditetapkan secara
formal, sehingga tujuan dalam mengintegrasikan pelayanan tidak
tercapai dan komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik
tidak terlaksana secara optimal, Permasalahan tersebut terjadi pada
6 pemda, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Tebing Tinggl, Kota Patembang,
Kota Metro, Kabupaten Lebong, dan Kota fambi.

¢ Pelayanan publik yang diberikan pada MPP belum mengupayakan
kecepatan pelayanan, sehingga masyarakat pengguna Didak mendapat
layanan yang optimal. Permasalahan tersebut terjadi pada 4 pemds,
yaitu Kota Tehing Tinggi, Kota lambi, Kabupaten lebong, dan Kota
Tangerang Selatan.

¢ Penyelenggaraan MPP belum didukung dangan monitoring dan
evaluasi secara berkals, antara lain: (1) Belum semua MPP memiliki
unit karja khusus yang melakukan fungsi monftoring dan evaluas
penyelenggaraan MPP, sedangkan untuk pemda yang telah memiliki
tim monitoring dan svaluasi belum melaksanakan tugasnya; (2] Belum
ada standar yang jelas terkait metodologi evaluasi yang digunakan,
alat pengukuran, jadwal pemantauan, laporan hasil monitoring dan
evaluasi, seria variabel lainnya; (3] Dinas Penanaman Maodal dan
Palayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku penyelenggara
WPP belum berkoordinasi dengan pejabat pengelola MPP dalam
pelsksanaan monitoring dan evaluasi. Permasalahan tersebut tarjadi
pada 4 pemda, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kota Palembang, Kota Metro,
dan Kota Tangerang Selatan. Akibatnya kinerja penyelenggaraan MPP
tidak dapat diukur dan dievaluasi.
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Atas permasalahan terssbut, BFK merekomendasikan kepala daerah
terkait agar:

o Berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Mendagri untuk meninjau
ulang keberadaan WMIPP sertamengaturstrukiurorganisasi, kewenangan,
tugas, dan fungsi MPP dalam rangka memperkuat kelembagaan MPR

e Bersama organisasi penyelenggara pelayanan yang tergabung dalam
WMPP untuk menyusun dan melaksanakan perjanjian kerja sama
pelayanan, serta melakukan upaya yang optimal untuk melancarkan
dan mempercapat layanan sesuai dengan SPM yang ditetapkan.

e Nengatur dan menetapkan unit kerja khusus yang melakukan
rmonitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP, menyusun standar
yang jelas terkait metodolozl evaluasiyang digunakan, alat pengukuran,
jadwal pemantauan, laporan hasil monitoring dan evaluasi, dan
variabel lainnya, serta berkoordinasi dengan instansi pelaksana WIPP
untuk melaksanakan monitering dan evaluasi.

Pembinaan Ideologi Pancasiia, Pendidikan Kewarganegaraan,
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

ARAK kebijakan dan strategi Pembinaan ldeslogi Pancasila (PIP) sesual
RPIMMN 2020-2024 masuk dalam PN4 “Revoiusi Mental & Pembangunan
Kebudayaan®, PP1 “Revolusi mental dan pembinaan [deologi Pancasila
untuk memperkukuh ketashanan budaya bangsa dan membentuk
mentalitas bangsa wyang maju, modern, dan berkarakter”. Adapun
kelompok kegiatan prioritasnya adalah KPG "Pembinaan ideclogi Pancasila,
pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaandanbelanegarauntuk
menumbuhkanjiveanasionalisme dan patriotisme”, Sasaranstrategiz Badan
Pembinaan Ideolog: Pancasila (BPIP) antara lain terwujudnya akiualisasi
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarskat, berbangsa, dan
bernegara dengan ukuran keberhasilan terwujudnya aktualizasi nilai-nllal
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakst, berbangsa, dan bernezara.
Dialam rangks mencapal sasaran strategis tersebut, dilakukan kegiatan
diklat PIP yang menekankan pada pendidikan perubahan mental/sikap
perilaku individu sehingga dapat memberikan teladan sosial di lingkungan
sekitar.
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Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut, BPK
melakukan pemeriksaan pada 1 obrik pemeriniah pusat yaitu pemeriksaan
kirarja atas sfekfivitas kegiatan pendidikan dan pelatihan
dalam rangka PIP pada BPIR Pemeriksaan inl dilakukan
sebagal upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapal
TPB ke-15, khususnya target 16.5 —mengembangkan lembaga
yang efektif, akuntabel, dantransparan di semua tingkat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui BRPIP telah melakukan upaya
yaitu menyusun peraturan ierkait diklat PIP sesual dengan metode dan
tahapan yang telah ditetapkan dalam keientuan, menugaskan pengajar
diklat yang memeanuhi kualifikasi akademis, dan menyelengzarakan fungsi
avaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat
Perencanaan Diklat dan Direkiorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat.

Selain ity, hasil pemeriksaan mengungkapkan 10 temuan yang memuat
permasalahan antars lain:

Pemeriniah Pusat
¢ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

b Pemilihan jeniz dan lokus diklat PIP belum dilakukan sesual
kebutuhan yaitu pemilihan lokus pelaksanaan dikiat PIP belum
sepenuhnya menyasar kepada daerah dengan nilal indeks
Pancasila terendah. Akibatnya, dasrah-daerah dengan indeks yang
manggambarkan nilal Pancasila terendah belum menjadi pricritas
dalam menantukan lokus dan jenis dikiat.

b Dikiat PIP belum sepenuhnya diselenoggarakan sesual dengan
perancanaan dan kebutuhan, antara lain terkait dengan akreditasi
penyelengzara dan sertifikasl pengajar yang belum dilaksanakan
serta tshapan pelaksanaan aktualisasi Pancasila yang ftdak
dilaksanakan pada 4 dari 10 diklat BIP. Akibatnya BPIP belum dapat
menyerahkan penyeienzgaraan dikiat PIP kepada pemda, lembags
negara dan K/L serta pengajar diklat PIP dan penceramah/fasilitator
belum memiliki mutu pengajar sesual standar yang ditetapkan, dan
tujuan pembelajaran diklat PIP untuk menginiernalisasikan nilai-
nilai Pancasila belum sepenuhnya tercapai.
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Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar
menginstruksilan Deputi Bidang Diklat untuk :

b Membuat kajian analitis secara komprehensif dalam pemilihan
jenis dan lokus diklat.

b Memeriniahkan Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan
Kurikulum Diklat supaya menyelengzarakan pemberian akreditasi
kepada penyelenggara diklat PIP pada pemerintah daerah, lembaga
negara, dan K/L serta menyelenggarakan sertifikasi penjaminan
mutu kompetensi pendidik dan pelatih Diklat PIP.

b Memerintahkan Direkiur Pelaksanaan Diklat  supaya
menyeienggarakan tahapan pembelajaran diklat untuk semua
dikiat PIP sesual ketentuan.

Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Hebudayaan

MEMGACU Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPIMN
Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan pemutakhiran RKP Tahun 2023, arah
kebijakan memperkuat kemajuan kebudayaan untuk mengembangkan
nifai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
untuk pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya, antara lain:
{1) pengembangan sarana prasarana kebudayaan, melipuli revitalisas
mussum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya, serta
pemanfaatan gedung pemerintah yang Tidak terpakal sebagai pusat
kegiatan seni budaya; dan (2) penguatan peran pemerintah daerah dalam
pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal, termasuk fasilitasi
pelaku seni budaya di dasrah.

Sasaran PP2Z adalah ferbangunnya ekosisiem kebudayaan untuk
mendukung pemajuan kebudayaan, dengan indikaior nilai dimensi
. warisan budaya, eksprasi budaya, dan ekonomi budaya. Hal
1‘1% tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan
: ke-11, khususnya target 11.3 mempromosikan dan menjaga

% warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

Untuk mendorong pelaksansan agenda pembangunan nasional
tersebust, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas peningkatan
pemajuan dan pelestarian kebudayaan pada 16 obrik yang meliput 1
obrik pemeriniah pusat dan 15 obrik pemda.
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Berdasarkan hasi| pemeriksaan diketahul pemerintah pusat dan pemda
telah melakukan upaya, antara lain:

¢ Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek] bekerja sama dengan Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dalam penyedizan
pendanaan melalul  plefform Dana  Indonesiana, di mana
Kemendikbudrisiek telah memberikan fasilitasi baniuan pendanaan
penyusunan kajlan Objek Pemajuan Kebudaysan (OPK) dan Cagar
Budaya (CB} tahun 2022, salah satunya digunakan untuk Kajian CPK
sebesar Rp7,28 miliar atas 32 penerima.

# Pemerintah dasrah:

b Telah menyusun dan menetapkan strukdur organisasi dan tata kerja
yanz meanangani bidang kebudayaan.

» Telah menyediakan sarana dan prasarana pamajuan kebudayaan
antara lain berupa museum dan sanggar budaya,

b Telah melakukan upaya internalisasi kebudayaan dalam kegiatan
pendidikan melalui program penetapan kurikulum muatan kokal.

Selain ftu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 150 femuan yang
memuat permasalahan antara lain:

Pemeriniah Pusal
¢ Kemenierian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

b Pemajuan kebudayaan belum didukung dengan regulasi yang
memadai, antara lain (1) Sampai dengan tahun 2023, dari 35 aturan
yang harus ditetapkan Kemendikbudristek baru menestapkan 7
peraturan menteri sedangkan 27 aturan lainnya belum ditetapkan,
terdiri dari 18 rancangan permendikbudristek dalam proses
penyusunan dan 3 aturan belum disusun; (2} Ketidaksesuaian
sistem zonasi yang diterapkan di Kawasan Candi Borobudur
berdasarkan Keppres Momor 1 Tahun 19392 dengan sistem zonasi
yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 dan PP Momor 1
Tahun 2022, Sampai saat ini belum ada aturan baru yang merevisi
sistem zonasi tersebut; (3) Ketidaksesuaian pembagian wewenang
urusan kebudayaan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tfeniang
Pemerintahan Daerah dengan UU Momor 5 Tahun 2017 tentang
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Pemajuan Kebudayaan; dan (4) Belum ditetapkan kehijakan terkait
pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan seris kebijakan
untuk pemenuhan DM dalam melaksanakan langkah strategis
pemajuan kebudayaah. Akibatnya, fdak ada acuan yang memadal
dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan, sinergitas antara K/L
serta pemda dalam pemajuan kebudayaan belum optimal, dan
masyarakal belum dapat berperan secara optimal dalam program
permajuan kebudayaan,

F Kemendikbudristek belum optimal dalam melaksanakan langkah
strategi pemajuan kebudayaan, di antaranya (1) upaya melindungi
OPK/Warisan budaya tak benda (WBTb) belum berdasarkan analisis
kondisi tingkat kepunahan OPK/WETh; (2] belum memantau
kondisi WBTh yang telah ditetapkan UNESCO menjadi fntangible
Culturo! Heritage (ICH); (3) belum mempunyai aturan terkait
pemberian sanksi terhadap pelaku pengrusakan CB: (4) belum
seluruh pemanfaatan Cagar Budaya MNasional (CEN) oleh pihak
kefipa didukung oleh izin dari Kemendikbudristek, antara lain
pemanfaatan bangunan Benteng Rotterdam Makassar dan kawasan
CBN Kota Lama Semarang; dan (3) belum mempunyal mekanisme
pemantauanatasdampak pangembangandan pemanfaatan warisan
budaya. Akibatnya (1) OPK/WETh/ICH berpotensi mengalami
punah dan CB berpotensi hilang/rusak/diakui pihak lain; dan (2)
pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya belum berfungsi
dalam menghidupkan ekosistem kebudayaan seria belum dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakal secara optimal.

b Pemajuan kebudayaan belum didukung dengan data terpadu yang
memadal, antara lain (1) Kemendikbudristek belum membentukdan
mengelola Sistem Pendataan Kebudaysan Terpadu (SPKT) secara
memadal; (2) Klasifikasi OPK pada aplikasi Data Pokok Kebudayaan
(Capobud) tidak berdasarkan klasifikasi dalam UL Pemajuan
Kebudayaan; (3] atas 135.748 data CB, terdapst data ganda serts
data yang telah berstatus valid hanya 8% dan di aniaranya sebesar
92,29% belum didukung informasi yang lengkap; dan (4) data pelaku
budaya dan lembaga kebudayaan, terdapat 35,63% dari data yang
berstatus valid belum secars lengkap mencantumkan informasi
mengenal riwayat aktivitas/kegiatan kehudayaan. Selain itu, belum
tersedia infarmasi bidang keahlian pelaku budaya dan hubungan/
relasi antara datas pelaky budaya dengan lembaga kebudayasn
maupun dengan jenis OPK. Akibatnya data dalam Dapobud belum
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gdapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan
terkait pemajuan kebudayaan.

Atas permasalahan  tersebut, BPK merskomendasikan  Manter
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar:

b Menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan menteri terkait
pelaksanaan pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB dan
menetapkannya dalam peraturan menteri serta menyusun kajian
keselarasan aturan-sturan terkait dalam  menyelenzzarakan
pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB, serta berkoordinasi
dengan K/L terkait untuk menindakianjuti hasil kajian tersebut.

» Menyusun rencana pelindungan OPK/WBTb/ICH berbasis tingkat
kondisi kepunahan dan pedoman pengamanan CB, seria menyusun
rencana sirategis pengembangan warisan budaya.

P Menyusun rencans pengembangan SPKT yang jelas, terstruktur,
gdan komprehensif, serta mengelola aplikasi Dapobud yang
mampu menyajikan data kebudayaan sebagal referensi pemajuan
kebudayaan.

Pemeriniah Daerah
e Pemajuan kebudayaan belum didukung dengan regulssi dan pokok
pikiran kebudayaan daerah yang memadai di antaranya:

b Kota Simgkawang, Kota Tual, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Acsh,
Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Bangli belum menyusun
dan menetapkan perda pemajuan kebudayaan,

b Provinsi DKI Jakarta, Kota Bukittinggi, Kabupaten Paser, Kabupaten
Tolitoli, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, dan
Kabupaten Ende telah menyusun perda pemajuan kebudayaan
namun belum sepenuhnya tengkap dan selaras dengan peraturan
perundang-undangan di bidang kebudayaan.

» Kota Tual dan Kabupaten Lembata belum menyusun Pokok Pikiran
Kebudayaan Dasrah (FPED).

¥ Provinsi Aceh, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Ende, Kabupaten
Paser, Kabupaten Toraja Utara, Kota Singkawang, Kota Bukitiinggi,
Kabupaten Tolitoll, Kabupaten Bangli, Kota Ternaie, dan Kabupaten
Lombok Tengah telah menyusun PPED namun belum memadal.
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Akibatnya, upaya pemda dalam pemajuan kebudaysan fidak
memiliki acuan pelaksanaan yang lengkap dan jelas sehingga
kerpotensi kegiatan pemajuan kebudayaan fidak teriaksana secara
optimal.

o Upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya
belum optimal mendukung peningkatan kessjahteran masyarakat,
karakter dan jat diri bangsa di antaranya:

b Terkait upaya pelindungan warisan budaya, sebanyak 3.025 Objek
Diduga Cagar Budaya (ODCB) belum ditetapkan sebagai CB dan
4,135 OPK belum ditetapkan sebagai WEBTb, ODCE yang berasal
dari hibah masyarakat belum dicatat sebagai barang miiik daerah,
pengamanan fisik atas CDCB belum dilaksanakan secara memadai,
pemugaran ODCB/CB tanpa melalul pengkajian, pendokumentasian
dan pengawasan yang memadai sehingga mengubah ODCB/CB dari
bentuk aslinya.

b Terkall upaya pengembangan warisan budaya, pelaksanaan
pengkajian terhadap seluruh OPK belum optimal, pemda belum
melakukan upays pengayaan keberagaman OPK  seshingga
hanya dilakukan oleh para pelaku budaya secara mandiri, dan
pengembangan (peneliian, revitalisasi, dan fasilitasi) CB belum
dilaksanakan sesuail dengan kewenangan pemda.

b Terkait upaya pemanfastan warizan budaya, vyailu upays
internalisasi budaya melalui penggunaan OPK dalam kegiatan
pendidikan berupa penyediaan bahan ajar muatan lokal (bahasa
daerah, prakarya, dan seni budaya) belum dilaksanakan, pemda
befum melaksanakan fasilitasi pengolahan OPK menjadi produk
dalam rangka meningkatkan kesejahieraan masyarakat, seris
pemanfaatan situs dan kawasan CB belum sepenuhnya didukung
dengan sistem zonas.

Akibatnya warisan budaya berisiko rusak/hilang/musnah, serta
tujuan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengustan karakier dan
jati diri bangsa belum tercapal.
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o Data terpadu kebudayasn belum valid untuk mendukung perencanaan
strategi pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah, antara lain :

» Kota Bukittinogl, Kabupaten Lombek Tengah, dan Kabupaten Ende
elum menetapkan Tim Pendataan Kebudayaan Terpadu.

¥ Provinsi DRI Iskarta, Kabupaten Ende, Kota Tual, Kabupaten Paser,
Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utars, Kota Bukittingzi, dan
Kabupaten Lombok Tengah belum menetapkan uraian tugas dan
tangzung jawab Tim Pendataan Kebudayaan Terpadu secara jelas.

b Ksbupaten Lembata, Kabupaten Bangli, Kabupaten Pulang Pisau,
gdan Kabupaten Lombok Tengah belum optimal mengupayakan hak
akses Dapobud kepada Kemendikbudristek.

b Ksbupaten Ends, Kota Tual, Kota Singkawang, Kabupaten Toliteli;
Kabupaten Paser, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara,
Kota Bukittinggi, Kabupaten Bangli, Kabupaten Lombok Tengah,
Kabupaten Sleman, dan Provinsi Aceh belum memiliki mekanisme
untuk inventarisasi data kebudayaan melalui SPKT,

» Terdapat data OPK dalam Dapobud yang bukan termasuk OPK milik
pemda pada Provinsi Aceh, Kota Singkawang, Kabupaten Paser,
Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Toraja Wara,

b Terdapat duplikasi data dan kekeliruan penyajian kategori pada
Provinsi DKl Jakarta, Kota Ternate, Kabupaten Lembata, Kabupaten
Toraja Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah.

b Data tenags dan lembaga kebudayaan belum lengkap yaitu pada
Provinsi DKl lakarta, Provinst Aceh, Kabupaten Ende, Kota Tual, Kota
Ternate, Kota Singkawang, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Paser,
Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, Kota Bukitfinggi,
Kabupaten Bangli, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten
Sleman,

» Data SPKT/Dapobud belum dapat dimanfaatkan untuk kegistan
persncanaan dan monitoring dan evaluasi pemajuan kebudayaan.

Akibatnya data kebudayaan pada SPKT tidak dapat diandalkan urtuk
menjadi acuan dalam menyusun perencanaan strategi pemajuan
kebudayaan dan pembangunan dasrah.
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Atas permasalahan terssbut, BFK merekomendasikan kepala daerah
agar:

o Menyusun dan memutakhirkan regulasi pemajuan kebudayaan secara
lengkap mencakup WBTh dan CB yang selaras dengan UL Nomor 5
Tahun 2017 dan UU Nomor 11 Tahun 2010 beserta aturan turunannya,
serta menyusun dan memutakhirkan PPKD secara periodik sesual
dengan kondisi riil di dagrah mengacu kepada Perpres Nomor 65 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPED dan Permendikbudristek
MNomor 1 Tahun 2022 teniang Taia Cara Pemantauan dan Evaluasi
PPKD.

® Memproses penetapan ODCE menjadi CB dan OPK menjadi WEBTh,
melakukan pengkajian dan pengayaan keberagaman OPK serts
pengembangan CB melslui penelitian, revitalisasi, dan fasilitasi,
serta melakukan Internalisasi budaya dalam kegiatan pendidikan,
remfasilitasi peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan
masyarakat, dan menetapkan sistem zonasl di dalam rencana induk
kawasan CB.

e Berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk menyediakan layanan
pendampingan penggunaan SPKT bagi pemda dan menginstruksikan
kepala SKPD terkait untuk: (1} Menetapkan dan mengimplementasikan
mekanisme pendataan, verifikasi, dan walidasi Dapobud untuk
menghasilkan data kebudayaan yang valid; (2) Menggunakan data
SPKT yang wvalid untuk perencanaan strategi pemajuan kebudayaan
dan pembangzunan daerah.

Peningkatan Hualilas Pelayanan ibadah Haiji

DALAM rangka memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan
toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial, maka dalam RPIMN 2020-2024
telah ditetapkan arah kebijakan melalul peningkatan kualitas pelayanan
kehidupan beragama yang di antaranya mencakup peningkatan kualitas
penyelengzaraan haji dan umrah. Untuk mengukur peningkatan kualitas
penyelenggaraan haji tersebut, maka telah ditetapkan indikator Indeks
Kepuasan Layanan Ibadah Haji dengan target pada tahun 2023 dan 2024
masing-masing sebesar 85,99 dan 86,00,
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Untuk mendorong petaksanaan agenda pembangunan nasional
tersebui, BPK melakukan pemeriksaan Kinerja dan pemeriksaan
kepatuhan atas pelaksanaan peningkatan kualitaz pelayanan ibadah
haji pada 2 obrik pemerintah pusat. Pemeriksaan dilakukan 16 T e

D W

sebagal Upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapal gz
tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, terutama targst %
16.5-mengembangkan lembaga yang efekiif akuntabel, dan

transparan di semua tngkat.

Berdasarkan hasi| pemeriksaan diketahul pemerintah pusat dan pemda
telah melakukan upaya, antara lain:

¢ Regulasi layanan akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi serts
transportasi udara yang ditetapkan oleh Kemenag telah selaras.

o Kemenagtelahmemberikanlayanan konsumsiselama penyelenggaraan
ibadah haji di Arab Saudi sebanyak 3 kali sehari serta membentuk Pos
hWina datam rangka meningkatkan pengawasan atss keamanan dan
keselamatan Jemazh hall.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 38 temuan yang memuat
permasalahan antara lain:

Pemeriniah Pusal
& Kemenierian Agama

b kebjjakan pembatasan pendaftaran haji belum sepenuhnya
mendukung pemerataan kesempaian. Dafiar tunggu calon jemaah
hajt regular menurut data Sistem Informasi dan Komputerisasl Hajl
Terpadu (Siskohat) per 10 Oktober 2023 mencapal 5.211.859 orang,
dengan masa tunggu selama 12 s.d. 48 tahun, karena pendaftaran
calon jemaan haji lebih banyak dibandingkan dengan jemaah
haji yang berangkat pada tahun tersebut. Untuk memberikan
pemerataan kesempatan, Kemenag mengatur pendaftaran hajl
sekali dalam 10 tahun. Namun kebijakan tersebut belum dapat
memberikan pemerataan kesempatan, sshingga terdapat 775
jemaah haji berangkat Tahun 1444H/2023M yang pernah berhaji
gdan 14.299 jemaah haji daftar tunggu yang pernah berhaji.
Hal tersebut mengakibatkan belum terwujudnya pemerataan
kesempatan haji bagl yang belum menunaikan ibadah haji.
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b Regulasi dan penerapan jstithooh kesehatan dalam penetapan
jemazah haji berangkat belum sepenuhnya memadai antara laim:
(1) Peraturan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) fidak
memuat syarat istithooh kesehatan; {2) Sebanyak 203 [emaah
haji tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap kedua; dan (3)
Sebanyak 99.510 jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istithooh
kesehatan lemaah haji, tetap perangkat haji. Akibatnya, ternadinya
peningkatan kasus jemaah hajl yang wafat, badal haji, safari wukuf
dan penggunaan kursi roda.

b Penetapan besaran Bipih Reguier belum cptimal dalam mendukung
keberlanjutan keuangan hajl dan berkeadilan bagi jemazh haji.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH] periode 2010 s.d, 2023
mengalami peningkatan setiap tahun. BPIH Tahun 2010 sebesar
Rp34,50 juta, sedangkan BPIH Tahun 2023 sebesar RpS0,05 juts,
atau naik sebesar Rp535,35 juta (161%). Sementara itu, Bigih Tahun
2010 sebesar Rp30,05 juta dan Bipih Tahun 2023 sebesar Rp45,81
juta atau hanya naik sebesar Rpl3,76 juta |65,73%). Sehingza,
subsidi BPIH mengalami kenaikan sebesar Rp35,78 juta (803,41%)
dari sebesar Rpd, 45 juta pada tahun 2010 menjadi sebesar Rpd0,24
Jjuia pada tahun 2023, Disisilain, kenaikan penerimaan nilal maniaat
tidak sebanding dengan pengeluaran subsidi BPIH dan alokasinya
ke virtug! occount belum mempertimbangkan asas keadilan.
Penyelenggaraan ibadah haji dengan pengelolaan keuangan haji
yang berlangsung selama ini memiliki potensi risiko terhadap
sustainabilitas keuangan hajl. Hal tersebut mengakibatkan distribusi
nilai manfast tidak mencerminkan asas keadilan bagi jemaah haji
tunggu, serta risiko lkuiditas dan keberlanjuian keuangan haji dj
masa yang akan datanzg,

b Pelayanan Masya'irdi Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Armuzna) tidak
sesual dengan perjanjian kerja sama antara lain pemberangkatan
jemaah dari Mudzalifah menuju Mina terlambat dan penggunaan
tenda makiab di Mina melebini kapasitas. Akibatnya, kondisi
jemaah kurang nyaman karena berdesakan/overcapacity .

® Kementerian Kesehatan

b Penambahan 35 tenaga kesehatan hajl kelompok terbang tahun
2023 tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesshatan,
mengakibatkan biaya yang timbul atas penambahan tenaga
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kesehatan hajl Indonesia (TKHI) Gidak didukung dengan dasar
hukum yang memadal sesuai kewenangan administratif.

» Perencanaan kebutuhan obat hajl  tahun 2023 belum
mempertimbangkan pola konsumsi obat danfatau pola penyakit
dan perencangan pemenuhan kebutuhan obat untuk jemaah
haji di Arab Saudi belumm memperiimbangkan efisiensi biaya.
Akibatnya, terdapat ketidakhematan pembelian obat dalam rangka
penyelengzaraan layanan kesehatan haji tahun 1444 H/2023 ™
minimal sebesar Rp3.47 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:
e Menieri Agama agar:

b Menginstrusikan Direktur lenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah untuk:

* Melibatkan ulama untuk menyusun kajian ientang layanan
haji regular hanya diberikan sekali kepada sefiap warga
negara Indonesia yang beragama lslam dan mampu, seris
menyosialisasikan hasil kajlan tersebut sebelum gitetapkan
dalam peraturan menteri agama.

»  Mengusulkan dan menetapkan ketentuan teniang pemeriksaan
kesehatan tahap kedua sebagal syarat pelunasan Bipin.

» hMelibatkan ulama uniuk menyusun kajian tentang besaran
alokasi nilai manfaat yang digunakan untuk menutupi BPIH
dengan mempertimbangkan asas keadilan dan keberlangsungan
dana hajl, serta mengusulkan kepada DPR hasii kajian tersebut
serta stratesi penerapannya.

= Menyepakati secara tertulis dengan syarikah penyedia layanan
Armuzna mengenal mekapisme pengawasan pelayanan, seria
memerintahkan Kepala Kantor Urusan Haji memperhitungkan
kebutuhan fasilitas atas seluruh layanan di Armuzna sesuai
jumizh jemaah haji Indonesia dan menegosiasikan kebutuhan
fasilitas atas seluruh layanan di Armuzna dengan syarikah yang
ditunjuk.
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b Berkoordinasi dengan BPKH untuk menyusun kajian tentang
mexanisme cicilan pelunasan selama masa tunggu  untuk
meringankan biaya pelunazan.

e Nenteri Kesehatan agar memerintahkan :

b Sekretaris lenderal supaya menginstruksikan Kepala Puskeshaji
bntuk :

»  Melengkapi dokumen terkait penetapan penambahan TKHIL

* hemerintahkan Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Sumber Daya
dan Fasilitas Pelayanan Kesehaian Hajl lebih cermat dalam
melakukan perhitungan usulan kebutuhan obat dan perbekkes
haji tahun 2023 dengan memperhitungkan seluruh data realisasi
konsumsi obat dan pola penyakit pada penyelenggaraan haji
tahun sebelumnya.

b Direktur Jenderal Farmalkes supaya menginstruksikan:

*  Sekretaris Ditjen Farmalkes selaku KPA untuk memerintahkan
PPK Penyedia Obat (selain obat buffer] melalui meakanisme non
e-purchosing lebih cermat dalam melaksanakan pengadaan
penyaediaan obat dan perbekkes haji tahun 2023 dengan
memperhitungkan efisiensi biaya dari pengadaan vang
dilaksanakan.

Peningkatan Budaya Literasi dan Penguatan Institusi Sosial
Pengerak Literasi dan Inovasi

LITERASI merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi
yarg kukuh bagi terwujudnys masyarakat berpengetahuan, inovatf,
kreatif, dan berkarakter. Pada era revolusi industri 4.0, masyarakat dengan
budaya literasi tinggl mutlak diperlukan uniuk menghadapi tantangan
zaman, maka dalam RPIMN 2020-2024 ielah ditetapkan arah kebijakan
melalul PP4 - KP1 peningkatan budays literasi dan KP4 penguatan Institusi
sosial penggerak literasi dan inovasi,

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional
tersebut, BPK melakukan pemeriksaan pada 1 obrik pemerintah pusat
yaitu pemeriksaan kinerja astas efektivitas layanan pemustaka dalam
rangka peningkatan budaya literasi pada Perpustakaan Masional Ri
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[Perpusnas) dan instansi lain terkait. Pemeriksaan dilakukan
sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, terutama target
16.5 - mengambangkan lembaga yang efekiif, akuntabel, dan
transparan di semua tingkat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahul Perpusnas telah melakukan
upaya, antara fain hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, akreditasi
bagi perpustakaan kabupaten/kota dan provinsi telah mencapai 89,13%
dar] seluruh pemds, dan ielah dilaksanakannya serangkaian kegiatan
revisi regulasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 2023.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat
permasalahan antara lain:

Pemeriniah Pusal
e Perpustakaan Nasional

¥ Perpusnas belum mengeiola koleksl serah simpan karya cetak
gdan karya rekam (KCKR) secara memadal, antara lain proses
penerimaan, pengolahan, penyimpanan koleksi, pendayagunaan,
pengawasan pelaksanaan kewajiban serah simpan, dan pelastarian
preventf atas koleks! karya cetak belum sepenuhnya sesual dengan
yangz diamanatkan dalam UL Nomor 13 Tahun 2018. Akibatnya,
karya cetak dari pelaksanaan serah simpan KCKR yang belum diolah
fidak dapat segera didayagunakan dan berpotensi rusak sebslum
diclah dan didayagunakan/dilayankan kepada pemustaka.

b Perpusnas belum melakukan sertifikasi pustakawan dan pelatihan
teknis tenaga perpustakaan secara memadal, di antaranya tidak
mamilah secara jelas target peserta dalam mearencanakan kegiatan
serfifikasi dan pelatihan feknis tenaga perpustaksan. Akibatnya,
perencanaan kebutuhan sertifikas pustakawan belum terpetakan
secara memadal dan banyak perpustakaan yang kualitas layanannya
belum optimal karena tenaga perpustakaannya belum mamperoleh
pelatihan teknis.

b Perpusnas belum berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dalam
perumusan kebijakan dan penjaminan mutu layanan, serta belum
meamanfaatkan program literasi digital dari Kementerian Komunikasi
dan Informatika untuk menyosialisasikan layanan Perpusnas.
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Akibatnya, fungsi penjaminan mutu layanan perpustakaan fidak
berjalan, penyebarzn informasi terkait layanan perpusiakaan secara
luas ke masyarakat kelum optimal dan ketidakhematan anggaran
akibat pengzunasan aplikasi perpustakaan digital yangz berbeda-
beda.

Atas permasalzhan tersebut, BPK merskomendasikan Kepala Perpusnas
agar memerintahkan

b Direkiur Deposit dan Pengembangan Koleks] Perpustakaan (DPKP)
untuk melakukan kajian terhadap jumlah penerimaan KCKR dengan
aik sehingga dapat melakukan persiapan sarana penyimpanan
dan melaksanakan koordinasi secara memadal untuk pengumpulan
karya rekam yang dihasilkan lembaga negara dan lembaga dasrah.

b Menggunakan data tenaga perpusiakaan yang valid dalam
merencanakan  target dan  pelsksanaan  diklat agar  dapat
mengakomodir kebutuhan diklat.

b Berkoordinasi dengan Mendikbudristek untuk penyediaan fungsi
pemberian nasihat, penyampaian  aspirasi masyarakat serta
pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan nasional.

b Berkoordinasi dengan Menteri Kominfo uniuk memanfaatkan
program literasi digital dalam menveosialisasikan layanan Perpusnas.
Selain itu, berkoordinasi dengan K/L lain dalam mengembangkan
aplikasi perpustakaan digital yang terintegrasi.

296 BAR IV - Ha=1l Pemertb=asn Poorias Nasional HPF I Tahom 2021  ex—




Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Prioritas
Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi
Mental & Pembangunan Kebudayaan

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional
pengembangan witayah dan revolusi mental & pembangunan kebudayaan
pada 190 obrik mengungkapkan 1.955 ftemuan yang memuat 2.571
permasalahan sebesar Rpl 47 triliun. Permasalahan fersebut meliput
529 kelemahan S5PI, 401 permasalahan kelidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan ssbesar Rpl,23  triliun,
dan 1.641 permasaiahian 3E sebessar Rp240,56 millar. Selama proses
pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjut ketidakpatuhan
tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetar ke kas negara/daerah/
perusahaan sebesar Rpl9,47 miliar. Hasil pemeriksaan atas prioriias
nasional pengembangan wilayah dan revolusl mental & pembangunan
kebudaysan pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMD, dizajikan pada
Tobe!l 4.2,
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Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental &
Pembangunan Kebudayaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD
(Nilai dalam Rp luta)

A Kslamahan 58] 2R - 151 - 362 = 5259 -
® K=lemahan 3R 25 - 41 - 262 - 525 -
B. KEeodakpatuhsn 24 232473 138 | 74161 34 235 | 1157 EE5 53 401 | 123405208

» Keudakpstuhan yeng dapst mangzkibstkan ;

o Kzrugizn 5| 214091 78| 3323593 58 | 29205189 132 32843973
PotensiKerugian z ] ¥| 15BGEZ 78 | 710.iz018 g9 | 71170700
& E::::f;; 1|  1B3ED 25| 3z3/M 25| 15538246 55| 19390535
Sub Total 9| 237 115 | 7416184 | 15z [2as57sess3 |  27s| 133agszos
£ Temusn 36 172 | 1722388 | 1458 31379140 21 | Zoasases | 1e41| Panseszn
+ Kztdzkhamatan 4| 1172388 10| 16843z 5| -209.548:97 23| 22245712
=  Hepdaksfiziznan - - - - - - - -
+  Eetidakefcktifan 168 | so0000| 1448 izlo0708 z -| 1&18 1E.107,08
Totz! |A+B2T] 237 | 1954865 | 1747 | 8795374 602 [ 136715445 | 2571 | 147451678

Milai penyershan
sset danistay
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BAB V

Hasil
Pemantauan BPK

NTUK memenuhi amanat Undang-Undang

(UU) MNomor 15 Tahut 2004 dan UU

Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan dan penyelesaian gan kerugian
negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan
tersebut  selanjutnys  disampaikan sefiap satu
semester sekali kepada lembaga perwakiian yaiiu
OPR, OPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu,
BPK memantau atas pemanfaatan hasil pemeriksaan
investigatif (Pl), penghitungan kerugian negara
{PKM), dan pemberian keterangan ahli (PKA).




Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasll
Pemeriksaan

IHPS | Tahun 2023 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi hasll pemeriksaan [TLRHP) atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-
2023. Hasll pemantauan pelaksanaan TLRHP afas LHP yang diterbitkan tshun
2005-2005, 2010-2014, dan 2015-2013 disajlkan secara umum, sedangkan hasil
pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-2023 disajikan menurut
entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan
lainnya.

Rekomendasi adalan saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya
yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan
tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara
tegas bahwa pejabat wajib menindakianjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib
memberikan jawahan aiau penjelasan kepada BPK fentang findak lanjut atas
rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban
manindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi
administratif sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana,

BPK melakukan pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh
manz pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam
tenggang wakiu yang telah ditentukan. lawaban atau penjelasan tentang tindak
lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat
yang bertanggung jawab kepada BPK. Sslanjutnya, BPK menelaah jawaban
tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah
dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 ferniang Pemaniauan
Pelaksanaan TindakLanjut RekomendasiHasil Pemeriksaan BPK, hasil penelazhan
tindak lahjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu; (1) Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi; (2) Tindak lanjut balum sesuai dengan rekomendasi;
{3) Rekomendas: belum ditindaklanjut; dan (4) Rekomendasi tidak dapat
ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjut sesual dengan
rekomendasi apahila rekomendasi BPK te=lah ditindaklanjuti secara memadai
olsh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesual dengan rekomendasi
dan rencana aksi yang disertal dengan bukii pendukung. Rekomendasi BPK
diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tangzung jawab keuangan
negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.
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Dalam rangka pemantavan tindak lanjut rekomendasi hasi| pemeriksaan ini,
BPK menztauszhakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan
status tindak lanjut atas rekomendasi dalaim LHP, serta nilal penyerahan aset atau
penyetoran sejumlah uang ke kas negara/dasrah/perusahaan. Secara umum,
rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke
negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan
administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada
para penanggung jawab dan/stsu pelaksana kegiatan. Tindakan administratif
juga dapat berupa tindakan koreksi atas penstausahaan keuangan negara/
daerah/perusahaan, melengkapi bukt pertanggungjawaban, dan perbalkan atas
sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat diindaklanjuti adalah rekomendasi BPK yang
tidak dapat ditindaklanjuti secara efekiif, efisien, dan ekonomis berdasarkan
periimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang
berpengaruhterhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan
kahar,

Pada perinde 2005-2023, BPK telah menyampaikan 714.368 rekomendasi
hasll pemeriksaan kepada enfilas yang diperiksa ssbesar Rp319,99 triliun,
dengan status tndak lanjut sebagai berikut.

e Sesual dengan rekcmendasi sebanyak
558.402 rekomendasi (78,2%) sebesar EEESROTERRTNT El Bl e 20 ey
Rp158,37 triliun. tahun 2023, rekomendasi BPK atas
hasil pemeriksaan periode 2005-
2023 telah ditindaklanjuti entitas
dengan penyerahan aset dan/fatau
penyetoran uang ke kas negara/

® Belum sesual dengan rekomendasi
sebanyak 112980 rekomendasi [15,8%)
sebesar Rp114.36 triliun,

e Belum ditindakianjuti sebanyak 35.556 QREECWdaTEIEERELEEL R
rekomendasl  (5,0%) sebesar Rp22,60 Rp136,88 triliun, di antaranya

triliun. sebesar Rp21,87 triliun atas
hasil pemeriksaan periode RPIMN
o Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.430 (2020-2023).

rekomendasl (1,0%) sebesar Rp24,56
triliun.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pericde 2005-2023 menurut
jumlah rekomendasi disajikan pada Grafik 5.1.
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Grafik 5.1 Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-2023
Menurut Jumlah Rekomendasi

Telah sesinl dengan rekomendas BaiLem Sesw0aE fengan rekomendan
G5B 402 (TR 2%) 2980 (I15.8%)

Belum ditmasdanut

//_ 35656 (6.0%)
1\ - F‘ e _\

Total Thtiak ciapst dtircakian]uti

7430 (1,0%)
714.368
-UF :"""—H‘

Rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan
tahun 2005-2023 dikelompokkan menurut pericde Rencana Pembangunan
Janghka Menengah Masional [RPIMN), yvaitu RPIMN 2005-2005, 2010-2014, 2015-
2019, dan 2020-2024 (untuk LHP 2020-2023) disajikan pada Grafik 5.2.

Pemaniauan TLRHP 2005-2009

BPE telah menyampaikan 138.8388 rekomendasi atas hasil pemeriksaan

periode 2005-2005 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp74,47 trillun,
dengan hazil pemantauan sebagal berikut.

o Telah sesual dengan rekomendasi sebanyak 123.352 rekomendasi (88,9%]
sebesar Rp57,87 triliun,

® Belum sesual dengan rekomendasi sebanyak 11.350 rekomendasi (8,2%)
sebesar RplL,67 triliun.

o Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 1.554 rekomendasi (1,1%)
sebesar Rp553,09 millar.

# Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.552 rekomendasi {1,8%)
sebesar Rp4, 38 triliun.
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GRAFIK 5.2

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP
OLEH ENTITAS MENURUT PERIODE RPJMN

2005-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2023

o Tetan sesual

dengan rekomendast

' Bolim sestal

v _"l-u.__‘ i
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~
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Secara kumuliatif sampal dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil
pemeriksaan periode 2003-200% yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset
dan/atau penyetoran uang ke kas negars/dasrah/perusahaan adalah sebesar
Rp43,24 triliun,

Pemaniauan TLRKP 2010-2014

BPK telah menyampaikan 224.469 rekomendas! atas hasil pemeriksaan
periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,33 triliun,
dengan hasil pemaniauan sebagai berikut.

e Telah sesuai dangan rekomendasi sebanyak 152,910 rekomendasi (86,0%)
sebesar Rp35,44 triljun.

# Belum sesual dengan rekomendasi sebanyak 24.103 rekomendasi (10,7%)
sebesar Rp21,04 triliun.

® Rekomendasi belum diindaklanjuti sebanyak 3.9139 rekomendasi (1.7%)
sebesar Rp645,78 millar.

® Rekomendas| Gidak dapat ditindaklanjuh sebanyak 3.537 rekomendasi (1,6%]
sebesar Rp7,80 triliun.

Secara kumulatif sampal dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil
pemeriksaan pericde 2010-2014 yang ditindaklanjut dengan penyerahan aset
danfatau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusshaan adalah sebesar
Rp32,67 triliun. '

Pemanianan TLRHP 2015-2019

BPK telah menyampaikan 199.833 rekomendas! atas hasil pemeriksaan
periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rpll5,20 trillun,
dengan hasil pemantauan sebagai berikui.

# Telah sesual dengan rekomendasi sebanyak 162.035 rekomendasi (81,1%)
sebesar Rpd9,73 triliun.

® Belum sesual dengan rekomendasi sebanyask 33.438 rekomendasi (16,7%)
sebesar Rp53,44 trifiun.

o Rekomendas) belum ditindaklanjuti sebanyak 2.061 rexkomendasi (1,5%)
sebesar Rp567, 18 milian

# Rekomendasi tidak dapat diindaklanjuti sebanyak 1,301 rekomendasi (0,7%)
sebesar Rpl2 A7 triliun.
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Secara kumulatif sampai dengan tahun 2023, rekomendasi BFK atas hasi
pemerixsaan periode 2015-2015% yang telah ditindaklanjuli dengan penyerahan

azet dan/atau penyetoran uang k& kas negara/dasrah/perusahaan adalah
sebesar Rp34,10 trifiun,

Pemaniauan TLRHP Tanun 2020-2023

BPK telah menyampaikan 151,178 rekomendssi atas hasll pemeriksaan tahun
2020-2023 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,38 triliun, dengan hasil
pemantauan sebagai berikut,

e Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 80.0685 rekomendasi (52,5%)
sebesar Rpl5,33 triliun.

¢ Belum sesual dengan rekomendasl sebanyak 44.051 rekomendasi (29,1%)
sebesar Rp28,21 triliun.

e Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 27.022 rekomendasi (17,3%)
sebesar Rp20,84 triliun.

e Rekomendasi Gidak dapat ditindaklanjut sebanyak 40 rekomendasi (D,13%)
sebesar Rp7,26 miliar.

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023
vang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang
ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp21,87 triliun.

Perincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP menurut periode RPIMN
selengkapnya disajikan pada Lampirgn £1.

Adapun hasil pemantauan peiaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan
tahun 2020-2023 urtuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan
Badan Lainnya dapat dilihat pada Grafik 5.3 dengan penjelasan sebagai berikut.
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GRAFIK 5.3
HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLRHP
ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2020-2023

BPK telah menyampaikan 151,178 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun
2020-2023 kepada entitas yang diperikss sebesar Rp64,38 triliun. Adapun hasil
pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk tahun tersebut baik pada pemerintah pusat,
pemerintah daerah, BUMN maupun Badan Lainnya sebagai berikut.
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Total Tahun 2020-2023

— — @ 90.085 rekomendasi (52.9%) sebesar RpIS,33 tiun
151178 ¥ 44,057 rekomendas! (29,1%) sebesai Rp23, 21 ilin
27.022 komendas) (17.8%) sehesar Apa0.84. rimn

® 40 rekomendasi (0.1%) sebosar Rp7.26 milisr

rekomendasi

RpB4.38
triliun

Secara kumulatif rekcmendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 yang telah
ditindaklanjuti dengan penyershan aset dan/atau penyetoran uang ke kas
negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp21,87 triliun. Perincian pemantauan
TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau
penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada
Lampiran F.1.
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Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusal

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tashun 2020-2022 pads kementerian/
lembaga sebanyak 24.022 rekomendasi sebesar Rp33,59 triliun. Darl jumiah
tersabut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12.630
rekomendasi (52,5%) sebesar Rpl0,27 triliun. Sebanyak 6.013 rekomendasi
(25,0%) sebesar Rpl9,81 triliun belum sesual dengan rekomendasi. Sebanyak
5.372 rekomendasi (22,4%) sebesar Rp3,51 triliun belum ditindaklanjuti, dan
sebanyak 7 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti sebesar Rp225,66
juta. Terhadap rekomendasi tersebut, enfitas telah menindaklanjuts dengan
penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar Rpl4,61 triliun. Hasil
pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2023 pada entitas pemerintah
pusat disajikan pada Lompiran 6.1 dalam flash disk.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPE memantau pelaksanaan TLRHP tghun 2020-2023 pada pemerintah
daeran sebanyak 120.036 rekomendasi sebesar Rpl2,15 triliun. Dan jumiah
tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesual dengan rekomendasi sebanyak 64.511
rekomendasi (53,7%) sebesar Rp4,55 triliun. Sebanyak 36.658 rekomendasi
{30,5%) sebesar Rp3,66 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak
18802 rekomendasi (15,7%) sebesar Rpl,54 triliun belum ditindaklanjuti,
dan sebanyak 25 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp7,03 miliar fidak dapat
ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersabut, enfitas telah menindaklanjud
dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp6,62
triliun. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2023 pada
pemerintah daerah disajikan pada Lompiran 6.2 dalam flosh disk,

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada BUMN sebanyak
5.472 rekomendasi sebesar Rp5,76 triliun. Darl jumlah tersebut, yang telsh
ditindaklanjuti sesueai dengan rekomendasi sebanyak 2.512 rekomendast (46,0%)
sebesar Rp263.97 miliar. Sebanyak 1,128 rekomendasi (20,6%) sebesar Rp2,48
triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.824 rekomendasi (33,3%)
sebesar Rp3,01 triliun belum diindaklanjuti, dan sebanyak 8 rekomendasi
(0,1%:) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah
menindaklanjut dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan
sebesar Rp385,38 miliar. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-
2023 pada BUMN disajikan pada Lompiran 6.3 dalam [Tash disk.
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Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada Badan Lainnya
sebanyak 1.588 rekomendasi sebesar Rpl2,88 triliun. Dari jumlah tersebut, yang
telah difindaklanjull sesuai dengan rekemendasi sebanyak 412 rekomendasi
(25,9%:) sebesar Rp24E,69 miliar. Sebanyak 252 rekomendasi (15,9%) sebesar
Rp252,63 miliar belum sesuai denganrekomendasi, dansebanyak 524 rekomendasi
(58,2%) sebesar Rpl2,38 triliun belum diindaklanjull. Terhadap rekomendasi
tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke
kas negara/badan lainnya sebesar Rp253,92 miliar. Hasil pemantauan pelaksanaan
TLRHF periode 2005-2023 pada Badan Lainnya disajikan pada Lampiran §.4 dalam
Jlash disk.

Selain itu, pelaksanaan atas Gindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
BPK yang dilakukan oleh pejabat entitas selama pericde 2020-2023 telah
memberikan dampak antara [ain:

® Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan baik pada Kementerian/
Lembaga/BUN (K/L/BUN) maupun pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan
dari adanya kenaikan jumiah K/L/BUN yanz mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari semula pada tahun 2019 sebesar 97% menjadi 95%
pada tahun 2022. Sementara itu, untuk pemerintah daerah; dari semula pada
tahun 2015 sebesar 83,5% menjadi 91% pada tahun 2022.

e Peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Hal ini ditunjukkan oleh
adanya peningkatan penyelesaian tindak fanjut rekomendasi atas hasil
pemeriksaan BPK sejak tahun 2003, yang semula sebesar 74,3% pada tahun
2019 menjadi sebesar 78,2% pada tahun 2023,

# Penyelamatan uang negara berupa penyetoran uang ke kas negara/daerah/
perusanaan sebesar Rp21,87 triliun dan penghematan keuangan negara
yang berasal dari koreksi subsidi dan cost recovery masing-masing sebesar
Rp8&,25 triliundan Rp8,13 triliun,

® Perbalkan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik pada
gemerintah daerah, antara lain:

b Perbaikan pengelolaan kas melalui penerfiban dan penetapan rekening
kas daerah serta penerapan transaksi nontunai untuk sefiap pengelolaan
pendapatan dan belanja, di antaranya pada Pemkab Tebo, Pembab
Prabumulih, Pemkab Lumajang, dan Pembkab Aceh Singkil.
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b Perbaikan pengelolaan perpajakan dan retribusi melalul penerbitan/
perubahan peraturan kepala daersh tentang tarif maupun mekanisme
pemungutan pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak dan
objek pajak, layanan perpajakan secars online berupa pembayaran
pajak kendaraan bermotor dan pemberitahuan ketetapan pajak bumi
dan bangunan perdeszan dan perkotaan (PBBE-P2) kepada masyarakat,
pemutakhiran nilai jual objek pajak [MIOP) sesuai dengan kondisi terkini,
di antaranya pada Pemprov Bengkulu, Pemprov Lampung, Pembkab
Tabalong, Pemkab Sumba Tengah, Pemkab Bogor, Pemkab Manggaral, dan
Pemkab Batu Bara.

b Perbaikan kualitas data melalul pemutakhiran data terpadu kesejahteraan
sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bantuan dan pemberdayaan
sosial, pemutakhiran data pengguna sistem penyadiaan air minum [SPAM)
di wilayah pedesaan ssbagai bahan monitoring pengefolaan SPAN oleh
pemerintah desa, penyusunan Daftar Profil Investasi Sektor Pariwisata
yang sudah terdaftar pada Cnilne Single Submission (OSS), di antaranya
pada Pemkab Belu, Pemkab Tana Tidung, Pemkot Tarakan, Pemprov DKI
lakarta, Pemkab Sumiba Timurs Pemkab Tanah Laut.

b Perbaikan kualitas pelayanan melalui Program Pelayanan Perizinan Mobile
{keliling) bagi pelaku usaha, pemutakhiran S0P dan standar pefayanan
perizinan sesual identifikasi wakiu layanan, pemenuhan sarana prasarana
pendukung penyediaan air minum, di antaranya pada Pemkot Medan,
Pemkab Gorontalo, Pemkab Tangerang, dan Pemkaot Tarakan.

b Perbaikan pengelolaan belanja barang dan jasa melalul penyusunan
maupun pemutakhiran standar harga satuan yang mengacu pada
Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, di
antaranya pada Pemkab Balangan, Pemkab Tabalong, Pemkab Gorontalo
Utara, Pemkab Bone Bolango, Pemkab Nias, dan Pemkab Tapanuli Selatan,

P Perbaikan taia kelola pelsporan keuangan melalul pemutakhiran
kebijakan akuntansi yang ditetapkan melalul peraturan kepala daerah
guna mendorong keandalan pelaporan keuangan, di antaranya pada
Pemkah Kupang, Pemkab Tanah Bumbu, Pemkot Tangerang, dan Pemkot
Banjarmasin.
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Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/
Daeran

IHPS Il Tahun 2023 memuat hasil pemantauan penyelesaian gant kerugian
negara/daerah periode 2005-2023 dengan status telah ditetapkan. Nilai
penyelesaian gantikerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian
negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi
yvang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah
ditetapkan selama periode 2005-2023 sebesar RpS5,02 triliun. Kerugian negara/
dasrah tersebut terjadi pada pemerintah pusai, pemerintah dasrah, BUNMN,
Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD, seperti disajikan pada Grafik 5.4.

Grafik 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daersh Periode
2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran

ApE AT wrilhin

P AL il R, 75 miliee

Berdasarkan Grafik 5.4, kerugian negara/dasrah yang terjadi pada pemerintah
daerah sebesar Rp3,87 triliun (77.03%) merupakan nilai yang terbesar dari total
kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-2023
zebesar Rp5,02 triliun. Sementara itu, total kerugian negara pada pemerintah
pusat, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD berturut-turut sebesar Rpl,12
trillun {22,27%), Rpl6,43 miliar (0,33%), Rp2,84 miliar (0,18%), dan Rp3,75 miliar
(0,19%).
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Secara total, Tingkat penyelesaian kerugian yang terjadi pada periode 20053-
2023 tersebut menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rpl 40 triliun (27,78%),
pelunasan sebesar Rpl, B0 trillun (35,86%), dan penghapusan sebesar Rp57.84
miliar [1,55%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rpl,73
triliun (34,41%).

Secars terpering tingkat penyelesaian gand kerugian negara/daerah dengan
status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada
pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan
BUMD masing-masing sebesar 74,34%, 63,45%, 19,12%, 22,33%, dan 29,27%.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemeriniah pusat memiliki persentase

penyelesaian gant rugi negara yang paling tinggl.

Hasil pemantauan penyelesaian gant kerugian negara/daerah tahun 2005-
2023 menurut penanggung jawab dan pengelola anggaran dapat dilihat pada
Grofik 5.5 dangan penjelasan sebagai berikut,

Pemerinian Pusal

HASIL pemantauan penyelesdian ganti kerugian pada pemerintah pusat
menunjukkan bahwa: terdapat kerugian negara sebesar Rpl, 12 trillun dengan
tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp461,38 miliar
(41,25%), pelunasan sebesar Rp338,02 miliar (30,23%), dan penghapusan
sebesar Rp32,02 miliar (2,86%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar
Rp287,01 miliar (25,66%).

Pemerinian Daeran

HASIL pemantauan penyelesaian gant kerugian pada pemerintah daerah
manunjukkan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp3,87 triliun dangan
fingkat penyelesaian yang terdiri afas angsuran sebesar Rp327,53 miliar
{23,57%), pelunasan sebesar Rp1,46 triliun (37,78%), dan penghapusan sebesar
RpB5,65 miliar (1,70%). Sisa kerugian pada pemeriniah daerah sebesar Rpl,42
triliun {38,55%).

HASIL pemantauan penyelasaian ganti kerugifan pada BUMN menunjukkan
bahwa terdapat kerugian sebesar Rpl6,43 miliar dengan tingkat penyelesaian
vang terdiri atas angsuran sebesar Rp3,12 miliar (18,57%), pelunasan sebesar
Rpl,43 juta (0,01%), dan penghapusan sebesar Rp23,06 juta (0,14%). Sisa
kerugian pada BUMM sebesar Rp13,22 miljar (80,88%).
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GRAFIK 5.5
HASILPEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN

NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-2023
Dengan status talah ditetapkan menurut tingiat penyelesaian

TOTAL (Rg)

Angsuran 140 trilhun

Pelunasan LB0 trilien

Penghapusan 97,84 miisr |

S L7 tiliun S

Total 502  triliun IUE,

PEMERINTAH PUSAT (Rp)
Angsuran  @61.38 miliar
Pelunasan 338,02 miliar 0

Penghapusan 32,02 mikar |
Sika 287,01 mikar B
Tatal 112 villun DD

PEMERINTAH DAERAH (Rp)
Angsuran 927,53 miliar
Peluamsasan 146 triliun DS
Penghapusan 65,65 miliar |
Ses 1,42 trilam N
Total 3,87 wriliun (]

BUMN (Rp)
Angsuran 3,12 mikar
Pelunasan 143 juta
Penghapusan 23,06 juts
Sisa 13.29 miller
Total 16,43 mikar |

BADAN LAINNYA, (Rp)
Angsuran 138 miliar
Pelunasan 597,80 juta

Penghapusan 0,00 millar

Sika  GE7 miliar
Total  B.84 miliar
BUMD (Rp)

Angsuran 1.7 miliar
Pelunasan 836,95 juta
Penghapusan 150 juta
Sika 6,90 miliar

Total 9,75 miliar

Angnrin ) Pounass [ Penghapusan ) Sisa



Badan Lainnya

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada Lembaga/Badan Lainnya
menunjukkan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp8;84 miliar dengan
fingkat penyelesalan yang terdirl atas angsuran sebesar Rpl, 38 miliar [15,57%),
pelunasan sebesar Rp557,80 juta (6,76%), dan tidak terdapat penghapusan. Sisa
keruglan pada Lembaga/Badan Lainnya sebesar Rp6,87 miliar (77,67%).

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMD menunjukkan
bahwa terdapat kerugian sebesar Rp3,73 miiiar dengan tingkat penyelesaian
yang terdiri atas angsuran sebesar Rpl,87 miliar (19,15%!}, pelunasan sebesar
Rp836,55 juta (8,58%), dan penghapusan sebesar Rpl50 juta (1,54%). Sisa
kerugian pada BUMD sebesar Rp6,90 millar {70,73%),

Adapun perincian hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/
daerah tahun 2005-2023 menurut penanggung jawab dan pengelola-anggaran
disajikan dalam Lampiron £.2.1 dan F2.2,

Pemantauan atas Pemanfaatan Laporan Hasil
Pemeriksaan Inuestigatif, Penghitungan Kerugian
Negara, dan Pemberian Keterangan Anli

IHPS 1l Tahun 2023 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan [aporan
hasil Pl dan PKN serta PKA yang diterbitkan pericde 2017-2023. Pemantauan
dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil Pi dalam proses penyidikan dan
penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PEN dalam penyiapan P-21 (berkas
penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; seria PKA yang dihadiri BPK
untuk digunakan dalam tuntutan oleh laksa Penuntut Umum (IPU).

Pada periode 2017-2023, BPK menyampaikan 28 laporan hasil Pl depgan
nilai indikasl kerugian negara/daerah sebesar Rp32,53 trilivn dan 409 laporan
hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rps0,31 triliun kepada
instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PEA atas 368 kasus pada
tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasll Pl dan PEN serta pemberian
keterangan ahli adalah sebagai berikut.

316 BABV - Haxl Pemantanan APK HPS [ Tahun 2050  ax—




e 23 laporan hasil Pl yang sudah disampaikan; 11 laporan telah dimanfaatkan
dalam proses penyelidikan dan 17 laporan dimanfaatkan dalam' proses
penyidikarn;

o 403laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 82 laporan sudahdimanfaatkan
dalam proses penyidikan dan 327 kasus sudah dinyatakan P-21 [berkas
penyldikan sudah lengkap); serta

® 368 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam
turntutan oleh JPU.

Parincian hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil P, PKN, dan PE4A
periode 2017-2023 oleh instansi yang berwenang disajikan dalam Grofik 5.6.
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GRAFIK 5.6

PEMANFAATAN LAPORAN HASIL Pl, PKN, DAN PKA
PERIODE 2017-2023 OLEH INSTANSI YANG BERWENANG
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Dzer=h

Furmitah

Karmi

SEWIN

Eadan Masionsl Penangzulanzas
BEncEnE

=

kin=fiz 3tz Efektivitas Upsya Penurunzn Risiko Sencanz Hidromateorolog
Tehun 2022 dan 2023 {s.4, Triwudan 1] pada Badan MNasions! Penanggulsngzn
Bemcsna den Instens) Lein Terisit

f

Eemenieriah S0sis]

-

OTT kepatuhan t32 Pengsiglasn d2n Permanssungiswshsn Belangs Barang d2n
B=tanjz Bantuan Sosizi Tahun 2023 (=4 Triwulan i} peda Kementerian Sosal
d=n nstanst Lain Terksit

(El}

iz

KEmenteriEn AEams

Kinerja st3s Efekdvitzs Pengaiolzdn Santuzn Operzsionz] Sekolsh Pesantren
Tehun AnggsEn 3027 sd 2003 §Semester || den Bantusn inkubss: B
Pessntren Tahun Anggdrsn I021 sg. 2023 [Semester || pads Kementerizn
Azame dan trstans Terksit taneys di Provins] DRI teherts, (2ws Barst, Jawe
Timur, d3n Kafmantan Seistan

Jurmilsh

KOs

EiEs

Baden fepenguduksn den Keluares
Beréncang Mastonial

=

Minens =@z Upsys Pemennish oslem BercspamEn Penurenzn Pravelens
Srurting Tahun Anggaran 2022 dan 2003 pada Badan Kependuduban dan
Kelugrzs Berencans Nasional den instzns Lain Terksit

(]

Bzdan Fefindengan Pekerz Migran
indonesiz

OTT kKegpatuhan =28 Penempaten  Pekerjs Migrzn Indonesia  Program
Sovsrnment To Eovernment Kores Ssistsn Tehon 2022 dan S=mester | Tehun
2023 pads Badan Pefindungan Pekerjz Migren Indorssia den instanst dain
TersEit

W

Baden Pensewes 003t d=n Makenan

=

nens Fms UpEys Pemenntsh oslem PerosgamEn Penurenzn Pravsiens
Srurting pada Badan Pengewas Obst dan Makanzn Tahun 2027 dan Semester |
2023 &5 DX I3ksrts dan Daersh

KEmenterien Kesehatan

Kinerja Ftas Upsys Pemerntsh dalzm Percspaizn Penurunzn Prevelens
Zrunfing Teun AngEarEn 2027 den 2023 pada kementenan Kesshamn dan
Instans Terkait Leinnys di izkers dan Deerah

50

I

OTT Kepanushan stes Peizkzanzan Programy’ Indonesia-Supportng Primary
Heglth Czr= Reform/findonesiz Supporting Primasry snd Referms! Health Came
Reform [I-Spherei Tahuns 2022 dan 2023 pads Wementerian Kesehatan dan
Insignsl Terkeit Lainnye d) DKl fakarts

DOTT Kepatuhan aizs Pelzksanaan Program indonesiz Emergency Hesponss To
LOWID-12 Tehon Z0IZ den 20I3 geds ¥ementerian Kesshatan di DK dglarts

3T

OTT stes Fengadasn Bersng dan jass Tehun 1023 peds ¥ementenan Kesensian
dan instzns Terksit Lefnnys & D Jskerts dan Deenzh

i

i
i

Femanterign Ketenzgakenzan

[

Kinsrz st2s Efeknvitas Pelztingn Tenage merla Sidang OtwomonT dalam Rengks
Peningkatan Sumber Daya Manusiz yang Berkualnzs den Berdaya saing T=hen
Anpzaran 08 5.d Z02I pada Balai Besar Felgthan Viokas! dan Produknivias
|BEPYE] Bandung Kemenianizan K2tenazakerjazn dan Instens L3in Terkait

s [FS ] Tahum 2023




S5& L | Winerjz stzz sfebovitas Pengelolaan Sendspatan Megars Buken Paizk Dans
NOimpEniasi Pengzunzsn Tenezs derja Asing Tehun Angzaren 2015 =4 2022
pads Kementerian Ketensgaker|asn dan nstans Laln terkait

Jumilaf =
Eomisi X
1 35 | Ezmenterisn Pemuds Jan Olshrage 1 | Wimenz stas Efekovites Impiemsantas! Dessin Besar Olshrags Nasions) Ternedss
Peningkatan Prestasi Olahrage Masionzal Tahun 2022 dan 2023 (5.4 Twsan 1)
ozda Kementsnan Pemads dan Olshrees serts Instens! L3in Terkan
2 5E | kementerien Periwisats den Skonomi i | OTT #egatuhan stzs Pemgeloizan dan Perengsungiswsban Befanjz Barang
wr=stf/Badan Penwisatz dan Shomomy dzn B=lanjz Moda Tehun 2027 dan 2023 {=.d. Thallan )i} pads xementerizn
wreanf Pariwizats dan Ehonomi Kresti/Badan Farwizate dan Ekonomi Kresof
3 57 | ¥erpenterian Pendidiksn, ¥ebudaysan, 1 | Einerastss Efekiniiss Penzelolsan Pendidikan Profesi Guru pads Kementerian
Rzt dan Teknolog rendidikan, Esbudsysan, Riset dan Teknologl gan Instans Terksa Lsinnys
Tehun 2021 5.0, 2023 di iskarts dan Desreh

=13 1 | OTT Kepatdhen St seionjs Tahwn 2122 dan 2023 pada) Direkcorst Jenderl
pendidikan Tinggi Rise: dan Teknologi psds Hementerizn Pendigikan
rebyudayzan Rizet dan Tebnolog serta Inst=ns Terkat L=innye di DKL Jskerz
d=r Deeak

Jurmilaf 4
o
1 52 | KementEriEn KEUENEEN L | Kimerja Pengelolsan Informas Perpeiakan dalam Mendiokung Cpbmakizas
Penenmaan FerpEjsken Tehun Z02L 5.2 2023 pads Dirsktorst Enders| Fajek
dan instenst Terkat Lainnyz '

50 1 | O7TT atzs Fengelolzen Uteng Pemerinizh dan Penszunasannys untuk PFendznazn
infrastrubter Ekgnomi, Perkataan, dan Energl Ketensgsfistnken Tahun 20Z0
52 2022 gsdz Kementsrian Wsuengan Seizky Bendshara Umom Negara da2n
[retansl Terk2it Lainme di mkens

B3 1. | B7T 3es Pengefofasn Barang Millk Negare (BMN) yang Seress dan Perjenfisn
K=ry= Penpuzahasn Perambangsn Sstubsrz (FHFI8| TEhun 2021 54 2022
peda Kementerian Keudngsn Selske Bendshars Umum Megsrs dan Instans
Teri@it L@innya & Dol Jgkar= dan Dasreh

B | Hementerian PErencEnzan 1 | Kinsrz st2s Efektviias Tate delols Tuwan Pembangunan Serkelanjutan (TREY

Permbsngunsn Masonzl [PPM]fEadan Zust3inzble Development Goals (E0Gs] Tehun 2020 5.4, Semester | Tahun 2023
Ferencanaen Fembengunzn hasonsl peds Kementerian Persncenaan Fembangunan Nasonzl/Ssdan Perencenasn
{E=ppenas| Pembanzunan Nasional (¥ementerizan PPM/Bappenss) dan Instsnsi Terkait
Lzinnya di Ok J2k=rta dan Deesh
I | Lembags ¥edakan Pengadasn Barang/ L | OTF31=s Pengelclzan Matzlog Slekironi Masiona! serts Pembingan Bengeloiasn
i3z Pemerintsh kstslpg Sl=ktronik Sektoral den Loksl dsfam Mendukung. Percepstsn
Penggunzsn Froduk Delam Megen serts Froduk Ussha Mikes, Ussha ke, d=n
Kopsrssl padz PefzkzInean Pengsdasn Barengiizss Pemernizh Tahun 2022
5.2 Semester | Tehon Z02Z3 peds Lembags Kebijaken Pengsosen Garang/lass
Pemerintsh dam instans Terksit Leinnys 4 Iskert= dan De=ren
tumish 5
S B LinEas Romist
7
1 & | kementerien Koordingtor Bidanz 1 | LK Bagien Amggersn Beianjd Leinma (B4 950.08] Tehun 2022 padz Unit
rerghonomizn Akunzensi fuasa Fenggens Anggeren Bendanzre Umum Negars [LAKRA BUN)
Manzjemen Felakzanz Program Kartu Prakerja Kementerien Moordinzstor
Bicang Perekonomian den InstEnst Terkait Lanmye
Jumizh 1
Jumizh LHP pads Femarnintah Pusat 54
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Lampiran A.2

Daftar Laporan Hasil Pamerikszan (LHP) HPS [l Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD

L Prowinsi Acsh
] Pemernintsh aceh 1 OTT Kepstuhean 3t2: Belanjz Daersh Infrastroftur Tshun Angg=ren 1023 pads

Pemeriniah Acek

z ) febupaten Acch Barat 1 OTT Kepatuhsn =t=3 Belanjz Dasrsn - infrastruktur T=hun Anggafen 2023
pads Pemerini3h Ksbupsten 4ceh Barat 31 Meulzbokh

ES 3 Wzbupaten Acsh Bamat Daye 1 O7T Kepatukan stas Belamjs Oserak - Infrastruktor Tshun Angzeran 2023
pads Femernntzh Ksbupaien Acsh Tarst Dey2 O Blangpidie

4 A Kabupsten ACen Besar 1 OTT Kepatuhan 33z Belanjs Dserah - Infrastruktur Tshum Anggsren 2023
padz Femerintah Ksbupaten Aceh Besar 4 Jantha

5 5 tabupsten Acsh Uters 1 Kirgriz zias Efekyvites Ugaye Pemenntzh Deerzh delam Penyslsngegsrazn
Islznuntok Meningkstkan Keanttas dan Koatitas Jzlan Tehun Anggaran 2021
5.4 Triwiulan iif 2823 pada Femerintzh kebupaien Aceh Utare i Lhoksukan

1 ] 1 OTT Kepetuhan s Belsmnga Infrastruktur Tehun &ngssran 2023 pads
Femerintsh AEbupaten Aosh Utarz di Lhoksubon

ki 7 tabupsten Gayo Lues 1 OTT kepatuhean 313z Selania Deersh nfrastruktor Tehun Anggeren 2023 pads
Pemisriniah ¥sowpsten Gayo Lues d: Biangkejeren

B E rEbupateEn NgEn FEyE 1 OTT Kepatuhsn =t=3 Belanjz Dasrsn - infrastruktur T=hun Anggafen 2023
pads Pemerini3h Ksbupsten Nagen Reya Ji Suks Makmus

=1 =l Wzbupaten Ridis 1 07T Kepatukan stas Belamjs Oserak - Infrastruktor Tshun Angzeren 2023
pads Femernntzh Ksbupaien Aidie di Sigll

10 it | Kabupsten Simeuiue 1 OTT Kepatuhan 33z Belanjs Dserah - Infrestruktur Tshum Anggsren 2023
padz Femerintak ksbupaten Simeulue di Singhans

11 11 | Eot= Langsa 1 OTT Kepatuhan 335 Belanjs Daersh - Infrastrubtur Tahun Angzeren 2023
pads Femerint=h Kotz Langss 4 Lanzsa

1z 1z | Kotz Subulusssiam 1 Winerjz =t3z Efektivitaz Upsye Pemarnimteh Dasrsn dalam Percepstan
PeMuUTunan Frevamensi Jumnee Tehun Ansgsren 2022 dan 2023 pads
Femerintzsh Kote Subulussaiam dan instEns Terksit Lalnmys

Jumish i3

! Rrovinsi Sumatera Wtara

L 15 | Frovinsi Sumsters Uiara 1 | ¥merjz stas Efekowitas Pengelotasn Pejzk wendsrsan Sermoior dan Bes
Babk Mzma xendargan Bermaotor untuk Meningkstkan Pendspamn ash
Daersh Tahon Anpgaren 2002 52 Semestest 2023 pada Pemerintah Srovins)
Sumzters Utsra di Medan

12 1 wimeris tas sfelmvitas Upsya Pemenntsh Dgsrsh dslam Penysienggarazn
iglzn uniuk Misningkatien fuanfitas dan Wuslitss Ie=lan pede Pemerintzh
Browinci Sumlatess Utsra dan inctznsi Torkan Lainnya dl Medan Tehud
Anggarsn 2021 5.d. Tiwulsa Wi 2023

i5 1 7T ¥epstuhan 3125 B=iznis Infrestruikour Jeian Tehun Anggsren 2023 pads
pemerintsh Froving Sumatén Utsrs di Medan

2 1F | szbupstsn.fsshan 1 OTT Kzpstuhan 2135 Pengsdesn Bereng den J=s3 TA 2025 peda Pemenntzh
vzbupsten szhan & KizamEn

3 17 | xsbupaten DEin 1 ¥imerjz atss Sfewmvitas Upsyes Pemsfinteh Deersh dalam Adembanzun
Destinzsi - Pemasaren dzn Jumber Daya: Manusia [SOM)] Perwisats. unksk
htendusung Feningkstan Munjungen Wisstewan Tehon Angzaran 2022 5.4
Semester | 2023 pads Pemennizh Ksbupsten Daal dan instsns Terksit
Labnmy=s di Sidikaizng

s [FS ] Tahum 2023




Wiz, Lirest Emtitas il t3poren Hesll PEmeriiosan

4 18 | kabupsten Deli Serdang 1 O7T ¥=gcatuhan 2t3s Pengsdsan Sarang dan Jasa Tehun &anggaran 2023 pads
pemeriptah ksbepsten 0l Sergang di Lubok Pakam
L 19 | Kebupsten Humbsng Aasenduian 1 7T ®=gstuhan atas Penzssdsan Barang dan Jase Tehun Anggsran 2023 pads
Bemanintzh ¥abupsten Humbang Hesundotsn di Dolok Sangsul
[ I | szbupstsn Labuhanbato 1 Kinerjz gtas Bfeltivitis Lipal@ Pemermtsh Oeersh dalam Feny=lenzearasn
ialam untuk Meningkatzan {uantitds dan Koali=s dslsn Tehin Anggaran 2021
£ Treewulzn 11 2023 pede Pemarictzh Kabhpsten Labuhanbaty gan (nstans|
Terkzit Leinnys di Rantsu Prepst
ral 1 OTT ¥epstuhan stas 8=ianjs Infrastruddur Jzlan Tshun Anzgeren 2023 pads
Pemennzah Ksbupsten Lebuhanbat
7 II | kabupsten iabuhanbate Selztsn 1 O7T Kepztuhan atzs Pengsdasn Sareng den J=53 Ta 2023 peda Pemenntzh
Kzbupeten Lsbvhanbatu Seizmn den Instens Terkait Leinmya i fote Pinang
a8 I3 | Kabupsten Labuhanbato Utere 1 OTT ¥epatuhan 5tas Fengedsen Barang can Jass Tehun Angesran 2023 pads
Femerintzh kebupsten Lebohanbaty Uters df sk wznopan
E I4 | mabupstenlzngkat 1 OTT kegatuhan 2tas Pengedsan Sarsng dan Jasz Tehun angearan I0213 pads
Pemsrintah ¥sbepsten Langiet i Stebat
ig IS5 | ksbupsten WMandaiing Metal 1 winerjz sizs Hekfvitas Upays Femenntsh Deerzh dalam enyelengzaraan
lalam umtuk Meningiatkan Kusholss dan Kualitss =ian Tahen Anggsren
1021 =2 Triwdlan il 2023 pads Femerintah wsbupsten Mandaiiing rizal
dan Instans! Terkat Lainmys o Fanysbungsn
I 1 OTT Kepstohan 3¢ B8elanf mfrastruktur faken TA 2023 pada Kabupaten
btandaiing Mzl
11 2T | Kabupsten Nias itsre 1 OTT ¥epatuhan 5tas Fengedsen Barang can Jass Tehun &Angesran 2023 pads
Femerintsh kebupaten Nias Utsrs 4l Lot
iz I3 | wabupeten Fadans lawas Utars 1 Kirgriz zias Efekyvites Ugaye Pemenntzh Deerzh delam Penyslsngegsrazn
glan sntuk Meningiatien Kosntias dan vualitas ialan TA 2021 5.4 Triwulzn
Hi 2023 pada Pemerintzh Kebupstsn Psdeng Lewes Utsre den instsnsi
Terkait Lsinnys di Sunwene Tua
Iz 1 OTT Kepatuhan aizs B2iznjs infrastrukter Jalan Tahen Anzssran 2023 pads
Pemsrinian ¥sbupaten Fadang Lewas Utsre J-Gunung Tus
13 30 | Kzbupsten-Simziungun 1 Winerjz =te: Upays Pemerntah Deeran dalam Percspatzn Fenurensn
Frevglensl Stoniing TA I0ZZ dan 2023 pada Femerin=h Kabupaten
Simalungun dan Instans Terkgit Leinnya Ji Famatang RayE
31 1 OTT Kepstuhan 3ia5 Pokgzdaan Gereng dep J=i3 TA 2023 pada Pemerimtzh
Kabupaten Simalunsun
14 22 | ¥zbupsten Tapganuli Tengzh 1 O7T Megatuhan atas B=lanja Daereh Tehun Anggaran 2023 gads Pemerninizh
KEsbupaten Tapanuil Tenzah
15 33 | kots hedan 1 O7T ¥=oatuhan 2t3s Pengsdsan Barang dan Jasa Tehun anggaran 2023 pads
Pemerinah Lot Medsn & Medan
is 34 | Wol= Pemetsngmemar 1 7T ®=gstuhan atas Penzssdsan Barang dan Jase Tehun Anggsran 2023 pads
Bemerintzh Kotz Semstangsiantsr 4l Pematsngsiantar
1= 35 | wotz TEnjung B3i= 1 OTT Mepatuhan sias Pengedsan Bareng dan lass Tehun Anzgsrsn 2023 pads
Pemeriniah Kota Tanjung Balai di Tanjung Balal
sumizh | =
W | Provins sumssess berst
3 25 |- Provinst Sumstess Barst 1 | mmierjs eies Efekivitss Upays Femenntsh Desreh osfam Penysiengesrasn
Islam untuk Meningl=than Kuanttas dan Kusfitas Jalan Tehun angzaren 20271
=2 Treseulan i1 2023 pada Femerintsh Proving! Sumgters Barat
7 1 OFT Kepstuhan at2s Belamja infrastruktur Tehun Anggaran 2023 pads
pPemerintsh Frovins Sumsters Barst
2 32 | Ksbupsten Dharmasrays 1 T ®=g3tuhan 3135 Belens Desreh Tehun Anggargn 2023 paos Pemennizh
Esbupaten Dkharmasrasys

326 Iampizan THES I Tahum 2027 ex—




Kabupsten #epulausn Mentawal

t3poren Hesll PEmeriiosan
wimeriz 3tas Efelfvitzs Bembangunan Kelembagzan Kepsriwisstzan dan
Desiengsi Fariwizam Tehun 2022 =.d. 2023 {Triwilsn 0] oads Pemerintzh
¥zbupaten Kepulsuan Mentawsl dan instansi Tasksit Leinnys di Tus Pejst

{sbupsten Fammman

Hinerz atas Efeltvitas Upsya Pemenntsh Dasrzh dslam Senyelenegarazn
1=lsn vnluk Mieninckstken Kusnbias dan Koglites Isfan peds Pemernizh
Esbupaten Passman di Lubuk Siksping Tshun Anegsran 2022 =d. Triwulzn
2023

Kabupsten Fazaman Barat

O7T ¥=catuhan 3t3s Belenia Desrzh Tehun Anggaran 2023 pads Pemenntzh
Kzhupeten FEsaman Barat

Kabispaten Soiok

7T ®=gstuhan 3135 Belens Desreh Tehun &nggargn 2023 psos Pemennizh
Esbupaten Solok

ssbupsten Tanzh Ostar

OTT ®epstuhan =t3= Belznjz O=ersh TA 2023 pade Pemerintsh d=bupsten
Tarzh Datar

otz Pedang

OTT Kepatuban sts Befan]z Deersh Tehun Ansgeren 2023 {5.d. 30 Movember
2023) peds Pemenntzh Kote Fedang

otz Peoang Fanjans

O7T Megatuhan atas B=lania Daereh Tehun Anggaran 2023 gads Pemerninizh
Kot3 Fedang FEnjEng

i0 £

Koz Fawaniunta

OTT ¥epatuhan 3tas Belgni3 Dasrsh Tehun &nggsran I023 pads Pemerinizh
Eots Sawshlento

rumizh

n Prowins Rigu

AT

Prowiinsi REEu

Kimerjz 32 Upays Pemenntzh Desrzh dziam Penyelenzgarzan lalen ontuk
bieringkatian Kusnbtas dan kusiitas Jslan Tshun ansgeren I024 =4
Triwuizn 111 2023 pads Pemenntsh Provinst Siau

inerjz stas Rumah Saxit w3 (RS Tempen Tehun Ansseren 1022 5.4, 2033
{Semester 1} 08 Pekanbary dan Instensi Terkatt Lamnys

it

Kimerjs atzs Efeivitas Feleyenzn Rewst Inzp can Farmasi pads REUD AnfEn
Achmag Tehon Anggeren 1022 s.d. Semester | Tahon 2023 di Pekenbary

Kimerjs st=s Upsye Pemenntsh dalsm Fercepstsn Penurunen Prevelens
szmnfing Tehur 2022 dan 2023 pads Semerintsh Frovinsi Rizu dan instznsl
TErkEt Lainnys

Wzbupaten Benghaliz

O7T kepatuhan st33 Pengadasn Sarang dam lass Tahun 2023 pads
remennm=h ¥soupsten Benghkals di Sengkalis

i
i

Kabupsten IndregE Hilir

Kimerjs 33z Efexnvitsz Wpays Pemenntah Dseran dsiem fercepatsn
FemEunan Prevalens) Stuming Tahun Anggeren 2022 dan 2023 pads
Pemeringan Eepbupaten indragmi Hilir dam Instansi Terkzit Ltainnye i
Tembiizhan

HEbupEten Kamaar

T ®egatuhzn 3= Penzelolzan Pendapatan &sh Dzersh Tshen 2023 dan
2023 {=.d. Trwulan 1) pads Pemerntah Ksbupaien kampar dzr inst=nsl
TErka Leinnys

Kabupsten #epulausn Mesantd

O7T ¥=gcatuhan 2tas Pengsdsan Barang dan Iasa Tehun &anggaran 2023 pads
Pemerintah kzbupaisn Kepulsusn Memsnt 4 Selstpanjang

Kebupeten Fokan Hilir

OTT ®epstuhzn etes Pengelclzan Pendeoatsn &sh Desrsh Tshun 2022
dan- 2023 |=d Triwifan iif] pads Pemerntsh Kabupster Aoksn Hiir di
Bagencizplspd serts (nstans: Terkeit Lainny=:

Kabupsten Rokan Hubu

wimeriz 3i=z Efekbvitzs Upays Pemerintah Cserak dalsm Percepsten
Penurunsn Prevshens| Ftuntieg Tehun Anggsren 2022 den Z023 pads
pemeriniah Ksbupaten Bokan Hule dan |mstancl Terkait Lamnys dl Pasi
Pengarsizn

Kotz PEMBNESM

07T Kspsiuhan 3t33 Peng3casn Sar3ng dan Uass Tshun 2023 pads
Bemerintzh Kotz Sekanbary 5 PelEnbamu

Jumlzgh

s [FS ] Tahum 2023




N, Uns

L' Brovinsi Sumatera Sefztan

t3poren Hesll PEmeriiosan

L § 5E

Provinsi Sumsters SelatEn

OTT ¥epstuhan sias Belanjs Deersh Tshun Angesran 2023 pads Pemenntzh
Provinsi Sumaters Selgten dan instenal Terksit Lsinnya di Palembans

z 5B

Kakupsten Banyuazin

wimeris stas sfelmvitas Ussya Pemenntzh Dgsersh dslam Penysienggarazn
{alzn itk Meninghstisn Kegntias dan ebiss Jzlan Tahun Anggarsn 2021
53, Triweulan 11 2023 pada Pemenintsh Kabupsten Bamyuasin df Pangislzn
Eaiz

7T ®=gstehan 3135 Belens Desreh Tehun Anggargn 2023 psos Pemennizh
Esbupaten Banyuasin dan Instensi Terkait Leinnye & Penglelan Balal

61

Wi

ssbupsten Lehat

OTT ¥ec=tuhan 2tss Belanis Deereh Tehuen Ansgarsn 1023 pede Pemenntzh
¥zbuozten Lahat dan Instansi Terkait Lsinnyz & behat

rsbupstsn Muarz Enim

OTT ¥apatuhar 2tas 8cfnis Daarsh Tahun Anzgsrsn 2023 pads Pemermtzh
Kabupaten Muars Enim dan instensi Terkait tainnya 41 Muare Enim

Kzbupaten Mus Fawss

O7T Megatuhan atas B=lania Daereh Tehun Anggaran 2023 gads Pemerninizh
KEsbupaten Musi Rewas dan instzns Teralt Lainny=

KHabupzten Ogan iiir

OTT ¥epgtuhan 3tas Belzni3 Dasrsh Tehun &nggsran 023 pads Pemerinizh
Kshupsten Dgan (lir San Instznsi Tecksit Leinnye di Indreizga

tabupsten Ogan Komering ilir

Kirgriz 3tzs Sfeknwitzs Pemerintzh Czersh dalam Pesyelenggarzan Jslen
untuk Meninekatkan Musmitas dan Musitas laisn Tahun angssren z02d
5.4 Triwglen 1 2023 cada Femerintan Kabupaten Ogan kamermg (e g
Fayuzgums

Fsbupsten OEan Komering Uy

winerjz sizs Hekfvites Upays Femenntzh Deerzh datam Zenyelengzaraan
lglan untuk Meninexstken Muanhitss dan Woslitas islan pad3 Pemerinizh
kshupsten DEEn fomenng Lo TA 2001 =8 Triveulan 1l 2003

in
g

tabupeten Ogan Komering Ul
Zeizman

Kirgriz 3tzs Sfeknwitzs Pemerintzh Czersh dalam Pesyelenggarzan Jslen
untuk Meningkatkan Kusnotas dan Kualites Jalan Tehun Angzaran 2021 =4
Triwnclzn 11 2023 padzs Pemenntsh ®zbopsten Ogan Komering Ulo Selstzn
dan Instansi Terksit Lzinnya Si Musra Dus

o

Fsbupsten ODEan Komering Ly Timar

OTT ¥agatuhar atas Scknis Daarsh Tahun Anzgsrsn 2033 pads Pemerintah
Kzbupaten Og=n Komsring Ulu Timur der instanss Terksdt Leinnyes i
WIETIapUTE

=l |

tabupsten Fenuks! Abeb Lemaing
ilir

OTT Kegatuhan 21as Selani@ Deersh Tehon &nggargn 2023 pads Femeninizh
Ezbupaten Penukal Abab Lematang 1iir den instens Terksit Lainnya SiTalans
W]

iz 20

Kot= Lubuk Linggsu

Kimers sias Efeknvitas Upsys Pemernntsh Desrsh dslam Fenysisngesrasn
Iglam untuk Meningkatian Kugnttss den sustias jzlan Tehun nsgersn 2021
s Triwulan 11 2023 pada Femerintah KoE Lebuklinezae 2 Lubukiinggay

13

otz Pagar Alzm

7T 2tas Beiznjz Deersh Tahon Anggeren 2023 pads Femerint=h Kota Pagar
alam dan nstansi Terkait Lainmya di Pager alam

Jumizh

Wl

Provinsi jambi

=

(2]

Provins jzmbi

Kinerjz stas Bekiivites Usala Femermish Dsersh dalam fenyslenzgarssn
ialam untuk Meningkatzan {uantitds dan Koali=s dslsn Tehin Anggaran 2021
£ 2023 [Trivecizn i) padas Pemerintzh Provins: lamibi di smbi

T K=pstuhan 3133 Penpslclssn Belanjz Modsl Tshan anzgeren 2023 pads
pemerintah Proving Jambi di jamid

ssbupsten Bstans Har

OTT kepstuhan 312z Penzeinlzan Beleniz Operss| dan Sslanjz Modsl 7A 1023
pads Pemerin@h Kebupaten Batang Hari 4 Muarz Bullan

¥sbupaien Bunzn

D77 ¥z2petohan stas Pengelciaan Belanjs Pegawal, Belanjs Bereng dan dess,
Belenja Modal Persiatan dan Mesin serts Belaniz Modal tzlzn, Jaringan dzn
irigasi pada Femerintah Kabupsén Bungo Tehun Anssaran 2023 di Muars
Bunso

D -

HES [ Tahun 2020  a—



4 76 | Kabupsten Kefind 1 O7T ¥epstuhan st3z Pengeioizan Beidnjz Bargng dan jass serts B&lanjs
hiodal Tahur Anggaran 2023 padz Pemerimah Kebupsten Kernd & Suksk

5 TT | Habupsten Muars fsmis 1 | OTT Kepstukan 5123 Pengsioizan Beizngs Degswsl Bslans Barens don sass
sertz Befanja Modst Tshun Anggarsn 1023 pads Pemerintzh wabupaten
iearo lz=mbi o Senget

& FE | kabupsten Tanjung labung Timur 1 O7T Kepstunan aizs Pengelolazn Belanjz Operasi dan 2=laniz Mods] Tehen
Anggarsn 2023 pads Pemerintzh Kebopsten Tanjung fabune Timur di Muars
ZEbak

ke 73 | Motz Sunga Penuh 1 Himeriz staz Efektvitas Upsye Pemerintsh Dsersh daiam Percepatan
Perwrunan Prevskensl Sunbng Tehun Ansgeren 2022 dan 203 pads
Bemerintzh Kots Zungai Penun dan instans Terkart Lsinnia di Sungzi Penuh

Jumizh ’a.

Wil Prowins: Kepuladan Bangka Belitung
BOQ | ¥zbupsten Banghs

Kimeriz atsz Efeichvitas Upsys Femerintah Dserzh calam Penysiznggsrasn
lzlan untuk Meningkatdan Keanntas dan uelias 1zlan Tahun ansgeran 2021
=2 Triwulsn ill 20235 pada Pemerintah ¥abupaten Banska

1
m
-
™

winerjz sizs Hektvitas Ugays Femenntzh Deerzh daiam enyelengzaraan
lalanumtuk Meningkstkan Keantias dan Kualitas Jalzn Tehun anggeren 2021
£ ¢ Triwlan (1 2023 pade Femeririzh Rabupaten Saoske Barat dan Instznsl
Terkeit Lainnys di Meniok

KEbupaten Bangks S80Et

O7TT ¥=pdtuhan atas Manajemsn Aset Tahon Anggaran 2032 5.6 Triwwian il
023 pada Pemenmah Kabupaten Senghs S3m@t den Instanss Terkast Lainnyz
g Memtok

3 83 | kshupsten Bangks Telztzn

OTT Kepatuhan stzs Belanjz Dedrsh Tahun Anggaran 2012 =d. Okioher 2023
padzs Pemerintzh Kazbugaten Sangks Selatan dan instznsi Terksit Lamnye 4
Toboall

4 B4 | Eabupsten Gelitung 1 OTT megatchan atas fenselolzan Pendagatan Asll Ossmsh Tehun Angzeren
2027 5.d. Trivewlan 1IF 2023 pede Pemerintah Kebupsben gefitung dan Instens
Terkzi Leinmya di Tanjunspandsn

=1 ES | Kot= Pengkeipinans Kimers sias Efektvitas Upsys Pemenntsh Desrsh dslam Fenysisngesrasn
Iglam untuk Meningkatian Kugnttss den sustiss jzlan Tehun Enzgeren 2021

5.3 Triwulan 11 2023 pada Femerintah KotE Pangkalpinang

BE O7TT segatohan 2tas Fengeicizan Pendapatan Asll Oserzh Tehun Angzsren
LOZZ 5.d. Triwulan iif 2023 peds Pemennizh Kots Fengkelpineng dan Instsnsi

Terkzit Lainmyz

tumizh
Vill | Provins Bengiulu

BT | Provins Bengluiu 1 wimeris stas sfelmvitas Ussya Pemenntzh Degsrsh dslam Penysienggarazn
{alzn itk Meninghstisn Kegntias dan ebiss Jzlan Tahun Anggarsn 2021
53, Triweufan 11l 2023 pada Femerintah Srovins Bengiulu di Benghaiu

il

=

-
&

Vsbupzten Benzhulu SelaEn 1 OTT ¥z=pstuhan st== Belanjs B3reng den fzza den Belznia AMods! Tahun
Lnggarsn 2023 pade Pemerintsh Kabupaten Bengkuly Selsten 4 Manne

3 B% | Kabupsten Benghuiu Utsra 1 EAT Kepatuhan stis-Belanje Sdreng dan fesa dan BelanE Model Tahun
Apgearan 2003 pads Pemerintah Kebupsten Sengeuly Utara di Arge Makmar

q o0 | Ksbupsten KEDSTENE 1 7T Kepstuhan 31235 Belsnja Bereng d=n J=sa, Belsngs Hibsh Dans Bos, dan
Belanjz Modal Tahur &nzzdrsn 2023 pads Femerintah ssbupsten Kepehians
di KepanEng

5 o1 | kabupsten BejEng tebong 1 wimeris stas sfelvitas Upsya Pemenntzsh Dgsrsh dslam Penysienggarazn
ialan untuk Meninskatksn dentizs dan Kuzlitss lsfan TR 2022 24 Trhivwulsn
1l 2823 pads Pemerintzh K3buwpsten Bejeng Lebonz

2z 1 OTT kepatuhan atzs Helanjs infrastruktur Tahun Angzaran 2023 pads
Pemerintsh ksbupsten Rejans Lebons di Curup

— TP 1 Tahun: 2023 Teunpian
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& 23 | kabupsten Sehums 1 wimeris tas sfelmvitas Ussya Pemenntzh Dgsrsh dslam Penysienggarazn
{alzn itk Meninghstisn Kegntias dan ebiss Jzlan Tahun Anggarsn 2021
53, Triwwufan 11l 2033 pada Femerintah ksbupaten Setums di Tsiz

= 1 OTT kepatuhan atzs Belanjs Infrastruktur Tahun Angzaren 2023 pads
Pemerintsh Kebupsten Selums dsn Instens Terksit Lamnye d Teis
Jumizh -}

i | provinsi Lampung

o5 | Prowins Lempuns 1 Kinerjz gtas Bfeltivitis Lipal@ Pemermtsh Oeersh dalam Feny=lenzearasn
ialam untuk Meningkatzan {uantitds dan Koali=s islsn Tehin Anggaran 2021
e Treewulzn 11l 2023 pada Femerintzh Proving Lsmpuns

=1 1 OTT Kepetuhan == Belsmga Infrastruktur Tehun &ngssran 2023 pads

Femerintsh Frovins Lamipueg

F o7 | mabupsten Lempuns Tenssh 1 OTT Kegatuhan 21as Selani@ Deersh Tehon &nggargn 2023 pads Femeninizh
Ezbupaten Lampang Tengzh di GUmung Sugih

3 B5 | Esbupaten Lampung Timas: 1 OTT ¥apatuhary 2tas Scfania DSarsh Tahun Anzgsrsn 2023 pads Pemerimtzh
Kabupaten Lampung Timur di Sus=dana

4 93 | Kzbupsten Lamoung Utera 1 O7T Megatuhan atas B=lana Daereh Tehun Anggaran 2023 gads Pemerninizh
KEsbupaten Lampung Utars dl Komsbumi

=1 100 | Kabupsten Wesul 1 OTT ¥epatuhan 31as Belzni3 Dasrsh Tehun &nggsran I023 pads Pemerinizh
fshupsten Mesuji dl Wirglzgs Mulys

[ 101 | mabupsten Pesawsrsn 1 Rireriz =35 Efekivims Upsye -Pemeriniah Daerzh dalam Percepatzn
Permwrunan Prevalenst Stummng Tehun Anggsren 2022 dan 2023 pads
Femennish ¥soupsten Pesaweran ¢l Gedong TatEan

T 102 | Kabupsten Fesisr Barst 1 OTT ¥epatuhan 3tas Belgni3 Dasrsh Tehun &nggsran I023 pads Pemerinizh
Kshupsten Pasisir Barat di Kl

5 103 | Eabupsten Fingsewu 1 OTT Kegatuhan 21as Selani@ Deersh Tehon &nggargn 2023 pads Femeninizh
Ezbupaten Prinzsewu Zi Fringsswy

El 104 | EEbupsten TamZZEmius 1 OTT ¥apatuhar 2tas Scknis Daarsh Tahun Anzgsrsn 2023 pads Pemermtzh
Kabupaten Tanggamus 4 Kofs ASung:

i0 105 | Kotl=Bandariampeng 1 07T Kepstuhan at=s Belania infrastruktor Tshen &nggsran 2023 pads
PemenmnEh Kotz Sander lEmpung di Eandar Lampung

Fumi=h it

b | Frowinst Kepulsusn Riau

108 | Prowins Kepuizuen PiEe 1 Kinerjz gtas Bfeltivitis Lipal@ Pemermtsh Oeersh dalam Feny=lenzearasn
ialan untuk Meningkatken Kuantbts:s dan sualitzs jalan Tabun Bnggeren
2zl =, Triwudan i 2023 padid Pemenntzh Proving! Kepdlauan Riau di
TanjunEpinans

(2]

§

Wsbupaien Sintan 1 Hinerz atas Efeifvitss Upaya Pemenntsh Dasrsh dslam Senyelenggarazn
izlan untuk Meningkathen Kusniftzs dan Wuabtss 1aign Tshin Angzzren
2021 s Triwfan 1 2023 psda Pemerintsh Kabupaten Bintan di Bandar
Seri Bentan

3 108 | Kabupsten Xarmun 1 wimeris tas Efelmvitas Ussya Pemenntsh Degsrsh dslam Penysienggarazn
{alzn itk Meninghstisn Kegntias dan ebiss Jzlan Tahun Anggarsn 2021
53, Triwuian 10 2023 pada Pemerniah Kebupaten ¥Enmun df Tanjung Balal
Karimun

q 102 | Hzbupsten Mepulsusn Ansmbas 1 | kimerizozes Efeidvites Upsys Pemerintsh Desren oziam Penysisngesrssn
Islan untuk Meninziatian KeEntias dan Hualitas fafan TR 2024 5.3 Triwulzn
m 2023 pads Pemenntah ¥sbupsten Kepulauzn Aramaas d Tarempa

5 110 | kabupsten Nziuna 1 wimeriz 2tEs Upays Pemerintzh Dserzh dalam Perepatsn Penurunzna
Prevelensl Suming Tshun Anggaren 2002 dsn 2023 pacs Pemernntsh
¥zbupaten Natuns dan instans: Terksit Lainnya di Bans|

lumdzb 5

m Tempsizsn THPS [ Tahun 2027 exm—




X Pravins 0K takarz

1 111 | Prowing DRI lakarta 1 OTT eepatuhan atss Pengeloizan Belanjz Dinas Limziungan Higup Tahun
Angparsn 2023 {5.0. Triwulan ) pade Pemerinteh Provins DEL akeria dzn
Imziansi Terkait Leinny= df Jakarts

113 1 OTT ¥=o=tuhan #tas Pengelofzan Bsfanjz Dines Ketzhanzn Pangsn, kelauten
dan fertehizn (DAnzs KFKF| Tabun Anpsdran [TR] 2023 {=d Triwuian 11i) pads
pemerintsh Frovins DKl lzkarts ser= InsEns Terkf Lamnys

113 1 | D77 stas Pengslolszn PrEssrans, Sarens, dsn Uoimes umum (RS yIng
Berz=st dari Femenuhan Wewajban yang Bersymber dar Pihak Ketige 5.4
L2poren Keusngen Semester | Te 2022 peds Pemenntah Frovins Dkl fzkers
dan instansi Terkait Leinmya

114 1 OTT ®=patuhan sta: Fensslolzan Pendspetan &sl| Deersh Tehun angzsren
2023 [=.d. Triwndsn 10y pad3 Pemenintah Provins DY Jskarts di iskarts

115 1 OTT sepatuhan 3tas Pengelolzen Esfanjz Dinss Perumahan FAzkyet dar
Kzwssan Permukimen Tehun Anggaran 2033 (d. Triwwdan ) pads

eamerintsh Brovins DKl Jekarta dan insiSnsi Tercit Lamnys ol jakers

s 1 OTT kepetunan stas Fenzelalaan Selanza Dines Pendidikan Tahon Angga=n
2023 [=.0. Thwulan i) pads Pemenini=h Provins DEI lakarts dan Instens
Terkai Leinmya di jskerts

iumizh B

il Provinst faws Baret

1 117 | Provins Jaws Barst

winerjz sizs Hektvitas Ugays Femenntzh Deerzh daiam enyelengzaraan
lglanumtuk Meningkstkan Keantias dan Kualiasdalzn Tehun anggeren 2021
=g Triwulan il 2023 pada Femerint=h Proving jawe Bar=t

HE 1 OTT kepstenen ates Bsianjz Infrastrokiur Jzlzn Tahon &ngzeren 2023 pads
Pemisrintah Provinsi Jaws Barat dan Instans! Terkait Leinnya S 8anduns dz0
KEsbupaten/Rota Latnnys

i

Kabupsten Gandung Kimerjs 3i2= Efextvitaz Upsye Pemerimish Dasreh uniuc Weningkatksn
kuzlitzz Pelzyznan sawst =@t dslam Renghe Fengustst PelzyEnzn
Kesehatan Daser dan Rujukan Melsiui Puskesmas dan R3UD Tehun Anggsren
12z =& 2003 [semaster i) peds Femerinish Kabupsten Bandung dan
Instansi Terkait Leimmys di Soreeng

ES 130 | Kabupsten Banduns Barst O7T atas Belznjz Dgersh Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintsh Labupaten

Bandung Barat di Mzemprah

4 121 | Kabupsten Gosor OTT Kepetuhan == Belsmnga Infrastruktur Tahun &ngssran 2023 pads

Femerintsh AEbupaten Bogor dan Instans: Terait L3innys & Cihinong

5 132 | wabupsten Ciznur 1 Kireriz sizs Eeknwitzs Penangzulangan Ssncans Gemps Bumi delam Mtz
Tarmggag Darurat dam Transisi Darurat ke Femwdiinas Tahun angsaran (TA)
L0221 54 Trwulanm i TR 2023 pada Pemenntzh &sbopaten Cisnjur dzn
imstamsi Terkait Leinmys di Cianjur

[ 173 | szbupatsn Cirebon 1 Kinerjz gtas Bfeltivitis Lipal@ Pemermtsh Oeersh dalam Feny=lenzearasn
ialam untuk Meningkatxan {uantitas dan Koali=s dslsn Tehin Anggaran 2021
£d Trrwwulan 11l 2023 pada Femerintzh Kshupaisn Tirgbon

128 1 | D77 kepatwhan stes Bslengs infrastrubktur. sglen danotembstsn Tehen
AREsarsn 2023 pads Pemerntzh Kzbupsten Chebon dan isstans Terkat

Lainnys
7 125 | kabupsten Gaut 1 OFT segpatuhan amaz Belapja infrestrubktur Tzhun Ansgaran 2025 {zd. 18

Desember 20235) pada Pemerintzh Kabupsten G2t di Garut

4 126 | Kebupsten Karawang 1 komeris 2izs Efehovitas Ugaye Pemennish Desren osfam Penysiengesrssn
Islam untuk Meningl=than Kuanttas dan Kusfitas Jafan Tehun angzaren 20271
=2 Treseulan i1 2023 pada Femerinish Kebupaten Karswang

L2F 1 OFT ®egatchen atas Belenjs dnfrastruktur jglan dan jembatzn Tehued
Appearan 2033 pads Pemerintah Kebupsten Karswang don lestarsi Terksit
Lainmyz di Karewans

— TP 1 Tahun: 2023 Teunpian



Kabupsten Kuningzn

t3poren Hesll PEmeriiosan

wimeriz 3tss Efektvitas Upsys Pemerintzh Desrah unfux Meninghatkzn
ruzftas Leysnan Rawst jslan dzlem Rangee Pengustsn Leyenan sesshatsn
Czar den Rujukan Melalul Puskesmas dan REUD Tahun Anggaran 202254
2023 {Semester || pada PEmerintzh Kabupsten Kumingan den frstans Terksit
Lainmys di Kumingan

ig

Vsbupzten Majslenzz

Kiterjz atas Efekbyitas Upsye Pemerintsh Deersh untuk Meningiatizn
Kuslitzs Layanen Rawst lalan oslam Rzngs Pengustan Leysnan Kesshatsn
Dasar dan Rujukan Metalol Puskesmas dan FSUD TA 2022 .4, Semester 1
2023 pede Pemerintzh Eabupsten Wajgienshs gan Instens| Terket Lainnys
di Mazlengks

11

%otz Eandung

OTT -atz= Belznjz Dersh Tahwen Ansgsran 2023 {£d 30 Mowsmbsr I02Z3)
pads Pemerin@h Kot3 Banduns di Banduns

lumidzb

132

Provins: J2ws Tenzan

Kimers sias Efektivitas Upsys Pemenntsh Dasrsh dslam Fenysisngesrasn
Iglam untuk Meningkatian Kugntitss den mustitas jatan Tehun Enzgeran 2021
s Triwilan I 2023 pads Pemerintzh Provins: lawa Tengah dan Instens
Terkait Leinnyz di Ssmareng dan K2bupaisn/koE Leinmye

OTT Hepatuhan aes Belanje nfrastrubtur Tehon Anggaran 2023 pads
Pemsrinzah Provinsi lawa Tengsh den Instansl Terkalt Lainnye 4 Semarang
dan Kabupaten/Mota Lainnyz

(5]

133

Haoupzten Banjarnezss

KinErjs Bies Hipsys Femerntsh Oserah dalam Ferrepsisn PemurLnsn
Prevelensl Smmbing Tehun AnggetEn 3002 dan 2033 peds Pemerinizh
Kabupsten Banjernesars dan Instans: Terksit Leinmya di Benjarnegss

Kabupaten Banyumas

Kimerja 3125 Operasional Perusahaan Umam Daersh Air Minum (Ferumdam)
Tirtz Satria ¥abupasten Genywmsas Tehun 2021 5.0, Semester | 1023

Kabupsten Gloms

KinErjs Bies Hipsys Pemerntsh Oserah dalam Ferrepsin PemurLnsn
Prevelensl Smmbng Tehun AnggarEn I002 dan 2033 peds Pemerinizh
Kabupaten Biora dan instansi Terkait Lainnyes i Blors

Kabupaten Boyolzh

07T Kepstuhan at=s Belania infrastruktor Tshen &nggsran 2023 pads
rPemennah ¥abupsten Boyolzl dan mstansi Teralt Lamnya o Boyoisll

Haoupsten Brenes

OTT Kepetuhan s Belsmnga Infrastruktur Tehun &ngssran 2023 pads
Femzrintsh kEbupaten Sreoes den instansi Terkait Lainnys 4 Srebes

tabupsten Cilacp

OTT Hepatuhan aes Belanje nfrastrubtur Tehon Anggaran 2023 pads
Pemierintah ¥sowpsten Cilacap dan instansi Terkait Lainmys di Clecap

FEbupaten Demaek

Kinerjz 3tzi UpEyE Pemerintsh dalem FercepstEn Fenurunzn Prevaisns
Franting Tshun 2022 der Z023 pacda Pemenntzh Kabupsten Demak dzn
instansi Terkait Leinmy=s ot Demzk

i

tabupsten GroDogsn

OTT Kepetuhan aies Belanje infrastibtur Tehen Anggaran 2023 pads
Pemenintah ¥sbwepaten Grobosan dan Instznzi Terkait Laknnya & Punwocad!

sEbupsten lepars

OTT Kepatuhan stes Fendspsten Al Deerah Tehun 2023 (=d 31 Ckiober)
pads Pemerintah Kebupaten Jepara ol lepare

11

{sbupaten EEburren

O7TT kepatufan atzs Helanjs infrastruktur Tahun Angzarsn 2023 pads
Pemerintsh ksbupsten Ksbumen San Instensi Terkait Leinnys di Kebumen

Kabupsten KlaEn

DT ¥epatuhan siaz Bamiuan Esudngdn yang Bercifst husus dari APED
Kepads Desa Tshun Angesran 2023 peds Pemerintsh ksbupsten klaten dan
Imstznsk Terkait Leinmy=

Vsbupzten Mazzlans

Wiera st Operssonzl Pepyedaan Air Minum Ferusahaan Umum Gaersh
Ajr Minum Tirte Gemilans Tshen 2021 5.0, Semester | 2023 pada Pemennizh
Esbunaten Kagelsns dan matansi Terksit Leinpya di Munghid

1as

sEbupsten Ped

OTT repatuban sias Belanje- infrastruktur Tehun Anggaran 2023 pads
Pemeriniah ¥sbubaten Pat dan Instars Terkeit Lainnys 0i Fat

HES [ Tahun 2020  a—
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15 145 | kabupsten Sedsiongan 1 OFT Kepstuhan 2tas Belamja infrastruktur Tehun Anggaran 2023 pads
pemerintsh ksbupsten Pelelonzan dan Instens Terkan Lainmy= di Kajen

is 147 | Kebupsten Pemslang 1 | D7T Kepawuhan at2c Baienjz Infrastrokiur TR 2023 pads Pemepnizh
Ezbupaten Pemalzng dan instansi Teriait Leinmys 4i Pemaians

17 145 | szbupstsn Purbeiinges 1 OTT repatuban sias Belanje- infrastruktur Tehun Anggaran 2023 pads
Pemeriniah Ksbupsten Purbslingss dan instaesi Terkait Leinnya i
purbalinggs

is 14z | Kebupsten Rembsng 1 | 7T fepetuban g@s Belangs Infrasruktur Tehuen Angseran 2023 pads
Bemerintah K3bupsten fembans dan instens Terkait Lainmya & Rembang

iz 150 | szbupsten SemsreEng 1 OTT repatuban sias Belanje- infrastruktur Tehun Anggaran 2023 pads
Pemeriniah Xsbubaten Semarang dan Instans Terkai: Lainnya di Ungamnn

Jrid 131 | Esbupaten Sragen 1 OTT kspatuhen atas 3slznjs infrastruktur Tehur Angsarsn 2023 pads
Pemerinian ¥sbupaten Sragen dan instans Terksit Lainnys di Sragen

21 152 | Kabupaten Suchzro 1 07T Kepstuhan at=s Belania Infrastruktor Tshen &nggsran 2023 pads
Pemennah ¥abupsten Sukohano dan instens Terkal: Leinnye di Sokohario

Iz 153 | Kabupsten Tessl 1 OTT Kepetuhan s=s Belsnga Infrastruktur Tahun &ngssran 2023 pads
Femerintsh kEbupaten Tegel dam instansi Terkait Leinnye oi Sawl

2= 154 | Eabupsten Wonogin 1 OTT Hepatuhan aes Belanje nfrastrubtur Tehon Anggaran 2023 pads
Pemisniniah ¥sbwepaten Wonogsn dan ins@nsi Teriait Lsnnya di Wonagin

] i35 | Ksbupaten Wonosobo 1 OTT kspatuhan atas 3slznjs infrastruktur Tehun Angsarsn 2023 pads
Pemeringan ksbupaten Wonosobo dan instans Terkait Leinmye di Wonosobo

25 158 | Kot= Pekaiongan 1 07T Kepstuhan at=s Belania infrastruktor Tshen &Anggsran 2023 pads
remennish Kotz felalongan den insEns Terkaim Lainnye & Pekalongzen

24 157 | Kot= Semareng 1 EAT Kepatuhan ates Belangs Infraftruktur TEhun Anggaran 2023 pads
Femarintsh nota Temarang dan instansi Terkan Lainnye 4 Semarang

Fry 155 | Eot= Surakerz 1 OTT Kepatehen stes Pendepatzn A=l Daerah Tehon I023 (sd. 31 ORfober)
pads Femerinth Kots Suraksres 5i Sprakarts

28 i35 | Kotz TeEsl 1 OTT Kepatuhsn =t=3 Belanjz infrastruktur T8 2023 pada Pemenntzh ko=
Tegal dan instans Terkai Lainnyg & Tegel

1umizh Iz

My | | Peoving 0. vosyEsne

5 150 |- Provinst 04, Yogyakarts 1 kmeris =tes Efekmwites Pengelolzan Aser yeng. Bersumbsr dan Dans
Keisbmewaan TA 2015 s.d. {Semester || 2023 pads Pemerintah Deersh DL
Yogyakerts dan insEng Terkait Leinnys &1 vogyakerts, Sleman, Santul Watss
dan Waonosarn

181 1 Kinerjz atss Efektnitas Upsys Femernish Dserzh defsm femyEensgerssn
iglan univk Meningksthan Wuantitas dar Kozl Jelan pada Pemenntzh
Oesr=n DU Yogyekeriz di vogyskarns Tahon Ansgaren Z0ZL =d. Triwulan i
20T
152 1 OTT kepatuhan at=s Helanjs infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pads

Pemerinzsh Daersh Deerzh ishmews Yogyakarts i Wilsyah Deerah Isomaws
Yogyskatts

2 153 | szbupatsn Szntul 1 Kinerjz a3 Sfeimvitas Pemyelenggarsan Setem BLUD untuk Meningkstken
Peldyznan Keschetsn Tehun Ansgaran 2022 = 4. S=mester | 2023 pada A5UD
Fanembahen Senopat dam instans) Terkait Lainmya di Santul

3 154 | Kebupsten Gununskidul 1 komeris-s12s Efewpwiiss PenyelengEarasn Sutem BLUD vk Meninskatksn
pelayanzn Kesshatan Tehun Ansgarsn 2022 = d- Semester | 1023 pada REUD
Wongsar daa Instans Terkeit Latnnys di Wonosarl

4 1E5 | kabupsten Kilon Progo 1 Wimeriz 3t2s Pengelofaan Pendspatan Pajak Sumi dan Bargunzn Berdesazn

dan Perkotzan (PEE-PZ) Tebun AngEeran 202t 5.d. 2023 {Semester ) pads
Pemeriniah Xsbubaten Kolon Progo di Wates

s [FS ] Tahum 2023




FT Bank Pembangunan Daerdh
Caeren isOmews rogyzkans

t3poren Hesll PEmeriiosan

Wimeriz 3i23 Efeknvitas Pengeiniazn Dans Pihak Ketigs dan ferkreditan Tehun
Buhwe 2071 5.4 Semesisr | 2023 pads FT 82nk Pembangunan Desrsh Deersh
istinrews  Vipgyakerts dan instans Terkast Lainmya o] Yogyskarts: Sieman,
Eantul, \Wates. dan Wonoszn

Tumish

b3 Rrovinsiiaws Timur

L § 187

Wsbupaten Bengkslan

OTT Kepabekan stas Belanja Modal Bidasz infrestrukiur Tehon Anggaen
2023 pads Pemerintsh ¥sbupsten Bengkelzn di Bangkelen dan Sgosro

Z IgE

Kabupsten Blitar

D77 Kep3twhan ztsz Belamiz Meds! Bidang infrastrultyr Tehun anggaran
2023 psda Pemerintsh Ksbupaten iiter & ksnigoro dan Sidoarjo

i

ji==]

KHaoupsten BOTNEEOMD

KimErs i3 Upeys Pemennizn DEersh delam Fenyeleszian Permaszlznzn
Operasi EUMD yang Tidsk Optimsl Tehun Amsgaran 7020 s Semester |
2023 pads Pemenni3h Kabupsten BoMONeEoro can Instens| Terkait Lamnys
dr Bojonsgorn

I7g

OTT Kspatuhan sStes Selanjs Moda! Bideng InfrRstrukdur T Z0I3 pads
Pemsrintah ¥sbwepaten Bojonsgoro di Bojonegoro dan Sdoarjo

4 i &

Fsbupsten Bondowozs

OTT wepatuhan stas Belanjz Modal Bidang Infrestruktur Tabun &nggaren
2023 peds Pemerimah ¥abepsten Bondowoso di Boodowoso dan Sidoarc

Wzbupaten Gresik

O7T ¥=patuhan 3tss Fengelolsazn Earang Milk Dzerzh Tahun 2023 pads
Pemerinsh Eabupsten Gresie dan mstans Terket lainnyz Oi Gresik dan
Sidaarjo

i
=
il

KEbupaten fember

Kineriz =t=c Upaye Pemerimtzh Oasrsh dalam Percepstan Fenurunzn
PFrevelensi Stunfing Tahun Anggarsn 2007 dan 2023 ped3 Pemerinizh
fzhupsten lember dam InstEns Terkzit Leinnys di fember dan sidoarnjc

74

OTT Wegstuhan ztas Pengelolzan Fajak Dasrsh, Rstrbus Ceesh, dan
¥arjz Sams Pemanfaatz=n Barang Ml Dzerak Tehun Anggsran 1623 pads
remennish kaboepaten fember dan instansi Terkait Leinnye dilember dan
Sidearjo

7 i3

Febupsten fombans

OTT w2gstuhzn =3z Fengelplzen S=rsng Mk Osersh Tshun 2023 pads
Pemeninian Kabupsten jomibang dan Instans Terkait Lainfmys & fombass
dan sidozrjs

tabupsten Xediri

Kirgriz zias Upsys Femerinizh Deersh delam Peopeleszian Permaszlzhan
Operasi B3dsn Usaha BEIK D3ersh [BUMD] yang Tidak Opomsi Tehen
Anggaran I0Z0 5.0 Semester | 3023 pada Femerintah Kzbupaten Kedin dan
imstamsi Terkait Leinmy= df Kedirl dan Sidozigo

gebupaten Lamongan

Kineriz =t=c Upaye Pemerimtzh Oasrsh dalam Percepstan Fenurunzn
PFrevelensi Stunfing Tahun Anggarsn 2007 dan 2023 ped3 Pemerinizh
Kshupsten LsmonzzEn dan Instansi Terkait Lainnyz 9l Lemongan San Sidoarje

o I7s

tabupstan LumajEng

OTT kepsiuhan 3t3s Pengeloizan Fejak Deerzh dan Retribus Daesh Tehun
Anzgaran 2013 pads Pemenntzh dabupsten Lumajane dan Instans Terkait
Lainnys di Lumaiane dan Sidearjo

Kabupsten Magem@n

DT Kepatuhan stas:Belanjs Modal Bidang Infrastruldur TA 2023 pads
Pemerintah kzbuepstsn Magsten

Kebupsten Melang

DFT Kepstenan-ates Belane Modad Bidang infrestrufter Tehun Anggeren
2023 padz Pemerinizh ¥aboupsten Mzizne di Kepsnjsn dan Sidosno

OTT Eepatuhzn stas Fengelolzsn Barsng Millk Deersh Tshun 2023 pads
pPemeriniah Xsbubaten Mzlang dan Instans Terksiz Lalnmys di Kepanjea dzn
Sidoarjo

iz 152

Kebupeten Mojoksrio

COTT ®eg3tunzn i3s3 Pengelolszn Sarsng Millk Dzersh Tahun 2023 pads
pemernintzh ¥3buepaten Mojoisrto den instans Terkait [Sinnya di Mojokerta
dan Stdo3ne

iz 153

Kabupstan Nganjuk

wimeriz 2tEs Upays Pemerintzh Dserzh dalam Perepstsn Penurunzna
Prevelensl Suming Tshun Anggaren 2002 dsn 2023 pacs Pemernntsh
¥zbupaten Kgznfuk dan (nstensi Terkait bainnye di Nganjuk dan Sidoarde

=D o
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LEZ

Kabupsten Ngawi

t3poren Hesll PEmeriiosan

wimeriz 2tEs Upays Pemerntzh Dserzh dalam Pemepstsn Penurunzna
Prevelensl Suming Tshun Anggaren 2002 dsn 2023 pacs Pemernntsh
Kzbupaten Kgswi dan instensi Terkait Lainnya di NZawl dan Sidoare

Wsbupaten Facitsn

OTT eepstuhan atss Pengefolzan Barsng Millk Dsersh Tahun 2023 pads
Pemeniniah Kabupaten Pacitan dan instensi Terksit tainnye di- Peciten dzn
Sidoarjo

1z

sEbupaten PemekEzan

Kineriz sias Upsys Semerintzh DEerzh delzm Peayelessizn Permaszzlzhan
Operask Badan Wsaha Ml Daerzh (BUMD) yang Tidak Optims! Tahued
angesrsn 2020 d Semester 2013 padz Pemerintzh Kebupsten femekasan
dan instans! Terkait Lainnys di Pamekasan dzn Sidoarje

OTT Kepabekan stas Belanja Modal Bidasz infrastrukiur Tehon Anggaran
2023 pads Pemerintzsh ¥sbupsten Pamekzsan 4 Pamekzsan den Sidoanio

LEE

Kabupsten Faswrian

OFT segatuhan amas Sengetolsan Bargng Millk Dserzh Tshun 2023 pads
pemerintsh Labuepsten Peseruan dan Instena Terksit L=inmyz 4i Bangd dan
Sidoarja

fEbupaten PONOIOED

wineriz #izs Upsys Femerinizh Dzerzh dzlem Penyelzzzizn Permaszlzhae
perasi Baden Ussha Milik Dzersn (BUMD] yIng Tidak Opbimal Tahen
AnEgarsn 1030 T E temssteri 2023 pada Femerintat kabepatan Ponoroge
dan Instansi Terksit Lainfy3 ¢ Posorogs dan Sidosno

Kabupaten Prozolinzso

Kimeris 2ias Upsys Femenintzn Dserzh delsm Penyslezzizn Permasaizhzn
COperasi Badan U=ahz Mk Dgerah (BUMD] y=ng Tidak Opomal Tehun
Anzgaran 2028 5.6 Semester | 2023 pada Femerintah Kzbupatsn frobolingss
dan Instans! Terkslt Lainnya di £rakszan dan Sidoarjo

OTT Kepsiuhan si3s Pengelolasn Fejak Dserzh can Retnibus Daersh Tanun
AngEsrsn 2023 paca Pemerintsh Kabupaten Frobofinggo dan instansi Terket
Lainye di Krakssan dan Sidearjo

2

Wzbupaten Sampang

Kimeris 2ias Upsys Femenintzh Dserzh dzlsm Penyslezzizn Permasaizhzn
COperasi Badan U=ahz Mk Dgerah (BUMD] y=ng Tidak Opomal Tehun
Anzgaran 2020 :.d. Semsster | 2023 pads Pemerintah Kabupaten Sampanz
dan Instans! Terkslt Lainnya di Sampang dan Skdoarjo

3

Kabupsten Sidoans

OTT Kepatunsn 3533 Pengetolssn Barsng Milk D=erzsh Tahun 20I3 pads
Femerintsh AEbupaten Sidoaro dan instsns Terksit Lainmya di Sidoarjo

tabuipeton Stubonde

OTT Kepatehan stzs Belane Moda!l Bidang infrestrukter Tshim Angzeren
2023 pada Pemerimtzh ¥sbopaten Situbondo di sitobondo dan Sidoario

FEbupaten Sumensp

OTT sepatuhan stas SslanE Modal Sidanz infrastruktur T 20135 pads
Pemeringan ¥sbupaten sumenen di Sumensp dan Sidoarjo

Kzbupaten Trengzaish

O7T Kepsbohan =tas Belanje Modal Bidane infrastrukter Tehun Angzer=n
023 pades Pemenmah ¥abupsten Trengealek oi Trengesalek dan Sidodrjo

Kabuwpeten Tuban

KimErS i3 Upays Pemennizn DEersh delam Fenyeleszian Permaszlznzn
Operasi Szdzn Usshz mAilk Dzersh (BUhiD) yang Tidsk Optimsl Tehun
anggaran 2020 5.4, Semesteri 2013 pads Femerintzh Ksbupsten Tudan dzn
instansi Terkait Leinmys o Tuksn

{1
(=)

o=

Eabupsten Tulungagung

OTT Kepatehan stzs Belane Modal Bidang infrestrubtor Tshim Angzamen
2023 pad3 Pemerintzh Kabupaten Tulergagung & Tulengsguns dan Sidoarjo

Eoi= Batu

OTT Eepatuhzn stas Fengelolzsn Barsng Millk Deersh Tshun 2023 pads
Permerinzah Xotz Batudan Insans Terkzit Lainnya df Batu dan Sidoario:

30

otz Kedin

OTT Kepstukan 523 Pengelotzan Fejak Dsersh dan Retribusi Daersh Tahiun
4nzparsn 2003 pads Pemerintah Kotz Kedin dan instensi Terkeit Letnnye 4
Kiediri dan Sideanjo

01

wot= hedion

OTT Kzpstuhan 2i=3 Pengeloizan Fejak Dsereh den Retribus Deersh Tehun
Anzgaran 2023 pada Pemenntsh Kotz Medivn den instessi Terkalt Lamnys
di Msdiun den Sidoarjo

32

Kotz Malang

CTT Mepstukan 5123 Pengsiolsan Fapsk Deerzh gan Retrbus: Deemn Tehen
anegarsn 2023 padz Pemerintsh ¥ota Malang dan Instsnsl Terkait Leinnys 4l
Mislang dzn Sidoarc

s [FS ] Tahum 2023
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3

203

Kots Sursbays

t3poren Hesll PEmeriiosan

OFT segatuhan ez Sengetolsan Bargng Millk Dserzh Tshun 2023 pads
pemerintzh Kotz Sursbeys dan InsmEns Terksit Lainnye 4 Sursbays dan
Sldoarja

OTT Kepatuhan atzs Fengelolzan Pejak Deerzh Tahun &nzgeran 1023 pads
Pemennzah Koia. Surabeys dan Instanst. Terkait- Lainnys & Surabays. dzn
Sidoasjo

Jumizh

SravinsBanten

205

Provins: Banten

wimeris stas sfelmvitas Ussya Pemenntsh Degsrsh dslam Penysiensgarazn
iglzn urfuk Meningiaten vuantitss dan Muslitss Jzlan Tshun 2021 =d
Triwidan 11l 2023 peda Pemefinteh Provies Benten dan instens| Terksi
Lainnyz di Wilayah Prowine Bamten

OTT Kepatuhan gt=s Betenja mfrestruktur Jafsn Tehun &nggaran 2023 (.4
20 Nowember Z023) pada Pemerint=r Provinsi Banten dan Instang Terkst
Lainnye di Wilayah Brovins Bamtsn

Kzbupaten Peadzgizng

Wimerjz stes Upays Pemennteh Oseran dalam Percepatzn Fenurunsn
Frevelensl Jtunmong Tehun Anggsmn I0IZ dan 2023 pads -Femerintzh
Kzbupsten Fendegizng San instansi Terk=it Lainmyz oi Pendegizng

winerjz sizs Hekfvitas Upays Femenntsh Deerzh daiam Zenyelesgzaraan
lglan untuk MEeningkstken Koanttas dan Kuslitss jzlan Tehum 2021 52
Triwulzn 1L 2023 pads Pemerintzh Kzbupatsn Fzodesiznz dan instznsl
TeErksit Lainnys di Fandegisng

O7TT Mepgatuhan ates Beiznje mfrzstruktor islsn Tehun Anggsran 2023 {54
30 Movernber} pads Pemerintah Kzbupaten Pandeglang dan instans) Terkat
Lainmyz di Pendezgizng

febupaten TaNZErEnE

winerjz sizs Hekfvitas Upays Femenntsh Deerzh daiam Zenyelesgzaraan
lglan untuk MEeningkstken Koanttas dan Kuslitss jzlan Tehum 2021 52
Triwulzn 1 2023 padz Pemerinizh Kabupaten Tansereng dan instans Terksit
Lamnys di Tizarsksa

211

O7T Megatuhan ates Beiznje mfrzstruktor islan Tehun Anggaran 2023 {54
50 Mowembsr) pada Pemernimzh K2bupamen Tangemns dan Instang Terkad
Lainmyz di Tigaresa

tumizh

il

Srowins 2l

212

Provins: Bal

OTT Kepstuhan stes Beisnjs Deersn Tahun Anggeren 03I da3n 2023 [z
Trimwlzn |11} pads Pemarintsh Provins 326 di Denpasar

(]

13

tabupsten Badung

OTT ®epetuhan stz Befanja Daerah Tahun anggsren 1022 dan I073 {sd
Triwuizn 111) pads Pemerintah Kebupsten Badune di Mengupaera

Wi

sEbupsten SiEnyar

OTT sepetuhian Stes Beianjs Geersh T9htn- Anggaren WQZ dan 2323 [cd
Triwnizn 111) pada Pemerintak Kabupaten Sianyar ff Gianyar

Wsbupzten fembrana

Wimerjz ates Upsys Pemenntsh Dsersh dalam Percepsian Penorunzn
Prevelenst Swnfng TEhun 4nggaren 2002 dan 2023 osd3 Pemernntzsh
Esbupaten Jembranz dan Instsnsi Tersait Lannye di Negars

OTT sepetuhian Stes Beianjs Geersh T9htn- Anggaren WQZ dan 2323 [cd
Trivwniizn 111) pada Pemerintak Kabupaten jembrana di Negars

Vsbupsten Hsmangasem

OTT Me=patuhan =tes Beiznja Da=rsh Tahon Ansgeren 2022 dam 2023 {54
Triwulzn [1i) pads Pemeriniah Kebupsten Kereng3sem di Amlapuers

Kabupsten Tabanan

OFT Kepatuhan stes Belznja Deersh Tahun Anggeren 2032 dan Z023 (=4
Triwiilzn |11) padz Pemerinzh Ksbupsten Tebanan & Tshanan

Tumish
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RN | Provined Nuss Tenggane Barat
1 215 | Prowins Muza Tenggars Barat 1 OTT &=patuhan si3s Belsnjs Deersh Tehun 2022 dan 2023 pads Pemenntzh
Provinsi Nuss Tenzgars Barat 30 Wilsyah Proving Muss Tenggare Barst
z 120 | Kabupsten Compa 1 wimeriz 2iEs Upays Pemerntzh Dserzh dalam Perepatsn Penurunzna
Prevelensl Suming Tshun Anggaren 2002 dsn 2023 pacs Pemernntsh
Kabupsten Dompu dan instansi Tarksit Leinnys di Dompa
3 221 | wsbupaten Lombok Barst 1 OTT ¥apatuhan si3s Belsnjz Deermh Tahun 2022 dan 2023 pads Pemenntzh
Kzbupsten Lombaok Baratdi Senung
4 123 | kot= BEmz 1 wimeriz 2tEs Upays Pemerntzh Dserzh dalam Perepstsn Penurunzna
Prevzlens Stunting Takuin AnsgarEn 2022 dan 2023 padsz Femerintzh Koi=
Bimz dan Instansi Terkait Lainnys 3 Rata
E 233 | Kotz Matersm 1 | oTT xapatulian atas Sslanje Deersh Tahun 2022 dan 2025 peds Pemermtzh
Kota MatEram di MsEem
Iumizh 5
Eik Brgiins Mids TEREEEE THIRE
E 224 | Provinst Nisa Tenggers Timor 1 OTT xegatithan 21as Selans Deersh Tahon I0Z2 dan 2023 pads Pemernintzh
Prowinsi Nuss Tengeara Timur di Kupang
z 135 | Esbupaten Alor 1 OTT xapatuhian atas Sslznjz Deersh Tahun 2022 dan 2035 pads Pemermtzh
Kzbupaten Alor & Kalabah
ES 226 | Kabupaten Flores Timur 1 O7T M=patuhan atas Belznj2 D=ereh Tehun 2022 d3n 2023 gads Pemernintzh
Esbupaten Flores Timur o Larsntuks.
F.: 2127 | Kabupsten Kupsng 1 | Kiners Eies Wp@yd Pemermtsh OsSerah dalam  Fercepsisn Penurunsn
Prevelensl Smmbing Tehun Anggaras I002 dan 2033 peds Pemerinizh
Kabupaten Kupsng dan Instansi Terkait Lainnys S Oslamas
5 22E | Wzbupsten tembatz 1 O7TT segatuhan at=s Ssiznjz Dasrah pscds Pemenntah Kabupaten Lembats
Fahun 2027 dan 2023 d| Lewoleba
1 273 | Kabupsten Manggarai 1 KinErjs Bies Hpays Femenniah Deersh DatEam Ferfepsien PemurLnsn
Prevelensl Smmbng Tehun AnggetaEn I002 dan 2033 peds Pemerinizh
Kabupaten Manggeral d=n Instsnsi TerkEit Lainnye O Futens
F 230 | Wzbupsten Mangssmal Barat 1 O7T ¥=pgtuhan atas Belanj? D=ereh Tehun 2022 dan 2023 gads Pemernintzh
Esbopaten Mangzerai Szet di Labovan Bajo
a I3l | Kabupsten Nzgsked 1 | O7T Kegaiuhan stas Belanjz Dsersh Tehun I0Z2 dan 2023 pads Pemennizh
rshupsten Magekeo 4 Mbay
) 232 | Kebupsten Rots Ndso 1 | mmerjs.gtes Upays Pemennieh Dzersh Dalam Pescepsian Penurenzn
Prevelensi Stunong Tehun Anggaman 2032 dan 2023 pada’ Pemenntzh
Kzbupsten Bote Mdeo da3n insians Terkeit Lainnya di B2's
I 233 | kabupsten Sabu Raeljus 1 wimeriz gtas Efekdvitzs Penstzusabzzn Fengemansn dan Bemanfizten
Earanz Milik Dzersh Tzhun Angzarsn I02Z2 den Z023 pads Pemernntzsh
¥zbupsten Saby Raiua oisebs
11 I34 | Msbupzien Sikks 1 OTT ¥=ostuhan 5125 Selzniz Deersh Tehun 2022 dan 2013 fads fermennizh
Kzbupsten Sikka d Maumsre
1z 235 | kabupsten Sumig Barat Days 1 wimeriz 2tEs Upays Pemerintzh Dserzh dalam Pemepstsn Penurunzna
Prevelensl Suming Tshun Anggaren 2002 dsn 2023 pacs Pemernntsh
¥=bupaten sumiba Barst Daya dan Instens Terkei: Lainnys di Tembolaka
15 236 | Mabupaiten Suwmid Timur 1 Himeriz staz Efektvitas Upsye Pemerintsh Dsersh daiam Percepatan
Perwrunan Prevskensl Sunbng Tehun Ansgeren 2022 dan 203 pads
pemerintzh Ksbupaien Sumbz Timur danm instans’ Terksit @nnya 4
Walngsou
14 237 | kabupsten Temor Tengzh Uiara 1 OFT ¥=patuhan 3t3s Belanja Deerah Tahin 2022 d3n 2023 pads Pemenntzh
Kzbupeten Timar Tengsh Utere di Kefemenshu
15 238 | Wot= Kupsnsg 1 | DT ®epatuban 3135 Belanfs Deersh Tahun 2022 dan 2023 pads Pemennizh
Ko KupaRs & Kupang
Jumizh 15
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KX Pravinst kalimantan BarEt
1 I35 | Prowing Kadlimarkan Barat 1 OTT Kepatuhan stas Belanjs Deersh Tehon Anggaras 2023 (s.d: S0 Novemiber)
pads Pemeriniah Provins: Kzlimantan Barst di Pontisnex
z &0 | kabupsten Xspuas Hufy 1 OFT ¥=gatuhan atas Belgnj3 Dasreh Tahun &ngEaran 2022 dan 2023 (=d. 30
Movember) pada Femerintzh Ksbupaten Kepuas Huly
3 241 | Kebupsten Ksyeng Utsrs 1 | mmerjs. gtas  Elektvies Upsys -Pemerinish Desrsh dslem Sercepatzn
PBernurunan Prevabent Slurting Tshun Anggsrsn 2022 dan Z0Z3 pads
Pemennish ®sbupstes Kayons Ums dan Instans Terksit Laionys
Sukadsna
4 243 | szbupstsn LEispeng 1 OTT M=patuhan Stas Selanfs Deerah Tahen Anggersn 2022 dan 2023 {=d. 30
Movember) pads Pemernin=k Ksbupaten Ketapans £ Ket3pang
5 143 | ksbupaten kubl Rays 1 OTT vzpatuhan atzs Selanjz Deereh Tehen &nggarsn 2012 dan 2023 (zd 30
Movember 2023] pads Pemerintsh Kabopsten Kubu Rsys
5 144 | Kzbupsten tandsk 1 Wimerjz stes Upays Pemennteh Oseran dalam Percepatzn Fenurunsn
Frevelensl Jtunmong Tehun Anggsmn I0IZ dan 2023 pads -Femerintzh
Ezbupaten Landak dam Inst@nsi Terkait Lainnyz di Mgakbang
7 145 | Esbupaten Melawl 1 Kineriz =t== Upays Pemerimtzh Oasrsh dalam Percepstan Fenurunzn
PFrevelensi Stunfing Tahun Anggarss 2007 dan 2023 ped3 Pemerinizh
Kshupsten Melzwi dan instansi Terkait Leinny= i Nangs Finch
5 145 | Eabupsten Mempawah 1 OTT Kepatuhan =235 Belang D=erah Tahun Angssran 2023 {sd. 30
Movember] pacs Femenint=h Kzbupsten Mempewak
El IAT | Esbupsten S=nggsu 1 OTT kspstuhsn =t2: Belanjz Dsersh Tshun Angzsran Z023 {z.d. 30
Movemoer] pads Pemeriniah Ksbupaten Sanggau & Sangssu
Iumizh =]
sxl | Srovins Ksfimsntzn Tecg=h
E 145 | Provinsi kRalimantan Tengah 1 OTT xegatithan 21as Selans Deersh Tahon I0Z2 dan 2023 pads Pemernintzh
Provingi Malimantan Tengsh 9 Peiangka Raye
z 145 | Esbupaten Barito Utzra 1 OTT xapatulian atas Sslanjz Deersh Tahum 2022 dan 2035 pads Pemermtzh
Kabupaten Barito Utare di Muars Teweh
ES 150 | Kabupsten Sununs Mas 1 O7T ¥=pgtuhan atas Belanja D=ereh Tehun 2022 dan 2023 gads Pemernintzh
KEsbupaten Gunung Mas di kuels urun
4 251 | Kabupsten KsTngsn 1 OTT Kegpatuhan atss Belsnja Daerzh Tahun 2022 dsn 2023 (=.d. Trivesden 1H)
padz Femerintah ksbupstsn kstingen 4 KEsongzn
5 152 | Kebupsten Kodtgwannan Timus 1 7T ®=pstuhan 3135 Belensz Deersh Tehun 2022 d3n 2023 psos Pemennizh
Esburaten Koawaringin Timur di Sampit
[ 153 | szbupsten Lemandze 1 OTT ¥=g=tuhan 2tss Belanjs Osergh Tehun 2022 dsn 1023 pede Pemenntzh
¥zbupaten Lamandsu di Menga Bulik
ke 254 | Ksbupaten Murung Raya 1 OTT ¥2patuhan atas Belanja Deersh Tahun 2022 dan 2023 {=d. Triwuian 1]
padz Pemeriniah Kzbupsten Murung Rays di Puruk Czshu
g2 I55 | kabupsten Sukamard 1 OFT Kepatuhan atzs Belznfa Deersh Tabun 2022 dzn 2023 {s.d. Trivecian 1)
pads Femerinish isbupsien Suksmars di Subamers
Tumish 8
KHH Bravinst kalimantan Sejatan
1 156 | Prowing Kalimartan Sefstan 1 OTT Mepatuhan atas Belenja O=ersh Tehon Angzzrsn 2022 dan 2023 pads
Pemennish Frovins: Kslimsntsn Sefstan di Benjarbery dsn Benjarmasin
F I5T | kabupsten Bzlzngan 1 OFT Mepatuhan st=s Beienjz Oserah Tehun Angz=ran 202 dsn 2053 pads
pemerimtsh Lsbupsten Szlanzan di Paringin
3 158 | Kebupsten Benip Kuslz 1 | mmerjs.stes Upeys Pemernnizh Desrsh dalsm Pescepsian Penurensn
Prevelensi Stunpng Tehun Anggaman 2032 dan 2023 pada Pemerntzh
Kzbupsten Barito Muals dan instans Terksd Leinoye i Banjerbare dan
IisrsnEhan
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4 52 | kabupsten Kobaru 1 wimeriz 2tEs Upays Pemerntzh Dserzh dalam Pemepstsn Penurunzna
Prevelensl Suming Tshun Anggaren 2002 dsn 2023 pacs Pemernntsh
¥zbupaten Kotabary den instans Tersa it Lainnya 2 Banjarbary den Kom@bary

250 1 OTT Mepatuhan atas Belenja O=ersh Tehon Angzzrsn 2022 dan 2023 pads
Pemennish Ksbupsten Kotsham

5 61 | kabupsten Tanah Eumbi 1 OFT Mepatuhan st=s Beienjz Oserah Tehun Angzzran 202 d=n 2053 pads
pemerintsh ksbuepsten Tansh Bumbu

[ 62 | Wots Banjsrbary 1 | DT Kegatuhen gias Befanjs Deergh Tohun Anggeran 2022 dan 2025 pads
Bemerintsh Kot Sanjarbary & Banjarbary

Jumilzh F
FAIN Prowins Kafimanten Timur

1 253 | Provins: Kalimantan Timur 1 O7T ¥=cgtuhan atas Belznj2 D=ereh Tehun 2022 dan 2023 gads Pemernintzh
Frovinsi Kglimantn Timur dan instens Terksit Lanmys i Samarinda, Tanjung
Radet, fangettz, Tengzarong. Bslikoapan, Penajem, d2n Tana Paser

z IS4 | Esbupsten kuts] Barst 1 OTT xagatulian 2tas Ssianjz Deersh Tahun 2022 dan 2025 pads Pemermtzh
Kabupaten Kui3i Barat dan Instans: Terkait Lainnye & s=ndawar

ES 185 | Wzbupsten Kuted dartanegara 1 Kimerjz =tes Upaye Pefrepatan Penurunsn Prevalensl Stummng -Tehun
AnEEaran 2027 dan I0Z3 pada Pemerintzh Kebupaten Kutal Kzriznegara dan
imstansi Terkait Leinmys d: Tengzarong

4 I55 | ksbupaten Mshakam Uiy 1 OTT a%2s Belznis Deersh Tehun 022 dan 2023 pads Femenintzh wabupaten
htangksm Uk dan \nsEnsd Terkait Lainnya di LUjoh Bilang '

5 187 | Wzbupsten Pendjam Fassr Uters 1 O7T ¥=patuhan atas Belznj2 D=ersh Tehun 2022 dan 2023 gads Pemernintzh
Kzbupeten Penajam Paser Utars dan Instansl Terkait Lainnye 4l Penafzm

a 58 | Kot= BoniEng 1 OTT Kegatuhan 3tas Belanjz Oserah Tahun 022 dan 2023 pads Pemerinizh
Kota Bomtanz dan instans Terksi Lamnys & Sontans

ki £S5 | Eotz Samarindz 1 Rireriz atas Pengendshkan Sanjir Tshun Anggsran I0IL 54 Triwulen ih
Tahun Anggsran 2023 padz 'Pemanintzh Kotz Samarinda dan instansi Terkait
Lainmys di Samarmds

furmnisit T
¥l | Provins Kabimantan dtars

1 It | Provins Kslimaman Utars 1 OTT wepstuhan sta: S=ianjz Dasrsh Tehun Angzarsn 20212 dan 1023 pads
Pemeringan Frovins Kslimantsn Utsra di Tsnjung Selor

2 171 | ¥sbupaten Bulungan 1 OTT Mepatuhan atas Belenja D=ersh Tehon Anggzrsn 2022 dan 2023 pads
Pemennish Ksbupsten Bulungan di Tanjons Selor

3 272 | kabupsten Maelinae 1 OFT Mepatuhan st=s Beienjz Oserah Tehun Angzzran 202 d=n 2053 pads
pemerintzh ksbepsten Malingu di Mafinau

q 173 | Kebupsten Nunuakan 1 7T Kegatuhan gi=s Befanja Deergh Tohun Anggeran 2022 dan 2023 pads
pemerintah ¥abieoaten Nunuksn di Nunotan

5 74 | otz TErekan 1 OTT ®epstuhan sta: Belenjz Dassh Tahun Angzsrsn 2022 d3n 2023 pads
pemsrinizh Kotz Targkan di Teredan

lumizh 5
Y | Prowins Sulswes Ut

i 3 7S | Provinst Sulewes Utars 1 | DT ®egarehen st== Belsngs Dasrsh Tshun Anggaran 2022 sd. Tnwulzs m
2023 padz Pemerintzh Frovingi Sulswesl Utars di Wianado

2 178 | szbupstsn GoiEsng Mongondow 1 OTT ®egatuhan ste: S=lanjz Daersh Tahon Anggaren 2022 £.d. Triwulzn (il
Z023 pada Pemerintsh ¥abupaien Bolgang Mongoncow 3i Loisk

3 177 | ksbupaien Golaans Miongondow 1 Wimerjz ates Upsys Pemenntsh Dsersh dalam Percepsian Penorunzn

ZelziEn

Prevelenst Snfing TEhun 4nsgaran 2002 dan 2023 osd3 Pemernntzh
Esbupaten Bofgang Monggndow Selsten dan Instene Terkeit Lainnys 4
Manado dan Eolgang UKI

s [FS ] Tahum 2023




NE; LIt Emtitas il t3poren Hesll PEmeriiosan
4 278 | kabupsten Boiasng Mongondow 1 wimeriz 2tEs Upays Pemerntzh Dserzh dalam Pemepstsn Penurunzna
Tinr Prevelensl Suming Tshun Anggaren 2002 dsn 2023 pacs Pemernntsh
Kzbupaten Boldsng Mongendow Timur dan instansi Tersait Lainnya i
hiznado dan Tutuyzn
5 75 | Kebupsten Kepulausn Telsud 1 | DT megarehen st== Belsnjs Dasrsh Tshun Anggaran 2022 sd. Tnwulzs m
2023 padz Pemerintzh ¥abopaten ¥epulauan Telsud & Melonguane
[ IEC | szbupstsn Minahsza 1 OTT ®egatuhan ste: S=lanjz Daersh Tahon Anggaren 2022 .d. Triwulzn (il
023 padz Pemerintzh ¥abepaten Minatasa & Tondano
ke 1E1 | ksbupaten Minaks=z Seiatan 1 OTT Megatuhan ates Belanjs Dasrsh Tshon Arsgaran Z027 =d. Triwulan il
2023 pads Pemerintsh ¥sbupaten Misshasz Selztsn di Bmurang
g2 283 | kabupsten Minahasa Tesggam 1 OFT Mepatohan atz=s Belsnfe Dasrzh Tabun Anggaran Z022 =.d. Trwudlan i
2023 padz Pemenntsh ssbopsten Minzhass Tengzars d Retzhan
= 223 | Kot= Ditung 1 OTT Kegatuhan gt=s B=lanj@ Desrsh Tahun Anggarsn 2022 =.d. Triwulaa I
1023 pads Pemerintzh Btz Eituns 4 Situng
io 54 | Eot= Manado 1 OTT Eegatithan ates S=lanjz Dasrah Tshun Anggaran 2022 s.d. Trwlaa ih
2023 pada Femerimtzh otz Manads di Manado
tumizh 10
EXYT | ProwinsSulawesi Tengah
i B3 | Provins Sulswes Tengsh 1 OTT Kepatuhan ates BeleniE Deeran Tehun Anggaran Z0LZ dsn 2023 pads
Femarintzsh Froving Sulswes Tengzh
F 155 | mabupsten Banggai 1 OTT mepatchen 33z Esfenja Casrah Tehun Anggsran Z0Z2 dan 10I3 pads
Pemisrinzah ¥soupsten dangsel
3 257 | Kzbupsten Banzgsi kepulzusn 1 OTT wepstuhan =ta: S=lanjz Dasrsh Tehun Angzaran 20212 dan 1023 pads
Pemsrinian ¥soupaten Bengesi Kepulauan
4 285 | Wzbupsten Bangzgai Laut 1 Wimerjz stez Upays Pemennteh Oseran dalam Percepatzn Fenurunsn
Frevelensl Jtunmong Tehun Anggsmn I0IZ dan 2023 pads -Femerintzh
Ezbupeten Bangze Laut d3n instansd Terkait Lainnyz
5 152 | Esbupaten Bucl 1 OTT wepstuhan =ta: S=fanjz Dasrsh Tehun Angzaran 2012 dan 1023 pads
Pemsrinian xsbupaten Guol
5 50 | Wzbupsten Donggals 1 Kimerjz stez Upaye Pemennteh Oseran dalam Percepatzn Fenurunsn
Frevelensl Jtunmong Tehun Anggsmn I0IZ dan 2023 pads -Femerintzh
Ezbupsten Dongzalz den instensi Terkait Leinmye
7 251 | Esbupaten Morowel 1 OTT ¥apatuhan 38 Pengelofazn Barang Mifik Dzersh Tahien Anggsrsn 2021
s 2023 {Semester |] pEd3 Pemenintah Kabupaten Marocwal
B 252 | usbupaiten Morowsli Ltsra 1 OTT Mepatuhan atas Belenja O=ersh Tehon Angzarsn 2022 dan 2023 pads
Pemennish Ksbupsten Morowsli Utss
E 153 | kabupsten Farigi Moutonz 1 OFT Mepatuhan st=s Beienjz ODserah Tehun Angzzran 202 dsn 2053 pads
pemerintsh ksbuepsten Farigi Moutong
aa %4 | Kebupsten S5E 1 | mmerjs.stes Upeys Pemernnieh Desrsh dalsm Pescepsian Penurensn
Prevelensi Stunprg Tehun Anggaman 2032 dan 223 pada’ Pemenntzh
Kzbupsten Sigl dan Instans! Terksit Leinnys
k=g 1 OFT Mepatuhan st=s Beienjz ODserah Tehun Angz=ran 202 dsn 2053 pads
pemerintzh ksbepsten Sigi
x| %6 | Kebupsten Tojo Una-Ung 1 | D77 ®epatwhan atas Penselclasn Barsng Wilik Deersh Tehen dnggaran 2021
s 2023 {Semester || pads Pemerintah Kebupsien Tdio Una-tna
12 257 | szbupatsn Tolitell 1 OTT ®epstuhan sta: Belenjz Dassh Tahun Angzsrsn 2022 d3n 2023 pads
pPemsriniah Ksibupaten Tolital
15 5B | Motz Balu 1 OTT Mepatuhan atas Belenja O=ersh Tehon Angzzrsn 2022 dan 2023 pads
Pemsrinish Kotz Pelu
Jumizh 1d
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OGN Bravinsi Sulswest Selatan

1 255 | Prowing Iulzwesi SelstEn 1 OTT Kepetwkah atas Belanjs Deersh TR 2022 ‘dzr 2023 pada Pemerntzh
Provinsi Sulgwees: Ssl=man di Makasser

z 300 | kabupsten Bant=enz 1 OFT Kepatuhan gtes Goerasionsd Bidang Kesehatan Tabun 2023 dap 2023
|5.2. Triwewlzn 01} pede Pemerintzh Kebupsten SBsnisens

3 301 | Kebupsten By 1 DTT Kepstunan 385 Beienja Deersh TR 2022 dzn 2023 pads Pemennizh
Esbupaten Barru di Baru

4 307 | szbupstsn Gons 1 OTT repatuban 3tzz Befsnje Deersh Tebunm Anggsrsn 2022 den 1023
pemsriniah Ksibupaten Bons di Watempons

5 ans | kzbupzten Bululcmbe 1 OTT Wepetwhan =izs Befen|z Dzersh A 2022 din 200= pada Pemermtzh
Kabupaten Bulukumba & Bulukumba

5 304 | Mzbupsten Enrekang 1 O7TT Kepatuhan staz COperssonzl Bidanz Kesehatzn peds Pemerinmtzh
Ksbupaten Enrekzng Tehun Anggamn Z022 dan 2023 [sd Triwdlan i) di
Enmzwanz

7 305 | Ksbupaten feneponto 1 Winerjz =t3z Efektivitaz Upsye Pemarnimteh Dasrsn dalam Percepatan
Fengrunan Frevalensi Sunticg Tehun 2022 dan 2033 pads Pemerintzh
fsbupsten leneponto dan IRstans Terkeit Lalnnya of Bontosonzge

5 305 | Eabupsten Luwu 1 OTT ®epatuhan stes Gperssionz! Sidang keschatan Tahun 2022 dan 2023
f=.c. Trsillam 0} pads Pemenntsh Kabepsten Luewu S Belops

El 30T | Esbupsten Luww Timur 1 OTT kepatuhan st=s Opsresions! Sidsng resehat=n Tshun 2022 dan 2023
{5.d. Trivwufan 161} padz Pemermtzh dsbupaten tuwy Timur di Mali

i0 308 | Kabupsten Manos 1 Kimeriz stz Upsys Pemenntsh dsizm Fercepstsn Penurenan Preveiens!
Stundng Tahon 2022 den 2023 pada Femerntah Kabupsten Maros dan
imstansi Tarkait Leinmye dF Turiksfe

11 308 | kEbupaten FangkEjens dan KepulssEn 1 OTT ¥epetwhan =izs Befan|s Dzersh A 2022 din 200= pada Pemermtzh
Kabupsten Fengkajens dan Kepulauan di Pansksens

iz 310 | Kzbupsten Rinransg 1 O7T Kepatohan s=5 Belanjz Dzersh TA 20II dan 2023 pads Pemerintzh
Ksbupaten Finrzng di PinrEng

13 it | Kabupsten Sidenreng REppans 1 OTT Kepatunzn s13: Belsnjs Dsersh TA 2021 dsr 2023 pada Pemeririzh
rshupster Zidenreng Regpang di Fanzigjens Sicenrens

1a 317 | Eabupsten Snjal 1 OTT Eepatuhan stes Gperssionz! Sidang keschatan Tahun 2022 dan 2023
f=.0. Treillan 111} gads Permenntah Yabopeaten Sinjal & sina

15 313 | Ezbupaten soppeng 1 OTT Kepetwhan =izs Befen|s Dzersh TA 2022 din 200= pada Pemermtzh
Kabupaten Foppens di Weisnsoppens

is 3i4 | Msbupzien Tans Torgjs 1 OTT #spstuhsn stas Operzsional Sidsns Sesehatzn peds Sermennizh
Kzbupsten Tens Torejs Tehun ARgEaran 2023 = 2023 [s.d. Triwulan ) di
hizkale

17 315 | Kotz Palopo 1 OTT kepstuhean 3t2= Belanjz Dasreh TA 2022 dan 2025 pads Pemenntsh Kotz
Falopo & Felopo

lumizh 17
x| | Proving Sulzwes Tengeas

3 16 | Provins SwiEwes TengeEas 1 | DT ®epatuban 3135 Belanjs Deersh Tahun 2022 dan 2023 pads Pemennizh

Frowins: Sulswes Tengegsra di Mendan
7 1 OTT Kspstuhsn stzs Pemgsholzen Eeklamsst dan Pescgtambang pads

Pemeriniah Provins Suigwest Tenggarz den Instans Terkait Lainnya i
kendar

2 31 | Kebupsten Bombans 1 | mmerjs.stes Upeys Pemernnizh Desrsh dalsm Pescepsian Penurensn
Prevelensi Stunprg Tehun Angearan 2032 dan 223 pada’ Pemerntzh
Kzbupsten Bombznz dan (nstansi Terksit Lainny2-di Rumbis

Ehi=] 1 OFT ¥=patuhan 3t3s Belanja Deerah Tahin 2022 d3n 2023 pads Pemenntzh

Ezbupeten Sombans £ Rumbiz

s [FS ] Tahum 2023
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TNz, Lirest Emtias il | t3poren Hesll Pemeriiosan
ES 3120 | Kabupaten Buton 1 Wimerjz stez Upays Pemennteh Oseran dalam Percepatzn Fenurunsn
Frevelensl Jtunmong Tehun Anggsmn I0IZ dan 2023 pads -Femerintzh
Eabopsten Buton dan instansi Terkait Lainnye 4 Pesanwsio
4 371 | Esbupaten Buton SefEtan 1 Kineriz =t=c Upays Pemerimtzh Oasrsh dalam Perepstan Fenurunzn
PFrevelensi Stunfing Tahun Anggarsn 2007 dan 2023 ped3 Pemerinizh
Kshupsten Buton Sefztan dan Instans Terksit Lainnys 3 B3t2ug=
5 322 | wabupsten Guton Tengeh 1 Rirgriz stef Upsys Pemenntzh Casrsh dalam Percepeien Pemurunzn
Prevelensi ftundng Tahun Anggaras 2002 dan 2023 psdd Pemerntzh
KEsbupaten Suton Tengah dan instEns Terkait Lainnys & LEbongken
323 1 OTT Kegatuhan 3ias Belanjz Osersh Tehun 022 dan 2023 pads Pemerinizh
Kshupsten Suton Tengsh dt Lzbunsien
[ 324 | Eabupsten Guion UEe 1 OTT xegatithan 21as Selans Deersh Tahon I0Z2 dan 2023 pads Pemernintzh
Ezbopaten Buton Utara di Buranss
7 375 | ksbupaten Kolzks Trmar 1 OTT xapatulian atas Ssianjz Deersh Tahun 2022 dan 2035 pads Pemermtzh
Kzbupaten Eolaks Timur di Tirawuts
E 115 | Wabupaten Konswe Uiam 1 O7T M=patuhan atas Belznj2 D=ersh Tehun 2022 d3n 2023 gads Pemernintzh
Esbupeten konddwes Utara di Wanggudu
furmnisit it
Wi | Provins Soromslo
iZF | Prowins Gorontale 1 OTT ®epetuban Sefenjs Dasrsh TA 2007 dan 2023 [=d, Triwulzn 1)) pad=s
pemeriniah Frovinst Gorontale df Goroniako
2 328 | ¥sbupaien Gons Bolasen 1 OTT Kepatuhan Belania Deerah TA 2022 dan 2023 [2d Trwwlan i) pads
Pemennzsh Ksbupsten Bone Bolengo di Suwews
3 j2& | kabupsten Sorontsia 1 OFT Kepatukan Belanja Dasdzh TA Z02Z den 2023 |sd. Triwulan 1] pads
pemerintzh kzbupsten Gorontzlo d| Limbato
q 330 | Kebupsten Pohuwsto 1 T Kepatuban Belanfs Deesah TA 2022 den 2023 (s.d. Trvewlan 1) pads
Bemanintzh ¥abupsten Pohuwaio di Warisa
5 ¥31 | otz GoroniEio 3 OTT s=spetulan Sefznjs Desrzh TA 2027 dan 2023 (=, Trveulan i) pads
pPemeriniah KoE Eorontaio 6l Gormontsio
Jumizb 5
WOn | Provinsi Sulswes gt
3 337 |- Provinst Sulewes Barst 1 DT wepatuhen ates Belznie Dserah Tahun Anggeren 2022 5.0. Okdober 2023
pada Pemerintah Provins Sulswesi Barst 4l Mamaju
2 333 | szbupstsn Mamasz 1 Kinerjz stst Upsyes Pemerimizh Dasmsh dslam Perospeten Fenurunsn
Prevelensi Ftunfing Tahun Arggaran Z00Z dan 2023 osd3 Pemennizh
Kabupeten Mamasa dan Insigesi Terkeit Lanma i Wamesa
3 332 | Kebupsten Mamuje 1 kmerjs stes Upsys Pemennieh Oeersh dalam Pescepstan Penurensn
Prevelensi Stunprg Tehun Anggaman 2032 dan 2023 pada’ Pemenntzh
Kzbupaten Mamauju dan Instansi Terkait Lamnys 4 Mamagu
4 335 | Wzbupsten Mamufe Tengzh 1 O7T Kepstuhzn st=s Eelaniz Deerah 7ehun Anggeren 2022 s.d. Oktober 2023
pada Pemennt3h Ksbupaten Manwjo Tengsh 4 Tobadak
3 338 | Kabupsten Fassngkayu 1 | 7T Kepatuhen stes Belsniz Deerah Tehun Anggersn 2022 £ . Oktober 2023
padz Femerintah kabupstsn Peissskayu & FezansiEy
[ 337 | mabupsten Folewsll Mandar 1 Rirgriz stef Upsys Pemenntzh Casrsh dalam Percepeien Pemurunzn
Prevelensi ftundag Tahun Anggaras 2007 dan 2023 psdd Pemerntzh
KEsbupaten Fofevwali Mandar den instsnsl Terkait Lainnye di Pofewad
Furmnisit ]
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Ml | Provinsd Mahiku
1 335 | Provinsi Malku 1 OTT wapatuhian 2tas Sslanjz Deersh Tahun 2022 dan 2025 pads Pemermtzh
Frowmsi Meluku
2 332 | Mzbupsten Burd 1 O7T M=pgtuhan atas Belznja D=ereh Tehun 2022 dan 2023 gads Pemernintzh
Esbupaten Burg
3 330 | Kabupsten Suru Selsten 1 OTT Kegatuhan 3ias Belanjz Osersh Tahun 022 dan 2023 pads Pemerinizh
Kshupsten Buru Ssfatan
4 341 | mabupsten ®epllsuan Arg 1 OTT xegatithan 21as Selans Deersh Tahon I0Z2 dan 2023 pads Pemernintzh
Ezbupaten iepulzuanarn
5 33z | Kebupaten sSram Gagian Barat 1 OTT xapatulian 2tas Ssianjz Deersh Tahun 2022 dan 2035 pads Pemermtzh
Kabupaten Seram Bagisn Barst
5 323 | Kots Ambon 1 O7TT M=catuhan atas Belznj2 D=ereh Tehun 2022 d3n 2023 gads Pemernintzh
HoE Ambon
furmnisit B
wEM | Provins Mehoku Utsrs
324 | Provins Mzl UtSs 1 OTT Kepstukan St=s Manzjemen Bsot Totap TA 2022 dan 2023 [semeser)
pads Pemerinm@h Provine Melub Usars di Soffi
EF S 1 OTT sepatuhan 3izs Penyusunan Anggarsn dan Belanja Desrsh TA 2022 dzn
T& 2023 {s.d, Cktober 20231 pade Pemenniah Provins Maluky Ussra df 5ofif
F 35 | kabupsten Hzimehers Barat 1 OFT ¥=catuhan 3t3s Penyusunan Anggaran dan Belanja Desrah Ta 2027 dzn
T& 2022 (5.4 Oktober 3023) psds Femerintsh izbupsten Halmshers Berst
di dziloln
3 347 | usbupaien Halmahers Seiztan 1 OTT ¥egatuhan 3ixs Penyusunan Anggarsn dan Belanja Deersh TR 2022 dan
T& 2023 {s.d. Oktober 2023} pad3 Pemenniah Esbwepaten Halmahers Selatzn
di Lebuha
4 345 | ssbupsten Haimahers Tenzsh 1 OTT k=patuhan atas Peayusunas Anggaren dan Selznjz Deereh TA 2022 d=g
Ta 2023 {zd. Cktober 2023} pads Pemenintah Kebupaten Halmahess Tengeh
di W=dz
5 342 | Ksbupsten Hzlmehers UterE 1 T ®=gatuhan 3125 Penyusunan Angear=n den Belznis Desrsh TA 2022 d=n
TR Z023 [s.d. Cdtober 2023) pada Pemennizh Kzbupatsn Halmaners UErs
di Tebsio
& 350 | kabupsten Xepulausd Sws 1 OFT ¥=catuhan 3t3s Penyusunan Anggaran dan Bel2nja Desrah Ta 2027 dzn
T 2025 (ed Oktober 2023] pads Pemerinteh sbopsten kepulsuan 3ulz
d:Z=nang
ke 351 | Mot=Tidore kepidsuan 1 OTT sepatukan 3tas Penyusunan Anggarsn dan Belanja Deersh TA 2022 dzn
T& 2023 .4 Oktober 2023 pads Pemennizsh Motz Tiders Kepulsuan
Jumizh -}
il | | Provinst Papus
E 357 | Provins Fepua 1 Rireriz atas Efektvitss Pengelolazn Barang Millk C=ermb Tehen 2022 dan
2023 [s.d.Semester || psdd Pemerintah Provinsi Fspua Di iayspurs
z 353 | Ksbupsten fsyapurs 1 OTT Kepatuhan st=s Beianjz Caersh Tshun snggeren 1022 dan Z023 [zd
Triwwisn 111) pads Pemmeniniah ksbopaten lsyapura di Sentani
ES 353 | Wzbupsten ¥epulausn Yapen 1 Kimerjz 2tz Efekrvitss Pengeloizan Barang MG Daersh Tahun 1623 pads
KEsbupeten Kepulsuan Yapen di Seru
4 355 | Kabupsten Supion 1 Kimerjs i35 Efektivitss Pengeiniaan Barsng Milis Daesn Tehun 2023 pads
Femerintsh AEbupaten Suplod @ Sorendiwer
sumizh £

s [FS ] Tahum 2023




wo.uns | mizas i | e —
0ol | Provinsd Papue Pegunuegan
1 336 | Provinsi Papus Pegununzsn 1 OTT #=ostuhan 5125 Belanis Dssreh Tehun Anzgarsn 2022 pads Permennizh
Prowvinsi Fapus PEZunungan i Wamens
357 1 OFT Kepatuhan stes Belania Descah Tahun Anzgeran 2023 (5.4, Triveudan 1)
pads Pemerintah Proving Fapus Pegumungan di Wamens
2 358 | Kebupsten fsyawys 1 DT Kepatuhan gtes Belanjs Desreh Tohun AngEeren 2022 den 2023 (0
Triwuizn 11 dan Persefolasn Barang Milik Dzersh daiam Eaitsn Pembentuian
O=er=h Otonom Baru Tehen 2023 peds Pemenntsh Kabupatsn leyswiisys di
Wamesz
3 355 | ssbupstsn Mamberamo Tengsh 1 OTT sepetuhian Stes Beianjs Geersh T9htn- Anggaren WQZ dan 2323 [cd
Trivwdzn 111 pada Pemerintzh #abupaten Mamberamo Tengsh 4i Kobakms
timizh &
KAEY, | Prowins Fagus Selstsn
1 380 | Proving: Fapus Selstan 1 | o7 wepatuhan stas Selznis Desrsh Tahun Anggsran Z0IZ pads Pemenrizh
Frovingl Papus BetstEn di Merauks
a1 1 OTT kepetuhan stas S=iznja Deerzh Tahun Angzzen Z023 {=.d: Triwuian IH)
pads Famerint=h Proving Papus Seiztan i Merause
z 352 | Esbupaten Mspp 1 OTT Kepatuhan =t=s Beianjz Gaersh Tshun Snggeren 1022 dan 2023 [zd
Triwuizn 11] pads Pemenintah Ksbopsten Mappi 4 Kep:
ES 383 | Wzbupsten Mersuks 1 O7T ¥epstohan stes Eelznjs Deersh Tahun Anggeran 2032 Sam 2023 {sd
Triwnclzn i11) 2an Pengelolaan Barang Milik Deersh gzlam Ealtsn Fembentuksn
Drzerah Conom Baru Tehun 2023 pada Femenntzh Kabupaten Mersuie dzn
Entt=s Terkait Lainnya di Mersibe
Furmnisit £
MW | Provine Papus Tengh
1 354 | Provins PEpus Tengeh 1 OTT ¥2patuhary 2tas 8cknis Daarsh Tahun Anzgsrsn 2022 pads Pemerimtzh
Frowmsi Fapus Tengah di Nsbirs
3ES 1 O7T Kspatuhan atas Belznja Daerah Tahun Anggsren 2023 {ad. Triwdzn 1)
pads Pemernntzh Frovins Fapus Tensah di Mabire
Z 355 | Kabupsten Nshire 1 | 7T Kepstuhan stes BeiEnja Deersh Tahun 2nggersn Z0EI dan 2023 (542
Triwwlzn 1) 23n Pengslofzen Barang Wilik Dasrzh daiam kait=n Pembamukan
O=ersh Otonomi Baru Tahun 2023 pads Femesimteh Kabupaten Nabire dzn
Entrtzs Terkeit Lainnya o NEbirs
Tumish 3
KAVl | Rrovins} Papus Sarat
1 JET | Prowinsi Papus Barat 1 Kineriz a3z Efekteitas Manajemen Azt Tahun Anggaran 2021 5.4 Semester
| 2023 pads Pemerinizh Provins PEpus Barst dan Instsnsi Terait tsinnys i
rAEnakwaEr
FEE 1 OTT M=patuhan Stas Selanfs Deerah Tahen Anggersn 2022 dan 2023 {=d. 30
Seprember 2023) padz Pemerintzh Prowinsi Papus Barst dan instans: Terkait
Lainmy= di Manglaar
2 382 | Kebupsten Ksimans 1 DT %epstuhan atas Belenyg Daersh Tehen Anggsran 2022 dan 2023 [5.d4.30
Septermbes 20235} pada Pemerinish Kabupaten ¥aimasa dan instans Terkat
Lainmye di Keimens
3 370 | kabupsten Teluk Wondzmz 1 DR T Kepatuhan stes Belznja Deersh Tahun Anggeren 2032 dan Z023 =4
30 September 2023 pada: Ksbupaten Teluk Wondems dan (nstans Terksit
Lainmyz di Basiel
lumizh Il
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N Lt | Entas Il | LaporEn Hesl PEmesissan
x| Provined Papue Sarat Days:

1 371 | Frovinsi Papus BarstOaye 1 OTT Kepatohan stas B=lznja Desrah Tahun Anggzren Z023 {=.d. Trwasan i)
pads Pemeriniah Provins Pepus Barst O=ys i Sorong

z 372 | kabupsten Maiorat 1 OFT ¥=gatuhan atas Belgnja Dasreh Tahun &ngEaran 2022 dan 2023 (=d. 30
September 2623 pads. Pamietintaly kabupaten Maybrat dan Instans Terksit
Lainmyez di Kumurkex

3 173 | ¥sbupsien Sorons 1 OTT Mepatuhan ates Belznjs Dasrsh Tabon Anggsren 2022 dan 2023 {5id
51 -Okopober 2023] pads Pemenntsh Kabupsien Sorong d2n Insians Terkst
Lainnys di Aimas

4 F74 | webupaten Sorong Selstan 1 OTT M=patuhan Stas Selanfs Deerah Tahen Anggersn 2022 dan 2023 {=d. 30
Seprember 2023 pada Pemerintah Ksbupsten Ssrong Seistan dan mnstens|
Terkzit Lsinayz di Teminabuzn

5 375 | Kotz SoroRE 1 | 07T Kepatuhan stas Belznja Deersh Tahun SnEEsran 2022 dan 2023 {sd. 30
September 20231 pads Femerninish vots Sorong den instans TErkait Lainny=s
di Sorong

1umizh 5
iirmlzh LHR pade Serisrmtah Deerah dan BUNMD 37

s [FS ] Tahum 2023




Lampiran A.3

Daftar Laporan Hasil Pemneriksaan (LUP) [HPS [ Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya

Momizi i
1 1 | Perumlssa TiFE2 U 4 Kingrjz =t3z Pencsiolzan Fumber Deys &l untuk Memervhl Kebutuhsn
Wzsyarzkat Tehun 2022 .. Semester | Tehun I023 pads Perum jass Teg 0l
Cagn inEtEns Terkait Leinmys di JeksriE dan lzwE Sarst
z I | FT Ge0 D#pe Energ |Perserg) 1 DTT %epatuhan atas Pengefolzen Reuangan Regiaian Ecplotes, Pemanfaaias,
daf Opergsional Tshon 2022 =4, Samester 1 Tehun 2023 pads FT Geo Dips
Energi (Perzerol 4 DI Iakertg 30 Deersh
3 2 | eTindofarma Thi 1 CTT #epatuhan stss Pengeloizan Pendapstzn, Beban, dan Kegistan nvesias|
Tahiun 2020 £0° Semester | Tahun 2025 pads PT Indalarma Thk, Anzk
Ferusehazn, den instznsd Terkait & Jaws Barst d=n DK iskars
& & | PT F=gadzizn 1 DTT at=s Penseiolzan Pardapatan, Bigys, dan Inyest=s Tahun 20I4 den 2022
pads BT Pegadaisn dan instans! Terkat Lainnye df Jakeria, Jaws Tengsh, laws
Tirmur, B3, Suizwesi Selstzn dan Sumaters Uters
5 5 | FT s=izbuhan indonssia (Ferssm] 4 OTT Kepstuhan stz Pencelolsan den Ferenzgungizwaben weusngzn Tehun
Balku 2020 dan 2031 pada FT Peizbiohan tndonetiz (Persem), ARsk Perusahzan,
dan nstzns Terksit di DK dekarts dan Sulswes Saiatan
& & | BT Pupuk Indonese (Persero), FT L OTT Kepatuhan stas Pengeiolasn Betan Operasionsl dsn investasi Tehun 2020,
Pupuk Kafimantan Timur I071 dan I022 pada PT Pupuk indonssis [Perserc|, FT Pupuk Kaiimartan
Timur dan Instans] Terkait Eainnys di Kalimantan Timur, sulawesi selatan, Nuss
Tengzars SarEt dan DKl izkerts
T T | PT Pupuk Indonese [Persero), FT 1 | OTT kepapdhan atas Fengelolean Fendzpetan, Beban Operasiona, dzn
Pumisk Indonesiz Logisoll investasl Tehwun 2020,Z024, 2023, dan Semester | 2023 pafs PT Pupuk
indonesia [Perserol, PT Pupuk Indonssiz Logisok dan mstsnsi Terkelt Lainnys
ZiSumatera Sefatan, Jaws Tengsn, Jam D4 1akans
8 g FT Sarana Mult infrastruktur (Persero| 1 OTT =t2s Sengeloizan Pembizyean infrastruktur Tehun 2000 3.4 Semester |
Tahun 2022 pads BT Saran: Mult infrastruktier (Ferserol den instansi Terkst
L=inmy=
= 5 | PT Zarinzh 1 | OTT Kepatuhen ztss Pengelolaan Pendspatan, Beban, dan mvesi3s Tehun
20024, 2027 pada FT =arineh St Dol Jskarta
usmiEh =l
omisi Wi-dan komist K|
1 10 | BT Bank Mandin [Perserc) Tok L OTT-813: Penpelolaan Kredit Wholssale Seniing Tahun Buky 2018 dan 2020
pats FT Bank Mandin |Persera} Tek
z 11 | PTiaminen Eredit iIndonesia 1 | OTT kepetuhan atas Pengeloizan Pendapatan, Siaya, dan investzsi Tahon ek
2022 Z3r 2022 pads PT Jaminan Kredic modonssiz dsn Ansk Perusshasm serts
instans: Terkait Leinnye oi DXl Jakarts, Jawe Barat, fgws Tengzh, Jaws Timar,
Lulzwes Seiztsn, 82l dan Sumatare Utars
Susmtahy Z
omisi x
1 1z | Badan Penyskenggara faminan Sogial 1 CTT kKegpatuhan =t3z Pengeinizan Kepesertzan, luranm dan Belanjz Manfast
kesehatan Tahiun 202 5. Semmester | Tehun 2023 pads Badan Penyelengsars Eminsn
Sgsiaf Kesehstsn dan instansi Terksit Leinnys di DKI j3karts dan Dassk
F i3 | Badan Penyelenggers Iaminan Sosial 1 DTT sepstuhan atas Beben Operasionzl d3n Penzadasn Barene dan Jasz Tehun
Kerenzzzherizan 2022 s& Triwulsn 0 Tehun 2023 0sda Beden Penyelepegars Jammen Sosial
¥istenzzskerizan
tumizah 3

HES [ Tahun 2020  a—



B, LA | Efshites | (aporan Hawdl Pemenisaan
Homilsi K

1 1d | Imshtut Feknoclogi Banduns 1 | DTT epstuhan stas Penseiclazn Pendspstan, Selanjs, dan Asst pads mstat
Teknodogi Bandung, Emtitas Ansk Usaba, dan Instznsi Terksit Tahen 2022 0.
2023 di Ok Jakart= dan fawa Barst

2 15 | Universitas arwiaye 4 OTT Kepstuhan stz Pengeiolazn Pendspatan, Belanjz, Ass dan selkayeEsn
Awal pada Univarsit=s Srawijays dan instensi Terkaiz Lainnye Tahun 2022 544
20z = di DX 23kars dan fEwa Timur

3 16 | Umiversitas Diponssoro 1 | D77 Eepstuhen 333 Pengeholsan Pendspeten, Belamiz, desn éser pads

Uniiersites Diponszofn, ©amias-Anak Usahs, dzn insiEnsi Terkst L3inngs
Tshun 2022 5.0, 2025 di DK Jeksrts den faws Tengsh

o

4 17 | Omiversitas Gadjzh ddads CTT kKepatvhan gi3d Pengeioizan Pendspeten, Belanje, din azet pads
Universitas Gadjsh Made, Enotss Angk, dan Instans Terkait Lainnya Tehun

202E s, J0ES di O jakarte dan DL Yogyekars

S 18 | Univessitas indonesiz 1 OTT kspstuhan =3z Fengsfolzan Pencdapatzn, Befenjs, dan &sst pads
Universitas indenesie, Entitas Ussha Lam, dan instans Terkait Lainmys Tahun
207754 2023 di DI iskers dan fsws Barat

B 12 | universiczs Sumsters Utes 1 | OTT kepapidhan atas Fengelolsan Pendzpetan, Belaniz, dan Aset pads
Universitas Sumaiers Uiarz, Sndtas anak, dzn ins@Enst Terkait Leinmys Tshen
ZI 5.4 2023 di O Jslerts dan sumates Uss

JumEEn B
 Korrist K|
1 20 | Badan Pengelois Tebungen Peremahan 1 OTT kepatuban atas Pengeinizgn Azst B2 Tspens Tehun 1022 sd Semaster |
EamyEt Tanun 2023 pada Gadan Fengelols Tabungan Perumehan Rakyat dan Instensi
L=in Terkait
Zz i | Bank indonssiz 1 | OTTatgs Pencetzkan, Fengeiuaren, dan Pemusnatan Rupizh Tehun Z0ZZ pads
Bank Indonssis dan instznasi Terkait Lainnyz
3 22 | Otoritss f353 Keuangan 4 IJ'.I_I'.-E'.-._?! Eemgatursn dan PengEwesan hEgitsn Ferkrediten den Pembizyzan
sektor Perbankan dan Industri Keuarssn Nonbank Tahen 2000 . Semester |
Z02F pads Oforits f3sa Newengzn dan Instans) Terkstt Lainmya di Jaksrts
jumizh 3
Jurmizh LHP p=da BUMN d3n Bsdan Lainms z2

s [FS ] Tahum 2023




Lampiran A4

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHPY IRPS 1 Tahun 2023 pada Pemmeriksaan Prioritas Nasional

=
b

Eadan Masions! Pengelols Perbaasan

Winerjs Itas Efektvitzs Pembangunan K3wasan Serbatasan uniuk
Mengurengl Kssenizngsn d=n Meajemin Semersizen dl iswasan
Perbatzsan Tehun Angzaren 2021 5.d. Semester | 2023 pads Baden
kzsionzl Pengeiole Perbatassn dan Instensl Terailt Lsinnys 4l
Frovinsi DKl j2kerts, Kalimanian Basat, PEpus, Kelimanian Utarg, den
tausz TEngEsrs Timur

i
[

fementerizn D3ligm Megen

Wneriz stes Efekmvizas Upays mementenan Dalam Negen dalam
Fenetagsn Bstss Dess dan Peninghketan Kapasiiss Pemenntahan
Des3 untuk Mendukune Pembzngunzn Des3 Terpadu Tshuen 2023
5.d. Semester | 1025 peds #ementenan Dalem Negen dan instans)
Terkait Leinnye

Minerjs stzf Sfektvitas Upays eementerizn Calam Meger dalsm
Fenzelolsan  Sistem informas Pemerimizhsn Osersh  Serbasis
Ele¥trontk psdz Mementerizn Oafdm Megen dzm instsnsi Terkai
Lamnya

Jumish

Komisk v

ESmigntenian FerEnizn

077 kepaiuhan atzs felzkszraan Sslanjz Sarang dan Sslaniz micdal
umtuk Mendukune Pengembengan Komaditas Unegulsn Tehun Z0ZZ
£d. Friwulas (Il 2023 pads memerterizn Pertanizn dso instznsl
Terkait Lainnys & Provinsl DK Fakars, Sumaters USrE, Sumaters
telaisn, Jaws Bafot, Jowa Tengah, jawa THmor Badi, Musz TENgEsIE
Baret, Nusa TengzaTe Timur, dan Sulswees: Tengah

Jumizh

Komisl v

Kementerizn Deda, Pembangunan
Dzersh Teronzzsl, dan Transmigrasi

#inerjs st3s Pengembangan Kawasan Transmignas Prontss Mastons|
Tanun 2024 5.d. Temssterl Tshum 2025 padz Kamenterizn Dess,
Pembangunan Deer=h Terdngeal, dan Trensmigrss serfa instsns
Lain Terkzit

ESmentanizn FEkEriasn Umum dan
Ferusmanan RakysEt

¥inerjz atss Pembangunan infrastrokiur thu Kots NusSMSrS Tahun
anggeren 1022 5.4, T0E3 (Triwuisn (1) sebasai Bagian Pembangunsn
Tahap | Tehun I02I-2024 pads Memsntsrisn Pekerjzan Umoam dan
Ferumzhen Rakyet dan instansi Terkait Lainnys di Provinsi DRl i3keETts
dar #alimantsn Timur

Jamlzh

KomiE Wi

S3dan Pengussnzan Kawasan
Perdzgengan Bebas dan Pelsbahan
Ssbazizbang

Minzriz Itas Efeichvizas Penyslengzersan Fengembangsn fawassn
Perdzgangsn Bebas dan Pelzbuhan Sebas Ssbang Tehun Anggaren
2020 =4 Tahun 2023 [Semester|] padz S2dzn Pengusshasn awassn
Perdsgangsn Bebas dan Felgbuhzn Bates Sebang |BRYE] dan instans)
Terkait Leinnyzs di Sabang Bands Aceh, Aceh Basar dan izkerts

Jumizh

HES [ Tahun 2020  a—



0 emii il

1 & | Sadan informesi Eegspasial 1 | ®ineda stzs Efektvicss Penyedizan Pefs Dasar dan (mfrestrolkiur
imformas Geospasel Pendukuns yang Berbualitas den Sisp Pakal
dalam Rangke Mendulunz Ketersedisan Akses-dah Femanfastzn
informas Eeospasis! Masional Tehun Ansesran 2022 =.d. Semester
| Tehum &ngszran 1023 pads Bsdan informasi Geospasizl |BiE) dan
nszanal Terkait Lainnye di i3we B3rst, Acsh dan Sulswes) Utars

Jumizh £
v Kinmmisl ¥

1 g Femenenian KeuEngEn 1 finerjz giss Eldivitss. Pergeiolzan Kefjasma Permerintah dengzn
8adan uszhaodalam #engka Mendokung Kebutuhan Pendanazn
renyedizen Infrastruktor dan Pengembanzzn Wilayzh Tehun 2020
zd 2023 peds sementerian Eeuangdn selzku Pengeloizs Fiskal
fiomenterian PPN /Esppenzs, dan inmansi Terksit LsinmE o D)
Jzkzriz, Desrah dam Lusr Megen

Jumish 1
Vi Lintss soomisi
1 i0. | rementerizn fccrdnator Bidans L. | OTT .313s Peryelenggarmen Eswasen Ekonomi Khusus-Tzhun 2018
Serekonomizn 5.0 2023 pada Dewan Nasionsl Kawdsan Ekonoml shuosuz dzn
¥ementenan woordingtor Bidsne Ferekonomizn s=ri3 Instans Terkst
Lainnya 4l D I3karts dan Deersh
Jumish L
Jumian LH# PN 2 - Pengembangsn 'Wilsyen pads ig
Femarintan Pusst

B Bemerinizn DesEn
I Froinsi Aosh

1 11 | s=bupsten sceh Singkil 1 | kinera ste= Efekmvites Upsys Pemerintah Deerh dalsm Bengustan
kelembzzssn Desz Pensenaslizn Sensgynzan Dens Dess dan
Fengelplzas BUM Desz untus Mendukung Pembargunsn Dess
Terpeduy Tshon 2081 =d. Semestsr | 2025 pads Pemenntzh
Habbupsten &ceh Singil dan instans Terkait Lainmya

r=bupaten Acgh Tenzgar= 1 winerjs stes Efekuvitas Upay= Semerint=h Daersh dalzm Pengeiolaszg
Mondaoiony Spenging umtuk Mendulung Belenjzs Daesh yams
Berkuzslitss Telsh Memsda pesde Femedinish ssbupsten Acsh
Tomggars T4 2021 s, Semester | 2023

]
[
(]

3 1= | kshupaten dceh Timur L | #ineriz ztas  Efeknvitz:  Upsys Femaerinmh Dzersh  dalam
Fembansunan KawssEn Fercessan untuk Mempsroepst  dan
Meningiatkzn wusiitss Pelayanan, Pengemoangzn, Skanoml, dan
Femberdayssn Mesyarakat Dess Tahun Anggsran 2021 5. & Semester
[ 2023 pads Pemerintah Ksbupaten Acsh Timor dan instans Terksit
Lainnya & idi Reyeur

& 12 | Fr Bank Aceh Syariah 1 LTT Kepzlwhan 3tas Pengsiolszn Pembiayazn Tehun Suky 2022 dsn
Semester | 2073 pads PT BEank Aosh Syarizh di Kantor PUsEt, Kantor
Cabang Utama, dan &antor Cakang

Jamish 4
" Erovinsl Jumatens Ulas.

1 13 | Provins Sumzters UEEmE L | Wimerjz st=: Pemertasan Efekbyvitss Upsye Pemenntah Deersh
daizm Penyelsngzarsan E3wessan Ehonom Khusus [KEN) T2l Manges|
Tahun Anggaran 2071 5.4 Semester| 2023 peda Pemertah Frovins
Sumaterz Utars dan instensi Terkzit Leinmys di Medan

— TP 1 Tahun: 2023 Teunpian m




15 | ezbupaten Samasir 1 | winerjs =3z Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daersh  dalam
Fembangionen fawassn Perdesazn Bantsi Pasir Putih Parbaka wniuk
Wempercepst dan Menimzkathan Kualitas Pelayanzn, Pengembangzn
Ekonomi den femberdeyean Masyarskst Desa Tehun Anggarsn 2021
=4 =emestss | 2023 pads Pemerintzk Kzbupaten Zamosr dan
inst=nsi Terkatt Leennya 4i Pangurursn

(8]

Ly
et
]

Esbupsten Simalunzun 1 | #nerz sas Efeknviss  Upsys  Pemennmah Dsersh dslam
Fenyelengzarzan Kawassn Ehonomi Khuses (KEK| Sei Manghei Tehun
Anggaren 2021 54 Semester | 2023 pads Pemerimish Eaoupsten
Simalungun dan Instans Terkat Leinnya di Pamat=ng Rays

™
-
n

r=bupaten Teprul | Seltzn 1 winerjs stes Efekuvitas Upay= Semerint=h Daersh dalzm Pengeiolaszg
Mondaoiony Spenging untuk Mendulungz Belenjzs Daesh yams
Berkuslitss Tshin Anggarsn 2021 s5d. Semester | 2025 pads
remerintah Kzbuoaten Tesamuli Belatzn dan instzng] Terkait Lainnys
i Eipirok

5 12 | esbupsten Tepenull Utsre L. | ¥ners stEz Sekmitas Upaya Pemennish Dasrah datem Renseiplaan
Monodgtary Spending ontuk Mendukunz Belsnja Dgerzh yans
Berkuszlitss T=hun Angparan 2021 sd. Semester | 2023 pads
Femerintzh Ezbupaten Taganull Litars dan Instensi Terkait 3inngs
& Tarvtung

B 20 | eEzbupates Toha 1 | winerjs =31z Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daersh  dalsm
Fembangunan KewssEn Perdsssn Untuk Mempsroepst dano
Meningkatkan Kuslitas Pelayanan, Fengembsngzn Ekonomi, dan
Femberdayas MasySrsSkat Desa Tahun Anggasn 2021 5.4 Semecter
| 2023 pads Pemerintzh Kabupaten Toba dan Instansi Tersst Lainnys
41 Esfigs

7 21 | FOAM Tiransd 1. | OTT Eepstuhan sts3s Opergsional  Perusshaan Umum  Deersh
Tereanadi Tehur Angsaran 2022 dan Semestart 2023

= 22 | 7T Sanhk Pembzngunzn D=ersh 1 077 Kepstuhsn g3z Pengelolzsn Kredit padz 7 S2nh Pembangunasn
Tumizters Utars Daerak fumaters Wtarz Tahun Suke 2022 £ d. Trivealan 10 2023 dzn
Inst=nsl Terkstt Leinnya 4 Misdan

Jumizh B

ini ‘Frovinsi Sematers Barat

1 23 | eshupatgn dz=m L | #ineriz ztas  Efeknvitzs  Upsys Femaerinh Dzersh  dalam
WeningkatkEn Produkdvites Pad dan fsguns Tahun Anggaren 201
£ Semestsr | 2013 pads Pemenntzh £sbepaten Rzam

Z 24 | ksbupstzn Fedzng fzraman 1 | #inerjz 33z Efektvitzs  Upsye Femeninmh Dgersh  dalem
Meningkati=n Produktyitas Padi dan Makse TA 2021 5.d. Semester
| 2023 peda:-Pemerintahl Kabupaten Fadang Fanaman | Fant
taglintzng

3 2= | kzhupaten fesizic selatzn L | #ineriz ztas  Efeknvitz:  Upsys Femaerinmh Dzersh  dalam
Fembansunan KawssEn Fercessan  untuk Mempsroepst  dsn
Meninziatkzn kuslitas P=layanzsn, =sngembscger Skonom dan
Femberdayssn Mesyarakat Dess Tahun Anggsran 2021 5 2. Semester
| 27023 pads Samerintzsh K=bupaten Pesizir S=latsn dan nstzns
Terkait Lainnya 4 Peinzn

& I8 | Eabupatsn Sijunjuns 1 Minzris  aftss Efekbvitss  Upsys  Femerintah Ozerzh  dalam
MWeningketkan Produkiates Padl dan fagung Tahun Ansgaren 2021
5.d. Semester | 2025 padz Pemerintzh Mabupsten Sjunjens

5 IT | eshupaten Solok sefztan L | #ineriz ztas  Efeknvitzs  Upsys Femaerinh Dzersh  dalam
WeningkatkEn Produkdvites Pad dan fsgune Tahun Anggaren ZO0Z1
£ Semestsr | 2013 pads Pemenntzh €abuepaten Solok Ssiztan

-] 35 | Koi3 Fariaman 1 | #inerjz 33z Efektvitzs  Upsye Femeninmh Dgersh  dalem
Fengembanzan Produk Ungeulzn UMKM TeHun Anggeran 202854
Semester | 2023 pads Femeringh Kotz Feraman

m Tempsizsn THPS [ Tahun 2027 exm—




0 et | Emztas aml LapomEn Hasl Pemarissan

? I% | £om@ Fayakumbeh 1 | winerjz =iz Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daersh  dalam
Fenzembans=n Prodyk Unggulen UMERY TR 2021 s.d. Semester |
I023 pda Pemerintan Kotz Feyekumboh

B 30 | Eoi=z Solok 1 | ®ineda atzs Cfekbvitas Upsys Pemernmh Dasrsh  dskm
Penzembanzsn Produk Ungsulsn UKW Tshun Angzeren 2021 54

Semiester § 3023 pads Pemernntzh Kotz Solok dan instans Terkat
Lamnys & Solok

1 31 | e=bupaten Indrgin Hubu 1 sinerjz stas Fefanitss psys Pemerinteh Deergh dalam Penguatsn
welembsgasn Dess. Pengendshzn Benzgunszan Dans Dess den
Fenzelolzan UM Desz ontuk Mesdubung Pembangunzn Oes=
Terpedu Tshum 2021 =4 [Semester || 2022 pads Pemsnintzh
#=bupsten Indrsgin Hulu d2n Instanss Terait Leinmya & Rengat

F

32 | esbupsten KU3N@n HREng L | #onsris sz Efewovitss Upsys Pemennteh Dssreh dslam Pensustsn
#elembazasn Des=z, Pecgendsiizn Fenggunszan Dans Dess dan
Pengzelolzan UM Dess untuk Mendubung Pembansunzn Dess
Terpadu Tahun Anpgsrsn Z02f sd (Semesmr 1) 2023 pads
Pemerini3h Kebupsten HusnEn Sngingidzn instena Terksit Leinnys
& Teluk Kuantan

3 33 | Ko Dumal 1 #inerjs 3ias Pelzksanazn Program Mobiltss Penduduk & Penatssn
Permukiman kurnul datem Mendulung: Pengembengan Kawaszn
Ferimtzan Tzhup Angesran 202%1 =d, 203 [Ssmester || pads
PemearinEh KotS Dumed dan Instans Terksit Lsinnys di Duma

Jumizh i

™
(2]
I

Kebupsten Tanfung Jabung Barat 1| wimerjs stas SfekDvitas Upsye Pemenntan Osersh dslam Penguatsn
#igizmiazzan Desz, Femgendsiizn Fenzsunzsn Dan: Dess dan
Fengelclzen BUN Desz untux Mendukung Pembangunsn Dess
Torpadu Tahen 2021 sd. Semester | 2035 pads Pemerimah
¥abupaten Tenfung Jebung Baral den InstEnsi Terkslt Lainnys 4i Kusia
Tungkz!

Jumizh 1

vl Frovins-Sematers Selatan

1 35 | Provins Sumzters selatan 1 7T atas Operzsionsl BLUD RSUD Sif Faomak Provinsi Sumaters
Selgt=n Tehon 2021, 2022, dan 2023 4i Palembang

(=]

36 | Kebupstes MusiRswas MeE 1 | wirerjs stas Upays Pemenntan Dasrzh dalam Manmgketkan Koalitas
Ttz wslolz weuscgsn dem Aset Dess dalam Ranghks Afsnzursnz)
Kesenizngan dan henjamin Pemersizan Tehun Anggeran 2021 52
2023 [Semester () psda Pemefintsh kKabupsten Mol Rzwes UsSE
dam Instansi Terksit Leinnys di Rugit

3 37 | ko= Prebumuiih 1 Minzris 3tzs Efekmwtes Upsys Pemerintsh O=srah ozizm Pengelolasn
Mondatory Spending uniuk Mendu¥uns Belen@ Dsesh yans
HBerklsiitas Tehun Angesras 2021 =d Semester | 2023 pads
PFemerint3h Kot Prebumuiih den nstans| Terka!t Lainmyz

F 35 | FT Bank PemDsngunsn CEeran L | DT Kepstuhan 353z Kegpeian Opsrazionsl Tshun Buku 2031 52

Zumzsters Selzten dan Bangks Belitunz 2023 [S=maester || pads FT Bank fembangunan Dasrsh Sumsters
Selgten dan Bangsa Belitung dan Instans: Terksit L3imnya di Frovinsi
Sumaters elEEn

vy Frovins) Benskulu

1 35 | Eotz Senzhadu 1 | ¥ineda stes Efektinitss Uipsya Pemerintsh Deerah delam Feageinlazn
Wangdotory Spending untuk Wendwkunz BelsnE Daersh yans
Berkuzlitss Tshun Aanggaras 2021 =d. Semester | 2023 pads
Femeriniah Kota Benghuly 430 instans Terksir Linnys di Benghuly

s [FS ] Tahum 2023




i

Frosinsi LEmpung

IE0oEn Hat PRmRIEsERn

1 45 | s=bupsten Tulzns Bswsng 1

#ineda @@ Cfebbwitas Upsys Pemarinh  Daersh  daEm
Pembanzunen Xaws3sen Peroeszan untuk Mempercepst  dan
Weningksthkan Kualtzs Pelaysnan, Fengembangzn Ekonome, dzn
Pembardzyssn Mazysrakst Dess Tshun &nggarsn 2021 3.0 Semester
| 2023 pads Pemarinah Kebupsten Teiznes Baiwang ¢ Mengeas den
Insensi Terkait Lainnys '

1t | ezbupates Tolang Baweng Sarat L

i
i
5

Winerjz 3t3z Sfekmivitas Upays femerinizh Deerah dzism Pengsiolazn
Mondotory Spending untuk Mendukung Belenjiz Ceersh yIns
Berkuslilazs Tahun Apgesran D031 =.d. Semesier | Z023 pads
FemerintEh ssbupsten Tulsng Sgwang Sarst o Penarsssn dan
Inst=nst Terkait Lainnys

3 47 | =DaM \Way Riizd Kota Bardar Lsmipang 1

D77 Hepatuhan 3izs Penselolasn fegistan Operssionsd Takun 2022
dan 2023 pada Perusahzen Umum Dasreh Alr Minem (Seremds AN)
Wiy Ailau Motz Bandar Lempung dl Bandsr Lsmpang dan inst=ns!
TerkaitLzinnye

Jumizh 5

Provinsl Kepuisusn Banghks Belitung

; | 43 | Proving Mopulsuso Benghe Belitung 1

winerjs stes Efekuvitas Upay= Semerint=h Daersh dalzm Pengeiolaszg
Mondaoiony Spenging untuk Mendulungz Belenjzs Daesh yams
Berkuslitss Tshin Anggarsn 2021 s5d. Semester | 2025 pads
Pemerin@h Prownsi Kepuizuan Bangks Befitung can instans! Terksit
Lsinnya di Pengkslpnang, Tobosll, Tanjungpendan, den Mansgar

OTT Megatuhan 3133 Opsrasicnzl PT iIzmknda Bsbel (Perssrpds) T
2022 5.4 Trwulen [1f 2023 pads Pemerintzh Prowinsl Megpulsuan
Bzngka Belifeng den Instsnsl Terkae L3:nnys & Pengkaloinang

LTT Kepstuhan Etes Operssiond! Rumah Szt mum Dasak On
{HL] I Soekamo Tahen AnggamEn 2022 sd Triwoelzn il 023 pads
Femerintzh Provinsi Kepulsusn Bangks Belitung 4an nstansi Terkan
Lamnya di Memewang

(=]

a5 | Kebupstes Banska L

Wirer]s 3tas Efephtas Upsye Femennizh Desran detem Fengedolasn
mongatory Spending untuk Mendukuns Belzniz Dasrah yaEnz
Gerkuslitas Tehun Anggaren 021 =.d. Semester | 2023 pads
semerintzh Kabupsten Sasskz dan instzns Terait Leinnys o gl
Tungsiliat

(Lt
e
i

Hsbupatsn Bangha Tengzh 1

Minzris 3tz Efekmwtas Upsys Femerintsh O=srah ozism Pengelolasn
Mondatory Spending uniuk Mendu¥uns Belen@ Deersh yanz
HBerkiziitas Tehun Anggsras 2021 =d Semester | 2023 pads
Femerintzh Kabupsten Bangka: Tengah dan mstensi Terssq Lennys
i dobs

4 45 | POAR Tirts Dharms Xots L
Fangkslgimang

O7T kepetuban stzs Operasions! Perumds Alr Misum Tirs Pinang
Tahun 2032 5.4 Triwulsn i 2023 di Fangiaipinany

Jumizh g

Frovirs Kepulzisn Rz

#iners zi2s Eekovtas Pengelolzan Selaniz Wallh yeng Berkuallms
dsizm Rangks Pemenuhan Stendar Pelayaman Btinimal Fendidikzn
i=njang Sekolah Mopengeh Ates Tehon Ansgeren I021 54, 2023
pada Femaerintsh Proving Kepudsusn SiEu danoInstans Terksi
Lainnya di TEniungpinang

Wimerjs  gtes  Pelaksanasn Progrem Penssrehan MobiiEs
tenduduk dan Penatsan’ Permukiman Kumuoh: dafem sendukuns
Fengembangsn Kawssan PerkoiIzn pecs Pemenntzh Mots Bsmm
dar instans’ Terkeit Lsinnys di Batam Tebun &rggeran 2021 5.d 2033
= BaEm

1 45 | Prowins Espulzuan Rlsu L
X 30 EoT3 ©Elam ¥
Lampran
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3 51 | o= Tamjungsinans 1| winerjs stzz sfektivitas Pengelolzan: Belanjz Wallk yvang Berkuaiitaz
dslzm Rzngie femenuhsn Stendar Pelzyanesn Minimsl Fencidiken
Jenizng Seloial Menengsh Pertama Tehin Anggeran 2031 =4. 2023
p=ca Pemerintsh Kots Tanjunepinang dan instans Terksit teinnyz 4l
TaNUNERERAnE
Jumish 3
il Prowing DKl Izkerts
52 | FTiakErs Propertingo 1. | 07T ®eparuhsn-sias Penugacan Pemerintsh Provins: DKl faksms
#epads ‘PT laksrt= Propertndo untuk Pengembsnesn Kawasan
Olzhrages Terpadu Tshun Anggaran [TAL 2012 s.d. 2022
z 53 | FT Pembangunah Jaye ancol Th 1 | OTT Ecpatuhan 3is: Pengelofaan Goerasions] Tehun Buku 2022 den
2023 {5 Trwllzn I} pads FT Fembangunan !éll,m Anco| Th. ‘dan
Inst=nst Terkait Lainnya o Jakartz
3 54 | FF Transporiasl skara 1 | D77 depstukan stss Megistan Opsrasonal Tehurm Buku 2027 dzn
2023 (g TW ) pads FT Transportes Jekarie di lekera
4 55 | PD Pembaczunan SErEna Jays 1 | OTT Kepstunan ates Kegiztan Operasicns| Tahun Bukw {TE) 2020
dan Semester| 2011 peds Perusshaan Umum Deerzh Pembangunsn
Zarana Jaya dan bnstansi Terksit Lainnys dilzkans
Jumish 4
= Proving fzw= Barst
1 55 | Kebupsten Bexgs: L | Wimerjz  ster Efeknivitss  Upsys  Pemeninian Osersn dalsm
Meninskatkzn Kuziitss Tets welols w2ianzzn dan &3er Dssz dalzm
Rangks MengurEng Kesenjangan dan Men@min Pemerstaan Tahen
Anzgeren I0I1 540 Ssmester | Z0IT peds Semerimsh wsbupsten
Bekzsi dan Instensi Terkait Lainnye di Ckareng '
2 57 | EsbupatsnSuksboml 1 Mingris  atas  Efekbvitss Upsys  Femerintsh Daersh  dalam
Meningkstkan Koslitas Tets Kelalz dsugngen dan Aset Dess dalem
Fangae Mengurang Mesenjangan dan Menjamin Pemeratsan Tehuen
&nggarEn Z071 5.d. Semester | 2023 pada Femeriniah Kabupaten
Lukabemi dan mstensi Terkait Lainmys di Pelzbuhanratu
E ; 35 | eshupatgn Tesikmaiay= L | #ineriz =ztas Efeknvitz:  Upsys Femaerinmh Dzersh  dalam
WieningkstkEn Kuslitas Tete Kelols ¥susng=n can Aset Dess dalsm
EEnghs Wensurangl LessajangEs 2an MenEmin Pemeratsan Tahun
anggeren [TA} 2021 =.d. Semester | 2023 pads PemarniniEh KaCupsten
TasikmalzgE dan InstEns Terkait Lainnys D Singzpama
4 55 | Koi3 Sogor L | #inerjs =tas Pelzksanzan Progrem Mobllitzs Penduduk den Penataan
Fermickiman kKumuk dsfzm Mendukunz Pengembangzn fawassn
Perkotaan Tehun Anggaren 2011 sd. Semester | Tehun 2023 pads
Femerin=h Kota Bogpar dzm instansi Terkait tainnys di Bogzor
5 80 | 57 Bank Fambanzunan DEersh lawa L | OT7 =t=s Kegistss Opsr2sional Tehun Bukl 2021 =4 S=mester |
Bar=t oan Bamten Tok Tahen 2023 pedas FT Bank Pembangunan Deersh laws Barst dsn
B=nten, Thi,
Jamil=h 5
w Frovinst Javwe Tengan
1 81 | Provins lzws Teng=h 1 LTT ¥epstuhan at2s Fengeloizen Kredit Proyed Tahun Buky 208758
Semester | Tahun I023 peds FT Bank Pembangunan Dersh laws
Tengeh dl Wilsyah Prowinsi laws Tengsh den Srovinsi DKI fekares
sert2 (netens Terksd Lainmg@
2 £2 | Kebupstes Bamyumes L. | DT ¥epatehen stas Operasonst PT EPR BEK Purwokero (Persernda)
Tahwn Z002 £ 2033 {Semestes () di Purwoksrte
3 £3 | Ksbupsi=n KsmEngamyar 1 | #inerjz st3: Efekbvites Upsys Pemenntah Deersh dalam Pengustsn

¥=fembagasn Des3, Pergendslizn Penggunsen Dans Dess o dsn
Pengelolzan UM Desz omiuk Mendubung Pembangunsn Dess
Terpadu Tehun Ansz=ren Z0zZ1 3@ Semester | pada Pemedntzh
¥=bupsten Karansenyardzn insians: Terkast Lamny= 4 Keranganyar
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| Emste=

Esbusaten Kendal

IE0oEn Hat PRmRIEsERn

Minerjs 3tz  Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daersh  dalam
Fenyelengesrsan  Kawsssn Elooomi fhusus ectuk Menzureng|
Kesenjznzan dan Mepjamin Pemeratzan TA 2020 s.d. Semester |
2023 p=ds debupaten Bendal dan Instznsl Terket Leinmya & vendal

Esbupsten Purworei

OTT ¥=pstuhan 3=z Penseloizan Wreds gan Penghimpunzan Dens
Tsmun Buku 20458 =.d. 2023 |Semester || pada Perumdz SFE Bank
Purworepe dan Instans Tersast Lainnys 4 Purworejo

Esbusaten TRMENEELnE

OTT Wepatuhan 33z Pengefolasn Sendapstan, Belanz dan Aset
Tamun Angzarsn 1023 2f Okiobsr pads BLUD RSUD k=bupsten
TemangEung can [nstensl Terkeit Lelnmye ol Temanzguns

Eotz Mazsiang

¥inerjz stes Efeitivites Uipsya Semerinish Dserah delam Fenpeiofazn
Wangdotory Spending untuk Wendwkunz BelsnE Daersh yans
Berkuzlitss Tshun anggaras 2021 sd. Semester | 2023 pads
Pemerini3h Kofs Megefans dan InsiEns! Terkait Leinnys 4 Mazelans

Eoi3 Szlatizs

Winerjz 3taz Sfekmivitas Upays Pemerinizh Deerah dzism Sengsinlazn
Mondotory Spending untuk Mendukung Belenjiz Ceersh yIns
Berkuslilazs Tahun ApRgesran D031 =.d. Semesier | Z023 pads
Femerintah fotz Szlatigs den instens Terkait Leinnya O Salengs

Jumizh

KW Frodinsi dawe

THrmUr

&5

=

Brovins Iawa Timur

#inera stas Upeys Pemernish Deersh dalam Senyelenesarazn
¥=wesan Ekosomi Khusus (KEK] Singhassn uniuk MEersursngl
#ezanjznzan den Menjsmin Pemerstzan Tehon Anggsrsn 2015 5.4
Semester | 2023 pads Pemenintsh Provinst faws Timure den instens
Terkait Leinnyes o Sidozrjo, Sursbays dan Malang

gsbupst=n Samyuwasngl

#inerjz t3s Efekbvites Upsys Pemenntah Deersh dalam Pengustan
¥=fembagasn Desa, Pengendsfizn, Pehzpunsan Danz Desz dzn
Pengelolzan UM Dess umiuk Mendubung Pembangunsn Dess

#abupsien Benywwang dan mstsns Terka Lainnye di Sanyuweng)
d=n Sidoario

kshupstsn Fonoroge

winerjz 3taz Sekmvites Upsys Pemarintzh Dzerzh dzlam Fenzustar
®slembzzasn Dess, Pemgendshzn FenggunsEan Dens Dess dsn
eengelolzan SUM Dess untuk Mendukung Pembangunan O=z=
Terpedu Tahun 1021 =d. Semester | Z0E3 pada Pemerfizh
¥sbopaten Fonorogo dan instEns Tarksi Leinnys © Ponormen dan
Sfdoetjo

Jumizh

Xy | Provirs Ssiien

i 72

Provins Bamien

finerjz 3tz Efelktivitss  Upsye Femeninmh Dgersh  dalem
Fenyelensgarzan Eawssan Ekonoml Khusus (KER) Tanjung Lesums
Taun 020 s.d. Semester | Tahun Z0ZF pads Pemerintan Provins
Banten d3n instansi Terkait Lainnyz

eshupsten fandegizns

#inerja =tms Efekbwitzs  Upsys Pemerinish  Dzersh  dalam
Fenyelengear=an Kawssan Exonomi kKhusus [KEE) Tanjung Lesung
Tahon 2000 T4 Semester | Tahun 2023 pads FEmennt=h kebupaten
Fandezizng dan Instanzi Terkait Lainmys '

Jumizh

e

¥\ | Provins sab

P
-l
=

kzbupstsn Sulelens

#inerjz 3tz Efektivitss  Upsys Femeninmh Dgersh dalem
Fengembanzan Saktor Unggulan untuk komodies Kopd Araciks
dan Kopl Robusts Tshun &nggaran 1024 s.d. Semester | 20Z3 pads
Femerinzh Kzbupsten Bulsfeng dan Instznsl Terkait Lsimmya 2l
Lingarsjz

D o
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IE0oEn Hat PRmRIEsERn

Minerjs 3tz Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daersh  dalsm
Fembangunan KewssEn Perdsssn Untuk Mempsroepst dano
Meningkatkan Kuslitas Pelayanan, Fengembsngzn Ekonomi, dan
Femberdayas MasySrsSkat Desa Tahun Anggasn 2021 5.4 Semecter
1 2023 pads Pemerintah kabuzates Kfunskung den Inscansi Terksi
Lsinnya di Semsrsnurs

z 75 | ezbupates Kungkung
3 76 | E0i3 Denpasar

¥neria stes Efekovitzs Pelekianazn Program Mobilites Penduculk
Fengzelolzas Sampah 4 TRET, dan Penysisnggsrsan ¥awEsan Cagar
fudsys Sajgh Mads dslam Mencukeng Pensembsangen kawassn
Feriatagn Tahun 2021 s.d Semester | 1025 peda Pemenintah Kois
Denpaser den (nstans: Terkait Lainny=-di Denpassr

4 F7. | FT 8ank Pembangunzn O=erah 82 OTT ¥epstuhan ste: Operasiona] PT Bank Pembangunan Desdeh 5a
Tamun 2022 =d4 Trivweslzn 1| Tehun 20235 dan Instans Terlalt LEmngs
& Denpasar
Jumish
XVl | Provins Muss Tensgars Garst
TE | esbupsten Sumbsws Kinerjz -sfas: Efekbtwizs Upsys Pemenn@mh  Daersh  dalam

fombanzunaz Kewassn Perdessan umtuk  Metppercepst dan
Wieningsstkan #usiizas Pelsyanan, Pengembansan Exopoms dan
Femberdeyean hlasyarskat Dess Tahun Angzarsn 2021 5.4 Semestar
12073 pads Pemenntsh ksbupsten sumbaws 4 Sumbswes Besar

il

POAM Giri Menans

DTT Kepatuhan atas Operasions| Peruzahzan Ferseroan Dacraly Ak
timum Eirf Meneng Tahon 2022 s.d. Semester | Tehun 2023 d=no
Instznsi Terkait Lainnya & Gerung dan Ma=am

3 S0 | FFBEank WTH Syariah

077 Kepstuksn stas Operasionst PT Senk NTE Syariah Tahun Buku
2022 s.d. Triwulzn I 2023 di Matzram

Jumizh

L | Prowins Nuss TenszErs Timast

[

51 | Provins Nusz Tenggar= Timur

07T kepatehen 335 Pengelolsan Pendapstsn dan Belanjs Tehun
Anggaranm 2021 =d. Semester | 2023 padd ReUD Prof D WZ
rohennes upang Prowins| Muss Tenggars Timur di Kupang

i

Kebupstes Beid

Wimerjs stes Efektivitss Pengeiclidan Frogram Pembansunan untuk
Wengurangi Kasenizngzn dan Menjsmin Femersizan o) EEwasan
Ferhatzsan Tehun Anggsren 2025 sd. Semester | 2023 pads
remerintsh k3bupaten Belu dan Instans Terksit isinnys Sl aambua

3 E3 | ksbupst=n Ends

#inerjz t3s Efekbvites Upsys Pemenntah Deersh dalam Pengustan
¥=fembagasn Desa, Pengendsfisn Fenggumezsn Dane De=s, d3n
Pengelolzan UM Dess umiuk Mendukong Pembangunsn Dess
Terpedu Tahun Angsaran 2020 5.4 S=mester | 2023 pada Pemisnintzh
#=bupsten Ende dan Instans Terkalt Latnnya di Ende

& B4 | Kebupsten hManggsral Gerat

Wimerjz  Atss EfskDyvites Upaya Pemenntah  Ogemh  dalsm
Eembangunan Rewsi=En  ferdsizan untuk Wempercepat dan
Meningkstk=n Kuzlas: Pelsyanan, Pensembsngsn. Ekonomi, dsn
Femberdzyean hlasyaraket Dess Tehun &nggarsn 2071 5.4 Semester
| 2023 pads femerintsh ¥abupsten Mengssrei Baret dan Instens
Terkait Leinnyz di Lebuan Bajo

i
i

ksbupstsn Mgeds

finerjz 3tz Efelktivitss  Upsye Femeninmh Dgersh  dalem
Fengembangan Seidor ungeulsn untuk ¥omoditaz Mopl Tehuen
&nggasEn 3071 5.4. Semester | 2023 pada Femeriniah fabupaten
hEeads S0 Instensi Terkait Lainnye 4i g2jaws

B E= | kshupaign Sumbz Barst

wineriz stas Sfektitas Upaya Pemenint=h Deersh dalam Pengsiolzan
Mopgatory Sgengding untuk Mendusung Belanis Daersh Yans
Berkusfites Tehun Angssran 2021 sd. Ssmester | 2023 pads
Femerini3h Kabupsten Sumbs Bzt dan Instensi Terkait Lainmys o
walksubak

s [FS ] Tahum 2023
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Emirtes

Ezbunaten Sumba Timur

IE0oEn Hat PRmRIEsERn

Minerjs 3tz Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daersh  dalsm
Fembangunan KewssEn Perdsssn Untuk Mempsroepst dano
Meningkatkan Kuslitas Pelayanan, Fengembsngzn Ekonomi, dan
Femberdayas MasySrsSkat Desa Tahun Anggasn 2021 5.4 Semecter
| 2025 pada Pemerintah ¥abupaten Sumba Timur dan instans Terkait
Lsinnya i Waingaou

FT Zank Pemognzunsn D2srsh Muss
Tenggama Timur

OTT Hepstunsn si2s Operssons! Ssnk Pemibosngunsn Deerah Muss
Tenggars Timur {Baak MTT| Tahwn 2022 =.d. Triwukan Wi Tahun 2023
dan Instens! Terkait Lainnys di Xupanz, Lzbuan Bejo, dan Waing3apu

Iumizh

g1 Provins Kalimantsn Barst

-

E5

Frovims k3limantan Barst

07T ®espstuhan. st2= Operssicnal Badan Leyenan Umum Osersh
REUD Or. Soedarso Tehin ARggaren 2022 =d. Triwdizn 10 Tahis 2023
dan Instensl Terksit Leinmye di Fontanak

F

FEOUDETEN SENEVEYENE

Wnerjz @Rz Efektiviss  Upsys  Pemennmah Dsersh dalam
PFengembanzan Seilor Unzzuian umtuk Komioddas fasuns TEhun
Anggaren 2071 5o Semester | 2023 pads Pemerimish Eabupsten
Bengisyang dan Instans Terkait Lainnyz di Bengkay@ng

21

r=bupaten Sambas

sinerjz 3ias Shekivitas Pengefolsan Program Pembanguran uniuk
Menguransi Kesenjangzn dzn Mesjamin PEmerstasn df Kawdsan
Fferbatzssn Tehun AngEeren 1021 sd. Semester | I023 pads
Pemerin@h - Kabupsten Ssmbas den instansi Terksit Leinoys di
Sembas

esbupsten Sskzdau

Wineris a3z Efeeouiss Upsys Pemennteh Dsreh dslam Pensusten
#elembazasn Des=z, Pecgendsiizn Fenggunszan Dans Dess dan
Pengzelolzan UM Dess untuk Mendubung Pembansunzn Dess
Terpadu Tahun Angssran 2025 =4, S=mester | 2023 peda Pemannizh
¥=bupsten Sskadaw dzn instansi Teckait Lainmys i Sskedau

Esbupat=n Sintang

¥inzriz atas Efekovitas Upsye Pemerintsh Dzersh dzlzm Penzuaten
#elzmioegaen Desa, Fengendalizn Fenggunzan Dans Dess dan
Fengelclsan SUM D=sz umtuk Mendukong Pembangunan O==s
Terpedu Tahun Angearan 2024 5.4, S=mester | 1023 pada Pemearintzh
¥abopaten Sintsng dzn instansi Terkatt Lainnye di Sinkang

Eots fonmanak

wineriz stas Sfektitas Upays Pemenintzh Deersh dalam Pengsiolzan
Mopoatory Spenging untek Mendusung Belanis Deersh yang
Berkusfites Tashun Angsaran 2021 sd. Ssmester | 2023 pads
Femernini3h Kota Fontianak dan instanst Terksdt Lainnya oi Ponbanak

BT Bank Pembanginzn Daersh
gslimantan Sarst

LTT kspstuhah sts: Ooerssionsl Bank Pembanguman Dzersh
#amentan Gafet Tahon 3027 sd. Thiwwslan 0l Tshen I023 dan
ns=nsi Terkalt L=innyz & Pombiznzk dan fakars

Jumizh

%% | Srovins

kzfimzmian Tengzh

=5

Froyins Kalimantsn Tengah

Wirer]s 3tas Efekhvtas Upsye Femennizh Desran defem Fengeliolasn
Mondotory Speading untuk Mendukons Belaniz Deersh yEne
Berkuslitas Tehun Anggaren 021 =.d. Semester | 2023 pads
semerintsh Frovins Kalimantan Tenzzh San Instans Terkait LeimngE
& Fzlangks fayE '

g

Esbupat=n Barite Utara

Minzris  aftes Efekbvitss  Upsys  Femerintah DOzerzh  dalam
Pengembanzen Sektor Unggudsn untuk womoditss fsguns Tehom
Anggaram I0IL =4 Sermester | 2023 peds Pemenntzsh Kabupaten
Barito Utsrs dan nstansi Terkait Lamnya g Muse Tevweh

Kebupsten Kepuas

Wimerjz  star  Efekmivitss  Upsys  Pemeniniat Oserzn dalsm
eengembangsn Sektor Ungsulzn untuk womoditss fadl Tehun
anggeren 021 54 Semester | 2023 peds Pemerintah Eabupsten
KSpuas d2n instensi Terkait Lainnye df Kusls ¥spusEs

HES [ Tahun 2020  a—



0 et | Emztas aml LapomEn Hasl Pemarissan

4 5= | eEsbupaten Kotawaringin Bzt 1 | winerjs 3=z Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daersh  dalsm
Fembangunan KewssEn Perdsssn Untuk Mempsroepst dano
Meningkztkzn woalizzs Polayanan, Penpembanssn Ekopors dan
Femberdayas MasySrsSkat Desa Takun Anggarsn 2021 5.4 Somecter
| 023 pad= Semerinizh Kabupsten Kotaweningin Barac dan fnstens|
Terkalt Leinmyz di Fangisizn SUN

Jumizh &

HEl Frosinsi Kslimantan Seiatsn

1 100 | e=bupsten Banjar 1 | ®ineda atzs Cfelfvita: Upays Pemernmh Dasrsh  dskm
Pembanzunen Xaws3sen Peroeszan untuk Mempercepst  dan
Weningksthkan Kuzltss Pelaysnan, Fengembangzn Ekonome, dzn
Pembardzyssn Masyerast Desa Tehun Anggeren 2021 5.0 Semester
| 2023 pads Pemerinth Ksbupsten Banjer dan insisnsi Terkat
Lainnys o Banizrbaru dan Martapurs

101 | esbusates Edrite kusla 1 | winerjz =31z Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daersh  dalsm
Fembangunan KewssEn Perdsssn Untuk Mempsroepst dano
Meningkztkzn woalizzs Polayanan, Penpembanssn Ekopors dan
Femberdayas MasySrsSkat Desa Takun Anggarsn 2021 5.4 Somecter
1 2023 pada Kabupsten Barto xusis dan bnstansi Teskain Lainmya ol
Eznjaroary dan Marsbahan

i

3 107 | esbupsten Tensh Lavt 1 | wnerz sas Efektviss  Upsys Pemennmah Dsersh dslam
Pengembanzan Sektor Ungeulen untuk Komodites welspa Sawit
Riyst Tshun &nzzeren 2021 =8 Semester | 2023 pads Pemenntzh
¥abbupsten Tensh Lawt dan instaszi Terkait i35nnya di Banjarbaru dzn
Pelathan

4 103 | Eom Banjarmasin 1| winerjz 3tz Pelzksenzen Progrem Mobilites Pendoduk danPenatazn
Fermukiman kumuk dalem Mendukuns PengembeEngsn iawassn
Perko@an Tshun Z021 =d. Semester | 1023 pads Pemeninizh
#otz Banjarmasin dan InsEns Terksit Leinnie & Senjarbend dao

Banjarmaszin
5 104 | =T Bank Pembanzunan Ddersh 1 | O77 Mepatuhan stes Fengeiolasn Opsrasionsl Bznk Tshun 2022
ezlimantsn Ssistan s.d. Triwulan 1 Tshun 2023 pade FT Bark Pembanzunan Deersh

¥ahimantan Selsten & Banjsrbary, Bsmizrmasin den Iskartz

Jumizh 5

KiM | Frovins Kslimanian Tamur

1 185 | Provinsi ialimantan Timwer 1 Minzris  afte: Efekbvitss  Upsys  Pemerintah DOzerzh  dalam
Penyelenggarsan Ewassn Ekonomi ®husus hafcy Batets Trans
¥afimamt=n  untuk  Mengwrsnei  Mesenjangsn dam Menjemin
Pomerzt@an Thun Angeaten I0Z1 s, Semester | 2013 pads
Femerint=h Provins] Kalimantan Timur di 3amarinds

Z 105 | kshupatsn asr=u L | #inerja ztas  Efeknvitz:  Upsys Femaerinh Dzersh  dalam
Fengembangsn Sektor Ungzulsnuntuk Komaditss Kelspa, Kskso dan
Jagung Tatum ANEEaran J001 £i6 temaster | 2023 pada PEMmEnmah
¥abupsten Bersu a0 Instans Terksit Leinnys

107 1 Minsris  a3tes  Efekbvites  Upsys  Pemerintah Ozerzh  dalam
Pemibangunan KEw3sEn Perdsizsn untuk Mempercepst den
teningkatizn Musiitas Pelayaman, Pengembanzan Exonomi dsn
Pemberdzyesn Masyarakat Dess Tahon Ansgaran 2021 5.4 Semester
| 2023 padz Pemerintzh wzbupstsn Bersy d2n Instsnsl Terksi
Lannya di Tanjung Redeb

3 108 | Kpbupaten Kutai Timur L | Wimerjz stez Efekmivitss  Upsys  Pemeninian  Osersn dalsm
Eembangunan Rewsi=En  ferdsizan untuk Wempercepat dan
Meningkstk=n Kuzlas: Pelsyanan, Pensembsngsn. Ekonomi, dsn
remberdzyean Masyarsket Dess Tehun Anggarsn 2071 .4 Semester
| 2023 pads Femerintzh Kabupsten Kutad Temur dan mstansi Terkst
L=innyE & Zangata

— TP 1 Tahun: 2023 Teunpian



ine

IE0oEn Hat PRmRIEsERn

Minerjs 3tz  Elekovitss Upsys Pemerinizk  Daersh  dalsm
Fenyclengearsan E@wasan Ehongmi Khitus Mooy Batuts Trans
walmantsn untuk | Mengwrangi  KesenjEmssn dan Wernjamin
Femeraizan Tehuen AngEsfsn D0IL1 =d. Semester | I013 pads
Pemerin@h Kebupaten Kut3i Timur di 2ansatta

4 110 | Eot= Balikpepan

¥inerjz stes Efektivitas Uipsya Semerinish Dserah delam Fenpeiofazn
Wangdotory Spending untuk Wendwkunz BelsnE Daersh yans
Berkuzlitss Tshun &nggarss 2021 sd. Semester | 2023 pads
Pemeriniah kot Bslikpapen dan Instsnsi Terksn Lainnye
Belikpzpan

5 211 | 77 S=nk Pembangunzsn O3ersh 07T mepatuhan ste= Operssionsl FT Sank Fembangunzn Osersh
gslimantan Timur dan kafimznian Klimantzn Timur dan Ksiimantdn utars Tehun Bueke 02254
Utzrs Trivwulan il4 2023
Jumi=h

o Frovinzi Kslimantan bz

1 112 | Brovinsi ¥alimantan Uters

¥inerjz stes Efeitivites Uipsya Semerinish Dserah delam Fenpeiofazn
Wangdotory Spending untuk Wendwkunz BelsnE Daersh yans
Berkuzlitss Tshun Anggarss 2021 =d. Semester | 2023 pads
Pemeriniah Provinsi Kelimantsn Utars dan insans Terkait Lainnys
i Tamjung Sefor

2 2133 | esbupaten Munukan sinerjz 3ias Shekivitas Pengefolsan Program Pembanguran uniuk
Menguransi Kesenjangzn dzn Mesjamin PEmerstasn df Kawdsan
Fferbatzssn Tehun AngEeren 1021 sd. Semester | I023 pads
Pemerin@h Kabupaten Nunukan dan Instansi Terksit Lsinnya di
hunuksn
dumizh

WEiV | Prosvinsi SulswesiUtess

1 114 | Provina Sulzwesl Litars

#inerja zms Efeknvites  Upsys Femarinmzh Dzersh dalzm
Fenyelengear=an Kawasen Exonomi Khusus (KEK] Bitumg untuk
Wengurangi wessnjzngzn dan Ksnjamin femarstzan  Tehun
anggeren 2070 5.0 Temester | 2023 pada Pemenni3h Provins
Sulzwes Utz dan instans Terksit Lafnnye di Mansdo dan Bitung

Z 115 | ksbupsten Kepulswsn Sisy
Taguigndang Bizno

finerjz 3tz Efelktivitss  Upsye Femeninmh Dgersh  dalem
Fengembangan Sektor Unggulan untok Homoditas Paia Tehuen
&nggasn 3071 5.4 Semester | 2023 pada Femeriniah Kabupaten
¥=pelzuan Sizw Taguizndsng Siere J=n Instzns Terkait Lainnys

E ; 11§ | eshupatzn Minaghass Utars

#ineria zms Efeknvites  Upsys Femarinmh Dzersh dalzm
Fembansunan KawssEn Fercessan  untuk Mempsroepst  dsn
Meninziatkzn kuslitas P=layanzsn, =sngembscger Skonom dan
Femberdayssn Mesyarakat Dess Tahun Anggsran 2021 5.2 Semester
| 2023 pads Femerin=sh kEbupsten Minzhass Utars dan instznsl
Terkait Lainnya 4i Manado dan Armadidi

& 117 | EpE Tomohon

Minzris 3tzs Efekmwtas Upays Pemerintsh O=srah ozizm Pengelolasn
Mondatory Spending uniuk Mendu¥uns Belen@ Dsesh yans
Berkusiitas TA 2021 =4, Semester | 2025 psds Pemerintah Kots
Toemohon dan ingEnst Terkait Lamnya & Tomohon

5 118 | FT Bank Pembsngunsn CEsran
Zulzwiesi Ut=re Gorontaio

LTT kepstufan stss Operesons! Bank Pembsngunan Dssrsh
Sulzwes UtsEs Gorontslo (Bank Iulutsa] Tehus Z022 =d. Triwulan
I Tahun 1023 dan #nstansd Terkait lainnys di Manado, Gomnisio
Eitung, Tondano, Airmadidi, Tomohon dan sakarts

Jumizh

¥V | Frovins- Sulsvees Tenssh

1 118 | s3bupaten Banzzsl

Minzris  aftss Efekbvitss  Upsys  Femerintah DOzerzh  dalam
PFengembanzen Iskior Unsgulen Komoditas kelspe Tahun Anggeren
2021 =4 Temsster | 2023 pads Femennt=h Mzbupaten Sangsgei den
instznsi Terkait Lamnys

HES [ Tahun 2020  a—
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Emirtes

Ezbunates Bunl

IE0oEN Hat PRmRIEsERn

Minerjs 3tz Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daersh  dalsm
Fembangunan KewssEn Perdsssn Untuk Mempsroepst dano
Meningkatkan Kuslitas Pelayanan, Fengembsngzn Ekonomi, dan
Femberdayas MasySrsSkat Desa Tahun Anggasn 2021 5.4 Semecter
| 2023 pads Pemerintzh Xsbubaten Buot dan insans Tersait Lainnys

s=bupstan Morowat

¥inerda ams Cfebbwitas Upsye Pemarinih  Daersh  daEm
Pembanzunen Xaws3sen Peroeszan untuk Mempercepst  dan
Weningksthkan Kualtzs Pelaysnan, Fengembangzn Ekonome, dzn
Pembardzyssn Masysrakst Dess Tshun &nggarsn 2021 3.0 Semester
| 2023 pads Pemerntzh Kabupsten Morowsll dan instans Terkat
Lainnys

gsbusater Posg

Minerjs 3tz Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daerzh  dalam
Fembangunan KewssEn Perdsssn Untuk Mempsroepst dano
Meningkatkan Kuslitas Pelayanan, Fengembsngzn Ekonomi, dan
Femberdayas MasySrsSkat Desa Tahun Anggasn 2021 5.4 Semecter
| 2023 pads Pemerintzh Kabupaten Pozg dan Instansi Terkat Lainnys
di Posip

Wneriz @Rz Efekniviss  Upsys  Pemennmah Dsersh dalam
Pengembanzan Sektor Unggulam wntuok somoditss dskaso dsn
¥opt Tehun Anggarsn 2021 =.d. Semester | 2023 gsds Pemenntzh
¥abbupsten Poso dan instass Terkstt Leinnya

Fats Palu

winerjs stes Efekuvitas Upay= Semerint=h Daersh dalzm Pengeiolaszg
Mondaoiony Spenging untuk Mendulungz Belenjzs Daesh yams
Berkuslitss Tshin Anggarsn 2021 s5d. Semester | 2025 pads
Pemerintah Kota Falu dzn instansi Terkaiz Laimnys o Pelu

5T Bank Fernbangunzn D=ersh
Sulzwesi Tengzh

D77 sepatuhan sts: Operssional HBank Pembangusan Ozersh
Sulswes: Tengah Tehun 2022 s.d. Triwulan 0 Tahun 2023

Jumizh

il | Proanst Sulsiesi Selsmn

i

175

Prowins Sulawesi S=tatEn

O7T7 Kepatuhan aies Oper@sonal fumah Szkbt Umum Daeeh
Labuang Baji Tehun 2022 dan 2023 5.4 Triwulzn 11| pada Pemsrntzh
Frovinsi Sulzswes Ssigtan dan Instans Terket Leinnya.di Makessar

(=

iy

Eebupsten Luwy LisrsE

Wimerjz  Star  Efekmivitss  Upsys  Pemenintan  Osersn dalsm
Eembangunan Rewsi=En  ferdsizan untuk Wempercepat dan
Meningkstk=n Kuzlas: Pelsyanan, Pensembsngsn. Ekonomi, dsn
eemberdzjean Rasyarsket Dess Tehun AngZgarsn 2071 .4 Semester
| 2023 pads Pemenntzh x3bupaten Luwy Uiars & Masamba

(Lt

1zZ8

Esbupatsn Takalar

Minzris 3tz Efekmwtas Upsys Femerintsh O=srah ozism Pengelolasn
Mondatory Spending uniuk Mendu¥uns Belen@ Deersh yanz
Berkliziitas dan Pengelolzan Fendapatan Azl Dersh Tehun Anggeren
Z0zt 5.d. SEMester | 2023 pads Pemenintsh Kabupsten Tekalar D)
Petaiizszans

123

kshupaten Wajo

#inerja zms Efeknvites  Upsys Femadinzh Dzersh dalzm
Fengembangsn Sektor Unggtlan wituk Eomoditas Persutersen Alsm
TA 2021 =d. Semester | Tshun 2013 pads Femenmsh Kabupaten
Waio dan inszznsi Terksit Lainnys di Sengieng '

£ot= Mekassar

Minzriz Itz Efeimvitas Pelzisanasn Frogrem Mobifies Penduduk
dam Fenzelolaan Szmpsh Rumsh Tenges dan Ssmpah Sgjenis
Lpmpsh Ruemah Tahzgz dsiam Mendubuns  Pengembanssn
#zwasan Ferkotean Tehun AngSeran 2021 =4 Semestsr ( 2023 pads
Femerint=h Kofs Maksszar dan InstEnsl Terkait Leinnys di Mskasser

wineriz stas Sfektitas Upays Pemenintzh Deersh dalam Pengsiolzan
Mopogtory Spenging untuk Mendusung Belanis Deersh yans
berkuaiitas dzn Penzelolzan Pendzpatan Azf Desrzh T2 2021 = d
Semester | 2013 pada Femennian Kots Maksssar dan instans: Terksit
L=inny= 4 Maksesar

s [FS ] Tahum 2023




& | 132 | Eom Fars-Fare 1| winerjz 3tsz Sfekmivitas Upays Pemerinizh Deerah daism Sengeiolazn
Mondotory Spending untuk Mendukung Belenjiz Ceersh yIns
Berkuslitas dan Pengelolzsn Pendapatan As4 Deerah TA Z0ZLsd
Semester [ 2023 pads Pemerinmh Mot Fere-fare

Jumizh T

NI | Provins Selaeesi Tensgars

1 133 | e=bupsten Kolaks 1 | ¥inerz=isz Pembinaan dan Pengawasan Pengeiolaan Dana Desa den
alokzsi Denz Dess Tshan Angesssn 2021 s.d. Semester | 2023 pads
Femerintzh Kabupsten Kolaks dzn Instznsi Terkait Lannye di Kolaks

b

r=bupaten Kooawe SelziEn 1 finerja Stac Upsye Pemerinizly Dserzh dalam Pembangunzg
Kawzsan Perdsizsn wniuk Memperoepat dan Meningketkan Kuakiaz
Felzyznan, Pengembengzn Ekonaomi dan Pemberdeyesn Mesnarsist
Des3 Tshun Anzgsran 2021 5 d. Semester | 2023 pads Pemennizh
#=bopsten Kenawe Seiaten dan instansl Terkeit Leinnye i Andootis

L
e
il
L

gsbupsten Wakstobi L | #opsr =m@ms Efekmvnss Upsys PemsnnmEn Osersh dalam
fombanzunaz Kewassn Perdessan umtuk  Metppercepst dan
Wieningsstkan #usiizas Pelsyanan, Pengembansan Exopoms dan
Femberdeyean hlasyarskat Dess Tahun Angzdrsn 2021 5.4 Semestar
I 2023 peda Pemennish Kebupaten Wabkatold dzn instans) Terkst
Laimnya &l \Wang-Wenst

4 136 | Koi= Bzubau 1 winerjs stes Efekuvitas Upay= Semerint=h Daersh dalzm Pengeiolaszg
Mondaoiony Spenging untuk Mendulungz Belenjzs Daesh yams
Berkuslitss Tshin Anggarsn 2021 s5d. Semester | 2025 pads
Pemerintah Kots Sasbsu dan metansi TerkeitLzinnys di Baubag

5 137 | ko= Kandan 1 | D77 ¥epstuhar gtes Operasionsl RSUD Kots Kendar Tahun 2021 5.4
Zemester | Tshun 2023 psda Pemerinizh Kotg Xendan di Keoder

= 13§ | FT B=nk Pembansinsn Daersh 1 LTT kKspatuhan 323 Kegiztan Operesional pada PT Bank
Zulzwesi Tenzgere Pembangunan Casrsh Sulawesi Tengzers ssfie inglEnsl Terken
Laimnya Tahun Buky 2023 236 2023 (2.0, Tiwufan ijdi kendar

damizh -]
KXW | Frovinst Somonale

1 130 | ¥rbupates Boalema L | Wimerjz ster Efekmivitz:  Upsys  Pemeniniat Osersn dalsm
Eembangunan Rewsi=En  ferdsizan untuk Wempercepat dan
Meningkstk=n Kuzlas: Pelsyanan, Pensembsngsn. Ekonomi, dsn
remberdzyean Masyarsket Dess Tehun Ang3garsn 2071 .4 Semestsr
| 2023 pads Pemerimieh Ezbugaten Boslemo dan insi3nsi Terkst

L=innys & Tilzmit=s
Jamish 1
ot | o Frovins- Sulsdwesi Barst
1 140 | Eabupaten Majens 1 ¥inzriz atas Efekovitas Upsye Pemerintash Dzersh dzlzm Penguaten

#elzmoegaen Des@, Penpendelilan Pensgunaan Dane Dess, dan
Fengelclzan SUM D=z umtuk Mendukong Pembangunan O===
Terpedu Tahun Angearan 2024 5.4 S=mester | 1023 pada Pemearintzh
¥abopsten Mzjens dan instansi Terkait Lainnys di Maenz

Z 141 | kshupaten Mamuoju L | #inerja =ztas  Efeknvitz:  Upsys Femarinh Dzersh  dalam
Fengembangsn Sektor Unsgulan ek Komoditss K2keo dan Kelaps
Szwit Tehun Anggaran 2021 =4 Ssmester | 2023 pads Pemerimizh
Eabuepsten Mamje den instans Terkait Lamnys < Mamuju

Jumizh 2
xcy | Provins Maluly
1 12} | gsbupsten Maluku TEngah 1L | #inerjz 33z Efektivitzs  Upsye Femerin@h  Dgersh  dalem

Fengembangan Sektor Unggulsn wntuk  Komoditas  Peniansn
Tamghkag Tahun Angearan 2021 5.4, Semester | 2023 pada Pemearintzh
Habbopaten Maluky Tengsh dan inttens Terkait Lainnya o Masohi

360 Lampran HES [ Tahun 2020  a—




143 1 | winerjs 3=z Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daersh  dalsm
Fembangunan KewssEn Perdsssn Untuk Mempsroepst dano
Meningkztkzn woalizzs Polayanan, Penpembanssn Ekopors dan
Femberdayas MasySrsSkat Desa Takun Anggarsn 2021 5.4 Somecter
| 2023 pads Pemerintab Ksbumsten Mszluku Teezak dan instens|
Terkalt Leinmyz df Masohs

144 | esbupster S=r=m Bagizn Timur 1 | ¥WnereE sies Sfekovites Upeys Percspsten Pembangunan Desrsh
Tertinggs! Tehun &ngzarsn 2001 =d. Semester | Tahun 20235 pads
Pemeriniah Kabupaten Seram Bagian Timer dan InsEns Terkst

i

Lainnya &l Buls
3 145 | 7T Sank Pembangunzsn D3ersh Malubu 1 07T mepatuhan ste= Operssionsl FT Sank Fembangunzn Osersh
dan Maluky utars Haaluly dam Maleky Utarz Tehen 2002 5.8, Trivealzn 10 Tehen 2023
Jumish 4

w0n) | Provins paluku Uesrs

| 145 | Prowvin®m Mzlubu Utsre 1. | 07T Kepetuban stes Pengengssrsn d=n Pefsksanzen Pendspsian,
Belznjz sertz Pengeloizan Utens BSUD Or H Chassn Bossgirs TR
2022 dan 2023 (5.d..Okiober| . pads Pemenintzh Provins Maluku
Ut=irz

(]

147 | e=sbupaten Pulso Telishu 1 wineErj stas Efektwitss Upsye Percspeten Pembangunan Dsersh
Tortinggz! Tahun Anggaren 2021 £d. Semester | Tehun 2023 pads
Femerinah Wabupsten Puisu Talisbu dan nstens Terkeit Leinms 4|
Bobong

Jumizh z

Ll | Provins Pepuz

148 | Provins Papus 1 | DFT Mepgatuhan 3tss Operasionel Badan Leyansn bmum Deersh
{aLUD] Rumahk sakit Umum Dasrsh [REUD) fayapars dan BLUT REUD
#heprra Tahun Anggstan 2022 dEn 2023 (sd Twolan I} pads
#emerinish Provinsi PapuE dan nstans Terkait Lainnyz di jsyepurs

Z 149 | gsbupsten Sigk Mumfor 1 | 077 mepatuhan at2s Operasiong! Badan Leyanan Umum Daerzh
[BLUD) Rumah Sakic Umum Ceersh {REUD) Bisk Tshun Angzars=n
2022 dan ZOIF {s.d. Triwulan i) pada Pemeringh Kebupaten Gisk
Nurrdior den Instansi Terkait Lainmya o Bisk

= | 250 | kot isyEpurs L | #inerjz stas Sfektivites Upays Pemeninzh Dasrsh dzlam Penzsinizar
Mopoatory Spenging untek Mendusung Belanis Deersh yang
Berkusfites Tashun Angsaran 2021 sd. Ssmester | 2023 pads
Femernni3h Kota Isyapurs dan Instansi Terkait Lannys di layapera

& 151 | T 8znk Pembanginsn Daersh Papus 1 LTT Kepatuhan 3135 Operasionsi Bank Pembansunan Dzerzh Papus
Taron 2022 5.4 Trivnolzn i1 Fehun 2023
Jumish B
KMEll | Provinsi Pepus SeEten
1 152 | kzhupatsn psrzuks L | ot wepatuhan Sies Operzsionsl Badan L=yanan Umam  baerzh
({BLUD] Rumsh- Saddt Wmeen Daerd [ASUO] kabupsten Mesuke
Tahwn Anggsdan 2022 dan 2025 [ Trwealsn 1) peda Pemerrizt
Eabupsten Merauke dan instensi Terkst Lainnys 41 Merguke
Jumizh L
XxKiy | Provirs Sapuz TEngsh
1 153 | Esbupsten Mimika L | #inergs stas ffekbates Upsye Pemennish Dasrah dalam Fengelolaan
Moncatory Zpending unbek Mendukuns Belenjz Deersh yang
Berkuslitss Tshun Anggarsn I0Z1 sd Semester | 2023 pads
Femerin=h Kabupsten Mimiks d2n ns=nsi Terksit Leinnyadi Timiks
2 158 | e=bupaten NabEre 1 07T ®espstuhan. st2= Operssicnal Badan Leyenan Umum Osersh
(BLUD) Rumah- 53kit Umum Dsergh (RSUD] Esbusaten Msbie
Tamuin &ngeaEn I022 dan 2025 [£d Trivaszn i) peds Pemenntzh
Kabtpaten Nebire den instensi Terkait taknnya &l Nabire
Jumish Z

— TP 1 Tahun: 2023 Teunpian



1 155 | kzbupsten Fakfak 1 | ®ineda atzs Cfekfivitas Upays Pemernmh Dasmsh  dakm
Penzembanzen Ssktor ungpulsn untuek Somodias Peis Tehoen
Anzgaranm 1071 s4 Semester | 2023 pads Pemerintzh ¥abupaten
Fekfzk dan Instens Terkait Lainnye di Fekizk

z 156 | Ezbusaten Mlanohwari 1 | winerjs ==z Elekovitzs Upsys Pemerinizk  Daersh  dalsm
Fembanginen  KewSseEn  Perdes3an  umiuk  Memipercepst dan
Meningkatkan Kuslitas Pelayanan, Fengembsngzn Ekonomi, dan
Femberdayas MasySrsSkat Desa Tahun Anggasn 2021 5.4 Semecter
| 2023 pads Pemerintzh Kzbupaten Manokwar dzn nstans! Terkait
Lzinnya di Marolwzn

3 157 | Esbupsten Teluk Bintum 1. | ¥iner)a ataz Sekmvitas Upaya Pemeringah Dasrah daizmPenpeinlazn
Monodgtary Spending ontuk Mendukunz Belsnja Dgerzh yans
Berkuzlitas Tehun Anggarsn 2021 sd. Zemester |-2023 pads
Femerintah £abupsten Teluk Gintunl dan instens Terkait Lainnya &

fnmeni
Jumizh L]
W0OH | Prowirs Papus Barst Deya
1 158 | e=sbupatsn RaE Ampat 1. | #inerjz  gias Eekbviizs  Upsye: PemennEh Dsersh  dajzm
Pemibangunan Haw3san Pergssssn untuk Mempsrcepat den
Weningkethan #ualitas Pelayanan, Pergembangan Eboromi den
Pemberdayesn Masyarskat Desz Tahun Anggeren AngZaran 2021
=g Semester | 1023 pada Femerintzh £2bupsten Rajs Ampat dan
instznsi Terkait Lainnys
Jumish 1
fumlsh LHE PN 2 - Feazembansen Wilszh pada 14E
Pemarinzal Dasran

i 1 | Z=dan kepezzwEisn NezEre L | #ineriz ztes feitivitas Penzawasan dan Ssngendsiize fenezzlan
Daziplin &3M calam Mendoekieng Pricitas Nasional 4 - Revolus Ments|
dam Pemiensunzn Kehidayean Tehun 2021 =4, Triwdlan i 2032
pada GKN dan Instans Lam Terkait

2 2 | 83dan Pembinaan ideclos Fancasils 1 | Wipzriz 3tz Efeichvitas Megis=n Pendidiken den Pelsnhan dalam
Fangks Pembinzan ideologi Fencasilez Tshun 20ZZ 5.0, Semester |
Tshun 2023 pads Badan Pembinzan |@=ologi Pencasiz dan Instens|

LainTerkEl
3 3 Eementenan FeEndsy3gunaan ADarstur L | Wimerjz 3tss Efeknvites Penyslensggarsen GerskEn  Indonesis
riezarz dan Reformasi Birokrzs wMelzyznl dalzm Keendokung Prioritas Nasions! & - Sevolusi Mentzl
dan Pembsngunan Kebudayasn Tshun 2021 5.d. Ismester | 2023

pecs Esmenterian PendayEgunasn Aparatur Meszrz dan fsformas
Sirckrasi den inst=ns Lein Terkait

Jumizh 5
i siomiisl Vil
1 £ | Eementesizn Agema 1 | #inez -3tas Efektvims Pemyelengget=an  tbadeh Hep Tehum
14444202308 pads dementerian AZsma dan instansi Terkait L3innyE
et

Tesmpiesn THPS [ Tahun 2027 exm—



z 5 Eermentanizn Agams L. | DTT¥=patuhan atas Peranggimaiawaban Feuangan Penyeienggarazn
bzdsh Haji Tehun 14444720038 pads. Kementerizn Agams dan
Inst=nst Terkait Lainnya 0 DX f3karts dan Ared Saud|
Jumigh ]
i s N
g Fementerizn fesehaEn 1. | DT atas Pengac3an Bareng osn jess dzlam Rengka Penysiengesrssn
#ezshatan Hzjl Tehun 023 pada Kementerign Messhatan dan
nsg3nal Terkait Lamnyes di 1karts dan Arab Ssudl
Jumizh L
v | el x
1 T | Kemcmzerian Fendidikan, Rebudsy=an, 1 sinerjz sas Fefuvizs Upsye Pemzjuan ¥eirideyean dalem Rangks
Fizet dan Teknalogl Mendukung Pembanguenan Nazignsl pads Kementerizn Pendidikan,
sisbedzyzan, Fisst, dan Teknologl sertz Instansi Terkait LEinngE
Takin Angearan 2021 sid. Triwuize 1 2023 di DX J=karts dan Deersh
2 E Sengpustekaan Nasionsf Repugik 1 | ¥ineda afes Bfekdvitss LayEnen Pemustska ‘dalam - Banghs
Indonesis Peningksten Budsye Liersst Tehun 2021 5.9 Semester | Tahun 2023
p=da Perpustaiasn Masional Regublic indonesis dan Instansi Len
Terkait di Provinst O Jskarts, fews Baret, den D1 Yogyskers
Jumizh z
T 1, =
1 = Kementerian woordinator Bidang L | #inez =tas Sekivitzs Progrem  Gerskan  Masional  Rewoius|
Pemibangunzs Manusis dzn Mentzl Tehum 2021 50, Sermester | Tehun 2023 pssz Hemenzerizn
Kebudgyzan #oordingtgr Sidang Pembangunan Manuse dan kebudayasn sers
nsE=nst Lain Terkait
Jumizh L
Jumizh LHE PN & - Revolusi Mental dan Pembanzunan | 2
kzbudayssn pads Bemarintsh Pusat
B | pemerintsh Dzerzh
I Erowinsl Aceh
1 1o | Femernteh el 1| winerjz 3135 Eektivites Upayes Pemenntsh Deersh unfuk Pemajusn
©sbodsysan dalam Rangka Mendukung Fembangunan DassEh Tehue
anggeran I021 sd: Triwdan WF 2023 pacda Pemenntzn Acel dsn
inst=na Terksit Leinnyz
Z 11 | koi3 Sanda aceh 1 | #inerjz 2t=s Efekowizs Fenyslenggerean Ma Felzynan Fublk
dsizm Rangka Mengimtegresiken FeizyEnan umtuk Meningkatken
#ecepetan, Hamedshan, langhzusn, Kenyzmansn den Ksamanan
Feigysnan umtuk Mendukuns S2rzkan Indomesiz Mafzyam Tehoen
I0Z1 = d Zemester | Tehon 2023 padz Pemerinizh Kot3 Bands Aceh
d=n instensi Terkait Leinnya di Banda &oeh
Jumizh £
" mmmmm
1 13 | o= Tebing Tinggi 1 | winerjz gtzs Efekoviizs Penyelengsarzan Mz Pelzyanan Publi
dalzm Rsngks Mengintegrasiken FelzyEnen untuk Meningkstken
wecspetan, Kemudahan, :anskacen, Kenyamanan, dan ¥szmanzn
Felzyaman untuk Mendukong Gershan Indonssiz Meayan Tehun
I0E2 5.d.Semesior | 2023 pada Pemerintzh Kota Tebing Tingei dzn
inst=nsi Terkait Leinnys & Tebing Tingsi
Jumizh 1

s [FS ] Tahum 2023




0 et | Emiztas | aml LapomEn Hasl Pemarissan
n Frosinsi Sumaters Barat
1 13 | Kotz Bukiones 1 | ¥inerz stzs Efektivitss Upays Pemerintah Dzersh ontuk ‘Persajuan
kebudsyzan dalem Rangks Mendukung Pembsnzusan Desrsh
Tamun &nggaran 2021 5.4 Thwuiaa Nl 2025 pads Pemenntsh Kois
Bukittingg di Bukitengsi
Jumizh i
. | Provrs dembl
1 ta | gots fazmbi 1 wimErjs stes Efekbvitas Penyefenszaraan Mel Pelzyenan Fulliv (MPE)
daiam Rangka Mengintegresian Pelzyensn untuk Meningkatkzn
siecepaten, Kemudahan, lengeauan, enyemansn, dan Ksamanso
Peigyanan untuk Mendukuns Gerzkan indopesiz Melgyan Tzhun
2022 5.d. 2023 (Semester || peds Pemsrictzh Kot fami dan Instans|
Terkait Leinnya di Jamibi
Jumigh |
v | Prthins Somaters seiEEn
15 | Eni3 Palembang 1. | ¥inerjs §t33 Penyelenggarsan Peleyenen Publik dslem Rangks
WMendukunz Sersien Indonssa Melsyaen Meisioi hal Pelzyanan
Publik Tehun 2021 =.d. 2023 (Semester ) pada Pemerimish Kot
Palemzanz di Pakembans
Jumish L
vl Frovins) Benskulu
1 15 | Esbupat=n Lebong 1 Minzriz 3tzz Seknvitas Penyeiznzzarazn Mal Pelayanan Subi (MPR)
dalem Rangka Mengintegresikan Pelgyensn oniuk Msningkatksn
EscspeEtan, kemudzhan, fsngkaoan, Kenyamsnan, dan eamansn
Pelgyanan untuk WMzndubung Cergkan moonesiz Malgyam Tehon
2022 =.d. 2033 psdd Pemsrintzh abupaten tebong dan Instensl
Terkait Lainmya
Jumish ¥
Vil | Provinsi Lampuns
i 17 | Kot Meto L | #iperjz ztz: Efeknvitz: Fenyelenggaraas M3 Peimpansn Sobli
dstem Rangka Mangintegresiken Felsyenan umtuk Weningkatksn
#zcspatan, kemudzhan, fEngkavan, Renyamanzn, D20 KesmEnzn
Felsysnan wmtuk Mendukung Gerzken indonesiz Melgyan Tehuen
2027 samipsi dergen Triwulzn I Tehun 2023 pads Pémerintzh ko=
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Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinarjza pada BUMN dan Badan Lainnya menurut Tema Pemeriksaan

SUMN &N SADAN LAINNYA

(Milai dalam Rp Juta)

4| TEfmwmn

il

P by s s |

P rrresal | han

NI T e

Fermaszlizhan
E=ndakpatuian
Terhadap
Rt
PRTFTUTER
FerundEnes
undEnzE

P rrresal | han
MU T i
Jrl
P Fireed B han

Il TR L

1 | Priosiims Nzsinoal [PN)S

1 | Penzuatsn infrastrokiur

|

1 | Penzefolaan Sumber Days Air Untuk i 27 12 | 2045535 1| ZoEsE3E 1 -
Wismenuhi Ketutuhan Mazyarakst
Total | 5| 2F 13 | 2@eeE 36| 1| 20046638° 1L -
Lampizan HiPE I Tahun 2027  ax—



bl b T LT e[t TR s B W TR R T TVl e e T FER T T e s TR =

e agay
GETSYE | ogvEot | TLETFLEFE | MIT G5 R TOONE | EO5 D, B i IEicL
1978805 T 5 [ 1978 G [ o il. 8 AN ERISENU] UEBS RN | T
HILLAH SN MINTIONA | 3
el ETEE i E0° T ) a8 Fofoord 0 Bk b 56 " ML R i | 2
W B iy
ST PR Pl A e L)
PE G55 TE0E | 9T il PE RS OE | 5 ke ar T ‘neEnasad o ueopiagg | [
TS R SRE I T | B
LUl L i i
E 3 L T E T TR R VIR TR TR T TR TN
[T TR
i £l . KT [ 18 I [ R TN RTAR AT R SO T
BALLL T U EPEE HEP RISE
PRI DEEESHE | OE ECE L | oIt ark BEBSE GEGT | 05 (11 L1l It frE s Ep e el epag |
N CHT WNAHVLTA NYIVNENd | v

W B iy |

#o5ld Wimep
(4] (VS ] il Wi Hp |p
EL AT Ll L E Y EmEmy B L | U S L S T T TR

UErd al’ | el
LT N
HE AL st [HiM HEd sl Wi it L g

[ar [

Ll L) L EE JLF [[FF14 Ui
TET T H R e L g LS SR AL 'ON

Juiisfim)
g
| i il
fmE jasy
L id il g
I8N

TP
L B
(e
L LT e
LR B RROUL

LARE) B | e e U el i i
L "L e e LRI el L B L e
L o O epeay ) L B (R B
LB By B B Ly e

(Eany dis weiep (2yN)
UESHJ8LUBd BUIS] ININUBIY AU LIET UBPEE UBP NWNE BpEd UeyniBde)- 110 uBES)|J8Wad |SeH seini|desey

ZOueidue

;
M
ﬂ



Gl el e | &8 0 m_._E_x_EmmEmEn_.mﬁ
@ o LI £ 0 L BV L FIULIEL L
48 1 [t 1 1 TR ._nm_a:._E_n: £ ﬁ
(s v 5 (a8 T [N TTEN A
i (¥ [z Fif & {0 S U EEIER 4 LB B L e s e
e ar | il o I m_.._m._:_cmmﬂta._._s._.m_
s Bz | e | wE | ® HEIEE) e ]
AHOEG EVEEZET | £ 0 LEEE ET 9 £ 600 51 i EL 8 T LI UEES{ LA | B ”
fE 0 f EVERIEL | E o ET a EE S il EZ 8 8 1B L ERL AL
GG EVHETET | LR (EF R R i ET a S MR e |EER (R felol) Uy B s e e g
i . 06 W ae fi EE_E_E.E_L.,:_E.L
G af mr [ fi VI EIEEC] LB 2
DEEEL = g OFERL ET Gl o L LLED VEEs) R
It i o i L eI L
a3 0ET T 5 B NEEST Ve £V 0T s TR L
br{nld 02" AL ] g OEEAL EL | BIL LE [Tl W1 AL g s 1 esEn B U B B ad g |
W EL opEaare | 6 Vi'LEBECET | piE i womoip't | e [ EEge | Bsrr | gic I TR VT TR

b
sjn|imERLY A B ERRL
iy eS|
(18 |dr

{4
WL AL
18N

R

U b
sasnud LB Ep
bR L B
ey Buph
e e
Bl Ban fi
1 e Al
ey
L i L
"IN

(1t T TETR: PR T
Ll ) L
dEpeyal Uy iedy ek
QEVE LTI

|7E] .H_.___.E_ aj uep
LRI LTI
U B EEELLL By

BB EEL
fLuip

L)

U eepuE Ay
Wiwhs
LB L By
1 b 1 L B

(EJnr dy wepep (2N

FTITENERRTTE F IR FETIETE

|| Jalsawiag £202 UnyEy Uefe] M UeBuequiaBued jeunjseN Skl 10| 1d S218 UEBSY JBLLEY (ISeH [sBINY deyey

['3 uesdwet

HES [ Tahun 2020  a—

e



E I e I I L i il e o el Hawing
OTETET AP ER | 1T Orss et | & Z9E PEVET 06T | @09 | oee | A i 1 LT UEES{LIAL ] B
HITETETD bt Tl B [ = =) o R i g T T T R 1 6 asf It UEIIEC] )1 BB 0 ERE
By PERLEL | RS s HeF ot SEOBEEE Eat | L6k |wEL |21 LI U
i TH O “ 1 CETE 20 |48 (o= | i M) 4 e
Bl 0 TWIELET | e FIOTER £ [T HTEDE (8 G655 | VOETT | Wi | EE HEIREC UL L ] T
e . S i B £ IR RS L P _
e e ad L1 E FIEN RIS TR S
amsal [eroiene [We  [wwdmet [an o e L e I T e T
Zir ] Tit PO | b af AU BB AL .m._
civ . il POTL | o ar (e w RN TRAHITEE TN
i . - - . (i 5 (i E EETTTRRIEE T ETE R _
el - x L] e E e b
elvea] | el TS UL VB P ERSE
“a - . = ; chv | BSET | wer | ep o | ueseeiag et e e dieuiaiing

e
T T TVR T TETEETE TV
By [wip
|t

(i)
[Ey1ain | WERE

ueEmyalad |
b L B S AL

FiF[ L o B
ICER. T
Lmrii @ pine
W8 i
unlcnaduad

(AT H]
(=i AL TR
L&A
1 B B i
L B | L e

LB mp B pun i o
LEan i B, L njl e e
dinpaijial Loy ey apn s
Uy i AL By

(3E) | A3 B e
ALy o
U B ] s
GEH T
LTI
MM

;
M
ﬂ



HES [ Tahun 2020  a—

bt =re |1 . g T I S T RIS TR TETRE _I

s =44 =1 -l 1 aqt [oEr | TeT | SF LJE ] L b R

ii ii B G T eLaupy UEEsiU L&) e _

i i = |6 I [ T E NS
E9T 55 [T - W tol g DSt | an AR ] b e (e i) i e U £ dl

I ' I al ot I ElaUp UEES U B .m_

v v Gl ar I E R TTEY R

v e o] U e eesi ey
L ] v al ar I MIESE By (L BT U B g L) PP B SR | By ) LEE L ag 90 d

L G il I g ELELN LEERSL B oy .m_

58 i (173 S R H e B L Bl e By

at - - - : at e v [ T RIS TR TR _

T ! ar CE e s IR RIS TTG R RN

Iet (1 0 o . = S s [N |G (O] LB a0 LB BB DB DB | UL T A 1

0y g 4 s I sy sy A e _

ot at at T T U U R

ar ar | et T T LB UL B B BIEL LR EP eIl |08 F dd

L ; - - 3 ‘T ¥ oot |t B 0000 B L0 LU I [ [

T S LTI O A (1A 1 B

YA i A apoE | & ol whooy | get | ez | noe

L ) AL
Lkl

L ) L e B 1 P L

I AL pil
B B
Liedfii e &d
WEMIL e O EpEg a)
ikt et e
LB E Ry

LU
L) rpu L By
(131
Ly
b L B

(3] FE A e YEp
ULTE ETERE TNV
U ey sl oy

(einr dy Wweep [e1N) )
|| JmisaLUas £202 Unue] ueelepnaay UeunBuequied YEP |B1UAI [SMOASY (BU0ISEN B21110)Id SE1E LBESY|IBLled ||SEH (521 dexey

Z3uesdwe

L)



LIE] myARN =3 UER
| ] ey
HEHE|BERLL 5y

il BELIU e
Ll o v
Lier Ee depeydap
BT e b et
L e EE L B

Wl |
e L
T
L

i s

CEAETRE | EvE AVOE i L wRoTy  |z9e |eze [eoe | eE FA T
LT Fa s B £r 1 ERE TR AT NN
i i (e or I T RN T R
fSEAAL] HER SETE R mmm.:wn_
A0 s [ ir T 02050 L R LI SR T BRI T U ) b U T
il L S I S A (Sl st eAeng e el v
GYSEEE | E i ] 4 A6 GETE ra B o i s g U Enin g ORI U s g
[ [ HE BL 1 ey UEESL ] e
G EE |52 e a 4w UEPGEE | EF ag = |E L TN YRR
SEEN | E e |9 4 9EVSEE | ER | 9f | @ |E e R e R B PR R
GEERE | we |4 ar aebast  [Er |0 |[E|E i g | s apo e ol £ dd
:h_n__._n__L_E _._n._n_”_“_m._.rn.._ m
L]

LB L e L L )

;
M
ﬂ



WL FEEEITTRE | | G RO RRE RS e |y e | e vrenneeie | s | o T T T R e CURESE | PSRRI | .E__;_:.:
(R TNEN U T LS W' [ ST T T TTIT R T  T (TO T T I R S L WUVE | RAOET | RPITRT SRR | WG] | BEVENE RO | parey Fom
W' [ U0 S NIRRT CU TR T T BRI ST BT T o T T T AT T WS | 6 EREREURETRET | Per st e
CEVRETRITTLTRRE ) WESE RN IS | W | g SIS ENTETR I | e [ e T e T T T 1T T e MU0 | BREEE | IEMBENSERAN R | o
P I T CEREETUNELE W' (R LR T P WU I T CYE O W | PR FRTTIEN WAL | WTNE | DEVESERINREVRONET | s
WEMTCRE TRRAE 1F | ernuraini o ng e DEREE PR REITRE O] CRUEE | R AR [ RN Tkl | EERERRTPREEETLL | W'EL | s | DRRISETERRCRREES | BET 10 i
[ A PR PR s S BRI R Wi | e LT TR ] wREC | eren BECERLOT LS T T T S T P A T S T T i
FRER DG s PTCT RS FEVEV IR En] W | P O LA P Wl | wey W IE LT L RV TR R R LT T R W (T
LT [T TN ] ne [ A A T Wl | i W | ondin [T T LTI N s TN S TICTORRRIHE | e e
FREBEVRETHE RE L CHERGREUINTERE Y | il | kne % | R LT TR o NETE TR O T A AR TR EETEELNE EnSEPm i b TR TR R S T L R WA ik i
EILIFELIR T CETNT TR ENT | 1 il | (RN PR T | WREL | nwen BESHTIEE e REE b U I T T TR T AT R 1Y T S L
T 3 R AT TG N T AT TS T T AR wit | i | eeRcusssin i [ Wi | uoerr | ofisEreroErucgue | ositte | oeeodn | onereRpsniwensai) | e
(TR A PRI IR ] S T VR A wi'l | oEe QBN b L w1 | sire BU RGNS B BT sewe | prweE | oRnegnug e LU P
(LR TR BT RE £ e 1] VBT REE i 14 FENAE T R wi | nae TEEDI BT D G, sany | evekl | DCCRECROEIFGCEUT | WErE
(ISP LEREL LRECURLES uh VERRE L W | i IR HEW | RECR CER TN sowe | oene | v decrieey ik
[T O TR RN T S [P T T A Y P ' (T8 AndnsEereaiTi ErE T TR R Bl | LRk CRUETA R SIS T LS LU il Pl L T e (TS (RIS
(TN S T TS AR HEBREE PR [AR] [T R TR | [ ._._.___. T i e e nik f wi'en [ERLTS M BT Ve ¥
o ) : ) ; ; . Biie il
MR | edtendindedene | sl Daike | eneeinndolitin st | e | it i e | sl | pmiler | presE el diiek | sl | iidnn |l crg e ki fram
L TR LN R VA LER Hed LTk el wi'l L 'L b sl Al ALV RREEE ARG o NERFCERI LR i
[[R L VT T TR TR TR R | RIFE 'l uia (LA e ol Vgl Y ik L1 [ AT R T = Y R 11 [ e T R iR i
RN LR e i [ R ik (R LR TR wii IFCEEL R RIF it R N T I N kit TRHERTRIELILE L L L
R e T TI L EOPRE L R LRF HERE LIS il Ll e b L LR P ke e 'kt | R RO PTEEETH A i
R SN TR T CEBLE LB R T W' urp BEVER LR “i'l W LT R ik [T s | HeCEd L I U b ki Lii
3 X (TS T
R R e T O L TV TR R T fusi | ennden ey LTI L T IS TR TR T T T TR B dipren | amierrrliverrs | emenn (e

L]
Pl T T T
o i e by
g kb ey

G LT L

|4 uesde

(dy We(ep BIN)
EZ02 Jequiesar) | Jed uessyaLled ||SEH [SepusLUOYEY infUET ¥EpU|| UEnBIUSLIEd 1SEH

PR

HES [ Tahun 2020  a—

fi




SEEnekimg

T T et e TR Vo1 1 S VRS S (VS P e TR R P SO T g e ey T R BT WURE | e | s
(IR T TR IS BT L L T O S A A PR PR TR T (AN PR L N T | BT RS REITS T L
(R TET R I R wiil | e R | suley | s PR T LN H O T THS pHEI LR R e W
PR ERED s v DR BTG wi'k | v W e e 11 | wENE | e LS P selen | ke TR TSR | e 1w
BT EE I EHP it Ha s w'n | F N iRl | Witk | W [Tt T T Lo T WSS T RO s | ek SOV IREE DY (] 0w
fonf e
DUTEELPINLELIT P | B e ey wi'n |y UERLVIREIESOOET | WEEE [ R [ none piee oo, DETERSIETERAEN] | MRS | Rl | NI TRERIRELE. | S LU
WURBEREE ITT 1] IR T wno| COTRIRE T RS i L T T TOWUT T SRR T Wity | EReY R N T ] rary nw
CURRERIL YRR BETTERH TR wn | TN PEEN TN w | oo LR BEEL | emn FERBEWTRELE LT ¥ Wl | pre UENRECEETHIEE T 1L nw
BRI | FRRE TR0 | TS R 1 [ T T Wi | e SR ®ERY | o WEREERET PETRIC Y WG| EETE TR PRERENE 7 [LL5H W
PVREI LB TEES £ 1HEE RS LT W'y I IR TRIETITH i T NI BEE TR LTS welug | ners DFVEELEITREFTRITL | FRY nw
EOMRERT ORI CERNERETEE T 1) W'y | e HENEE | GG I L R Y BEE) | PR PR RIT 10 wilte | TURE PRI IEESIE iy W
URROCR LR L | RERECTRRE e T e s | nrvekkRvienns | s | ok 1 I T UKL s WIEEE | DEVETREVIREEEEHE | W b
[ TN T R e N A T AT R W | IV RERTETE T i [EN A T T [N T kY [ NN Tl [ Fiw
EVRETEESTOIEUY O | BEERE RIS 0 e kS A T TS TR I8 1HAE B W | s T T BHE Y BERI RS (I i
LR R T CENNE N0 W | e [N T wE | L VR T wiy | tu [ T T uile BRI LR L i
TEVTECICROREL | WL N B W | e FENRE LR U | R [T R ] weo | el [ T ughk [T T [T
PAUVEECOMCEMRES € | Wi e i W | wEE | BB WU B iy e wn | bR [RUETT T T TETIT [ TR I 0 [
R
USRS T R T T O T FEVEREREFLNLLD WY | oeme | B e VR Lo BT T R TR T O 11T T SR T A T i
WLREEEEEIIWIL ¢ LI E VG R ET 'l i FEVIIRIERRL wi' | wn TR e e i it BV T wUER | NECE IR e e [y
W TE L e (LR ERR NI Wi | WELREL L IEr wen | ke [C T weE |k [T N TN W BIOREWRIETEE T [ Iy
BERRE TR PR LT R LR s | vee | pue e wili | Fe BEL |k EHERE LT Wi | PEMERIEL TLEEET e oy
[T RO CTT TR (L T R TR wen | LT SR TN ] wnt | L wlun | oreny [ T O e i
BOREELLL IREUIE TR il VORI wrn | R P wey o | En CURN R e WL | R (AR T T e L
o : . I ) ) ) ) . R | . o ) (IR R
O T ROV ST L TR Ao R T Y (1T TENR RN LS| 15 [ TR [ [T AT R T BT A T TR T AT TR SR i iinl

(UL
Bupi |y o g

L L

i

(R TEET

inleE iy

PR Ny

Mpaag

LLL
(O TRR TS

s [FS ] Tahum 2023



T T G TSl R L T M S T T TR T T Sl GO T P T BT TS i
[ERTIRTU RN TS unEE LY il 3 [N RTRAR T L R R AR TIR T ey S T R | st | ki i wi'ge | orvirm T R bRl Eehe
RE'SLE EEW R R wirn 3 LA T L sl die BT S T Wi | e [IRNE Wi | "B T I fene
LTI R e WY ERRE R il &1 UERERTEBEN I wEl i LRI R el | pure RARUIR SN E UL B R BT W EhihE e
pa Y L e LERPFCHIER T witn ] PR W't 3 WA wi'w | oipue [ H O | W' BRITLT BRI b L e L1 e
) Y ; 3 i e L e
[ N T T LR LI will | e L AT T T I T B P P T L L L T T R T O T A T PR T T T R R T T [
[ e T T P RN T s | e (A R AN 'l | BERHE S R LAt UL BTV LT st | s | e iy bt iy
LR BRI s | e R R TR T E T PEEEEHURERET .r._.z (TGS TR L TP R T T R R S R I (IS winy
R B T T L TR R | i et w1 | i PE TG wilGl | ovEww Rt T LU S R PR VLT R fini
o b e T CETmnSe i il SRl kLR wET | v RECERTLTERE CT R welin | viie TR TR e WR | ERTES | 8RR R Wi aing
CEEE W PELEIT LTINS i R R I wiT few PERLCET T Ene ) wi'h | e A ] wilte | goed | R O R FoleE ning
WD
LTAC Tt ot T LR TR N T T T L e T WIEE | BEREC NIl B baTAL I T T T A WO [REEREL | UEERC TR Y L | RS e
et N e FREEITRLT I wen | orEe LI my CLURRFRINES | RET | FeeY FHY R O HEREG WEH | ERCDE | QURE R AN D B L wine
I (RN AT L] 1wy LTI wel | WETIHEIERTRDT ) | rEEE COMEEERCRIELR WEH | CEERIE | VMR LEHnr v
P E ) VI TR U LN ) wif] urn (L] UG KT EHRELS ) wI | pETE THRNGE R WS WATH | PRTEE | TRV T BT SR WIRRE e
T T W FITEEHATERERY wi'l [ 32 [T T T | wE | pre (A T P L MNUE | RVEE | R T HE i RE (0
[ TR TR T A 1 TRERS VEETEY M Py ur LT Eoke cur ) wh'n | EEET WL R W | EERIE | TR (UTLTS
R RIS | Ry | we [ peee | teveeeemeniavy | wen L eme | peeeeRoniiieee e | wETH | BRETE | TOMERECETOSEOES | WESE | it | enny i aaneen o | nensn
WY NN TR [EA T o il i [ (T P Wi CH BN wi'i | oeeE PELOE RN R TR WUE | WEEEE | ORI T T uETEe
PRI O ik e BRI E R R ' BEE MR SEE wHTC | [ N TR L] wHE | AT PER RIS CTITER ] LT T TR SR VT I feenn i
BINRERR WU (R A il BHE REMIELE Wi | o R TRGE C0E ERN wi'e | rEEY [ T T f B T TIPS P Lo T PR i
B0 LT ST L RO A T il il EUEEE [ w=ETCO |40 IWHEC TEE L nIy wilh o | REMGITECITE LV RIE MR | VIR | BREO L W i) i
PE T IE CLIETRET b wie | red | untrEITemeyer W | FIFREEBAE R 10 iy NIE | CHWT I RHE W ueiiin Qs
[T
(LRI AR T TRIES L1 N I T T T R Y Wil WCRETE BT I N W' ORI | PRSI R WEEEDL | el e e | iewii (L]

LI

7 _.__.“._.x... 1] n_”_ I__.-_m_ ._.._.:.

| kg

L1

LT

LR TR |

L L]

LU

(L lLRL e LRSS D L |

L]

AT

HES [ Tahun 2020  a—

fi




iy _.._.=_-.._E. U L I L T T R Tt T ___________E.._._...Et-.i s | e | e -ulr_..:_.:..n di | et | e TR T U B ST R T WA T T ]
LR O] [ A ST T A Wk | w'k | er wh i [N L LT AR Bin
WO I HERFENRENS LR wi'il | bR I fument e TP [0 VLT ] BT Y B R I (174
' e e win | & BB L e WOUE | L FEBEE IR EH T e e e L CEC L W T uip e
TE wlil | e PERIT R TR wr |k POEREREE e per | wi'w | e GNP R R [IAN] [ A T ] (g neny
_“.m.._z___"__u_i__. -1 il ¥ R CE R L LT T T T N P ' 'y CETERTT RN L._..__r T R S T (4 1% q.nq“p.-__.__:”__.
T 1 e PR T TTTE 1 W s wen |1 PRI § L0 R L T Tl e T e wilng | VTR TR G e ay wing
ORI (0 DT e WG R i i wen | W TEUTIETIEEE {0 L [ LRI L T G e Bine
R R T L T T LTS weno |1 FUERT R RRE O wi'in | mi LG TR wi'iw | wnm FECTRE W iy i
TREAE I [RAT T e Y ot L AN PILER ONE REN R we'k | iR WEREIOER TR wite | W T e | R win
TEE T I o e L .13 CEERE TGl wh'n | PEHE TRV S TR i W' | e W T e {FE] nine
LTS
LR P S S T T T T T S 1 A W n UIFEEE VTEERESREED | B0TH | bR STRECINT M UET S WER | pEEY UE'B R N E R | e e
ELCCe T NI ETREE DR wE | er UEBTCLUEEE R o FUBLEE T EcR T L T TT LS RET TRITENE | i [ELES T R T B
T R T LI FRISEEEE N wir | e URREE TN W | FEELR TRRRET (00 we'E | e VRIS WG| PO W N Ly L
L AR TR T WERREENCEEITI wiE | s Wi | WEERILN ) L T TN TREE R U T BT L' ER LT N i e
PI BRI R i wET ik Wi | 6 FUERITTE DTG % LR AR ] WUTH | i VB Wi T
(et e L T LT (IR IRTa L T wiin | ik wEY | WHEEDRLTENE T IR wIT VB TE I wiRE | Nk VHREET W P (1 e
RTTEnITY
L T L L N T I T TS P ORRERRS eE wie | oem [ wErmemnpnenine | weE | TEREEVCCRIIERED W | e | e e g e
LI e LG TR Wl P T T WULH | e CEHT R TR D Lk ne
TR LRI i i ¥Rk ni " wEDE | B0 FURLECHTRER LR Wi RN AR (TS T 3 [T TR TR AT T O T Be
[T T P ] BEVETRINEET ) wie | e wEW | E WL R LY wE | n UL ES T REW W | s I R Lhy e
[ T R LRV EF R e | " wiw | HERSEBEB0E 1 w1 [T AR R NN wing | ol & W s LT
VURE B ind ivd O i, wr | w WWREE I BT (] (AT ] s ER'EIE W [ (T
TN
LR RECLURE | et i Wy |k VR Err L LT T [T R s TR THIT S R B R A (LT e N e ST T i

A

LI

avitsyEREan I__lm_ ..:_.._.

| kg

[y

L] U181 | ik LU

Ll IR | R LA DRy TR-ap

ey .._.q_ i o e

W

_...1;_. i 3.-._ __

L]

AT

s [FS ] Tahum 2023



vewi e e neeive st | owi ovcadaeeana | s L | ndoeamenieneng | it | o | aeverenieieeeiie | s [oee | igtme dne e | i g
PR e L 1 e R | s | dR [N PRI s u [T T A [ T W e i [ENUTEE RS To T reng
S Y R LU PR T (T B B T R EREBE LIELE L wi'd e [ER TR T i [ Lt LR T L e
B Tty TR A LN Tt AR o U T O TR LA FERELTENT E T T AN TR Ll W W' R il e
I T LT T TR T I 1T wh'ho b [T T A LA ' (173 L TS AT 41 (L1
- 5 - = - - LT
WL K W B - IERA 0 P WETT | SRS | R W e IR Hh'Hl | AT BB A LY R LTHIH rlk Il e B BN
e it | R B T wil e [ YRR TR T we'el | i T safng | PR i § e [0 iy
(NGRS ER TN TS WPVRE T =i | (ER TR T uph | e TR T witw | e Fesern e e mitnd | (NN hildls winy
IR S T i n [ T T PR ] wiw | i AR IR T | W | T [ S T e A TS T T fne
Ll S T T wit W CERTECRENTLTE £ 1o [ R | wi'n | o G s fim min
P s TR LTl T IF R Sl 1 LRI SRR IR ey | i TR LAl wni
[RUTRTTS
VIR D B 1 LT T I A T (R T Tt T wER | WEPETLEIITROEE] | WES) | Gk (A s TR MTO AT o Y T T T T TR TS T T S
BE' T AT GRS T S MO IRT we'r | n CEK DO R b T LT 09 ngy vine
BN R e k] . WETRIACHEINEL R T wu'm | AT R TR AT Wiy | o CFLET IRE TR (10 vine
PHHLL W EIC R [ RN ST T T wn'i. | m ATy e N [ | Wi | e [T T T i e
CERE W K BENEITRL N D i W wE [ w wu'n | TERETERNN PR HE BRI Bk e
W T wnoir v BT v Wit | MU R R WEER | [HOCT e SR T [ e
(LTS
T SR INTTTCT LT S P " ERESELOTTENTIOE | Wik |k SUNPERPTRECOREE | WeR [ ERy | err e mn | fp 10
GBI IR LIRS WM B L B I W | BN R T U i v
£ h.1hY r IR B T T WY W SR ] (LT
THRAT Fae 1 i BRTCE 0L LR LR Wi | 1 BEIET T W R (A1 Ty
PR ST R 1 WY [ GHEELRTIRE R WO | Y BT T TR e HH LT
Wi | i T
HEWEIE W e 5 PAR T T 1 Bl w0 [Ea S U RE TS S T T R B LT i o fm

Ll
I R
Tk ] el
SR e
FILIE T R PRY LIS
LI LRl T

FInTiag A i el A g

R

(ITH3

_.:.__.L WA

) AR T TR

|if =

_

LT _.-._._ln_.u_...ln

L]

_.:.__.L_.____ TR

LUy

| lig

— 7 [

HES [ Tahun 2020  a—

fi




0 0 B0 AOT S 1 n L0 0T 5 i A
O LS E 0 ATOOE FEL in BEGAT LY L LR G L ur
0 0 GRS E i i (066G i FEL
. i . i GHEZE £ - 0 SH'EEL £ -1
0 0 TGS IET i OO pET T T 8wy Bl AN
S LT L | 0 BT AL Iz 0 FETEEERV L EE o
COEED TS 4 9E "GLE L BVHLL 5 i PGS L (8% e S
PLUTEBEDR'T Flia PR OO T E B L e | v £GPl £5 6 B WL E B a5
MW 19T
AT
0 0 TLEOT T ] TLEDT I ATH A1
0 0 JEMEE'T [ 0 LEOEET I Qe
& a arELEE 3 a UL ESH b 3 arnd
- i - i - i iR B I AR BE I Hd
n n GECIES 13 1] AETAE G ] Al
0 OO0 I 0 0 OO (0N I =h 8
A a o e i 0 o e I EEES
v'Eme bW | GBS dEatdosranee | BT P ETE o0 TEOL | A0UR G ST G i [E'EETSAPCOEEDS | ZEH'L Hill
0 0 EEEY 3 n B I Y
0 0 o iet [ NE'GEO 4E b AEEAT 4F E EE
R T v E e E EWEEETT T C b GEL g BT E Ry w 115
0 0 ETaN i T n G4 T T R
01 OO0 OO L 0 0 0 000 OO T [N 1= TR TN T YR ]
(ITaTT NI e

I'2'4 uesdwen

=S R

(BEBA UEP Ye(dny LWeep [B)IN) )
ueydelel|a yejal sriels UeBlusp £202-9002 UNUe) Leieen/eieBeN ugibriay (ueg Us|sseiellad LBnsiuBLed |sEH

m

s [F3 ] Tahun 2023



i I R RTETIaTE 5 i G GOl 4 Ao
OFECCGIELER T | GEDTT | BESIE 61T S006 | O6F COCEEEAVEITIES T | MET6 | GEOE NBEAI0EE T | GOHAGT | OF TOEOCC 6FDE R Y | GREECT | WO
0 i TP e r i o e he EE I
0 0 g L ] WG d I i
i i GEEEG i i G5 EEG £ Ty
0 0 THSS T it o i T T TEEIEnT AT e
GV LT il § i SEEFEAGL 4 i O OGEER T 14 01T
OGS 62 £ 0 az' LE e 22 PEE 2L £ 07 2048 e 4
ONVEET G & O RS T T BT g i P OTSES i AR
(FAEFECE T S WA 5 GEEETEYE T Ea5 VR R0 TE B LETTIEE apa 50
i 0 CATRLET G ok 00 A z G BLE 66 it A
0 0 A0 8 i s i S
(LIRS T i i o O | T e CTall
0 0 OO S8 EER e 0 00 52 0FER il M
B TN
LREPGEOY LEG | Al OOTE 1 P L E R TEL AT 5 & REE G GEE 1 P GRS Wil il LA E
TET ST PED LA RER oo (VR GASE LEES [ EEL OFLPLIELTT | CONET | AT 0OE D 600EE G Eaate QEEPS ST SE T | e HEW DL Wl
i 0 PEEST a K] B ESE a a7h
0 0 o OEE L 8 i [E S ERIH A i QHH
i 0 i AT T o0 4 05 {416 afr RN
0 0 O EE B r K] O TR e HYE
O R z i] i [ OO 40 EE £ AT
L6 HIG BE i I SOk ar o' 1 I SO LF At
0 GEGAT 8 oGy 5 n (g ol 4 T 005
0 i 0 G L i w66 L (]
gL ME AT L 0 i i Gifmzur [ L
WOHELG PRI | O4EH | SHEEE LIS ERe S | EEE 4 T - ERes | oftHm e ae s ElTil | OF BTG GLL9007 | RIS G e

|HIN

:nm.__._m._m;.”_

|BIIN

SR

LI AR B

LI

HEnsdy

1BiN

e

£ B
B R A

Wafuns

HES [ Tahun 2020  a—

fi




SUELLELEL B 36 U B el il pred epe e o ey i ) Sse) es| sy eung i, .

FECG Ao asa0) iz o Lafuo aan 3/ e o nu g et ey siiog R0 e esep e oegllEa p i en eea ed e ag esie daguasa
e SO | U L S I e e e e R R LR o e o ey e S 0] A e e e i | E R PO L BRI SEjEA ) |,

e Ay
R )
VEAPE ROV RLLIEE L LTS R TRELG CEAPR IERHREOOE T EE" 25V DRLIE /2 G0E T PG TR EE A Tl
. Lo MATRAN ]
PEEDY TRV by i SfERIT ataE | 5T O I8 BSL EESE SER PR T AT R a0 ECEES &P EETER [EES HOV | A Tea TRl
0 ] OOEL T L i oy orr L L A
0 0 (SRR i i [NEE ! (ALl
& o [ o z i OO S A HYT
I OO £ S EE [ 0 OO G4 EER [+ [ PR SR OGP i AT
GRS BE 0 0 GO ar S L [ falle] b2 it [
0 BE G " (ot 5 i BT T £ ans
0 0 ' B L i o B I I
n 0 ] LG BE ] LG A ] il
AL 1R 8 0 0 0 o AZTEL [ SO
0 OO 8 i i OO O i S

19N

:nu._n.u.._._.r_n.”_.

IElIN

BRI

UBiE AL B

LT
Hun BRy Ry

Hafunsg

;
M
ﬂ



5 G TR A A - i PR L = - i PETE BEER | EE any

0 i 18G5 10T i OOV IR T, T L8 EnT 8t AW
PEDGE R0 EE z o 4] 0 PE OO LS E z Adi

¥ (g ke 8 CAE G 5 I R EL ang m
- 0 . il T & - i T z HvE m
G @IS 6E 0 i WO GE ar, VL6 T O iT (5] m
OO ED R 5 OE' R4 I RIELL (4 0 POOLS LS [§8 Ans =
A TAHE T iF bSO E B RGE GEET Gk EGOLLVAEL s I BGG BRLT Hin s m

0 0 15l 1 0 15l T A

RIT LT
S 1T I

] 0 CEEOT L 0 iR L AN A

0 i GR'ZOE'S T i OR'ZOE'S 1 45
- I . i w151 I . il w151 I 415

] OGO e T n n OO0 (e T A

0 0 (AT L 0 (LA L (i (¥

i] i LEMEE'L T i JEMIEETT 1 0
CAERIE O R POE K LHorRERYESEE | e i R | G TEEE i WS ERLE RE | s (VAT R Al il

0 0 LEAT 11 0 LEATA Y T any

i 0 07E L L a=la o r 9E'29 L4 £ 0

0 i 0 O e e L 0L 1 e
A E LEpdE P T (EPEET LT 4 TV A T g BT RS Es a4

0 i G TTE 0 0 GE TTE I A
OO O 8 o [ 0 EENEvREvRlN 8 i WV AR

AP U

i isilN it

1N [y Hin EALL B oy

AEan i e o ey g

B 1)

UEIRTRR VT

ey By e AHans

fi

[s21EA U2p ye/dny WeEp [BIN)
CINME LB Yalasr esu iellied 'ehule Uepag/eBeqluet 'NNE'18S"d U Bl Jalled eped
ueydeiayq Ueiel sniels ueBlep E20Z-5002 UNUB] Yeleen /eeban Us|Griey |Juen Ue|esaiahuay UBNRILBLS SEH

24 ueydwey




0 i (Pl it OO PR L L I En gr AW
i i FAFLT: ] - i L /2B & 17
PE'DOE {9 EE 4 0 0 n VE OO SR E 4 el ;
0 GESIL H OOTEE g 0 GHETTL ET 005
0 i [y r 0 L Y z T
GG i i UL e af Gi'lh s UL & 1T
LEOPTT N BT 154 | GEGRHOER E | T POOPREEEVE TTE Sedn | GUOTGTE RS bar | TRE | AETSETOESE SO T | Eant | ol
GETGRE TEET LT i G I B L 0 O D6 BEFT e o
O TY E 0 0z b 1] VT EHT - GTETE 047 e HIl
OTEEEY O 5 OETRGE i BalELy 5 - i FOES L S T AHD
0 il i T 0 (i I D
0 a 4] At Gl BE L O LG W L HER
AR TIRT e o' ira ok 5 GUERTEOE T £ag VRO a5 JE T RTE a1 a1
0 i EA RS 5t o' i HA R il |
0 0 ELUEDT T 0 CLUEDT I AT
DNt 1 . 0 . 0 . 0 e R AT it i) RIS
M CRT Y
0 0 0 0 0 W0 L
B GH L ET AL ZET | GUIRSQLL@IEDT |0 O ERHEEE PHLTED PR IO TR TS o Wit [0 B GES A0S | GCE Hill WL AL
sdldasar T 0 1 £ Gataaian T W
CHNERRINESTAL | 0D | 6FAORSETOL | b T ENOTE g0 g P | EOSSELLEETEL | FTRE | pHEECEFEOSEEY | B0 il
0 i WETIESE 0 0 WETESE 0 a7n
0 i T I 0 T T T (i
8] i _“__M,..ﬁ_.n Y A8 OO A e n__m,..ﬁ.___mn ar. 4
0 0 EOHOLGE i n B0 0L [ A
OV [ i 0z TRE LT m AR G L I OO0 Gl L U
0 i L BRGE T 0 GRS T 1T Hi%
i i GLEE £ - 0 LI I e

el
JLf

g

| min (LI Sun By e

L[

(TR0 .

AE A LB O kg

e 1]

AHang
T ETES

s [F3 ] Tahun 2023



i i} G s ey z i} G rEed £ Al
(TR RN
(R N [T T T i} [ A Ao i BE°E B T0G UPT T ¥ I SOE99T TE T Fis Wl TSN
GG e IER'G i i} LT P s ' z AE P BEE ZEE I EGISEST B T HEl WELLTH w1
W T
. S
§] i AR NN e v z i (LR RO WO e v T HE My
0 0 0 r K] W VTN 8

WELPIR T IV A T
Rt 1
OO ERS BRIOTEE T COVEVSER RS OO ER T OO @S 0 TTE O R REEOE A [ - Lol
[ R
OO EIECE TERH I VEFS VR BT 4 OO T T OO OV TEET i ORI GERTET LT I e B i E GTTEN]
0T B I OO GEEH A i fuli Bref=e e 4 N 4 O EDS 0 ' 5 g el WOLLTA AW L
NET T e
Pl I 1)
0 0 i i 0 Wi
¥ i i i i W TIN
g

it EOTH Y
T4 60 G E G B0 (5 T WL SORE GINEE B VL T EEE GOV ATV 26\ T BE LMY SR RET T CHO L
) (¢ ATV N
PEESE LLEO0E b T LI Tl ol e T § O IE B T POETIL L R O i EEH I ETTHIE R BSE HEl STV LD

G4 AL T i} i i} Gi AT HLD T WY

i LT e i 0 i} L0 i Lo

§] i T T I i AT L I (1M

0 0 GEEOF (4 0 GE IO 5 R

i] i} oy ‘e i} Oy z His

i i} g L T i} [l i ard

N i LT ' i LNEEE £ i

1M

shasy |

[y

NENIA UEMD & A

_I__?_

1 BRI A
L L L

UmnERY

q i
funBiimsy

yalans

m
:
:




AL 00 L el e ep s ep e e s B LT [y,

GO UL et G ) L et 0 3 S 0L AU O R SO (I B IR S R E LB o e EELL B ) §EEE SR asa)

(] ) U e S0 | e e ) R e i e g s ) ey i S s e e e e e LI T LR SR

e ey

AR, S GooE'

T |

WEED B IE S

QU T O

R 6

Har

B YT

o)

LRTEL AR BOOG

s

OO OO0 |

T

POTEEN BRI H

(FE oG ¥ E T

Gl

GRS

SN T
WIS e

WOLLTH AWt

W] I
S IR A
AT E

NN T H

AR e |

T TR

[T ol ol e L TR

4 EEON T EE S 42

2y 2 TR R e

T

NN E 3N

T

]

R RV
WD

P TRT I e GAE

FLT:08

BIP'RE L0 W B e

(OB TR O B

Laros

FUED GO PR Gt

OET

SR SRR |

| P

HEl

WL W A

0 EOCaE R O

PR

AR EETE L EE W

TrPmarr &'y vy

LE RO

EE' 0L EHE AP

(LR

O HG P RRRE T

CEESE

He

T LT
SO g
MEHMH

RO R REE

A

OO BAEERT TS T

G EOS EEE [T IE

2L

(EA N = P O

L

L9 BT TR BID 8

GE L

Ml

WL

] I

ETEH]

OO F g

(RN

05 4030 L5

S0 R LT

B0 DEE0 i &

O
BTl

OSETE TEE' 6

[ o A o R

Hell

A ERE A EE
i LR L T

G 8B

G0 EEH

Al

EE SR G

AL

NENIA UEMD & A

e R TR e e

_I__?_

1 BRI A
L L L

2 RO LT

UmnERY

PO SE R TR H

Hell

T,

q i
funBiimsy

yalaris

m
:
ﬂ



. Daftar Singkatan & AKronim

ERE Anaziiziz 8zban Harja

ADD . Alpkazi Dans Desa

Adpin . Advok¥asi, Penggerakan dan informas

AHE . Anziiza Hargz Satuan

ALEB : Aszign Infrastructure Investment Bork
Aloptama : Alar Dperasions! Utama

amdal : Analisiz mengenai dampzk lingkumgan
AFED : Arggaran Pendapstan dan Belaniz Dasrzh
APBN : Anggaran Pendapstan dan Belanz Megara
4PH : Bgarat Penegak Hukum

ALK : Boficas: 3ehat Inoonesiaku

ASN - Bparstur Sipll Mezars

Bzlal Hatpan Balz| Kzsshatan Pensrbansan

Banparpol . Bantuan Partsi Folitik

Bapss . Batal Pemamarskatan

BAPE . Badzan Adhoc Penyeienzgars Pemiiu
Bappenzs : Badan Ferancanasn Pambangunan Nasions!
Baran : Baranz Rampazan Negzrs

Basarnas: : Badan Masionz! Pencarizn dan Pertolongan
BAST : Beriza Acara Berzh Terima

BBNES : Bes Baik Mams Kendarsan Bermator
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Bayi Baru Lahir

ERE

Bank Dengan Pengawsasan Khusus

Bhabinkamtdbmas

Bhayzngkars Pembing €eamanan dan Leteroban Masyarakat

BGS Bangun Guna Sersh

= Bank |ndonesia

BiG Badan Informasi Geozpazizl

Bimt=h Bimbingan Tekniz

Binmas- Pembinzan Masyaraist

Bipih Bizya Perjalanan lbadsh Hajl

BAD Bzdan Ksuangan dan Aset Daesrah

BEEBN Bzdan Ezpendudubkan dan Keluzrgz Barencans Nasionsl
BEN Bzdan Hzpsgzwaian Nezarz

BET Biaya Kuliah Tunggal

BLU Badan tayanan Umum

BEUD) Badan Layanan Umum Dasrsh

BMD Barsng Milik Dasran

BMHE Banan Wediz Habiz Pakal

BMEG Badan Metegrolosi, Kimatologi, dan Geofiziks
BMN Barzng Milik Megara

BNPH Badan Maziogna! Penangzulangsn Benczns
BMNPP Badzan Mazionsa! Pengelolz Perbatasan

BMPT Badan Mazignal Penanggulangsn Terorizme

B0S Bentuan Dperasionzl Sskolah

BP Buk=an Pekerja

EPED Bzdan Penznggulzngan Bencans Dasrah
BFD Bank Pembangunzn Dzsrzh

s [FS ] Tahum 2023




BPOD : Benk Permuszyawsaratan Dess

BPFHTB ] Bes Pzrolshan Hak zt=s Tanah dan Bangunan

BPip ] Badan Fembinaan Idaologi Pancasilzs

BRiS ] Badsn Penyzlengzarz Jaminan Toszial

BPE ] Badsn Pemseriksz Keuzngan

BPHB ] Buku Pemilik ¥=ndarsan Bermotor

BPKS ] Bzdsn Penguzshsan Kawasan Perdzgangan Bebas dan Pelzbuhan
Beba: Sabanz

BFGM ] Bzdan Pengawasz Obatdan Makanan

BPRPD ] Bzdan Fefayanan Pzjak Dasah

BPRPD ] Bzdan Pengslolz Perostzsan Dasrah

BR2MI ] Badan Periimdungzan Pekerja Migran indonesia

BFR ] Bank Parkreditan Bagyst

BPRS : Benk Perkreditan Aakyat Syarizh

BPFSDMI : Badsn Fengembangan Sumber Deys Manusia Indusin

BI= . Buy The Service

BUMD . Badan Usaha Miiik Daersh

BUMN Desa : Badan Usaha Miiik Desa

BLIMN ] Badsn Usahz Mifik Negar=

BUN ] Bendzhara Umum Meg=ra

BUPFP ] Badsn Uszha Pambangun dan Penzelois

BUS ] Badsn Usaha Syarish

BWN-¥P ] Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbstazan

B3 ] Bzhan Berbahaya Beracun

e | ] Czgar Budays

CBN : Czgar Budays Nazwonsz!

CEIT : Center for Compunng o046 Informaton Technolagy

CoViD-15 . Cororg VWirus Disegse

m Diiftar Sncybertan s Alerain THPS [ Tahun 2027 exm—



Diai

Dana Alokas Khuzus

Dapobud D=t= Pokok Kebudayzan

DBON ‘Dzsain Besar Olanrazz Nazional
Dikbzngspes Pendidikan Pengembangan Spesiafizasi
Dinkes ‘Dinzz Kezshatan

Direktorat PP ASAF

‘Dirsktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika

Dirjen

‘Dirsiter lenderal

Dirjen Hublz

Direktgrat lenderal Parhubangan Laut

Dizpeskim

Dinzs Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ditpen Dukcapil

[Direktorst lenderal Kependudukan dan Percatatan Sipl

Ditjen PDASRH

[Direktorst lengeral Pergelolasn Dasrah Alran Supgsl dam

Rehabiflitasi Hutan

Ctjan PSKP Direbtorat lenders| Penanganan Sengksta dan Konflik Pertanzhan
Cit. Belmawa Direkterat Fembelajaran dan Kemahasiswsan

Dy Dzerah Istimews Yogyakarts

DuE Dana Jaminan Sosizl

DL Disbursement Linked Indicotor

DLR Disbursement Linked Results:

CPA ‘Dokumen Pelakzznasn Angzaran

DFK ‘Danz Fihak Ketzz

DFMPTEP ‘Dinzs-Penanaman Modal d3n Pelayanan Tergadu Satu Pintu
DPR Destinasi Pariwisatzs Priorkas

DPFPET Departamen Jasa Perbanken, Perzinan dan Coerasional Tresun
GPRE [Dewsn Perwskelan Rakyst Dasrsh

OPS [Depar=men Pengadsan Strategs

DPT [Desrah Pesizir Teluw

i ] Dezpart=men Panzslolzan Usng

DEwW,/BfC Dewan Fimpinan Wilzyan/Daersh/{zbang

OTES Dat= Terpadu Kesgjahtersan Sosisl

o7T Deng=sn Tujuan Tertentu

oTu Dana Transfzr Umum

s [FS ] Tahum 2023
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Elsimil : Eiektranik Siog Nikoh Siog Hoamil

EMIS : Education Monogement information Systemn

ESEN . Energi dan S3umber Days Miners!

e-PPGEM z Electronic [splikasi) Pencatatan dzn Pelaporsn Gin  Berbasiz
Magyarakst

3E Katidaxhematan, Ketddakefisienan, dan Ketdakefeknofan

EBACS : Fast Moving Conrsumer Goods
FOLE : Ferestry ond Other Land Lses
FTA . Free Trode Agreement

G Serzkan Indonesiz Melzyzni

Gis Geographic Informotion System
GNRM Gerzkan Masionz! Reeolusi Menta
GR¥ Gasz Rumah Kaca

GRM . Gerakan Asvolusi Mentsl

Gtod . Govermment to Fovernment

HARM : Hak Azzs Manusia

HCTS z Hazsil Ceak Tidak Sempurns
HFL z Hak Pengsiolzan

Hudey : Hunran Develooment

1214 . Imzentif Berbasis Kinerjz

iCH . Intangible Cultunol Heritgge

m Diiftar Sncybertan s Alerain THPS [ Tahun 2027 exm—



ICRM [ Indeks Capaian Revoluszi Mental

ICS F Interoperaobility Communicotion System

IHFS [ lkhozar Hazil Femerikszan Samestar

P [ imial Jaza Fenjaminan

IKM : Imdus=tri Kecil Menengah

IKN | Iow Kota Nusantars

IKNE : Irdus=tri Keuangan Noa Bank

IFAL : instaiasi Pengolzhan Air Limbsh

1] : lurar: Pengembangan Insttusi

PP F Imdsks Pengeloizan fawsssn Feroztasan
FKTrans F Indsks Perkembangan Kawsasan Transmigras!
IFNS [ Indsk= Pemiangunan Manusiz

IFO [ Initfal Pubhic Offering

IFPH [ lzin Prinsip Pemanfeatan Ruang

mPC [ Indon=ssion Trade Fromoton Center

I [ lzin Uszha Pertambangan

uex [ lzin Uzaha Pertambangzn Khuesus

L-SPHERE [ Indonesi-Supporting  Primory Heglth Core Reformiinconesic

Supporfing Primorny and Referrol Hegith Caors Reform

I'DHE : Ingegroted Diziplin

HE [ dokorg Internotipnal Stodiam

JEN [ Iaminan K=sehstan Nazions!

JPU [ Jak=s Penuntut Umum

EAK [ Kerangkzs Acuzn Karja

Hakorbinmas : ‘Kapalz Korps Pembinzan Masyarakat
KBi : ‘Kawasan Baratindonesia

KEKR : Karys Cetak dan Haryg BevEm

s [FS ] Tahum 2023 Dafiar Singlatan dan Akromm




KEK

¥awsasan Ekonomi Khusus

Kemendszgn

Kementerizn Datam Negen

Kemendsss POTT

Kementerizn Desa, Pembangunsn  Dasran Tertnggal, dan
Transmigras|

Femendikbodrizzek

kKementerizn Pendidikzn, Kesbudayasn, Ristek dan Teknologl

Eemenhib kKementerian Parhubungsn

Kemankes fameanteriar Kesshatan

Kemenko PMK Kamenterign Koordinazor Bidang Pembansunan Manusiz dan
Ksbudzysan

Femeankumbam Fementerizn Hukum dan Hak f=asi Manusziz

Kemenpaora Kementerizn Pemuds dzn ODlahrags

Kementerian ATR/2FN

Hemanterizn Agraria dan T2tz Ruang/Baden Fertananan Nazional

Kementarian LHE

Kementerizn Lingkungan Hiduo dan Kenhutanan

Kementaerian PANRE

kementerign Pendsysgunsan Aoarstur Megarz dan Reformasi
Birokrazi

Kl Hawssan |ndustr

ki farty lmventans Barans

KIE Komunikasi, Infarmasi, dan Edulkasl

KIPT Koordinasi dan Integrasi Penyeienggarazn Transmigrasi
KIR Kartu Inventans Rusngan

KEPR Kesesuaian ¥egistsn Pemanfastan Rusng
KnixB Kend=il Mutu den Kendali Bigya

EME-TR Kredit Modal Kerjz Transaksional Rekanan
KE Kegiatan Priortas

P Kuzsz Pengzunz Barang

KPBU Kerjzzama Pemernnizn dengan Bedan Usshs
KPAM Keluzrgz Penernma Manfast

KTi Kzwessn Timur Indonesizs

KTFN Kawas=sn Transmigras: Prioritas Nasionsl
KuR Kredit Usanz Rakyst

kiL Kementerizn/Lembags

m Diiftar Sncybertan s Alerain
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L

—2pEs r Llembaga Pemasyarskstan

LHP ; Laporan Hazil Pemerikszan

LED¥ [ Lembags Kemamyarzkatan Dass

LM [ Lembagsz Mansjeman

LPDP [ Lembazz Feng=iolz Dens Pendidikan

LA [ Laporan Pertenggungjaweban

LPP BRI [ Lembags Penyiarsn Publk Fadic Republik Indonesis
LPPTVRI [ Lembags Penyiarsn Publbk Televisi Republik Indonesiz
LPS [ Lembags Penjamin Simpanan

LPU [ Layvanam dzn Penzembangan Uszha

LEP [ Llembags Sernfikasi Profest

ivi : lambagas Verifikssi Independen

MA : Manhkamah Agung

Maoez : Markss Besar

METK : Maioy Batuts Trans Kalimantan

Money F Monitocring den Evatussi

Mol F Memarandum of Understonding

MPP [ Mal Pelayanan Publik

MEIB [ Magang dan Studl Independen Bersertifikat
IMIK [ Mapadegat, Madobkag, Muntzi dan fadet

NICU : Nepnotol intensive Core Liniz

MK : Nomor Induk Kependudukan

NiOF : Milai luzl Objek Pajsk

NIOFTEP : Milal fuzl Objek Paj=k Tidak ¥enz Pajak

s [FS ] Tahum 2023 Dafiar Singlatan dan Akromm




NER! . Megara Kezstuan Aepubliv indonesia

NTH - Mtz Tuker Nelayan

NTP - Nil=i Tuker Petani

NSPE Morma, Standsr, Prossdur dan Kriteris

Obrii . Oojek Pamerikzsaan

DDCR . Objek Diduga Cagar Budays

DDHE) Oerang dengan Gangguan liwa

K Deroritas fasz Keuangan

oro Organizasi Perangast Dasrsh

0PK Doyek Pemajuan Ksbudaysan

{355 Online Single Sobmissos

058 . Dnfine Seomission System

OTK . Organizzsi dan Tata Kerje

o5 - On The Sgot

PAD . Pendepatan sl Daersh

PBE-P2 - Pajak Buml dan Bangunan Perdesasn dan Perkotzan
FB3 . Perzatujuan Banzunan Gaduns

Fa&l . Fanarima Bantuan luran

FEI K Fanarima Bzntuan luran Jaminan Kesshatan
FBFH Ferizinan Beruszha Pemanfzatan Hutan
FEPU Pakerjz Bukan Penerima Upsh

PON Produk Dalam Negen

POAT Pamerikssan Dengan Tujuan Terentu

PORA . Produk Domesok Begional Brsto

Pemds : Pemerintah Dasrah

Pemdsa DIY - Pemearintzh Dazrah Desen isomeawa Yogyaksris

m Diiftar Sncybertan s Alerain THPS IT Fahun 2023



Pamssn : Pemernntan Kaoupaten

Pemikot : Pemernntah Kots

Pemprov : Pemerintan Provinsi

PEN 5 Pemufihan Ekonomi Nasionsl

Peroup : Paraturan Bupst

Pergub [ Peraturan Gubkernur

Periads ) Peraturan Kepalz Daeszh
Parmeandagn [ Persturan Menteri Dalam MNagen
Pzrores [ Perasturan Presiden

Parum [ Perusanasn Ubmum

Perumds [ Berusahzsn Umum Dasrzh
Perumdam [ Berusahzen Umum Dasrzh & Minem
Perurm Perun [ Perusahaan Umum Perce=kan Uang Republik Indonesiz
Pl [ Pemerikzzan [nvestzanf

BICH - FPedatric Intersive Cars Unit

P : Pembinzzn id=olagi Pancasila

FIPK - Pensngzuns lawab Proyek Karjzsams
PEA : Pamberian Keteranzzn Ahll

PEE : Pzjak Kendaraan Bermotor

PEH : Program Kelugrgs Harspan

PEN : Penghitungsn Kerugisn Negars

PEPT : Program Kerjs Pengawsasan Tenunan
PES : Parjanjian Kerpa Sama

PESN : Pusat Legigtan Strategis Nasions|

PMI [ Pekerjz Migran Indonesia

PN [ Prinritas Nasional

PNBF [ Penerimaan Negars Buksn Fajsk
Polda [ Eepolizsian Dzer=h

Polhukhaniam [ Politkx, Hukum, Pertahsnan dan Ksamansn
Polri [ Kepalisian Negare Repubfik Indonsziz
PP [ Beraturan Pemerintan

== [ Program Prioritas

PPA Das [ Pznstzpsn dan Penegasan Bates Dess

s [FS ] Tahum 2023




PPOT Percepatan Pembangunan Dasrsh Teraonggal

PP Pandidiksn Frofesi Guru

PPRig Pzrianjizn fengikatzr luz! =il

PPE Pzjzbat Fembuat Komitmen

PPE - Perjanjizn Pemeruhsan Kawajiben

Ppg - Percepstan Penurunan Stunting

FPED . Pokok Pikiran Kebudsyasn Dasrah

FR51 . Ferumds Pembangunan Sarana laya

PPTX Pzjzbat Pelzkssnz Teknis Kegiztan

P5OH DR Frowizi Sumber Days Hutsn dar Danz Reboizasi

£54 Prasasanaz; Sarana dan Utlitss Umum

PTEFR Panghazilan Tidsk Kens Pajak

PTH BH Pergurusn Tinggt Megen Berbadan Hukum

PUD . Produk Unggulan Daersh

PLIPR . Pzkerizan Umum dan Penataan Rusng

PUPR - Pekerjaan Umum.dan Perumahan Rakyst

Pusdik - Pusat Pendidikan

PIDN - Pzningkatan Penggunean Produk Dalam Negeri

RaD . Rancznz &ks Dasrsh

RAN PAETI . Rencana Sk=i Nastonal Penurunan Angks Stuntng Indonesiz

REA Risk Bozed Apcrooch

RBS Risk Bogsed Supsryition

ROTH Rencena Detzll Tata Rusng

Renjz Rencans Kerjs

Renstra Rencang Stratesiz

RIPFARKAB . Rencana Induk Fembangunen Kepanwisaizan Kabupaten

Rl 5PKAD - Rancangan Induk Strates: Pengsmbangan Kapasias Aparatur
O=zzz

RHA FRencana Merjs dan Anggarar

RKP FRencana ¥Merjz Pemsarintah

RKPD - Rencana Kerja Pemernintzh Daesran

m Diiftar Sncybertan s Alerain THPS [ Tahun 2027 exm—



RRS : Renczna Kerja dan Syeret-Syarat

REBMD Rencznaz Ksbututan Barang Mk Desrsh

RFIMAD Renczna Pembangunan Jangks Menengah Dasrsh
RPN B=ncans Pembangunan Jangks Menengsh Nazionzl
RPIFD B=ncans Pembangunan Jangk=s Fanjzng Dasrab
RPKF B=ncans Pembangunan Kawssan Perdssssn
RP2P . Rencanz Penyeisngzsraan Pengslofaan Periotsan
RSUD . Rumnzh Sakit Urmam Daersh

RTH . Ruans Terbuka Hijsu

RTRW . B=zncanz Tats Rusng Wilsysh

Rupbszan . Bumah Penylmpanan Bendz Sitazn Negzsma

REPS . Bapat Umum Pemegang Saham

ZDA : Bumber Daya Air
5DG= Sustominobie Dev=lopment Gogls
5DM dumber Day= Manusiz
“Sigizl Biztem InformssiGiz

SIMRS Siztem Informazi Manajamen Rumah Sakit

Sk Siztem Indonesia Notonal Single Window

SI5N . ‘Sistem Jaminzn Sozial Nasjons!

Sk : ‘Burat Keputusan

SEHCNI . Standar Eompetensi Kerja Nasional Indonesiz
SEPD . Satuan Kerjz Perangkat Deersh

SEPD . Surat fetetapan Fejak Dasrzh

SEPDKB . Surat Ketetapsn Fajak Dasrzh Kurang Bayar

SNE . Srandar Masionsl Perpustakaan

SOP: : S=ndar Operesional Prosedur

SOTK : Susunan Trgansas dan Tate Kera

SPAM . Sist=m Peny=diaan Ar Minum

5P . Zatuan Pengawsas Internsl

5Pl . Siztem Fengenczlizn Intern/Sstem Pengendsl Intern
SPK : ‘Burat Perintzh Kerja

s [FS ] Tahum 2023 Dafiar Singlatan dan Akromm




SPET Ziztem Fendstzan Ksbodayzan Terpado

| Standar Pelgyanan Minimal

SFTPD Surst Pemberitahuan Pajzk Dasran
Strada . Strategi Dasrsh

Stranas . Strategi Nasional

T
A z Tahur Angssran
TAFPD z Tim &nzgaran Pemernintan Dasren
TE i Tahur Emisi
TEDN : Tingkat £omponen Dalam Negeri
TEHI : Tenaga Kasekatan HaliIndopesia
TEMKE Tim Kendsll BMutu dan Kendali Bizye
TEPEPRP Tim Koordinzsi Pembangunan Kawssan Perdesasn
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Glosarium

Account Representoive

. lzbztan pelzksznz peda Kantor Pelayanan Palak dengsn beberapa

tngkatan 2batan sebagsimsns distur dalam per
undangan

. Szssorsng yang ditunfuk dan ditetapkan untuk memberikan
bimbingan, mbadan, konsultasi, ansliss, den  pengswasan
terhad=p wafib pajak

tur=En perundsng-

Automobc Stobilizer

Pemgustan belanjz dsism menganDnipasi keodakpestsn

Avoilgbifity Poyment

Pembsyaran Hetersedizan layanan adaish pembaysran secarz perkels
oleh Menterl/Kepsla Lembags/Kapslz Dasrah kepada Badap Usaha
Felskszna 3125 tersedianys zyanan Infrastrukier yeng sesust dengan
kugfitzs dan/steu Yriteriz ssbazaimanz ditsntukan dslam perjanjiEn
Kerjzzamz Pemerintah dengan Badzn Usaha.

Bakuy Mutu Emisl

Ukuran batas atau k=dar maksimum danfotau beban emisi maksimum

yeng diperboliehiian masuk stzu dimasulian ke dalam udara ambisn:

Bangun Gunz Semmh

Pemanfzatan bareng milik dzerzh berups tansh oleh pihak l=in dengan
zzrz mendiriksrs bangunzr danfzt=e ssrenz berikut fasilitzanya,
kemudian didayagunakan oleh pitak i3in terssbut dalam jangka wakiu
tertenty yeng tefzh dizspakso, untuk sslanutnys dizershken kembzh
tanzh besertz banzunan dan/stau sarsna berikut fasilitssnys sstelzh
barakhirnya Fngia waktu.

Bantusn Inkubas|
Biznis Pezantran

Bantuan pemerintzh yang diberiken dslzm bDentuk usng untuk
pengembangsn karja sams terkait pengustan unit bisniz pesantren
dengzn mengsmbangkan proyek-proyek inkubas bis

Beseiting

lumizh pegawal yang dimiliki saat inl,

Bizya KMulish Tungzal

Keseluruhan bigyz operasiona! per t=hun yang terkait langsung dengan
prozes pemipelajaren mahssizwa gads program stodi di perguruan tingsl
nazan

Bukan Pekerjz

Setap orang yeng bukan termasuk kelompok Pekeriz Penerima Upsh
[PPU), Pakerjz Bukan Penerims upah (PEPU)  Penerims Bantuan luran
lzminan Kesshatsn (PS1IK], dan pendudok yang didafarkan daemh

Business Frocess Redesign

Dizgram yang mengsmibarkan nubungsn kerjs yang sfekof dan shsisn
antar unit organisasi untuk menghasixan kinesja ya2ng berdayaz guna dan
perhasil guns

Buy The Sarvice

Skems pemberian subksid] berupa pembelizn lsyanan darl peruzshaan
INZkUtEn umum uniuk penyelsngsarasn SnEkuian DSNUMSSNE umum
di kawssan perkotasn kepads masyErakst
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Cleoronce

Perayataan ndek masuk dzlam dafisr hitam

Cammitment Fee

Biaya yanz digunskan untuk tstsp menyedizkan zaido komitmen

pinjaman yang ostum

ditarik

Corporots Social
Responsibility

Corporote Plon

Tangguns j2wab soszial perusshaan.

Infarmas mengsnzsi gambsaren perusshazn, =nslisiE vsshe, @rget paszar,

opsrazional, rEENCENa DEMEs3ran,

=CanN3 pengembangan yzanz, 3soek

finansizl [modal, investas:, hutang, piutang, pembelian, penjuatan dan

laba rugl) maupun prospek usaha

Cixst Recovery

Penggantian biayz operzsl oleh pemernintsh kepsds kontrakior sssuai
perignjizn [kontrak kerjz sama/productcen sharing controct), blzzsang
dibayar dalam bentuk hasil produksl, di mapa hasil produksi terssbut
dinilai dengan weighted cyerage grite

Covenont

Parjznjian.

D=ns Pengembanzan
Instites

Ozns Kspitasi:

Dans dan peizksanasn keris zama antars T8 dan mitre yang dislokasican
uniuk pengembangan insttusi M.

Beszran pembaysran

HicH

o=r bulan yang dibayar dio muka kepads Fe

Hezzshatan Tingkst Pertams berdasarkan jumizh pessrtz yang terdafar
t2npz mampsrhitunzken [snis dan jumish osleyeanzan k=zehstan yang

dibsrikan.

Dstz Terpadu
Hezsjzhtarasn Sosizl

Dtz induk yang berns dsts pemerlu ps

layznan kzzejahterasn sosizl,

panerima bantuar dan pemberdsydan sosial, esrta potensi dan sumbar

wessjshiersan sosmal

Diecent fob Pelzriazn yang iayak
Defarestoton " Penzgundulan hutan
. K=giztan mensbang hutsn =t2w tegak=n pohon sshingea lzhannys

dapat dialihgunakan untuk penggunaan nonhutan

Detoiil Enginsering Design

Dokumen desain tekniz bangunsn yeog terdirl darl gambar teknis,
spasifinasd 1e2kniz dzn spasifias! umum, volume s=rta bisya pekerjaan.

Disgsrer Recovery
Centre

. Puzst Pemulihan Dats.
. Pusat dats yang dirancans untuk mampearsizapkan dalam menghs-
dapl risioo dari bencane 2iam St3w gengsuaEn teknis

Dizbursement Linked

Indicator (BLYj
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District Meter Ares ¢ CRustu cars penurunan kshilangen 2irdengsn carz membsgi satu j@ringan
patokan air menjad! zona-zons kaWwasan bermetsr yang bertujuan
untug mendeteksi suste kebocoran pads sustu bagisn sistem jEringsn
distribusi yang difokuzlan menizdi satu wiizysh detsksi kebocpran.

DErl | Kabupsten/ote yang tercakup O Doshooorg Data dan informasi
Kesshatan
{1 s | Puskezmas: y3ng menggunakan z3plikazi mHezlth y2ng menurjEng

pelskzanazn PIE-PK yang dizempurnakan,

oL 3 : Puskesmas msndapatkan zkraditasi yang lebih dngei di luar Kewasan
Timur indoresis.

DL s ¢ Komisi Akrediazi Pelayanan Keszhatan Tingkst Pertamaz [KAFKTP)
perfunzssi sebagal Komisi Indepanden.

DL & [ Kabupsten/Kot= barmasalan yang menghasitkan rencana dan anggaran
tzhunan yeng l=bih baik

DL : Fenugssan Khusus Tenags Hezshatan

oo g : Famltas pelaygnan primer dapat mengimplementasisan Kapasites N
berdazzrkan indikstar kinerja.

DL g : Kabupsten/Kotz yans menunjukkan peningkatsn minimal sstengan dan
indik=tor kinarjz dalam penstzpan DAK non fisik

DL 0 ;o Jumiah  growvinsi yang mensrapksn sisiem  rujuxan terpedue dan
terintegrash

Droirose t Egbush kbnstruksi yene menjadi media untuk mengslitkan zif dari satu

Ttk ke OOk Izin yang dinilal sangat penting untuk membanty proses
penzzliren 2ir sspart curzh huojan, zgsr odak terjadi gsnangsn atsu

banjic

Dyromic Donrgin Name : Wistods untuk mamperbaryi 1P pads hostaome secare otomats di ONS

System |Darrain Nome Spstem),: sehinges Bdak pertu melakuksrn-perubahan
zecars manust pads DNS kebks terjadi perobanan |P pada konsksl yang
digunzkan.

Ek=plorasi : Tahapan kegiztsn usaha pertsmbangzn untuk memperoleh informas)

s=cara terpering daze telin tentang lokssi bentuk, dimensi, ssbaman,
kuziites dzr sumbsr days terukur dar bahan gstian, sertz informas
mengansi ingkungan sosial dan fingkunzan hidup.

Emisi Gas Rumzh Kacz [ Lepasoy=z GRE k= =tmosfer pads sustu ares tertentu dalam Engks wakiu

[GRE) tertentu. Gas Rumak Kzcs sdaizh g2= vang terkanduns delam atmosfer,
peik 3lami maupln Sniropogenik, yEnE menyerapg dan mMemancarsan
kemball r2dizsi inframerzh. leniz emisi GRE melipud senyawa karban
dioksida (CO.|, metans (TH |, dinitro oksida (N O], hidrofivorckarbon
|HFCs), perfluorokarbon [PFCE), dan sulfur keksafivorida [5F)

Executing Agency : K=mentarian negars/lembags yeng menjadi penangguns jawst sacars
k=zzluruhan stas pelaksznazn kegiztan.

S-LOMImEcs [ . Transaksi jusl b=l sscars elektronik meizivl mediz intsrnet
. Suatu prozss berbizniz dengan memaksi teknolagi elektronik vang
menghudungLan ntars perusahasn, konsumen, dsn masyarsat
dalary bentuk transaksi slegtronii dan pertuksm=n 2tz penjuslan
parans, servis, dan Informas secarzs elektronic
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Fecsibility Sridy

- Studi kzlaysan.

- Analisiz ‘dan - evsluas! darl proyel yanz direncanzkan untuk
menentukan apakan proyek tersabut leyak secara teknis, Iayak dan
sisi periiraan bizy= dan mensuntungian, terutama dilzkuksn detia
terdapat jumizh besar mods] dipertaruhisn

Flugrescent Under UV
lght

Pemendzran yang hamya biss dillhet di bawseh sinar uitraviolet

Froud

Setizp ondskan llegal yang ditandat dengan tipu deya, penyembunylan
st=u pelanggarsn kepsrozyasn, Tindsksn ol fidsk tergantung psds
pemersgan ancaman keleressn 3tsu kekustan Rstk Pealpusn yemg
ditskukan oleh individu, ¢an organizas) untuk memperoieh usng,
kzkezy=an =t3y |as=; untuk menghindesn pembsyaran stau kerugian 253
atzu untuk mengamanian kauntongan bisnis pribedi

Fresze

Membskukan/pembekuan

full Lot Recovery

Pemulinan Biaya Penuh mertpskan @nf i mmum yane- ditetapkan
POAM wntuk mendubkung bizya operasional

Garis Kemiskinan Bukan
Makanzn

Nilal minimum pengeluaran untuk perumzhan, sandanz, pendidikan,
w=zsshatan, dsn kzbutuher pokod non-makanan lzinnys.

Garis Kemiskinan
Makenan (GEM)

Jumizh nilal pangeluaran dar 52 komodis dasar makansn yang il
diwonzums penduduk referensi yang kemudisn dizetarskan dengan
2.100 kilakalon per kapita. per hari.

Geogroghic fnfarmabion
System (GI5)

. Sustu sistem yang terdirl komponen-komponsen yang bekerja
perzama secarz sfekof Oz memasuksn,  menyimpan,
mempsrbaiki, mempserzaharul, mangslola,  memeanipulas,
mengintegrasikan, menganzliss dan menzmpikan dats dalam
su3ty informas perbasiz gecgrafis.

- Gi5 mengzzunaksn datz yeng berback spasial yeitu sebush dat
w2ng berorientasl geografi, memiliki sistem koordinet tertentu
sabsgal dazar referansinys

Gerakan Indonesia
Nelayani [GIM)

Gerskan para penyelenggars negars dan masyaeiat untuk meningkatkan
perilaky pelaysnan publik bernntegritas =gar negara hadir melindungi
kepaniingan warganya sesuai dengan Pancasilz dap Undang-Undang
Dazar 1545,

Good Corpargis
Sorernonce

Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusshaan untuk memaksimsiken
nilzl perusahzsn, maningkstkan kinzrg 4an kontribus! perusshaan,
z=2rts menjsga keberisnjutan perusahazsn sScars [angEs paniEnE.

Government o
Government (G io G)

ferjzzams dan kolsborzs sntars pemerintah dan berbagsl negarz stsu
tngkat pemearintahan y2ng berbeda.

Grond Design

Rancangan besar yang bensl areh kebijzian pelaksanzan kegiztan 3=u
tujusn tertentu pada kurun wakbu tertentu, merupakan acuan bazl
kementerian/lembigafpemerintah dal=m mefaksangkan kegistan atau
tujuzan yeng ditetzpkan
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Gross UpPajak [ Metode psmotongsn/oDsSngensan p3jsk desgEn mMEenNgSunEdan
penghasilan kotor karyswan, |(memberissn tunjsngan peizk yaEng
Jumishnys =ams Desar dengsn |umizh psjak yaneg dipotong dari
kzryawan)

Harzs Perkirasn Sandin | Pzrkirszn hargz barang/jzsa yang ditstzpksr oish Pegjzbat Pambust
Eomitmean ysng telzh mempsrhitungkss bieya ddak  izngsunz
kzuntungan d=n Fajak Pertzsmbanan Nilzi

Hidromet=orologi ¢ Suats fenomens bencanz glam 3t=u prosss merussk yang terjadi
atmosfer [m=eteorologi), air (hidrologi|, stau lavtan (oseanografi) yang
dapat menysebabkan hilangnya nyswe, ceders 32w dampak kszehatan
fzinnyz, keruszksn hartz oends, hizngnyz matz psncsharian dan
layanan, gangguan sozisl dan ekonomi, atau keruszkan lingkungan,

mbzl Jazz Panjaminan ¢ Sejumizh usng yang diterims oleh Ferusahaan Fenjaminan dar Terjamin
dzlam rangisa k=giztan penjaminan.

Indeks Pembangunan [ Indek= uUntck mengukur czpsian pembangunan manusis  berbazis
Marusia {IPM) sejumizh komponen dasar kualitas Hidup.
inigal Public Offerng ; Suzte peruzahaan zigu emiten menawsrkan dan menjust afek-efek yang

diterbitkannyz dalam bentus szham kepsdz masyarskat secara luss.

institutenal Fes [ Kontribusi yang wajib diberikan dari setiap. periznjianfkontrak ksrjz
szmz Tridarma zrguruzn Tingsl kepads fekiorst dan Fakultzs/lembags
Pernaifizn dzn Pengabdian Masyerakat [LPPM)/Badan Penzetola Ussha

[BFU).
Intangibie Coftural [ Frakoi, representzsi, skspresi, penget=huzn, 23w keterzmpilan, serta
Heripage nstrumsen, obpek, ariefak, dan ruzng budays yane diznzgap oish

UNESCD sebagsi bagian dari warizan budays suatu tempat

[zatotion Tronsporigtos [ Peramgkst i=ola=i yang menyedigksn rusng dengan sizt=m fitrazi
pertekeran negaof untuk periindungan dan k2amanzn operasionz! bag
peiizn/bends yang terkontamings] dan tenags kesshatan.

l=othaah F Eemampuzan lemash Haj zecars jazmaniah, ruhanizh, ocembekalan
gsn k=amanan wntuek mecunzgikan bedsh hafl tanpa menelantarien
kewzjiban terhadsp ¥eluarze.

IUF Ek=plorssi [ lzin useha yang dibenksm untuk mefskukan’ tshapem  kegiaten
peryelidian umum, eksplorasi, dan stodi dslayakan.

IUP Dperasi Produksi [ lzin usgha yang diberikan setelah selesal pelaksanazn IUP Eksploras
untuk melaskuksn t=hapsn kegiztsn oparasi produksl,

zin Prinsip Pemanfaatan [ lzin yang diberikan glsh Pemerintah Dasrzh k2pads pemohon yang akan

Fuang memanfaatkan rusrg, s=c=rs prinzip diperkenankan memznfaatian
ruang delam bstzzan sub zons tertsntu sssual Rencana Detsi] Tats
fuang |ROTR) dan Peratursn Zonasi, serts memenuhl persyaratan
administrasi den tekniz berdasarikan aspek teknis, poliis, sosizl, budays
dan ketentuzn peraturan perundans-undzangsn.
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laminan Fascztambsang -

Danz yang disedizksn olsh pemegsng WP zsbsgal jJamiman untuk
mefzhukan kegiatan pascetambang

Jaminan feklamazi

D=na yang dizedizkan oigh pemegang |UP ssbagal jaminan untuk
melzkukan kegiztan reklamasi

Kegiatan Pascatambang
|P=scatambeng|

Kegiztan terencsnz, sistematis, dan berieniut zetelzh akhir s=bagian
st3u sefurun kegistan usana pertambenzan untus memuolirken fungs
fingkungan slam d=rn fungsl sosial menurut kondisi Iokal di ssluruh
wilzyah penambangan.

Key Performorce Indicotor

Alzt pentng dslzr mengukur dan meanilal kinsrjs sustu organisssi atay
perusshaan.,

Kigim

Tuntutan pembayaran kepada penjamin yang digkibstkan nasabah odak
dapat memenuhi kewajibannys sssual dengen perjanjian kredit.

Kegigtan Prioritas

Kegiztan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapal Program
PrioTiEs.

Kredit Usana Rasyst -

Kredim/pembizyzan mods! kerje dan st2u jnvestast kepada UMEME &
bidang usszhs yeng produktf dan lzyak namun bslum bonkobie yang
zabzgian dijamin oleh Paruzshazn Penfaminzn:

L

Lender

Pambern pinjaman

Letter of Credit

Sebuah care pembayean imtemasionz! yang memungkink2n eksportr
mMEnsTima pembayaren t2npa menunggu bedts dar lusr negert sstzlzh
barang dan berkas dokumen dikirimian ke luar pegeri (kapada pemesan)
imporor} dsn aken memudzhian pihak-pihak yans oersda di dalamnys:

Limk and Motch .

K=terpzutan dan kezepzdanzn.

Linearitos Gurw .

¥=zesuzian antsrs sarofikat pendidiv atau fzz2h ssorsngz guru dengen
mats pelajEran yEng diamon.

Logn Agreement

Kontrak/perjisnfan antsrz BUMN “di bidang pembisyaas dengsn
Femerintah

Long Term Athletes
Devslopment {LTAD)

" Pambinzan stlst secars jangks panjans.

. Program  pelathan, kompetsl dan  pemulihan (recovery)
perdszarkan pada usiz Diologis atet [Ongkat kematangzn indvidu)
dan buk3an berdzsarkan pads usia kronoiogi=

Low Corbon Mode! Town -

Bertupuan  untuk  menciptakan ingkunssn yang nyaman  dengeEn
bangunsn, transportasi, dan sistem tepags hemat energl dan rendsh
eftisi

s [FS ] Tahum 2023




Mandotory Spencing

Anggaran yeng diwapbkan dalam  perstursn  perundang-undsngsn
yang meliput pemenuhan sngge@n: 2. belanja pendidikan; b belanjz
kesehatan; o Alokessi Dana Desa; dan d.belanjz infrastrulktur, datam APBD
sesual persentase yeng ditetapkan peraturan perundans-undangan

Muostsrolon

Rencana Indok.

Memoroadum of
Understonding (Mol |

Sebuah dokumen legs! yeng menjsiaskan persetujuan antara dus atsu
lebit balah pihak

Migga=

Tindzkan mengurang dampesk tencans.

Neonogns! Intensive Core
Hait (NICU | Pedigtric
{ntensive Core Unit {PICU}

NICU adalah unit perawatsn intensif untuk disediakan thusus bayl baru
izhir {zampaiwsia 28 hari) dengan kondizi krids stau memitiki gangguan
kesehatan berat yang memerlukan pengobatan dan perswatan khusus,
Furna mencegsh dan mengoban terjadingzs kegzgalan organ-orgen vitsl
S=dangkan PICU dikhususican untuk bayil di 3t2s usis L'bulen dan anak-
anak berusiz 1-18 sahun dengan kondisi krids.

Nilzi Tukzr Nelayan {NTH)

Razsio entars indaks harga yanz diterims nelayan |I‘] dengan Indsks harga
yang dibayar neiayan “;:' dinystekan dalam persantase. NTN mengukur
kemampuzn tukar produk periianan tengksp yang dihssilkan nelayan
dengan bDarzng stsyu |3sa yang dikonzumszt oieh rumzh t=nggs neiayan
dan keperiuan merska dslam menghasilkan produk perikanan 3ngkep:

Nilzi Tulzr Peganl [NTR]

Indikator y=ng mengukur perbandingsn ant=re indsks harge yEng
diterima petani [I] dengan indeks harga yang dibayer p2tani [itl NTR
memberiken gembaren tenisng d3ys bell pstan) terhadsp barang dan
j2== yang diperlukan untuk produksi maupan konsumsirumah tangsa.

Gnline Scom

Kazus pemipuan Ketensgskanssn dan perdsgangan Manusia.

Offtaker

POAM y=ng menjzdl pembeli darl hasil proyek Eesrgssama Pemerintah
dengan Badan Usaha Sistam Pamipaan Air Minum |K2BU SRAM )

Dperasi Produksi

Tahapan kegistzn usaha pertambangsn yang meliput  konstruksi,
penamoanzan, pengoizhan danfatsu pemurnisn atsu pensembangan
demiatay pemanfaztan, termasuk pengengkutan den oenjusian, 32ris
zarane pengendzian dsmpak ingkungsrn seszual dengsn hesdl sted
kefzyavan

Cipini

Pernyatzan profesional sebazai kesimpulan pemeariksa mengenal TnEkEL
keswajzran informasl yang disgjikan daiam |zporen ksusngan
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DOpini Wajar Tanpa
Pepzecualan [WTFI

Cpini pemeriksa yang akan diterbitkan jila laporan ksuangan dizngeap
memberikan informast yang bebas dar salzh =§ matsnel Jiks
lzporan ksuangan dibsriken opinl jeniz inl, sronys pemarikss maysking
berdazarkan bukti-bukt psmeriksaan ysng dikumpolksn, pemerint:h
diznggap telzh menyslengszrasan prinsio2kuntans yeng berlaky umuom
dengan baik, dan kalsupun sdz kesalahan, kssslzhannyz disnggsp
tidak materiz! dan tdak oerpenssruh signifkan ternadap pengambilzn
kepltuzan

Panzan Fortfikas

Zzlzh =3ty metode penambahan vitamin zerta minersl t2rtentu ke dalam
bahsn pangan yang merugakan s2busk peluang dalzm menyediakan
pangen bergin bagl seluruh laplzan masyarskat, ts=riebih =gl beg
zap ulzsi rawan izl

Pekerjz Bukan Pensrima
Upzh

Setizp orang yang Deker)s stsw Derusaha 3tes riziko sandin.

Pemerkssan Investigatf

Pemeriksazn yang dilakukan guns mengungkao adanya indikasi Kerugian
Megzrz/Desrzn dan/stau unsur oidans

Pemberian Keterangan
]

Keterangan yanz diberikan oieh orang yeng ditunjuk BPE Karsns
kompstensinyz untuk membenksn ketersngsn mengensl KerusiEn
Mzgarz/Dasrsh  dslar  proses  penyidikan  danfatsu persdilzn
berdazarkan penmintazn instansi yang berwenang.

Pengustan Spending
Betrer

Salzh ‘satl upay=: pemegrintsh  untuk meningieten  sfektivitas
transiormasl ekonomi yangz didukunz dengan reformasi fsks! yang
miodistik

Perhitungan Xerugian
Megsra

Pemerikizan investiganf yang dilakuksn untuk manghitung nilal Kerugian
Wegara/Daerah vang terjad] akibst penvimpangzn dalam pengelolaan
weUEnEsn nesara/dssran,

Partumbuhan Ekonomi

Peninglatan kemampuaan suate parekonomizn untuk memproduks
oarang dan jesa. Hal imi menunjuk pada perubahan kuanbiatf dan
bizzanyz diukur dengan dats produk domestk brute [PDB) sfse
pendepatan output ner kapita

Plonneg Deforestation

Penggundulan hutan terencans

Plotting

Marencanaksm/penempatesn pezerta.

Prazarana

Kelengkapan dasar fizlk lingkungzn hunizn yang memenunl standar
t=rtsnty untuk ksbutuhan bertempat finggsl yans layak, 3=hat, aman,
dan nyaman

Prewatznsi

lumizh kszeluruhan Y=sus penyakt yeng t=rjadl pads sustu wektu
rertenty o suete wilzyah,

Pricrit=s Nasionz!

Programkegistan/proyek  untuk  pencapsisn szzafen RencaEns
Pembargunan langka Mensngah Masional dan kebijakan Presider
iminmyE

Produk Domestk Bris

lumizh miisi tambah yans dihasilkan odeh ssfuruh unit usaha dslzm zuatu
negars tertenty, 3t3u merupakan jumiah nilal barang dan jzs3 gkhir yang
difhesitkan oleh saluruk unit-ekonomi
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Produk Domeztik Regional Milzi kesaluruhan semus barang dan jgsa yang diproduksi dslam sustu
Srute wilaysh dalam suatu jangks wakiu tertenty |blasanys satwe tahun).

Program Priorifas . Frogran: yang diselengzarskan oleh SKPD yanz merupaken program
prioritss baik z=cara lsnesung maupun tdak lznstung mendukung
c=paian program pembangunan daerzh sty grioctas dan s3sarEn
pembangunan dserzh, serts berhubupgan  dengan peme;'luhan
kebutuhan dasar dan syarat layEnan minimal

Profect Deveiopment . . Fasilitas Penyiapan Proyek.

Facility [PDF} . Fasilitaz yang dizediskan oleh Kemsenterian Keuangan untul
memboantu Penangzung Jawsb Proyek Kerjasams [PIPE) menyusun
k3jizn skhir praztudi kelaysian, dokomen Islang, den mendampingt
FIPK daiam tran=awsi oroyek KPBU hingga mempenoizh pembizysan
d=r lembzaga pembizyzan (finonog! clasel

Publc Awgreness . Ke=zadsran publik dan masysrakat.
Public Private Partnership : Bentuk perjeriian aniars sektor publik {Pemerintan) dengsn sskior
[PRE] privat |Swasts) untuk mengedskan saranz lzyensn public yang ditet

dangan parianjian, terbagi menjadl beberapa bentuk tergantung kontrakl
d=n pembagizn riziko.

Rasio Ginl (Koshsten Gini) . Ukuran statistik yang digunskan untuk mensukur fingkat ketimpsngan
distribusi pendapatan atau kossumsi dalam suatu populasi

F=forestasi Penanzmazn kutan kemiball s=car2 slami atsw buasteEn

Raklamasz : Esgistzn y=sng digkuksn sepanjsng I=hapan usshs  periambangan

untuk menatz, memulinkan, dsn memperbsio gusites lingkungan dan

gkosistem sgar dapat berfungsi kembal zasuai peruntukannya.

Re=ncanz Ksbutunan . Dokuman perencanasn kebutuhan bareng milik daergh untuk. periode
Sarang Milik Dazrzh 1 |satu)Ehun.

Repatriasi ¢ Pemulsngan xembsl oreng ks tanah sirnys (ke nsgen szsinys)
Rescueran Csll . Rzzi pencarizn dzn oertolongan yans sedang tdak melzksanakan tuzas

|23 sizg3 namun dapat dipanggil sewsktu-waktu untue melaksanakan
operazi pencarian dan periolonzan spablla diperiukan

Restorasi Gambut Upays pemulihan untuk meniadikan fungsi Ewosistem Gambut gtau
bagizn-caglznmys berfungs kembal s=skagzimana semula:

Restogratve Justice Kezadilan restorotive. Salah s3tu prinsip penegzkan hukum dalam
penyeleszian perkars yang dapet dijadikan instrument pemulihan dan
sudah dilgksansk=n oleh Mahkamazh Azung dziam bentuk pembedskuan
kebijakan [Peraturan Mahkamiak Agung dan Surst Edzram Mahlkemsh
L=ungl, namun pelsksanasnnys  d2lam sistem  peradilen pidans
Indonesia masih befum optimal
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RevoiusiMental

Feraken urtuk mengubah cara pikr, cara keqja, dan c2rs hidup bangsa
Indonesiz yang mengacy pads nilai-nilal jntegritas, etos ksra, dan
Eotang rofong berdasarkan Pancasile yang berorizntazi pads kemajuan
dan kemodsrnan:

Reword and Funishmenrt

Dus bentuk metods dalam memotvazi petugss Isyanan publik wntuk
melskulan memberikan pelayanan prima dan meningkatian prastasinga.

Roodmap

Rancang kerjzterpering yang menggambarkan aps yang harus dilakukan,

REUM M3sional

Dokmen perencanazn pembangunan nasiona| untuk perode lima
tahun

Safe Deposit Bax

laza penyswasn kotsk penyimpznan harts atsu surat-surat berharga
yang dirancang s=cars ekhusus dar behan bajs dan ditempatzan daiam
ruzng khasanah yang kokoh dan tahan apl ontuk menjaga keamanan
barang yang disimpan dan membenkes rasa aman bag penzgunanyz

Saranz

Fzzilitas dalam lingkungan hunien yang berfungsl untuk mendukung
penyslangzarzan dan pengsmbangsn ksnidupan sofiEl, budsys, dan
gkonomi.

Sereen Howss

Progrem  tsrobosan  fementerizn Perianizn (Kementan)  gunz
membangun pertanian modern dan meningkatkan minat ksum milenial
dizektor pertanian sshinggs produks: sayur-s3yuran meningkst dengan
kualitaz dan kemasan yang bernlizi tambzh tnzg hingge menembus
pasar modern dan ekspor

Self Azsessment

Prozez di mana seseorang secare mandinl menila dan mengswaluasi
diriny=  senditi dslam berbagsl  aspsk, termasuk kemampuan,
kereramplizn, parilaku, dan pencapaian:

Self-Finoncing

- Fendanzan ssndiri

- Bzgian dari k=utuhan danz untux pembiayzan yang dapat
dizediskan sendir oleh pemohon kredit, s=adangkan kekurangsnnys
diberikzn olzh bank atau pihak pember kredit

Stunting

Kondisi gagal tumbuk gads anak berusia di bawah lima =bun (balita)
akibat kskurangan giz wronis gan infeksi berulang terutame pads
peripde 1 000 Hari Pertzms Kehidupan [HPE], yaitu darl janin hingga
anzk berusiz 23 bulan. Anak tergolonz stunfing 3apshila panjang atsu
ongsl badannya bersds 4 bawsh minus dus stsndsr devigs! pEmjEng
ztzu tnggi =nak seumurmya.

Subrogod

Pengalinan hak t3gih Penerime laminan kepads Terjamin menjzd hak
t2gih Penamin

Surat {zin Penghunian

Esputusan yang menyaiskan izin penghunian rumah negara

Eurveloins

Pengamsetan yang dilakuken sacera terus-mengrus secarssistematis
terhadap permazsizhan stuntng.
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Tahun Emisi

T

Tahun di mana uang rupiah diterbitkan olieh Bank Indonesia:

Tentiam " Salab z8tw dari jenis bonus t=hunan.
. ‘Kauntungan perusahzan yang dihadighkan kepads direksl dam
komizaris oish pemegang szham berdszzrkan parseniase atsu
Jumizgh tertentu dari labs bersih yans ditentukan dalam pasal 70
ayst 1 ULk No. 4 Tzshun 2007 tentang Perssrosn Terbatas {ULEPT)
Temuan IE Temuan yang meamust permaszighan mengsna’ ketdakhematan,

wetidzkefisiznzan dan kebdskefektfan.

3. Temuzn mengenasi  ketdakhematan mengungksp  adany:
pengEunssn input dergan hargs stew kuantitasf kusiitss yans i=bih
tingel dar ztandar, luantitas] kualitas ysng mefebini kehutishan,
dan hargz yeng lebih mahal dibandingksn dengan pengedasn
sarups pads waktu yang sama:

o Temusn mengensi k=Tidskefsisnan mengungssp permasalahsn
rzzio penggunzan kuznttss/kuslitss input untuk sate sstuen
cutgut yang ledih besar dari seharusnya

c Temuzn mengenal ketdskefeknfan beronentas pads penocapsien
hazl fowicomsel, yaitu temuan yang menglungkspksn adanys
k=giztan yang odzk membserikan manfzst atau hesil yERE
direncanskan sertz fungsi instansi yeng tdsk opdmal sehingss
tujuran organisasi tdak tercapal

Temuszn 3E terdspst dalam pemeriksasn kineris dan OTT, d=n termasuk

permasalahan yang Hdask berdampsk fingnzial.

Temuan Kelzmahan 38

Temuzn yang memust permasalahan kelemshan sisiem pengandsiisn

skuntanzi dan peleporan, kelemahan sistem pengendslizn peizizanzan

Frtggarsn pendapatan dan belanja  sere kelemahan stroktur

pengendalian intern

2. Temuan kelemszshan sistem pengendalian skunians dan peiaporzn
mengungkes keliemahan sisbem pengendslizn terksit wegisian
pencstEten akuntans dan pefaporem k=uangan yeng dapst
mempengaruhi keandalan peisporen ksuangan dan pengamanzn
513 @3St

o Temuan kslemzhan sistem pengendzlisn pelsi=ssnazn snggaren
pendapatan dan belanjz mengungkap kelemzhan pengandsiizn
terkzit dengan pemungutsn dan penystorsn penerimasn nes3E)

dzzrah zertz psizkzznzsr oprogram) kegiztan gada entitzs yang
diperiksz ~dan dapar mempengaruhl shsiens] dan sfekbvitas
pelalsanzan  kegistan serts membuks  pelusng  terjadinyz
v=tdskpatuhan terhadap persturan perundsng-undangan.

£ Temuan kelemzhan struktur pengendalian intsrm mengungkep
wzlzmahzn yang terkait dengan =dstdsk adsnys straktur
pergendaiian intern ataw efzkovitas struktur pengendalian intern
yang 3dz dzlam entitss yang dipsrikss dan berpengsruh terhadsp
=fekivitas sistem oengendsiian intermsecara kessluruhan

Temuszn kzlemahan 57| tardapat dalam pemeriksasn kevangan dan OTT,

dan memuat permasalzhan yang tdak berdampak finansiz!
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Temuzan ketdakpastuhan - Temuanyang memustpermasaianan mengenaiketidakpstihanterhadsp

terhadan Letentusn ¥pisntuan  persturen - perundang-vndangan  yang omengakibatken
perstursn oerundang- wzrygizn, potensi k=rugian, kskurangan penerimsesn, sdministrasi dan
undangan indikasi tind=k pidana

3. Temuzsn ksrugan, mengungkep. permasalzhan berkuransnye
¥ekayzan negsra/daerzk atau perusahsza milk negara/dasrsh
berupa wang, surst berharzga, dan barsng, yang nyata dan pasd
lumizhrya s=bsgal akibat perbustan melawen hukum baik sengzfe
manpun isial

.  Temusn potens) kerugian, mengungksp adanys sustu perbustan
migfzwan hukum bailk  zengsjE mavpun i@ial yang dapst
mengakibatian riziko terjadinya kerugizn ol mass vang 3kan datang
perupa barkurangnya uang, suret berhzrga, dan barang yang nysta
dan past jumizhny=

[= Temusn kekurangan penefimaan, mengungksp sdanya penerimsaan
yang sudan menjzdl nzk negarz/ daerah 21zu perusanzsn milik
megarafdasrah tetapl fidak atau belum mazuk ke kas negara)
dzarzh gtau perusahzan milik negars/daeran karena adanys unsor
i=tdakpstuhan terhadsp ketentuzn perundsng-undangen

d: Temuznadministrasi mangungkap sdanmya penyimpsngan terhadap
xeisntuzn yans berlsky bsik dalam  pelaksanasn anggeren
gt=u pengsloisan =zst maupun opsrasions! psruzshasn, tetap)
penyimpangan iersebut tdak mengskibstken karugizn atsu potensi
kzrusizn negara/dazsrzh sty operusshasn milk nsgars/dasrak,
tidak mengiiranet hak negars/daersh, (kekurangan penerimaan),
tidzk menghambat program entitas. dan tdsk memganduns unsur
indiEasi tindak pidanz

e,  Temuszm indikasi ondak pidanz mengungksp adanys perbuatan
yang diduga memenuhl ansurunsur tndesk pdana yang distur
dzl=m peraturan perundang-undangan dan dizncem dengap sankst
midanz dalam persturan perundsng-undangan

Temuzn ketidskpstuhan tzrhadsp kelentuan peratufan perundang-

undangan terdapat dalam pemerikszan kewangan, kinera dan OTL

Temusn kerugisn, potensi kerugizn dan kekurengsn  pensrimasn

memuat permaszalzhan yang berdampzk finanzizl. Sedansgkan temuan

zdministrasi memuat permasalahan yang tidak berdzmpak finansial
Sementars temuan indikas tndsk pidana aken dizampsikan BPK kepads
sparat pernegak hukum

Temuan Pemerikszan : indixss permesatshan yang ditemun di dalam pemerii=aan gi lapangan.
Berdazarkan hal'kondisi yang diungkapksn, dalsm s3tu temuan
pemerikszan, dzpat mengandung satu stau lebih permasaiahan.
Temusn pemeriksaan dikiasifikasikan dalam fg= kelompok ysitus =)
k=tidakpatuhsn terhadsp kstentusn perstucsn perundang-undangam,
4} kefemahan sistem pengendalian interm {5F1), dan i temuan 3E
|e¥onomis, sfisiensi dan efekiivitas)

Tiigkst Kemiskinan (%] : Persantass jumlzh penduduk yang bDerads di bawsh gariz kemiskinan
yaitu minimum ontuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di
sustu neEgars:

Tingkst Pengangguran : Parzent3se lumizh pengangguran terhadap jumizsh sngkaten kerja,
Terbuk=
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Tradning Need Anolysis : cAnalisis Kebutuban Dekiat [AKD) merupakan langkah aws! y2ng sangat

[TrRA) penting dalam penyusunan program dikizt untuk d=pat mengidentifikssi
ksbiotuham pengasmbangan kompefsnsi pegawal yang tdak hanys
didapatkan d=ari dikist. Hal ini zesual dengan Peraturen Pemerintsh
Nomor 11 tshun 2017 temtang Manajemen PMNS paszz] 103 y=ng
menjeiaskan bahwa pengembarsgan kompeiensi begl setap PNS
sekureng-kurangnyz 20 2m pelstthan per tahun

Tujuan Pembangunan : . Disingkat derngan 50G:= sdsfah 17 tuluam ‘dengan 159 capaian
Barkelznjutan dam 232 indikatgr yarg terukur dan tengzat yeng dihasilkan dari
|Susteinghle Develooment Sidang Umum PEB pads t=nggsi 25 Septembar 3015 di Naw Yor,
Gools) Amearike Seriket, dengzn dihadiri dan disetujul oleh 153 perwakilan

negarsz, seb2g3l gends duniz pembangunan untuk kemazlzhaten
manusia dan planst buml, yang harus dicapai oleh bangsa-bangsa
di dumis padz tahun 2020, 50Gs merupakan kelanjuten dan MDGs
|fiflenium Developmenrt Gpols] hasl sidang umum PBE Tahun
2000 yanz harus dicapai pada tahun 2015:

. Pembangunan y3ng menjass peningkatan keseishterasn ekonomi
masyarakat secarz  berkesingmbungsn, pembangunan  yERE
menjz2gs keberlanjutan kehidupan sosiztmazyarakst, pembanzunan
yang manjagz kueailtas lingkungan hidup serta pembangunan yang
menjamin ksadian dan terzksznanys =2 kslola yang mampu
menjags peningkstan kualings hidup dar =3tu genesasi ke generasi
berikutnyz.

Lizng Kuliah Tunggal (UKT) : Eghagian biayz kulian tunggs! yang ditangzunz s==hap mahaziswe
berdasarkan  kemampuan skonominyz - dan  ditetspkan’ berdasarkan
bisye kulizh tunzsel dikurang’ bigyz yang ditanggung oleh Femenntah.

Unovniloble Bofonce [ Komitmen danz pinjaman dan lender sezusi perjanjisn namun ndak biza
dilakukzn penariksn kzrenz sebab tertentu

Underlying TroRsgocthon | Kegidtan yang mendasan transaksi Bsnk dengan Bank indonests untuk
mendukung penyelezaian transsksi mengzunzken mats gang lokal
nNEgara mitrs.

Unofonned Deforsstonon : Femgzundulsn hutan vdax =rencane/deforestas) ndsx terenczna.

Utiiitas Umum: : Keiengkzpan penunjang untuk pefayanan lingkungan herian.

V

Viooility Goo Ford - Dukungan Kelsyskan stau Vighilny Gog Ffund [VEF] sdelah Dukunmgan
Pemerinizh dalsm bentuk kontribus sebsgian biEys konstruksl yeng
dibarik=n secars tunai pads proyek Kerjasams Pemerintah dengan Badan
Uszahs ya2ng sudah memilikl kelayakan skonomi namun belum memiliki
kelzyakan finansizl Dukungan Kelgyakan dapst diberiken sstelah bdak
txrdzpat lzgi 2iternatf lzin untuk membust Proyek Kerjz Sama |ayak

szcarz finansial. Pemerintsh Daeran dapstberkontribusi ates pembenan
dukungan ini setelah memperoleh persstujuan dari DPROL
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Windows Oressing - Upays yang dilskukzn olsh perusanszan untuk mempercantk |sporen
w=uangans dengan c3re memanipulssi izporan k=usngen untuk t=rithat
lepin baik sebeium dipiblikasiien. Psrusshazn skan memanipulzsi
izporan ksuangsn untuk menunjukksn hesl bismiz yang  lsbih
merguniungkan.
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Daftar Lampiran pada Flash Disk

Lampiran 1.1

Daftar Lsporan Hasil Pemericasn [LHP) Per Tema Semestac I
Tehun 2023 padz Pamerintzh Pusst

Lampiran 1.2

Daftar Lsporan Hasil Pemericaan [LHP) Per Tema Semestac I
Tzhun 2023 padz Pamerintzh Daersh dan BUMD

Lampiran 1.3

Daftar Laposan Hasil Pemedkszan (LHP] HPS 0 Tahun 2023
pads Partai Politk

Lampiran 1.4

Daftar Leaporan Hazil Pemerikszan [LH5P) Per tema Ssmester (I
Tehiun 2023 padz BUMN dan Badan Lainmy@a

Lampiran L5

Daftar Laporan Hasil Pemeriksazn [LHP) Par Tema Samestar |
Tehun 2023 pada Pemeriksaan Prioritas Masional

Lampiran 2.1

Rekapitutzsi Hzsll Pemeriks=an insrja pads Pemerintah Pusst

Lampiran 2.2

Askapitulzsi  Haszi Pemerikzzan OTT-f=pstuhan  pads
Femzrintahn fusat

tampiran 3.1

fskapitulzs Hszil Pemerkssan Kinsrja pzds Pemerintsh
Dasrzh dzr BUMD

tampiran 3.2.1

fskapitulzsi  Hagll Pezmarikzzan DTT-¥=pstuhan pads
Fermerintah -Dasrzh ~dan BUMD

Lampiran 3.2.2

Azkzpitulzsi Permaszsizghan Femeriazzan DT T-Kspstuhan st==
Fengslolzzn Belanjz Daergh

Lampiran 3.2.3

Askepitdlssi Permasalahan  Pemernkzzan  OTT-Kepatuhan
Fengslolzan Belanja Infrastruktur pads Pemearintah Dasrsh

Lampiran 4

Askepitdlssi Hazll Pemerikszan OTT-Kepstuhan pada BUMN
dan Badan Lainnya

Lampiranm 5.1

Daftar Tujusn dan Kesimpulan Hasil Pemerikszan Priontas
Masional Pengembangan Wilayzsh

Lampiran 5.2

Askepitulzsi Hasll Femeriksssrn  atzs  Prioritss Nazicnal
Pengembangzan Wilayah

Lampiran &3

Daftar Tujuen dan Kesimpulazn Hasil Pemenksaan Prdontas
kasional Rewolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Lampiran 5.4

Aebzpitulasns  Hasidl  Pemeriksaan  gtas Priortes Wasional
Revoisz Mental dan Pembangunan Kebuday=zan

m Daftar Tampizan packs Flach Disk
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Lampiran 6.1

Daftar  Rekapitelzs Hasil  Pemantausn  Tindak Lanjut
Relomendasi Hazl Pemeriksasn pads Pemerintah Pusat HPS
It Tahun 2023

Lampiran 6.2

Daftar  Rekapituls Hazil Pemantzusn  Tindzk Lanjut
Rekbmendasi Hazil Pemeriksaan pads Pemernntah Dasrsh HPE
il T2hun 2023

Lampiran 6.3

Daftar Rekapituizsi Hasit  Pemantzoan  Tindsh  Lanjut
Rekomendasi Hasll Pemerikszan pada BUMMN IHFS || Tahun
2023

Lampiran 6.4
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Daftar  Rekapitelzs Hasil  Pemantausn  Tindak Lanjut
Rekomendasl Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainmya KPS 1
Tahun 2023

Daftar Tamnpitan pads Flash Dik m
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